


 

 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

                                               NOMOR  10  TAHUN  2016  

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 
 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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  5. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 6. 
 

 
 
 

 
7. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

dan 
WALIKOTA BALIKPAPAN 

 

MEMUTUSKAN: 
 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 
2016-2021. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur  pembantu  Wali Kota dan DPRD  dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang  menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
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7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota 

Balikpapan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 
dengan 2021. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

9. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk 
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari 
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya 

pembangunan daerah secara utuh. 
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah. 

11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

 
Pasal 2 

(1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas: 

a. manfaat; 
b. berkeadilan; 
c. keterpaduan; 

d. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
e. tata kelola pemerintahan yang baik; 

f. berkelanjutan; 
g. berwawasan lingkungan; 
h. efektif dan efisien; dan 

i. kemandirian. 
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh 

dan tanggap terhadap perubahan. 

(3) RPJMD merupakan: 
a. penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota ke dalam Tujuan, Sasaran, 

Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah 
Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan 

b. dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah 
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah 

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 
 

Pasal 3 

Penetapan RPJMD bertujuan untuk: 
a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan jangka menengah 

Daerah; 

b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu 
dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Nasional; dan 

c. sebagai pedoman dalam: 
1. penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 

(lima) tahun; 

2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 
3. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun 

waktu 5 (lima) tahun; dan 
4. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 

2016 sampai dengan Tahun 2021. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP  

Pasal 4 
 

Ruang lingkup RPJMD meliputi: 
a. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah; 

c. Visi dan Misi; 
d. Strategi Pembangunan Daerah; 
e. Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum; 

f. Program Pembangunan Daerah; dan 
g. Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

 
Pasal 5 

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) terdiri dari: 
BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III :  

 
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 
KERANGKA PENDANAAN 

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 
KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 
BAB XI       : PENUTUP 

 

(2) Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB IV 

VISI DAN MISI 
 

Pasal 6 

(1) RPJMD mempunyai  visi untuk  “MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI 
KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN 
MENUJU MADINATUL IMAN”. 

(2) RPJMD mempunyai misi: 
a. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

tinggi; 
b. mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan; 
c. meningkatkan infrastruktur kota yang representatif; 

d. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; dan 
e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 
BAB V 

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 7 
(1) Indikator makro pembangunan Daerah merupakan ukuran keberhasilan 

pembangunan paling utama dari sasaran RPJMD yang harus dicapai pada 

akhir periode 5 (lima) tahun. 
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(2) Indikator makro Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Usia Harapan Hidup sebesar 74,04 persen; 
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,93 persen; 

c. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,93 persen; 
d. Penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,3 persen; 
e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada skala 64,21; 

f. Indeks Kota Layak Huni pada skala 74,5; 
g. Penurunan indeks Gini Ratio pada skala 0,3; 
h. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto perkapita sebesar 

Rp163.259.091,00; 
i. Meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar 

Rp46,8 Trilyun; 
j. Opini Laporan Keuangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian; dan 
k. Indeks Persepsi Korupsi pada skala 6,9. 

(3) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi acuan bagi Daerah dalam menyusun dokumen rencana 

pembangunan. 
 

BAB VI  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 8 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan 
bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah 
daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah.  

(3) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VII 

PERUBAHAN RPJMD 
 

Pasal 9 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, 

tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana 
pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya: 
1. bencana alam;  

2. goncangan politik;  
3. krisis ekonomi;  
4. konflik sosial budaya;  

5. gangguan keamanan;  
6. pemekaran daerah; atau  

7. perubahan kebijakan nasional. 
d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan 

kebijakan nasional. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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(3) Dalam  hal  terjadi  perubahan  yang  tidak  mendasar  yang bersifat parsial 
dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target 

pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan 
perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota. 
 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 10 

(1) Apabila masa jabatan Wali Kota berakhir dan RPJMD untuk periode  
selanjutnya  belum  terbentuk,  maka  untuk  menjembatani kekosongan  

dokumen  perencanaan  Daerah  untuk  masa  1  (satu)  tahun kedepan 
dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD 
sebagaimana  tercantum  di dalam  Lampiran  Peraturan Daerah ini.  

(2) Dalam  rangka  menjaga  kesinambungan  pembangunan  dan  untuk 
menghindarkan  kekosongan  rencana  pembangunan  Daerah,  Wali Kota 

pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.  
(3) RKPD  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  digunakan  sebagai 

pedoman  untuk  menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

tahun pertama periode masa jabatan Wali Kota berikutnya. 
 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal  30 November 2016   
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 
 
                            ttd 

                 SAYID MN FADLI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 

(10/102/2016); 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

               KEPALA BAGIAN HUKUM, 

            

            DAUD PIRADE 
             NIP 19610806 199003 1 004 

Ditetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 29 November 2016 

 
WALIKOTA BALIKPAPAN, 

ttd 

 

M. RIZAL EFFENDI 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR  10  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2016-2021 
 

I. UMUM 

 
Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah 

tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan 

ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan 

perencanaan Daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota 

terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. 

Sesuai amanat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang 

RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik.  

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan 

pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan periode 

sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD 

tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD 

Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program 

pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu 

pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. 
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Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi Perangkat Daerah di dalam lingkungan 

Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas  

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan adalah unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, 

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penelitian dan 

pengembangan Daerah.  

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 33 



1 

 

 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan 

pemberlakuan otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu 

dasawarsa sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 1999. 

Otonomi daerah merupakan pintu gerbang bagi daerah untuk 

membangun daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan, 

kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat. Salah satu kewenangan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah 

kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan 

daerah dengan tetap berpedoman dan menjaga sinergitas dengan 

perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dalam rangka 

mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan antara pusat dan 

daerah. 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah 

berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik 

jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun 

perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu 

sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai 

dengan pemerintah daerah.  

Berkaitan dengan dokumen perencanaan, Pasal 263 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya 

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program 

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang 

dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) daerah sendiri, selain itu juga perlu memperhatikan 

RTRW daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi 

pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi/antar 

kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan 

provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan 

LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR         TAHUN 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 
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atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan 

provinsi dan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan 

keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah, maka RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan 

pembangunan di daerah. Demikian juga bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi 

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sementara itu, sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa 

tahapan penyusunan dokumen RPJMD dimulai dengan penyusunan 

dokumen Rancangan Awal RPJMD yang dilanjutkan dengan 

penyusunan dokumen Rancangan RPJMD dan penyelenggaraan 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, serta 

diakhiri dengan penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD dan 

Penetapannya melalui Peraturan Daerah.  

Kota Balikpapan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang telah 

melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada 

tanggal 9 Desember 2015. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 

secara serentak tersebut ditetapkanlah pasangan H. Rizal Effendi dan 

H. Rahmad Mas'ud sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota 

Balikpapan periode tahun 2016-2021. Pada tanggal 30 Mei 2016 

pasangan Walikota dan Wakil Walikota tersebut selanjutnya 

ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur menjadi 

Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode tahun 2016-2021.   

Selanjutnya pasca pelantikan Kepala Daerah Kota Balikpapan 

tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun dokumen RPJMD 

tahun 2016-2021 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8  tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 

2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan 

informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Balikpapan tahun 2005-

2025. 

 

1.2. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 

2005–2025; 

4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman;  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW 

Nasional; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 

2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 

2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur tahun 2016 – 2036; 

20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 

2012–2032;  
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21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Balikpapan 2005–2025; dan 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

RPJMD Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota tetangga serta harus selaras dan sinergi antar-

daerah, antar-waktu, antar-ruang dan antar-fungsi pemerintahan, 

guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 

Hubungan antar dokumen, baik hirarki rencana pembangunan 

maupun dalam hubungannya dengan rencana tata ruang disemua 

tingkatan pemerintahan tergambar dalam skema berikut ini. 

 

 

Gambar 1.1 

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 

Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RPJPD Kota 

Balikpapan 

 

 

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, 

maka penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016–2021 

berpedoman pada RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005–2025. 

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan rencana 

pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. 

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan 

program Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan periode 2016-

2021, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Balikpapan dalam 

jangka panjang. 
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Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RKPD Kota 

Balikpapan: 

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota 

Balikpapan yang penyusunannya  berpedoman pada RPJMD. 

Pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 setiap tahun 

dijabarkan kedalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan 

tahunan daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, 

kecamatan, dan kota. Selanjutnya, SKPD dengan berpedoman pada 

Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa 

Rencana Kerja (Renja) SKPD. 

 

Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan Renstra SKPD 

Kota Balikpapan: 

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam 

penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan teknis operasional pada level SKPD. Dengan 

demikian, Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima 

tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran 

teknis dari RPJMD. 

 

Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RTRW Kota 

Balikpapan: 

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan 

ruang yang sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan. Secara 

nasional kedudukan Kota Balikpapan mempunyai peran yang 

strategis. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang RTRW Nasional, Kota Balikpapan mengemban fungsi sebagai 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). 

 

Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RPJMD Provinsi 

Kalimantan Timur dan RPJMN: 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD 

harus memperhatikan RPJM Nasional karena keberhasilan 

pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi 

bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (2015-2019) 

menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan dalam merancang 

pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah untuk periode 2016-

2021. Selain itu, juga memperhatikan RPJM Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2013-2018. 
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1.4. Sistematika Penulisan  

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 ini 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. 

Secara umum sistematika penulisan ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

1.4. Sistematika Penulisan 

1.5. Maksud dan Tujuan 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

3.1.2. Neraca Daerah 

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 

3.2.2. Analisis Pembiayaan 

3.3. Kerangka Pendanaan 

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat 

serta prioritas utama 

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan 

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

4.2. Isu Strategis 

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

5.1. Visi 

5.2. Misi 

5.3. Tujuan dan Sasaran 

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB IX  INDIKATOR KINERJA DAERAH 

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB XI PENUTUP 
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1.5. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dimaksudkan 

untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan Kota 

Balikpapan selama lima tahun kedepan bagi seluruh pemangku 

kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, 

maupun dunia usaha guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan 

Kota Balikpapan secara berkesinambungan.   

 

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-

2021 adalah: 

1. Menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka 
menengah;  

2. Pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD; 

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis 

dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan 

provinsi serta  kabupaten/kota lain yang berbatasan;  

4. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan 

evaluasi kinerja;  

5. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah periode 2016-2021;  

6. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, 

kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya 

mewujudkan visi, misi dan program Walikota Balikpapan; 

7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam 

melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan; 

8. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, 

fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka 

mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan 

dalam RPJMD. 



8 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
 

 

 

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1 Luas dan Wilayah Administrasi 

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 

503,330 km2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten 

Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda 

dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, 

Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh 

tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota 

Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam 

Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota 

Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh 

empat) Kelurahan. 

 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci per Kecamatan dan Kelurahan 

No Kelurahan Luas Daerah (km2) 

1 Manggar 35,255 

2 Manggar Baru 3,836 

3 Lamaru 48,555 

4 Teritip 49,512 

Kecamatan Balikpapan Timur 137,158 

1 Damai Baru 2,149 

2 Damai Bahagia 3,708 

3 Sepinggan Baru 10,618 

4 Sungai Nangka 3,204 

5 Sepinggan Raya 6,588 

6 Gunung Bahagia 3,735 

7 Sepinggan 7,812 

Kecamatan Balikpapan Selatan 37,814 

1 Gunung Sari Ilir 1,141 

2 Gunung Sari Ulu 1,825 

3 Mekar Sari 1,287 

4 Karang Rejo 1,205 

5 Sumber Rejo 2,205 

6 Karang Jati 3,411 

Kecamatan Balikpapan Tengah  11,074 

1 Gunung Samarinda 2,703 

2 Muara Rapak 3,527 

3 Batu Ampar 10,553 

4 Karang Joang 93,035 

5 Gunung Samarinda Baru 3,035 

6 Graha Indah 19,254 

Kecamatan Balikpapan Utara 132,107 

1 Baru Ilir 0,589 

2 Margo Mulyo 1,845 
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3 Marga Sari 0,665 

4 Baru Tengah 0,570 

5 Baru Ulu 0,955 

6 Kariangau 170,328 

Kecamatan Balikpapan Barat 174,952 

1 Prapatan 3,141 

2 Telaga Sari 2,538 

3 Klandasan Ulu 0,890 

4 Klandasan Ilir 1,435 

5 Damai 2,221 

Kecamatan Balikpapan Kota 10,225 

Sumber: Balikpapan dalam Angka Tahun 2014 

 

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Balikpapan per 

Kelurahan 

 

 

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur 

Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan 

dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: 

� Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. 

� Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar. 

� Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar. 

� Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser 

Utara. 

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan 

Timur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan 

Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur 

pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung 

Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak 

ini berasal dari nama anak JH Menten dari JH Menten dan Firma 

Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran yang 
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ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak 

Balikpapan dari Kesultanan Kutai. 

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang 

menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 

260 ribu barel per hari. Perkembangan industri minyak inilah yang 

telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini 

Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada 

pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah 

mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, 

Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta 

minyak mentah yang diimpor dari negara lain. 

 

Gambar 2.2 Posisi Strategis Kota Balikpapan 

 

 

2.1.1.3 Topografi 

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 

meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada 

ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari 

luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% 

dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 

% dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan 

dirinci menurut topografi (ketinggian). 

Tabel 2.2 

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian) 

No 
Ketinggian 

MDPL 

Luas Wilayah 

(Ha) (%) 

1. 

2. 

3. 

0-10 

>10-20 

>20-100 

6.980,00 

17.260,00 

26.090,57 

13 

34,7 

51,66 

Jumlah 50.330,57 100,00 

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

 

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan 

dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil 
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tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan  15% lainnya merupakan 

daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah 

Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.  

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada 

kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% 

dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.3 berikut ini menunjukkan rincian 

luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan. 

Tabel 2.3 

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui kondisi kelerengan Kota Balikpapan berikut merupakan 

visualisasi dari kondisi  kelerengan Kota Balikpapan dalam bentuk peta 

kelerengan (gambar 2.3). 

 
Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kota Balikpapan 

2.1.1.4 Geologi 

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang 

diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ 

struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai 

masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.  

 

a.  Tanah pada Group Aluvial 

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial 

yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk 

"Aluvium".  

 

No Kelas Lereng Luas Wilayah 

 (%) (Ha) (%) 

1. 0-2 7.050,00 14.01 

2. > 2-15 3.325,00 6.61 

3. > 15-40 21.305,57 42.33 

4. > 40 18.650,00 37.05 

Jumlah 50.330,57 100,00 

Sumber:  RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032 
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b. Tanah pada Group Marin 

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, 

mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis 

tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan 

Somber.  

 

c. Tanah pada Group Fluvio Marin 

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu: 

1. Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara 

sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk 

aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang 

Sungai Manggar Besar. 

2. Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan 

kelerengan < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis 

tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat 

Makassar. 

 

d. Tanah pada Group Volkan 

Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group 

volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di 

Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai 

Kertanegara.  

 

e. Tanah pada Group Tektonik/Struktural 

Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 

jenis, yaitu: 

1. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak 

tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan 

bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya 

adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, 

Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk 

Balikpapan. 

2. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak 

tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan 

induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi 

Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, 

Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan 

Kelurahan Karang Joang. 

3. Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh 

dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa 

batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, 

Karang Joang dan Manggar. 

4. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup 

tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan 

induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di 

Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan 

Utara. 
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5. Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat 

tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya 

berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di 

Karang Joang Km 15. 

Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun 

batu pasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis 

tanah Podsolik Merah Kuning.  

Struktur geologi yang dijumpai di Kota Balikpapan adalah lipatan 

yaitu antiklin. Sumbu antiklin ini memanjang dari barat daya ke arah 

timur laut melewati Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan 

Selatan dan Balikpapan Timur. Selain struktur antiklin di daerah 

Kota Balipapan juga dijumpai sejumlah patahan/sesar. Dipermukaan 

agak susah menentukan sesar karena tingkat pelapukan yang cukup 

tinggi serta litologi yang bersifat mudah lepas-lepas, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Chevron pada tahun 2006-2010. 

 

Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Balikpapan 

 

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, 

serta air tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut maka potensi bahan 

galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) 

yaitu potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi 

mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa 

dan batulempung. Lokasi keterdapatan potensi mineral non logam 

terdapat di 4  (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan 

(Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan 

Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut: 

1. Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa 

perbukitan; 

2. Jenis bahan galian batulempung meliputi Kecamatan Balipapan 

Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur 

(Kelurahan Lamaru); 

Formasi Balikpapan Bawah Formasi Balikpapan Atas Formasi Kampung Baru 
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3. Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan 

Timur (Kelurahan Lamaru). 

Adapun keterdapatan potensi batubara meliputi wilayah Kecamatan 

Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. 

2.1.1.5 Hidrologi 

2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai 

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam 

mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti yang tercantum 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.4.  

Nama DAS  di wilayah Kota Balikpapan 

No Nama DAS Luas (ha) 

1 Kemantis 285,95 

2 Beruang 297,89 

3 Tempadung 3.305,29 

4 Sanrumukti 71,62 

5 Beranga 998,05 

6 Tengah 311,99 

7 Seluk Pudak 174,94 

8 Teluk Waru 218,71 

9 Keminting 1.046,25 

10 Tanjung Batu 102,58 

11 Getah 408,99 

12 Wain 11.527,36 

13 Manggar Besar 9.242,58 

14 Somber 4.142,26 

15 Pandansari 996,86 

16 Telagasari 207,09 

17 Gunung Dubs 52,67 

18 Klandasan Kecil 878,71 

19 Kalndasan Besar 2.640,25 

20 Saluran I 1.406,81 

21 Saluran II 176,69 

22 Sepinggan 1.827,00 

23 Sepinggan Kecil 224,33 

24 Batakan 289,99 

25 Batangan Kecil 889,65 

26 Manggar Kecil 1.921,58 

27 Lamaru 511,03 

28 Aji raden 1.366,40 

29 Selok Api 2.425,98 

30 Teritip 1.759,39 

31 Teritip Tengah 517,94 

32 Baru 103,16 

 Total 50.330 
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Sumber: Masterplan Drainase Kota Balikpapan 

2.1.1.5.2 Sungai, Danau dan Rawa 

Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah 

dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan 

termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi 

topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola 

aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian 

utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya 

keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak 

penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih. Potensi air permukaan dapat dilihat dari 

banyaknya sungai-sungai besar di Kota Balikpapan, sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

 Daftar Sungai Besar di Kota Balikpapan 

No Nama Sungai Panjang 
(m) 

1 S. Wain 11.200 
2 S. Somber 7.100 
3 S. Klandasan Kecil 3.800 
4 S. Klandasan Besar / 

Ampal 
4.900 

5. S. Sepinggan 5.600 
6. S. Batakan Kecil 5.100 
7. S. Batakan Besar 9.500 
8. S. Manggar Kecil 7.200 
9. S. Manggar Besar 19.400 
10. S. Lamaru 2.300 
11. S. Ajiraden 2.100 
12. S. Teritip 4.200 
13. S. Selok Api 6.700 

Sumber: Masterplan Drainase Kota Balikpapan 

Selain sungai-sungai besar, juga terdapat sungai-sungai kecil yang 

jumlahnya mencapai  24 (dua puluh empat) sungai. Selain itu, dalam 

rangka pengendalian banjir, juga telah dibangun beberapa 

bendungan pengendali (bendali) di Kota Balikpapan yaitu: 

- Bendali I di Kelurahan Sepinggan Baru; 
- Bendali II di Kelurahan Sepinggan Baru; 
- Bendali III di Kelurahan Sungai Nangka; 
- Bendali IV di Kelurahan Sungai Nangka; dan 
- Bendali Kampung Timur di Kelurahan Gunung Samarinda 

Baru. 
 

2.1.1.5.3 Air Tanah 

Berdasarkan peta Hidrogeologi Lembar Balikpapan, Kota Balikpapan 

secara umum dapat dilihat dari komposisi litologi batuan dan 

kelulusannya serta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Balikpapan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Komposisi Litologi Batuan dan Kelulusannya. 

Berdasarkan komposisi litologi dan kelulusannya Kota Balikpapan 

seluruhnya masuk dalam kategori batu pasir, batu lempung pasiran, 

serpih dan konglomerat dengan sisipan napsi, batubara dan batu 

gamping. 

 

b. Keterdapatan Air Tanah dan Produktivitas Akuifer. 

Berdasarkan keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer, Kota 

Balikpapan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu: 

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, 

yaitu : 

� Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas 

Akuifer dengan keterusan beragam, muka air tanah umumnya 

kurang dari 3 meter di bawah muka tanah setempat, debit air 

umumnya kurang dari 10 liter/detik. Akuifer ini umumnya 

tersebar di Kecamatan Balikpapan Utara, sebagian kecil dari 

Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah dan di 

bagian selatan dari, Kecamatan Balikpapan Selatan 

� Setempat, Akuifer produktif  

Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya muka air 

tanahnya dalam, di beberapa tempat mata air dengan debit 

kurang dari 2 liter/detik. Akuifer ini pada umumnya terdapat 

di Kecamatan Balikpapan Timur, sebagian Kecamatan 

Balikpapan Selatan dan Tengah. 

2. Akuifer bercelah atau jarang, produktif kecil dan daerah air tanah 

langka, yaitu: 

� Akuifer produktif kecil,  

Akuifer ini umumnya keterusan rendah, setempat air tanah 

dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-

lembah dan zona pelapukan batuan padu. Akuifer ini pada 

umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian 

kecil di Kecamatan Balikpapan Utara, Barat dan Timur. 

 

2.1.1.6 Oceanografi 

Kota Balikpapan merupakan kota pesisir yang mempunyai pantai 

yang panjang. Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032, kawasan pesisir direncanakan sebagai kawasan pariwisata, 

kawasan perikanan, dan kawasan perlindungan mangrove. Selain itu, 

juga akan dilakukan pengembangan Waterfront City melalui 

pembangunan Coastal Area. Prinsip utama pengembangan kawasan 

coastal area adalah membangun sekaligus melindungi lingkungan 

kawasan pinggir pantai serta mengelola penggunaan lahan (land use) 

yang lebih baik. 

Berdasarkan kondisi geografis Pantai Balikpapan terletak diantara 

Selat Makasar dengan panjang fatch yang cukup besar, hal ini 

memungkinkan terjadinya gelombang angin yang cukup besar 

terutama yang ditimbulkan angin dari timur sampai dengan selatan. 
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Berdasarkan data angin yang telah dihimpun dari Badan Meteorologi 

dan Geofisika Balikpapan, bahwa angin pada umumnya terbesar dan 

tersering adalah dari arah tenggara. 

Sementara posisi pantai Balikpapan membentang kearah Timur Laut-

Barat Daya, sehingga berdasarkan kondisi diatas maka 

pembangkitan gelombang akibat angin akan digunakan hitungan 

dengan pengertian Fully Developed Sea (FDS) bila terhadap data angin 

dari arah selatan sampai dengan arah timur.  

Sedangkan kondisi Bathimetri pantai Balikpapan secara umum rata-

rata bathimetri pantai Kota Balikpapan dapat digolongkan landai, 

kelandaiannya antara pantai di Kelurahan Prapatan ke arah timur 

sampai di pantai Kelurahan Lamaru menunjukkan keadaan yang 

sama yaitu landai sekitar 2% sampai dengan 4%. Sedangkan pada 

bagian barat yaitu di kawasan Teluk Balikpapan memiliki kedalaman 

yang cukup sehingga berpontensi dalam pengembangan kawasan 

pelabuhan. 

 

2.1.1.7 Klimatologi 

a. Iklim  

Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir 

sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, 

yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim 

kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober, 

sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai 

dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang 

diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan 

tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka 

iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu 

angin Muson barat November - April dan Angin Muson Timur Mei - 

Oktober. 

 

b. Suhu dan Kelembaban 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi 

rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya 

dan pantai. Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan 

suhu udara sepanjang tahun berkisar dari 21,7 – 34,7°C. Selain itu, 

sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai 

kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-

91%. 

 

c. Curah hujan dan angin 

Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam menurut bulan. 

Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2009 

yang tercatat pada stasiun meteorologi Kota Balikpapan masing-

masing sebesar 64,4 mm dan sebesar 338,0 mm. Keadaan angin di 

Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang dipantau dari Stasiun 

Meteorologi dan Geofisika Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa 

kecepatan angin berkisar antara  4 sampai 6 knot. Kecepatan angin 
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paling tinggi 6 knot terjadi pada bulan Juli sedang terendah 4 knot 

terjadi pada bulan Maret, April, Oktober, November dan Desember. 

 

 

Tabel 2.6. 

 Rata-Rata Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin,  

Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2011-2014 

No Uraian 
Tahun  

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Suhu Udara (0C) 

Maksimum 

Minimum 

 

27,7 

26,4 

 

34,8 

22,5 

 

27,9 

26,8 

 

34,7 

22,0 

 

35,0 

22,3 

2. Kelembaban Udara (%) 87,5 87,5 85,0 82,0 81,75 

3. Tekanan Udara (mb) 1.009,9 1.010,4 1.010,4 1.011,0 1.011,7 

4. Kecepatan Angin (knot) 5,4 5,0 4,5 5,4 4,00 

5. Curah hujan (mm/th) 239,0 257,6 278,4 217,1 195,95 

6. Penyinaran Matahari 

(%) 

51 62,5 49,0 45,2 53,11 

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2012-2015 

 

2.1.1.8 Penggunaan Lahan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Balikpapan 

Tahun 2012-2032 rencana komposisi penggunaan lahan pola ruang 

(darat dan laut) yang direncanakan untuk Kota Balikpapan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.7. 

Luas Rencana Pola Ruang di Kota Balikpapan 

NO. PEMANFAATAN LAHAN 
2012-2032 

KETERANGAN 
LUAS (Ha) % 

I. KAWASAN LINDUNG       

A. Kawasan Hutan Lindung      19,194.08    22.66    

1 Kawasan Hutan Lindung     14,781.80      

2 Perluasan HLSW        1,402.39      

3 Buffer Zone Hutan Lindung       3,009.89      

         

B.  Kawasan Perlindungan Bawahan           920.25     1.09    

1 Kawasan Resapan Air           920.25      

         

C.  Kawasan Perlindungan Setempat        6,531.18      7.71    

1 Kawasan Waduk dan Embung        1,914.22      

2 
Kawasan Sempadan Waduk dan 
Embung 

       1,254.59    
  

3 Kawasan Sungai           672.39     

4 Kawasan Sempadan Sungai          144.48      

5 Kawasan Sempadan Pantai           317.76      

6 Kawasan Sempadan Jalan TOL           229.69      

7 Kawasan Hutan Bakau        1,871.67      

8 
Kawasan Buffer Zone (Peternakan, 
TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS) 

          126.40    
  

         

D.  Kawasan RTH Kota           529.78      0.63    

1 Kawasan Hutan Kota           226.53      

2 
Kawasan RTH Kota  
(Makam, Lapangan, Taman) 

303.26    
  

         

E.  Kawasan Suaka Alam, Pelestarian              345.98     0.41    
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NO. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032 KETERANGAN 

Alam dan Cagar Budaya 

1 Kawasan Agro Wisata                67.84      

2 Kawasan Kebun Raya              254.76      

3 Kawasan Wanawisata                19.16      

4 
Kawasan Penangkaran Buaya                   

4.22  
  

  

         

F.  Kawasan Jalur Migrasi Satwa               
196.50  

    0.23  
  

1 Kawasan Jalur Migrasi Satwa             196.50      

         

G.  Kawasan Konservasi Pesisir dan 
Laut 

         6,222.30     7.35  
Wil. Pesisir dan Laut 

1 Konservasi Pulau-pulau Kecil              303.19    Wil. Pesisir dan Laut 

2 
Daerah Perlindungan Mangrove & Laut 
(DPML) 

61.04    
Wil. Pesisir dan Laut 

3 Daerah Rawan Ranjau           5,727.25    Wil. Pesisir dan Laut 

4 Zona Terlarang              114.82    Wil. Pesisir dan Laut 

5 Terumbu Karang dan Padang Lamun 16.00    Wil. Pesisir dan Laut 

 TOTAL KAW. LINDUNG     33,940.07   40.08    

         

II. KAWASAN BUDIDAYA       

A. Kawasan Peruntukan Pertanian           3,531.36       4.17    

1. 
Kawasan Pertanian Tanaman 
Hortikultura 

          1,251.67    
  

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan             145.45      

3. Kawasan Perkebunan           2,076.17      

4. Kawasan Peternakan                58.06      

         

B. Kawasan Peruntukan Perikanan         16,663.55   19.68    

1. Kawasan Perikanan Darat              582.19      

2. Kawasan Minapolitan              190.56      

3. Kawasan Perikanan Budidaya Laut           3,178.48    Wil. Pesisir dan Laut 

4. Kawasan Perikanan Tangkap         12,712.32    Wil. Pesisir dan Laut 

         

C. Kawasan Peruntukan Perumahan       

1. Kawasan Perumahan         10,902.02   12.87    

         

D.  Kawasan Peruntukan Perdagangan 
dan Jasa 

          2,523.58     2.98  
  

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa           2,523.58      

         

F. Kawasan Peruntukan Perkantoran                56.14     0.07    

1. Kawasan Perkantoran                56.14      

         

G. Kawasan Peruntukan Industri           5,107.86      6.03    

1. Industri Besar           4,705.33      

2. Industri Sedang              379.33      

3. Industri Kecil                23.21      

         

H. Kawasan Peruntukan Pariwisata              449.40      0.53    

1. Kawasan Pariwisata              449.40      

         

I. Kaw. Peruntukan Pertahanan & 
Keamanan 

             264.47      0.31  
  

1. 
Kawasan Pertahanan dan Keamanan               

264.47  
  

  

         

J.  Kawasan Peruntukan Pelayanan 
Umum 

        10,821.83   12.78  
  

1. Kawasan Bandara              372.05      

2. Kawasan Pelabuhan                31.45      

3. Kawasan Terminal                  9.40      

4. Kawasan Alur Kapal         10,142.87    Wil. Pesisir dan Laut 

5. Kawasan Fasilitas Pemerintah              215.49      

6. Kawasan TPA                18.17      

7. RSUD                  0.93      

8. Kawasan Masjid Agung Balikpapan                  0.94      

9. Kawasan Gereja                  1.22      

10. Kawasan Dome                  4.87      

11. Kawasan Stadion Olahraga                24.45      
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NO. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032 KETERANGAN 

         

J. Kawasan Pendidikan               426.56      0.50    

1. Kawasan ITK              340.73      

2. Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah                85.83      

 TOTAL KAW. BUDIDAYA    50,746.76   59.92    

         

 TOTAL 84,686.84  100.00    

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 

 

 

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 

 

Gambar. 2.5. 

Peta RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 

 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 

2008-2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan 

Perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda – Bontang. Kota 

Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul 

transportasi laut dan udara nasional serta menjadi pusat produksi 

minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan 

bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain 

di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian kawasan 

andalan Kawasan Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan 

Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-Sanga, 

Muara Jawa, dan Balikpapan. Sedangkan berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2016-2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota 

Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah 

internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah 

nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat 
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perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara 

internasional, dan Pusat pengolahan migas.  

Arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032 guna menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang 

dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat 

Pertumbuhan Nasional, maka sistem pusat kegiatan Kota Balikpapan 

adalah sebagai berikut: 

- Pusat Pelayanan Kota (PPK) 

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Balikpapan adalah meliputi 

kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu, 

Kecamatan Balikpapan Kota. Kawasan Pusat Kota ini mempunyai 

fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa 

skala kota. 

- Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 

Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Balikpapan meliputi 

rencana Pusat Kota Ke-2 Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, 

Kecamatan Balikpapan Utara  dan rencana Pusat Kota Ke-3/Kota 

Perdesaan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.  

Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan 

Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan 

Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung 

Samarinda, Kelurahan Karangjoang. Sub PPK ini mempunyai fungsi 

sebagai kawasan perdagangan jasa dan perkantoran dengan skala 

pelayanan bagian wilayah kota, pusat pelayanan kesehatan skala 

kota, dan pusat pelayanan transportasi. 

Sedangkan sub PPK Pusat Kota ke-3/Kota Perdesaan mempunyai 

pusat di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dengan 

wilayah pelayanan Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan 

Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai pusat pengembangan agro. 

- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 

Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota 

kecamatan atau kelurahan yang potensial meliputi: 

1. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan 

Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Baru Tengah di 

Kecamatan Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat 

perdagangan dan jasa skala bagian wilayah kota; 

2. Kelurahan Klandasan Ulu, melayani Kelurahan Klandasan Ilir, 

Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telagasari, Kelurahan Damai, 

Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Gunung Bahagia di 

Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi sebagai kawasan 

perdagangan, jasa dan perkantoran skala kota; 

3. Kelurahan Gunungsari Ilir, melayani Kelurahan Gunungsari Ulu, 

Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Karangjati, Kelurahan 

Sumberrejo, dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Balikpapan 

Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan 

perumahan skala bagian wilayah kota; 
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4. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani 

Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru dengan fungsi 

sebagai kawasan industri skala bagian wilayah kota; 

5. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani 

Kelurahan Teritip dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai 

kawasan perumahan skala bagian wilayah kota; dan 

6. Kelurahan Batu Ampar, melayani Kelurahan Muara Rapak, 

Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda 

dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perumahan 

skala bagian wilayah kota. 

 

- Potensi sektor Industri  

Menurut RTRW Kota Balikpapan tahun 2012 – 2032, kegiatan 

perindustrian yang membentuk kawasan dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis, yaitu: wilayah industri, kawasan industri, dan kawasan 

berikat. Selain ketiga jenis kawasan industri tersebut, terdapat juga 

kegiatan industri yang secara ketat mensyaratkan dekat dengan 

bahan baku utama. Kawasan rencana peruntukan industri di Kota 

Balikpapan terbagi atas: 

1. Kawasan Industri Besar; 

2. Kawasan Industri Sedang;   

3. Kawasan Industri Kecil. 

Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.170 

Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo, 

Kelurahan Margasari dan Kelurahan Kariangau), Kecamatan 

Balikpapan Utara (Kelurahan Muara Rapak), Kecamatan Balikpapan 

Kota (Kelurahan Prapatan), dan di Kecamatan Balikpapan Tengah 

(Kelurahan Karang Jati).   

Kawasan peruntukan industri menengah dengan luas kurang lebih 

918 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan 

Manggar), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggan), 

Kecamatan Balikpapan Utara  (Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan 

Graha Indah, Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Karang Joang), 

dan di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo). 

Kawasan peruntukan industri kecil/mikro terdapat di Kecamatan 

Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo), Kecamatan Balikpapan 

Utara (Kelurahan Karang Joang), dan di  Kecamatan Balikpapan 

Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan 

Lamaru dan Kelurahan Teritip).  

Potensi kawasan industri kota Balikpapan didukung oleh letak 

strategis  yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang 

Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. 

Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan 

kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat 

sehingga  potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti: 

shipdocking  (dok perbaikan kapal), sparepart dibidang marine, 

supply base dan sebagainya. Untuk mendukung potensi kawasan 

industri diatas dalam hal pemenuhan tenaga kerja, di Kota 
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Balikpapan telah berdiri beberapa perguruan tinggi baik swasta 

maupun negeri, antara lain Institut Teknologi Kalimantan (ITK), 

Politeknik Negeri Balikpapan, UNIBA, UNTRI, STIKOM, STT Migas, 

dan lain sebagainya. 

- Potensi sektor Jasa dan Perdagangan  

Sektor Jasa dan Perdagangan beberapa tahun belakangan ini 

memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Balikpapan yang sangat 

signifikan dan menunjukkan bahwa sektor ini berkembang cukup 

baik. Perkembangan ini didukung dengan adanya fasilitas Bandara 

Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Pelabuhan Laut 

Semayang,  Kilang Minyak Pertamina, Kawasan Industri Kariangau 

(KIK) yang dilengkapi pelabuhan peti kemas dan rencana 

pembangunan costal area sehingga lebih memacu perkembangan 

sektor jasa dan perdagangan. 

Potensi ini harus ditangkap dengan lebih baik lagi oleh Pemerintah 

Kota Balikpapan. Sebagaimana kita ketahui Provinsi Kalimantan 

Timur sebagai salah satu provinsi penghasil batubara yang cukup 

besar. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang 

membutuhkan dukungan jasa penyediaan sparepart alat berat 

(seperti spare part “bulldozer, wheel loader, dump truck”, dan 

sparepart lainnya) dan jasa supporting lainnya. Selama ini 

kebutuhan tersebut masih harus didatangkan dari luar Kalimantan 

Timur, bahkan dari Singapura.  

Potensi lainnya adalah pembangunan pergudangan dan 

“stockpiles/stockyards” untuk penyimpanan barang dan bahan 

makanan bagi keperluan kabupaten/kota lainnya di Propinsi 

Kalimantan Timur dan kapal-kapal yang bongkar muat serta 

penyediaan jasa pelayanan air bersih untuk keperluan kapal-kapal 

yang bongkar muat dan singgah di pelabuhan Balikpapan juga perlu 

ditangkap dengan baik . 

 

- Potensi sektor Pariwisata 

Topografi Kota Balikpapan yang didominasi perbukitan dengan 

tutupan hutan yang cukup luas, menjadikan kota ini sebagai tempat 

potensial untuk wisata Hutan lindung dan kawasan Cagar Alam. 

Selain itu kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek 

yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai. Hal ini bila 

dikelola dengan baik maka akan menjadi sektor penting dalam 

mendukung perekonomian Kota Balikpapan. Pantai-pantai yang 

terkenal di Balikpapan seperti: Pantai Melawai, Pantai Lamaru, 

Pantai Manggar, Pantai Kemala dan lain-lain.  

Pariwisata yang menonjol di Kota Balikpapan dapat digolongkan 

menjadi 2 obyek, yaitu pariwisata alam dan pariwisata buatan, 

dimana jumlah pariwisata buatan lebih banyak dibandingkan dengan 

pariwisata alam. Data jumlah obyek dan kunjungan wisata Kota 

Balikpapan tahun 2011-2015 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut: 
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Tabel. 2.8. 

Data Jumlah Obyek Dan Kunjungan Wisata Kota Balikpapan 

Tahun 2011-2015 

NO. NAMA OBJEK WISATA 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pantai Melawai 118.375 121.059 160.922 165.497 166.766 

2. Pantai Lamaru 62.446 37.651 150.122 150.213 151.826 

3. Pantai Manggar 362.406 371.719 201.350 197.800 250.100 

4. Pantai POLDA / Kemala 11.900 12.176 14.466 21.308 28.099 

5. Penangkaran Buaya Teritip 47.775 52.029 54.231 66.902 69.745 

6. Taman Bekapai 138.380 141.515 171.564 180.974 190.019 

7. MONPERA 246.317 251.832 264.512 268.632 277.403 

8. Hutan Lindung Sungai Wain 7.501 6.221 4.938 5.055 5.079 

9. Agro Wisata KM - 23 34.636 37.861 25.386 38.550 39.840 

10. Wana  Wisata KM - 10 Tidak Beroperasi 6.385 6.625 

11. Hutan MangroveMargomulyo 2.255 2.302 1.554 7.837 9.333 

12. Pasar Inpres Kebun Sayur 625.917 639.967 636.531 699.010 773.820 

13. Water Park Regency 26.320 26.903 27.297 102.712 109.632 

14. Tugu Jepang danMakam Jepang  273 126 121 2.186 2.055 

15. Mangrove Teritip ---- 10.326 9.591 

16. Water Park Ring Road ---- 8.650 8.350 

17. Tugu Australia ---- 1.483 3.144 

18. Museum Kodam VI Mulawarman --- 2.039 1.902 

19. Jembatan Ulin Kariangau ---- 9.887 8.942 

20. Kampung Atas Air Marga Sari ----- 2.159 1.369 

21. Ruko Bandar ---- 104.332 106.827 

22. Palm  Hill Galery ----- 5.980 4.690 

23. Kebun Raya Balikpapan ------ 654 631 

24. Pantai Angkasa Lanud Balikpapan Belum Beroperasi 575 

TOTAL 1.684.501 1.701.361 1.712.994 2.058.571 2.226.363 

Sumber: Disporabudpar, 2015 

 

Jumlah objek wisata di Kota Balikpapan pada tahun 2015 mengalami 

kenaikan cukup pesat khususnya pada wisata buatan yang semula 

hanya 6 menjadi 24. Mengingat adanya keanekaragaman baik wisata 

alam dan wisata buatan tersebut, meningkatkan tren kunjungan 

wisatawan ke Kota Balikpapan setiap tahunnya baik dari wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tempat wisata favorit 

untuk dikunjungi adalah Pasar Inpres Kebun Sayur, Monpera dan 

Pantai Manggar.  
 

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 meliputi:  

a. Kawasan rawan banjir, meliputi: 
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1. Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan 

Sungai Nangka, sebagian Kelurahan Sepinggan, Kelurahan 

Gunung Bahagia di Kecamatan Balikpapan Selatan;  

2. Sebagian Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Gunung Sari Ulu, 

Kelurahan Gunung Sari Ilir di Kecamatan Balikpapan Tengah;  

3. Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara; 

4. Kelurahan Klandasan Ulu dan Kelurahan Klandasan Ilir di 

Kecamatan Balikpapan Kota; 

5. Sebagian Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan 

Timur. 

 

b. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 

1. Kawasan perbukitan di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan 

Batu Ampar dan Kelurahan Muara Rapak di Kecamatan 

Balikpapan Utara; 

2. Kawasan perbukitan di Kelurahan Gunung Sari Ilir, 

Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang Jati, 

Kelurahan Mekar Sari di Kecamatan Balikpapan Tengah 

3. Kawasan perbukitan di Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan 

Prapatan, Kelurahan Damai, Kelurahan Klandasan Ilir di 

Kecamatan Balikpapan Kota;  

4. Kawasan perbukitan di sebagian Kelurahan Teritip di 

Kecamatan Balikpapan Timur; 

5. Kawasan perbukitan di sebagian Kelurahan Baru Tengah, 

Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir dan Kelurahan 

Margomulyo di Kecamatan Balikpapan Barat. 

 

c. Kawasan rawan gelombang pasang, meliputi: 

1. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu 

Kecamatan Balikpapan Kota; 

2. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir 

Kecamatan Balikpapan Kota; 

3. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Sepinggan Raya 

Kecamatan Balikpapan Selatan; 

4. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Manggar Baru 

Kecamatan Balikpapan Timur; 

5. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Lamaru 

Kecamatan Balikpapan Timur; dan 

6. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Teritip 

Kecamatan Balikpapan Timur.  

 

d. Kawasan rawan abrasi, meliputi: 

1. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ulu 

Kecamatan Balikpapan Kota; 

2. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Klandasan Ilir 

Kecamatan Balikpapan Kota; 

3. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Manggar Baru 

Kecamatan Balikpapan Timur; 

4. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Lamaru 

Kecamatan Balikpapan Timur; dan 
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5. Kawasan tepian pantai di sebagian Kelurahan Sepinggan Raya 

Kecamatan Balikpapan Selatan. 

 

e. Kawasan rawan kebakaran, meliputi: 

1. Kawasan permukiman padat di Kecamatan Balikpapan 

Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan 

Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara dan 

Kecamatan Balikpapan Barat; 

2. Kawasan industri Pertamina di sebagian Kelurahan Prapatan 

Kecamatan Balikpapan Kota, kawasan industri Kariangau di 

sebagian Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat 

dan kawasan industri Batakan di sebagian Kelurahan 

Sepinggan dan Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan 

Timur; 

3. Kawasan hutan lindung di sebagian Kelurahan Kariangau 

Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang 

Kecamatan Balikpapan Utara; dan 

4. Kawasan gudang peluru di sebagian Kelurahan Karang Joang 

Kecamatan Balikpapan Utara dan sebagian Kelurahan Teritip 

Kecamatan Balikpapan Timur. 

5. Kawasan Bandara Angkasa Pura. 
 

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2.2.1.1 PDRB 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Balikpapan, PDRB 

atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2011 sebesar 

Rp57.175.458,48 juta meningkat hingga Rp74.066.264,21 juta pada 

tahun 2015, untuk PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada 

tahun 2011 sebesar Rp60.260.220,85 juta, dan pada tahun 2015 

meningkat hingga Rp68.880.824,44 juta. Selanjutnya untuk PDRB 

tanpa migas berdasarkan ADHB sebesar Rp28.859.912,01 juta pada 

tahun 2011, dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp42.621.051,65 

juta. Kemudian ADHK pada tahun 2011 sebesar Rp.27.394.972,22 

juta; dan meningkat hingga Rp.33.597.282,54 juta pada tahun 2015.  

 
 

Tabel 2.9. 

Angka PDRB tahun  2010 - 2015 

Tahun 

PDRB Dengan Migas PDRB Tanpa Migas 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) 

Rp (juta) Rp (Juta) Rp(juta) Rp (Juta) Dgn 

Migas 

Tanpa 

Migas ADHB ADHK ADHB ADHK 

2010 57.611.960,58 57.611.960,58 25.137.404,12 25.137.404,12 5,19 8,34 

2011 57.175.458,48 60.260.220,85 28.859.912,01 27.394.972,22 4,60 8,98 

2012 58.695.646,16 63.615.143,51 32.545.552,75 29.276.039,00 5,57 6,87 

2013 64.286.265,40 65.907.490,79 36.124.167,74 31.198.667,55 3,60 6,57 

2014 71.615.824,50 68.984.218,07 39.842.708,50 32.738.385,24 4,66 4,92 
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2015* 74.066.264,21 68.880.824,44 42.582.122,22 33.562.684,59 1,31 2,64 

Sumber : BPS Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

- Struktur Ekonomi Kota Balikpapan 

Struktur perekonomian Balikpapan masih didominasi lapangan 

usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Industri Pengolahan (Migas), 

yang terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap 

pembentukan PDRB Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 

2015 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 

47,85 persen, kemudian Konstruksi (15,50 persen), Transportasi dan 

Pergudangan (11,20 persen) dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (8,78 persen). Sementara 

peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen. Jika diamati 

lebih lanjut, struktur ekonomi Kota Balikpapan selama periode 2011-

2015 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Secara khusus 

kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan sejak tahun 

2010 cenderung mengalami penurunan. Disamping adanya gejolak 

harga komoditas pertambangan (migas dan batubara) di pasar global, 

juga dipengaruhi oleh produktivitasnya yang cenderung menurun. 

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 sektor ini mampu memberi 

peranan sebesar 60,89 persen dan menurun peranannya sebesar 

47,85 persen pada tahun 2015. Kondisi ini secara langsung akan 

berdampak pada peranan masing-masing lapangan usaha lainnya 

yang cenderung meningkat di tahun 2015. 

Tabel 2.10. 

Peranan PDRB Menurut Kategori (Persen) Tahun 2011-2015 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,11 1,13 1,09 1,00 1,00 

2. Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

3. Industri Pengolahan 54,62 49,93 49,17 49,60 47,85 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 

5. 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 

6. Konstruksi 14,08 15,70 15,63 15,45 15,50 

7. 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8,87 9,28 9,06 8,58 8,78 

8. Transportasi dan Pergudangan 7,81 8,92 9,64 10,23 11,20 

9. 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

1,39 1,65 1,63 1,60 1,70 

10. Informasi dan Komunikasi 2,89 3,22 3,28 3,24 3,28 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,28 3,87 4,22 4,00 4,06 

12. Real Estat 1,72 1,86 1,88 1,88 1,99 

13. Jasa Perusahaan 0,32 0,35 0,35 0,36 0,36 

14. 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

1,59 1,53 1,44 1,38 1,38 

15. Jasa Pendidikan 0,90 1,12 1,27 1,34 1,46 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,54 0,57 0,54 0,53 0,59 

17. Jasa lainnya 0,69 0,67 0,62 0,62 0,65 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS Kota Balikpapan Tahun 2015 
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* Angka sementara 

 

- Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Balikpapan 

Pelemahan perekonomian di berbagai negara dan penurunan harga 

komoditas sumber energi (migas dan batubara) di pasar internasional 

menjadi salah satu pemantik perlambatan ekonomi nasional, regional 

Kalimantan Timur serta wilayah Kota Balikpapan di tahun 2015. 

Sebagai provinsi yang mengandalkan ekspor hasil pengilangan migas, 

melemahnya harga komoditas tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap ekonomi Kota Balikpapan. 

Perekonomian Balikpapan tahun 2015 mengalami perlambatan 1,31 

persen, lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang tumbuh 4,67 

persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Industri 

Pengilangan Migas yang melambat sebesar 0,10 persen. Selain itu 

lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar -1,27 

persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar -0,98 persen. Adapun 

lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan 

usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 27,03 

persen. 

 

Tabel 2.11. 

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Kategori (persen), 2011─2015 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,82 1,96 2,48 3,06 2,84 

2. Pertambangan dan Penggalian 6,42 6,43 1,43 2,41 1,71 

3. Industri Pengolahan 1,63 4,56 1,45 4,40 0,40 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 15,27 14,66 2,67 19,33 27,03 

5. 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

10,08 5,67 4,34 1,84 1,75 

6. Konstruksi 7,78 4,94 4,39 3,85 -0,98 

7. 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

11,97 5,69 5,48 3,54 3,56 

8. Transportasi dan Pergudangan 9,85 7,81 7,15 6,83 4,28 

9. 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

4,60 10,75 4,11 4,76 4,15 

10. Informasi dan Komunikasi 12,86 13,24 12,25 9,55 3,86 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 5,29 11,71 15,27 1,74 2,77 

12. Real Estat 4,64 6,06 7,66 6,02 4,41 

13. Jasa Perusahaan 17,66 4,90 4,30 6,87 -1,27 

14. 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

8,47 3,16 2,85 5,56 1,84 

15. Jasa Pendidikan 21,52 22,39 19,57 15,02 9,50 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,61 3,51 0,38 3,91 8,25 

17. Jasa lainnya 12,50 4,90 -1,80 4,42 5,87 

Produk Domestik Regional Bruto 4,60 5,57 3,60 4,67 1,31 

Sumber: BPS  Balikpapan  

* Angka sementara 

 

2.2.1.2 Laju Inflasi 
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Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah 

barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, 

sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum 

tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu 

informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi 

mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. 

Pada  tahun 2015 Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 6,26 % 

dan jika dibanding dengan tahun 2014 sebesar 7,43% cenderung 

turun. Jika dilihat dari  tahun 2011 - 2014 mengalami 

kecenderungan peningkatan, dan tertinggi terjadi pada tahun 2013 

sebesar 8,56%. Kelompok bahan makanan, perumahan dan 

transportasi masih menjadi pemberi andil terbesar inflasi Kota 

Balikpapan tahun 2013, dengan total menyumbang 78% dari inflasi 

keseluruhan Kota Balikpapan. Pengaruh terbesar meningkatnya 

inflasi tahun 2013 adalah adanya kebijakan pengurangan subsidi 

BBM oleh pemerintah pada bulan juni 2013 yang berdampak 

langsung terhadap kenaikan tarif angkutan. Selain itu, kenaikan tarif 

dasar listrik pada industri maupun rumah tangga yang dilakukan 

secara bertahap mulai awal 2013, turut pula memberikan dampak 

pada inflasi. 

Terdapat 5 (lima) komoditi besar penyumbang Inflasi di Kota 

Balikpapan pada tahun 2015, antara lain angkutan udara sebesar 

0,776, kacang tanah sebesar 0,477, rokok kretek filter sebesar 0,392, 

sewa rumah sebesar 0,388 dan beras sebesar 0,304. Usaha yang 

dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2015 telah 

dilaksanakan 31 program kerja TPID Kota Balikpapan yang meliputi 

perbaikan produksi, infrastruktur, tata niaga, dan distribusi dalam 

rangka pengendalian inflasi. 

 

Sumber : BPS Kota Balikpapan tahun 2016 

 

Gambar 2.6. 

Grafik Perbandingan Inflasi Tahun 2010 – 2015 

 

Untuk mengendalikan inflasi tersebut Pemerintah Kota melalui Tim 

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan telah melakukan 

upaya melalui kebijakan dan program pemerintah kota yaitu: 
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1. Instrumen untuk mengatasi inflasi pendidikan, kebijakan yang 

mengatur agar penggunaan seragam pada tahun ajaran baru 

tidak memberatkan orangtua siswa,  bantuan bagi sekolah 

swasta dari APBD kota; 

2. Menggalakkan kembali Gerakan Rumah Pangan Lestari, dengan 

memberikan pembinaan kepada seluruh rumah tangga untuk 

melakukan budidaya: untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan 

sebagai income rumah tangga (dapat menghasilkan bibit sendiri); 

3. Pengendalian harga menjelang Bulan Suci Ramadhan 1436 H. 

beberapa hal pokok terkait Pengendalian harga yaitu: 

- Terjaminnya ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga 

selama Ramadhan; 

- Mengadakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan 

ketersediaan stok pangan; 

- Menindak tegas penimbun BBM dan kebutuhan bahan pokok; 

- Memprioritaskan sandar kapal dan kendaraan pengangkut 

logistik; 

- Terus memantau harga kebutuhan pokok seperti beras, 

daging, telur, cabai, bawang, dan sayuran melalui media 

PIHPS Kota Balikpapan; 

4. Pengoptimalan program penanaman padi dan Palawija di Kota 

Balikpapan Bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, luasan 

lahan penanaman padi adalah 203 Ha, dengan produksi 613 Ton 

gabah kering giling; 

5. Memperkuat kerjasama antar daerah, khususnya terkait 

komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Balikpapan. Pada 

tahun 2015 lalu, TPID Kota Balikpapan telah menghasilkan 

Kajian/Studi Kerjasama dengan Daerah Pemasok. Dari hasil 

studi, diperoleh pemetaan kota/kabupaten di beberapa Provinsi 

yang mempunyai Surplus Pangan dan berpotensi untuk 

dilakukan penjajakan kerjasama. Studi Kerjasama dengan 

Daerah Pemasok yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan 

menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Balikpapan di dalam 

melakukan penjajakan kerjasama antar daerah;  

6. Pembatasan Pembelian BBM Subsidi (September 2014). Walikota 

Balikpapan menetapkan keputusan untuk mengatur jam 

pembelian solar di beberapa tempat pengisian bahan bakar di 

Balikpapan. Kepuutsan Walikota Nomor 188.45-521/2014 ini 

melengkapi Keputusan sebelumnya Nomor 188.45-423/2013 

tentang Pembatasan pengisian BBM untuk kendaraan bermotor 

pada SPBU di Balikpapan. Keputusan ini berlaku per 1 

September 2014.  Diharapkan akan mengurangi risiko 

kelangkaan solar sehingga distribusi bahan makanan dapat 

kembali lancar; 

7. Pelaksanaan Program Bazar Ramadhan di enam kecamatan yang 

berlangsung selama 12 hari di bulan Ramadhan mulai jam 09.00 

hingga  15.00. Program ini dilakukan sebagai upaya menjaga 

kestabilan harga serta membantu masyarakat untuk lebih 

mudah mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga 
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yang wajar selama bulan Ramadhan. Kegiatan Bazar Ramadhan 

bekerjasama dengan BULOG dan Distributor Utama Kota 

Balikpapan antara lain: Hypermart, Lotte Mart, PT. Indofood 

Sukses Makmur, PT. Garudafood, Giant, dan beberapa 

distributor besar lainnya. 

 

2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita 

Pada tahun 2015, PDRB perkapita Balikpapan mencapai 120,32 juta 

rupiah mengalami kenaikan sebanyak 1,91 juta rupiah dari tahun 

2014 atau mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,61 

persen dan merupakan yang terendah dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir. Pertumbuhan PDRB perkapita berturut-turut sebesar -2,66 

persen, 0,71 persen, 7,50 persen, 9,41 persen, dan 1,91 persen 

selama periode 2011-2015. Hal ini menjadi suatu proteksi dini dan 

sinyal yang membutuhkan perhatian dari pengambil kebijakan 

pembangunan ekonomi di Balikpapan. 

Tabel 2.12. 

PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, 
Kehutan dan 
Perikanan 

1,056.49 1,111.18 1,142.05 1,181.56 1,185.11 1,203.25 

Pertambangan 
dan Penggalian 

51.52 55.66 59.16 61.09 63.60 63.24 

Industri 
Pengolahan 

62,505.17 54,573.15 50,239.20 53,187.87 58,704.95 57,575.31 

Pengadaan 
Listrik, Gas 

49.44 52.07 55.28 52.84 56.62 90.70 

Pengadaan Air 87.03 81.68 85.87 89.78 92.77 96.55 

Konstruksi 12,695.11 14,067.69 15,799.55 16,906.24 18,284.55 18,648.62 

Perdagangan 
besar dan eceran, 
reparasi dan 

7,667.23 8,862.60 9,343.15 9,799.16 10,149.38 10,561.49 

Transportasi dan 
Pergudangan 

6,702.66 7,806.55 8,977.53 10,426.46 12,112.58 13,471.48 

Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

1,274.15 1,391.19 1,656.56 1,767.41 1,893.73 2,046.26 

Informasi dan 
Komunikasi 

2,,549.74 2,889.61 3,236.48 3,550.82 3,837.81 3,941.26 

Jasa Keuangan 3,014.04 3,274.27 3,889.54 4,554.71 4,736.97 4,879.26 

Real Estate 1,612.03 1,721.66 1,875.78 2,029.83 2,226.36 2,399.38 

Jasa Perusahaan 262.97 319.17 352.35 378.46 421.77 427.51 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 

4,412.54 1,584.25 1,535.55 1,559.06 1,633.04 1,662.25 

Jasa Pendididkan 695.91 900.04 1,129.86 1,374.36 1,590.40 1,761.22 

Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

428.22 542.43 570.28 582.03 630.12 704.49 
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Jasa Lainnya 594.27 688.97 678.68 669.73 733.93 787.72 

PDRB PERKAPITA 102,658.52 99,922.16 100,626.8
6 

108,171.4
0 

118,353.70 120,320.0
0 

 

 

Tabel 2.13. 

Pertumbuhan PDRB Per Kapita 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutan dan 
Perikanan 

- 5.18 2.78 3.46 0.30 1.53 

Pertambangan dan 
Penggalian 

- 8.03 6.30 3.27 4.11 -0.57 

Industri Pengolahan - 12.69 -7.94 5.87 10.37 -1.92 

Pengadaan Listrik, Gas - 5.32 6.15 -4.41 7.17 60.20 

Pengadaan Air - 6.14 5.12 4.55 3.33 4.07 

Konstruksi - 10.81 12.31 7.00 8.15 1.99 

Perdagangan besar dan 
eceran, reparasi dan 

- 15.59 5.42 4.88 3.57 4.06 

Transportasi dan 
Pergudangan 

- 16.47 15.00 16.14 16.17 11.22 

Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

- 9.19 19.08 6.69 7.15 8.05 

Informasi dan Komunikasi - 13.33 12.00 9.71 8.08 2.70 

Jasa Keuangan - 8.63 18.79 17.10 4.00 3.00 

Real Estate - 6.80 8.95 8.21 9.68 7.77 

Jasa Perusahaan - 21.37 10.39 7.41 11.44 1.36 

Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan 
dan 

- 12.16 -3.07 1.53 4.75 1.79 

Jasa Pendididkan - 29.33 25.54 21.64 15.72 10.74 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

- 26.67 5.13 2.06 8.26 11.80 

Jasa Lainnya - 15.93 -1.49 -1.32 9.59 7.33 

PDRB PERKAPITA - -2.67 0.71 7.50 9.41 1.66 
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Gambar 2.7. 

Angka PDRB Perkapita Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 
 

2.2.1.4 Indeks Gini 

Berdasarkan distribusinya, kondisi pemerataan pendapatan 

masyarakat suatu wilayah dapat diukur tingkat ketimpangannya.  

Ukuran yang biasa dipergunakan untuk menghitung tingkat 

ketimpangan dari pemerataan pendapatan adalah Koefisien Gini dan 

Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah 

satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan 

pendapatan masyarakat secara menyeluruh pada semua kelas 

pendapatan.  Nilainya Gini Ratio adalah berkisar antara 0 sampai 

dengan 1, dimana nilai 0 menggambarkan kondisi pemerataan 

sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.  

Tingkat ketimpangan dikatakan rendah jika nilai Gini Ratio lebih 

kecil dari 0,30 sedangkan ketimpangan dikatakan sedang jika nilai 

Gini Ratio antara 0,30 dan 0,50, dan jika lebih 0,50 maka distribusi 

pendapatan masuk dalam kategori tingkat ketimpangan tinggi.  

Secara visual nilai Gini Ratio dapat dilihat berdasarkan kurva Lorenz, 

yaitu kurva dua dimensi yang memetakan distribusi penduduk dan 

distribusi pendapatan.  Pada kurva Lorenz, distribusi pendapatan 

akan semakin timpang jika bentuk kurvanya semakin cembung ke 

bawah dan sebaliknya akan semakin merata jika garis lengkungnya 

mendekati garis diagonal. Menurut kriteria bank dunia yang 

membagi kelas pendapatan penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 

40% penduduk dengan pendapatan terendah, 40% penduduk dengan 

pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan 

tinggi. Tingkat kemiskinan digolongkan parah jika 40% penduduk 

berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari total 

pendapatan, digolongkan sedang jika 40% penduduk dengan 

pendapatan terendah menerima 12%-17% dari total pendapatan, dan 
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digolongkan rendah jika 40% penduduk berpendapatan terendah 

menerima lebih dari 17% dari total pengeluaran. 

 

Sumber : BPS Kota Balikpapan 

 

Gambar 2.8. 

Kurva Lorenz dari Distribusi Pendapatan Kota Balikpapan 2015 

 

Gini Ratio Kota Balikpapan tahun 2015 tercatat sebesar 0,32 

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih tergolong 

sedang. Demikian pula jika dilihat dari distribusi pendapatan 

menurut kriteria Bank Dunia, 40% penduduk dengan pendapatan 

terendah di Kota Balikpapan menikmati 20,80% dari total 

pengeluaran, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong 

rendah. 

Tabel 2.14. 

Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio di Kota Balikpapan Tahun 

2010-2015 

Kelas 

Pendapatan 
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

40% Rendah 16,58 20,43 19,48 20,84 20,07 20,80 

40% Sedang 44,67 36,74 34,59 39,71 36,49 37,95 

20% Tinggi 38,75 42,83 45,93 39,46 43,44 41,25 

Gini Ratio 0,28 0,33 0,36 0,30 0,34 0,32 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2015  

* Angka Proyeksi  

 

 

2.2.1.5 Angka Kemiskinan 

Jumlah  penduduk miskin  di  Balikpapan  pada  Tahun 2015 

sebanyak 19.741 jiwa atau 7.453 KK. Angka ini menurun siginifikan 

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 23.700  jiwa atau 7.880 KK. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12. berikut ini.  
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015 

 

Gambar 2.9. 

Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kota Balikpapan  

Tahun 2011-2015  

 

Selanjutnya persentase Penduduk Miskin selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini. 

Tabel 2.15. 

Persentase Penduduk Miskin 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Penduduk 639.031 643.582 669.685 706.414 736.807 

Jumlah Penduduk Miskin  17.417 17.172 23.700 23.700 19.741 

Jumlah Keluarga Miskin 7.125 5.964 7.880 7.880 7.453 

Tingkat Kemiskinan 2,73% 2,67% 3,54% 3,35% 2,68% 

Jumlah Penduduk Miskin (BPS) 19.800 19.700 14.900 15.100 17.900 

Tingkat Kemiskinan (BPS) 3,39 3,30% 2,48% 2,46% 2,91% 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016  

 

 

2.2.1.6 Angka Kriminalitas 

Jumlah prevalensi narkoba tahun 2014 mencapai 3,07% dan pada 

tahun 2015 meningkat menjadi 3,23%. Kasus pembunuhan paling 

tinggi terjadi pada tahun 2012, mencapai 13 kasus. Jumlah 

kejahatan pencabulan pada tahun 2012 sebanyak 41 kasus, pada 

tahun 2015, kasus kejahatan pencabulan meningkat mencapai 49 

kasus. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2012 mencapai 37 kasus 

dan pada tahun 2015 berkurang menjadi 28 kasus. 

 

Tabel 2.16. 

Angka Kriminalitas Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2015 

NO 
JENIS 

KRIMINALITAS 

Tahun 
NO 

JENIS 

KRIMINALITAS 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 

1 Kjt thd Mamneg 0 0 0 1 
Pelanggaran 

KUHP / Perda 

3 

2 Kjt thd presiden 0 0 0 2 UU Karantina 1 

3 Kjt thd Tib umum 0 0 2 3 Anak 0 

17.360 17.172

23.700 23.700

19.741

6.013 5.964
7.880 7.880 7.453

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Keluarga Miskin
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Tenggelam  

4 Pembakaran 2 2 1 4 Pemerkosaan  1 

5 Kebakaran 17 18 18 5 Kebakaran 20 

6 Palsu surat 16 9 4 6 Palsu Surat 7 

7 Palsu merk 1 1 2 7 Palsu Merk 1 

8 Uang Palsu 1 0 0 8 ITE 4 

9 Gar sopan / cabul 41 29 42 9 
Gar sopan / 

cabul 

49 

10 Pemerkosaan 5 4 1 10 
Coba 

Pemerkosaan 

1 

11 Perzinahan 9 14 9 11 Perzinahan 16 

12 Perjudian 57 51 46 12 Perjudian 41 

13 Penculikan 0 0 1 13 Penghasutan  1 

14 Pembunuhan 13 9 5 14 Pembunuhan 7 

15 Aniring   55 109 73 15 Aniring   47 

16 Anirat 178 114 129 16 Anirat 154 

17 Pencurian biasa 169 202 185 17 Pencurian biasa 177 

18 Curat 459 513 419 18 Curat 300 

19 Curas 89 95 66 19 Curas 57 

20 Pengroyokan 80 103 89 20 Pengroyokan 78 

21 Peras / ancam 41 32 1 21 
Penggelapan 

R4  

5 

22 Penggelapan 147 146 96 22 Penggelapan 102 

23 Penipuan  128 136 95 23 Penipuan  67 

24 Pengrusakan 37 28 21 24 Pengrusakan 22 

25 Laporan palsu 0 2 1 25 
percobaan 

pencurian  

5 

26 Penadahan 0 0 0 26 Penadahan 0 

27 Curanmor 474 286 360 27 Curanmor R2 269 

28 Penc dlm kluarga 2 4 0 28 Curanmor R4 8 

29 Perampokan 0 1 1 29 Pemerasan  2 

30 Temu Mayat 0 12 2 30 
Perampasan 

hak 

0 

31 Penyelundupan 0 0 1 31 
Ancam Dgn 

Sajam  

6 

32 Perc. pencurian 3 8 9 32 
Penggelapan 

R2 

1 

33 PenggelapanJabatan 5 2 1 33 
Anirat 

Meninggal dunia  

1 

34 VCD porno 1 1 1 34 Senpi ilegal  1 

35 Imigrasi 0 12 5 35 
Gelap dlm 

jabatan 

11 

36 KDRT 37 14 22 36 KDRT 28 

37 Keterangan palsu 0 0 3 37 
Pencurian 

dalam keluarga 

4 

38 Gantung diri 0 1 1 38 Dugaan Sodomi  1 

39 Perbu. Tdk enak 25 13 9 39 Gendam 1 

40 BBM 27 19 17 40 BBM 4 

41 Bawa lari anak 2 5 2 41 Bawa lari anak 3 

42 Tipiring 28 88 27 42 Tipiring 28 

43 Sajam 21 46 29 43 Sajam 41 

44 Temu mayat 7 11 4 44 Temu mayat   12 
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45 Laka Kerja 4 3 2 45 
Coba bakar 

rumah 

2 

46 Menelantarkan anak  1 3 24 46 Pengancaman  17 

47 Nikah tanpa ijin 4 0 1 47 Aniaya anak  10 

48 
Perlindungan 

Konsumen 
3 2 3 48 

Penelantaran 

istri dan anak 

2 

49 Bahan peledak 0 2 1 49 laka kerja 1 

50 Persetubuhan 0 1 1 50 
Beli barang 

belum lunas  

0 

51 Money Laundry  0 3 0 51 Ilegal loging 2 

52 Ilegal loging 5 2 3 52 Korupsi  2 

53 
masuk pkarangan 

tnp ijin 
0 1 1 53 

Pertolongan 

Jahat 

1 

54 Bunuh Diri 2 0 1 54 
Pemalsuan 

Tanda Tangan 

4 

55 
Menempati lahan tnp 

ijin 
0 1 1 55 

Dugaan 

Penganiayaan  

3 

56 Traficking 0 1 1 56 Penghinaan  1 

57 ITE 2 0 1 57 
Perlindungan 

Konsumen  

3 

58 Perampasan Hak 10 1 0 58 Sodomi 0 

59 DVD 0 1 0 59 Pornografi 0 

60 Fitnah 7 2 1 60 
Masuk Rumah 

Tanpa Ijin 

1 

61 Penghinaan 2 1 1 61 
Kebakaran 

Mobil 

1 

62 lain-lain 8 1 376 62 
Dugaan 

Penggelapan 

1 

 Jumlah 2,225 2,165 2,218 63 UU Kesehatan 1 

          64 Pembakaran  2 

          
65 

Pencemaran 

Nama Baik  

1 

          
66 

Keterangan 

Palsu  

1 

          67 Lain-Lain/Suket 497 

          Jumlah  2,140 

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.2.1 IPM 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di 

suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari 

pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur 

dimensi pokok dari pembangunan manusia. Pembangunan Manusia 

di Kota Balikpapan terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka 

Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 

2010 – 2015. IPM Kota Balikpapan  naik 2,63 poin dalam jangka 

waktu enam tahun dari 75.55 pada tahun 2010 menjadi 78.18 pada 

tahun 2015. Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi 
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positif bahwa kualitas manusia di Kota Balikpapan yang dilihat dari 

aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin baik. 

 

 

Gambar 2.10. 

Tren IPM Kota Balikpapan 2010 - 2015  

 

2.2.2.2 Pendidikan 

- Angka Harapan Lama Sekolah 

Situasi pembangunan manusia dimana bidang  pendidikan yang 

diwakili dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 

sekolah yang berdasarkan grafik, cenderung meningkat dan selama 5 

(lima) tahun berada di atas angka provinsi dan nasional. Peningkatan 

di bidang pendidikan ini didukung dengan adanya peningkatan 

proporsi anggaran pendidikan setiap tahun yang mencapai 20%, 

adanya kebijakan dan program pengurangan beban masyarakat 

dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta  

peningkatan aspek kualitas  sumberdaya manusia. Pemerintah Kota  

Balikpapan meningkatkan  sarana  prasarana  dalam hal  

pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang  

terpenting disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan. Pada tahun anggaran 2015 dan tahun 

anggaran 2016, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan inovasi 

untuk peningkatan pemerataan akses pendidikan melalui penyaluran 

dana bantuan kepada siswa di sekolah SMP dan SLTA swasta. 
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Sumber : BPS Kota Balikpapan  

 

Gambar 2.11. 

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan 2010 – 2015 

 

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan terus mengalami 

peningkatan dari 10,16  pada tahun 2011 menjadi 10,44 pada tahun 

2015. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.22. berikut ini 

Tabel. 2.17. 

Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Tahun 2011-2015 

Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 

Kalimantan Timur 9,19 9,22 9,39 9,04 9,15 

Pasir 8,08 8,1 8,35 7,99 8,12 

Kutai Barat 8,2 8,21 8,43 7,98 8,02 

Kutai Kartanegara 8,57 8,76 8,89 8,46 8,68 

Kutai Timur 8,15 8,47 8,63 8,83 8,69 

Berau 8,58 8,62 8,82 8,53 8,62 

PPU 7,68 7,71 7,82 7,46 7,59 

Mahakam Ulu Pemekaran 7,15 7,36 

Balikpapan 10,16 10,29 10,39 10,41 10.44 

Samarinda 10,06 10,36 10,38 10,24 1031 

Bontang 10,26 10,4 10,45 10,34 1038 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2015 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2015 

 

12,07 
12,27 

12,47 

13,15 
13,43 13,46 

 11,00

 11,50

 12,00

 12,50

 13,00

 13,50

 14,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Harapan Lama Sekolah Balikpapan

8
,0

8
 

8
,1

0
 

8
,3

5
 

7
,9

9
 

8
,1

2
 

8
,2

0
 

8
,2

1
 

8
,4

3
 

7
,9

8
 

8
,0

2
 

8
,5

7
 

8
,7

6
 

8
,8

9
 

8
,4

6
 

8
,6

8
 

8
,1

5
 

8
,4

7
 

8
,6

3
 

8
,8

3
 

8
,6

9
 

8
,5

8
 

8
,6

2
 

8
,8

2
 

8
,5

3
 

8
,6

2
 

7
,6

8
 

7
,7

1
 

7
,8

2
 

7
,4

6
 

7
,5

9
 

-

7
,1

5
 

7
,3

6
 

1
0
,1

6
 

1
0
,2

9
 

1
0
,3

9
 

1
0
,4

1
 

1
0
,4

4
 

1
0
,0

6
 

1
0
,3

6
 

1
0
,3

8
 

1
0
,2

4
 

1
0
,3

1
 

1
0
,2

6
 

1
0
,4

0
 

1
0
,4

5
 

1
0
,3

4
 

1
0
,3

8
 

9,19 9,22 9,39 9,04 9,15 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

2011 2012 2013 2014 2015

MYS Pasir MYS Kutai Barat MYS Kutai Kartanegara
MYS Kutai Timur MYS Berau MYS PPU
MYS Mahakam Ulu MYS Balikpapan MYS Samarinda
MYS Bontang MYS Kalimantan Timur



40 

 

Gambar 2.12. 

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kota Balikpapan 2010 – 2015 

 
 

- Angka Partisipasi Kasar 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun 

usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu 

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi 

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK 

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya 

serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. 

Angka Partisipasi Kasar di Kota Balikpapan pada tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan, selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 2.15. berikut ini. 

Tabel 2.18. 

Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan  

No 
Jenjang  

Pendidikan 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. SD 103,31 100,26 111,52 110,24 109,80 

2. SMP 103,01 95,45 82,41   84,71   92,56 

3. SMA/SMK   70,39 83,19 96,14 107,32   95,76 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. 

Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan  
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Tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI, APK menunjukkan angka 

cenderung meningkat. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 

109,80. Untuk peningkatan APK SD/MI Kota Balkpapan masih harus 

bekerja keras terutama pada tahun 2016 melalui berbagai program 

dan kegiatan terutama peningkatan akses layanan pendidikan. 

Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs Kota Balikpapan pada 

tahun 2013-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2013 APK SMP/MTs adalah 82,41. Pada tahun 2015, APK 

SMP/MTs meningkat menjadi 92,56. 

Angka Partisipasi Kasar untuk SMA/SMK/MA Kota Balikpapan pada 

tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap 

tahunnya. Pada tahun 2011 APK SMA/SMK/MA adalah 70,39, dan 

pada tahun 2015, meningkat menjadi 95,76. 

 

- Angka Pendidikan yang ditamatkan  

Tabel 2.19. 

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2015 

Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tidak/Belum Sekolah 120.293 126.131 124.94 138.084 146.84 151.358 

Tidak/Belum Tamat SD - - - 24.514 43.129 45.862 

Tamat SD 146.995 148.908 140.452 132.928 129.226 124.866 

Tamat SLTP 88.241 90.209 94.17 96.521 100.021 102.951 

Tamat SLTA 185.444 196.037 202.964 212.525 226.85 239.643 

Tamat Perguruan Tinggi 55.002 58.554 61.057 63.498 67.305 71.170 

Total Jumlah Penduduk  
Yang Tamat Sekolah  

475.682 493.708 498.643 505.472 523.402 538.63 

Jumlah Penduduk 613.778 632.627 643.582 669.685 706.414 735.85 

Angka Pendidikan Yang 
Ditamatkan  

77,50% 78,04% 77,48% 75,48% 74,09% 73,20% 

 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, 2015 

 

Mencermati data pada tabel 2.20 dapat dikatakan sejak tahun 2010 

hingga tahun 2015 jumlah penduduk yang lulus pada setiap jenjang 

(SD-Perguruan Tinggi) mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 

Jika menyelaraskan dari program pemerintah yang mewajibkan siswa 

wajib belajar 12 tahun (jenjang SMA-Sederajat). Maka dapat 

dikatakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Balikpapan dalam 

mencetak generasi berdaya saing  memang kentara. Setidaknya 

terjadi kenaikan/peningkatan jumlah lulusan SMA dari 185.444 

lulusan SMA Se-derajat pada tahun 2010 menjadi 239.643 lulusan 

SMA Se-derajat pada tahun 2015. Kenaikan ini juga membuktikan 

asumsi kenaikan penduduk yang bertambah setiap tahun di Kota 

Balikpapan tidak lantas membuat pemerintah dan masyarakat Kota 

Balikpapan kesulitan dalam menghadirkan kebijakan pendidikan 

pro-masyarakat. Agar memudahkan melihat naik turunnya jumlah 
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lulusan disegala jenjang pendidikan tersebut, maka data pada tabel 

tersebut dikonversi kedalam gambar sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, 2015 

 

Gambar 2.14. 

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2010-2015 
 

Berdasarkan Gambar 2.13.dapat dijelaskan bahwa dalam kurun 

waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 jumlah penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Balikpapan mayoritas naik 

secara keseluruhan. Diagram tersebut juga menjelaskan bahwa 

jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah pada tahun 2010 

sebanyak 120.293 orang, dan meningkat drastis pada tahun 2015 

sebanyak 151.358 orang.  Kenaikan tersebut selain karena 

peningkatan jumlah penduduk, juga berkaitan dengan adanya 

tendensi bahwa Kota Balikpapan merupakan wilayah tujuan migrasi.  

Jumlah penduduk tamat SD di Balikpapan juga mengalami siklus 

naik turun, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebanyak 

148.908 orang yang semula pada tahun 2010 hanya sebanyak 

146.995 orang, namun jumlahnya kembali turun disetiap tahunnya 

sampai dengan 2015 mencapai 124.866 orang. Sementara itu, jumlah 

penduduk tamatan SLTP setiap tahun dari tahun 2010 sampai 

dengan 2015 terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak 

signifikan yaitu pada tahun 2010 sebanyak 88.241 orang sementara 

pada tahun 2015 sebanyak 102.951 orang. Jumlah penduduk 

tamatan SMA seperti yang dijelaskan sebelumya mengalami 

peningkatan jumlah lulusan SMA dari 185.444 lulusan SMA 

sederajat pada tahun 2010 menjadi 239.643 lulusan SMA Sederajat 

pada tahun 2015. Untuk tamatan Perguruan Tinggi di Kota 

Balikpapan, juga sama seperti tamatan SMP yang trennya mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2010 jumlah lulusan 

perguruan tinggi hanya mencapai 55.002 orang, pada tahun 2015 

mampu menembus angka 71.170. 

 

- Angka Partisipasi Murni 
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Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia 

yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk 

pada usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah 

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, 

APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di 

setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM 

merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat 

partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan standar tersebut. 

Tabel 2.20. 

Angka Partisipasi Murni Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

Jenjang  

Pendidikan 

2011 2012 2013 2014 2015 

SD 90,87 93,99 98,14 98,13 97,52 

SMP 74,66 78,29 75,46 76,14 76,97 

SMA/K 52,51 60,88 65,92 75,16 67,81 

 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan timur 

 

 

Di Kota Balikpapan, APM SD/MI pada tahun 2015  sebesar 97,52. 

Partisipasi sekolah penduduk usia di SMP dan SLTA lebih rendah 

dibandingkan dengan SD, masing-masing 76,97 dan 67,81.  

APM SMP/Sederajat tahun 2013 sebesar 75,46 meningkat menjadi 

76,14 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 

76,97. Sedangkan untuk APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MA 

mengalami kondisi yang fluktuatif dan meningkat dari tahun 2013 

sebesar 65,92 meningkat menjadi 75,16 di tahun 2014 dan 

mengalami penurunan sebesar 67,81 pada tahun 2015. 

Selain data tersebut, perlu diperhatikan data yang dimuat dalam 

Profil Kependudukan Kota Balikpapan yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BalikpapanTahun 2015 pada 

Tabel 2.26. berikut ini.  

Tabel 2.21. 

Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Siswa Usia Sekolah  

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 

No 
Jenjang 

Pendidikan 

Siswa Penduduk 
Angka Partisipasi Murni 

(%) 

L P L P L P L + P 

1 SD (Usia 7-12) 31.592 29.134 38.893 36.091 81,23 80,72 80,98 

2 SLTP (Usia 13-15) 11.458 10.583 18.370 17.122 62,37 61,81 62,09 

3 SLTA (Usia 16-18) 9.368 8.432 17.480 16.189 53,59 52,08 52,84 

 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan,  

Profil Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2015 
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Gambar 2.15. 

Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Siswa Usia Sekolah  

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 

 
 

Gambar 2.16. 

APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 

 

Mengacu pada data yang disajikan pada Tabel 2.18; Jika dicermati, 

pada tahun 2015, untuk jenjang SD terdapat 14.258 penduduk 

(L=7.301; P=6.957) yang tidak bersekolah SD sesuai dengan usia 

jenjang pendidikan SD yaitu 7-12 tahun. Demikian pula pada jenjang 

SLTP sebanyak 13.451 (L=6.912; P=6.539); dan SLTA sebanyak 

15.869 (L=8.112; P=7.757).  

Jumlah tersebut perlu dipahami dalam konteks pengertian antara 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). 

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang 

tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah 

kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa di luar 

kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: 

seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan 
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masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah 

dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.  

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun 

usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu 

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada APK SD dan SMP 

sebagaimana dimuat pada Tabel 2.22, yang pada tahun 2014 masing-

masing mencapai 112,35% dan 102,80%; berarti terdapat siswa yang 

tidak sesuai dengan usia jenjang pendidikan tertentu, namun sudah 

sekolah di jenjang pendidikan tersebut. Contoh: seorang anak usia 12 

tahun bersekolah di SMP kelas 1, maka akan dimasukkan dalam 

penghitungan APK SMP, meskipun dari sisi usia seharusnya anak 

tersebut masih bersekolah di jenjang SD. 

Dalam hal perbandingan antara APK dan APM, maka perlu 

mendapatkan perhatian khusus pada jenjang pendidikan 

SMA/SMK/MA, yang pada tahun 2014, capaian APK 80,80% dengan 

APM mencapai 54,01 % (versi LAKIP dan LKPJ) atau 52,84% jika 

merujuk data pada Profil Kependudukan Kota Balikpapan. Penjelasan 

terhadap hal tersebut perlu dihubungkan dengan Angka Partisipasi 

Sekolah pendidikan menengah yang mencapai 92,38% (2014), Angka 

Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yang mencapai 

95,42% (2014), sehingga Angka Partisipasi Sekolah pun dapat 

meningkat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga tidak 

menambah jumlah penduduk Kota Balikpapan yang hanya tamatan 

SMP sederajat karena jumlahnya cenderung meningkat, yaitu 90.209 

tahun 2011 menjadi 100.021 tahun 2014. 

Angka Putus Sekolah Kota Balikpapan pada Tahun 2014 pada 

tingkat SD/MI Sederajat sebanyak 7 orang dan pada tahun 2015 

meningkat sebanyak 12 orang. Pada tingkat SMP/MTs Sederajat pada 

Tahun 2014 sebanyak 39 orang pada tahun 2015 mengalami 

penurunan menjadi 13 orang, sedangkan pada tingkat SMA/MA 

Sederajat mengalami peningkatan dari 13 orang pada tahun 2014 

menjadi 46 orang pada tahun 2015. 

 

2.2.2.3 Kesehatan 

- Angka Usia Harapan Hidup 

Beberapa indikator yang digunakan penilaian keberhasilan 

pembangunan bidang kesehatan antara lain usia harapan hidup 

(UHH), angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). 

Usia Harapan Hidup Kota Balikpapan telah dibahas dalam 

pembahasan IPM sehingga pada bagian ini hanya dibahas 2 (dua) 

indikator yaitu AKI dan AKB.  

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Kota Balikpapan selama 5 

(lima) tahun sejak tahun 2012-2015 fluktuatif cenderung menurun. 

Pada tahun 2012 sebanyak 69 jiwa, pada tahun 2013 meningkat 10 

jiwa menjadi 79 jiwa dan meningkat tajam pada tahun 2014 menjadi 

123 jiwa. Pada tahun 2015 terjadi penurunan signifikan menjadi 70 
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jiwa. Penurunan ini bisa tercapai dengan adanya penerapan sistem 

manual rujukan maternal neonatal. 

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Balikpapan pada tahun 2011 

sebanyak 4 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebanyak 5 per 

1000 kelahiran hidup, meningkat pada tahun 2013 menjadi 11 per 

1000 kelahiran hidup dan tahun 2014 sebanyak 11 per 1000 

kelahiran hidup, dan tahun 2015 menurun menjadi 6 per 1000 

kelahiran hidup. 

Indikator lainnya adalah terkait tenaga kesehatan yaitu jumlah 

kelahiran yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan seperti 

dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, selama 5 (lima) tahun 

menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar 90,95%, 

meningkat pada tahun 2012 menjadi 92,47%, tahun 2013 meningkat 

sebesar 93,82%, dan pada tahun 2014 sebesar 94,62%, dan tahun 

2015 menurun menjadi 92,80%. Sementara itu kelahiran yang 

ditolong oleh dukun terlatih semakin menurun. 

Perkembangan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam 

meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas dan lainnya termasuk meningkatnya jumlah tenaga 

kesehatan. Selain itu timbulnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan sebagai dampak langsung dari keberhasilan 

program penyuluhan yang telah dilakukan. 

Tahun 2015 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan kembali 

naik, dari 73,94 pada tahun 2014 menjadi 73,95 pada tahun 2015. 

Meningkatnya Angka Harapan Hidup (eo) berkat partisipasi dan 

kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya menjaga pola hidup 

sehat serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota 

Balikpapan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dibidang 

kesehatan sehingga usia hidup penduduk semakin bertambah 

panjang. 
 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2015        

*Tahun 2015 Angka proyeksi  

Gambar 2.17. 

Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

 

73,90 

73,91 

73,92 

73,93 

73,94 

73,95 

 73,87

 73,88

 73,89

 73,90

 73,91

 73,92

 73,93

 73,94

 73,95

 73,96

2010 2011 2012 2013 2014 2015



47 

 

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi 
hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi 
dihitung dengan angka 1 (satu) dikurangi angka kematian 
bayi. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah 
kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 
1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. 
Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, Angka Kematian 
Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kelangsungan hidup Bayi 
Kota Balikpapan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 seperti yang 
diperlihatkan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.22. 

Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, Angka Kematian 

Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi  

Kota Balikpapan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 

NO Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 
1 Jumlah  Bayi Lahir Hidup  11.433 11.233 11.310 12.421 

2 Jumlah Kematian Bayi  68 128 123 78 

3 AKB per 1000 5/1.000 KH 11/1.000 KH 11/1.000 KH 6/1.000 KH 

 

2.2.2.4 Ketenagakerjaan 

- Rasio penduduk yang bekerja 

Dari 100 penduduk Kota Balikpapan yang berusia 15 tahun keatas, 

sebanyak 74-75 jiwa di antaranya adalah tenaga kerja. Dengan 

besarnya proporsi jumlah tenaga kerja seharusnya kehidupan warga 

Balikpapan akan lebih terjamin karena lebih banyak orang yang 

menanggung daripada yang ditanggung. Selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 2.27 berikut ini.  

Tabel. 2.23. 

Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

Usia 15 Tahun 

Keatas 

Jumlah 

Penduduk 

% Tenaga 

Kerja 

1 Balikpapan Timur 59.700 81.128 73,59 

2 Balikpapan Barat 77.328 104.267 74,16 

3 Balikpapan Utara 113.512 154.820 73,32 

4 Balikpapan Tengah 90.490 119.167 75,94 

5 Balikpapan Selatan 106.960 145.400 73,56 

6 Balikpapan Kota 76.400 99.589 76,72 

 Jumlah 524.390 704.371 74,45 

Sumber : Database SIAK Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

 

2.2.2.5 Seni Budaya dan Olah Raga 

Bidang Seni budaya di Kota Balikpapan berkembang cukup baik 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kota Balikpapan telah 
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memiliki gedung kesenian sebagai wadah eksplorasi dan 

pengembangan seni budaya masyarakat Kota Balikpapan. Jumlah 

grup kesenian di Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 30 grup dan pada tahun 

2015 meningkat menjadi 159 grup kesenian.  

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Balikpapan juga 

mengalami peningkatan  setiap tahunnya pada tahun 2011 sebanyak 

1 festival dan pada tahun 2015 sebanyak 7 festival. Selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.24. 

Data Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah grup kesenian 30 35 40 54 159 

Jumlah gedung 1 1 2 2 2 

Penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 2 2 2 7 

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2 3 3 3 11 

Benda, Situs dan Kawasan Cagar 
Budaya yang dilestarikan 

81 0 13 17 111 

Sumber : Disporabudpar 2016 

 

Bidang Olah Raga di Kota Balikpapan berkembang cukup baik dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah Klub Olah Raga pada Tahun 

2011 sebanyak 851 klub Olah Raga dan pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 863 klub olah raga. Jumlah Organisasi Pemuda di Kota 

Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 

2011 sebanyak 53 organisasi dan meningkat menjadi 73 organisasi 

pada tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.25. 

Data Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

BIDANG URUSAN/INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah klub olahraga 851 855 856 858 863 

Jumlah gedung olahraga 81 81 81 81 81 

Jumlah organisasi pemuda 56 58 73 73 73 

Jumlah organisasi olahraga 43 45 46 46 46 

Jumlah kegiatan kepemudaan 5 6 6 5 6 

Jumlah kegiatan olahraga 165 165 165 165 163 

Gelanggang / balai remaja                               
(selain milik swasta) 

2 2 2 2 2 

Lapangan olahraga 40 40 40 40 40 

Sumber : Disporabudpar 2016 

 

2.2.2.6 Pertanahan 

Ketersediaan Tanah menunjukkan tanah-tanah yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang, 

dengan mempertimbangkan aspek penguasaan dan penggunaan 

tanah. Ketersediaan tanah untuk Kota Balikpapan terbagi menjadi 

dua klasifikasi dan masing-masing klasifikasi terbagi lagi menjadi 

dua jenis ketersediaan. Lebih jelasnya dapat dirinci pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.26.  

Prioritas Ketersediaan Tanah Kota Balikpapan  

No Ketersediaan Luas (ha) 
% 

Luas Wilayah 

1 Ketersediaan 

 a. Tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai 
tata ruang 

13.010 25,60 

 b. Tersedia bersyarat untuk kegiatan 
berfungsi lindung 

21.764 42,83 

2 Telah Ada Penguasaan dan/atau Penggunaan Tanah 

 a. Tersedia dalam rangka penyesuaian 
penggunaan tanah (sudah ada 
penguasaan tanah, namun penggunaan 
tanahnya tidak sesaui dengan RTRW) 

2.189 4,31 

 b. Tersedia dalam rangka optimalisasi 
penggunaan tanah ( sudah ada 
penguasaan tanah dan penggunaan 
tanahnya sesaui dengan RTRW) 

13.849 27,26 

Total Luas 50.813 100 

Sumber :  Perhitungan Luas Peta Ketersediaan Tanah dalam RTRW 

Tahun 2015, Kanwil BPN Prov. Kaltim Tahun 2015 

 

 

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 

2.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar 

2.3.1.1 Pendidikan 

- Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Pelayanan umum dibagi ke dalam pelayanan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan.Indikator-indikator yang digunakan dalam 

Permendagri 54 Tahun 2010 adalah partisipasi kasar, partisipasi 

murni pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta 

ketersediaan sarana sekolah, dan rasio guru.  

Tabel 2.27. 

Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah 

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 Mean Median Range 

1. Pendidikan Dasar                 

a. Angka partisipasi 
sekolah  

                

 SD /Sederajat % 97.30 91.29 95.67 93.37 94.41 93.37 6.01 

 SMP/Sederajat % 90.47 60.74 87.35 84.29 80.71 84.29 29.73 

b. Rasio ketersediaan 
sekolah/penduduk usia 
sekolah         

 SD /Sederajat % 27.77 26.99 26.81 26.81 27.10 27.77 0.96 

 SMP/Sederajat % 11.27 20.49 20.29 20.57 18.16 20.49 9.30 

c. Rasio guru/murid 
        

 SD /Sederajat rasio 1:18 1:20 1:23 1:27 0.06 1:23 0:09 

  SMP/Sederajat rasio 1:17 1:18 1:18 1:18 0.05 1:18 0:01 
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No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 Mean Median Range 

2. Pendidikan 
Menengah         

a. Angka partisipasi 
sekolah  

% 92.38 91.22 72.76 78.03 83.60 78.03 19.62 

b. Rasio ketersediaan 
sekolah terhadap 
penduduk usia sekolah  

% 16.89 16.26 16.93 17.52 16.90 16.26 1.26 

c. Rasio guru terhadap 
murid  

rasio 1:13 1:15 1:13 1:14 0.05 1:14 0:02 

Sumber: LPPD Kota Balikpapan 

 

Dari angka partisipasi dan rasio ketersediaan sekolah serta rasio 

guru/murid dapat disimpulkan bahwa tingkat patisipasi sekolah 

pada pendidikan menengah lebih rendah dengan rata-rata sebesar 

83.60 daripada tingkat partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan 

dasar dengan rata-rata 94.41. Namun pada jenjang pendidikan dasar 

tingkat penyediaan sarana sekolah meningkat dengan pesat selama 

lima tahun terakhir sebesar 47.38, dan pada tingkat pendidikan 

menengah hanya 16.90. Kenaikan rasio guru/murid menunjukkan 

kenaikan jumlah murid tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah 

guru selama lima tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir rerata 

angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar sebesar 87,96 

atau lebih tinggi dari rerata partisipasi sekolah tingkat pendidikan 

menengah sebesar 83,60 dengan range yang hampir sama.  
 

- Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan  

Angka putus sekolah yang dihitung dari persentase jumlah penduduk 

usia sekolah dengan partisipasi murni, diketahui bahwa pada tingkat 

sekolah dasar angka putus sekolah berkisar antara 0,02 sampai 0,20 

pada tahun 2015. Sementara itu angka putus sekolah di tingkat 

pendidikan menengah pertama berkisar antara 0,66 pada tahun 

2011dan 0,06 pada tahun 2015.  

Tabel 2.28. 

Angka Putus Sekolah dan Kelulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Mean Median Range 

Angka Putus 
Sekolah: 

                  

Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SD/MI 

% 0.62 0.02 0.15 0.07 0.02 0.18 0.15 0.60 

Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

% 0.22 0.17 0.49 0.42 0.20 0.30 0.20 0.32 

Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA 

% 0.66 0.44 0.70 0.07 0.06 0.39 0.44 0.60 

Angka Kelulusan: 
         

Angka Kelulusan 
(AL) SD/MI 

% 100 100 100 100 100 100 100 0 

Angka Kelulusan 
(AL) SMP/MTs 

% 99.74 99.87 93.81 100 100 98.68 0.07 6.19 

Angka Kelulusan 
(AL) SMA/SMK/MA 

% 99.86 99.80 99.12 99.61 100 99.68 99.80 0.88 
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Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Mean Median Range 

Angka Melanjutkan 
(AM) dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

% 101.70 101.90 100 100.92 101.84 101.27 101.7 1.84 

Angka Melanjutkan 
(AM) dari SMP/MTs 
ke SMA/SMK/MA 

% 104.70 105.16 106.70 95.42 96.31 101.66 104.70 11.28 

Guru yang 
memenuhi kualifikasi 
S1/D-IV 

% 77.76 69.97 78.70 77.57 
 

60.80 0.01 8.73 

Sumber: LPPD Kota Balikpapan 

 

2.3.1.2 Kesehatan 

Dari tabel dibawah ini diketahui bahwa kinerja pelayanan kesehatan 

sangat baik terutama pada angka kesehatan. Pada tahun 2012 angka 

kesehatan mencapai 89,47% dan meningkat menjadi 98,11% pada 

tahun 2015. Pemenuhan sumberdaya manusia Rumah Sakit 

mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 60%. Untuk Angka 

Kematian Bayi dan Balita (AKB, AKABA) semakin menurun pada 

tahun 2015 sebesar 6/1.000 KH untuk AKB, dan 7/1.000 KH untuk 

AKABA. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami pemurunan 

sebesar 72/100.000 KH pada tahun 2015.  

Angka Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami 

peningkatan yaitu 348,46/100.000 penduduk pada tahun 2015. 

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan di 

masyarakat baik melalui sosialisasi, fogging, hingga penaburan 

abate. 

Tabel 2.29. 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2012 – 2015 

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 

Angka Kesakitan % 89.47% 71.14% 89.45% 98.11% 

Proporsi Kelahiran yang dibantu 
tenaga kesehatan terlatih 

% 92.47% 93.82% 94.62% 92.80% 

AKB KH 5/1.000 KH 11/1.000 KH 11/1.000 KH 6/1.000 KH 

AKABA KH 3/1.000 KH 6/1.000 KH 9/1.000 KH 7/1.000 KH 

AKI KH 
69/100.000 

KH 
79/100.000 

KH 
124/100.000 

KH 
72/100.000 

KH 

Prevalensi HIV dan AIDS % 0.01 0.02 0.02 0.03 

Angka Kejadian DBD per 100.000  
penduduk 

0 
175,61/ 
100.000 

253,48/ 
100.000 

343,64/ 
100.000 

348,46/ 
100.000 

Prevalensi TBC 0 
113,9/ 

100.000 
107,9/ 

100.000 
121,8/ 

100.000 
122,3/ 

100.000 

Persentase Puskesmas yang 
Terakreditasi Nasional 

% 0% 0% 0% 0% 

Persentase Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana Rumah Sakit 

% 0% 0% 0% 50% 

Persentase Pemenuhan SDM 
Rumah Sakit 

% 0% 0% 0% 60% 

Rasio Posyandu per satuan Balita Rasio 21.99 19.63 22.82 31.09 

Rasio Puskesmas, Poli Klinik, Pustu 
persatuan penduduk 

Rasio 0.10 0.13 0.16 0.19 
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Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 

Rasio Rumah Sakit persatuan 
Penduduk 

Rasio 0.018 0.016 0.017 0.019 

Rasio Dokter persatuan penduduk Rasio 1.48 1.50 0.93 2.13 

Rasio Tenaga Paramedis persatuan 
penduduk 

Rasio 2.44 2.27 2.93 2.89 

Cakupan Komplikasi Kebidanan 
yang di tangani 

% 88.16 100 100 99.50 

Cakupan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan 
% 92.47 93.82 94.62 92.80 

Cakupan desa/kelurahan Universal 
Child Immunitation 

% 92.59 100 100 100 

Cakupan Balita gizi buruk mendapat 
perawatan 

% 100 100 100 100 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita TBC BTA 

% 35.55 28.70 32.73 34.08 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita DBD 

% 100 100 100 100 

Cakupan Pelayanan Kesehatan 
Rujukan pasien masyarakat miskin 

% 21.26 4.96 5.94 7.18 

Cakupan Kunjungan  Bayi % 98.03 98.59 99.64 99.34 

Cakupan Puskesmas Unit 26 27 27 27 

Cakupan Pembantu Puskesmas Unit 14 14 14 14 

Persentase Gizi Buruk % 0.022 0.024 0.018 0.012 

Sumber :  Dinas Kesehatan Kota Balikpapan   

 

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

- Aksesibilitas Kawasan Perkotaan 

Luas Kota Balikpapan seluas 503,33 km2 dengan luas kawasan hutan 

lindung seluas147,81 km2, sehinggan luas kawasan yang dapat 

dioptimalkan sebagai kawasan perkotaan adalah seluas 355,49 km2. Salah 

satu dimensi aksesibilitas perkotaan yang penting adalah hubungan yang 

terbentuk antara lokasi kegiatan melalui penyediaan jaringan jalan yang 

ada. Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas 

itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang 

tersedia pada daerah tersebut. Selain ketersediaan jaringan jalan, 

aksesibilitas juga dipengaruhi kualitas jalan yang tersedia. Oleh karena itu 

indeks aksesibilitas perkotaan dapat dihitung berdasarkan panjang jaringan 

jalan per luas kawasan perkotaan yang dalam hal ini dengan 

mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Kota yaitu pada jalan 

sekunder yang menghubungkan antara pusat kota dengan pusat kegiatan 

lingkungan.  

Tabel 2.30. 

Panjang Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota (Km), 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Jalan Negara 49,00 112,95 58,35 45,971 45,971 

Jalan Provinsi 165,47 305.49 67,35 67,35 67,35 

Jalan Kota 463,35 491,36 499,78 501,18 501,8 

Indeks Aksesibilitas 1,307 1,386 1,409 1,413 1,415 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka Tahun 2012-2015 
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Tabel 2.31. 

Panjang Jalan Kota Menurut Keadaan (dalam Km), Tahun 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Baik 297,23 64,15% 380,87 77,51% 395,19 79,07% 396,58 79,13% 396,58 79,13% 

Sedang 107,06 23,11% 94,38 19,21% 85,93 17,19% 85,93 17,15% 85,93 17,15% 

Rusak 54,47 11,76% 13,17 2,68% 18,66 3,73% 18,66 3,72% 18,66 3,72% 

Rusak Berat 4,59 0,99% 2,94 0,60% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

TOTAL 463,35 100,00% 491,36 100,00% 499,78 100,00% 501,18 100,00% 501,18 100,00% 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka Tahun 2012-2015 

 

- Trotoar 

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan 

lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan 

pejalan kaki yang bersangkutan. Trotoar adalah sebuah bagian penting dari 

jalan dan menjadi hak bagi masyarakat. 

Tabel 2.32. 

Panjang Trotoar Kota Balikpapan Tahun 2015 

No. Nama Ruas Jalan 
Panjang 

Jalan 
(m) 

Panjang Trotoar 
(m) 

Total 
Panjang 

Trotoar (m) 

Persentase 
Terhadap 
Panjang 

Jalan 
Kanan Kiri 

1 
Jl. Ruhui Rahayu 

(Simpang Dome - PDAM) 
1.300 1.200 200 1.400 53,85% 

2 
Jl. Sepinggan Baru 

(BLK - Simpang Iswahyudi) 
478 200 100 300 31,38% 

3 
Jl. Mulawarman 

(Simpang AURI - Jembatan Batakan) 
1.800 780 220 1.000 27,78% 

4 
Jl. Iswahyudi 

(simpang AURI - Tugu Simpang UT) 
5.300 3.790 1.210 5.000 47,17% 

5 
Jl. Sudirman 

(Tugu Bandara Lama - Kantor KPU) 
8.600 7.600 8.300 15.900 92,44% 

6 
Jl. Wiluyo Puspoyudo 

(Tugu Poka - Simpang P Tendean) 
600 542 500 1.042 86,83% 

7 
Jl. Ars Muhammad 

(Tugu Pemuda - Jl. Sudirman) 
543 500 500 1.000 92,08% 

8 
Jl. Apt Pranoto 

(Jl. Sudirman - Ahmad Yani) 
500 400 450 850 85,00% 

9 
Jl. Ruhui Rahayu 

(simpang BB - simpang Dome) 
1.700 1.640 1.590 3.230 95,00% 

10 
Jl. Syarifuddin Yoes 

(simpang Dome - Tugu KB) 
2.600 850 600 1.450 27,88% 

11 

Jl. Syarifuddin Yoes 

(simpang Dome - simpang MT 
Haryono) 

3.000 - 100 100 1,67% 

12 
Jl. Tanjungpura 

(TL- simpang Ars Muhammad) 
1.500 1.450 1.450 2.900 96,67% 

13 

Jl. Prapatan 

(simpang tanjungpura - prapatan 
dalam) 

400 320 195 515 64,38% 

14 
Jl. Yos Sudarso 

(KPU - Lanal) 
4.400 1.000 1.000 2.000 22,73% 

15 
Jl. A. Yani 

(simpang Sudirman - Totogasono) 
116 - 116 116 49,96% 

16 

Jl. A. Yani 

(simpang Sudirman - simpang 
Panorama) 

3.716 3.656 3.600 7.256 97,63% 
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17 

Jl. A. Yani 

(simpang Panorama - 

SPBU Karang Anyar) 

1.346 1.223 1.223 2.446 90,86% 

18 
Jl. Soeprapto 

(SPBU Kr. Anyar - tentara Malaysia) 
2.400 2.400 2.400 4.800 100,00% 

19 Jl. Soekarno Hatta (Rapak - Strat 1) 629 629 629 1.258 100,00% 

20 Jl. Soekarno Hatta (Strat 1 - Strat 6) 1.147 1.120 1.120 2.240 97,65% 

21 

Jl. AW Syahrani 

(simpang Denzipur - ex pelabuhan 
Ferry) 

2.500 2.000 2.080 4.080 81,60% 

22 
Jl. MT Haryono 

(PDAM - Tugu Beruang Madu) 
1.027 1.017 1.017 2.034 99,05% 

23 

Jl. AMD36 

(jembatan balikpapan baru - simpang 
gn. guntur) 

1.500 1.500 1.500 3.000 100,00% 

24 
Jl. Piere Tendean 

(TL Gn Pasir - simpang telaga sari) 
233 233 233 466 100,00% 

25 
Jl. Piere Tendean 

(simpang telaga sari - SMAN 1) 
315 315 315 630 100,00% 

26 
Jl. Piere Tendean 

(SMA1 - simpang Ars Muhammad) 
250 230 195 425 85,00% 

27 
Jl. Ery Suparjan 

(PLN - simpang Ars Muhammad) 
450 450 450 900 100,00% 

28 
Jl. Telaga Sari 

(SMA1 - Kantor Dharma Wanita) 
512 500 500 1.000 97,66% 

29 

Jl. Telaga Sari 

(Kantor Dharma Wanita – 

simpang Tendean) 

125 116 79 195 77,88% 

30 

Jl. Mayjend Sutoyo 

(simpang Markoni – simpang 

 Gn malang) 

2.500 2.285 2.306 4.591 91,82% 

31 Jl. Martadinata 2.000 570 0 570 14,25% 

 
T O T A L 53.487 38.516 34.177 72.694 67,95% 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas, panjang trotoar di Kota Balikpapan adalah 

72.694 meter. Selanjutnya dari total panjang tesebut dapat diidentifikasi 

bahwa baru 4.800 meter atau 5,92% trotoar yang representatif khususnya 

bagi warga berkebutuhan khusus yang tersedia di Jalan Jenderal 

Sudirman. 

 

- Titik Banjir 

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan 

yang bergelombang ±85% dan ±15% merupakan daerah dataran yang 

terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota 

Balikpapan yang berpotensi terhadap banjir. Dengan kondisi yang 

berbukit-bukit maka diperlukan pengelolaan drainase yang cukup 

baik di Kota Balikpapan. Pada tahun 2015 titik banjir di Kota 

Balikpapan adalah sebanyak 51 titik yang tersebar di kawasan 

Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan 



55 

 

Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 2.33. 

Titik Banjir Kota Balikpapan 

No. Lokasi 

1 RT 2,3,6,7,13,14,28 Kel. Marga Sari (Jl. Sepaku) 

 
RT 3,4,5 Kel. Baru Ilir (Jl. Rico) 

 
RT 6,7,23 Kel. Baru Ilir 

 
RT 14, 15 Kel. Marga Sari 

2 RT 17, 19 Kel. Marga Sari 

3 RT 26,28 Kel. Marga Sari 

4 RT 27,39 Kel. Marga Sari 

5 RT 24 Kel. Marga Sari 

6 RT 18 Kel. Marga Sari dan RT 43 Kel. Baru Ilir (Depan Blue Sky) 

7 RT 21 Kel. Marga Sari dan RT 51 Kel. Baru Ilir (Depan Diklat Pertamina) 

 
RT 20 Margomulyo 

 
Depan SDN 004 dan MTSN Kel. Muara Rapak 

 
Simpang 4 Karang Rejo 

8 Simpang Jalan AMD 

 
RT 23,28,29 Kel. Mekar Sari 

9 Depan Puskib 

10 RT 30 Kel. Batu Ampar 

11 RT 48,60 Kel. Batu Ampar 

12 RT 42,43 Kel. Graha Indah 

13 Jalan Tumaritis 

14 RT 8 Kel. Gn Samarinda Baru (Depsos) 

15 RT 4 Kel. Gn. Samarinda Baru 

16 RT 5 Kel. Gn. Samarinda Baru 

 
RT 6,9 Kel. Gn. Samarinda Baru 

 
RT 1,3 Kel. Gn. Samarinda Baru 

17 RT 26 Kel. Gn. Samarinda Baru 

18 RT 16 Kel. Gn. Samarinda Baru 

19 RT 14,15 Kel. Gn. Samarinda Baru 

20 RT 17,18 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda) 

21 RT 15 Kel. Gn. Samarinda Baru (perum Pemda) 

22 RT 48 Kel. Sumber Rejo dan RT 38 Kel. Gn Sari Ulu 

23 RT 31 Kel. Gn. Sari Ulu dan RT 18 Kel. Damai Baru (Jalan Beler) 

24 RT 32 Kel. Damai dan RT 11 Kel. Damai Baru (Jembatan PDAM) 

25 RT 26 Kel. Sungai Nangka (Jl. M.T Haryono) 

26 Perum BDI 

27 Perum  BDI RT27,28 Kel. Sungai Nangka 

28 
RT 51 Kel. Gn Bahagia dan RT 30 Kel. Sungai Nangka (Jalan M.T. 
Haryono) 

29 RT 31,55 Kel. Graha Indah 

30 RT 8,9,54 Kel. Graha Indah 

31 RT 2,56 Kel. Grah Indah 

32 RT 6 Kel. Kariangau 

33 RT 21 Kel. Karang Joang 
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No. Lokasi 

34 Jalan Poros KIK KM.13 

35 Jalan Poros KIK KM.13 

36 Jalan Poros KIK KM.13 

37 Jalan Poros KIK KM.13 

38 Jalan Poros KIK KM.13 

39 Jalan Poros KIK KM.13 

40 RT 10 Kel. Karang Joang 

 
RT 4 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo) 

 
RT 5 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo) 

 
RT 6 Kel. Karang Joang (Jl. Tepo) 

41 RT 32 Kel. Sepinggan 

42 RT 5 Kel. Manggar 

43 RT 52 Kel. Manggar 

 
RT 26 Kel. Manggar 

 
RT 59 Kel. Manggar 

44 RT 32 Kel. Manggar 

 
RT 12 Kel. Lamaru 

45 RT 9 Teritip Hilir 

46 RT 9 Teritip Hulu 

 
Titik Banjir Baru 

47 Jalan depan kantor Sutindo  

48 Jalan Soekarno-Hatta, Km 17, RT 37&39 Karang Joang 

49 Jalan Wonorejo Kelurahan Gunung Samarinda 

50 Kompleks Balikpapan Baru (BB) depan Pasar Segar 

51 Depan Asrama Haji s.d Kantor Camat Balikpapan Timur 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 

Upaya pengelolaan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu 

pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur 

mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan 

bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Selain 

karena tidak mampunya drainase yang ada untuk menampung debit 

banjir yang terjadi akibat tingginya sedimentasi karena pengupasan 

lahan, banjir di Kota Balikpapan juga diakibatkan oleh banyaknya 

saluran drainase yang masih belum optimal karena masih berupa 

saluran alam. Pada tahun 2015, dari total panjang drainase Kota 

Balikpapan, sepanjang 584 km, hanya 42,40% diantaranya dalam 

kondisi baik dan sudah berupa konstruksi permanen. 

 

- Irigasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan 

Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status 

Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang Dan 

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan 

terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara 

seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. 

Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam 
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seluas 150 Ha dengan indeks  pertanaman 100% serta produksi 3,5 

ton/Ha/panen dengan rincian kondisi sebagai berikut: 

Tabel 2.34. 

Kondisi Daerah Irigasi Gunung Binjai Tahun 2015 

 Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 

Primer 1.650 600 750 0 

Sekunder 9.750 4.500 750 0 

Tersier  7.500 4.500 18.000 

TOTAL 11.400 12.600 6.000 18.000 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 

 

- Penataan Ruang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032, tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah “Menjadikan 

Balikpapan sebagai  kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna 

mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional”. Tujuan 

penataan ruang tersebut diharapkan kegiatan pembangunan yang 

dilakukan di Kota Balikpapan khususnya dalam hal penataan ruang 

senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan 

mengedepankan prinsip sustainable (berkelanjutan).  

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, 

pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan 

pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan 

dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. 

Hingga tahun 2015, dokumen perencanaan tata raung yang telah 

tersedia dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah adalah RTRW 

Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, sedangkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Detail Tata Ruang termasuk di dalamnya Peraturan 

Zonasi belum ditetapkan karena masih belum memperoleh 

persetujuan substansi dari Kementerian yang menangani urusan 

penataan ruang. Dalam hal pemanfaatan ruang, persentase 

penertiban pemanfaatan ruang pada tahun 2015 mencapai 98,00%. 

Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui 

mekanisme perizinan. Berikut jumlah IMB yang diterbitkan oleh 

Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2011-2015: 

Tabel 2.35. 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah IMB terbit NA 1.839 IMB 1.816 IMB 2.069 IMB 2.166 IMB 

Prosentase peningkatan 
bangunan ber-IMB 

NA 32% 35% 39% 40,6% 

Sumber: Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016 

Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, luas Ruang 

Terbuka Hijau Kota Balikpapan adalah seluas 4.902 Ha yang terdiri 
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dari RTH Publik dan RTH Privat, sedangkan pada tahun 2015 RTH 

Kota Balikpapan meningkat menjadi 5.227 Ha. Jika menggunakan 

hasil Perhitungan Luas Data Digital Peta Gambaran Umum 

Penguasaan Tanah Kota Balikpapan Tahun 2015, Kanwil BPN  

Provinsi Kaltim Tahun 2015, maka rasio ruang terbuka hijau Kota 

Balikpapan terhadap Tanah Hak UUPA dan Perorangan yang seluas 

21.762 Ha adalah 24,02%. 

 

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

- Luasan Kawasan Kumuh 

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-

667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan 

telah melakukan pendataan perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh untuk ditetapkan terdapat 12 (dua belas) lokasi kawasan 

permukiman kumuh. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman 

kumuh digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi 

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang 

merupakan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam 

mendukung target nasional berupa pengentasan permukiman 

kumuh. Kawasan yang termasuk dalam permukiman kumuh di Kota 

Balikpapan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.36. 

Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan 

No. 
Lokasi Luas  

Kawasan (Ha) Kecamatan Kelurahan 

1. Balikpapan Utara Muara Rapak 27,88 

2. Balikpapan Barat 

Baru Ulu 17,73 

Baru Tengah 22,51 

Margomulyo 40,89 

Margasari 22,06 

3. Balikpapan Selatan Sepinggan Raya 37,38 

4. Balikpapan Tengah Karang Jati 12,52 

5. Balikpapan Kota 

Klandasan Ulu 4,52 

Damai 9,36 

Telagasari 8,66 

6. Balikpapan Timur 
Manggar 28,05 

Manggar Baru 50,64 

 TOTAL  282,20 

Sumber: RKPKP Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

- Kesenjangan Ketersediaan Perumahan (Backlog) 

Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah rumah formal di Kota 

Balikpapan yaitu sebanyak 20.407 unit (17%), sedangkan jumlah 

rumah swadaya sebanyak 96.998 unit (83%). Persebaran rumah 

formal terbanyak yaitu di Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu 

sebanyak 11.916 unit, sedangkan paling rendah yaitu di Kecamatan 

Balikpapan Tengah sebesar 56 unit. Namun, Kecamatan Balikpapan 

Tengah ini memiliki jumlah rumah swadaya paling tinggi di Kota 

Balikpapan, yaitu sebanyak 21.502 unit, sedangkan rumah swadaya 
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paling rendah berada di Kecamatan Balikpapan Timur yaitu sebesar 

7.988 unit. 
 

 
Sumber : RP3KP Kota Balikpapan Tahun 2014 

Gambar 2.18.  

Grafik Jumlah Rumah di Kota Balikpapan 
 

Tabel 2.37.  

Jumlah Rumah di Kota Balikpapan Tahun 2013 

No. Kecamatan Kelurahan 
Jenis Rumah 

Total 
Formal Swadaya 

1. Balikpapan Utara Muara Rapak 173 5.040 5.213 

2. Balikpapan Barat Baru Ulu 0 3.338 3.338 

  Baru Tengah 0 3.194 3.194 

  Margomulyo 63 2.532 2.595 

  Margasari 600 1.997 2.597 

3. Balikpapan Selatan Sepinggan 1.260 4.760 6.020 

4. Balikpapan Tengah Karang Jati 56 3.511 3.567 

5. Balikpapan Kota Klandasan Ulu 0 2.442 2.442 

  Damai 181 4.511 4.692 

  Telagasari 66 3.204 3.270 

6. Balikpapan Timur Manggar 1.503 4.225 5.728 

  Manggar Baru 461 1.711 2.172 

Sumber : RP3KP Kota Balikpapan, 2014 

 

Analisis backlog perumahan (kesenjangan antara ketersediaan 

perumahan dengan jumlah penduduk) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah KK dengan jumlah rumah pada kondisi 

eksisting. Secara faktual terdapat penduduk yang tidak tercatat di 

pendataan catatan sipil, yaitu penduduk pendatang yang bekerja di 

Kota Balikpapan. Dengan pertimbangan tersebut, maka perhitungan 

KK ditambah 30% dan jumlahnya dikurangi dengan perumahan 

eksisting. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa 

total backlog perumahan di Kota Balikpapan sebesar 131.853 unit. 
 

- Kerentanan Terhadap Bencana 

Dari segi kerentanan, di Kota Balikpapan dapat ditemui banyak 

permukiman yang berada pada dan/atau dekat dengan kawasan 
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rawan bencana. Hal ini mengingat karakteristik topografi Kota 

Balikpapan dan karakteristik permukiman Kota Balikpapan. Secara 

umum, permukiman Kota Balikpapan dapat dibagi menjadi 3 

karakter yaitu perumukiman pesisir, permukiman tepi air/sungai 

serta permukiman perbukitan. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

perencanaan tata ruang dan upaya mitigasi bencana yang baik. 

Adapun data bencana Kota Balikpapan adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.19.  

Kejadian Bencana Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, bencana di Kota Balikpapan 

didominasi oleh kejadian kebakaran bangunan dan tanah longsor. 

Pada tahun 2015, terdapat kejadian kebakaran hutan/lahan yang 

sangat mencolok dengan 215 kejadian. Hal ini dikarenakan adanya 

fenomena kemarau panjang akibat fenomena El Nino. 
 

- Rumah Layak Huni 

Rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang mengukur 

kondisi perumahan pada fokus urusan wajib. Rumah layak huni 

adalah rumah yang dapat menyediakan ruang yang cukup bagi 

penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, 

lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi 

kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan faktor penyakit.  Rumah 

layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan 

kualitas pada tahun 2011-2016 adalah sebanyak 390 unit yang 

terdiri dari 311 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan 

Timur dan 79 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan. Adapun 

rincian setiap tahunnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.20.  

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011-2016 

 

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 

2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 

1.075 Unit. 

 

- Pelayanan Air Minum 

Salah satu permasalahan dalam penyediaan air minum di Kota 

Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku 

saat ini terdiri air permukaan yaitu Waduk Manggar dan Sungai 

Selok Api serta air tanah dari beberapa sumur yang tersebar di 

beberapa lokasi sebagai berikut: 

 

Tabel 2.38.  

Tabel Sumber Air Baku Eksisting 

No Sumber Air 

Baku 

Kapasiitas(lt/det) Keterangan 

Maks. Min Rata2 

1. Waduk 

Manggar 

1.100 750 850 - Memasok air baku ke IPA Kp. Damai (400 lt/dt) dan 

IPA Baku Ampar (500 lt/dt) 

2. S.Klandasan - - - - Tidak dimanfaatkan karena kuantitas dan kualitas air 

sangat menurun 

3. S.Selok Api 7 0 5 - Memasok ke IPAGn.Tembak (5lt/dt). 

- Pada musim kemarau tidak dapat dimanfaatkan 

karena kualitasnya sangat menurun. 

- Alternatif sumber air baku IPA gn.Tembak dari sumur 

bor dan rencana Waduk Teritip 

4. Sumur Bor 

GunungSari 

54 - 54 - Memasok air baku ke IPA Gunung Sari (60 lt/dt dan 

50 lt/dt). Dari 5 unit SB,beroperasi hanya 4 unit SD 

dan dengan temperatur air tinggi 

- IPA Gunung Sari mendapat pasokan air baku dari SB 

Telagasari dan SB Martadinata (Mekarsari) 

5. Sumur 

BorTegalasari 

49 - 49 - Sb Telagasari I dan SB Telagasari II dioperasikan 

terus menerus untuk memasok air baku ke IPA 

Gunung Sari. 

6. Sumur Bor 

Batu Ampar 

- - - - Tidak dioperasikan (SB rusak) 

7. Sumur Bor 

Teritip 

40 - 36 - Memasok air baku ke IPA Teritip (40 lt/dt dan 25 lt/dt) 

- Total SB terdiri dari 14 unit, namun hanya 6 unit yang 

beroperasi karena 

- kuantitasnya yang menurun (kecil) dan rusak. 

-  
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8. Sumur Bor 

Kp.Damai 

55 - 49 - Sebagai tambahan air baku ke IPA kampung Damai 

(400 lt/dt). 

- Terdisi dari 6 unit SB sebagai alternatif sumber air 

baku pengganti air S. Klandasan. 

9. Sumur Bor 

Manggar 

- - - - Terdiri dari 2 unit SB, 1 unit rusak dan unit lainnya 

tidak beroperasi 

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 

2015 

 

Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian 

besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Balikpapan, dimana hingga tahun 2015 cakupan pelayanan PDAM 

Kota Balikpapan telah mencapai 77,20%. Peningkatan cakupan 

pelayanan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan 

dikarenakan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah 

harus seimbang dengan perluasan jaringan distribusi air minum 

perpipaan PDAM. Adapun perkembangan pelayanan air bersih 

jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut: 

Tabel 2.39.  

Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Balikpapan 

NO ITEM 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah penduduk 

(Jiwa) 
539.817 637.448 669.685 706.414 722.146 

2. 
Jumlah pelanggan 

(SR) 
80.199 83.484 87.750 89.912 91.272 

3. 
Cakupan pelayanan 

(%) 
77,43 80,56 80,44 77,79 77,20 

4. 
Kapasitas produksi 

( l/det ) 
1.116 1.193,28 1.143,01 1.141,29 1.154.28 

5. 
Panjang perpipaan 

(m) 
1.073.590 1.105.712 1.187.122 1.220.945 1.231.812 

6. 
Prosentase 

Kehilangan Air (%) 
32,48 31,21 27,04 22,01 21.45 

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

- Layanan Air Limbah 

Pelayanan air limbah di Kota Balikpapan mencapai 92% yang terdiri 

dari 1,2% dengan sistem terpusat dan sistem setempat sebesar 90,8% 

baik yang individu maupun komunal, sehingga ketersediaan 

infrastruktur pengelolaan limbah masih perlu ditingkatkan 

khususnya untuk sistem setempat karena sebagian besar fasilitasnya 

masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.  Fasilitas 

pengolahan air limbah yang dimiliki terdiri dari  1 (satu) unit IPAL 

yang terletak di Kelurahan Margasari dengan kapasitas 850 m3/hari 

dan 2 (dua) unit IPLT yang terletak di Kelurahan Manggar, satu unit 

telah dibangun dan dimanfaatkan dari tahun 2010 sedangkan satu 

unit dalam proses pembangunan di tahun 2015 – 2016 dengan 

sumber dana dari APBD Provinsi Kaltim. 

Pemerintah Kota Balikpapan sedang merencanakan kegiatan 

pengelolaan limbah khususnya untuk sistem setempat yaitu Layanan 

Lumpur Tinja Terjadwal, kegiatan tersebut mangajak masyarakat 

untuk rutin menyedot tangki septiknya dalam 4 tahun hanya sekali. 
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Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Sanitasi Kota Balikpapan, 

bukan hanya itu Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan 

penggantian tangki septik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

secara bertahap dan pendanaan dibantu oleh Pemerintah Pusat. 

 

- Layanan Listrik 

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila 

tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka 

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat 

meningkat. Berdasarkan data PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Utara, jumlah pelanggan di Kota Balikpapan 

adalah 170.686 pelanggan yang terdiri dari 163.835 pelanggan 

rumah tangga dan 7.033 pelanggan non rumah tangga dengan rasio 

elektrifikasi adalah 102,09%. 

 

- Penyediaan Tempat Pemakaman Umum 

Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada 

Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, 

dimana berdasarkan data dari DKPP Kota Balikpapan tersebut 

diketahui bahwa jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota 

Balikpapan berjumlah 32 makam dan tersebar di seluruh wilayah 

kota dengan luas total 94,1 ha. Luas makam terbesar berada di 

Tempat Pemakaman Umum Terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara 

(makam km.15) dengan luas total 46 ha. Detail mengenai sebaran 

tempat pemakaman umum yang ada di Kota Balikpapan disajikan 

pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 2.40. 

Data Pemakaman Umum Kota Balikpapan 

 
TPU LUAS MAKAM 

LAHAN YANG 

TERPAKAI 

LAHAN 
YANG 

KOSONG 

1 TMP Dharma Agung 40.000 M2 31.250 M2 8.750 M2 

2 TPU Pupuk 15.000 M2 8.000 M2 7.000 M2 

3 TPU Prona 20.000 M2 16.000 M2 4.000 M2 

4 TPU BDS 25.000 M2 20.000 M2 5.000 M2 

5 TPU KM. 0,5 45.000 M2 45.000 M2 TUTUP M2 

6 TPU KM. 2,5 34.000 M2 34.000 M2 - M2 

7 TPU KM. 4 7.500 M2 7.500 M2 TUTUP M2 

8 TPU Graha Indah 2.500 M2 1.875 M2 625 M2 

9 TPU Kariangau 3.500 M2 1.200 M2 2.300 M2 

10 TPU KM. 8 2.000 M2 1.700 M2 300 M2 

11 TPU KM. 10 40.750 M2 6.000 M2 34.750 M2 

12 TPU KM. 11 7.700 M2 7.200 M2 500 M2 

13 TPU KM. 24 5.000 M2 1.500 M2 3.500 M2 
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Sumber : DKPP Kota Balikpapan, 2016 

 

 

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan 

tahun 2015 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas 

masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan 

kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat  dapat 

ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi 

tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

menjaga keamanan lingkungannya. 

 

Tabel 2.41. 

Capaian kinerja Urusan Keamanan, Ketertiban dan Linmas 

Kota Balikpapan 2012 - 2015 

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 

Penurunan Angka Kriminalitas % 
  

28.11% 26.00% 

Rasio Petugas Linmas  % 
  

2,43% 2,43% 

Persentase Poskamling Sktif % 44,28% 52,04% 57,82% 60,97% 

Penurunan Prevalensi 

Penyalahgunaan Narkoba 
% 

  
3.07% 3.23% 

  Sumber : SATPOL PP dan BNNK Kota Balikpapan 

 

 

 

 

14 TPU Terpadu KM. 15 465.000 M2 32.273 M2 432.727 M2 

15 TPU Prapatan 15.000 M2 15.000 M2 TUTUP M2 

16 TPU Pasar Baru 10.000 M2 10.000 M2 TUTUP M2 

17 TPU Gunung Malang 8.000 M2 8.000 M2 TUTUP M2 

18 TPU Gunung Sari 13.000 M2 13.000 M2 TUTUP M2 

19 TPU Gunung Guntur 30.000 M2 30.000 M2 TUTUP M2 

20 TPU Gunung Empat 20.000 M2 18.500 M2 1.500 M2 

21 TPU Telindung 10.000 M2 10.000 M2 - M2 

22 TPU Asrama Bukit 30.000 M2 30.000 M2 TUTUP M2 

23 TPU Taman Merdeka 25.000 M2 25.000 M2 TUTUP M2 

24 TPU Batakan 9.950 M2 6.750 M2 3.200 M2 

25 TPU Patok Merah 6.450 M2 6.150 M2 300 M2 

26 TPU Manggar 4.032 M2 4.032 M2 TUTUP M2 

27 TPU Lamaru 10.060 M2 6.350 M2 3.710 M2 

28 TPU Lamaru Pantai 2.500 M2 2.500 M2 TUTUP M2 

29 TPU Teritip 10.000 M2 9.250 M2 750 M2 

30 TPU Gunung Tembak I 3.763 M2 3.463 M2 300 M2 

31 TPU Gunung Tembak II 15.142 M2 7.607 M2 7.535 M2 

32 TPU Pasir Putih Manggar 5.760 M2 690 M2 5.070 M2 
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2.3.1.6 Sosial 

Capaian kinerja urusan Sosial di Kota Balikpapan tahun 2010 - 2015 

menunjukkan kinerja yang berfluktuatif. Hal ini dimungkinkan 

karena migrasi penduduk yang sangat cepat dan sangat dipengaruhi 

oleh kondisi perekonomian setempat.  Sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel 2.48, untuk sarana sosial seperti pantai asuhan, panti 

jompo dan panti rehabilitasi, terus mengalami peningkatan dari 

tahun 2010 sebanyak 27 unit menjadi 33 unit pada tahun 2015. 

Capaian ini harus terus ditingkatkan, khususnya untuk panti jompo 

sesuai dengan kebijakan Kota Balikpapan untuk menjadi kota 

nyaman bagi lansia. 
 

 

Tabel 2.42. 

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Balikpapan 2010 - 2015 

Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sarana sosial seperti panti 
asuhan, panti jompo dan 

panti rehabilitasi 
Unit 27 29 29 28 32 33 

Jumlah PMKS Orang N/A N/A 11.062 12.879 10.700 11.046 

PMKS yg memperoleh 
bantuan sosial 

% 100,00 19,77 84,37 13,27 81,42 98,80 

Penanganan penyandang 
masalah kesejahteraan 

sosial 
% 100,00 19,77 84,37 13,27 81,42 98,80 

Sumber: LPPD dan Lakip Disnakersos 2013-2015 

 

Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

memperoleh bantuan sosial mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 

kinerjanya mencapai 100,00%, namun pada tahun 2012 dan 2014 

hanya 84,37% dan 81,42%. Kinerja terendah dialami pada tahun 

2011 dan 2013, masing-masing 19,77% dan 13,27%. Sementara 

tahun 2015 capaiannya sekitar 98,80%. Untuk penanganan PMKS, 

sama seperti halnya pemberian bantuan sosial mengalami fluktuasi. 
 

2.3.2.  Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar 

2.3.2.1 Tenaga Kerja 

- Angka Partisipasi Angkatan Kerja  

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari 

penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan 

selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang 

sementara tidak bekerja karena suatu sebab  seperti menunggu 

panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam 

kelompok angkatan kerja. Sementara itu, penduduk yang bekerja 

atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu 

sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk 

memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau 
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keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu 

dan tidak boleh terputus. Adapun APAK Kota Balikpapan pada tahun 

2014 selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini.   

Tabel 2.43. 

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2015 

No 
Kelompok 

Umur 

Angkatan Kerja Bukan 

Angkatan 

Kerja 

Tenaga 

Kerja 

APAK 

(%) Bekerja 
Pencari 

Kerja 
Jumlah 

1. 15-19 1.360 54.366 55.726 1.020 56.746 98,20 

2. 20-24 14.888 35.667 50.555 7.989 58.544 86,35 

3. 25-29 33.335 15.398 48.733 16.541 65.274 74,66 

4. 30-34 42.599 9.537 52.136 22.674 74.810 69,69 

5. 35-39 39.730 5.783 45.513 22.436 67.949 66,98 

6. 40-44 32.872 2.912 35.784 20.083 55.867 64,05 

7. 45-49 26.086 1.538 27.624 17.341 44.965 61,43 

8. 50-54 20.474 988 21.462 14.163 35.625 60,24 

9. 55-59 14.494 1.051 15.545 11.201 26.746 58,12 

10. 60-64 9.287 1.279 10.566 7.620 18.186 58,10 

Jumlah 235.125 128.519 363.644 141.068 504.712 72,05 

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Balikpapan Tahun 2014 

 

Dari Tabel 2.31. diatas menunjukkan bahwa APAK Kota Balikpapan 

sebesar 72,05%, artinya bahwa terdapat 72,05% penduduk usia 15-

64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) 

dalam kegiatan produktif. Selanjutnya APAK Kota Balikpapan untuk 

penduduk pada kelompok usia 55-59 tahun mempunyai nilai paling 

rendah yaitu 58,10%, dan penduduk pada kelompok usia 15-19 

tahun mempunyai APAK paling tinggi yaitu 98,20%. 

 

- Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja, Jenjang Pendidikan dan 

Jenis Kelamin 

Untuk tenaga kerja menurut lapangan kerja, jenjang pendidikan dan 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.51. Tenaga kerja menurut 

lapangan kerja berfluktuasi, dengan jumlah tenaga kerja terendah 

terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 1.144 orang. 

Tabel 2.44. 

Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja,  

Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja 251,588 253,857 261,431 272,871 265,848 

  Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 25,350 21,131 20,874 21,221 6,791 

  Pertambangan dan penggalian 21,151 19,926 16,340 18,335 22,738 

  Industri Pengolahan 9,187 14,323 15,991 16,503 17,092 

  Listrik, gas dan air 1,992 - - 472 3,012 

  Bangunan 11,167 22,940 22,221 19,529 19,398 

  Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 87,237 85,206 82,030 82,874 86,877 

  Angkutan, pergudangan dan komunikasi 22,465 21,379 26,485 21,154 27,589 

  
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah 
dan jasa perusahaan 

16,238 17,266 19,860 21,151 24,335 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

  Jasa kemasyarakatan 56,801 51,686 57,630 71,632 58,016 

2 Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan 251,588 253,857 261,431 272,871 265,848 

  SD 59,175 54,366 59,287 53,825 35,638 

  SLTP 35,240 42,086 41,262 46,803 34,692 

  SLTA 121,279 117,053 122,486 128,572 133,559 

  DIPLOMA 12,326 13,199 10,323 10,431 18,527 

  Universitas 23,568 27,153 28,073 33,240 43,432 

3 Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin 251,588 253,857 261,431 272,871 265,848 

  Laki-laki 170,116 175,390 175,911 179,327 177,704 

  Perempuan 81,472 78,467 85,520 93,544 88,144 

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah Pusdatinaker 

 

Tenaga kerja menurut jenjang pendidikan didominasi oleh tenaga 

kerja lulusan SLTA, diikuti lulusan S1 dan Diploma.Untuk tenaga 

kerja menurut jenis kelamin didominasi oleh tenaga kerja 

perempuan.  

 

- Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis 

Pekerjaan 

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut 

jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap 

lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis 

pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang 

bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Adapun proporsi 

penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan selengkapnya dapat 

dilihat pada. berikut ini.  

Tabel 2.45. 

Proporsi Jenis Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
Proporsi  

Jenis Pekerjaan 
(%) 

1. Pegawai Negeri Sipil    9.820           4,29  

2. TNI    4.084           1,78  

3. POLRI    3.457           1,51  

4. Nelayan/Perikanan    3.361           1,47  

5. Karyawan Swasta 136.431         59,55  

6. Karyawan Honorer    1.923           0,84  

7. Buruh Harian Lepas  33.038  14,42 

8. Guru    5.415          2,36 

9. Pelaut       599           0,26  

10. Pedagang  13.251           5,78  

11. Wiraswasta  17.722           7,74  

 Jumlah 229.110  100 % 

 Sumber: Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Tahun 2016 
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Gambar 2.21.  

Proporsi Jenis Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase terbesar untuk 

jenis pekerjaan adalah karyawan swasta yaitu sebesar 59,55%. Ditinjau 

dari sisi penduduk, penduduk yang banyak bekerja sebagai karyawan 

swasta, pegawai negeri, tenaga medis dan tenaga edukasi adalah penduduk 

kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah dan 

Balikpapan Kota, lihat berikut. 

Tabel 2.46. 

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2015 

Jenis Pekerjaan 

Kecamatan 

Balikpapan 

Barat 

Balikpapan 

Utara 

Balikpapan 

Timur 

Balikpapan 

Tengah 

Balikpapan 

Kota 

Balikpapan 

Selatan 

Pegawai Negeri 700 2.431 705 1.440 1.540 3.004 

TNI/POLRI 471 1.609 937 660 1.957 1.907 

Karyawan 15.511 30.483 11.904 29.440 21.601 32.190 

Buruh 7.970 6.695 4.051 5.659 3.892 5.250 

Tukang 202 328 145 297 113 147 

Pedagang 3.411 1.935 1.259 2.259 2.413 1.717 

Petani 259 2.148 2.470 125 58 632 

Profesi 252 754 211 378 193 345 

Edukasi 617 1.588 633 1.058 783 1.124 

Medis 151 622 125 355 422 579 

Lain-Lain 4.784 7.316 4.349 4.609 4.193 5.388 

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun cendurung menurun. Pada tahun 2011 sebesar 12,14%,  

8,95% pada tahun 2012 , 7,87% pada tahun 2013, 7,56% pada tahun 2014 

dan 5,95% pada tahun 2015.  

 

 
 

Gambar 2.22. 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan 2010 - 2015 

 

- Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per tahun 

Angka Sengketa di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 3.18 dan mengalami 

peningkatan menjadi 5.80. 

 

- Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan 

Pemerintah Daerah 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha 

dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial 

yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Dalam 

sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada 

dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan 

keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan 

terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri 

konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan 

pekerja. Di Kota Balikpapan Angka Perselisihan buruh dan 

pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah setiap tahunnya 

mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 56.60 dan pada 

tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 38.02. 

Tabel.2.47. 

Angka Perselisihan Buruh dan Pengusaha  

Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2015 

No Urusan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun 3.18 4.24 3.07 5.80 

2 
Angka Perselisihan buruh dan pengusaha 

terhadap kebijakan pemerintah daerah 
56.60 55.13 49.18 38.02 

Sumber: Dinas Nakersos Kota Balikpapan Tahun 2016 

11,76%
12,14%

8,95%

7,87% 7,56%

5,95%

4,00%

8,00%

12,00%

16,00%
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2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

Hampir di seluruh wilayah Indonesia Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak belum banyak mendapat 

perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini 

terlihat dari belum tersedianya data terpilah secara menyeluruh. 

Biasanya hanya data geografi, anggota DPRD, PNS dan 

ketenagakerjaan. Itupun sangat terbatas, belum semua kantor BPS 

dan pemerintah daerah memuatnya, sehingga sampai saat ini masih 

sulit untuk mengukur capaian kinerja urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Untuk Kota Balikpapan dari 6 indikator kinerja, sementara ini hanya 

ada 2 indikator yang bisa diperoleh capaian kinerjanya, lihat tabel 

berikut. 

Tabel 2. 48. 

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Balikpapan 2010 - 2014 

Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Persentase partisipasi 
perempuan di lembaga 

pemerintah 
% 4,50 5,36 5,36 58,32 47,67 52,38 

Partisipasi angkatan 
kerja perempuan 

% 77,58 51,84 50,84 46,07 20,84 30% 

Partisipasi Perempuan 
di Lembaga Swasta 

 - - - - - - 

Persentase Jumlah 
Tenaga Kerja dibawah 

Umur 
 - - - - - - 

Penyelesaian 
Pengaduan 

Perlindungan 
Perempuan dan Anak 
dari tindak Kekerasan 

 - - - - - - 

Sumber: LPPD Tahun 2010 - 2015 

 

Dari tabel 2.45 tersebut di atas, persentase partisipasi perempuan di 

lembaga pemerintah Kota Balikpapan sangat baik. Pada tahun 2010 

kinerjanya baru mencapai 4,50% namun pada tahun 2013, 2014 dan 

2015 masing-masing telah mencapai 58,32% 47,67% dan 52,38%. 

Artinya terjadi peningkatan jumlah karyawan perempuan yang 

bekerja di lembaga pemerintah.  

Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Balikpapan 

secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2010 mencapai 

77,58%, tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan pada 

tahun 2014 tinggal 20,84%. Namun pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan menjadi sebesar 30%. Hal ini disebabkan lapangan 

kerja/usaha sebagaimana digambarkan dalam PDRB Kota 

Balikpapan lebih banyak di sektor konstruksi/bangunan. 
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2.3.2.3 Pangan 

Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan yang sangat strategis 

yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Balikpapan. 

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Balikpapan sudah 

menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya penetapan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-239/2010 

tentang Susunan Personil Dewan Ketahanan Pangan Kota 

Balikpapan. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama semula 

hanya 1,80% pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 23,01% 

pada tahun 2015. Untuk jelasnya lihat tabel berikut: 

Tabel 2.49. 

Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2010 - 

2015 

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Regulasi ketahanan 

pangan 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Ketersediaan pangan 

utama (%)  
1,80 

  
28,40 23,01 

Sumber: LPPD Tahun 2010 - 2015 

 

2.3.2.4 Pertanahan 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2004 dijelaskan bahwa Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum 

antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum 

dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kota Balikpapan dalam 

penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tahun 2015 

diklasifikasikan menjadi 6 (enam) jenis penguasaan tanah yaitu: 

Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Penguasaan 

Tanah Skala Besar Untuk Industri, Tanah Hak UUPA dan 

Perorangan, Tanah Negara Lainnya, dan Tanah Negara untuk 

Kepentingan Umum.  

Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kota Balikpapan Tahun 2015 

disusun berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Pertanahan 

Kota Balikpapan, dan instansi terkait lainnya diantaranya adalah 

Dinas Kehutanan dan Bappeda Kota Balikpapan. Interpretasi data 

digital garis batas kehutanan didasarkan atas RTRW Kota 

Balikpapan.  

Gambaran Umum Penguasaan Tanah di Kota Balikpapan pada tahun 

2015 disajikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2.50. 

Gambaran Umum Penguasaan Tanah Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Gambaran Umum Penguasaan Tanah Luas (Ha) 
% Luas 

Wilayah 

1. Hutan Lindung 11.510 22,65 
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2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 255 0,50 

3. PTSB Industri 933 1,84 

4. Tanah Hak UUPA dan Perorangan 21.762 42,83 

5. Tanah Negara Lainnya 14.541 28,62 

6. Tanah Negara untuk Kepentingan Umum 1.812 3,57 

 
LUAS TOTAL 50.813 100 

Sumber:Perhitungan Luas Data Digital Peta Gambaran Umum Penguasaan 

Tanah Kota Balikpapan Tahun 2015, Kanwil BPN  Prov. Kaltim 

Tahun 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis penguasaan tanah 

terbesar di Kota Balikpapan berupa Tanah Hak UUPA dan 

Perorangan dengan luas ± 21.761 ha atau sebesar 42,83 %. Tanah 

Negara Lainnya menempati posisi kedua dengan luas ± 14.541 ha 

atau sebesar 28,62 %, dan Hutan Lindung menempati urutan ketiga 

dengan luas ± 11.510 ha atau sebesar 22,65 %. Jenis Penguasaan 

Tanah Skala Besar untuk Industri dengan ± 933 ha seluruhnya 

dikuasai oleh PT.Pertamina.  
 

2.3.2.5 Lingkungan Hidup 

- Indeks Tutupan Lahan 

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem, 

selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga berfungsi mencegah 

terjadinya erosi tanah, mengatur iklim serta tempat tumbuhnya berbagai 

plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

Indeks tutupan lahan menggunakan parameter luas tutupan lahan/hutan 

dan luas administrasi wilayah kota dengan perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan dengan rumus berikut: 

 

Pada tahun 2015, luas tutupan hutan di Kota Balikpapan mencapai 

17.720.79 Ha atau sebesar 35.21% dari total luas Kota Balikpapan, yang 

terdiri dari Hutan Lindung seluas 16.081,99 ha, hutan mangrove 1.312,42 

ha, Hutan Kota seluas 121 ha, potensi hutan kota seluas 91 Ha, taman kota 

dan jalur hijau seluas 15,13 ha, dan pemakaman seluas 99,25 Ha. Oleh 

karena itu, maka Indeks Tutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2015 

adalah 48.12. 

Pada tahun 2011-2015 Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan 

penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dalam rangka 

menunjang dan meningkatkan indeks tutupan lahan yang dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.23. 

Realisasi Penanaman Penghijauan Kota Balikpapan 2011 - 2015 

 

- Indeks Pencemaran Udara 

Data kualitas udara Kota Balikpapan didapatkan dari hasil 

pemantauan di tiga lokasi Air Quality Monitoring System (AQMS), yaitu 

di Simpang Rapak, Simpang Balikpapan Plaza dan Simpang 

Balikpapan Baru. Parameter yang digunakan dalam penghitungan 

Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. 

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara dilakukan dengan rumus 

berikut:  

 

Indeks Pencemaran Udara Kota Balikpapan pada tahun 2015 adalah 

90,84. Kualitas udara Kota Balikpapan sebagian besar sangat 

dipengaruhi oleh sektor transportasi. Selain dari itu, kualitas udara 

pada tahun 2015 juga dipengaruhi oleh kebakaran hutan lahan. 

- Indeks Pencemaran Air 

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 

Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan 

status mutu air dengan metoda Storet dan metode indeks 

pencemaran (Pollution Index – PI). Dari kedua metode tersebut, 

dipilih metode Indeks Pencemaran (IP) dalam menentukan status 

mutu air sungai di Kota Balikpapan. Formula perhitungan Indeks 

Pencemaran Air Sungai (IPA) adalah sebagai berikut: 

 
Dimana : 

• adalah nilai maksimum dari Ci/Lij 

• adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij 

93530
104351

50460

94003

17207

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penanaman
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Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j 

yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan 

konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi 

parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan 

air j. Oleh karena belum adanya penetapan kelas air pada sungai-

sungai di Kota Balikpapan, dalam hal ini baku mutu peruntukan air 

yang akan digunakan adalah baku mutu air kelas II berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Pengambilan sampel air atau titik pantau kualitas air mewakili 

bagian Hulu, Tengah dan Hilir pada masing-masing sungai. Dengan 

mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 

2003, menggunakan Metode Indeks Pencemaran (IP), diperoleh nilai 

Indeks Pencemaran Air pada masing-masing sampel air sebagaimana 

tabel berikut.  

 

 
 

Gambar 2.24. 

Indeks Pencemaran Air Kota Balikpapan 2010 - 2015 

 

Selanjutnya perhitungan Indeks Pencemaran Air di Kota Balikpapan 

tahun 2015 ditampilkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.51. 

Perhitungan Indeks Pencemaran Air di Kota Balikpapan Tahun 2015 

Mutu Air 

Jumlah 

Titik 

sampel 

Presentasi 

Pemenuhan 

Mutu Air 

Bobot Nilai 

Indeks 

Nilai 

Indeks Per 

Mutu Air 

Memenuhi BMAL 0 0% 70 0.00 

Ringan 17 51.5% 50 25.75 

Sedang 16 49% 30 14.55 

Berat 0 0% 10 0.00 

Total 33 IPA 40.30 

Sumber: BLH Kota Balikpapan Tahun 2016 
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Dari perhitungan diatas maka diperoleh Indeks Pencemaran Air Kota 

Balikpapan tahun 2015 adalah 40.30. 
 

- Pemantauan Kualitas DAS  

Berdasarkan data inventarisasi DAS dan Sub DAS di Kota 

Balikpapan, terdapat 42 (empat puluh dua) DAS dan Sub DAS yang 

tersebar di wilayah Kota Balikpapan. Pemantauan kualitas air sungai 

pada tahun 2015 dilakukan terhadap 11 (sebelas) sungai, di 

antaranya adalah Sungai Wain, Sungai Manggar, Sungai Somber, 

Sungai Klandasan Kecil, Sungai Sepinggan, Sungai Batakan Besar, 

Sungai Brenga, Sungai Lamaru, Sungai Tempadung, dan Sungai 

Teritip. Sehingga, dapat diketahui persentase jumlah DAS yang 

dipantau kualitas mutunya adalah 26,19 %. 

Pemantauan kualitas air pada DAS maupun Sub DAS akan terus 

ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga tercapai angka 100 % 

pemantauan terhadap DAS yang dipantau.  

 

 

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

Gambar 2.25. 

Peta Sub Daerah Aliran Sungai Kota Balikpapan 

 

- Pengaduan Kasus Lingkungan 

Dalam rangka menjamin hak dan peran serta setiap orang, instansi 

lingkungan hidup di kabupaten/kota wajib mengelola pengaduan 

masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk 

pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung 

jawab pemerintah Kabupaten/kota untuk menerima laporan telah 

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan 

kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut 

dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sebagai tanggung jawab pengelolaan pelayanan 



76 

 

pengaduan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan membentuk 

Pos Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) sejak tahun 

2012. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat terkait adanya 

permasalahan lingkungan di tahun 2015 sebanyak 21 pengaduan 

kasus lingkungan yang seluruhnya dapat ditangani oleh P3SLH 

(100%). Adapun jumlah pengaduan kasus lingkungan tahun 2012-2015 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.52. 

Pengaduan Kasus Lingkungan Kota Balikpapan Tahun 2012-2015 

NO. 
TAHUN 

PELAKSANAAN 

JUMLAH 

PENGADUAN 

YANG DITERIMA 

JUMLAH 

PENGADUAN YANG 

DITINDAKLANJUTI 

PROSENTASE JUMLAH 

PENGADUAN YANG 

DITINDAKLANJUTI  

1. 2012 9 9 100% 

2. 2013 9 9 100% 

3. 2014 14 14 100% 

4. 2015 21 21 100% 

Sumber: BLH Kota Balikpapan 

 

- Informasi Lingkungan Hidup 

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

mengamanatkan  pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau 

kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup 

kepada masyarakat. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Sistem 

informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi 

mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, 

dan informasi lingkungan hidup lain. 

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data 

dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam 

menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat 

rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk 

membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. 

Kota Balikpapan setiap tahun secara aktif menyusun dan 

menyempurnakan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 

sebagai media data yang memotret status/kondisi, tekanan dan 

penanganan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya dalam 

pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Dari hasil 

penyusunan laporan melalui Buku SLHD diharapkan dapat diperoleh 

kebijakan yang holistik dan terintegrasi yang bermuara ke perbaikan 

kualitas lingkungan hidup. 

Pada tahun 2016 ini, Penghargaan tertinggi Buku SLHD, 

diperkenalkan dengan istilah baru yaitu penghargaan Nirwasita 

Tantra, berupa piala bergilir yang dikompetisikan setiap tahun bagi 

seluruh daerah dari Menteri LHK dan setiap tahun hanya terseleksi 1 

provinsi dan 1 kabupaten/kota. Penghargaan ini diberikan dari 
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Pemerintah kepada kepala daerah atas kepemimpinannya dalam 

mensukseskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang bertumpu pada 

prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota Balikpapan berhasil 

meraih Penghargaan Peringkat kedua Nirwasita Tantra Tahun 2016 

berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : SK.478/MENLHK/SETJEN-DTN.0/6/2016 

Tanggal 17 Juni 2016. 

Tabel 2.53. 

Rekapitulasi Dokumen AMDAL, UKL-UPL  

Kota Balikpapan Tahun 2010 -2015 

 

Sumber: BLH Kota Balikpapan 

 

Tabel 2.54. 

Kegiatan Wajib AMDAL dalam Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BLH Kota Balikpapan 

 

Untuk menjaga kualitas lingkungan dan pencegahan perusakan 

lingkungan Kota Balikpapan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka kegiatan yang 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib menyusun 

kajian lingkungan baik dalam bentuk AMDAL, UKL UPL maupun 

SPPL. Seiring perkembangan kegiatan Industri dan Jasa di Kota 

Balikpapan, maka jumlah izin lingkungan juga semakin meningkat. 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada 

jangka waktu tahun 2010-2015 jumlah kajian lingkungan di Kota 

Balikpapan sebanyak 34 kajian AMDAL, 625 kajian UKL UPL dan 962 

kajian SPPL.   

 

- Sekolah Adiwiyata 

NO TAHUN AMDAL UKL-UPL SPPL 

1 2010 3 66 84 

2 2011 4 85 139 

3 2012 2 96 164 

4 2013 9 87 219 

5 2014 9 141 188 

6 2015 7 150 168 

TOTAL 34 625 962 

Tahun 
Jumlah Kegiatan Yang 

Diawasi 

Jumlah Wajib 
Amdal Yang 

Diawasi 

2011 30 8 

2012 34 12 

2013 43 12 

2014 35 13 

2015 48 15 
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Upaya pengelolaan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup di 

Kota Balikpapan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 

terus dilakukan termasuk dalam membentuk sekolah peduli 

lingkungan melalui program Adiwiyata. Tujuan dari Sekolah 

Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk 

menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, 

sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut 

bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan. Jumlah sekolah Adiwiyata 

dari tahun ke tahun terus meningkat, baik Adiwiyata Mandiri, 

Nasional, Provinsi dan Tingkat Kota.  Sampai tahun 2015, Sekolah 

Adiwiyata berjumlah 150 Sekolah atau mencapai persentase 46,89% 

dari total sekolah di Kota Balikpapan (322 sekolah). 

Tabel 2.55. 

Jumlah Sekolah Adiwiyata Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

Sumber: BLH Kota Balikpapan 

 

- Pengelolaan Sampah  

Timbulan sampah umumnya menyebar di daerah pemukiman, 

ditambah lokasi pelayanan umum seperti terminal/sub terminal, 

perkantoran, pusat perbelanjaan, daerah komersial, daerah industri, 

rumah sakit dan lainnya.  Berdasarkan data DKPP Kota Balikpapan, 

presentase timbulan sampah terangkut ke TPA berdasarkan sumber 

pelayanan sampah di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Rumah Tangga
73%

Kantor
2%

Pasar Tradisional
6%

Pusat Perniagaan
9%

Fasilitas Publik
5%

Kawasan
1%

Lainnya
4%

Jenis Adiwiyata 2011 2012 2013 2014 2015 

Adiwiyata Mandiri 1 3 1 - - 

Adiwiyata Nasional 1 1 10 4 8 

Adiwiyata Provinsi - - 18 19 18 

Adiwiyata Kota - - 33 24 28 

Total 2 4 62 47 54 

Total Sekolah Adiwiyata 169 
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Gambar 2.26. 

Timbulan Sampah Terangkut Ke TPA  

Berdasarkan Sumber Pelayanan Sampah 
 

Secara umum, timbulan sampah di Kota Balikpapan adalah 0,70 

kg/orang/hari.  Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan 

semakin tingginya jumlah timbulan sampah dan sampah yang harus 

di angkut ke TPA. Pada tahun 2015, jumlah timbulan sampah adalah 

sebesar 579,7 ton/hari dan yang dapat diangkut ke TPA Manggar 

adalah sebesar 370 ton/hari atau sebesar 63,92%, sisanya 

merupakan sampah yang tidak terangkut ke TPA Manggar dan 

sampah yang dikelola oleh masyarakat melalui program 3R (reduce, 

reuse and recycle). Adapun data pengelolaan sampah Kota 

Balikpapan Tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.56. 

Data Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan Tahun 2012-2015 

Data Persampahan 2012 2013 2014 2015 

Timbulan Sampah  

(ton/hari) 
501,9 522,3 551,0 515,76 

PengangkutanSampah ke TPA 

(ton/hari) 
315,8 359,33 364,33 370,55 

Pengelolaan Sampah di 
Sumber(ton/hari) 

68,78 93.85 36,79 114,81 

Sumber: DKPP Kota Balikpapan 

 

Sebelum dikelola di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) 

Manggar, sampah ditampung pada tempat pembuangan sementara 

(TPS) dan pemrosesan seperti transfer depo/3R yang dikelola DKPP 

Kota Balikpapan. Pada tahun 2014 total TPS di Kota Balikpapan 

adalah sebanyak 615 buah dan pada tahun 2015 menjadi 535 buah. 

Berkurangnya TPS ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas 

estetika Kota Balikpapan khususnya pada jalan-jalan protokol. 

Tabel 2.57. 

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah  

Kota Balikpapan Tahun 2014-2015 

KELURAHAN 
BETON 

SEMI 
BETON 

KONTAINER 
2 DIMENSI 

KONTAINER 
TERBUKA 

KONTAINER 
TERTUTUP 

TRANSFER 
DEPO/3R 

JUMLAH 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Karang Joang 14 6 5 3 3 3 - - - - - - 22 12 

Graha Indah 34 23 1 - 7 6 - - - - - 1 42 30 

Batu Ampar 39 25 1 1 9 7 - - 1 1 - - 50 34 

Muara Rapak 37 22 - - 6 6 - - - - - - 43 28 

Gunung Samarinda 23 20 - - 4 4 - - 1 1 - - 28 25 

Gunung Samarinda Baru 18 17 - - 5 5 - - 2 2 - - 25 24 

Sepinggan 9 6 1 - 2 2 - - 1 1 - - 13 9 

Sepinggan Raya 7 5 1 1 3 3 - - - - - - 11 9 

Sepinggan Baru 8 8 - - 4 4 - - - - - 2 12 14 

Sungai Nangka 6 6 - - 2 2 - - - - - - 8 8 

Gunung Bahagia 13 9 - - 5 4 1 1 - - - - 19 14 

Damai Bahagia 7 7 - - 3 3 - - 1 1 - - 11 11 

Damai Baru 6 6 - - 2 2 1 1 - - - - 9 9 

Prapatan 4 3 - - 2 2 1 1 - - - - 13 6 

Telaga Sari 5 5 - - 3 3 - - - - - 1 16 9 
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Klandasan Ilir 5 4 - - 4 3 - - 1 1 - - 17 8 

Klandasan Ulu 4 4 - - 3 3 - - 1 1 - - 15 8 

Damai 3 3 1 1 4 4 - - 1 1 - - 17 9 

Gunung Sari Ulu 12 10 - - 5 5 - - - - - - 32 15 

Gunung Sari Ilir 9 9 - - 5 4 - - 1 1 - - 28 14 

Mekarsari 11 11 - - 4 4 - - 1 1 - - 31 16 

Sumber Rejo 14 12 - - 3 3 1 1 - - - - 34 16 

Karang Rejo 13 13 1 1 4 4 - - 1 1 - 1 37 20 

Karang Jati 10 9 2 2 3 3 - - - - - - 29 14 

Manggar 22 19 1 1 7 7 - - 1 1 - 1 58 29 

Manggar Baru 16 13 1 1 5 5 1 1 1 1 - - 44 21 

Lamaru 12 12 4 4 4 4 - - - - - - 40 20 

Teritip 13 9 5 5 3 3 - - - 1 - 1 38 19 

Baru Ilir 11 11 1 1 2 2 - - - - - - 28 14 

Baru Ulu 9 9 2 2 3 3 - - 1 1 - - 29 15 

Baru Tengah 8 8 1 1 3 3 1 - - - - - 25 12 

Marga Sari 7 7 - - 4 4 - - 2 2 - - 24 13 

Margo Mulyo 10 10 1 1 3 3 - - - - - 1 28 15 

Kariangau 9 9 4 4 2 2 - - - - - - 30 15 

JUMLAH 428 350 33 29 131 125 6 5 17 18 0 8 615 535 

Sumber: DKPP Kota Balikpapan 

 

 

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

- Kepemilikan Kartu Keluarga 

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen 

kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga 

menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan 

anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, 

maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status 

perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga 

maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya 

menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai 

kesepakatan di dalam keluarga tersebut. 

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota 

keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang 

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, 

serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan 

lain sebagainya. 

Tabel 2.40. menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang 

telah memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kota Balikpapan. Dari 248.158 

keluarga ternyata 248.158 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga 

SIAK. Dengan kata lain pada tahun 2015, seluruh keluarga di Kota 

Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK. 

 

 

Tabel 2.58. 

Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga SIAK  

Kota BalikpapanTahun 2015 
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No Kecamatan 
Jumlah 

Keluarga 

Jumlah 

Keluarga 

Yang Memiliki 

KK SIAK 

Jumlah 

Keluarga Yang 

Tidak Memiliki 

KK SIAK 

% Keluarga 

Yang Memiliki 

KK SIAK 

1 Balikpapan Timur 28.503 28.503 0 100% 

2 Balikpapan Barat 35.247 35.247 0 100% 

3 Balikpapan Utara 53.800 53.800 0 100% 

4 Balikpapan Tengah 42.044 42.044 0 100% 

5 Balikpapan Selatan 52.741 52.741 0 100% 

6 Balikpapan Kota 35.823 35.823 0 100% 

 T O T A L 248.158 248.158 0 100% 

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal 

bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui 

sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib 

dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 

tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi 

sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam 

profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP 

penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan 

dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi 

dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat 

tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. 

Tabel berikut menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut 

kepemilikan KTP Elektronik. 

Tabel 2.59. 

Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Tahun 

2015 

No Kecamatan 

Wajib KTP KTP Elektronik 
% 

Kepemilikan 

KTP SIAK L P L+P 

∑ 

Perekaman 

KTP-EL 

∑ Distribusi 

KTP-EL 

1 Balikpapan Timur 31.999 28.415 60.414 45.992 36.021 59,62 

2 Balikpapan Barat 39.528 36.163 75.691 62.902 54.055 71,42 

3 Balikpapan Utara 59.517 55.082 114.599 82.857 89.366 77,98 

4 Balikpapan Tengah 45.752 42.876 88.628 77.590 66.955 75,55 

5 Balikpapan Selatan 56.810 51.512 108.322 105.147 105.393 97,30 

6 Balikpapan Kota 39.167 36.100 75.267 35.900 35.555 47,24 

T O T A L 272.773 250.148 522.921 410.388 387.345 74,07 

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 

2015 

 

Menurut tabel 47 dapat diketahui bahwa dari 522.921 jiwa wajib KTP, baru 

74,07% atau sebanyak 387.345 jiwa diantaranya sudah memiliki KTP 

Elektronik dan 410.388 jiwa yang sudah melakukan perekaman KTP-EL.  
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- Kepemilikan Akta 

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan 

wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan 

pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam 

hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan 

pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta 

kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data 

mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum 

disajikan dalam profil ini. Hal tersebut disebabkan karena: 

1. Belum/kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya 

akta kematian untuk mengurus hak-hak keperdataan seperti 

masalah warisan, utang piutang dan lainnya. 

2. Masyarakat menganggap sudah cukup dengan menggunakan 

Surat kematian dari Kelurahan dalam mengurus masalah yang 

dihadapinya. 

a. Akta Kelahiran 

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan 

seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut 

dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. 

Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya 

tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan 

nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki 

hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting 

untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat 

mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti 

paspor. 

Tabel 2.60. 

Rekapitulasi Akta Kelahiran Terbit Januari sampai dengan Desember  

Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 

L P L+P 

1. Balikpapan Timur 1.050    969 2.019 

2. Balikpapan Barat 1.215 1.163 2.378 

3. Balikpapan Utara 1.801 1.536 3.337 

4. Balikpapan Tengah 1.295 1.189 2.484 

5. Balikpapan Selatan 1.590 1.530 3.120 

6. Balikpapan Kota 1.422 1.430 2.852 

 T O T A L 8.373 7.817  16.190 

Sumber :  Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

 Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

b. Akta Perkawinan 

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta perkawinan 

memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan 

perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban 

yang melekat didalamnya. Tabel berikut menyajikan kepemilikan akta 

perkawinan. 
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Tabel 2.61. 

Rekapitulasi Akta Perkawinan Terbit Januari sampai dengan Desember  

Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 

L P L+P 

1. Balikpapan Timur 33 33 66 

2. Balikpapan Barat 35 37 72 

3. Balikpapan Utara 70 76 146 

4. Balikpapan Tengah 68 83 151 

5. Balikpapan Selatan 103 95 198 

6. Balikpapan Kota 75 60 135 

 T O T A L 384 384 768 

Sumber :  Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

 Kota Balikpapan Tahun 2015 
 
 

c. Akta Perceraian 

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib 

dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel berikut 

menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai 

hidup yang memiliki akta perceraian di Kota Balikpapan. 

Tabel 2.62. 

Rekapitulasi Akta Perceraian Terbit Januari sampai dengan 

Desember Kota Balikpapan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 

L P L+P 

1 Balikpapan Timur 5 5 10 

2 Balikpapan Barat 2 3 5 

3 Balikpapan Utara 6 5 11 

4 Balikpapan Tengah 9 10 19 

5 Balikpapan Selatan 13 15 28 

6 Balikpapan Kota 7 4 11 

 T O T A L 42 42 84 

Sumber :  Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

 Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

d. Akta Kematian 

Kegunaan akta kematian adalah sebagai syarat untuk menikah, 

untuk mengurus pensiun, taspen, asuransi bagi ahli warisnya dan 

untuk mengurus warisan bagi suami/istri/anaknya. 

Pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Balikpapan selama tahun 2015 sebanyak 3.125 jiwa. Persentase 

Kepemilikan Akta Kematian semakin meningkat karena mulai 

muncul kesadaran penduduk atau keluarga yang melaporkan 

kematian di lingkungannya. 

Tabel 2.63. 

Rekapitulasi Akta Kematian Terbit Januari sampai dengan Desember  

Kota Balikpapan Tahun 2015 
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No Kecamatan 
Jumlah 

L P L+P 

1. Balikpapan Timur 213 144  327 

2. Balikpapan Barat 360  241 601  

3. Balikpapan Utara 404 247 651  

4. Balikpapan Tengah 358  262  620  

5. Balikpapan Selatan 304  185  489 

6. Balikpapan Kota 258  179  437 

 T O T A L 1.897  1.228  3.125  

Sumber :  Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

 Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

e. Akta Pengakuan Anak 

Yang dimaksud pengakuan anak adalah anak luar kawin yang diakui oleh 

ayah ibunya dengan menandatangani register pengakuan anak, maka sejak 

saat itu anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan ayah 

dan ibunya. Pengesahan anak adalah anak luar kawin yang kedua orang 

tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan maka anak tersebut dapat 

disahkan bersama-sama dengan pencatatan perkawinan orang tuanya, 

sehingga hubungan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan 

bapaknya. Sedangkan anak angkat adalah anak yang bukan kandungnya 

sendiri tetapi diperlakukan sebagaimana anak kandung.  

Untuk sahnya pengangkatan anak harus ada penetapan pengadilan negeri. 

Dalam akta kelahiran pengangkatan anak, nama orang tua kandung dan 

orang tua angkatnya tercantum dalam akta tersebut, tetapi pada kutipan 

akta kelahiran hanya tercantum nama pengangkat. 

Kepemilikan Akta kelahiran/1000 penduduk di Kota Balikpapan pada 

tahun 2015 telah mencapai 81%. Sejak diberlakukannya Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006, Kota Balikpapan telah mengelola database 

kependudukan dengan aplikasi SIAK dan menerapkan KTP Nasional 

berbasis Nomor Induk Kependudukan. 

 

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota 

Balikpapan tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.66. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan yang 

dilaksanakan di berbagai bidang meliputi fisik, ekonomi dan sosial 

kemasyarakatan baik yang diberikan berupa dana maupun barang 

dan jasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Partisipasi 

masyarakat tersebut bila dikonversikan dalam bentuk nilai rupiah 

maka cukup signifikan dalam percepatan pembangunan dimana 

pada tahun 2012 jumlah swadaya masyarakat sebesar 30,28 Milyar 

dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 76 Milyar. 

Sementara pada tahun 2014 hanya sebesar 78 Milyar dan tahun 

2015 meningkat menjadi 89,32 Milyar. 

Sedangkan PKK aktif dan Posyandu Aktif capaian kinerjanya sudah 

sangat baik, yaitu 100,00% selama 5 tahun (2010 – 2015). Untuk 

jelasnya lihat tabel 2.46. 

Tabel 2.64. 

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kota Balikpapan 2010 - 2015 
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Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nilai Potensi swadaya 

masyarakat  

Milyar 

Rupiah   
30,28 76 78 89,32 

PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Posyandu aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: LPPD 

 

Pada tahun 2015 jumlah LPM di Kota Balikpapan mencapai 34 

kelurahan dengan rata-rata kelompok binaannya mencapai 41 

kelompok, sedangkan PKK berjumlah 41 lembaga dengan kondisi aktif 

sehingga capaiannya 100%, dengan rata-rata jumlah kelompok 

binaannya sebanyak 1.583 kelompok. Dari 1.464 posyandu yang ada 

di Kota Balikpapan semuanya aktif sehingga capaiannya 100%. Untuk 

swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 

dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 

capaiannya untuk masing-masing adalah 2 (dua) program. 
 

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 2.47. Dari 

data tabel tersebut terlihat kinerja Keluarga Berencana di Kota 

Balikpapan mengalami kondisi yang fluktuatif pada indikator CPR 

berupa prosentase pemakaian alat kontrasepsi pada kurun waktu 

2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung menurun dari 76,40 

menjadi 70,45 di tahun 2015. Unmeet Need Kota Balikpapan pada 

kurun waktu 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan yaitu 

12,22% pada tahun 2012 dan 15,24% pada tahun 2013. Pada tahun 

2014 dan 2015 menurun kembali menjadi 11,87% dan 9,11%.  Rata-

rata jumlah anak per Keluarga pada tahun 2015 mencapai 2,3 atau 

sekitas 3 anak dan cakupan peserta KB aktif mencapai 72,02%. 

Sementara pembinaan terhadap kelompok masyarakat dan remaja 

untuk mendukung program Keluarga Berencana menunjukkan 

capaian yang stabil sehingga perlu ditingkatkan lagi. 

Tabel 2.65. 

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

NO. URAIAN 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 

1. Prosentase Pemakaian Alat 

Kontrasepsi (Contraceptive 

Prevalence Rate/CPR) 

78.00 76.24 76.35 70.45 

2. Proporsi Wanita Usia Subur 

dalam Status Kawin Yang 

Tidak Menggunakan KB 

(Unmet Need ) 

12.22% 15.24% 11.87% 9.11% 

3. Jumlah Kelompok Kegiatan 

(POKTAN)  pendukung 

program KKBPK 

191 151 162 195 

4. Jumlah Kelompok Remaja 

Pendukung Program KKBPK 
22 20 20 20 
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(PIK R/M)  

Sumber: BPMP2KB  

 

2.3.2.9 Perhubungan 

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang menjadi Pusat 

Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Pintu Gerbang Provinsi 

Kalimantan Timur sehingga memiliki sarana dan prasarana 

perhubungan dengan skala pelayanan Nasional bahkan 

Internasional. Adapun fasilitas perhubungan di Kota Balikpapan 

adalah sebagai berikut: 

Pelabuhan Laut :  - Pelabuhan Semayang  

  - Pelabuhan Kampung Baru  

  - Pelabuhan Peti Kemas Kariangau 

Pelabuhan Penyeberangan :  - Pelabuhan Penyeberangan 

Kariangau 

Bandar Udara :  - Bandar Udara Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman 

Terminal Angkutan dan Barang :  - Terminal Batu Ampar 

 

Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Kampung Baru dikelola oleh PT. 

Pelindo IV, sedangkan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dikelola oleh 

PT. Kaltim Kariangau Terminal yang merupakan anak perusahaan 

PT. Pelindo IV dan Perusda Provinsi Kalimantan Timur.  Bandara 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dikelola oleh 

PT. Angkasa Pura I selain melayani penerbangan domestik juga 

melayani penerbangan internasional. Setelah dilakukan 

pengembangan pada tahun 2013, Bandara Sultan Aji Muhammad 

Sulaiman Sepinggan Balikpapan memiliki luas terminal 110.000 m2 

yang dapat menampung hingga 10 juta penumpang dengan desain 

yang menerapkan konsep modern disisipi nuansa etnik Kalimantan. 

Terminal Batu Ampar merupakan terminal Type A yang melayani rute 

Balikpapan-Samarinda (bus), Balikpapan-Bontang (bus), Balikpapan-

Banjarmasin (bus) dan Balikpapan-Sepaku/Semoi (mini bus). 

Berdasarkan data Direktorat Lalu-Lintas Polda Kalimantan Timur, 

jumlah kendaraan bermotor di Kota Balikpapan pada Tahun 2011 

mencapai 405.355 unit, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 

534.858 unit atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 7,99% 

dengan di dominasi oleh kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan 

kendaraan pribadi mobil penumpang. Pertumbuhan yang sangat 

cepat ini memerlukan skenario transportasi yang baik, cepat dan 

tepat, karena bila tidak maka akan terjadi kemacetan lalu-lintas di 

jalan-jalan Kota Balikpapan seperti kota-kota besar lainnya.  

Tabel 2.66. 

Jumlah Kendaraan Kota Balikpapan 

No Jenis Kendaraan 

Jumlah (Unit) 

Tahun  

2011 

Tahun  

2012 

Tahun  

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

1. Sepeda motor 304.580 328.773 358.416 389.499 411.169 
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2. Mobil Penumpang           

 
a.Umum 2.510 3.831 8.025 8.175 9.011 

 
b. Pribadi 45.775 48.470 46.952 45.018 47.205 

 
c. Pemerintah       5.107 5.127 

3. Mobil Barang           

 
a.Umum 3.498 3.872 6.038 6.699 7.177 

 
b. Pribadi 34.465 36.734 31.616 32.540 33.444 

 
c. Pemerintah     

 
4.594 5.594 

4. Bus Besar           

 
a.Umum 146 148       

 
b. Pribadi 839 851       

 
c. Pemerintah           

5. Bus Sedang           

 
a.Umum 407 473 874 874 880 

 
b. Pribadi 12.227 12.555 12.747 12.851 13.211 

 
c. Pemerintah       640 640 

6. Bus Kecil 19 19       

 
a.Umum 136 136       

 
b.Bukan umum           

7. Kendaraan Roda Tiga           

 
a.Umum 156 191 582 656 780 

 
b. Pribadi 597 719 359 282 290 

 
c. Pemerintah     

  
330 

 
Jumlah Total  405.355 436.772  465.609 507.265 534.858 

Sumber: Samsat Balikpapan Tahun 2016 

 

Untuk kelancaran lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 

telah menyediakan alat pemberi isyarat lalu-lintas dan rambu lalu-

lintas untuk mengatur pergerakan kendaraan agar tercipta lalu lintas 

yang tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, guna menciptakan 

keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dan pengguna sepeda 

juga telah tersedia fasilitas seperti berupa zebra cross, pita 

penggaduh dan jalur sepeda. Adapun untuk jalur sepeda, hingga 

tahun 2015 baru tersedia sepanjang 4,5 yang terdapat di Jl. Jenderal 

Sudirman dari Kawasan Melawai – Simpang Balikpapan Plaza. Selain 

itu, untuk mengatasi kemacetan akibat bertambahnya penduduk dan 

jumlah kendaraan di Kota Balikpapan, maka juga harus dilakukan 

pengembangan transportasi massal yang representatif. Hal ini karena 

pertambahan volume kendaraan tidak mampu diimbangi 

penambahan jalan.  

 

Tabel 2.67. 

Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Balikpapan 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Angkutan Kota 1958 1945 1922 1922 1809 

Jumlah Koridor SAUM 0 0 
1 

(Pelabuhan Ferry Kariangau 
– Terminal Batu Ampar) 

1 
(Pelabuhan Ferry Kariangau 

– Terminal Batu Ampar) 

1 
(Pelabuhan Ferry Kariangau 

– Terminal Batu Ampar) 

Jumlah Halte SAUM 0 0 4 14 14 
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Jumlah Rambu 1603 1779 1855 2098 2195 

Jumlah ATCS 14 14 14 14 15 

Panjang Jalur Sepeda 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

Jumlah Zebra Cross 4500 4500 4500 4500 4500 

Jumlah Pita Penggaduh 258 258 258 258 258 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016 

 

Selain rencana pengembangan SAUM, transportasi umum di Kota 

Balikpapan juga ditunjang oleh keberadaan angkutan kota yang hingga 

tahun 2015 berjumlah 1809 unit sesuai dengan data izin trayek yang 

dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Angkutan Kota tersebut 

melayani simpul-simpul wilayah di Kota Balikpapan yaitu Balikpapan 

Utara, Balikpapan Selatan/Kota, Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. 

Adapun rute trayek angkutan kota Balikpapan dan jumlah izin trayeknya 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.68. 

Rute Trayek Angkutan Kota Balikpapan  

Nomor 
Trayek 

Rute Trayek Warna 

1 RSS Damai III - Terminal Batu Ampar - Karang Anyar - Kampung 
Baru PP  
Dapat melayani jurusan : Somber, Inpres IV, Gunung Pipa, Gunung 
IV, Asrama Bukit, Kebun Sayur 

Oranye 

2 Terminal Batu Ampar - Muara Rapak - Karang Jati - Gunung Sari - Jl. 
Mayjen Sutoyo - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Sungai Ampal - Balikpapan 
Baru PP  
Dapat melayani jurusan : Somber, Jl. Gunung Samarinda III, Jl. Dr. 
Sutomo, Jl. P. Antasari, Jl. S.Parman 

Abu-abu 

2A Terminal Damai - Jl. MT. Haryono - Perumahan Balikpapan Baru / 
RSS Damai III - RSS Damai Beriman / Korpri - Terminal Batu Ampar 
PP  
Dapat melayani jurusan : SMUN 4, Psr. Sepinggan, Komp. Praja 
Bakti / Pemda, Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara, Sumber Rejo, 
Gunung Guntur 

Hijau 
Muda 

3 Terminal Batu Ampar - Rapak - Gunung Sari - Klandasan - 
Pelabuhan PP  
Dapat melayani jurusan : Somber, Gunung samarinda, Sumber Rejo, 
Karang Rejo, Karang Jati, Jl. P. Antasari, Jl. S. Parman, Martadinata, 
Jl. Kapt. P. Tendean, Sentosa, Prapatan 

Biru 
Muda 

5 Terminal Kampung Baru - Kebun Sayur - Karang Anyar - Rapak - 
Gunung Sari - Pasar Baru - Terminal Damai PP  
Dapat melayani jurusan : Gunung IV, Gunung Pipa, Karang Rejo, Jl. 
P. Antasari, Jl. S. Parman, Jl. Mayjen Sutoyo 

Kuning 
Tua 

6 Terminal Kampung Baru - Karang Anyar - Pelabuhan Semayang - 
Klandasan - Terminal Damai PP  
Dapat melayani jurusan : Jl. Kapt. P. Tendean, Jl. A. Fadilah, Gunung 
Sari, Antasari, Pasar Baru 

Biru Tua 

7 Terminal Damai - Sepinggan - Batakan - Manggar - Gunung Tembak 
PP  
Dapat melayani jurusan : Psr. Sepinggan dan Perumahan Sosial 

Hijau 
Tua 

8 Terminal Batu Ampar - Km.24 ( Karang Joang ) PP Cream 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016 
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Gambar 2.27.  

Perkembangan Izin Trayek Angkutan Kota Balikpapan 
 

Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis 

terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta mendukung 

pelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang 

diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, Dinas 

Perhubungan juga melaksanakan pengujian kendaraan bermotor 

(PKB)/Uji Kir untuk menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian 

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan 

kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan 

teknis dan laik jalan. Setiap tahunnya UPT PKB Dinas Perhubungan 

Kota Balikpapan melaksanakan uji baik penumpang umum dan 

penumpang non umum sebanyak kurang lebih 50.000 unit 

kendaraan. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu 

penyelesaian, biaya uji dan jumlah kendaraan yang diuji pada UPT 

PKB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.69. 

Waktu Penyelesaian dan Biaya Uji 

Pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 

NO. JENIS LAYANAN 
WAKTU 

PENYELESAIAN 
BIAYA 

1. Pelayanan Uji Berkala 
Pertama 
 

95 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

2. Pelayanan Uji Berkala 
Lanjutan 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

70 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

1958
1945

1922 1922

1809

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2011 2012 2013 2014 2015

Izin Trayek

Ijin Trayek Angkutan Kota
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3. Pelayanan Uji Dari Luar 
Wilayah 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

82 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

4. Pelayanan Uji Keluar 
Wilayah 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

57 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

5. Pelayanan Mutasi Uji 
Dari Luar Wilayah 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

82 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

6. Pelayanan Mutasi Uji 
Keluar Wilayah 

52 Menit -- 

7. Pelayanan Penilaian 
Kondisi Teknis 
Kendaraan 

1 Minggu -- 

8. Pelayanan Uji Keliling 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

63 Menit A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

9. Pelayanan Uji Dilokasi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 Minggu A. Mobil Penumpang Umum Rp  30.000/unit 

    B. Mobil Bus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    C. Mobil Barang   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    D. Kendaraan Khusus   

      1. JBB sampai dengan 2.500 kg Rp  35.000/unit 

      2. JBB diatas 2.500 kg Rp  50.000/unit 

    E. Kereta Gandengan Rp  50.000/unit 

    F. Kereta Tempelan Rp  50.000/unit 

    G. Sanksi Keterlambatan Rp  10.000/bulan 

      Untuk seluruh kendaraan wajib uji 

10. Pelayanan Penggantian 
Tanda Uji 

37 Menit -- 

11. Pelayanan Perubahan 
Spesifikasi Teknis 
Kendaraan 

87 Menit -- 
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12. Pelayanan Uji Emisi 
Gas Buang Di Tempat 

5 Hari -- 

13. Pelayanan Uji Emisi 
Gas Buang Di UPT 
PKB 

34 Menit -- 

14. Pelayanan Pengaduan 3 Minggu -- 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016 

 

Tabel 2.70. 

Data Jumlah Kendaraan yang Uji 

Pada UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 

TAHUN 

JENIS KENDARAAN 

JUMLAH 
MOBIL MOBIL BUS MOBIL BARANG KEND. KHUSUS 

KERETA 
TEMPEL 

PNP 
UMUM 

UMUM 
BUKAN 
UMUM 

UMUM 
BUKAN 
UMUM 

UMUM 
BUKAN 
UMUM 

UMUM 
BUKAN 
UMUM 

2011 4.738 194 1.091 393 33.733 47 2.026 - 54 42.276 

2012 4.460 305 1.279 706 37.935 113 1.697 3 52 46.550 

2013 4.380 199 1.653 630 44.458 30 562 - 83 51.995 

2014 4.308 231 1.440 575 45.543 0 5 - 92 52.194 

2015 4.314 153 1.706 517 42.577 0 7 - 111 49.385 

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016 

 

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka keselamatan pengguna 

jalan terdapat lampu-lampu jalan di Kota Balikpapan yang hingga 

tahun 2015 terdiri dari 10.849 PJU dengan lampu  fluorescent 65 

Watt, 296 PJU dengan lampu LED 20 Watt dan 158 PJU dengan 

lampu LED 55 Watt dan 373 PJU dengan solar cell 60 Watt. Guna 

penghematan energi, pada tahun 2015 juga telah telah dilakukan 

penggantian lampu fluorescent ke lampu LED 95 Watt sebanyak 236 

lampu. 
 

2.3.2.10  Komunikasi dan Informatika 

Ketersediaan dan kemudahan akses komunikasi dan informasi 

merupakan yang esensial pada era digital saat ini yang dapat 

mempermudah pelayanan guna mendorong percepatan 

perekonomian. Ketersediaan akses informasi komunikasi dan 

informasi sangat ditentukan oleh ketersedian infrastruktur 

telekomunikasi. Jenis infrastruktur dapat diklasifikasikan menjadi 2 

kelompok yaitu: 

a. Menara/Tower telekomunikasi, yang digunakan untuk 

penempatan perangkat wireless baik untuk akses maupun untuk 

backhoul. Jenis Menara ini bisa untuk kepentingan macro cell dan 

micro cell; 

b. Duct/Subduct yang digunakan untuk menggelar jaringan fiber 

optic. 

 

Pada saat ini terdapat 268 menara telekomunikasi di seluruh wilayah 

Balikpapan. Rincian berdasarkan kepemilikan adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.28.  

Jumlah Tower Telekomunikasi Tahun 2015 berdasarkan Kepemilikan  

 

Sedangkan penggelaran kabel fiber optic di seluruh wilayah 

Balikpapan telah dilakukan oleh institusi, diantaranya adalah 

Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Pemerintah Kota 

Balikpapan. Untuk selengkapnya capaian kinerja urusan komunikasi 

dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.71. 

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi  

Kota Balikpapan 2010 – 2014 

Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 

Website milik pemerintah 

daerah 

  Ada Ada Ada Ada Ada 

Pameran/expo kali 4 24 55 6 7 

Sumber: LPPD 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Balikpapan sudah 

memiliki Website dengan alamat www.balikpapan.go.id. Keberadaan website 

ini sudah ada sejak tahun 2008. Sedang keikutsertaan Kota Balikpapan 

dalam pameran/expo secara rata-rata per tahun adalah 4 – 7 kali, bahkan 

pada tahun 2011 mencapai 24 kali dan tahun 2012 mencapai 55 kali. 

 

- e-Government 

Kemajuan dan potensi pemanfaatan teknologi kounikasi dan informasi (TIK) 

memberi peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan 

informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan TIK dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) dan layanan publik akan 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

 

- Sistem Informasi 
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Sampai dengan saat ini beberapa SKPD di Pemerintah Kota 

Balikpapan telah menggunakan sistem informasi terutama terkait 

dengan dengan pelayanan publik. Namun masih banyak 

keterbatasan dari sistem informasi yang dimiliki SKPD. Harapannya 

sistem informasi yang dimiliki seluruh SKPD dapat terintegrasi 

dengan baik. Namun hal ini sulit untuk dilakukan karena Kota 

Balikpapan belum mempunyai standar data yang digunakan dalam 

bahasa pemrograman. Standar data yang digunakan setiap SKPD 

masih berbeda-beda sehingga sulit untuk menjadikan terintegrasi 

(inter operabilitas). Kota Balikpapan sudah mempunyai blue print 

untuk sistem informasi, namun belum detail sampai pada aplikasi, 

masih pada infrastruktur. Selain sistem informasi setiap SKPD di 

Kota Balikpapan memiliki website dan telah terintergrasi dengan 

website pemerintah kota Balikpapan, untuk saat ini pelaksanaan 

tugas dan fungsi terkait dengan komunikasi dan informatika 

merupakan kewenangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota 

Balikpapan dan pada tahun 2017 dibawah kewenangan Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

 

- e-Procurement (LPSE) 

e-Procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang 

memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan 

untuk melakukan pengolahan data penggadaan hingga ke proses 

pembuatan laporan. E-procurement merupakan istilah umum 

diterapkan pada penggunaan sistem yang terintegrasi antara 

database dengan area yang luas (biasanya berbasis web) jaringan 

sistem komunikasi di sebagian atau seluruh proses pembelian. 

Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan awal dan 

spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap 

negosiasi kontrak, pemesanan dan termasuk mekanisme yang 

meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai  pendukung 

evaluasi pasca pengadaan. Dalam kegiatan publik baik di dalam 

pemerintahan maupun perusahaan (usaha swasta) selalu diperlukan 

barang/jasa untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti 

bahan baku, bahan penolong (supplies), suku cadang, barang jadi, 

dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan 

lainnya. Untuk saat ini pelaksanaan e-Procurement  dibawah Bagian 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. 

 

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

- Koperasi  

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia telah 

dicetuskan oleh Bung Hatta namun perkembangannya baik usaha 

maupun jumlahnya masih kurang menggembirakan, khususnya Kota 

Balikpapan dan Indonesia pada umumnya.  

Berdasarkan perkembangannya koperasi yang ada di Kota 

Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2010 sampai 

dengan 2015 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 
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tahun 2010 di Kota Balikpapan terdapat koperasi sebanyak 495 unit 

koperasi. Jumlah ini semakin meningkat menjadi 516 unit koperasi 

pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat 1 unit  menjadi 

517 unit koperasi, kemudian terjadi peningkatan drastis pada tahun 

2013 menjadi sebanyak 533 unit koperasi. Selanjutnya pada tahun 

2014 menjadi sebanyak 540 unit koperasi, namun pada tahun 2015 

tidak terjadi peningkatan jumlah koperasi atau tetap sebanyak 540 

unit koperasi.   

 

Sumber : Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

Gambar 2. 29. 

Jumlah Koperasi Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 
 

Koperasi di Kota Balikpapan terdiri dari  25 kelompok antara lain : 

KUD 5 unit, Koperasi Peternakan 1 unit, Koperasi Nelayan 8 unit, 

Kopti 1 unit, Kopinkra 1 unit, Koppantren 8 unit, Kopkar 101 unit, 

Koperasi Angkatan Darat 19 unit, Koperasi Angkatan Laut 1 unit, 

Koperasi Angkatan Udara 2 unit, Kop. Kepolisian 7 unit, Koperasi 

Serba Usaha 208 unit, Koperasi Pasar 6 unit, Koperasi Simpan 

Pinjam 18 unit, Kop. Angkutan Darat 2 unit, Koperasi Angkutan Laut 

2 unit, Koperasi Pegawai Negeri 69 unit, Koperasi Wanita 19 unit, 

Koperasi Veteran 1 unit, Koperasi Wredatama 1 unit, Koperasi 

Pepabri 1 unit, Koperasi Mahasiswa 2 unit, Koperasi Pemuda 1 unit, 

Koperasi Lainnya 54 unit, dan Koperasi Sekunder 2 unit. 

 

Tabel 2.72. 

Capaian Kinerja Urusan Koperasi Kota Balikpapan 2010 – 2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Koperasi unit 495 516 517 533 540 540 

2 
Pertumbuhan 

Koperasi 
unit - 21 1 16 7 0 

3 
Jumlah Koperasi 

Aktif 
unit 297 318 373 410 417 417 

4 
Persentase 

Koperasi Aktif 
% 60,00 61.63 72.15 76.92 77.22 77.22 

Sumber : Disperindagkop Kota Balikpapan Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel  tersebut diatas capaian pertumbuhan Koperasi  di 

Kota Balikpapan fluktuatif dari tahun 2011 koperasi mengalami 

pertumbuhan 21 unit, pada tahun 2012 hanya tumbuh 1 unit, 

selanjutnya tahun 2013 tumbuh 13 unit, tahun 2014 tumbuh 7 unit 

dan untuk tahun 2015 tidak mengalami pertumbuhan. Jika dilihat 

dari perkembangan koperasi aktif,  pada tahun 2010 terdapat 

koperasi aktif sejumlah 297 unit atau 60 % dari jumlah koperasi 

yang ada 495 unit dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 417 unit 

atau 77,22 % dari jumlah koperasi 540 unit.   

Sampai dengan tahun 2015 jumlah pengurus koperasi sebanyak 

2.758 orang dan jumlah pengawas berjumlah 1.570 orang. 

Pemerintah Kota Balikpapan baru dapat melaksanakan peningkatan 

pengetahuan melalui bimbingan dan pelatihan teknis  kepada 

pengurus/pengawasan/pengelola koperasi pada setiap tahunnya 

rata-rata sebanyak 60 orang. Dengan adanya bimbingan dan 

pelatihan koperasi di Kota Balikpapan mampu meningkatkan 

mutunya menjadi koperasi aktif dan sehat.  

Prestasi dibidang koperasi pada tahun 2013 Kota Balikpapan 

dikukuhkan sebagai Kota Penggerak Koperasi  Peringkat 

Paramadhana Madya Koperasi selanjutnya pada tahun 2014 Terbaik 

III Bidang Koperasi dari Gubernur Kalimanatan Timur dalam rangka  

HUT Provinsi Kalimanatan Timur ke 57 dan tahun 2015 Walikota 

Balikpapan dikukuhkan sebagai Tokoh penggerak  Koperasi. 

 

- Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Di Kota Balikpapan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Bila ditinjau dari unit usaha dan 

penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 jumlah UMKM 5.384 unit 

usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 9.199 orang, tahun 

2013 berjumlah 10.948 unit usaha dengan tenaga kerja 19.155 

orang, tahun 2014 berjumlah 15.051 unit usaha dengan penyerapan 

tenaga kerja 27.504 orang dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 

18.271 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 33.543 orang.  

Tabel 2.73. 

Perkembangan UMKM di Kota Balikpapan Tahun 2012 s/d 2015 

URAIAN 2012 2013 2014 2015 

UNIT USAHA         

MIKRO 5,064 10,153 13,640 16,530 

KECIL 310 704 1,187 1,495 

MENENGAH 10 91 224 246 

JUMLAH 5,384 10,948 15,051 18,271 

          

TENAGA KERJA ( Orang )         

MIKRO 8,060 16,253 23,024 28,086 

KECIL 1,028 2,548 3,734 4,471 

MENENGAH 111 354 746 977 
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JUMLAH 9,199 19,155 27,504 33,534 

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

yang bermitra dengan perusahaan baik dengan perusahaan swasta, 

BUMD dan BUMN di Kota Balikpapan dari tahun 2012 sampai 

dengan 2015 cukup mengalami peningkatan yang berarti. Pada 

tahun 2012 UMKM yang bermitra dengan  perusahaan sejumlah 20 

unit usaha, tahun 2013 meningkat menjadi 25 unit usaha, 

selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 40 unit usaha dan 

tahun 2015 meningkat menjadi 50 unit usaha.  

Tabel 2.74. 

PERKEMBANGAN JUMLAH KREDIT UMKM DI KOTA BALIKPAPAN 

TAHUN 2011 – 2015 (Rp. Juta) 

NO. KREDIT 
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah UMKM yang 
bermitra dengan 
perusahaan (unit usaha) 

- 20 25 40 50 

2 Kredit UMKM 5,314,801 5,680,289 6,845,261 7,023,333 8,333,935 

  a. Mikro 279,068 380,842 483,788 696,339 963,087 

  b. Kecil 1,142,702 1,432,156 1,613,546 1,445,313 2,228,636 

  c. Menengah 3,893,031 3,867,291 4,747,927 4,881,681 5,142,212 

3 Jumlah Kredit di Bank 16,042,082 18,531,277 21,168,340 22,057,020 23,074,884 

  % Kredit UMKM 33.13% 30.65% 32.34% 31.84% 36.12% 

Sumber: Bappeda, 2015   

Jumlah UMKM di Kota Balikpapan yang bermitra dengan perusahaan 

dari tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup 

berarti, pada tahun 2012 sebanyak 20 UMKM meningkat menjadi 50 

UMKM pada tahun 2015, Ini menunjukkan kepedulian perusahan 

besar seperti supermarket atau  pusat perbelanjaan terhadap usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengembangkan usahanya 

secara bersama-sama. 

Untuk perkembangan jumlah kredit UMKM yang berasal dari bank di 

Kota Balikpapan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terus 

mengalami peningkatan, kredit tersebut digunakan untuk modal 

usaha dan investasi. Pada tahun 2012 kedit UMKM sebesar 

Rp5.680.288.000.000,-, tahun 2013 meningkat menjadi 

Rp6.845.261.000.000,-, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat 

menjadi Rp7.023.333.000.000,- dan tahun 2015 meningkat menjadi 

Rp8.333.935.000.000,- . 

Pertumbuhan  Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Balikpapan dari 

tahun 2010 – 2015 mengalami peningkatan sejumlah 126 unit usaha 

atau tiap tahunnya rata-rata 3,37 %. Sedangkan pertumbuhannya 

IKM tiap tahun dapat dilihat ada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.75. 

Perkembangan Industri Formal Kota Balikpapan 

URAIAN 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 UNIT USAHA 

INDUSTRI KECIL 601 611 614 614 712 715 

INDUSTRI MENENGAH 125 128 132 134 136 137 

Jumlah IKM 726 739 746 748 848 852 

Pertumbuhan IKM  1.79% 0.95% 0.27% 13.37% 0.47% 

INDUSTRI BESAR 110 120 122 125 125 126 

Total Industri 836 859 868 873 973 978 

Persentase IKM terhadap  
Total Industri (%) 

86.84 86.03 85.94 85.68 87.15 87.12 

Sumber: Disperindagkop, 2016 

 

2.3.2.12  Penanaman Modal 

Investasi di Kota Balikpapan di dominasi oleh PMDN/investasi swasta 

nasional, baik dari sisi nilai investasi maupun penyerapan tenaga 

kerja investasi tersebut dan posisi kedua diduduki oleh PMA. Untuk 

lebih jelasnya data  investasi PMA dan  PMDN/swasta nasional baik 

dari sisi nilai investasi, unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan luas 

lahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.76. 

Data Investasi Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

Tahun 

PMA PMDN/Swasta Nasional 

Investasi 
(juta) 

Unit 
Usaha 

Tenaga 
Kerja 

Investasi 
(juta) 

Unit 
Usaha 

Tenaga 
Kerja 

Luas 
Lahan 

2010 3,700,208        37   164 3,313,634  43   2,093  212.2350  

2011 2,057,654        42       659  7,153,095  50    5,581  528.1633  

2012 1,490,887        30       602  3,047,142  69  11,610  1,329.6546  

2013 4,346,100,        28   1,038  22,038,011  138   12,998  1,909.1294  

2014 1,133,105          3         14  10,796,312  160    9,766  1,225.9996  

2015 4,441,046          -            -  31,805,440  125    8,771  1,422.0127  

 

 

Tahun 

Total 

Investasi 
(juta) 

Unit 
Usaha 

Tenaga 
Kerja 

Luas 
Lahan 

2010 7,013,842       80 2,257 212.2350  

2011 9,210,749        92  6,240  528.1633  

2012 4,538,029        99  12,212  1,329.6546  

2013 26,384,111      166  14,036  1,909.1294  

2014 11,929,417      163  9,780  1,225.9996  

2015 36,246,487     125  8,771  1,422.0127  

Sumber : BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2016 

 

Jika dilihat dari pertumbuhan dan sharenya tehadap keseluruhan 

investasi di Kota Balikpapan, share terbesar diduduki oleh 

PMDN/swasta nasional dan selanjutnya investasi PMA. Sementara 

dilihat dari pertumbuhan investasi, investasi yang dilakukan oleh 

PMDN/swasta nasional dan PMA relatif berfluktuatif (turun naik).  

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan 

kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang 

akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan 



98 

 

penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi 

kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu 

pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Upaya pencapaian 

sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan 

penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga 

masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, 

dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah 

dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat 

adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya 

pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah 

lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu upaya pengembangan 

infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus 

dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan 

hidup yang baik. 

Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul 

distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana 

jalan karena berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa. 

Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, 

laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan 

masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh 

wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota dan antar 

kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk 

melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan 

dengan Kota dan Kabupaten lain. 

Minat investor asing (PMA) di Kota Balikpapan relatif masih rendah 

dari tahun 2010 – 2015 hanya sejumlah 140 unit usaha atau rata-

rata 23 unit usaha/per tahun. Hal ini berbeda dengan rencana 

investasi yang dilakukan PMDN/Swasta Nasional dari tahun 2010 – 

2015 berjumlah 585 unit usaha atau 98 unit usaha/per tahun. 

Upaya-upaya untuk meningkatkan investasi oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan antara lain dengan melakukan kegiatan promosi investasi 

baik di dalam negeri maupun keluar negeri dan kegiatan temu usaha 

dengan para pengusaha asing/nasional serta mempermudah 

perizinan. 

Dalam rangka mempermudah perizinan, upaya yang telah dilakukan 

Pemerintah Kota Balikpapan salah satunya melakukan pelayanan 

perizinan yang terintegrasi secara online. Sistem ini mampu untuk 

mengetahui berkas perizinan sampai dimana dan apa masalahnya, 

sehingga konsumen tidak harus berulang-ulang datang ke Kantor 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPMPPT) untuk mengetahui kapan perizinannya selesai. Saat ini 

terdapat 35 perizinan dan pada tahun 2015 pelayanan perizinan yang 

sudah terintegrasi secara online sebanyak 2 perizinan, dan pada 

tahun 2016 akan meningkat menjadi 4 perizinan. 
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Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi 

berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.77. 

Kelompok Kegiatan Investasi berdasarkan Jenis Usaha 

KELOMPOK KEGIATAN JENIS USAHA 

Prasarana Wilayah 
Perumahan, Sarana Olah Raga, Mess Karyawan, Taman, 

Jembatan, Coastal Road 

Pariwisata Hotel, Apartemen,Villa, Taman Rekrasi, Museum 

Perdagangan 
Pasar Induk, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier 

Barang (spare part alat berat) 

Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, Apotik 

Industri 

Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, 

Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan 

Industri Karinangau (KIK) 

Pertanian 
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan 

Terpadu 

Telekomunikasi Tower, Roof Top 

Sumber Energi Pembangkit Listrik 

Sumber : BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

2.3.2.13      Kepemudaan dan Olah Raga 

Rasio Gelanggang/Balai Remaja di Kota Balikpapan bisa dikatakan 

tetap untuk tahun 2010, 2011 dan 2012, yaitu antara 0,00470 – 

0,00490 atau 4,7-4,9 per 1.000 penduduk. Tahun 2013 mengalami 

penurunan, hanya 2,99 per 1.000 penduduk. Namun  pada tahun 

2014 dan 2015 mengalami kenaikan menjadi 30 per 1.000 penduduk 

dan 20 orang per 1.000 penduduk. 

Rasio Lapangan Olah Raga di Kota Balikpapan berkisar antara 0,20 - 

0,23 atau 20 lapangan olah raga per 1.000 penduduk dan pada 

tahun 2014 naik menjadi 23 lapangan olah raga per 1.000 penduduk 

kemudian meningkat lagi menjadi 27 lapangan per 1.000 penduduk. 

Untuk jelasnya lihat tabel berikut: 

Tabel 2.78. 

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota 

Balikpapan 

Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Gelanggang / Balai Remaja (selain 
milik swasta) (Per 1000 penduduk)  

Rasio 0,0047 0,0047 0,00299 0,03 0,02 

Lapangan olahraga  
(Per 1000 penduduk)  

Rasio 0,210 0,210 0,010 0,23 0,27 

Sumber: LPPD 

 

2.3.2.14  Statistik 

Capaian kinerja Urusan Statistik di Kota Balikpapan tahun 2010 – 

2015, sudah sangat baik, karena buku Kota Balikpapan dalam Angka 

sudah tersedia (ada) setiap tahun secara rutin. Demikian pula 

dengan buku PDRB Kota Balikpapan tersedia untuk setiap tahunnya, 

lihat tabel 2.55. Yang diperlukan adalah melakukan kerja sama 
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dengan BPS setempat untuk melengkapi data yang diperlukan oleh 

pemerintah Kota Balikpapan untuk mengukur kinerja program dan 

kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

Tabel 2.79. 

Capaian kinerja Urusan Statistik Kota Balikpapan 2010 - 2015 

Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Buku ”Kota dalam Angka” Buku Ada Ada Ada Ada Ada 

Buku ”PDRB Kota” Buku Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber: LPPD 

 

2.3.2.15  Persandian 

Di pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana termuat 

dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah 

mengenai persandian. Pembagian urusan pemerintahan untuk 

bidang persandian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama 

yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. 

Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan 

melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan 

menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, 

keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. 

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan 

persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut 

meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi 

pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi 

persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. Komunikasi Persandian dalam membantu 

meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan, berjalan sesuai dengan perkembangan 

kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam era teknologi informasi modern 

dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi 

pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis 

(komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, 

tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). 

Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi 

persandian, akan mampu menghasilkan data yang autentik, utuh, 

dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.  

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan 

pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa 

interupsi, intersepsi, modifkasi, serta fabrikasi data dan informasi. 

Pengaturan persandian di pemerintah daerah di antaranya mengatur 

masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, 
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koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifkasi, standar 

pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifkasi Sumber 

Daya Manusia sandi. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk 

menjaga kerahasiaan (confdentiality), keutuhan (integrity), keaslian 

(authentication), dan tidak ada pengingkaran (non repudiation) 

informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan 

informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang 

terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan 

pemerintahan. 

 

 

2.3.2.16  Kebudayaan 

Capaian kinerja urusan kebudayaaan di Kota Balikpapan tahun 2010 

– 2015 dapat dilihat pada tabel 2.80. Dari tabel tersebut bahwa 

penyelenggaraan festival seni dan budaya selalu tidak sama ataupun 

semakin meningkat pelaksanaannya. Penyelenggaraan festival seni 

dan budaya pada tahun 2010 mencapai 11 kali atau hampir setiap 

bulan sekali. Namun pada tahun selanjutnya hanya 4 kali, naik 

menjadi 5 kali pada tahun 2012, namun turun lagi menjadi 3 kali 

dan terakhir pada tahun 2014 sebanyak 7 kali. Dikaitkan dengan 

potensi pariwisata, seyogyanya sebagai daya tarik wisata, 

penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan secara berkala, 

minimal 3 kali setahun di Kota Balikpapan dan 3 kali diluar Kota 

Balikpapan (misalnya: Bali, Yogyakarta dan Jakarta). 

Untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga tidak sama 

jumlahnya setiap tahun. Paling sedikit 3 buah pada tahun 2011 dan 

2012, pada tahun 2010 dan 2014 mencapai 5 buah. Dan paling 

banyak 6 buah pada tahun 2015.  

 

Sedangkan benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang 

dilestarikan memperlihatkan kinerja yang menggembirakan, yakni 

97,30% pada tahun 2010 dan 100,00% pada tahun 2012, 2013, 2014 

dan 2015.  

Tabel 2.80. 

Capaian  Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Balikpapan 

2010 -2015 

Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Penyelenggaraan festival seni 

dan budaya 
kali 4 5 3 7 9 

Sarana penyelenggaraan seni 

dan budaya 
buah 3 3 4 5 6 

Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya yang dilestarikan 
% 17,86 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: LPPD 

 

 

 

 



102 

 

2.3.2.17  Perpustakaan 

Capaian kinerja Urusan Perpustakaan Kota Balikpapan tahun 2010 – 

2015 dapat dilihat pada tabel 2.81. Dari tabel tersebut, diketahui 

bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memiliki 1 unit perpustakaan 

milik daerah, dengan pengunjung yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Jika pada tahun 2010 jumlah pengunjungnya hanya 

6.378 orang, maka untuk tahun-tahun berikutnya jumlah 

pengunjungnya selalu meningkat secara signifikan. Jumlah 

pengunjung tahun 2011 meningkat menjadi 18.665 pengunjung (naik 

< 300%), tahun 2012 meningkat menjadi 56.775 pengunjung (naik > 

300% dibandingkan dengan tahun 2011) dan pada tahun 2013 

meningkat lagi menjadi 73.120 pengunjung. 

 

Tabel 2.81. 

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Balikpapan 2010 - 2015 

Indikator Kinerja Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Perpustakaan 
Pemerintah Daerah 

Unit 1 1 1 1 1 1 

Jumlah pengunjung 
perpustakaan per 
tahun  

Orang 6.378 18.665 56.775 73.120 90.221 131.312 

Koleksi buku yang 
tersedia di 
perpustakaan daerah 

% 22,41 23,00 23,00 32,74 33,06 29 

Sumber: LPPD Tahun 2015 

 

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut seiring dengan 

bertambahnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. 

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa prosentase koleksi buku 

di perpustakaan daerah Kota Balikpapan terus meningkat. Jika pada 

tahun 2010 hanya 22,41%, maka pada tahun 2011 meningkat 

menjadi 23,00%. Pada tahun 2013 dan 2014 naik menjadi 32,74% 

dan 33,06% namun pada tahun 2015 menurun  menjadi 29%. 

Dari sisi total jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan baik yang 

dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat, dari 

tahun ke tahun cenderung meningkat, sebagaimana disajikan pada 

Tabel berikut ini: 

Tabel 2.82. 

Jumlah Perpustakaan di Kota Balikpapan 

Perpustakaan 2012 2013 2014 2015 

Formal 124 140 240 330 

Informal 10 17 30 28 

Sumber: LAKIP Pemerintah Kota BalikpapanTahun 2015 

 

2.3.2.18     Kearsipan 

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kota Balikpapan tahun 2010 – 

2015 dapat dilihat pada tabel 2.59. Dari tabel tersebut untuk 

Pengelolaan arsip secara baku kinerja sangat baik, karena capaian 
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kinerjanya dari tahun 2012 – 2015 sudah mencapai 100%. Artinya 

pengelolaan arsip sudah mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan arsip 

secara benar, baku atau standar. 

Demikian pula dengan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan dari 

tahun ke tahun terus meningkat. Jika pada tahun 2010 hanya ada 2 

kegiatan, maka pada tahun 2011 dan 2012 sudah naik menjadi 4 

kegiatan, tahun 2013 naik menjadi 9 kegiatan dan tahun 2014 naik 

lagi menjadi 11 kegiatan namun pada tahun 2015 turun menjadi 

hanya 1 kegiatan.  

 

Tabel 2.83. 

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Balikpapan tahun 2010 – 

2014 

Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Pengelolaan arsip 

secara baku 
% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Peningkatan SDM 

pengelola kearsipan 
Kegiatan 4 4 9 11 1 

Sumber: LPPD 

 

2.3.3.  Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan 

tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah. Dari tabel 

tersebut, capaian kinerja produksi perikanan tahun 2010 – 2015 

cukup baik, melebihi dari target yang telah ditentukan. Namun 

capaian kinerja produksi perikanan tahun 2014 dan 2015 menurun 

dan tidak memenuhi target, hanya 72,80% pada tahun 2014 dan 

tahun 2015 kembali menurun menjadi 59,46%. Sedangkan capaian 

kinerja konsumsi ikan sudah cukup baik rata-rata > 30,00%, bahkan 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 104 % dari target sebesar 

29,487 kg dengan realisasi sebesar 30,659 kg. 

Tabel 2.84. 

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan  

Kota Balikpapan 2010 – 2015 

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produksi perikanan (%) 104,11 102,10 168,04 72,54 72,80 59,46 

Konsumsi ikan (%) 40,41 36,45 34,36 31,02 28,52 104 

Cakupan Bina Kelompok 
Nelayan 

6 7 7 7 9 9 

Produksi Perikanan 
Kelompok Nelayan (ton) 

7.124,9 
 

8.906,1 
 

11.132,6 
 

9.208,2 
 

7.278,1 
 

6.188,3 
 

Sumber: LPPD 

 

2.3.3.2 Pariwisata 

Adanya penambahan jumlah objek wisata yang semula hanya 13 

kemudian menjadi 23 juga diikuti dengan meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 
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Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung 

ke Balikpapan dari Tahun 2010-2015. 

Tabel 2.85. 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara  

Di Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Total 

2010 18.968 330.550 349.518 

2011 17.780 363.482 381.262 

2012 66.294 615.501 681.795 

2013 27.423 616.252 643.675 

2014 29.580 675.490 705.070 

2015 26.774 680.421 707.195 

Sumber : Disporabudpar, 2015 

 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 

2015 secara kalkulatif jumlah wisatawan naik lebih dari 100 persen. 

Hal ini menjadi lonjakan yang terbilang cukup tinggi seiring 

bertambahnya jumlah wisata buatan di Kota Balikpapan yang semula  

pada tahun 2011 hanya terdiri dari 13 objek wisata kemudian naik 

menjadi 23 objek wisata. Adapun 10 objek wisata buatan yang ada 

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tugu jepang dan Makam 

Jepang–Lamaru, Mangrove Teritip, Waterpark Ringroad, Tugu 

Australia, Museum Kodam VI Mulawarman, Jembatan Ulin 

Kariangau, Kampung Atas Air marga Sari, Ruko Bandar, Palm Hill 

Galery, dan Kebun Raya Balikpapan.  

Tren kunjungan wisatawan secara kalkulatif yang naik sejak tahun 

2010 hingga tahun 2015 apabila melihat perbandingannya memang 

masih didominasi oleh kunjungan wisatawan nusantara (domestik). 

Perkembangan meningkatnya industri pariwisata di Balipapan juga 

tidak lepas dari faktor banyaknya kunjungan wisatawan ke 

Balikpapan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan 

Mancanegara yang terespon atas meningkatnya jumlah wisata pada 

tahun 2015. Selain itu, menurut survey Indonesian Most Livable City 

Index tahun 2015 Kota Balikpapan dinobatkan sebagai kota paling 

nyaman dan layak huni di Indonesia. Hal ini menjadikan Kota 

Balikpapan sering dikunjungi wisatawan Nusantara dan wisatawan 

Mancanegara. Sejak tahun 2010-2015 kunjungan wisatawan 

Nusantara menunjukkan tren positif, sehingga tidak salah apabila 

Kota Balikpapan memperoleh tiga kategori penghargaan dalam 

Invitation to the for 3rd ASEAN Environmentally Suistainable Cities 

(ESC), Award and the 2nd ASEAN Certificates of Recognition with the 

Following Details, yang berlangsung di Loa Plaza Hotel, Laos, Kamis 

(30/10/2014). Ketiga kategori yang disabet Balikpapan yakni clean 

land, clean water, dan clean air. Dengan penghargaan tersebut Kota 

Balikpapan menjadi salah satu prioritas tujuan destinasi yang 

menarik untuk dikunjungi bagi para wisatawan wilayah Kalimantan 

dan sekitarnya. 
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Adapun capaian kinerja Urusan Pariwisata Kota Balikpapan tahun 

2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.86. 

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Balikpapan 2010 – 2015 

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kunjungan wisata (orang) 349.518 381.262 681.795 643.675 705.070 707.195 

Kontribusi sektor Pariwisata 

terhadap PDRB (%) 
2,40 8,97 3,57 8,70 7,66 6,56 

Sumber: LPPD 

 

2.3.3.3 Pertanian 

Capaian kinerja Urusan Pertanian Kota Balikpapan, relatif kurang 

menggambarkan kinerja yang mendukung kinerja perekonomian Kota 

Balikpapan. Hal ini karena potensinya tidak begitu besar. Adapun 

capaian kinerja urusan pertanian Kota Balikpapan tahun 2010 – 

2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.87. 

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Balikpapan 2010 – 2015 

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produktivitas padi atau 
bahan pangan utama lokal 

lainnya per hektar (%) 
2,86 4,32 14,38 9,60 21,29 22,70 

Kontribusi sektor 
pertanian/perkebunan 

terhadap PDRB (%) 
1,11 3,95 1,64 2,94 2,76 1,00 

Kontribusi sektor pertanian 
(palawija) terhadap PDRB 

(Juta rupiah) 
117.554,37 118.740,97 123.097,06 126.922,50 130.063,16 117.554,37 

Kontribusi sektor 
perkebunan (tanaman keras) 
terhadap PDRB (Juta rupiah) 

31.075,42 31.971,82 32.192,74 32.777,98 33.607,85 31.075,42 

Kontribusi produksi 
kelompok petani terhadap 

PDRB (Juta rupiah) 
 

6.394,04 6.592,55 6.822,54 7.017,99 7.208,24 6.394,04 

Cakupan bina kelompok 
petani 

 
132 132 158 162 157 156 

Sumber: LPPD 

 

Dari tabel diatas tersebut diatas capaian kinerja urusan pertanian 

sangat berfluktuatif, sesuai potensi dan luas lahan pertanian yang 

ada di Kota Balikpapan. Demikian pula sumbangannya terhadap 

pembentukan PDRB Kota Balikpapan. 
 

2.3.3.4 Kehutanan 

Capaian kinerja urusan kehutanan Kota Balikpapan 2010-2015 

dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan kinerja 

Rehabilitasi hutan dan lahan kriritis di Kota Balikpapan sangat 

fluktuatif. Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan sangat tergantung 

dari luas lahan dan ketersediaan anggaran. Kerusakan kawasan 

hutan di Kota Balikpapan relatif kecil, karena rusaknya kawasan 

hutan pada umumnya akibat kebakaran hutan dan longsor. 
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Tabel 2.88. 

Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Balikpapan 2010 – 2015 

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rehabilitasi hutan dan 

lahan kritis (%) 
17,98 0,03 0,93 28,79 0,29 0,82 

Kerusakan Kawasan 

Hutan (%) 
4,79 0,00 0,19 5,00 0,00 0,57 

Kontribusi Sektor 
Kehutanan Terhadap 
PDRB (Juta Rupiah) 

1.274,23 1.340,68 1.420,33 1.486,27 1.548,08 1.486,30 

Sumber: LPPD 

 

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral 

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

sangat kecil sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut. 

Kontribusi sektor pertambangan terhadap pembentukan PDRB Kota 

Balikpapan sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan Kota Balikpapan 

tidak mengeksploitasi potensi tambang yang dimilikinya. Keberadaan 

industri pengolahan minyak (kilang minyak) di Kota Balikpapan, 

murni sebagai industri pengolahan dengan bahan baku dari luar 

Kota Balikpapan. Demikian pula dengan industri pengolahan 

batubara, bahan bakunya dari daerah Kabupaten lain yang ada di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Tabel 2.89. 

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 

Indikator 

Kinerja 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kontribusi 

sektor 

pertambangan 

terhadap PDRB 

(%) 

0,06 0,13 0,07 0,12 0,12 0,05 

Sumber: LPPD 

 

2.3.3.6 Perdagangan 

Kota mempunyai posisi yang sangat stategis salah satunya sebagai 

pintu gerbang Kalimantan Timur. Posisi ini menjadi Kota Balikpapan 

berkembang sangat dinamis, pusat-pusat perdagangan tumbuh 

mengikuti perkembangan kota. Pemerintah Kota Balikpapan 

berusaha menyediakan sarana dan prasaana kota dengan sebaik-

baiknya agar bagi warganya dan turis maupun investor yang 

berkunjung merasa betah dan nyaman tinggal di Kota Balikpapan.    

Lokasi sarana perdagangan di Kota Balikpapan tersebar di 6 (enam) 

kecamatan baik berupa pusat perbelanjaan maupun pasar rakyat. 

Nama dan lokasi sarana perdagangan di Kota Balikpapan pada tahun 

2015 dapat dilihat dari tabel berikut ini.  

 



107 

 

 

Tabel 2.90. 

Nama dan Lokasi Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 

2015 

Kecamatan 
Sarana Perdagangan 

Pusat Perbelanjaan Pasar Rakyat 

1. Balikpapan Selatan Balikpapan Super Blok Pasar Sepinggan 

Lotte Mart 

Mall Fantasi Balikpapan Baru 

Giant 

Balikpapan Trans Market & Carrefour 

2. Balikpapan Kota Balcony City Pasar Klandasan I 

Balikpapan Trade Center Pasar Klandasan II 

Plaza Balikpapan Pasar Damai (BP) 

 Yova Supermarket  

3. Balikpapan Timur 

 

 Pasar Gunung Tembak 

Pasar Manggar  

4. Balikpapan Utara 

  

Plaza Muara Rapak Pasar Buton Km 4,5 

Pasar Purnamasari 

5. Balikpapan Tengah Plaza Gajah Mada Pasar Karang Jati 

6. Balikpapan Barat Plaza Kebun Sayur 

  

  

  

 

Pasar Pandansari 

Pasar Penampungan ”A” 

Pasar Kebun Sayur 

Pasar Kp Baru Tengah 

Pasar Loak Besi 

(Penampungan ”B”) 

Sumber: Disperindagkop Kota Balikpapan 

 

Di Kota Balikpapan terdapat 9 kelompok pedagang pasar yang 

tersebar di 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pasar. Dari tahun 

2010 – 2015 telah dilakukan pembinaan rutin dua kali dalam 

setahun, terutama kepada para pengurus kelompok pedagang pasar. 

Jumlah pedagang yang tergabung dalam kelompok pedagang pasar 

sebanyak 3.623 orang. Substansi materi pembinaan diarahkan pada 

ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lokasi berjualan. Disamping 

itu disampaikan pula tentang kewajiban untuk taat membayar 

retribusi pelayanan pasar. 
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Tabel 2.91. 

Pasar Aktif Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2010 – 2015 

NO URAIAN 
TAHUN 

PKL 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pasar Sepinggan 696 696 696 696 684 684 120 

2 Pasar Damai I (BP) 294 294 294 294 294 294 66 

3 Pasar Klandasan I 578 578 578 578 578 578 
64 

4 Pasar Klandasan II 881 881 578 578 578 578 

5 Pasar Inpres Kebun Sayur 343 343 343 343 343 223 
70 

6 Pasar Penampungan 'A' 298 298 298 298 298 265 

7 Pasar Loak Besi 48 48 48 48 48 48 - 

8 Pasar Kampung Baru Tengah 356 356 356 356 356 356 25 

9 Pasar Pandan Sari 981 981 981 981 981 597 40 

 
Jumlah 4475 4475 4172 4172 4160 3623 275 

Sumber : Dinas Pasar  

 

Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 61/M-

DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Perdagangan pada Bab III Klasifikasi dan Kriteria Bagian 

Kesatu Pasar Rakyat salah satu kriteria pasar rakyat tipe A 

menyebutkan jumlah pedagang minimal 750 orang. Jika dilihat dari 

kriteria tersebut di Kota Balikpapan pada tahun 2015 tidak terdapat 

pasar rakyat yang bertipe A.  

Dalam rangka melindungi konsumen dari jumlah ukuran, takaran 

dan timbangan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Disperindagkop 

melalukan tera ulang terhadap Ukuran Takaran Timbangan dan 

Perlengkapannya (UTTP)  dalam setiap tahunnya kepada para 

pedagang.   Pada tahun 2012 dilakukan tera ulang sebanyak 2.446 

UTTP, tahun 2013 sebanyak 2.264 UTTP, tahun 2014 sebanyak 

1.142 UTTP dan tahun 2015 sebanyak 4.898 UTTP.  

Pasar rakyat merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat, 

dimana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli beraktivitas 

sehingga perlu dijaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan 

kenyamanan lingkungannya. Dalam setiap tahunnya Pemerintah 

Kota selalu mengalokasikan kegiatan dan dana untuk menjaga  

kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan agar tetap layak 

untuk dikunjungi. Pasar rakyat merupakan salah satu poin penilaian 

Tim Adipura yang telah menyumbang dalam perolehan piala Adipura 

di Kota Balikpapan. Nilai pasar terhadap penilaian Adipura dari 

tahun 2012 70,63, tahun 2013=70, tahun 2014=69,9, tahun 

2015=70,63.  

Perkembangan perdagangan luar negeri Kota Balikpapan yang 

ditunjukkan dengan perkembangan ekspor baik migas maupun non 

migas Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir nilainya 

berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2010. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor 

eksternal, seperti kurs dan harga minyak dunia, juga disebabkan 

oleh faktor internal seperti melemahnya daya saing, lemahnya 
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pemanfaatan informasi pasar, kurang produktifnya promosi dagang, 

lemahnya modal, serta ketergantungan dengan bahan baku dan 

penolong impor. Capaian Kinerja perdagangan luar negeri 

ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut: 
 

Tabel 2.92. 

Capaian Kinerja Perdagangan Kota Balikpapan (US dollar /juta)  

Tahun 2010-2015 

No Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Nilai Eksport Non Migas 1,971.86 2,517.89 2,175.48 1,820.60 1,716.96 1,405,72 

2 Nilai Eksport Migas 1,129.16 713.73 256.64 405.65 103.59 107.61 

3 Jumlah Eksport 3,101,02 3,231,62 2,432,12 2,226,25 1,820,55 1.513.34 

4 Nilai Import 4.29 2.87 9.10 2.81 11.14 5.49 

5 Eksport Bersih Perdagangan 3,096.73 3,228.75 2,423.02 2,223.44 1,809.40 1,507.66 

Sumber: Disperindagkop Kota Balikpapan, 2015 

 

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Kota Balikpapan seperti yang terlihat pada tabel diatas, nilai ekspor 

non migas Kota Balikpapan pada periode tahun 2010 - 2015 

kecenderungan menurun. Pada  tahun 2010 nilai ekspor mencapai 

US$ 1.971,86 juta. Peningkatan ekspor yang terjadi pada tahun 2011 

sebesar  US $ 2.517,89 juta, pada tahun 2012 nilai ekspor Kota 

Balikpapan turun dengan nilai US$ 2.17,48 juta, kemudian pada 

tahun 2013 kembali turun dengan nilai sebesar US $ 1.820,60 juta, 

selanjutnya pada tahun 2014 sebesar US$ 1.716,96 juta dan pada 

tahun 2015 naik menjadi US $ 1,405,72 juta. 

Berdasarkan komoditi ekspor non migas melalui pelabuhan Kota 

Balikpapan pada tahun 2015 antara lain : batu bara, CPO, playwood, 

envacol dan engine. Sedangkan impor di Kota Balikpapan dilakukan 

oleh para importir antara lain : CV. Arya Utama, PT. Barat Jaya 

Sentosa Perkas, PT. BUana Persada Permai, PT. Borneo Karya 

Anugrah, PT. Cahaya Nusantara Cipta, CV. Mandala Bhakti, PT. 

Rhodes, PT. Sarana Novita Pratama, PT. Sido Mukti dan PT. Tata 

Niagamas. 

Selanjutnya untuk mengetahui pembentukan besaran kontribusi 

sektor perdagangan terhadap PDRB menerut harga berlaku di Kota 

Balikpapan dari tahun 2010 – 2015, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.93. 

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 

Menurut Harga Berlaku Kota Balikpapan (Rp.juta) Tahun 2010-2015 

Sektor PDRB 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total PDRB 57,611,960.58 57,175,458.48 58,695,646.16 64,292,573.06 71,613,951.75 74,066,264.21 

Perdagangan Besar 
dan Eceran 

4,302,848.96 5,071,179.42 5,449,859.65 5,823,638.52 6,141,387.23 6,501,416.52 

Kontribusi Sektor 
Perdagangan 

terhadap PDRB (%) 
7.47 8.87 9.28 9.06 8.58 8.78 
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Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2010 – 

2015  mengalami peningkatan rata-rata 0,26 % pertahun, hal ini 

dipengaruhi oleh perekonomian dunia yang cenderung mengalami 

perlambatan. 

 

2.3.3.7 Perindustrian 

Perkembangan industri di Kota Balikpapan ditunjukkan oleh 

perkembangan industri kecil, menengah, dan industri besar. Dari sisi 

kuantitas perkembangan ketiga industri tersebut mengalami 

kenaikan, sementara jika dilihat dari share industri, industri kecil 

memberikan share terbesar dari keseluruhan jumlah unit usaha 

industri di Kota Balikpapan. Dan apabila dlihat dari jumlah tenaga 

kerja dan investasi industri besar yang paling banyak andilnya. 

 

Tabel 2.94. 

Kontribusi Lapangan Usaha Perindustrian terhadap PDRB Kota 

Balikpapan  

Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013 2014 2015* 

1 
Industri Batubara dan Pengilangan 

Migas 
90,68 89, 24 89,09 89,45 88,72 

2 Industri Makanan dan Minuman 2,71 3,19 3,20 3,22 3,50 

3 Industri Pengolahan Tembakau - - - - - 

4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan 

Gabus dan Barang Anyaman dari 

Bambu, Rotan dan Sejenisnya 

0,72 0,83 0,81 0,76 0,78 

7 

Industri Kertas dan Barang dari Kertas; 

Percetakan dan Reproduksi Media 

Rekaman 

3,42 3,94 4,06 3,76 4,00 

8 
Industri Kimia, Farmasi dan Obat 

Tradisional 
0,30 0,36 0,36 0,34 0,35 

9 
Industri Karet, Barang dari Karet dan 

Plastik 
0,19 0,23 0,22 0,20 0,21 

10 Industri Barang Galian bukan Logam 0,32 0,35 0,35 0,36 0,37 

11 Industri Logam Dasar - - - - - 

 

12 

Industri Barang Logam; Komputer, 

Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan 

Listrik 

0,44 0,50 0,51 0,53 0,59 

13 Industri Mesin dan Perlengkapan 0,16 0,18 0,18 0,18 0,20 

14 Industri Alat Angkutan 0,43 0,47 0,48 0,48 0,49 

15 Industri Furnitur 0,37 0,42 0,42 0,43 0,48 

16 

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa 

Reparasi dan Pemasangan Mesin dan 

Peralatan 

0,18 0,21 0,21 0,20 0,21 
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Lapangan Usaha/Industry 2011 2012 2013 2014 2015* 

Industri Pengolahan/Manufacturing 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sumber : BPS Kota Balikpapan Tahun 2015 

 

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan 

pada tahun 2015 adalah sebesar 0,40 persen, terjadi penurunan 

yang signifikan dikarenakan gejolak harga minyak dunia.  Sedangkan 

sub kategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah 

Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan 

Peralatan Listrik yaitu sebesar 7,25 persen, kemudian diikuti oleh 

Industri Alat Angkutan yaitu sebesar 5,70 persen.  

Dari 16 sub lapangan usaha dalam kategori Industri Pengolahan, 13 

lapangan usaha di antaranya mengalami perlambatan pertumbuhan 

yaitu Industri Pengilangan Migas menurun sebesar 4,00 persen, 

Industri Makanan dan Minuman menurun sebesar 3,86 persen, 

Industri tekstil dan pakaian jadi menurun sebesar 1,09 persen, 

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas menurun sebesar 4,04 

persen, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang 

Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya menurun sebesar 1,75 

persen, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional menurun 

sebesar  0,27 persen, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 

menurun sebesar 1,1 persen, Industri Barang Galian Bukan Logam 

sebesar 5,33 persen, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang 

Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik sebesar 2,21 persen, Industri 

Alat Angkutan sebesar 0,14 persen, Industri Furnitur  sebesar 3,16 

persen. Sedangkan Industri Kertas dan Barang dari Kertas, 

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Mesin dan 

Perlengkapan YTDL, dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi 

dan pemasangan mesin dan peralatan lainnya mengalami 

peningkatan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,50 persen, 1,14 

persen, dan 2,82 persen. 

Perkembangan industri di Kota Balikpapan ditunjukkan oleh 

perkembangan industri kecil, menengah, dan industri besar. Hal ini 

tergambar dari ketiga kawasan/sentra industri yang akan 

dikembangkan di Kota Balikpapan yaitu Kawasan Industri Kariangau 

(KIK), Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) dan Sentra Industri Kecil 

Teritip (SIKT). Perkembangan kawasan dan sentra industri di Kota 

Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.95. 

Perkembangan Industri Eksisting  

di KIK, SIKS dan SIKT Kota Balikpapan Tahun 2012-2015 

NO. KAWASAN/SENTRA 
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 

1 Kawasan Industri Kariangau         

 
a. Izin Industri 32 32 32 52 

 
b. Industri Eksisting  8 8 10 10 

2 Sentra Industri Kecil Somber         

 
a. Site Plan (rmh produksi) 224 224 224 224 

 
b. Industri Eksisting  60 75 75 80 

3 Sentra Industri Kecil Teritip         

 
a. Site Plan (rmh produksi) 0 0 0 130 

 
b. Industri Eksisting  0 0 0 0 

Sumber: Diseperindagkop, Tahun 2016 

 

Di Kawasan Industri Kariangau (KIK) sampai dengan tahun 2015 telah 

beroperasi sebanyak 10 unit usaha, permasalahan dalam percepatan 

perkembangan industri di KIK diantaranya belum terbentuknya 

Perusahaan Kawasan Industri, peningkatan infrastruktur dan 

permasalahan lahan. 

Perkembangan pembangunan rumah produksi di Sentra Industri Kecil 

Somber (SIKS) dari tahun 2012-2015 meningkat sebanyak 20 unit, 

yang semula berjumlah 60 unit pada tahun 2102 menjadi 80 unit 

tahun 2015.   

Sentra Industri Kecil Teritip sampai tahun 2015 sudah dibebaskan 

lahan seluas + 6 Ha dan diperkirakan akan menampung 130 unit 

usaha hasil pertanian dan kelautan. 

 

2.3.3.8 Transmigrasi. 

Kewenangan di  bidang transmigrasi di Kota Balikpapan tidak 

diimplementasikan dalam program dan kegiatan, karena Kota 

Balikpapan bukan merupakan daerah tujuan transmigrasi. 

 

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu 

parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat 

daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya 

pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran 

tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian 

daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel 

sumber daya kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah 

dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota. Kelembagaan 

atau birokrasi juga turut memegang peranan penting dalam tingkat 

daya saing daerah. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam 

pelaksanaan kegiatan ekonomi berdampak pada berbagai kebijakan 

birokrasi dan peraturan yang dibuat.  
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 fokus 

daya saing dikelompokan ke dalam empat fokus:  kemampuan 

ekonomi daerah, fasilitas daerah yang sering pada intinya adalah 

berupa, iklim investasi, dan sumberdaya manusia yang tersedia. 

Daya saing suatu daerah juga dapat diukur dari kemudahan 

memulai bisnis di daerah tersebut. Berdasarkan data website 

www.doingbusiness.org  untuk tahun 2014 Kota Balikpapan 

menempati peringkat ke 7 dari 20 Kota di Indonesia dalam 

kemudahan memulai usaha yang diukur dari jumlah prosedur, biaya 

per kapita dan pembayaran per kapita (lihat tabel berikut). 

Tabel 2.96. 

Peringkat Kota Kemudahan Memulai Bisnis di Indonesia (2014) 

Kabupaten/Kota Peringkat 
Jumlah 

Prosedur 

Waktu 

(Hari) 

Biaya 

 (% Pendapatan 

Per Kapita) 

Paid-in min. 

capital  

(% of income 

per capita) 

Balikpapan 7 8 28 26.3 46.6 

Banda Aceh 5 9 29 19.3 46.6 

Bandung 12 9 30 24.3 46.6 

Batam 15 9 39 22.6 46.6 

Denpasar 9 8 31 22.9 46.6 

Gorontalo 6 9 27 22.2 46.6 

Jakarta 8 8 45 17.9 46.6 

Jambi 18 10 44 20.2 46.6 

Makassar 17 10 35 22.0 46.6 

Manado 20 11 34 30.8 46.6 

Mataram 10 9 31 22.4 46.6 

Medan 19 11 39 21.2 46.6 

Palangka Raya 2 8 27 22.0 46.6 

Palembang 11 10 34 19.0 46.6 

Pekanbaru 16 10 29 26.5 46.6 

Pontianak 13 10 42 17.8 46.6 

Semarang 4 9 28 19.7 46.6 

Surabaya 14 9 32 23.5 46.6 

Surakarta 3 8 29 20.5 46.6 

Yogyakarta 1 8 29 18.5 46.6 

Sumber : http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-

business/indonesia 

 

Untuk mengetahui kemudahan memulai bisnis di Kota Balikpapan 

dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Asia Timur dan 

Pasifik serta Negara-negara OECD dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.97. 

Perbandingan kemudahan memulai bisnis Kota Balikpapan dengan  

Negara-negara Asia Timur dan Pacific dan OECD 
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Indikator Balikpapan East Asia & Pacific OECD 

Procedures (number)  8.0 7.3 4.8 

Time (days)  28.0 34.4 9.2 

Cost (% of income per capita)  26.3 27.7 3.4 

Paid-in min. capital  

(% of income per capita)  
46.6 256.4 8.8 

Sumber: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-

business/indonesia 

 

Prosedur, waktu yang diperlukan dan besarnya biaya yang perlu 

dikeluarkan untuk memulai bisnis di Indonesia dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 2.98. 

Prosedur, Waktu yang Diperlukan dan Biaya yang Harus Dikeluarkan 

Untuk Memulai Bisnis di Indonesia 

No Procedure 
Time to 

Complete 
Associated Costs 

1. 

Arrange for a notary; obtain the standard form 

of the company deed; obtain clearance for the 

company name electronically from the Ministry 

of Law and Human Rights  

4 days 
IDR 200,000 (name clearance 

and reservation)  

2. 
Notarize company documents before a notary 

public  
1 day IDR 4,520,000 (notary fee)  

3. 

Pay the State Treasury for the non-tax state 

revenue (PNBP) fees for legal services at a 

bank  

1 day No cost 

4. 

Apply to the Ministry of Law and Human 

Rights for approval of the deed of 

establishment  

14 days 

IDR 1,580,000 (IDR 1,000,000 

for validation of company as 

legal entity + IDR 30,000 for 

publication in the State Gazette, 

BNRI + IDR 550,000 for 

publication in the Supplement to 

the State Gazette, TBNRI)  

5. 

Obtain a taxpayer registration number 

(NPWP) and a Value Added Tax (VAT) 

collector number (NPPKP) from the local Tax 

Office  

3 days No cost 

6. 

Apply for the Nuissance Permit (HO), the 

permanent business trading license (Surat Izin 

Usaha Perdagangan, SIUP) and the 

registration certificate (Tanda Daftar 

Perusahaan, TDP) at the Investment and 

Licensing Agency (BPMP2T)  

5 days IDR 750,000 (for HO) 

* 7 
Register with the Ministry of Manpower at the 

local Manpower Office  
1 day No cost 

* 8 
Apply for the Workers Social Security Program 

(Jamsostek Program)  
2 days No cost 

 * Takes place simultaneously with another procedure. 

 

Dari tabel di atas untuk memulai bisnis di Indonesia memerlukan 

prosedur yang cukup panjang dan  waktu yang lama serta biaya yang 

cukup mahal. Sebagian prosedur yang harus dilalui harus diurus di 

lembaga pemerintah di Jakarta, khususnya Kementerian Hukum dan 

HAM. Sedangkan perizinan di daerah melalui BPMP2T (Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) antara satu 
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daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Izin Gangguan rata-rata 

memerlukan waktu 5 hari dengan biaya Rp. 750.000,-. Dari tabel 

diatas juga dapat diketahui pula bahwa informasi pengurusan 

perizinan di daerah belum semuanya terbuka, hal ini terlihat dari 

kurangnya informasi yang untuk masing-masing izin yang bias 

diakses langsung oleh publik. Belajar dari Republik Rakyat Tiongkok, 

India dan Thailand, bila Kota Balikpapan ingin berhasil menggaet 

investor perlu melakukan inovasi baru dalam perizinan. 
 

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

Penelaahan daya saing daerah dari aspek kemampuan ekonomi 

daerah berupaya melihat kapasitas ekonomi daerah untuk 

menambah daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah 

berada di Kota Balikpapan dan akan masuk, yang pada gilirannya 

diharapkan dapat menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya 

saing daerah. Fokus telaahan kemampuan ekonomi daerah dapat 

dilihat dari beberapa indikator, antara lain pengeluaran konsumsi 

rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan 

perkapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar produksi daerah 

(untuk daerah rural atau kabupaten biasanya diukur dengan nilai 

tukar petani). 

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi non pangan 

perkapita per kapita 

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga 

yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah 

tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin 

atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran 

konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan 

menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata 

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung 

berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan 

makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis 

makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. 

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (mencakup perumahan, 

sandang, biaya kesehatan, sekolah dan lainnya), dibuat untuk 

mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. 

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita merupakan persentase 

konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran 

rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. 

Tabel 2.99. 

Perkembangan Pengeluaran  Perkapita Rumah Tangga Kota 

Balikpapan 

Tahun 2010-2015 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Pengeluaran Rata-

rata per Kapita 

Sebulan kelompok 

449.644 667.415 731.017 740.255 902.035 863.838 
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non makanan 

2. 

Pengeluaran Rata-

rata per Kapita 

Sebulan Kelompok 

Makanan 

579.289 456.369 550.409 589.405 586.750 637.826 

3. 
Rata-rata 

Pengeluaran Sebulan 
1.028.933 1.123.784 1.281.426 1.329.660 1.488.785 1.501.664 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2015 

 

Dari data yang dapat dikumpulkan seperti dalam tabel terlihat bahwa 

rata-rata pengeluaran sebulan per kapita dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan sekitar 12.1%. Namun secara ril harus 

dikaitkan dengan angka inflasi untuk mengukur kenaikan yang 

realistis. Jika diperkirakan laju inflasi sekitar 10% (angka thn 2013: 

8,56 %) maka rata-rata kenaikan pengeluaran sebulan per kapita 

masih lebih tinggi dan ini memberi gambaran positif untuk daya 

saing Kota Balikpapan. 

 

- Produktivitas Total Daerah 

Penelaahan produktivitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa 

produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. 

Dalam hal ini produktivitas total daerah merupakan produktivitas 

daerah (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dibagi dengan 

jumlah angkatan kerja. PDRB dihitung berdasarkan 17 sektor 

perekonomian makro. Hasil perhitungan produktivitas daerah dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2.100. 

Hasil Perhitungan Produktivitas Total Daerah, berdasarkan PDRB 

ADHK 

 Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah) 

 LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 PERTANIAN 592.904,92 621.503,13 633.690,96 649.416,75 669.264,04 688.239,94 

2 
PERTAMBANGAN  DAN 
PENGGALIAN 

28.913,36 30.769,98 32.749,02 33.216,15 34.016,66 34.597,95 

3  INDUSTRI PENGOLAHAN  35.077.901,57 35.648.932,75 37.275.723,52 37.817.456,39 39.481.688,48 39.641.512,19 

4 PENGADAAN LISTRIK, GAS  27.746,45 31.984,32 36.672,38 37.891,74 44.154,80 57.073,59 

5 
 PENGADAAN 
AIR,PENGELOLAAN 
SAMPAH  

48.839,20 43.916,30 46.405,60 48.418,54 49.307,72 50.169,87 

6  KONSTRUKSI  7.124.493,20 7.678.752,06 8.058.297,69 8.412.338,94 8.736.216,24 8.650.531,82 

7 
 PERDAGANGAN, HOTEL 
DAN RESTORAN  

4.302.848,96 4.818.096,77 5.092.318,12 5.371.224,96 5.561.148,39 5.759398,12 

8 
 TRANSPORTASI DAN 
PERGUDANGAN   

3.761.533,53 4.132.100,62 4.454.856,53 4.773.492,27 5.099.319,47 5.317.441,63 

9 
PENYEDIAAN AKOMODASI 
DAN MAKAN  MINUM  

715.053,51 747.950,52 828.352,88 862.366,14 903.450,04 940.912,94 

10 
 INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI  

1.430.913,55 1.614.946,57 1.828.738,68 2.052.759,17 2.248.770,83 2.335.662,49 

11  JASA KEUANGAN  1.691.481,86 1.781.042,75 1.989.633,14 2.293.508,42 2.339.918,90 2.398.037,77 

12  REAL ESTATE  904.671,95 946.671,99 1.004.007,53 1.080.910,24 1.145.935,44 1.196.466,16 

13  JASA PERUSAHAAN  147.576,36 173.635,77 182.136,72 189.968,03 203.018,28 200.441,55 

14 

ADMINSTRASI 
PEMERINTAHAN, 
PERTAHANAN DAN 
JAMINAN SOSIAL WAJIB  

792.717,45 859.893,20 887.056,45 912.303,33 963.022,29 980.787,91 
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 LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15  JASA PENDIDIKAN  390.542,50 474.590,51 580.867,67 694.538,40 798.850,41 874.756,29 

16 
JASA KESEHATAN DAN 
KEGIATAN SOSIAL  

240.317,15 280.238,70 290.066,10 291.179,47 302.562,71 327.518,38 

17  JASA LAINNYA  333.505,06 375.194,92 393.570,52 386.501,83 403.573,36 427.275,83 

 
PRODUK DOMESTIK 
REGIONAL BRUTO (A) 

57.611.960,58 57.175.458,48 58.695.646,16 64.286.265,40 71.615.824,50 74.066.264,21 

 
Jumlah Angkatan Kerja (B) 

(orang) 
259.391 286.361 278.820  281.485  295.186 282.671 

 
Produktivitas total daerah 
(A/B) 

222,10 199,66 210,51 228,38 242,61 262,02 

Sumber: BPS Tahun 2015 

 

- Pertanian Daerah 

Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian 

melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk 

meningkatkan nilai tambah dan perluasan produksi dengan 

memanfaatkan  potensi geografis wilayah dan sumber daya manusia  

yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor pertanian. Dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan 

Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan 

Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan 

sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan potensi pertanian seluas 

195 ha. Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura 

terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan 

Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591 

ha. Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian 

Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip 

Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha. Kawasan peruntukan 

peternakan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan 

Timur dengan luas 100 ha.  

Pada tahun 2015 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,00 persen. Lapangan 

usaha perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap Kategori 

Usaha Pertanian yaitu tercatat sebesar 38,93 persen dari seluruh 

nilai tambah pertanian. Pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha  ini 

mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2014, dengan 

pertumbuhan yang semakin menurun.  

Pada tahun 2015, pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha ini 

berada pada Sub Lapangan usaha Peternakan dengan besar 

pertumbuhan 4,19 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sub Lapangan 

Usaha Tanaman Hortikultura sebesar 3,39 persen. 

 

Tabel 2.101. 

Peranan Lapangan Usaha  Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 

Jasa Pertanian terhadap PDRB, 2011-2015 
 

Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014* 2015** 

1 
Pertanian, Peternakan, 
Perburuan dan Jasa Pertanian 

61,32 60,45 59,76 57,71 60,87 
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a. Tanaman Pangan 2,21 2,23 2,26 2,34 2,32 

 
b. Tanaman Hortikultura 33,89 33,09 32,28 31,75 33,83 

 
c. Tanaman Perkebunan 5,23 5,19 5,19 5,33 5,01 

 
d. Peternakan 18,93 18,89 18,97 17,22 18,63 

 
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 
 

1,05 1,06 1,05 1,07 1,09 

2 
Kehutanan dan Penebangan 
Kayu 

0,21 0,21 0,21 0,22 0,20 

3 Perikanan 38,47 39,34 40,03 42,07 38,93 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

Sumber: BPS Tahun 2015 

 

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah 

fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur 

merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam 

meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah 

pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya 

kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu 

wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk 

melangsungkan kegiatan.   

 

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota 

Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi 

sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional, Simpul Transportasi 

Udara Nasional, Kawasan Andalan, dan Kawasan Pengembangan 

Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan 

jaringan jalan bebas hambatan dari Balikpapan – Samarinda. Pada 

lingkup regional dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, Kota Balikpapan berfungsi 

sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan 

Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul 

primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. 

Seiring pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan Kota 

Balikpapan, pergerakan penumpang, barang dan pesawat di Bandara 

Sepinggan pada tahun 2014 meningkat drastis jika dibandingkan 

pada tahun 2010 sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.102. 

Perkembangan Pergerakan Penumpang dan Pesawat di Bandara 

Sepinggan 

 Tahun 2010 - 2014 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Pesawat (Mov)      

- Domestik 54 525 30 062 34 426 - 66 896 
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- Internasional 1 544 926 1 052 - 1 674 

2. Penumpang (Pax)      

- Domestik 4 785 807 2 499 524 2 933 918 - 7 628 594 

- Internasional 68 639 48 613 51 636 - 102 884 

3. Bagasi (Kg)      

- Domestik 41 437 357 22 613 375 25 249 817 56 449 981 55 501 720 

- Internasional 762 439 527 758 512 798 1 099 785 1 083 123 

4. Cargo (Kg)      

- Domestik 33 365 705 13 686 691 14 704 989 50 113 433 54 528 725 

- Internasional 4 650 332 1 144 605 909 792 3 785 969 3 685 202 

5. P O S      

- Domestik 530 449 550 075 94 602 181 420 - 

- Internasional 0 0 0 0 - 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2015 

 

Jalan merupakan prasarana yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam hal distribusi ekonomi dan mendukung aktivitas 

kegiatan serta berperan menghubungkan seluruh wilayah dari yang 

berskala lokal, regional maupun Nasional. Secara spasial, jalan 

merupakan kebutuhan dan sangat menentukan dalam pembentuk 

struktur ruang kota yang diakibatkan oleh tersebarnya pola tata 

ruang (spasial separation), dengan kata lain selalu dibutuhkan dalam 

proses perpindahan atau perjalanan. Jalan di Kota Balikpapan 

sepanjang 614,501 km yang terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi 

dan Jalan Kota telah menghubungkan antar simpul-simpul 

transportasi yaitu Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kampung Baru, 

Pelabuhan Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, 

Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kariangau, Pelabuhan Peti Kemas 

Kariangau dan Terminal Bus Batu Ampar. Selain itu, jalan-jalan 

tersebut juga telah menghubungkan antar pusat kegiatan lingkungan 

di Kota Balikpapan. Panjang jalan tersebut melayani jumlah 

kendaraan sebanyak 534.858 kendaraan baik kendaraan umum 

maupun kendaraan pribadi atau dengan pelayanan 1.065 kendaraan 

per kilometer panjang jalan. 

 

 

2.4.2.2 Ketataan Terhadap Rencana Tata Ruang 

Berdasarkan hasil analisis foto udara Kota Balikpapan wilayah Kota 

Balikpapan Tahun 2014, data penggunaan lahan didominasi oleh 

penggunaan lahan hutan rimba, perkebunan, dan semak belukar. 

Penggunaan lahan hutan rimba di Kota Balikpapan seluas 21.499,03 

Ha atau sekitar 42,31% dari luas daratan Kota Balikpapan. Kawasan 

hutan rimba tersebar di seluruh Kota Balikpapan terutama di 

kecamatan Balikpapan Barat. Sedangkan penggunaan lahan berupa 

berupa perkebunan/kebun seluas 10.493,36 Ha atau sekitar 20,64% 

dari luas daratan Kota Balikpapan tersebar paling luas di Kecamatan 

Balikpapan Utara. Untuk wilayah terbangun berupa permukiman 
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dan tempat kegiatan di Kota Balikpapan adalah seluas 1.161,06 Ha 

atau sekitar 2,28% dari luas daratan Kota Balikpapan. Untuk lebih 

jelasnya luasan tutupan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini.  

Tabel 2.103. 

LuasTutupan Lahan Kota Balikpapan Tahun 2014 

No. Penggunaan Lahan 
Luas 

(Ha) 
No. Penggunaan Lahan 

Luas 

(Ha) 

1 Hutan Rimba 21.499,03 62 Kantor Bank 3,30 

2 Perkebunan / Kebun 10.493,36 63 Pusat Perkantoran Bisnis 2,77 

3 Semak Belukar / Alang Alang 4.949,88 64 Air Penggaraman 2,39 

4 Tanah Kosong / Gundul 3.925,68 65 Industri Bahan Pangan 2,29 

5 Tegalan / Ladang 2.372,70 66 Poliklinik/Polindes/Posyandu 2,28 

6 Permukiman 1.161,06 67 Pendidikan Warga Internasional 2,17 

7 Hutan Bakau 943,21 68 Pemakaman Kristiani 1,91 

8 Badan Jalan Lain 798,29 69 Fasilitas Kesehatan Lainnya 1,90 

9 Rumah Komplek/Properti Rela Estate 737,68 70 Pendidikan Tinggi 1,60 

10 Air Tawar Sungai 551,92 71 Pusat Pelelangan Bahan Pokok 1,37 

11 Padang Rumput 538,51 72 Kolam Renang / Olah Raga Air 1,30 

12 Air Tambak 439,92 73 Lembaga Pemasyarakatan 1,30 

13 Air Danau / Situ 345,34 74 Dermaga Laut 1,25 

14 Sawah 232,31 75 Median Badan Jalan Lokal 1,18 

15 Hutan Rawa 198,36 76 Pariwisata/Seni/Budaya/Olahraga 1,09 

16 Pertambangan  Lainnya 147,63 77 Pos Keamanan 1,05 

17 Air Rawa 126,54 78 
Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu 
0,83 

18 Industri Manufaktur Lain 124,52 79 
Stasiun Bumi Satelit 

Telekomunikasi 
0,78 

19 Hutan Rakyat 111,92 80 Pemakaman Islam 0,73 

20 Badan Jalan Arteri 111,33 81 Kantor Pegadaian 0,66 

21 Olah Raga Golf 99,80 82 Arena Kolam Renang/Olah Raga 0,60 

22 Tempat Parkir Kendaraan Bermotor 97,95 83 Pelabuhan Samudera 0,60 

23 Pasir / Bukit Pasir Darat 90,24 84 
Rumah Panti Asuhan Anak 

YatimPiatu 
0,57 

24 Rumah Toko/Kantor 58,90 85 Kantor Wali Kota 0,55 

25 Air Empang 57,21 86 Taman Botani/Kebun Raya 0,53 

26 Industri Manufaktur Lainnya 56,59 87 Kantor Lurah 0,52 

27 Pasir / Bukit Pasir Laut 45,15 88 Median Badan Jalan Kolektor 0,45 

28 Badan Jalan Lokal 44,94 89 Rumah Sakit Bersalin 0,43 

29 Rumah Hunian Lainnya 43,11 90 Industri Otomotif 0,41 

30 Badan Jalan Kolektor 39,72 91 Pendidikan Polisi 0,40 

31 Air Laut 36,65 92 Pusat Pergudangan/Terminal 0,40 

32 Stadion Atletik dan Olah Raga 23,36 93 Kantor Keuangan Lainnya 0,39 

33 Peternakan /Penangkaran 20,02 94 Menara Pemancar Radio 0,39 

34 Masjid 19,57 95 
Stasiun Pompa Bahan Bakar 

Umum 
0,36 

35 Pemakaman Umum 18,59 96 Pariwisata/Rekreasi Pantai 0,35 

36 Pendidikan Menengah Pertama 17,65 97 (blank) 0,33 

37 Pusat Perdagangan dan Niaga 15,70 98 Rumah Sakit Umum 0,33 

38 Pendidikan Dasar 15,66 99 Pelabuhan Udara Non Reguler 0,32 

39 Pelabuhan Udara Internasional 15,17 100 Perpustakaan 0,32 
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No. Penggunaan Lahan 
Luas 

(Ha) 
No. Penggunaan Lahan 

Luas 

(Ha) 

40 Industri Bahan Dasar Bangunan 11,90 101 Vihara 0,31 

41 Instalasi TNI (AD/AL/AU) 11,39 102 
Pariwisata / Seni / Budaya / Olah 

Raga Lainnya 
0,30 

42 Hotel/Motel/Hostel/Losmen 11,35 103 Kantor Camat 0,29 

43 Bangunan Pemerintahan 11,22 104 Pendidikan Luar Sekolah 0,27 

44 Stadion Atletik dan Olahraga 10,02 105 Bangunan Pemerintahan Negeri 0,20 

45 Median Badan Jalan Arteri 9,12 106 Kawasan Krematorium 0,16 

46 Pusat Bisnis Lainnya 8,91 107 Kantor Menteri/Kementerian 0,15 

47 Hanggar Pesawat Udara 7,51 108 Pura 0,15 

48 Pendidikan Agama Islam 6,90 109 Tugu/Monumen/Gapura 0,13 

49 Air Waduk 6,53 110 Kelenteng 0,11 

50 Pusat Perdagangan Tradisional 6,03 111 
Laboratorium 

Pendidikan/Penelitian 
0,11 

51 Teater Seni/Konser/Pameran 5,56 112 Sawah Tadah Hujan 0,10 

52 Pendidikan Menengah Umum 5,40 113 Pangkalan Transportasi TNI 0,10 

53 Rumah Sakit Lainnya 5,39 114 Pendidikan Agama Kristen 0,09 

54 Taman Botani 5,36 115 Tempat Parkir Pesawat Udara 0,07 

55 Pemakaman Lainnya 4,61 116 Museum 0,06 

56 Median Badan Jalan Lain 4,26 117 Vegetasi Non Budidaya Lainnya 0,05 

57 Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi 4,04 118 Rumah Panti Jompo/Manula 0,04 

58 Pendidikan Taman Kanak-kanak 4,01 119 Kantor Desa 0,04 

59 Gereja 3,52 120 Air Kanal 0,04 

60 Restauran/Tempat Makan 3,50 121 Industri Pakan Ternak 0,01 

61 Kantor Polisi 3,35    

 Grand Total 50.818,23 

Sumber: Review RTRW Kota Balikpapan, Tahun 2016 

 

Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, 

kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Balikpapan adalah 

mencapai 86%, sedangkan ketidaksesuaian mencapai 6% dan belum 

sesuai 8%. Ketidaksesuaian pemanfaatan merupakan penyimpangan 

terhadap pola ruang yang telah direncanakan, sedangkan belum 

sesuai merupakan pola ruang yang belum dilaksanakan atau 

diwujudkan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. 

 

Gambar 2. 30. 

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Balikpapan 

 

86%

8%

6%

Sesuai

belum sesuai

 Tidak Sesuai



122 

 

 

2.4.2.3 Ketersediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari 

beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, 

PT.Pertamina dan kawasan perumahan tertentu, hidran umum yang 

dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, 

sumur dangkal dan air hujan. Sumber air baku saat ini sangat 

tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga 

kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain 

untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan 

PT.Pertamina. 

Jumlah kebutuhan air wilayah pelayanan PDAM Kota Balikpapan 

tahun 2016 adalah 1.181 lt/dt dengan kapasitas produksi PDAM 

sebesar 1.220 lt/dt sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan air 

pelanggan. Namun pada saat ini, kapasitas PDAM sudah mengalami 

defisit sekitar 72 lt/dt jika tidak dilakukan penambahan kapasitas 

produksi. Jika dibandingkan dengan kapasitas produksi saat ini, 

maka untuk memenuhi kebutuhan air sampai dengan tahun 2035, 

PDAM Kota Balikpapan membutuhkan tambahan kapasitas sistem 

sebesar 1.490 lt/dt. Untuk jangka menengah, untuk memenuhi 

kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan 

Waduk Wain harus dipercepat. Jika kedua waduk tersebut terbangun 

maka akan menghasilkan air baku dengan kapasitas 420 lt/dt. 

Berikut ini grafik yang menunjukkan kebutuhan air Kota Balikpapan. 

 

Gambar 2. 31. 

Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kota Balikpapan 

 

2.4.2.4 Ketersediaan Daya Listrik 

Energi listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang 

diperlukan bagi kebutuhan aktivitas baik hunian, jasa, perdagangan, 

industri, transportasi dan sebagainya. Listrik sebagai kebutuhan 

dasar kota ini di sediakan oleh PLN sebagai penyedia listrik resmi 

dari pemerintah. Listrik Kota Balikpapan merupakan interkoneksi 
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Sistem Mahakam yang melayani Kota Balikpapan, Kota Samarinda, 

Kota Bontang dan Tenggarong dengan daya mampu 425 MW dan 

daya puncak 419 MW. Untuk mengantisipasi kebutuhan listrik di 

masa yang akan datang maka diperlukan pembangunan pembangkit-

pembangkit listrik baru pada Sistem Mahakam akibat tumbuh dan 

berkembangnya wilayah-wilayah pemukiman dan tempat usaha baru 

di Kota Balikpapan beberapa tahun yang akan datang. 

 

2.4.2.5 Prasarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Persampahan) 

Pelayanan air bersih Kota Balikpapan terdiri dari pelayanan 

perpipaan yang disediakan oleh PDAM Kota Balikapapan dan non 

perpipaan yang disediakan oleh Swasta dan Masyarakat. Sumber air 

baku pelayanan air bersih PDAM terdiri dari air permukaan dan 

sumur dalam, sedangkan sebagian besar air bersih oleh swasta dan 

masyarakat adalah dari sumur dalam. Adapun persentase rumah 

tangga yang terlayani air bersih perpipaan dan non perpipaan adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.104.  

Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih  

Perpipaan dan Non Perpipaan 

No Kelurahan 

Persentase Masyarakat 
terlayani Sarana Air Minum 
untuk minum, mandi, dan 
cuci (perpipaan atau non 

perpipaan terlindungi yang 
layak) (%) 

Persentase 
Masyarakat 
terpenuhi 

kebutuhan air 
minum, mandi, 
cuci (minimal 

60liter/org/hari) 
(%) 

1 Baru Ulu 83% 78% 

2 Baru Tengah 96% 43% 

3 Margasari 77% 94% 

4 Baru Ilir 90% 83% 

5 Kariangau 65% 51% 

6 Margo Mulyo 84% 81% 

7 Damai 97% 94% 

8 Prapatan 98% 94% 

9 Telagasari 96% 98% 

10 Klandasan Ulu 93% 90% 

11 Klandasan Ilir 99% 100% 

12 Gunung Bahagia 100% 100% 

13 Sepinggan 51% 78% 

14 Sepinggan Baru 81% 76% 

15 Sepinggan Raya 86% 76% 

16 Sungai Nangka 79% 93% 

17 Damai Baru 88% 84% 

18 Damai Bahagia 97% 96% 

19 Gunung Sari Ulu 86% 87% 

20 Gunung Sari Ilir 100% 91% 

21 Mekarsari 96% 99% 

22 Karang Rejo 100% 97% 



124 

 

23 Sumber Rejo 97% 46% 

24 Karang Jati 97% 86% 

25 Manggar 71% 50% 

26 Manggar Baru 86% 95% 

27 Lamaru 100% 100% 

28 Teritip 85% 84% 

29 Gunung Samarinda 92% 99% 

30 Batu Ampar 95% 95% 

31 Muara Rapak 98% 95% 

32 Karang Joang 81% 69% 

33 Gunung Samarinda baru 96% 96% 

34 Graha Indah 94% 94% 

Total 89% 85% 

Sumber: Baseline 100-0-100 KOTAKU per Oktober 2016, Tahun 2016 

 

Layanan pengelolaan air limbah di Kota Balikpapan saat ini terdiri 

dari air limbah terpusat dengan jumlah sambungan rumah 1.308 SR 

yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya dengan sistem 

setempat baik yang individu mapun komunal. Prasarana air limbah 

komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan 

Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung 

Bahagia (4 unit), Kelurahan Klandasan Ilir (1 unit), Kelurahan Margo 

Mulyo (6 unit). Kelurahan Damai (2 unit), Kelurahan Sepinggan (5 

unit), Kelurahan Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), 

Kelurahan Damai Baru (1 unit), Kelurahan Gunung Samarinda (1 

unit). 

Adapun persentase rumah tangga yang telah memiliki akses jamban 

keluarga/jamban bersama dan yang telah sesuai dengan persyaratan 

teknis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.105. 

Persentase Kelayakan Sarana Air Limbah Domestik  

Kota Balikpapan Tahun 2016 

No Kelurahan 

Persentase Masyarakat 
memiliki akses jamban 

keluarga / jamban 
bersama (5 KK/jamban) 

(%) 

Persentase Jamban 
keluarga/jamban bersama 
sesuai persyaratan teknis 

(memiliki kloset leher 
angsa yang terhubung 

dengan septic-tank) (%) 

Saluran pembuangan air 
limbah rumah tangga 

terpisah dengan saluran 
drainase lingkungan (%) 

1 Baru Ulu 93% 66% 21% 

2 Baru Tengah 88% 73% 9% 

3 Margasari 78% 90% 63% 

4 Baru Ilir 99% 98% 0% 

5 Kariangau 88% 79% 0% 

6 Margo Mulyo 98% 95% 8% 

7 Damai 100% 93% 18% 

8 Prapatan 100% 100% 0% 

9 Telagasari 100% 98% 0% 

10 Klandasan Ulu 94% 86% 10% 

11 Klandasan Ilir 100% 88% 7% 



125 

 

12 Gunung Bahagia 100% 100% 0% 

13 Sepinggan 75% 97% 10% 

14 Sepinggan Baru 92% 96% 31% 

15 Sepinggan Raya 87% 94% 6% 

16 Sungai Nangka 89% 96% 6% 

17 Damai Baru 91% 100% 0% 

18 Damai Bahagia 88% 100% 13% 

19 Gunung Sari Ulu 100% 97% 13% 

20 Gunugn Sari Ilir 100% 97% 7% 

21 Mekarsari 97% 87% 17% 

22 Karang Rejo 100% 96% 0% 

23 Sumber Rejo 99% 99% 8% 

24 Karang Jati 95% 84% 5% 

25 Manggar 92% 87% 6% 

26 Manggar Baru 98% 86% 18% 

27 Lamaru 100% 100% 0% 

28 Teritip 97% 89% 13% 

29 Gunung Samarinda 100% 100% 0% 

30 Batu Ampar 100% 97% 14% 

31 Muara Rapak 99% 86% 13% 

32 Karang Joang 88% 88% 0% 

33 
Gunung Samarinda 

baru 
99% 90% 57% 

34 Graha Indah 100% 87% 46% 

Total  95% 92% 12% 

Sumber: Baseline 100-0-100 KOTAKU per Oktober 2016, Tahun 2016 

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang 

langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang 

melayani pamatusan Kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer 

drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air 

pematusan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua 

saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam 

yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase. 

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah 

yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 

m, wilayah Sungai Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, 

wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah 

Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang 

mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang 

drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 

9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m. Namun, kondisi 

drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen 

sehingga seringkali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan 

menyebabkan genangan jika hujan. 

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar 

dengan sistem sanitary landfill. Jumlah sampah terangkut ke TPA 

tiap hari mencapai 370 ton/hari dan pada tahun 2015 telah berhasil 

mengurangi produksi sampah sebesar 114,81 ton/hari melalui 

program 3R. Untuk pengembangan TPA saat ini sedang dilakukan 
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pembangunan zona IV yang akan mampu melayani 5 (lima) tahun 

kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui 

pengembangan dan memacu program 3R dengan pengembangan 

bank sampah, pembangunan rumah kompos, pembangunan Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan material recovery 

facility (MRF) serta mendorong pemilahan sampah dari sumber yang 

bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). 

 

 

2.4.2.6 Ketersediaan Fasilitas Bank/Non Bank dan Hotel  

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank 

dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi 

dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank 

perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

 

Tabel 2.106. 

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Balikpapan 

Tahun 2008-2014 

Tahun 
Bank Pemerintah/BPD Bank Swasta BPR 

JUMLAH 
KC KCP KK/KF KW KC KCP KK/KF KP KC 

2008 6 30 11 4 23 19 6 1 - 100 

2009 8 35 16 4 23 24 5 1 2 118 

2010 8 40 18 4 23 28 5 1 3 130 

2011 9 46 25 4 23 36 7 1 3 154 

2012 9 49 30 4 23 42 6 1 3 166 

2013 9 52 35 5 26 45 5 1 3 181 

2014 9 52 36 5 28 45 5 1 3 184 

2015 9 33 55  28 45 5 1 3  

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2015 

 

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam 

menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah serta 

sebagai salah satu komponen yang menyumbang pendapatan asli 

daerah Kota Balikpapan. Semakin berkembangnya investasi ekonomi 

daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. 

Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan 

ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. 

Berikut data jumlah hotel di Kota Balikpapan Tahun 2010-2014. 
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Tabel 2.107. 

Jumlah Hotel di Kota Balikpapan 2010-2014 

No Klasifikasi 
JUMLAH HOTEL  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. BINTANG 5 2 2 3 3 3 3 

2. BINTANG 4 2 2 5 7 7 8 

3. BINTANG 3 9 8 12 11 11 16 

4. BINTANG 2 3 4 3 4 4 4 

5. BINTANG 1 1 3 4 4 5 4 

6. MELATI 37 35 33 32 39 39 

Total 54 54 60 61 69 74 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2014 

 

Tabel 2.108. 

Tingkat Hunian Kota Balikpapan Tahun 2010-2014 

No Klasifikasi 
OCCUPANCY (%)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 BINTANG 5 59.9% 58.9% 70.2% 47.9% 43.8% 35.9% 

2 BINTANG 4 57.2% 61.5% 62.0% 47.0% 35.7% 20.2% 

3 BINTANG 3 58.3% 61.3% 60.8% 44.0% 31.5% 21.5% 

4 BINTANG 2 55.8% 57.6% 56.9% 58.9% 38.2% 37.8% 

5 BINTANG 1 29.0% 55.0% 63.1% 47.0% 38.4% 22.3% 

6 MELATI 26.7% 16.7% 42.2% 37.6% 34.7% 24.5% 

Rata-Rata 47.8% 51.8% 59.2% 47.1% 37.1% 23.8% 

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2015 

 

Persepsi masyarakat kota dapat dilihat untuk melihat kualitas 

infrastruktur kota. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia mengadakan 

survey terhadap 1.200 orang responden pada tahun 2014, dan 

diketahui bahwa Kota Balikpapan menempati urutan pertama 

sebagai kota yang layak huni. 

 



128 

 

 

Sumber: IAP, 2014 

 

Gambar 2.32. 

Peringkat Kota Layak Huni Tahun 2014 

 

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia merilis indeks layak huni 

sejumlah kota besar di Indonesia atau Indonesia Most Liveable City 

Index (MLCI) 2014 saat Kongres Dunia ke-24 Eastern Regional 

Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) 10-13 

Agustus 2014 di Hotel Borobudur Jakarta. IAP melakukan survei 

kepada warga di 17 kota di Indonesia mengenai persepsi mereka 

terhadap kenyamanan sebuah kota. Terdapat 30 kriteria yang 

digunakan untuk mengukur kualitas kenyamanan kota yang secara 

garis besar meliputi penataan ruang, kondisi ekonomi, transportasi, 

kebersihan lingkungan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, 

jaringan layanan prasarana perkotaan, keamanan, kehidupan sosial 

dan budaya. Hasil survei menunjukkan bahwa Kota Balikpapan 

dipersepsikan sebagai kota paling layak huni oleh warganya dengan 

nilai 71,12 dimana rata-rata Nasional sebesar 63,62. 

Kota Balikpapan merupakan kota yang paling besar di Provinsi 

Kalimantan Timur dengan industri pengolahan minyak dan gas serta 

jasa sebagai penggerak utama perekonomiannya. Kegiatan jasa 

berkembang karena lokasi kota yang strategis, menjadikan Bandara 

Sepinggan menjadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia Timur, 

terutama sebagai kota transit baik untuk melanjutkan penerbangan 

ke Indonesia bagian Timur atau ke wilayah lain di Provinsi 

Kalimantan Timur sendiri. Sementara itu, kegiatan perminyakan di 

Balikpapan sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda yang 

merupakan cikal bakal perkembangan kota. Semakin berkembangnya 

aktivitas pengeboran minyak membuat semakin banyak pekerja 

perminyakan yang datang dan selanjutnya mengundang profesi-
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profesi lain untuk datang dan menetap, seperti pedagang, pengusaha, 

dan lainnya. Selanjutnya Kota Balikpapan semakin berkembang 

dengan dibangunnya bandar udara internasional, pelabuhan dan 

hotel. 

Jika disandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, Balikpapan 

termasuk ke dalam kelompok small middleweights city (kota 

menengah dengan jumlah penduduk 150.000 – 2 juta jiwa). 

Kelompok kota yang lebih besar, mid-sized middleweights city (kota 

menengah dengan jumlah penduduk 2 – 5 juta jiwa) dihuni oleh Kota 

Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan. Melihat lagi hasil survey 

MLCI IAP, kota-kota dengan jumlah penduduk besar, Jakarta dan 

mid-sized middleweights city kecuali bandung dan Bekasi, memiliki 

nilai index live ablecity di bawah rata-rata nasional. Kota Jakarta 

berada pada urutan ke 9 dengan nilai 62, 14, Surabaya berada di 

urutan 10 dengan nilai 61,7, dan Medan berada di urutan terakhir 

(urutan 17) dengan nilai 58,55. 

 

 

Sumber : Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 2014 

 

Gambar 2.33. 

Livability Index Kota-kota di Indonesia Tahun 2014 

Hasil survey ini menunjukkan kecenderungan yang perlu mendapat 

perhatian lebih jauh, yakni semakin besar jumlah penduduk atau 

semakin berkembang kegiatan suatu kota, kenyamanannya semakin 

berkurang. Hasil ini juga merupakan potret cepat bagi pemerintah 

kota, baik kota yang dinobatkan memiliki tingkat kenyamanan 

rendah maupun tingkat kenyamanan tinggi. Tentu saja bagi kota 

dengan tingkat kenyamanan rendah harus berusaha memperbaiki 

kondisi lingkungan perkotaannya sementara kota yang sudah 

dinobatkan memiliki tingkat kenyamanan tinggi harus mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut. Begitu juga 

dengan Kota Balikpapan, melihat tren perkembangannya, baik dari 

sisi aktivitas ekonomi maupun pertumbuhan jumlah penduduknya 

yang terus meningkat, harus mulai dipikirkan langkah langkah 

antisipatif untuk mempertahankan lingkungan kota agar tetap 

nyaman untuk warganya. Masih pada tahun yang sama, 2014, 
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Balikpapan menyabet 3rd ASEAN Environmentally Sustainable Cities 

(ESC) Award 2014. Balikpapan sukses mengungguli 15 kota lain se-

Asia Tenggara. Beberapa kota tersebut adalah Bandar Seri Begawan 

(Brunei), Phnom Penh (Kamboja), Luang Prabang (Laos), Yangon 

(Myanmar), Melaka (Malaysia), San Carlos dan Davao City (Filipina), 

serta North West District (Singapura). ESC Award diberikan karena 

Balikpapan dianggap berhasil menata lingkungan kota secara 

berkelanjutan dan mengupayakan clean land, clean water, dan clean 

air. 

 

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 

Para investor yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada 

daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. 

Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. 

Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus 

dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan 

perizinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.   

Investor akan berminat berinvestasi pada suatu daerah jika didukung 

dengan regulasi yang baik. Regulasi tersebut diantaranya adalah 

adanya kemudahaan perizinan serta pengenaan pajak dan retribusi 

daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perizinan 

adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan 

investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu 

diperhatikan agar stabil.   
 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang mendukung iklim usaha, 

antara lain:  

1. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 
2. Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 

3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 
3. Perda Nomor  6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan; 
4. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame; 
5. Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi; 
6. Perda Nomor 11 tahun 2015 Tentang  Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; 
7. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. 
 

Di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2015 terdapat 11 macam 

pajak daerah yang terdiri dari  Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak 

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,  Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Sedangkan retribusi daerah terdapat 18 macam, yang terdiri dari: 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi 

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksanaan 
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Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong 

Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi 

dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin 

Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 

Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah 

satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan 

Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat 

yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi 

massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi 

tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun 

waktu dua tahun terakhir, terdapat aktifitas demonstrasi massa yang 

bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2015 

terjadi sebanyak 17 kali kegiatan demonstrasi, sedangkan pada tahun 

2016 sampai dengan bulan September sebanyak 9 kali. Terjaganya 

kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas 

Kodam VI Tanjung Pura dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan 

Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat 

investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. 

Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu 

lama proses perizinan di Kota Balikpapan permohonan izin diproses 

melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(BPMP2T), secara rinci dapat dilihat pada tabel berkut ini. 

 

Tabel 2.109.  

Lama Proses Perizinan di Kota Balikpapan  

NO. PERIZINAN LAMA PROSES 

1 Izin Gangguan 

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar terhitung dari 
tanggal penerimaan berkas hingga persetujuan 
Retribusi Izin Gangguan 

  

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung dari 
tanggal pembayaran Retribusi hingga Izin Terbit 

2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

4 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
Selambat-lambatnya 1 (satu)  hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

6 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

7 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

8 Izin Reklame Non Konstruksi Reklame Non Konstruksi : 

  
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung dari 
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NO. PERIZINAN LAMA PROSES 

tanggal diterimanya bukti pembayaran pajak Reklame 

  
Reklame Insidentil : 

  

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung dari 
tanggal diterimanya bukti pembayaran pajak Reklame 

9 Izin Lokasi 
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

10 Izin Prinsip 
Selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

11 Tanda Daftar Industri (TDI) 
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

12 Izin Usaha Industri (IUI) 
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

13 Izin Galian Kabel (IGK) 
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar 

14 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 
diterimanya berkas lengkap dan benar kemudian 
diarahkan ke DTKP 

Sumber: BPMP2T Kota Balikpapan, Tahun 2016 

 

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 

- Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Jumlah lulusan S1, S2 dan S3 di Kota Balikpapan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk 

Kota Balikpapan lulusan S1 sebanyak 47.789 jiwa, jumlah penduduk 

lulusan S2 sebanyak 2.320 jiwa dan lulusan S3 sebanyak 38 jiwa. 

Berdasarkan hasil analisis kinerja atas sumberdaya manusia 

dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan 

S1/S2/S3 disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.110. 

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Balikpapan 

Tahun 2011 - 2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah lulusan S1 - - 42.844 45.066 47.789 

2. Jumlah lulusan S2 - - 1.981 2.143 2.320 

3. Jumlah lulusan S3 - - 22 30 38 

4. Jumlah lulusan S1/S2/S3 - - 44.847 47.239 48.059 

5. Jumlah penduduk - - 672.140 704.371 735.850 

6. Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) - - 6.67 6.70 6.53 

Sumber : Disdukcapil Kota Balikpapan 2015 

 

- Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) 

Jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun di Kota Balikpapan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 

156.347 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 179.918 jiwa. Begitu 

juga dengan jumlah penduduk di atas 64 tahun dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 16.196 jiwa dan 

pada tahun 2015 sebanyak 20.549. Dengan demikian usia tidak 

produktif di kota Balikpapan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan 

hasil analisis, rasio ketergantungan dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.111. 

Rasio Ketergantungan Kota Balikpapan 

Tahun 2011-2015 
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah penduduk usia< 15 tahun 156.374 151.452 167.751 179.918 179.918 

2. Jumlah penduduk usia> 64 tahun 16.196 16.465 17.546 19.706 20.549 

3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2) 172.570 167.917 185.297 199.624 208.162 

4. Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 140.178 134.987 150.205 160.212 167.064 

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 1.23 1.24 1.23 1.25 1.25 

Sumber :Disdukcapil Kota Balikpapan 2015 
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BAB III 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA 

KERANGKA PENDANAAN 

 

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda 

dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis 

anggaran, keuangan Pemerintah Daerah tidak memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), 

meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara 

pendapatan dan belanja. Salah satu indikator untuk mengukur 

kinerja keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DSF). 

Derajat desentralisasi fiskal  digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketergantungan daerah/kemandirian Kota Balikpapan dengan 

menghitung rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan 

daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun 2011 terus 

mengalami peningkatan, dengan rata-rata selama periode 2011-2015 

sebesar Rp422.520 juta, begitu juga dengan total pendapatan yang 

diterima dengan rata-rata selama periode tahun 2011-2015 sebesar 

Rp.2.067.457 juta. Dari data pendapatan asli daerah dan total 

pendapatan daerah dapat diketahui derajat desentralisasi fiskal Kota 

Balikpapan.  

Adapun perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Balikpapan 

periode 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.  

 

Tabel 3.1 

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

(Juta Rupiah) 

 

Tahun 

Pendapatan Asli 
Daerah  

(juta rupiah) 

Total 
Pendapatan 
Daerah (juta 

rupiah) 

DSF (%) Kriteria 

2011 237.029 1.804.343 13,14% Kurang 

2012 352.034 2.206.403 15,96% Kurang 

2013 470.719 2.422.211 19,43% Kurang 

2014 752.583 2.498.541 30,12% Cukup 

2015 578.958 2.229.964 25,96% Sedang 

Rata-
rata 

422.520 2.067.457 19,36% Kurang 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  

 

Dari Tabel 3.1 diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota 

Balikpapan selama periode 2011-2015 sebesar 19,36%, masuk pada 

kategori “kurang”. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat 

lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah  daerah. Namun,  

walaupun rata-rata  termasuk  kategori  “kurang” namun angka DSF 
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setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2015 

mencapai angka 25,96% (masuk kategori cukup). Peningkatan 

capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan terus 

berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerahnya dengan terus 

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.  Selanjutnya 

untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu 

menganalisis aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja 

pelaksanaan APBD mencerminkan perkembangan pendapatan dan 

belanja daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan 

perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi 

kewajiban pemerintah daerah, dan kondisi ekuitas dana yang 

tersedia. 

 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 

3.1.1.1 Pendapatan Daerah 

Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan daerah terdiri atas:  

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

1) Hasil pajak daerah;   

2) Hasil retribusi daerah;   

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan   

4) Lain-lain PAD yang sah;  

b. Dana perimbangan, terdiri dari: 

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang terdiri dari: 

i. Bagi Hasil dari PBB sektor Perkebunan; 

ii. Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan; 

iii. Bagi Hasil dari PPH pasal 25 dan 29; 

iv. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan; 

v. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent); 

vi. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi; 

vii. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan;   

viii. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; 

ix. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; 

x. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. 

2) Dana Alokasi Umum; 

3) Dana Alokasi Khusus. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: 

1) Pendapatan Hibah; 

2) Dana  Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya; 

3) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian 

dan Otonomi Khusus; 

4) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah 

Lainnya. 

Dilihat dari struktur pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, 

kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan daerah 

bersumber dari dana perimbangan, dengan rata-rata selama periode 

2011-2015 sebesar 56,34%. Proporsi dana perimbangan paling tinggi 

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 63,83%, namun di tahun 
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berikutnya mengalami penurunan, dan sampai tahun 2015 menjadi 

51,36%. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut 

dikarenakan peningkatan penerimaan sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang cukup signifikan, terutama dari pajak daerah.  

Adapun Struktur pendapatan APBD Kota Balikpapan selama 5 tahun 

terlihat dalam Gambar 3.1 berikut ini.  

 

 
 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 

 

Gambar 3.1 

Struktur Pendapatan APBD Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 

 

Gambaran lengkap mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota 

Balikpapan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:
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Tabel 3.2. 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan 

Tahun 2011-2015 

 

No Uraian 
Realisasi APBD Rata-rata 

Pertumb

uhan 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 143.796.987.896,69 237.029.073.666,77 352.034.256.557,17 470.719.063.632,97 752.582.581.776,47 578.957.501.513,84 36,78 

 1.1. Pajak Daerah 88.442.340.406,00 170.370.071.078,00 261.380.972.015,37 340.998.751.947,69 575.567.514.291,74 385.432.289.529,31 42,45 

 1.2. Retribusi Daerah 29.083.290.115,00 27.322.311.854,00 43.791.684.142,77 57.381.026.799,94 68.312.178.262,58 48.132.803.944,63 14,95 

 1.3.Hasil Pengelolaan  Kekayaan 

Daerah Yang dipisahkan 
7.386.370.494,94 9.875.961.842,68 13.191.116.874,76 17.191.752.156,80 18.557.696.204,15 25.716.622.557,65 

28,82 

 1.4.Lain Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah 
18.884.986.880,75 29.460.728.892,09 33.670.483.524,27 55.147.532.728,54 90.145.193.018,00 119.675.785.482,25 

46,06 

2 DANA PERIMBANGAN 
 

1.151.703.793.532,00 1.339.024.155.296,00 1.281.536.428.792,00 1.321.528.732.432,00 1.145.301.044.119,00 7,63 

 2.1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak 
761.055.272.856,00 875.545.969.532,00 940.479.609.296,00 831.216.372.792,00 863.557.230.432,00 747,602,272,119.00 

0.26 

 2.2.Dana Alokasi Umum 76.988.322.000,00 268.229.224.000,00 385.085.246.000,00 427.133.126.000,00 449.982.262.000,00 388.230.396.000,00 58,90 

 2.3.Dana Alokasi Khusus 6.492.400.000,00 7.928.600.000,00 13.459.300.000,00 23.186.930.000,00 7.989.240.000,00 9.468.376.000,00 23,42 

3 LAIN LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH  
415.610.143.290,00 515.345.193.000,00 669.955.801.300,00 424.429.182.750,00 505.704.934.625,00 

19,90 

 3.1.Pendapatan Hibah - 3.000.000.000,00 - - 3.830.000.000,00 1.185.000.000,00 (33,81) 

 3.2.Dana  Bagi Hasil Pajak Dari 

Provinsi Dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

103.498.133.500,00 192.223.656.000,00 219.690.340.000,00 336.773.634.300,00 210.276.878.775,00 222.438.963.625,00 

24,31 

 3.3. Dana Penyesuaian Dan 

Otonomi Khusus 
51.096.229.200,00 88.147.637.290,00 63.214.153.000,00 93.623.367.000,00 107.991.389.000,00 146.023.971.000,00 

28,58 

 3.4.Bantuan Keuangan Dari 

Provinsi Dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

100.352.800.000,00 132.238.850.000,00 232.440.700.000,00 239.558.800.000,00 102.330.914.975,00 136.057.000.000,00 

17,26 

 TOTAL PENDAPATAN 1.243.280.145.452,69 1.804.343.010.488,77 2.206.403.604.853,17 2.422.211.293.724,97 2.498.540.496.958,47 2.229.963.480.257,84 13,92 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 
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Analisis perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara 

lain:  

1. Realisasi pendapatan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan 

sebesar 13,92% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya sebesar 10,75% yang dipengaruhi oleh adanya 

penurunan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. 

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010-2015 

mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup menggembirakan 

sebesar 36,78%. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan 

sebesar 23,07%, salah satu penyebab turunnya PAD adalah 

berkurangnya pendapatan dari pos pajak daerah sebesar 33,03%, 

retribusi daerah sebesar 29,54%. Peningkatan yang cukup 

signifikan terdapat pada Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 38,58%, 

dan lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 32,76%. 

3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,63%. Dilihat dari 

komponen pembentuk Dana Perimbangan, pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada Dana Alokasi Umum, dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 58,9%, selanjutnya Dana Alokasi Khusus 

sebesar 23,42%, kemudian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak sebesar 3,68%. Walaupun pertumbuhan Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak lebih rendah dari penerimaan 

lainnya, namun secara absolut lebih besar. Besarnya Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak menggambarkan meningkatnya 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan meningkatnya 

pendapatan dari ekplorasi/eksploitasi SDA yang dibagihasilkan 

kepada daerah.  

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata 

pertumbuhan sebesar 19,9%. Dilihat dari komponen pembentuk 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pertumbuhan tertinggi 

pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 28,58 %, 

kemudian Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya sebesar 24,31%, kemudian Bantuan Keuangan Dari 

Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 13,33%. 

Kemudian pertumbuhan terendah  terdapat pada Pendapatan 

Hibah sebesar  minus 33,8%, walaupun Pendapatan Hibah 

mengalami pertumbuhan terendah ini diakibatkan penerimaannya 

tidak rutin setiap tahunnya. 

 

Adapun Pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan 

daerah dari tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

3.3. berikut ini. 

 

Tabel 3.3. 

Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah  

Kota Balikpapan Tahun2011-2015 
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No Uraian 
Pertumbuhan 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 64,84  48,52  33,71  59,88  (23,07) 

  1.1. Pajak Daerah 92,63  53,42  30,46  68,79  (33,03) 

  1.2. Retribusi Daerah (6,05) 60,28  31,03  19,05  (29,54) 

  1.3.Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah 
Yang dipisahkan 

33,71  33,57  30,33  7,95  38,58  

  1.4.Lain Lain Pendapatan Asli Daerah 
Yang Sah 

56,00  14,29  63,79  63,46  32,76  

2 DANA PERIMBANGAN 36,37  16,26  (4,29) 3,12  (13,34) 

  2.1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

15,04  7,42  (11,62) 3,89  (13.43) 

  2.2.Dana Alokasi Umum 248,40  43,57  10,92  5,35  (13,72) 

  2.3.Dana Alokasi Khusus 22,12  69,76  72,27  (65,54) 18,51  

3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

63,02  24,00  30,00  (36,65) 19,15  

  3.1.Pendapatan Hibah -    (100,00) -    -    (69,06) 

  3.2.Dana  Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 
Dan Pemerintah Daerah Lainnya    

85,73  14,29  53,29  (37,56) 5,78  

                        

  3.3. Dana Penyesuaian Dan Otonomi 
Khusus 

72,51  (28,29) 48,11  15,35  35,22  

  3.4.Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 

31,77  75,77  3,06  (57,28) 32,96  

  PERTUMBUHAN PENDAPATAN 45,13  22,28  9,78  3,15  (10,75) 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 

Selanjutnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. berikut ini 

 

Tabel 3.4. 

Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah  

Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

 

No. Uraian 
Kontribusi Rata-

rata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.57  13.14  15.96  19.43  30.12  25.96  19.36  

 
1.1. Pajak Daerah 61.51  71.88  74.25  72.44  76.48  66.57  70.52  

 
1.2. Retribusi Daerah 20.23  11.53  12.44  12.19  9.08  8.31  12.30  

 

1.3.Hasil Pengelolaan  Kekayaan 
Daerah Yang dipisahkan 

5.14  4.17  3.75  3.65  2.47  4.44  3.94  

 

1.4.Lain Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 

13.13  12.43  9.56  11.72  11.98  20.67  13.25  

2 DANA PERIMBANGAN 67.93  63.83  60.69  52.91  52.89  51.36  58.27  

 

2.1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

90.12  76.02  70.24  64.86  65.35  65.28  71.98  
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No. Uraian 
Kontribusi Rata-

rata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2.2.Dana Alokasi Umum 9.12  23.29  28.76  33.33  34.05  33.90  27.07  

 
2.3.Dana Alokasi Khusus 0.77  0.69  1.01  1.81  0.60  0.83  0.95  

3 
LAIN LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

20.51  23.03  23.36  27.66  16.99  22.68  22.37  

 
3.1.Pendapatan Hibah -    0.72  -    -    0.90  0.23  0.31  

 

3.2.Dana  Bagi Hasil Pajak Dari 
Provinsi Dan Pemerintah  Daerah 
Lainnya 

40.60  46.25  42.63  50.27  49.54  43.99  45.55  

 

3.3. Dana Penyesuaian Dan 
Otonomi Khusus 

20.04  21.21  12.27  13.97  25.44  28.88  20.30  

 

3.4.Bantuan Keuangan Dari 
Provinsi Dan Pemerintah Daerah 
Lainnya 

39.36  31.82  45.10  35.76  24.11  26.90  33.84  

  KONTRIBUSI PENDAPATAN 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 

Analisis kontribusi pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara 

lain:  

1. Dari tahun 2010-2015 komponen Pembentuk Pendapatan Daerah 

yang memiliki rata-rata kontribusi terbesar masih didominasi oleh 

Dana Perimbangan, dengan rata-rata sebesar 58,27%, selanjutnya 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 22,37%, dan PAD 

sebesar 19,36 %. 

2. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan 

dari tahun 2010-2015 sebesar 19,36%, dengan kontribusi 

terbesar adalah dari pendapatan pajak daerah dengan rata-rata 

sebesar 70,52%, sedangkan rata-rata untuk kontribusi 

pendapatan dari retribusi daerah sebesar 12,30%, kemudian 

kontribusi pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 

3,94%, dan kontribusi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sebesar 13,25%.  

3. Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar dari dana 

pendapatan yang lainnya yaitu dengan rata-rata sebesar 58,274%. 

Kontribusi terbesar untuk dana perimbangan berasal dari 

pendapatan bagi hasil pajak dengan rata-rata sebesar 71,98%, 

sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan yang lainnya seperti 

kontribusi pendapatan dari Dana Alokasi Umum sebesar 27,07 % 

dan untuk kontribusi dari Dana Alokasi Khusus hanya sebesar 

0,95%. 

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata 

kontribusi sebesar 22,37%, pendapatan ini adalah yang terbesar 

kedua setelah kontribusi dari pendapatan dana perimbangan. 

Kontribusi terbesar untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah 

adalah dari kontribusi pendapatan bagi hasil pajak provinsi 

dengan rata-rata sebesar 45,55%. Sedangkan rata-rata kontribusi 

lainnya seperti dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 33,84%, pendapatan dari dana 
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penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 20,30%. Dan untuk 

rata-rata kontribusi dari pendapatan hibah hanya sebesar 0,31%.  

 

Selanjutnya perlu melakukan analisis struktur Pendapatan Asli 

Daerah guna melihat komposisi dari sumber-sumber pendapatan asli 

daerah di Kota Balikpapan, sehingga dari analisis ini dapat diketahui 

sumber mana yang berkontribusi besar pada PAD tersebut. Selain itu, 

analisis ini juga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang 

menunjukkan bagaimana sumber pendapatan tersebut di masa yang 

akan datang, tentunya dengan memperhatikan kondisi nyata di 

lapangan. Adapun struktur pendapatan asli daerah dapat dilihat pada 

Tabel 3.5. berikut ini. 

 

Tabel 3.5. 

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan 

Tahun 2010-2015 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

1 Pajak Daerah 170.370.071.078 261.380.972.015 340.998.751.948 575.567.514.292 385.432.289.529,31 
 

 Kontribusi 71,88% 74,25% 72,44% 76,33% 66,57% 70,52% 

 Pertumbuhan 92,63% 53,42% 30,46% 68,79% (33,03%) 42,45% 

2 Retribusi 
Daerah 

27.322.311.854 43.791.684.143 57.381.026.800 68.312.178.263 48.132.803.944,63 
 

 Kontribusi 11,53% 12,44% 12,19% 9,06% 8,31% 12,30% 

 Pertumbuhan -6,05% 60,28% 31,03% 19,05% (29,54%) 14,95% 

3 Hasil 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

9.875.961.843 13.191.116.875 17.191.752.157 18.567.696.204 25.716.622.557,65 
 

 Kontribusi 4,17% 3,75% 3,65% 2,46% 4,44% 3,94% 

 Pertumbuhan 33,71% 33,57% 30,33% 7,95% 35,58% 28,82% 

4 Lan-Lain 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Yang Sah 

29.460.728.892 33.670.483.524 55.147.532.729 91.651.161.758 119.675.785.482,25 
 

 Kontribusi 12,43% 9,56% 11,72% 11,98% 20,67% 13,25% 

 Pertumbuhan 56,00% 14,29% 63,79% 63,46% 32,76% 46,06% 

5 PAD 237.029.073.667 352.034.256.557 470.719.063.633 754.088.550.517 578.957.501.513,84
 

 Pertumbuhan 64,84% 48,52% 33,71% 59,88% (23,07%) 36,78% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dan BPKAD 

Berdasar pada Tabel 3.5 diatas, pada tahun 2015 komponen 

Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi terbesar dan 

pertumbuhan tertinggi berturut-turut adalah Pajak Daerah; Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Retribusi Daerah; dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

Pajak Daerah, rata-rata kontribusi selama tahun 2010-2015 

mencapai 70,52%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,45%. 

Artinya komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Balikpapan sebagian besar berasal dari Pajak Daerah. Dilihat 

kontribusi setiap tahunnya, relatif stabil berkisar antara 61-76% dan 

memiliki kecenderungan peningkatan, begitu juga pertumbuhannya, 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 
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2014 yang mencapai angka 68,79%. Peningkatan ini karena PT. 

Pertamina UP V Balikpapan membayar BPHTP. Namun pada tahun 

2015 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi -33,03%, 

hal ini disebabkan menurunnya pendapatan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya dipungut sekali setiap 

objek pajak. 

Lan-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, rata-rata kontribusi 

selama tahun 2010-2015 mencapai 13,25%, dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 46,06%. Dilihat kontribusi setiap tahunnya, 

relatif stabil berkisar antara 11-20% dan memiliki kecenderungan 

peningkatan, begitu juga pertumbuhannya, mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2014 yang mencapai 

angka 63,46%. Namun, pada tahun 2015 sedikit mengalami 

perlambatan yang berada pada level 32,76%. 

Retribusi Daerah, rata-rata kontribusi selama tahun 2010-2015 

mencapai 12,30%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,95%. 

Dilihat kontribusi setiap tahunnya, relatif stabil berkisar antara 8-

12%, kemudian pertumbuhannya terjadi penurunan sejak tahun 

2012, hingga pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang minus 

sebesar 29,54%. Dimana pada tahun 2012 sempat mencapai 60,28%. 

Hal ini disebabkan oleh menurunnya pada penerimaan Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang pertumbuhannya 

cenderung minus. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, rata-rata 

kontribusi selama tahun 2010-2015 mencapai 3,69 %, dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 28,82%. Dilihat kontribusi setiap 

tahunnya, relatif stabil berkisar antara 2-4%, namun 

pertumbuhannya mengalami penurunan sejak tahun 2011, hingga 

pada tahun 2014 hanya tumbuh sebesar 8%, dan pada tahun 2015 

kembali tumbuh kembali menjadi sebesar 35,58%.  

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa komponen Retribusi 

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

perlu mendapat perhatian serius, dikarenakan terjadinya 

perlambatan pertumbuhan. Terutama retribusi daerah, karena 

selama ini cukup besar berkontribusi terhadap PAD di Kota 

Balikpapan, dan merupakan salah satu komponen yang bisa 

dimaksimalkan selain pajak daerah. Untuk mengungkap penyebab 

terjadinya perlambatan pertumbuhan retribusi tersebut terlebih 

dahulu perlu mencermati penerimaan masing-masing komponen 

retribusi, sehingga dapat diketahui retribusi mana yang 

pertumbuhannya melambat dan atau mengalami penurunan.  

Jika dilihat dari komponen Pajak Daerah, pada tahun 2014 

kontribusi terbesar pembentuk Pajak Daerah adalah Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 50,21%. Artinya 

separuh penerimaan pajak daerah di Kota Balikpapan di “sumbang” 

oleh BPHTB, namun pada tahun 2015 kontribusinya hanya 21,48% 
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dikarenakan penerimaan BPHTB hanya dipungut sekali untuk satu 

objek pajak. Kontribusi terbesar selanjutnya adalah Pajak Penerangan 

Jalan sebesar 13,08%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan sebesar 12,81%. Jika diakumulasi dari ketiga komponen 

pajak daerah tersebut maka kontribusinya mencapai 76,10%. 

Tingginya kontribusi ketiga komponen tersebut menunjukkan 

banyaknya aktifitas jual-beli rumah dan tanah di Kota Balikpapan. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut ini.   
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Tabel 3.6. 

Komponen Pajak Daerah Tahun 2010-2015 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

  PAD 237,029,073,666.77 352,034,256,557.17 470,719,063,632.97 752,582,581,776.47  578,959,818,473.84   

  Pajak Daerah 170,370,071,078.00 261,380,972,015.37 340,998,751,947.69 575,567,514,291.74 385,432,289,529.31   

1 Pajak Hotel 33,523,712,486.00 41,125,866,528.00 47,833,165,346.00 47,866,492,155.00 37,490,029,446.39   

  Pertumbuhan 22.08% 22.68% 16.31% 0.07% -21.68% 7.89% 

  Kontribusi  19.68% 15.73% 14.03% 8.32% 9.73% 16.42% 

2 Pajak Restoran 22,753,105,232.00 35,547,021,132.37 46,533,755,666.69 52,908,998,508.83 57,868,949,637.92   

  Pertumbuhan 31.21% 56.23% 30.91% 13.70% 9.37% 28.28% 

  Kontribusi  13.36% 13.60% 13.65% 9.19% 15.01% 14.07% 

3 Pajak Hiburan 5,326,819,301.00 8,840,879,567.00 14,142,334,171.00 15,348,581,690.00 16,871,731,854.00   

  Pertumbuhan 24.35% 65.97% 59.97% 8.53% 9.92% 33.75% 

  Kontribusi  3.13% 3.38% 4.15% 2.67% 4.38% 3.76% 

4 Pajak Reklame 3,760,763,826.00 5,420,616,394.00 7,127,034,728.00 8,020,365,473.00 7,920,666,241.00   

  Pertumbuhan 20.82% 44.14% 31.48% 12.53% -1.24% 21.55% 

  Kontribusi  2.21% 2.07% 2.09% 1.39% 2.06% 2.22% 

5 Pajak Penerangan Jalan 39,920,509,274.00 52,542,089,052.00 66,984,695,386.00 75,304,076,173.00 89,296,856,315.00   

  Pertumbuhan 29.60% 31.62% 27.49% 12.42% 18.58% 23.94% 

  Kontribusi  23.43% 20.10% 19.64% 13.08% 23.17% 22.37% 

6 Pajak Parkir 4,835,022,585.00 5,809,113,450.00 10,759,578,388.00 11,147,692,517.00 11,668,389,770.00   

  Pertumbuhan 33.70% 20.15% 85.22% 3.61% 4.67% 29.47% 

  Kontribusi  2.84% 2.22% 3.16% 1.94% 3.03% 2.88% 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

7 Pajak Air Tanah 898,161,860.00 1,288,218,623.00 2,240,611,996.00 1,899,062,228.00 2,021,195,332.60   

  Pertumbuhan   43.43% 73.93% -15.24% 6.43% 27.14% 

  Kontribusi  0.53% 0.49% 0.66% 0.33% 0.52% 0.51% 

8 Pajak Sarang Burung Walet 69,801,000.00 63,391,000.00 52,021,400.00 40,859,500.00 29,528,750.00   

  Pertumbuhan   -9.18% -17.94% -21.46% -27.73% 19.08% 

  Kontribusi  0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 

9 Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 

  391,656,250.00 190,154,500.00 338,920,000.00 410,367,300.00   

  Pertumbuhan     -51.45% 78.23% 21.08% 15.95% 

  Kontribusi    0.15% 0.06% 0.06% 0.11% 0.09% 

10 Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan   56,683,170,908.00 55,784,814,651.00 73,701,771,198.00 79,066,864,994.00   

  Pertumbuhan     -1.58% 32.12% 7.28% 12.61% 

  Kontribusi    21.69% 16.36% 12.81% 20.51% 17.84% 

11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) 

58,163,781,522.00 53,668,949,111.00 89,350,585,715.00 288,990,694,848.91 82,787,709,888.40   

  Pertumbuhan   -7.73% 66.48% 223.43% -71.35% 52.71% 

  Kontribusi  34.14% 20.53% 26.20% 50.21% 21.48% 30.51% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan 
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Selanjutnya jika dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi 

pada tahun 2014 masih dimiliki Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) tetapi tren itu berubah pada tahun 2015 

karena penerimaan BPHTB hanya dipungut sekali setiap objek 

pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan pada tahun 2015 menjadi tingkat pertumbuhan tertinggi 

sebesar 21,08%, selanjutnya disusul dengan pertumbuhan pajak 

penerangan jalan sebesar 18,56% dan pajak air tanah sebesar 

6,43%. 

Hampir semua komponen pajak daerah pada tahun 2015 

mengalami perlambatan pertumbuhan, malah ada yang mengalami 

pertumbuhan negatif. Dari 11 komponen pajak daerah, sebanyak 3 

pajak daerah mengalami perlambatan pertumbuhan dan 4 pajak 

daerah mengalami pertumbuhan negatif. Artinya hanya 4 pajak 

daerah yang mengalami pertumbuhan positif.  

Pajak daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah: 

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Pajak Restoran; (3) 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Selanjutnya 

Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Sarang 

Burung Walet; Pajak Reklame; dan Pajak Hotel. Sebaliknya yang 

mengalami pertumbuhan positif adalah: (1) Pajak Air Tanah; (2) 

Pajak Parkir; (3) Pajak Penerangan Jalan; dan (4) Pajak Hiburan.  

Merujuk pada kondisi di atas, Pemerintah Kota Balikpapan perlu 

langkah antisipatif guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah 

ditahun-tahun mendatang, karena dikhawatirkan jika sebagian 

besar komponen Pajak Daerah, terutama yang selama ini 

berkontribusi besar terhadap Pajak Daerah mengalami 

perlambatan pertumbuhan dan atau malah mengarah ke 

pertumbuhan negatif, maka dipastikan penerimaan PAD dari 

sektor pajak di tahun mendatang akan mengalami penurunan. Hal 

ini merupakan tantangan terberat Dinas Pendapatan Daerah 

selaku pengampu penerimaan dari sektor Pajak Daerah, selain 

melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada 

ketidakstabilan daya beli masyarakat dan menurunnya posisi 

tawar sektor migas (yang sampai saat ini merupakan kontribusi 

terbesar pembentuk PDRB Kota Balikpapan) juga terdapat 

peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada 
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penerimaan pelaku usaha (hotel), seperti Peraturan Menteri PAN-

RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan 

Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan 

Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Selain itu, jika Bandara 

Samarinda sudah beroperasi (rencana tahun 2017) akan 

mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor terkait (misal: hotel, 

usaha rental mobil, dan lainnya).  

Selanjutnya jika dilihat dari komponen Retribusi Daerah, pada 

tahun 2015 kontribusi terbesar pembentuk Retribusi Daerah 

adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mencapai 

31,83%. Artinya hampir 1/3 penerimaan Retribusi Daerah di Kota 

Balikpapan disumbang oleh Retribusi IMB. Kontribusi terbesar 

selanjutnya adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

sebesar 16,96%, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 

8,49%. Jika diakumulasi dari ketiga komponen pajak daerah 

tersebut maka kontribusinya mencapai 57,28%. Tingginya 

kontribusi Retribusi IMB dan dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan menunjukkan banyaknya pembangunan 

perumahan di Kota Balikpapan. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 3.7. berikut ini.  

 

Tabel 3.7. 

Komponen Retribusi Daerah Tahun 2010-2015 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

 
PAD  237,029,073,667 352,034,256,557 470,719,063,633 754,088,550,517 578,959,818,473.84   

 

Pendapatan Retribusi 

Daerah 
27,322,311,854 43,791,684,143 57,381,026,800 68,312,178,263 48,132,803,944.63   

1 
Retribusi Pelayanan 

Kesehatan 
1,542,021,000.00 4,562,854,137.77 5,010,783,135.44 3,599,286,117.58 4,084,513,696.63   

 
Pertumbuhan -18.28% 195.90% 9.82% -28.17% 13.48% 34.55% 

 
Kontribusi  5.64% 10.42% 8.73% 5.27% 8.49% 7.51% 

2 
Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 
727,200,988.00 5,904,393,963.00 7,199,474,048.00 7,951,167,349.00 8,163,545,538.00   

 
Pertumbuhan -62.94% 711.93% 21.93% 10.44% 2.67% 136.81% 

 
Kontribusi  2.50% 20.30% 24.75% 27.34% 16.96% 16.43% 

3 

Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan 

Umum 

1,208,474,500.00 1,379,534,000.00 1,516,650,000.00 1,365,849,000.00 1,172,261,000.00   

 
Pertumbuhan 1.64% 14.15% 9.94% -9.94% -14.17% 0.32% 

 
Kontribusi  4.42% 3.15% 2.64% 2.00% 2.44% 3.12% 

4 
Retribusi Pelayanan 

Pasar 
1,618,551,771.00 1,605,458,290.00 2,553,682,664.00 3,024,362,554.00 3,171,849,760.00   
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

 
Pertumbuhan 16.16% -0.81% 59.06% 18.43% 4.88% 19.54% 

 
Kontribusi  5.57% 5.52% 8.78% 10.40% 6.59% 6.94% 

5 
Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 
2,354,083,500.00 2,169,694,700.00 2,415,284,200.00 2,426,595,200.00 2,237,882,600.00   

 
Pertumbuhan 30.51% -7.83% 11.32% 0.47% -7.78% 5.34% 

 
Kontribusi  8.62% 4.95% 4.21% 3.55% 4.65% 5.36% 

6 

Retribusi Pemeriksaan 

Alat Pemadam 

Kebakaran 

181,444,135.00 308,865,280.00 395,434,502.50 449,449,347.50 426,274,234.00   

 
Pertumbuhan 54.22% 70.23% 28.03% 13.66% -5.16% 32.20% 

 
Kontribusi  0.66% 0.71% 0.69% 0.66% 0.89% 0.67% 

7 
Retribusi Pengolahan 

Limbah Cair 
- 728,946,179.00 183,791,250.00 183,632,500.00 189,018,750.00   

 
Pertumbuhan     -74.79% -0.09% 2.93% -23.98% 

 
Kontribusi  0.00% 1.66% 0.32% 0.27% 0.39% 4.31% 

8 
Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi 
    1,400,000,000.00 1,335,000,000.00 472,270,100   

 
Pertumbuhan       -4.64% -64.62% -34.63% 

 
Kontribusi      2.44% 1.95% 0.98% 1.79% 

9 
Retribusi Pemakaian 

Kekayaan daerah 
1,148,986,600.00 2,164,002,770.00 2,243,706,584.00 2,541,207,620.00 3,136,881,591   

 
Pertumbuhan 121.73% 88.34% 3.68% 13.26% 23.44% 50.09% 

 
Kontribusi  4.21% 4.94% 3.91% 3.72% 6.52% 4.18% 

10 Retribusi Terminal 59,960,000.00 83,551,000.00 87,723,000.00 75,377,000.00 79,597,000   

 
Pertumbuhan -7.98% 39.34% 4.99% -14.07% 5.60% 5.58% 

 
Kontribusi  0.22% 0.19% 0.15% 0.11% 0.17% 0.18% 

11 
Retribusi Rumah Potong 

Hewan 
438,342,350.00 504,900,850.00 520,293,200.00 454,877,500.00 439,740,950.00   

 
Pertumbuhan 51.55% 15.18% 3.05% -12.57% -3.33% 10.78% 

 
Kontribusi  1.60% 1.15% 0.91% 0.67% 0.91% 1.04% 

12 
Retribusi Pelayanan 

Kepelabuhanan 
  52,893,000.00 70,584,000.00 78,420,000.00 91,410,000.00   

 
Pertumbuhan     33.45% 11.10% 16.56% 20.37% 

 
Kontribusi    0.12% 0.12% 0.11% 0.19% 0.13% 

13 
Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga 
764,790,000.00 1,391,221,500.00 1,502,300,000.00 1,515,200,000.00 1,423,850,000.00   

 
Pertumbuhan 22.50% 81.91% 7.98% 0.86% -6.03% 21.44% 

 
Kontribusi  2.80% 3.18% 2.62% 2.22% 2.96% 2.65% 

14 
Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan 
7,632,615,077.00 14,544,404,214.00 26,991,301,466.00 37,701,893,002.00 15,321,988,236.00   

 
Pertumbuhan 34.13% 90.56% 85.58% 39.68% -59.36% 38.12% 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 

 
Kontribusi  27.94% 33.21% 47.04% 55.19% 31.83% 35.80% 

15 Retribusi Izin Gangguan 3,633,061,288.00 5,661,213,734.00 2,916,790,340.00 4,655,970,397.00 6,982,803,814.00   

 
Pertumbuhan 341.16% 55.82% -48.48% 59.63% 49.98% 76.35% 

 
Kontribusi  13.30% 12.93% 5.08% 6.82% 14.51% 9.24% 

16 Retribusi Izin Trayek   49,827,500.00 56,477,500.00 53,815,000.00 51,662,500.00   

 
Pertumbuhan     13.35% -4.71% -4.00% 1.55% 

 
Kontribusi  0.00% 0.11% 0.10% 0.08% 0.11% 0.09% 

17 

Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing 

(IMTA) 

      582,754,400.00 492,677,800.00   

 
Pertumbuhan         -15.46% -15.46% 

 
Kontribusi        0.85% 1.02% 0.94% 

18 
Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Hewan 
  3,300,000.00 37,610,000.00 67,880,000.00 174,665,000.00   

 
Pertumbuhan     1039.70% 80.48% 157.31% 425.83% 

 
Kontribusi  0.00% 0.01% 0.07% 0.10% 0.36% 0.12% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan  

Selanjutnya jika dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan tertinggi 

pada tahun 2015 yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 

sebesar 157,31%; Retribusi Izin Gangguan sebesar 49,98%, disusul 

Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 23,44%, dan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 13,48%. Kemudian 

pertumbuhan negatif terdapat pada: (1) Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum; (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

(3) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (4) Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; (5) Retribusi Rumah Potong 

Hewan; (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (7) Retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan; (8) Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan (9) Retribusi Izin 

Trayek. 

Dari uraian diatas, maka yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus adalah Retribusi Daerah yang selama ini berkontribusi 

cukup besar terhadap penerimaan Retribusi Daerah secara 

keseluruhan, namun mengalami pertumbuhan negatif. Retribusi 

Daerah tersebut adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran, pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 0,89% dengan 

realisasi sebesar 426,274,234.00, sedangkan realisasi pada tahun 
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2014 mencapai Rp. 449,449,347.50. Artinya mengalami 

penurunan realisasi sebesar Rp23.175.113,5 atau tumbuh negatif 

sebesar 5,16%.  

 

- Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah 

dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah 

sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Rasio efektifitas 

PAD Kota Balikpapan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 

dapat dilihat pada Tabel 3.8. berikut ini. 

 

Tabel 3.8. 

Rasio Efektifitas PAD Kota Balikpapan Tahun 2010-2014 (%) 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Kriteria 

 
PENDAPATAN 111,34% 113,14% 109,36% 111,37% 88,18% 

Sangat 
Efektif 

 
PAD 118,51% 115,81% 132,66% 117,84% 107,24% 

Sangat 
Efektif 

 
Pendapatan Pajak Daerah 118,66% 111,15% 129,94% 115,85% 109,06% 

Sangat 
Efektif 

1 Pajak Hotel 110,05% 125,47% 128,57% 109,53% 81,21% 
Sangat 
Efektif 

2 Pajak Restoran 113,24% 124,57% 130,61% 123,91% 115,74% 
Sangat 
Efektif 

3 Pajak Hiburan 116,09% 124,00% 126,21% 116,28% 99,25% 
Sangat 
Efektif 

4 Pajak Reklame 92,27% 79,83% 98,10% 104,84% 99,01% 
Sangat 
Efektif 

5 Pajak Penerangan Jalan 107,93% 108,78% 125,68% 125,93% 119,06% 
Sangat 
Efektif 

6 Pajak Parkir 107,87% 113,51% 141,15% 106,17% 89,76% 
Sangat 
Efektif 

7 Pajak Air Tanah 121,29% 75,91% 110,50% 105,50% 106,93% 
Sangat 
Efektif 

8 Pajak Sarang Burung Walet 43,09% 16,73% 29,73% 78,58% 56,79% 
Kurang 
Efektif 

9 
Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan 

  130,55% 38,03% 169,46% 136,79% 
Sangat 
Efektif 

10 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 

  109,18% 102,36% 131,61% 112,95% 
Sangat 
Efektif 

11 
Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 

138,51% 102,76% 168,59% 110,64% 114,98% 
Sangat 
Efektif 

 

Pendapatan Retribusi 
Daerah 

97,07% 115,70% 111,97% 114,85% 89,11% 
Sangat 
Efektif 

1 
Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 

104,48% 102,70% 160,62% 98,13% 102,84% 
Sangat 
Efektif 
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No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Kriteria 

2 
Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

37,53% 118,09% 118,80% 106,02% 108,85% 
Sangat 
Efektif 

3 
Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum 

70,85% 91,97% 72,22% 54,63% 33,30% Tidak Efektif 

4 Retribusi Pelayanan Pasar 101,16% 64,22% 102,15% 100,81% 100,69% 
Sangat 
Efektif 

5 
Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

98,13% 109,15% 94,51% 93,27% 78,84% Efektif 

6 
Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 

120,96% 123,55% 39,54% 112,36% 106,57% 
Sangat 
Efektif 

7 
Retribusi Pengolahan Limbah 
Cair 

  700,74% 66,61% 42,65% 75,61% Efektif 

8 
Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi 

    123,25% 128,99% 33,73% Tidak Efektif 

9 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan daerah 

88,75% 97,89% 93,08% 109,39% 94,48% 
Sangat 
Efektif 

10 Retribusi Terminal 99,47% 104,30% 97,47% 100,50% 53,06% Tidak Efektif 

11 
Retribusi Rumah Potong 
Hewan 

112,60% 126,23% 104,06% 90,98% 79,95% Efektif 

12 
Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhan 

  75,56% 90,49% 100,54% 96,91% 
Sangat 
Efektif 

13 
Retribusi Tempat Rekreasi 
dan Olahraga 

92,59% 115,94% 88,37% 91,55% 86,03% Efektif 

14 
Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan 

95,41% 145,44% 119,96% 125,67% 76,61% 
Sangat 
Efektif 

15 Retribusi Izin Gangguan 96,60% 113,22% 97,23% 155,20% 155,17% 
Sangat 
Efektif 

16 Retribusi Izin Trayek   84,74% 97,38% 86,99% 82,59% 
Sangat 
Efektif 

17 
Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) 

      138,75% 91,24% 
Sangat 
Efektif 

18 
Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Hewan 

    221,24% 135,76% 291,11% 
Sangat 
Efektif 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, diolah.  

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat 

dikategorikan sebagai berikut, sangat efektif (>100%), efektif 

(100%), cukup efektif (90%-99%), kurang efektif (75%-89%), dan 

tidak efektif (<75%). 

Dari hasil perhitungan efektifitas PAD di atas terlihat bahwa 

selama tahun 2010-2015, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil 

mengumpulkan sumber PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dan 

berada pada kriteria “sangat efektif” dengan tingkat capaian 

sebesar 107,72% pada tahun 2015. 
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Jika dilihat dari komponen pembentuk PAD, yaitu Pajak Daerah 

juga masuk pada  kategori “sangat efektif” dengan capaian 

107,72%, dan dari jenis Pajak Daerah yang ada, sebagian besar 

masuk pada kategori “sangat efektif”, kecuali Pajak Sarang 

Burung Walet yang masuk pada kategori “kurang efektif”. 

Capaian tertinggi adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

yaitu sebesar 136,83%. Selanjutnya untuk Retribusi Daerah, yang 

masuk pada kategori “sangat efektif” sebanyak 11 jenis, “efektif” 

sebanyak 4 jenis; dan “tidak efektif” sebanyak 3 jenis. Jenis 

Retribusi Daerah yang masuk pada kategori “tidak efektif” adalah 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengolahan 

Limbah Cair. Adapun capaian tertinggi dari Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Hewan terdapat pada Retribusi Izin Gangguan, yaitu 

sebesar 291,110%. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

Komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk pada 

kategori “sangat efektif”. Namun  angka ini perlu didalami lebih 

lanjut karena baiknya indikator ini dapat dilihat dari dua sisi, 

pertama memang dikarenakan keberhasilan pemerintah Kota 

Balikpapan dalam mencapai target pendapatan yang telah 

ditentukan setiap tahunnya. Akan tetapi bila dilihat dari sisi 

kedua, keberhasilan ini mungkin dicapai karena target pendapatan 

yang ditetapkan lebih rendah daripada target yang seharusnya 

dicapai. Target yang ditetapkan setiap tahunnya sebaiknya 

disesuaikan dengan potensinya sehingga capaian yang diperoleh 

bersifat realistis. 

 

- Analisis Potensi Penambahan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Baru  

Jenis pajak Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah: 

1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
7. Pajak Parkir; 
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8. Pajak Air Tanah; 
9. Pajak Sarang Burung Walet; 
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

 

Dari 11 jenis pajak yang ditetapkan tersebut, semuanya sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peraturan 

Daerah berikut ini:  

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel; 

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor  5 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran; 

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor  6 Tahun 2010 
tentang Pajak Hiburan; 

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Reklame; 

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2010 
tentang Pajak Penerangan Jalan; 

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor  9 Tahun 2010 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Parkir; 

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah; 

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pajak Sarang Burung Walet; 

10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
dan 

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14  tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

 

Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak 

memiliki peluang lagi untuk menambah (upaya ekstensifikasi) jenis 

pajak daerah baru. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan adalah 

upaya intensifikasi, misalnya berupa: (a) Memperluas basis 

penerimaan; (b) Memperkuat proses pemungutan; (c) 

Meningkatkan pengawasan; dan (d) Meningkatkan kapasitas 

penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.  
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Selanjutnya jika dibandingkan dengan jenis retribusi daerah, ada 

beberapa jenis retribusi daerah yang belum ditetapkan/dipungut di 

Kota Balikpapan. Jenis retribusi tersebut adalah: 

Jenis Retribusi Jasa Umum: 

Retribusi Pelayanan Pendidikan 

� Jenis Jasa Usaha: 

a) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

b) Retribusi Tempat Pelelangan; 

c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

d) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

e) Retribusi Penyeberangan di Air; 

f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

� Jenis Perizinan Tertentu: 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

 

Beberapa jenis retribusi daerah yang belum ditetapkan/dipungut 

oleh Pemerintah Kota Balikpapan diatas, masih memiliki peluang 

untuk dilakukan pemungutan. Namun hal ini perlu ditelaah lebih 

lanjut, terutama terkait dengan potensi dari masing-masing 

retribusi tersebut.  

 

- Analisis Potensi Menaikkan Tarif Pajak Daerah  

Tarif pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan sebagian besar sudah sama atau mendekati tarif 

maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tarif pajak yang 

masih memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian adalah Pajak 

Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Apabila dilakukan penyesuaian tarif pajak hiburan dan pajak bumi 

dan bangunan, dengan komposisi perubahan tarif seperti pada 

Tabel 3.9. berikut ini.  

 

Tabel 3.9.  

Penyesuaian Tarif Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan 

 

No Jenis Pajak 
Berdasarkan UU 28 

Tahun 2009 

Berdasarkan 
Peraturan 

Daerah Kota 
Balikpapan 

Penyesuaian 
Tarif 

Selisih 
Kenaikan 

1 Pajak Hiburan:      

 Pagelaran kesenian rakyat/tradisional Paling tinggi 10% 5% Tetap (5%) 0% 
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No Jenis Pajak 
Berdasarkan UU 28 

Tahun 2009 

Berdasarkan 
Peraturan 

Daerah Kota 
Balikpapan 

Penyesuaian 
Tarif 

Selisih 
Kenaikan 

 Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, 
sulap, pertandingan olahraga 

Paling tinggi 35% 15% Tetap (15%) 0% 

 Tontonan film Paling tinggi 35% 20% 25% 5% 

 Pertunjukan pagelaran musik, tari Paling tinggi 35% 25% 30% 5% 

 Pacuan kuda, kendaraan bermotor Paling tinggi 35% 30% Tetap (30%) 0% 

 Permainan ketangkasan Paling tinggi 75% 20% 25% 5% 

 Panti pijat, refleksi, permainan billyard, 
boling, golf 

Paling tinggi 75% 35% 40% 5% 

 Mandi uap/spa, pusat kebugaran 
(fitness center), pagelaran busana, 
kontes kecantikan, binaraga 

Paling tinggi 75% 40% 45% 5% 

 Karaoke  Paling tinggi 75% 45% 50% 5% 

 Diskotek, klab malam Paling tinggi 75% 60% Tetap (60%) 0% 

 Rata-Rata 30% 33% 3% 

2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 

Paling tinggi 
sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen) 

NJOP<=1 
Milyar=0,1% 

 

NJOP<=1 
Milyar=0,2% 

 

0,1% 

NJOP > 1 
Milyar=0,2% 

NJOP > 1 
Milyar=0,3% 

0,1% 

 Rata-Rata 1,5% 2,5% 0,1% 

Sumber: Analisa 2016 

Dari hasil penyesuaian tarif tersebut, maka penerimaan pajak 

hiburan dan pajak bumi dan bangunan sebelum dan setelah 

perubahan tarif dapat dilihat pada Tabel 3.10.  berikut ini.  

Tabel 3.10.  

Potensi Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan  

Sebelum dan Setelah Penyesuaian Tarif 

 

No Jenis Pajak 
Sebelum 

Perubahan Tarif 
(Realisasi 2014) 

Setelah 
Perubahan 

Tarif 
Selisih 

1. Pajak Hiburan:    

 Tontonan Film/Bioskop 8.508.913.042 10.636.141.303 2.127.228.261 

 Pagelaran 
Kesenian/Musik/Tari/Busana 

851.995.676 1.022.394.811 170.399.135 

 Diskotik 600.437.457 600.437.457 0 

 Karaoke 1.741.888.165 1.935.431.294 193.543.129 

 Permainan Bilyar 47.898.915 54.741.617 6.842.702 

 Permainan Ketangkasan 2.205.343.227 2.756.679.034 551.335.807 
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 Pusat Kebugaran 1.392.105.208 1.566.118.359 174.013.151 

 Pertandingan Olahraga - - 
 

 Jumlah  15.348.581.690 18.571.943.875 3.223.362.185 

2. Pajak Bumi dan Bangunan: 73.701.771.198 122.836.285.330 49.134.514.132 

 TOTAL 89.050.352.888 141.408.229.205 52.357.876.317 

Sumber: Analisa 2016 

Berdasarkan tabel diatas, jika dilakukan penyesuaian tarif maka 

total peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 

Rp52.357.876.317,- terdiri dari peningkatan pajak hiburan sebesar 

Rp3.223.362.185,- dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan meningkat menjadi Rp49.134.514.132,- 

Dari hasil perhitungan diatas dapat diartikan bahwa jika 

menaikkan tarif pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan dengan mengacu pada panduan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka perubahannya cukup 

signifikan, terutama dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

Namun hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut, dengan 

melakukan analisis kemampuan dan kemauan masyarakat. 

 

- Pemetaan Potensi Unggulan  

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja 

belum didapat atau diperoleh. Karena potensi tersebut bersifat 

tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, 

termasuk potensi pendapatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah 

satu upaya mengenali potensi.  

Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh 

faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan 

lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi 

tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, 

permodalan, dan peraturan perundang-undangan yang membatasi. 

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola 

potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 

empat, yaitu: 

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi; 

2. Memiliki potensi yang tinggi kemampuan mengelola rendah; 



 

 

157 

 

3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan 

mengelola yang tinggi; dan 

4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola 

rendah. 

Faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan 

global juga dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi 

nasional dan daerah. Sumber-sumber utama pendapatan suatu 

daerah secara umum dapat dilihat pada data Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dirinci ke masing-

masing sektor. PDRB sektoral untuk menentukan nilai PDRB 

suatu daerah yaitu: 

1. Sektor Pertanian; 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian; 

3. Sektor Industri Pengolahan; 

4. Sektor Listrik, Gas; 

5. Sektor Pengadaan Air; 

6. Sektor Konstruksi (Bangunan); 

7. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan; 

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 

10. Sektor Informasi dan Komunikasi; 

11. Sektor Jasa Keuangan; 

12. Sektor Real Estate; 

13. sektor jasa perusahaan; 

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib; 

15. Sektor Jasa Pendidikan; 

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 

17. Sektor Jasa Lainnya. 

 

Analisa Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu 

sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu 

terhadap total PDRB suatu daerah, sehingga kita dapat 

memetakan potensi daerah secara sektoral kedalam empat 

kategori: 
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1. Sektor unggulan (prima) 

 Sektor prima adalah sektor yang paling dominan kontribusinya 

terhadap perekonomian daerah. Karena sektor tersebut 

pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB 

besar. 

2. Sektor potensial 

 Sektor potensial adalah sektor yang juga memberikan 

kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah tetapi pertumbuhan 

sektor tersebut lambat dan cenderung menurun. 

3. Sektor berkembang 

 Sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami 

peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi 

tetapi kontribusinya masih rendah. 

4. Sektor terbelakang 

 Sektor terbelakang adalah sektor yang menjadi kelemahan 

daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan 

kontribusi terhadap PDRB rendah. 

 

Penentuan suatu sektor apakah masuk ke salah satu kategori diatas 

adalah didasarkan pada perhitungan laju pertumbuhan dan kontribusi 

sektoral terhadap PDRB. Adapun laju pertumbuhan kontribusi sektoral 

dan kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 3.11.  

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektoral terhadap PDRB (ADHK) 

No 
LAPANGAN 

USAHA 
2011 2012 2013 2014 2015 KATEGORI 

1 PERTANIAN 621,503.13 633,690.96 649,416.75 669,264.04 688,239.94 Terbelakang 

 
Kontribusi 1,11 1,13 1,09 1,00 1,00  

 
Pertumbuhan 4,82 1,96 2,48 3.06 2,84  

2 
PERTAMBANGAN 

dan 
PENGGALIAN 

30,769.98 32,749.02 33,216.15 34,016.66 34,597.95 Terbelakang 

 
Kontribusi 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05  

 
Pertumbuhan 6,42 6,43 1,43 2,41 1,71  

3 
INDUSTRI 

PENGOLAHAN 
35,648,932.75 37,275,723.52 37,817,456.39 39,481,688.48 39,641,512.19 

Unggulan 
(Prima) 

 
Kontribusi 54,62 49,93 49,17 49,60 47,85  

 
Pertumbuhan 1,63 4,56 1,45 4,40 0,40  

4 
PENGADAAN 

LISTRIK dan GAS 
31,984.32 36,372.38 37.651.41 44,929.72 57,073.59 Berkembang 
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No 
LAPANGAN 

USAHA 
2011 2012 2013 2014 2015 KATEGORI 

 
Kontribusi 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08  

 
Pertumbuhan 15,27 14,66 2,67 19,33 27,03  

5 PENGADAAN AIR 43,916.30 46,405.60 48,418.54 49,307.72 50,169.87 Berkembang 

 
Kontribusi 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08  

 
Pertumbuhan -10,08 5,67 4,34 1,84 1,75  

6 KONTRUKSI 7,678,752.06 8,058,297.69 8,412,338.94 8,736,216.24 8,650,531.82 
Unggulan 
(Prima) 

 
Kontribusi 14,08 15,70 15,63 15,45 15,50  

 
Pertumbuhan 7,78 4,94 4,39 3,85 -0,98  

7 

PERDAGANGAN 
BESAR DAN ECERAN, 

REPARASI MOBIL 
DAN SEPEDA MOTOR 

4,818,096.77 5,092,318.12 5,371,224.96 5,561,148.39 5,759,398.12 
Unggulan 
(Prima) 

 
Kontribusi 8,87 9,28 7 9,06 8,58 8,78  

 
Pertumbuhan 11,97 5,69 5,48 3,54 3,56  

8 
TRANSPORTASI 

dan 
PERGUDANGAN 

4,132,100.62 4,454,856.53 4,773,492.27 5,099,319.47 5,317,441.63 
Unggulan 
(Prima) 

 
Kontribusi 7,81 8,92 9,64 10,23 11,20  

 
Pertumbuhan 9,85 7,81 7,15 6,83 4,28  

9 
PENYEDIAAN 

AKOMODASI dan 
MAKAN MINUM 

747,950.52 828,352.88 862,366.14 903,450.04 940,912.94 Berkembang 

 
Kontribusi 1,39 1,65 1,63 1,60 1,70  

 
Pertumbuhan 4,60 10,75 4,11 4,76 4,15  

10 
INFORMASI dan 

KOMUNIKASI 
1,614,946.57 1,828,738,68 2,052,759.17 2,248,770.83 2,335,662.49 Berkembang 

 
Kontribusi 2,89 3,22 3,28 3,24 3,28  

 
Pertumbuhan 12,86 13,24 12,25 9,55 3,86  

11 
JASA 

KEUANGAN DAN 
ASURANSI 

1,781,042.75 1,989,633.14 2,293,508.42 2,333,418.90 2,398,037.77 Berkembang 

 
Kontribusi 3,28 3,87 4,22 4,00 4,06  

 
Pertumbuhan 5,29 11,71 15,27 1,74 2,77  

12 REAL ESTATE 946,671.99 1,004,007.53 1,080,910.24 1,145,935.44 1,196,466.16 Berkembang 

 
Kontribusi 1,72 1,86 1,88 1,88   

 
Pertumbuhan 4,64 6,06 7,66 6,02   

13 
JASA 

PERUSAHAAN 
173,635.77 182,136.72 189,968.03 203,018.28 200,441.55 Berkembang 

 
Kontribusi 0,32 0,35 0,35 0,36   

 
Pertumbuhan 17,66 4,90 4,30 6,87   

14 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN, 
PERTAHANAN 

859,893.20 887,056.45 912,303.33 963,022.29 980,787.91 Berkembang 
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No 
LAPANGAN 

USAHA 
2011 2012 2013 2014 2015 KATEGORI 

dan 

JAMINAN SOSIAL 
WAJIB 

 
Kontribusi 1,59 1,53 1,44 1,38  Berkembang 

 
Pertumbuhan 8,47 3,16 2,85 5,56   

15 
JASA 

PENDIDIKAN 
474,590.51 580,867.67 694,538.40 798,850.41 874,756.29 Berkembang 

 
Kontribusi 0,90 1,12 1,27 1,34   

 
Pertumbuhan 21,52 22,39 19,57 15,02   

16 

JASA 
KESEHATAN dan 

KEGIATAN 
SOSIAL 

280,238.70 290,066.10 291,179.47 302,562.71 327,518.38 Terbelakang 

 
Kontribusi 0,54 0,57 0,54 0,53   

 
Pertumbuhan 16,61 3,51 0,38 3,91   

17 JASA LAINNYA 375,194.92 393,570.52 386,501.83 403,573.36 427,275.83 Terbelakang 

 
Kontribusi 0,69 0,67 0,62 0,62   

 
Pertumbuhan 12,50 4,90 -1,80 4,42   

 

PRODUK 
DOMESTIK 
REGIONAL 

BRUTO 

60,260,220.85 63,615,143.51 65,907,250.46 68,978,492.99 69,880,824.44  

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sektor yang masuk dalam 

Sektor unggulan/prima (Industri Pengolahan; Konstruksi; 

Perdagangan, Hotel dan Restoran; dan Transportasi dan 

Pergudangan), Sektor potensial (tidak ada); Sektor Berkembang 

(Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; 

Real Estate; Jasa Perusahaan; Adminstrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan), 

sedangkan Sektor Terbelakang (Pertanian; Pertambangan dan 

Penggalian; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa 

Lainnya) 

Selanjutnya analisa Tipologi Klassen juga bermanfaat untuk 

mengetahui peta potensi masing-masing pajak daerah dan 

retribusi daerah. Peta potensi tersebut berdasarkan realisasi 

penerimaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan. Adapun Peta potensi masing-masing pajak daerah dan 

retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.12. 

Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah 

No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

 PAD 237,029,073,666.77 352,034,256,557.17 470,719,063,632.97 752,582,581,776.47 578,959,818,473.84 
 

 

 Pajak Daerah 170,370,071,078.00 261,380,972,015.37 340,998,751,947.69 575,567,514,291.74 385,432,289,529.31 
 

 

1 
Pajak Hotel 33,523,712,486.00 41,125,866,528.00 47,833,165,346.00 47,866,492,155.00 37,490,029,446.39 

 

Unggulan 
(Prima) 

 Pertumbuhan 22.08% 22.68% 16.31% 0.07% -21.68% 7.89%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 19.68% 15.73% 14.03% 8.32% 9.73% 16.42%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 14.14% 11.68% 10.16% 6.36% 6.48% 11.32%  

2 
Pajak Restoran 22,753,105,232.00 35,547,021,132.37 46,533,755,666.69 52,908,998,508.83 57,868,949,637.92 

 

Unggulan 
(Prima) 

 Pertumbuhan 31.21% 56.23% 30.91% 13.70% 9.37% 28.28%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 13.36% 13.60% 13.65% 9.19% 15.01% 14.07%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 9.60% 10.10% 9.89% 7.03% 10.00% 9.78%  

3 Pajak Hiburan 5,326,819,301.00 8,840,879,567.00 14,142,334,171.00 15,348,581,690.00 16,871,731,854.00 
 

Berkembang 

 Pertumbuhan 24.35% 65.97% 59.97% 8.53% 9.92% 33.75%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 3.13% 3.38% 4.15% 2.67% 4.38% 3.76%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 2.25% 2.51% 3.00% 2.04% 2.91% 2.62%  

4 Pajak Reklame 3,760,763,826.00 5,420,616,394.00 7,127,034,728.00 8,020,365,473.00 7,920,666,241.00 
 

Berkembang 

 Pertumbuhan 20.82% 44.14% 31.48% 12.53% -1.24% 21.55%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 2.21% 2.07% 2.09% 1.39% 2.06% 2.22%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 1.59% 1.54% 1.51% 1.07% 1.37% 1.54%  

5 
Pajak Penerangan Jalan 39,920,509,274.00 52,542,089,052.00 66,984,695,386.00 75,304,076,173.00 89,296,856,315.00 

 

Unggulan 
(Prima) 
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No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

 Pertumbuhan 29.60% 31.62% 27.49% 12.42% 18.58% 23.94%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 23.43% 20.10% 19.64% 13.08% 23.17% 22.37%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 16.84% 14.93% 14.23% 10.01% 15.42% 15.47%  

6 Pajak Parkir 4,835,022,585.00 5,809,113,450.00 10,759,578,388.00 11,147,692,517.00 11,668,389,770.00 
 

Berkembang 

 Pertumbuhan 33.70% 20.15% 85.22% 3.61% 4.67% 29.47%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 2.84% 2.22% 3.16% 1.94% 3.03% 2.88%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 2.04% 1.65% 2.29% 1.48% 2.02% 2.00%  

7 Pajak Air Tanah 898,161,860.00 1,288,218,623.00 2,240,611,996.00 1,899,062,228.00 2,021,195,332.60 
 

Berkembang 

 Pertumbuhan 
 

43.43% 73.93% -15.24% 6.43% 27.14%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 0.53% 0.49% 0.66% 0.33% 0.52% 0.51%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 0.38% 0.37% 0.48% 0.25% 0.35% 0.36%  

8 Pajak Sarang Burung Walet 69,801,000.00 63,391,000.00 52,021,400.00 40,859,500.00 29,528,750.00 
 

Terbelakang 

 Pertumbuhan 
 

-9.18% -17.94% -21.46% -27.73% 19.08%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%  

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 

391,656,250.00 190,154,500.00 338,920,000.00 410,367,300.00 
 

Terbelakang 

 Pertumbuhan 
  

-51.45% 78.23% 21.08% 15.95%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 
 

0.15% 0.06% 0.06% 0.11% 0.09%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 
 

0.11% 0.04% 0.05% 0.07% 0.07%  

10 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan  

56,683,170,908.00 55,784,814,651.00 73,701,771,198.00 79,066,864,994.00 
 

Unggulan 
(Prima) 

 Pertumbuhan 
  

-1.58% 32.12% 7.28% 12.61%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 
 

21.69% 16.36% 12.81% 20.51% 17.84%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 
 

16.10% 11.85% 9.79% 13.66% 12.85%  

11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

58,163,781,522.00 53,668,949,111.00 89,350,585,715.00 288,990,694,848.91 82,787,709,888.40 
 

Unggulan 
(Prima) 
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No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

 Pertumbuhan 
 

-7.73% 66.48% 223.43% -71.35% 52.71%  

 Kontribusi Terhadap Total Pajak Daerah 34.14% 20.53% 26.20% 50.21% 21.48% 30.51%  

 Kontribusi Terhadap Total PAD 24.54% 15.25% 18.98% 38.40% 14.30% 22.29%  

Sumber : BPKAD Kota Balikpapan
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Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis penerimaan pajak daerah 

yang masuk kategori: 

(a) Unggulan (prima) 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Penerangan Jalan; 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

(b) Potensial 

(c) Berkembang 

1. Pajak Hiburan; 

2. Pajak Reklame; 

3. Pajak Parkir; dan 

4. Pajak Air Tanah. 

(d) Terbelakang 

1. Pajak Sarang Burung Walet; dan 

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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Tabel 3.13.  

Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah  

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

  PAD  237,029,073,667 352,034,256,557 470,719,063,633 754,088,550,517 578,959,818,473.84   
 

  Pendapatan Retribusi Daerah 27,322,311,854 43,791,684,143 57,381,026,800 68,312,178,263 48,132,803,944.63   
 

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,542,021,000.00 4,562,854,137.77 5,010,783,135.44 3,599,286,117.58 4,084,513,696.63   Berkembang 

  Pertumbuhan -18.28% 195.90% 9.82% -28.17% 13.48% 34.55% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

5.64% 10.42% 8.73% 5.27% 8.49% 7.51% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.65% 1.30% 1.06% 0.48% 0.71% 0.92% 
 

2 Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan 

727,200,988.00 5,904,393,963.00 7,199,474,048.00 7,951,167,349.00 8,163,545,538.00   
Unggulan 

(Prima) 

  
Pertumbuhan -62.94% 711.93% 21.93% 10.44% 2.67% 

136.81
%  

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

2.50% 20.30% 24.75% 27.34% 16.96% 16.43% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.31% 1.68% 1.53% 1.05% 1.41% 1.22% 
 

3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum 

1,208,474,500.00 1,379,534,000.00 1,516,650,000.00 1,365,849,000.00 1,172,261,000.00   Berkembang 

  Pertumbuhan 1.64% 14.15% 9.94% -9.94% -14.17% 0.32% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

4.42% 3.15% 2.64% 2.00% 2.44% 3.12% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.51% 0.39% 0.32% 0.18% 0.20% 0.41% 
 

4 
Retribusi Pelayanan Pasar 1,618,551,771.00 1,605,458,290.00 2,553,682,664.00 3,024,362,554.00 3,171,849,760.00   

Unggulan 
(Prima) 

  Pertumbuhan 16.16% -0.81% 59.06% 18.43% 4.88% 19.54% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

5.57% 5.52% 8.78% 10.40% 6.59% 6.94% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.68% 0.46% 0.54% 0.40% 0.55% 0.60% 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

5 Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

2,354,083,500.00 2,169,694,700.00 2,415,284,200.00 2,426,595,200.00 2,237,882,600.00   Berkembang 

  Pertumbuhan 30.51% -7.83% 11.32% 0.47% -7.78% 5.34% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

8.62% 4.95% 4.21% 3.55% 4.65% 5.36% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.99% 0.62% 0.51% 0.32% 0.39% 0.68% 
 

6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran 

181,444,135.00 308,865,280.00 395,434,502.50 449,449,347.50 426,274,234.00   Berkembang 

  Pertumbuhan 54.22% 70.23% 28.03% 13.66% -5.16% 32.20% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

0.66% 0.71% 0.69% 0.66% 0.89% 0.67% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.08% 0.09% 0.08% 0.06% 0.07% 0.08% 
 

7 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - 728,946,179.00 183,791,250.00 183,632,500.00 189,018,750.00   Terbelakang 

  Pertumbuhan     -74.79% -0.09% 2.93% -23.98% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

  1.66% 0.32% 0.27% 0.39% 4.31% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD   0.21% 0.04% 0.02% 0.03% 0.83% 
 

8 Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

    1,400,000,000.00 1,335,000,000.00 472,270,100   
 

  Pertumbuhan       -4.64% -64.62% -34.63% Terbelakang 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

    2.44% 1.95% 0.98% 1.79% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD     0.30% 0.18% 0.08% 0.11% 
 

9 Retribusi Pemakaian Kekayaan 
daerah 

1,148,986,600.00 2,164,002,770.00 2,243,706,584.00 2,541,207,620.00 3,136,881,591   Bekembang 

  Pertumbuhan 121.73% 88.34% 3.68% 13.26% 23.44% 50.09% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

4.21% 4.94% 3.91% 3.72% 6.52% 4.18% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.48% 0.61% 0.48% 0.34% 0.54% 0.70% 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

10 Retribusi Terminal 59,960,000.00 83,551,000.00 87,723,000.00 75,377,000.00 79,597,000   Terbelakang 

  Pertumbuhan -7.98% 39.34% 4.99% -14.07% 5.60% 5.58% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

0.22% 0.19% 0.15% 0.11% 0.17% 0.18% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 
 

11 Retribusi Rumah Potong Hewan 438,342,350.00 504,900,850.00 520,293,200.00 454,877,500.00 439,740,950.00   Berkembang 

  Pertumbuhan 51.55% 15.18% 3.05% -12.57% -3.33% 10.78% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

1.60% 1.15% 0.91% 0.67% 0.91% 1.04% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.18% 0.14% 0.11% 0.06% 0.08% 0.13% 
 

12 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan   52,893,000.00 70,584,000.00 78,420,000.00 91,410,000.00   Berkembang 

  Pertumbuhan     33.45% 11.10% 16.56% 20.37% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

  0.12% 0.12% 0.11% 0.19% 0.13% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD   0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 
 

13 Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 

764,790,000.00 1,391,221,500.00 1,502,300,000.00 1,515,200,000.00 1,423,850,000.00   Berkembang 

  Pertumbuhan 22.50% 81.91% 7.98% 0.86% -6.03% 21.44% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

2.80% 3.18% 2.62% 2.22% 2.96% 2.65% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.32% 0.40% 0.32% 0.20% 0.25% 0.32% 
 

14 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 7,632,615,077.00 14,544,404,214.00 26,991,301,466.00 

37,701,893,002.0
0 

15,321,988,236.00   
Unggulan 

(Prima) 

  Pertumbuhan 34.13% 90.56% 85.58% 39.68% -59.36% 38.12% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

27.94% 33.21% 47.04% 55.19% 31.83% 35.80% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 3.22% 4.13% 5.73% 5.00% 2.65% 4.11% 
 

15 Retribusi Izin Gangguan 3,633,061,288.00 5,661,213,734.00 2,916,790,340.00 4,655,970,397.00 6,982,803,814.00   Unggulan 
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No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

KATEGORI 
KLASSEN 

(Prima) 

  Pertumbuhan 341.16% 55.82% -48.48% 59.63% 49.98% 76.35% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

13.30% 12.93% 5.08% 6.82% 14.51% 9.24% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 1.53% 1.61% 0.62% 0.62% 1.21% 1.03% 
 

16 Retribusi Izin Trayek   49,827,500.00 56,477,500.00 53,815,000.00 51,662,500.00   Terbelakang 

  Pertumbuhan     13.35% -4.71% -4.00% 1.55% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

0.00% 0.11% 0.10% 0.08% 0.11% 0.09% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
 

17 Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) 

      582,754,400.00 492,677,800.00   Terbelakang 

  Pertumbuhan         -15.46% -15.46% 
 

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

      0.85% 1.02% 0.94% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD       0.08% 0.09% 0.08% 
 

18 Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Hewan 

  3,300,000.00 37,610,000.00 67,880,000.00 174,665,000.00   Berkembang 

  
Pertumbuhan     1039.70% 80.48% 157.31% 

425.83
%  

  Kontribusi Terhadap Total Pajak 
Daerah 

- 0.01% 0.07% 0.10% 0.36% 0.12% 
 

  Kontribusi Terhadap Total PAD - 0.001% 0.01% 0.01% 0.03% 0.01% 
 

Keterangan:P: Pertumbuhan K: Kontribusi 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah  
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jenis penerimaan 

retribusi daerah yang masuk kategori: 

(a) Unggulan (prima) 

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

2. Retribusi Pelayanan Pasar; 

3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan 

4. Retribusi Izin Gangguan. 

(b) Potensial 

      -  

(c) Berkembang 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah; 

5. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 

7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan 

9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

 

(d) Terbelakang 

1. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

3. Retribusi Terminal; 

4. Retribusi Izin Trayek; dan 

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA). 

 

Masih banyaknya sektor terbelakang dan berkembang bukan 

berarti jenis penerimaan tersebut memiliki potensi yang rendah, 

namun bisa juga diakibatkan oleh belum optimalnya Pemerintah 

Kota Balikpapan dalam memungut jenis pajak daerah/retribusi 

daerah tersebut.  

Analisa Tipologi Klassen bermanfaat untuk mengidentifikasi peta 

potensi secara makro tetapi tidak menunjukkan jumlah riil potensi 

yang ada. Untuk mengetahui potensi riil pendapatan yang dimiliki 

oleh suatu pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan 

penghitungan potensi dengan basis mikro.  
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3.1.1.2  Belanja Daerah  

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada Belanja Langsung, dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 15,52% sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata 

tumbuh sebesar 12,38%. Perkembangan realisasi belanja daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.14. berikut ini: 
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Tabel 3.14.  

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah 

Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-Rata 

Pertumbuhan 
% 

BELANJA 1,377,337,385,051.36  1,527,432,248,857.77  1,671,847,876,316.97  2,420,847,444,080.94  2,499,585,182,573.13  2,907,590,320,776.55  13.63 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

620,003,061,301.29  665,975,045,902.92  636,400,738,757.38  734,517,519,834.65  783,390,898,940.53  1,022,778,944,312.37  12.38 

Belanja Pegawai 401,597,712,845.20  447,373,463,844.18  497,913,703,093.78  593,792,435,813.65  649,441,896,540.53  697,690,227,970.37  13.69 

Belanja Bunga 124,511,387.55                         -                           -                         -                          -                         -   (87.94) 

Belanja Hibah 76,512,263,217.00  88,039,062,324.09  119,936,557,310.60  132,592,728,210.00  120,659,576,081.00  292,942,600,346.00  33.81 

Belanja Bantuan Sosial 135,970,224,560.54  125,122,035,918.65  7,435,354,000.00  4,870,485,000.00  6,980,371,500.00  6,254,308,000.00  (14.61) 

Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

             
2,637,041,460.00  

   
778,659,076.00  

                 
778,659,076.00  

                     
778,659,076.00  

                 
751,529,845.00  

                   
998,806,796.00  

(6.84) 

Belanja Subsidi               -                             -                            -                             -   800,000,000.00  800,000,000.00  - 

Belanja Tidak Terduga 3,161,307,831.00  4,661,824,740.00  10,336,465,277.00  2,483,211,735.00  4,757,524,974.00  24,093,001,200.00  93.20 

 BELANJA  LANGSUNG 757,334,323,750.07  861,457,202,954.85  1,035,447,137,559.59  1,686,329,924,246.29  
  

1,716,194,283,632.60  
1,884,811,376,464.18  15.52 

Belanja Pegawai 76,256,100,487.34  104,386,265,414.20  155,760,614,729.40  185,249,418,575.20  194,751,340,985.87                          -   27.87 

Belanja Barang Dan Jasa 417,324,368,722.42  437,157,977,846.45  401,358,109,565.31  416,941,841,620.27  488,636,554,844.34  794,398,873,850.90  7.21 

Belanja Modal 263,753,854,540.31  319,912,959,694.20  478,328,413,264.88  1,084,138,664,050.82   1,032,806,387,802.39  1,090,412,502,613.28  25.71 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 

 

 



 

 

Analisis perkembangan belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Realisasi belanja daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada 

Belanja Langsung, dengan rata-rata sebesar 15,52% sedangkan 

Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 12,38%. 

2. Persentase realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat 

pada periode 2010-2015 yang disebabkan karena meningkatnya 

unsur belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan 

keuangan. 

3. Realisasi belanja langsung mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, meningkatnya realisasi belanja langsung karena 

kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta 

belanja modal, meskipun belanja barang dan jasa sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2012. 

4. Terjadinya kenaikan porsi realisasi belanja tidak langsung dan 

realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa kebutuhan 

pemerintah daerah dalam pembangunan semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi 

anggaran agar tingginya penyerapan anggaran berbanding lurus 

dengan keberhasilan pembangunan daerah yang telah 

direncanakan. 

 

Tabel 3.15.  

Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Rata-rata 

Kontribusi 

% 

2.BELANJA            

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.60  38.07  30.34  31.34  34.07  37.07 

- Belanja Pegawai 67.18  78.24  80.84  82.90  23.87  66.30 

- Belanja Bunga -    -    -  -    0.00 

- Belanja Hibah 13.22  18.85  18.05  15.40  26.70  17.43 

- Belanja Bantuan Sosial 18.79  1.17  0.66  0.89  0.63  7.35 

- Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Prov/Kab/Kota 

0.17  0.16  0.13  0.12  0.14  0.23 

- Belanja Subsidi -    -    -    0.10  80.10  40.10 

- Belanja Tidak Terduga 0.70  1.62  0.34  0.61  2.43  1.04 

b. BELANJA  LANGSUNG 56.40  61.93  69.66  68.66  65.93  62.93 

- Belanja Pegawai 12.12  15.04  10.99  11.35  13.44  12.17 

- Belanja Barang Dan Jasa 50.75  38.76  24.72  28.47  29.67  37.91 

- -  Belanja Modal 37.14  46.20  64.29  60.18  56.88  49.92 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, diolah 

Analisis proporsi realisasi belanja daerah ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Realisasi belanja daerah, kontribusi rata-rata tertinggi terdapat 

pada Belanja Langsung, dengan rata-rata sebesar 62,93% 

sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata tumbuh sebesar 

37,07%. 

 



 

 

 

 

 

2. Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata kontribusi sebesar 

37,07%, kontribusi yang paling tinggi untuk belanja tidak 

langsung adalah dari belanja pegawai dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 66,3%. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi belanja 

hibah adalah sebesar 17,43% dan rata-rata kontribusi yang paling 

rendah adalah kontribusi dari belanja bunga dengan rata-rata 

sebesar 0,0%, karena setelah tahun 2010 tidak lagi membayar 

bunga. 

3. Belanja Langsung memiliki kontribusi terbesar untuk proporsi 

realisasi belanja yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 

62,93%. Kontribusi terbesar untuk belanja langsung berasal dari 

belanja modal dengan rata-rata sebesar 49,92%, sedangkan rata-

rata kontribusi terendah dari belanja pegawai yang hanya sebesar 

12,17%. 

 

3.1.1.3 Perbandingan Target dan Realisasi APBD 

Jika dilihat dari target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, realisasi tertinggi dari sisi pendapatan daerah dari tahun 

2010 sampai dengan 2015 terjadi pada tahun 2012 sebesar 113,14%. 

Sedangkan dari sisi belanja daerah serapan belanja tertinggi terjadi 

pada tahun 2015 dengan persentase serapan sebesar 84,73%.   

Perbandingan antara target dan realisasi APBD Kota Balikpapan 

Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015 selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.15. berikut ini: 

 

 

Tabel 3.16. 

Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kota Balikpapan TA. 2010  

sampai dengan 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

% Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

% Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

% Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

 % Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

 % Target 

(dalam 

juta) 

Realisasi 

(dalam 

juta) 

 % 

1.PENDAPATAN 1,308,932  1,243,280  94.98% 1,620,508  1,804,343  111.34% 1,950,225  2,206,403  113.14% 2,214,991  2,422,211  109.36% 2,243,422  2,498,540  111.37% 2,529,001  2,229,963  88.18% 

a. PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

 130,345  143,796  110.96% 200,000  237,029  118.51% 303,983  352,034  115.81% 354,840  470,719  132.66% 638,630  752,582  117.84% 539,892  578,957  107.24% 

 b. DANA 

PERIMBANGAN 

860,955  844,535 98.09% 1,020,920  1,151,703  112.81% 1,130,891  1,339,024  118.40% 1,173,881  1,281,536  109.17% 1,176,771  1,321,528  112.30% 1,430,910  1,145,301  80.04% 

 c. LAIN LAIN 

PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH 

317,631  2,549 0.80% 399,588  415,610  104.01% 515,350  515,345  100.00% 686,269  669,955  97.62% 428,020  424,429  99.16% 558,199  505,704  90.60% 

2.BELANJA 1,641,154  1,377,337  83.92% 1,810,464  1,527,432  84.37% 2,399,400  1,671,847  69.68% 3,167,626  2,420,847  76.42% 3,171,727  2,499,585  78.81% 3,431,637  2,907,590  84.73% 

a. BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

672,777  620,003 92.16% 734,093  665,975  90.72% 788,433  636,400  80.72% 831,041  734,517  88.39% 855,194  783,390  91.60% 1,078,027  990,651  91.89% 

b. BELANJA  LANGSUNG 968,377  757,334 78.21% 1,076,371  861,457  80.03% 1,610,966  1,035,447  64.27% 2,336,584  1,686,329  72.17% 2,316,532  1,716,194  74.08% 2,353,610  1,916,938  81.45% 

SURPLUS/DEFISIT (332,222) (134,057) 40.35% (189,955) 276,910  145.78% (449,175) 534,555  119.01% (952,634) 1,363  -0.14% (928,305) (1,044) 0.11% (902,636) (677,626) 75.07% 

3. PEMBIAYAAN                                     

a. PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN DAERAH 

348,587  348,087  99.86% 202,830  202,830  100.00% 466,866  467,358  100.11% 984,224  984,401  100.02% 964,765  964,305  99.95% 935,696  935,696  100.00% 

 b. PENGELUARAN  

PEMBIAYAAN DAERAH 

16,365 11,199,816 68.43% 12,875  12,875  100.00% 17,691  17,690  99.99% 31,590  21,000  66.48% 36,460  27,565  75.60% 33,060  30,180  91.29% 

 - PEMBIAYAAN NETTO 332,222  336,888  101.40% 189,955  189,955  100.00% 449,175  449,668  100.11% 952,634  963,401  101.13% 928,305  936,740  100.91% 902,636  905,516  100.32% 

 - SISA L EBIH/KURANG 

PEMBIAYAAN TAHUN 

BERIKUTNYA 

  -         202,830   -    466,866    -    984,224    -    964,765   -    935,696    -    227,889    



 

 

3.1.1.4 Neraca Daerah  

Neraca Kota Balikpapan pada periode tahun 2010-2015 

menunjukkan  perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut 

terlihat pada pertumbuhan aset tetap Kota Balikpapan dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 16,1% atau secara nominal 

rata-rata penambahan aset tetap kurang lebih 

Rp.703.234.835.190. Pertumbuhan jumlah aset daerah serta 

jumlah kewajiban dan ekuitas dana sama-sama mengalami 

pertumbuhan sebesar 19,3%. Aset yang memiliki pertumbuhan 

rata-rata tertinggi yakni aset lancar sebesar 59,0%, sedangkan 

pertumbuhan rata-rata terendah yakni aset tetap sebesar 16,1%. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel  3.16. berikut ini: 

 

Tabel 3.17.  

Neraca Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-Rata 

Pertum 
buhan 

1 ASET       8,129,703,271,629 6,816,897,374,558 
 

1.1. ASET LANCAR       1,073,516,191,862 407,184,807,155 
 

  Kas di Kas Daerah 464,939,523,863 982,453,590,154 960,207,238,152 467,884,067,355 146,518,325,956 124% 

  Kas di BLUD 1,356,091,195 1,797,751,191 4,312,826,688 5,873,242,513 28,403,056,173 248% 

  Kas di Bendahara 
Penerimaan 

3,463,848,402 66,093,250 14,758,700 2,714,878 0 3836% 

  Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

1,036,941,760 150,122,396 75,917,683 65,962,465 1,480,740 697% 

  Investasi Jangka Pendek 0 0 0 460,000,000,000 50,000,000,000 11% 

  Kas Lainnya 0 0 0 1,898,259,264 5,965,239,815 314% 

  Piutang:         225,544,678,491 
 

  Piutang Pajak 2,091,944,425 118,266,890,534 138,503,520,083 160,432,249,153 180,211,960,703 1210% 

  Piutang Retribusi 1,704,648,711 6,115,725,969 12,409,573,671 8,339,320,159 8,405,419,053 156% 

  Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran 

607,884,954 560,191,093 1,569,463,109 1,350,409,655 662,215,382 127% 

  Piutang Jasa Layanan     108,793,500 740,181,950 6,667,453,017 791% 

  Piutang Lainnya 35,593,234,328 120,455,726,732 9,503,442,666 1,170,944,576 38,764,210,794 765% 

  Piutang Transfer 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

0 0 0 42,988,059,625 46,244,416,000 108% 

  Penyisihan Piutang Tak 
tertagih 

  -69,226,812,304 -85,252,658,594 -99,537,716,159 -125,154,093,487 73% 

  Belanja di Bayar di Muka 190,599,571 586,976,553 1,586,944,333 746,561,782 3,692,709,604 229% 

  Persediaan 6,803,219,772 10,481,252,156 11,659,455,548 21,561,934,645 16,802,413,404 138% 

  Jumlah Aset Lancar 517,787,936,981 1,171,707,507,724 1,054,699,275,538 1,073,516,191,862 407,184,807,155 135% 

  INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

          
 

  Investasi Non Permanen 9,381,911,276 9,209,561,500 4,648,866,292 3,354,492,001 3,386,907,964 81% 

  Investasi Permanen:           
 



 

 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-Rata 

Pertum 
buhan 

  Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

227,563,573,234 284,866,812,014 306,430,652,398 473,254,814,125 488,196,154,787 133% 

  Jumlah Investasi Jangka 
Panjang 

236,945,484,510 294,076,373,514 311,079,518,690 476,609,306,126 491,583,062,751 131% 

1.2. ASET TETAP           
 

  Tanah 922,609,245,297 1,032,110,957,608 1,113,685,349,540 1,204,684,552,987 1,373,851,563,300 111% 

  Peralatan dan Mesin 266,086,739,540 306,943,608,475 371,845,267,226 442,960,318,405 547,751,143,302 113% 

  Gedung dan Bangunan 1,330,967,922,341 1,443,960,635,718 1,734,907,913,054 2,508,007,074,810 2,114,708,192,275 115% 

  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,088,206,657,726 1,245,914,257,217 1,444,701,060,419 1,712,554,468,888 1,915,647,617,676 113% 

  Aset Tetap Lainnya 56,005,875,981 28,514,373,058 22,524,522,510 51,443,283,460 53,576,970,918 110% 

  Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

154,512,066,695 272,473,247,445 571,235,744,476 374,054,685,645 1,398,313,472,634 208% 

  Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 1,760,452,761,814 
 

  Jumlah Aset Tetap 3,818,388,507,579 4,329,917,079,520 5,258,899,857,224 6,293,704,384,194 5,643,396,198,290 111% 

1.3. ASET LAINNYA           
 

  Tagihan Penjualan 
Angsuran 

11,072,402,469 10,958,971,310 8,942,618,050 7,604,443,545 7,079,004,068 88% 

  Tuntutan Ganti Rugi 1,581,130,994 741,435,585 507,958,072 463,076,853 107,564,165 67% 

  Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga 

144,555,816,000 144,555,816,000 144,555,816,000 145,500,096,000 145,500,096,000 100% 

  Aset Tak Berwujud     43,943,081,373 56,778,034,910 78,720,844,768 134% 

  Aset Lain-lain 1,856,922,000 35,602,058,186 100,718,034,184 75,527,738,139 84,175,451,237 487% 

  Penyisihan 0 0 0 0 -1,123,164,243 
 

  Amortisasi Aset Tak 
Berwujud 

0 0 0 0 -39,726,489,633 
 

  Jumlah Aset Lainnya 159,066,271,463 191,858,281,081 298,667,507,679 285,873,389,447 274,733,306,361 113% 

  JUMLAH ASET 4,732,188,200,534 5,987,559,241,839 6,923,346,159,132 8,129,703,271,629 6,816,897,374,558 112% 

2 KEWAJIBAN           
 

2.1. KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK 

          
 

  Utang PFK 230,907 465,870,066 290,292,777 25,527,467 1,956,220 50459% 

  Utang kepada pihak ketiga 3,092,485,475 272,865,600 175,198,815 52,572,577 8,027,694,915 3214% 

  Utang Jangka Pendek 
Lainnya 

- 602,798,300 8,328,616,702 2,411,899,574 11,411,890,004 628% 

  Pendapatan diterima di 
muka 

0 0 0 0 7,149,451,909 
 

  Jumlah Kewajiban 
Jangka Pendek 

3,092,716,382 1,341,533,966 8,794,108,294 2,489,999,618 26,590,993,048 499% 

2.2. KEWAJIBAN JANGKA 
PANJANG 

          
 

  Utang Dalam Negeri -         
 

  Jumlah Kewajiban 
Jangka Panjang 

-         
 

3 EKUITAS DANA           
 

3.1. Ekuitas Dana Lancar           
 

  Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) 

467,332,325,911 984,224,665,347 964,305,689,745 935,696,004,131   127% 

  Pendapatan yang 
Ditangguhkan 

3,463,848,402 66,093,250 14,758,700 2,714,878   3836% 

  Belanja dibayar Dimuka 190,599,571 586,976,553 1,586,944,333 746,561,782   130% 

  Cadangan Piutang 39,389,827,464 175,882,650,352 76,842,134,435 115,483,448,959   154% 

  Cadangan Persediaan 6,803,219,772 10,481,252,156 11,659,455,548 21,561,934,645   123% 



 

 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-Rata 

Pertum 
buhan 

  Dana yang harus 
Disediakan untuk 
Pembayaran Utang Jangka 
Pendek 

-3,092,485,475 -875,663,900 -8,503,815,517 -2,464,472,151   345% 

  Jumlah Ekuitas Dana 
Lancar 

514,087,335,646 1,170,365,973,758 1,045,905,167,244 1,071,026,192,245   127% 

3.2. Ekuitas Dana Investasi           
 

  Diinvestasikan dalam 
Investasi Jangka Panjang 

236,945,484,510 294,076,373,514 311,079,518,690 476,609,306,126   110% 

  Diinvestasikan dalam Aset 
Tetap 

3,818,388,507,579 4,329,917,079,520 5,258,899,857,224 6,293,704,384,194   93% 

  Diinvestasikan dalam Aset 
Lainnya 

159,674,156,417 191,858,281,081 298,667,507,679 285,873,389,447   94% 

  Jumlah Ekuitas Dana 
Investasi 

4,215,008,148,507 4,815,851,734,115 5,868,646,883,593 7,056,187,079,767   94% 

  JUMLAH EKUITAS DANA 4,729,095,484,153 5,986,217,707,873 6,914,552,050,838 8,127,213,272,011 6,790,306,381,510 112% 

  JUMLAH KEWAJIBAN 
DAN EKUITAS DANA 

4,732,188,200,534 5,987,559,241,839 6,923,346,159,132 8,129,703,271,629 6,816,897,374,558 112% 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015  

 

Untuk menganalisis neraca Kota Balikpapan periode tahun 2010-

2015 akan digunakan analisis rasio sebagaimana Tabel 3.17 

berikut: 

 

 

Tabel 3.18  

Analisis Rasio Keuangan Kota Balikpapan Tahun 2010 - 2015 

 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Rasio Lancar (Current Ratio) 537 167 873 120 431 15,31 

2 Rasio Quick (Quick Ratio) 528 165 866 119 422 14,68 

3 
Rasio Total Hutang Terhadap 

Total Aset 
0,0001100 0,0006535 0,0002241 0,0012702 0,0003063 0,0039 

4 Rasio Hutang Terhadap Modal 0,000104 0,000590 0,000187 0,001105 0,000271 - 

5 Rata-Rata Umur Piutang   0,59 0,68 9,85 10,72 52,90 

6 Rata-Rata Umur Persediaan   30,4167 30,4167 30,4167 30,4167 30,4167 

7 
Perputaran Total Aktiva 

(TotalAssetsTurnOver) 
0,041 0,062 0,081 0,090 0,120 0,103 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2014 (diolah)  

 

Dari tabel 3.17 diatas dapat dilihat bahwa perputaran total aktiva 

(total assets turn over) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 

mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 0,041%  di tahun 2010 

menjadi 0,120% di tahun 2014. 

 

 

 



 

 

 

1. Rasio Likuiditas 
 

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara 

kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban 

lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya. 

 

(a) Rasio Lancar (Current Ratio) 

 

 

 

 

Tabel 3.19. 

Rasio Lancar Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva Lancar 517.787.936.981 1.171.707.507.724 1.054.699.275.538 1.073.516.191.862 407.184.807.155 

Kewajiban 
Jangka Pendek 

3.092.716.382 1.341.533.966 8.794.108.294 2.489.999.618 26.590.993.048 

Rasio lancar 
(Aktiva lancar : 

Kewajiban 
jangka pendek) 

167 873 120 431 15,31 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2014 (diolah)  

 

(b) Quick Ratio 

Quick ratio merupakan rasio lancar dengan mengurangi tingkat 

persediaan dari current asset-nya 

Tabel 3.20 

Quick Ratio Kota Balikpapan 2010-2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva Lancar 517.787.936.981 1.171.707.507.724 1.054.699.275.538 1.073.516.191.862 407.184.807.154,79 

Persediaan 6.803.219.772 10.481.252.156 11.659.455.548 21.561.934.645 16.802.413.404,00 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

3.092.716.382 1.341.533.966 8.794.108.294 2.489.999.618 26.590.993.047,54 

QuickRatio ((Aktiva 
lancar - persediaan) 
: kewajiban jangka 

pendek) 

165 866 119 422 
14,68 

 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2014 (diolah)  

 

2. Rasio Solvabilitas 
Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur 

perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan 

dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini 

dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

entitas dibiayai oleh hutang yang menunjukkan indikasi tingkat 



 

 

 

keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang 

tergabung dalam Ratio Leverage adalah: 

 

 

(a) Rasio Hutang Terhadap Total Aset 

Tabel 3.21 

Rasio Total Hutang Terhadap Asset Kota Balikpapan Tahun 2010-

2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 
hutang 

3.092.716.382 1.341.533.966 8.794.108.294 2.489.999.618 26.590.993.047,54 

Total Aset 4.732.188.200.534 5.987.559.241.839 6.923.346.159.132 8.129.703.271.629 6.816.897.374.557,72 

Rasio Total 
Hutang 

Terhadap 
Total  
Aset 

0,0006535 0,0002241 0,0012702 0,0003063 0,0039 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015 (diolah)  

 

 

(b) Rasio Hutang Terhadap Modal 

 

Tabel 3.22 

Rasio Total Hutang Terhadap Modal Kota Balikpapan Tahun 2010-

2015 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

Total hutang 3.092.716.382 1.341.533.966 8.794.108.294 2.489.999.618 26.590.993.047,54 

Ekuitas Dana 
Lancar 

514.087.335.646 1.170.365.973.758 1.045.905.167.244 1.071.026.192.245  

Ekuitas Dana 
Investasi 

4.729.095.484.153 5.986.217.707.873 6.914.552.050.838 8.127.213.272.011  

Total Ekuitas 5.243.182.819.798 7.156.583.681.632 7.960.457.218.082 9.198.239.464.256  

Rasio Total 
Hutang 

Terhadap 
Modal 

0,000590 0,000187 0,001105 0,000271  

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015 (diolah)  

 

3. Rasio Aktivitas 
Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas 

tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio 

aktivitas yang digunakan antara lain: 

a. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama 

hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah 

piutang menjadi kas).  

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.23 

Rata-Rata Umur Piutang Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Saldo Awal Piutang 29.963.112.968,00 39.389.827.464,00 176.171.722.024,30 76.842.134.435,16 115.483.448.959,00 

2 Saldo Akhir Piutang 39.389.827.464,00 176.171.722.024,30 76.842.134.435,16 115.483.448.959,00 155.801.581.462,65 

3 Rata-Rata Piutang 
Pendapatan Daerah 2.929.166.205 4.103.835.197 65.338.232.103 73.421.420.121 

366.030.498.592,50 

 

4 Pendapatan Daerah 1.804.343.000.000 2.206.403.000.000 2.422.211.000.000 2.500.046.000.000 2.229.963.480.257 

5 Perputaran Piutang 616 538 37 34 6,9 

6 Rata-Rata Umur 
Piutang (365 : 
Perputaran Piutang) 

0,59 0,68 9,85 10,72 52,90 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015 (diolah)  

b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa 

lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan 

persediaan untuk memberi pelayanan publik).  

Tabel 3.24 

Rata-Rata Umur Persediaan Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Saldo Awal Persediaan 4.164.246.167 6.803.219.772 10.481.252.156 11.659.455.548 21.561.934.645 

2 Saldo Akhir Persediaan 6.803.219.772 10.481.252.156 11.659.455.548 21.561.934.645 16.802.413.404 

3 
Rata-Rata Nilai Persediaan 
((Saldo Awal Persediaan + 
Saldo Akhir Persediaan) : 2) 

5.483.732.969 8.642.235.964 11.070.353.852 16.610.695.097 19.182.174.024,5 

4 

Nilai Persediaan yang 
digunakan Dalam Satu Tahun 
(Rata-Rata Nilai Persediaan x 
12 Bulan) 

65.804.795.631 103.706.831.568 132.844.246.224 199.328.341.158 230.186.088.294 

5 

Perputaran Persediaan (Nilai 
Persediaan yang digunakan 
dalam satu tahun : Rata-Rata 
Nilai Persediaan) 

12 12 12 12 12 

6 
Rata-Rata Persediaan (365 : 
Perputaran Persediaan) 

30,4167 30,4167 30,4167 30,4167 30,4167 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015 (diolah)  

 

Tabel 3.25 

Perputaran Total Aktiva Kota Balikpapan Tahun 2010-2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pendapatan Asli 

Daerah 
237.029.000.000 352.034.000.000 470.719.000.000 754.088.000.000 578.915.818.473 

2 Aset Tetap 3.818.388.507.579 4.329.917.079.520 5.258.899.857.224 6.293.704.384.194 5.643.396.198.290 

3 Perputaran Total Aktiva 

(PAD : Aset Tetap) 
0,062 0,081 0,090 0,120 0,103 

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2010-2015 (diolah)  

 

3.1.2 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  



 

 

 

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah 

(LKPD) Pemerintah Kota Balikpapanlima tahun terakhir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.26 

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 

NO PEMERINTAH 

DAERAH  

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR 
WDP WTP WDP WTP WTP 

2 KOTA SAMARINDA TMP WDP WDP WTP WTP 

3 KOTA BALIKPAPAN TMP WDP WTP WTP WTP 

4 KOTA BONTANG WDP WDP WDP WTP WTP 

5 
KABUPATEN KUTAI 

KARTANEGARA 
TMP WTP WTP WTP WTP 

6 
KABUPATEN KUTAI 

TIMUR 
TMP WDP WDP WDP WTP 

7 
KABUPATEN KUTAI 

BARAT 
TW WDP WDP WDP WDP 

8 

KABUPATEN 

PENAJAM PASER 

UTARA 

WDP WDP WDP WDP 
 

9 KABUPATEN PASER WDP WDP WTP WTP WTP 

10 KABUPATEN BERAU WDP WDP WDP WTP WTP 

11 
KABUPATEN 

MAHAKAM ULU   
WDP TMP 

 

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2015 

Keterangan :  

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian;  

WDP : Wajar Dengan Pengecualian;   

TMP : Tidak Memberikan Pendapat; dan  

TW :Tidak Wajar 

 

 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu  

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran  

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan 

mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan 

untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan 



 

 

 

pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode 

tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan 

untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran 

pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas 

pendanaan pembangunan daerah.  

 

 

Tabel 3.27 

Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Belanja tidak 

langsung (Belanja 

Pegawai) 

447.373.463.844,18 497.913.703.093,78 593.792.435.813,65 649.441.896.540,53 694.001.022.970,37 

 Gaji dan tunjangan 276.073.085.004,88 302.192.096.797,00 319.933.782.215,00 337.796.887.699,60 366.419.861.355,00 

 Tambahan 

penghasilan PNS 
150.319.027.175,30 176.963.042.979,96 254.812.753.981,74 287.796.842.783,00 306.094.379.126,00 

 Belanja Penerimaan 

Lainnya Pimpinan 

dan Anggota DPR 

serta KDH/WKDH 

4.274.160.000,00 4.306.920.000,00 4.238.565.000,00 4.387.560.000,00 4.555.951.000,00 

 Biaya Pemungutan 

Pajak Daerah 
16.707.191.664,00 4.277.387.841,00 

  
 

 Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah  
10.174.255.475,82 13.168.635.947,91 17.624.840.148,43 15.596.765.689,37 

 Biaya Pemungutan 

Retribusi Daerah     
 

 Insentif Pemungutan 

Retribusi daerah   
1.638.698.669,00 1.835.765.909,50 1.334.065.800,00 

2 Belanja Langsung  

(Belanja Pegawai) 
104.386.265.414,20 155.760.614.729,40 185.249.418.575,20 188.307.530.008,72 257.727.146.505,57 

 Honorarium PNS 46.133.624.911,00 46.807.195.304,00 64.448.520.825,00 58.730.037.688,81 70.220.841.257,77 

 Honorarium Non 

PNS 
53.646.040.384,20 46.092.742.198,40 109.694.514.085,20 122.145.042.259,91 166.947.827.175,56 

 Uang Lembur 2.397.634.000,00 2.738.478.000,00 3.409.376.800,00 3.702.603.000,00 3.689.205.000,00 

 Belanja Pegawai 

BLUD RSKB Sayang 

Ibu 

2.208.966.119,00 3.160.480.994,00 2.872.951.865,00 3.674.747.060,00 4.557.815.040,00 

 Belanja Pegawai 

BLUD Puskesmas    
55.100.000,00 5.878.633.434,00 

 Honorarium 

Pengelolaan Dana 

Bos 6 
 

45.055.763.233,00 
  

 

 Uang Untuk diberikan 

kepada pihak 

ketiga/masyarakat 
 

11.905.955.000,00 4.824.055.000,00 
 

 

 Belanja Pegawai 

Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(JKN) 

    6.432.824.598,24 

 Total 551.759.729.258,38 653.674.317.823,18 779.041.854.388,85 837.749.426.549,25 951.728.169.475,94 

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  

 

Tabel 3.28 

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Juta Rupiah) 

 



 

 

 

No Tahun 

Total Belanja 
Untuk 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
aparatur 

Total pengeluaran 

(Belanja + 
PembiayaanPengeluaran) 

Persentase 

1 2010 477.854 1.388.536 34,41% 

2 2011 551.760 1.540.307 35,82% 

3 2012 653.674 1.689.537 38,69% 

4 2013 779.042 2.441.847 31,90% 

5 2014 837.749 2.527.155 33,15% 

6 2015 950.601 2.905.412 32,72% 

 Rata-
rata 

616.209,6 1.804.694 34,43% 

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  

 

Dari tabel 3.27 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja 

pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2015 mengalami kecenderungan peningkatan, namun masih 

relatif baik karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja 

Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam 

APBD.  

 

3.2.2. Analisa Pembiayaan 

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan 

untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja 

daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat 

berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 

penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan 

maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan 

pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran 

hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. 

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 6 tahun terakhir (2010-

2015) adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.29 

Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan (Juta Rupiah) 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pendapatan 1.243.280 1.804.343 2.206.403 2.422.211 2.498.540 2.229.965 

 Dikurangi Realisasi:       

2 Belanja Daerah 1.377.337 1.527.432 1.671.847 2.420.847 2.499.585 2.907.590 

3 Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 

11.199 12.875 17.690 21.000 27.565 30.180 

 Defisit Riil (145.256) 264.036 516.866 (19.636) (28.610) (707.805) 

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penutup defisit riil anggaran Kota Balikpapan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.30 

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan (Juta 

Rupiah) 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Sebelumnya  

145.256 - - 19.636 27.109 935.696 

2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - - 

3 Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 
- - - - - - 

4 Penerimaan pinjaman 

daerah 
- - - - - - 

5 Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 
- - - - - - 

6 Penerimaan piutang daerah - - - - - - 

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  

 

Dari data tabel 3.29 di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi defisit 

anggaran belanja daerah Kota Balikpapan seluruhnya ditutup dari 

Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 

sebelumnya. Adapun Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota 

Balikpapan Tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.30. berikut ini.  

Tabel 3.31 

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (juta rupiah) 

No Uraian 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

1 Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) 

  202,830,841,215    466,866,602,846    984,224,665,347    964,765,313,385    935,696,004,131      227,889,163,612  

  
(a)   Pelampauan 
Penerimaan PAD 

      
13,451,170,604  

      
37,029,073,667  

        
48,050,726,350  

    
115,878,790,941  

   
113,951,900,653  

       39,065,145,424  

  
(b)   Pelampauan 
Penerimaan Dana 
Perimbangan 

 (16,419,032,102)   130,783,302,872    208,132,872,690    107,654,780,471   144,757,508,443    (285,609,097,950) 

  

(c)    Pelampauan 
Penerimaan Lain-Lain 
Pendapatan Daerah 
Yang Sah 

 (62,684,683,465)     16,021,856,412            (5,262,413)  (16,313,715,528)    (3,591,127,225)     (52,494,513,000) 



 

 

 

  
(d)   Sisa 
Penghematan Belanja 
atau Akibat Lainnya 

  263,817,386,179    283,032,369,896    727,552,994,755   746,778,659,107    672,142,345,899      524,047,629,138  

  
(e)    Kewajiban 
Kepada Pihak Ketiga 
sampai dengan akhir 
tahun belum 
terselesaikan 

            

Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (diolah)  

 

3.3 Kerangka Pendanaan  

3.3.1. Proyeksi Pendapatan 

Pendapatan Daerah Kota Balikpapan untuk 5 tahun ke depan 

diperkirakan jauh lebih menurun dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh: 

1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di skala nasional, 
provinsi dan Kota Balikpapan masih belum menunjukkan 
pertumbuhan yang berarti. Pada tahun 2015 pertumbuhan 
melambat menjadi 1,31 persen dan diperkirakan pada tahun 
selanjutnya masih akan mengalami perlambatan. 

2. Penerimaan dari sektor Dana Bagi Hasil pada tahun 2015 
mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 dan 250 Tahun 
2015 bahwa DBH Kota Balikpapan untuk triwulan IV tahun 
anggaran 2015 tidak disalurkan sebesar Rp283 Milyar. 

3. Pada tahun anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Rincian APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016  
bahwa Dana Perimbangan yang telah dialokasikan pada APBD 
2016 mengalami penurunan sebesar Rp446,84 Milyar. 
Penurunan tersebut berdampak pada dilakukannya 
rasionalisasi terhadap belanja daerah pada APBD Tahun 
Anggaran 2016, baik pada kegiatan yang sedang berjalan 
maupun kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. 

4. Akibat rasionalisasi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan 
diperkirakan akan memiliki kewajiban hutang kepada pihak 
ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 
anggaran 2016 namun tidak alokasi anggarannya. 

5. Kondisi keuangan pada tahun anggaran 2015 dan 2016 
tersebut secara berkelanjutan akan mempengaruhi 
pendapatan daerah sampai dengan akhir masa RPJMD tahun 
2016-2021. 

6. Di sektor PAD, kondisi menurunnya Dana Bagi Hasil kepada 
Kota Balikpapan yang berakibat berkurangnya belanja daerah 
(investasi pemerintah) diperkirakan akan mempengaruhi 
perekonomian masyarakat sehingga dapat berdampak pada 
target pendapatan asli daerah. 



 

 

 

Proyeksi pendapatan daerah Kota Balikpapan sampai dengan 5 

tahun ke depan adalah sebagai berikut:        

 

 

 

Tabel 3.32 

Proyeksi Pendapatan Kota Balikpapan Tahun 2015-2021 

No URAIAN APBD 2016 PROYEKSI 2017 PROYEKSI 2018 PROYEKSI 2019 PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 

4. 
PENDAPATAN 
DAERAH 

            

4.1. 
Pendapatan Asli 
Daerah 

                  
555,915,503,000  

                  
613.458.483.101  

                  
576,532,327,828  

                  
601,330,020,144  

                  
621,997,558,737  

                  
635,023,188,679  

4.1.1. Pajak Daerah 
                  

382,567,098,263  
                  

419.000.000.000  
                  

419,660,051,982  
                  

443,186,020,679  
                  

461,884,068,713  
                  

472,746,293,954  

4.1.2. Retribusi Daerah 
          

59,983,859,440  
                     

68.015.943.947  
                     

63,872,275,846  
                     

68,143,999,465  
                     

72,113,490,024  
                     

74,276,894,725  

4.1.3. 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

                     
23,500,000,000  

                     
26.462.712.245  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

4.1.4. 
Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

                     
89,864,545,297  

                     
99.979.826.908  

                     
73,000,000,000  

                     
70,000,000,000  

                     
68,000,000,000  

                     
68,000,000,000  

    
                                               

-  
          

4.2. Dana Perimbangan 
               

1,502,367,507,000  
                  

966,830.705.000  
                  

966,898,857,000  
                  

968,000,000,000  
                  

968,000,000,000  
                  

968,500,000,000  

4.2.1. 
Dana Bagi Hasil 
Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

               
1,027,855,700,000  

                  
480.808.641.000  

                  
575,000,000,000  

                  
575,000,000,000  

                  
575,000,000,000  

                  
575,000,000,000  

4.2.2. Dana Alokasi Umum 
                  

391,898,857,000  
                  

396.100.197.000  
                  

391,898,857,000  
                  

393,000,000,000  
                  

393,000,000,000  
            

393,500,000,000  

4.2.3. 
Dana Alokasi 
Khusus 

                     
82,612,950,000  

                                               
89.921.867.000 

        

                

4.3. 
Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah yang Sah 

                  
483,837,637,000  

   
286.287.341.000  

                  
305,395,700,000  

                  
302,500,000,000  

                  
302,000,000,000  

                  
301,000,000,000  

4.3.1. Pendapatan Hibah 
                       

3,000,000,000  
                     

3.000.000.000 
                                               

-  
                                               

-  
                                               

-  
  

4.3.3. 
Dana Bagi Hasil 
Pajak dari Provinsi 
dan Pemda lainnya 

                  
214,503,937,000  

                  
191.805.202.000  

                  
180,000,000,000  

                  
179,000,000,000  

                  
179,000,000,000  

                  
178,500,000,000  

4.3.4 
Dana Penyesuaian 
dan Otonomi 
Khusus 

     
125,395,700,000  

                  
91.482.139.000  

                  
125,395,700,000  

                  
123,500,000,000  

                  
123,000,000,000  

                  
122,500,000,000  

4.3.5. 
Bantuan Keuangan 
dari Provinsi atau 
Pemda Lainnya 

                  
140,938,000,000  

                                               
-  

                                               
-  

                                               
-  

                                               
-  

  

  
Jumlah 
Pendapatan  

               
2,542,120,647,000  

               
1.866.576.529.101  

               
1,848,826,884,828  

               
1,871,830,020,144  

               
1,891,997,558,737  

               
1,904,523,188,679  

                



 

 

 

No URAIAN APBD 2016 PROYEKSI 2017 PROYEKSI 2018 PROYEKSI 2019 PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 

5. 
BELANJA 
DAERAH 

            

5.1. 
Belanja Tidak 
langsung 

                  
996,529,968,282  

                  
818.786.090.000  

               
1,069,585,000,000  

               
1,072,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

5.1.1. Belanja Pegawai 
                  

786,240,848,282  
                  

735.681.090.000  
                  

980,000,000,000  
                  

983,000,000,000  
                  

985,000,000,000  
                  

985,000,000,000  

5.1.3. Belanja Subsidi 
              

800,000,000  
                       

1,000,000,000  
                       

1,000,000,000  
                       

1,000,000,000  
                       

1,000,000,000  
                       

1,000,000,000  

5.1.4. Belanja Hibah 
                  

192,404,120,000  
                     

70.020.000.000  
                     

75,000,000,000  
                     

75,000,000,000  
                     

75,000,000,000  
                     

75,000,000,000  

5.1.5. 
Belanja Bantuan 
Sosial 

                       
8,500,000,000  

                       
6.000,000,000  

                       
7,500,000,000  

                       
7,500,000,000  

                       
7,500,000,000  

                       
7,500,000,000  

5.1.7. 
Belanja Bantuan 
Keuangan kpd 
Prov/Kab/Kota 

                       
1,085,000,000  

                       
1,085,000,000  

                       
1,085,000,000  

                       
1,085,000,000  

                       
1,085,000,000  

                       
1,085,000,000  

5.1.8. 
Belanja Tidak 
Terduga 

                       
7,500,000,000  

                       
5,000,000,000  

                       
5,000,000,000  

                       
5,000,000,000  

                       
5,000,000,000  

                       
5,000,000,000  

                

5.2. Belanja Langsung 
               

2,115,805,151,718  
                  

1.031.790.439.101  
                  

759,241,884,828  
                  

779,245,020,144  
                  

797,412,558,737  
                  

809,938,188,679  

5.2.1. Belanja Pegawai             

5.2.2. 
Belanja Barang dan 
Jasa 

            

5.2.3 Belanja Modal             

                

  Jumlah Belanja  
               

3,112,335,120,000  
               

1.850.576.529.101  
               

1,828,826,884,828  
               

1,851,830,020,144  
   

1,871,997,558,737  
               

1,884,523,188,679  

  Surplus / (Defisit) 
                 

(570,214,473,000) 
                     

16,000,000,000  
                     

20,000,000,000  
                     

20,000,000,000  
                     

20,000,000,000  
                     

20,000,000,000  

6. 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

            

6.1. 
Penerimaan 
Pembiayaan 

                  
595,714,473,000  

                                               
-  

        

6.1.1. 

Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Anggaran 
Sebelumnya 
(SILPA) 

                  
595,714,473,000  

                                               
-  

        

  
Jumlah 
Penerimaan 
Pembiayaan 

                  
595,714,473,000  

          

                

6.2. 
Pengeluaran 
Pembiayaan 

               
25,500,000,000  

                     
16,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

6.2.2. 
Penyertaan Modal 
(Investasi) 
Pemerintah Daerah 

                     
25,500,000,000  

                     
16,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

  
Jumlah 
Pengeluaran 
Pembiayaan 

                     
25,500,000,000  

                     
16,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

  Pembiayaan Neto 
          

570,214,473,000  
                   

(16,000,000,000) 
                   

(20,000,000,000) 
                   

(20,000,000,000) 
                   

(20,000,000,000) 
                   

(20,000,000,000) 



 

 

 

No URAIAN APBD 2016 PROYEKSI 2017 PROYEKSI 2018 PROYEKSI 2019 PROYEKSI 2020 PROYEKSI 2021 

6.3. 

Sisa Lebih 
Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 

                                               
-  

                                               
-  

                                               
-  

                                               
-  

                                              
-  

                                               
-  

Sumber: Data Diolah 

3.3.2. Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA)  

Dalam menentukan proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran 

(SILPA) pada lima tahun kedepan didasarkan pada kondisi APBD 

Kota Balikpapan tahun anggaran 2015 dan 2016. Pada tahun 

anggaran 2015 dan 2016 kondisi pendapatan daerah mengalami 

penurunan yang sangat signifikan sehingga dalam proses 

penyusunan Perubahan APBD TA 2016 telah dilakukan 

rasionalisasi belanja dengan memanfaatkan sisa anggaran hasil 

lelang pada tahun berjalan. Dengan demikian sisa lelang tersebut 

tidak dapat direncanakan sebagai penerimaan SILPA pada tahun 

2017. Secara berkelanjutan kondisi tersebut diproyeksikan akan 

tetap terjadi pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena 

itu hingga tahun 2021, proyeksi SILPA yang direncanakan bernilai 

nihil, sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 3.33 

Proyeksi Pembiayaan Anggaran Tahun 2016-2021 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Anggaran Pendapatan   
               

2,542,120,647,000  
               

1,866.576.529.101  
               

1,848,826,884,828  
               

1,871,830,020,144  
               

1,891,997,558,737  
               

1,904,523,188,679  

 Anggaran Belanja:  
      

 Anggaran Belanja 
Tidak langsung  

       
996,529,968,282  

                  
818.786.090.000  

               
1,069,585,000,000  

               
1,072,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

 Anggaran Belanja 
Langsung  

               
2,115,805,151,718  

                  
1.031.790.439.101  

                  
759,241,884,828  

                  
779,245,020,144  

                  
797,412,558,737  

                  
809,938,188,679  

 Jumlah Anggaran 
Belanja  

               
3,112,335,120,000  

               
1.850.576.529.101  

               
1,828,826,884,828  

               
1,851,830,020,144  

               
1,871,997,558,737  

               
1,884,523,188,679  

  
      

 Realisasi Pendapatan  
               

2,542,120,647,000  
               

1,866.576.529.101 
               

1,848,826,884,828  
               

1,871,830,020,144  
               

1,891,997,558,737  
               

1,904,523,188,679  

 Realisasi Belanja:  
      

 Belanja Tidak 
Langsung  

                  
996,529,968,282  

                  
818.786.090.000 

               
1,069,585,000,000  

               
1,072,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

               
1,074,585,000,000  

 Belanja Langsung  
               

2,115,805,151,718  
                  

1.031.790.439.101 
                  

759,241,884,828  
                  

779,245,020,144  
                  

797,412,558,737  
                  

809,938,188,679  

 Jumlah Belanja  
               

3,112,335,120,000  
               

1.850.576.529.101 
               

1,828,826,884,828  
               

1,851,830,020,144  
               

1,871,997,558,737  
               

1,884,523,188,679  

 Surplus (Defisit)   
                 

(570,214,473,000) 
                     

16,000,000,000  
                     

20,000,000,000  
                     

20,000,000,000  
           

20,000,000,000  
                     

20,000,000,000  

 Penerimaan 
Pembiayaan SILPA 
Tahun Sebelumnya   
 

                  
595,714,473,000  

                                               
-  

        

 Jumlah Pengeluaran 
Daerah  

                     
25,500,000,000  

                     
16,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

                     
20,000,000,000  

 Pengurangan SILPA 
dan Pengeluaran 
Daerah  

           
570,214,473,000  

                   
(16,000,000,000) 

                   
(20,000,000,000) 

                   
(20,000,000,000) 

                   
(20,000,000,000) 

                   
(20,000,000,000) 

 SiLPA   0 0 0 0 0 0 

Sumber: Data Diolah 



 

 

 

 

3.3.3. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta 

prioritas utama 

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat 

dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan 

pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda 

sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah 

daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, 

bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak 

jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja 

periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar 

setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah 

yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium 

tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.  

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama 

menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja 

dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan 

analisis kerangka pendanaan. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.34 

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota 

Balikpapan 

 Tahun 2010-2015 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

1 Belanja tidak langsung 387.641.248.826,20 430.666.272.180,18 483.462.059.776,96 578.985.101.196,74 629.981.290.482,60 677.070.191.481,00 11,88% 

  Gaji dan tunjangan 247.777.678.613,20 276.073.085.004,88 302.192.096.797,00 319.933.782.215,00 337.796.887.699,60 366.419.861.355,00 8,16% 

  Tambahan penghasilan PNS 135.737.750.213,00 150.319.027.175,30 176.963.042.979,96 254.812.753.981,74 287.796.842.783,00 306.094.379.126,00 18,35% 

  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan 
dan Anggota DPR serta KDH/WKDH 

4.125.820.000,00 4.274.160.000,00 4.306.920.000,00 4.238.565.000,00 4.387.560.000,00                                 
4.555.951.000,00  

2,03% 

2 Belanja Langsung 88.955.124.098,00 121.004.792.342,00 143.690.951.422,00 155.513.022.220,00 160.033.936.635,81 190.813.004.627,93 17,03% 

  Honorarium PNS 30.176.647.835,00 46.133.624.911,00 46.807.195.304,00 64.448.520.825,00 58.730.037.688,81                              
70.220.841.257,77  

20,54% 

  belanja jasa kantor 36.651.953.799,00 41.510.166.318,00 63.472.981.576,00 56.260.036.654,00 62.554.822.083,00 74.274.588.364,16 16,94% 

  *belanja air 495.454.757,00 781.440.240,00 604.377.784,00 981.143.915,00 1.172.662.600,00 1.242.094.421 24,57% 

  *belanja listrik 14.232.483.597,00 20.726.113.422,00 20.948.305.056,00 21.504.252.903,00 24.335.025.883,00 32.008.833.991 18,81% 

  *belanja surat kabar 672.087.145,00 817.004.406,00 900.040.719,00 1.206.856.753,00 1.372.535.628,00 1.514.848.420 17,98% 

  *belanja kawat/aksimil/internet 1.711.736.290,00 3.038.311.263,00 2.629.781.317,00 3.300.243.778,00 3.067.218.438,00 3.470.118.434 19,12% 

  *belanja sewa gedung 1.128.899.050,00 3.367.463.457,00 3.236.398.466,00 4.936.599.592,00 3.682.280.450,00 2.945.014.500,00 40,30% 

  Belanja sewa perlengkapan 3.885.861.625,00 4.630.668.325,00 5.091.871.200,00 2.875.367.800,00 5.119.353.865,00                      
5.136.665.240,00  

12,80% 

3 Pembiayaan pengeluaran 16.365.816.979,00 12.875.000.000,00 17.691.000.000,00 31.590.000.000,00 36.460.000.000,00                              
30.180.000.000,00  

18,57% 

  penyertaan modal (investasi) daerah 12.551.000.000,00 12.875.000.000,00 17.691.000.000,00 31.590.000.000,00 36.460.000.000,00                              
30.180.000.000,00  

23,35% 

  pembayaran pokok utang 3.814.816.979,00 - - - - - 0,00% 



 

 

 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

  Total 492.962.189.903,20 564.546.064.522,18 644.844.011.198,96 766.088.123.416,74 826.475.227.118,41 898.063.196.108,93 12,82% 

Sumber: BPKAD Kota Balikpapan



 

 

Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan 

pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas 

utama selama tahun 2010-2015 dapat dijelaskan antara lain:  

1. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja 

periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat 

serta prioritas utama periode tahun 2010-2015 adalah sebesar 

11,88 %. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena belanja 

tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja 

periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat 

serta prioritas utama cenderung meningkat.  

2. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung pada 

pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat 

sebesar 11,88 %. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja 

tidak langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni 

unsur belanja Tambahan penghasilan PNS yang mencapai 18,35 

%.  

3. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung pada pengeluaran 

periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 

77,03%. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja langsung 

dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja 

sewa gedung sebesar 40,30% diantara unsur-unsur yang lain.  

 

3.3.4. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat  

Tabel 3.35  

Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Balikpapan Tahun 2015-

2021 

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Belanja tidak 
langsung 

692,046,868,191 763,812,445,184 831,786,314,309 891,152,478,150 960,380,425,699 1,027,037,850,702  1,078,389,743,237  

 
Gaji dan tunjangan 363,924,440,681 383,376,309,156 403,352,428,265 425,401,783,670 447,161,703,751 467,193,333,301    490,552,999,966  

 
Tambahan 
penghasilan PNS 

323,709,457,011 376,004,622,628 423,951,302,574 461,200,458,905 508,647,260,122 555,224,052,998    582,985,255,648  

 

Belanja 
Penerimaan 
Lainnya Pimpinan 
dan Anggota DPR 
serta KDH/WKDH 

4,412,970,500 4,431,513,400 4,482,583,470 4,550,235,576 4,571,461,826 4,620,464,403      4,851,487,623  

2 Belanja Langsung 186,839,321,830 197,820,018,147 210,654,779,968 226,593,094,862 243,468,362,666 255,684,463,011 268,468,686,162  

 
Honorarium PNS 71,885,707,999 76,629,119,914 83,824,427,264 88,098,831,270 97,036,516,755 102,026,319,301   107,127,635,266  

 
belanja jasa kantor 72,056,674,157 77,223,393,013 79,302,819,610 87,705,790,156 93,033,124,284 97,594,949,463   102,474,696,936  

 
*belanja air 1,273,251,668 1,428,147,543 1,673,810,883 1,798,048,985 1,964,583,931 2,153,338,393    2,261,005,313  

 
*belanja listrik 26,644,203,388 27,398,450,358 29,578,119,844 31,655,357,983 33,194,605,688 34,901,461,120       36,646,534,176  

 
*belanja surat 
kabar 

1,530,929,724 1,735,577,110 1,947,731,712 2,112,163,606 2,308,604,939 2,506,582,496       2,631,911,621  

 

*belanja 
kawat/aksimil/intern
et 

3,641,327,260 3,628,417,146 3,954,904,130 4,079,577,974 4,375,777,772 4,512,019,412       4,737,620,383  

 
*belanja sewa 
gedung 

5,273,097,884 5,376,313,221 5,885,836,263 6,108,577,316 6,904,820,660 7,108,441,963      7,463,864,061  

 
Belanja sewa 
perlengkapan 

4,534,129,750 4,400,599,842 4,487,130,261 5,034,747,574 4,650,328,637 4,881,350,865      5,125,418,408  

3 
Pembiayaan 
pengeluaran 

40,667,373,208 50,162,798,567 57,520,525,458 62,949,294,291 70,501,520,554 78,096,739,540   82,001,576,517  

 
penyertaan modal 
(investasi) daerah 

42,193,300,000 51,383,540,000 59,260,082,000 65,256,495,600 73,308,615,480 81,111,482,584    85,167,056,713  

 
pembayaran pokok 
utang 

            
                                                

-   

 
Total 919,553,563,229 1,011,795,261,897 1,099,961,619,735 1,180,694,867,304 1,274,350,308,920 1,360,819,053,253 1,428,860,005,916  

Sumber: Data Diolah 

 

 



 

 

 

3.3.5. Penghitungan Kerangka Pendanaan 

 

Tabel 3.36 

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Kota Balikpapan  

Tahun 2016-2021 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pendapatan 2,542,120,647,000 1,839,062,864,446 1,848,826,884,828 1,871,830,020,144 1,891,997,558,737 1,904,523,188,679 

2 
Pencairan Dana 
Cadangan 

            

3 

Belanja dan 
Pengeluaran 
Pembiayaan yang 
Wajib dan Mengikat 

1,011,795,261,897 1,099,961,619,735 1,180,694,867,304 1,274,350,308,920 1,360,819,053,253 1,428,860,005,916 

4 Pembiayaan  570,214,473,000 20,000,000,000.00  20,000,000,000  20,000,000,000  20,000,000,000  20,000,000,000  

5 Kapasitas Riil 
Kemampuan 
Keuangan 

2,100,539,858,103 759,101,244,711 688,132,017,524 617,479,711,224 551,178,505,484 495,663,182,763 

Sumber: Data Diolah 

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan 
keuangan daerah  Pemerintah Kota Balikpapan diproyeksikan 
menurun sepanjang tahun 2016-2021 dari Rp2,100,539,858,103,- 
pada tahun 2016 menjadi Rp495,663,182,763,- pada tahun 2021 
atau menurun 21% per tahun. 

Penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kota 

Balikpapan tersebut, disebabkan salah satunya penerimaan dana 

bagi hasil mengalami penurunan yang signifikan, kondisi tersebut 

akan mempengaruhi proyeksi pendapatan daerah tahun-tahun 

berikutnya. Dan diperkirakan akan mempengaruhi pula 

perekonomian masyarakat sehingga dapat berdampak pada target 

pendapatan asli daerah. Namun Pemerintah Kota Balikpapan tetap 

optimis dengan upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) melalui intensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah.  

Kapasitas riil keuangan Kota Balikpapan tersebut akan dioptimalkan 

untuk membiayai kegiatan prioritas dalam rangka mewujudkan 

pencaian visi dan misi lima tahun ke depan. Komposisi pemanfaatan 

kapasitas riil tersebut dipersentasikan sebagaimana dalam tabel 3.37 

berikut: 

Tabel 3.37 

Analisis Pemanfaatan  Kapasitas Riil Keuangan Kota Balikpapan  

No Misi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Misi I 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2 Misi II 20% 10% 20% 20% 20% 20% 

3 Misi III 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

4 Misi IV  10% 20% 15% 15% 15% 15% 

5 Misi V 10% 10% 5% 5% 5% 5% 

Sumber: Data Diolah 

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan 

keuangan daerah  Pemerintah Kota Balikpapan bersifat dinamis, namun 

akan diarahkan secara optimal untuk mewujudkan prioritas-prioritas 

kegiatan yang mendukung pencapaian visi Kota Terkemuka yang Nyaman 

Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman.  
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BAB IV 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 

 

Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan 

pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting 

dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan 

pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi 

masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis 

merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya 

yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. 

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan 

yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak 

ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan 

tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan 

bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka 

menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. 

 

4.1 Permasalahan Pembangunan 

Pembangunan daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat 

yang semakin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan 

pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan 

pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan dibuat.  

Berikut ini disajikan permasalahan permbangunan berdasarkan 

urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar 

1. Pendidikan: 

• Standar sumber daya, sarana prasarana dan proses pendidikan 

perlu ditingkatkan. 

• Peningkatan mutu sekolah belum optimal (pemenuhan Standar 

Nasional Pendidikan, Sertifikasi ISO). 

• Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu 

ditingkatkan. 

• Tingkat ketersediaan database pendidikan masih perlu 

ditingkatkan, termasuk database terpilah berdasarkan gender. 

• Masih ada sekolah yang menerapkan double shift dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama pada 

sekolah-sekolah yang diminati masyarakat. 
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2. Kesehatan: 

• Akses seluruh lapisan masyarakat terhadap tingkat pelayanan 

kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan. 

• Rasio tenaga medis terhadap satuan penduduk perlu 

ditingkatkan. 

• Masih kurangnya Puskesmas Pembantu sebanyak 17 unit  

dalam periode 2015-2020 berdasarkan Standar SNI 03-1733-

2004, yaitu 1 Pustu = 30.000 Penduduk. 

• Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 14 

kasus (124/100.000 KH) dengan perhitungan jumlah kelahiran 

hidup di kota Balikpapan sebanyak 11.312 KH tahun 2014 

(LAKIP Kota Balikpapan 2014). 

• PHBS masyarakat perlu ditingkatkan. 

• Belum tersedianya ruang laktasi dan ruangan khusus untuk 

santun lansia pada seluruh Puskesmas karena keterbatasan 

ruangan dan lahan pada setiap pembangunan Puskesmas. 

• Koneksi jaringan internet Puskesmas ke jaringan internet 

Pemerintah Kota perlu ditingkatkan. 

• Peran serta segenap stakeholder terhadap peningkatan 

kesehatan belum optimal. 

 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 

• Penyediaan sumber air baku belum memadai untuk 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. 

• Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum, air 

limbah, drainase dan persampahan. 

• Prasarana pengendali banjir masih perlu ditingkatkan karena 

titik banjir masih mencapai 42 titik (LAKIP Kota Balikpapan 

2014). 

• Kemantapan dan kondisi jalan perlu dijaga dan lebih 

ditingkatkan, termasuk pengembangan akses jalan untuk 

dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft. 

• Peningkatan kapasitas ruas jalan dan kapasitas simpang belum 

optimal. 

• Kepastian hukum akan penggunaan ruang perlu dioptimalkan. 

• Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang 

kota  dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang 

yang berlaku masih perlu ditingkatkan. 

 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: 

• Penataan dan penyediaan hunian vertikal serta permukiman 

yang layak dengan akses sanitasi yang memadai perlu lebih 

ditingkatkan. 

• Masih ada kawasan permukiman kumuh. 

 

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat: 

• Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan.  

• Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan. 

• Jumlah kelurahan sadar hukum perlu ditingkatkan. 
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• Penegakan Perda dan Peraturan Walikota perlu ditingkatkan. 

• Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana perlu 

ditingkatkan. 

 

6. Sosial: 

• Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

belum optimal. 

• Kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan stakeholders 

dalam memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial perlu ditingkatkan. 

• Ketiadaan panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola 

Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka pelayanan dan 

perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (catatan: Perlu mencermati peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena dalam 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Subbidang 

Rehabilitasi Sosial, kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

diatur sebagai berikut: “Rehabilitasi sosial bukan/tidak 

termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang 

dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno 

Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada 

panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum”). 

 

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja: 

• Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi. 

• Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan 

sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu 

ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah. 

• Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian 

tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional 

belum dimiliki semua tenaga kerja. 

• Kualitas lembaga pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar dapat 

mencapai dan menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

• Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor 

PDRB, yang belum dan sudah bersertifikasi) 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak: 

• Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 

Pemberdayaan Gender perlu ditingkatkan. 

• Upaya untuk menekan pengaruh negatif globalisasi terhadap 

anak dan remaja perlu ditingkatkan. 

• Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja perlu ditingkatkan. 

• Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga 

dalam rangka kesetaraan gender perlu ditingkatkan. 
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• Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender 

dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kota perlu 

dioptimalkan. 

 

3. Pangan: 

• Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai 

dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan. 

• Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat 

perlu lebih dioptimalkan. 

4. Pertanahan: 

• Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi 

dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai 

peruntukan berdasarkan rencana tata ruang. 

• Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk 

pembangunan demi kepentingan umum. 

5. Lingkungan Hidup: 

• Koordinasi pengawasan bagi setiap kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan belum 

optimal. 

• Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

perlu ditingkatkan. 

• Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. 

• Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan 

sampah secara mandiri perlu ditingkatkan. 

• Pengembangan IPAL komunal dan prasarana air limbah 

individual pada kawasan permukiman perlu ditingkatkan. 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

• Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya 

kepemilikan akte kelahiran. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 

• Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan 

dan RT perlu ditingkatkan. 

• Inovasi dan pemanfaatan TTG perlu ditingkatkan. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 

• Laju pertumbuhan penduduk (WNI) cenderung meningkat. 

• Migrasi netto cenderung meningkat. 

• Jumlah peserta KB baru perlu ditingkatkan. 

• Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta 

anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB 

perlu ditingkatkan. 

• Masih terdapatnya perkawinan usia muda. Upaya untuk 

menekan perkawinan usia muda perlu ditingkatkan, karena  

menikah pada usia remaja (15-19 tahun) mempunyai berbagai 

risiko fisik, psikis dan finansial (Data Profile Kependudukan 

2014: Dari 1.000 penduduk Balikpapan usia 15+ terdapat 601 

orang berstatus kawin. Artinya, lebih dari separuh penduduk 

usia 15 tahun keatas sudah menikah). 
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9. Perhubungan: 

• Pengembangan sarana angkutan umum massal yang efektif, 

efisien dan terintegrasi belum optimal. 

• Sistem perparkiran off street berupa pelataran parkir dan 

gedung parkir belum optimal. 

• Penurunan jumlah Angkutan Kota belum optimal. 

10. Komunikasi dan Informatika: 

• Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) belum optimal. 

• Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam 

pelaksanaan e-Goverment untuk meningkatkan pelayanan 

publik mendukung Balikpapan Cyber City belum optimal. 

• Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian 

keterbukaan informasi perlu ditingkatkan. 

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah: 

• Penguatan modal koperasi perlu ditingkatkan sehingga tidak 

hanya bergantung pada simpanan anggota. 

• Partisipasi anggota koperasi masih perlu ditingkatkan. 

• Jumlah SDM pembina koperasi perlu ditingkatkan.  

• Ketersediaan bahan baku industri yang tersedia di Kota 

Balikpapan masih terbatas.  

• Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru 

oleh pelaku UMKM lain.  

• Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha 

cenderung memanfaatkan tempat tinggal.  

• Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri 

karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK)   

• Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga 

keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek 

legalitas usaha. 

• Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan. 

12. Penanaman Modal: 

• Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama 

berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan. 

• Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi 

belum memadai. 

• Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat 

menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan 

perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal. 

13. Kepemudaan dan Olah Raga: 

• Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda 

perlu ditingkatkan. 

• Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba belum optimal. 

• Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan. 
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• Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu 

ditingkatkan. 

14. Statistik: 

• Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, 

valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.  

• Ketersediaan data terpilah berdasarkan gender perlu 

ditingkatkan. 

15. Persandian:  

Lemahnya keamanan jaringan dan komunikasi 

16. Kebudayaan: 

• SDM Kesenian perlu ditingkatkan. 

• Sarana pemasaran produk seni budaya daerah belum 

opmtimal. 

• Pengelolaan keragaman budaya dan seni yang berciri khas Kota 

Balikpapan belum optimal. 

17. Perpustakaan: 

• Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan. 

• Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal. 

18. Kearsipan. 

• Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan 

profesional perlu ditingkatkan. 

• Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih perlu 

ditingkatkan. 

• Budaya tertib arsip di jajaran aparatur pemerintah daerah dan 

masyarakat perlu ditingkatkan. 

 

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 

1. Perikanan: 

• Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu 

ditingkatkan. 

• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan 

perikanan budidaya perlu ditingkatkan. 

• Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan. 

2. Pariwisata: 

• Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah 

Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. 

• Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata. 

• Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim. 

• Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata belum 

optimal. 

• Belum tersedianya data asal negara wisatawan mancanegara. 

3. Pertanian: 

• Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal. 

• Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena 

meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya 

konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi 

kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya < 0,5 

hektar. Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala 
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usaha yang tidak efisien dan rentan dalam kemandirian 

pangan karena lebih bersifat subsisten. 

• Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian 

didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda 

dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian. 

• Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan 

masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya 

produktivitas sektor pertanian. 

• Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan  lamban untuk 

meningkatkan produktivitas. 

• Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca 

panen. 

• Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani 

yang masih berusaha tani sendiri serta pendidikan dan 

keterampilan yang rendah. 

• Langkanya dokumen kepemilikan lahan.  

• Terbatasnya modal kerja dan kesulitan mengakses dana 

perbankan karena tidak terpenuhi persyaratan agunan. 

4. Kehutanan: 

• Ketersediaan dan kelestarian Taman Hutan Raya perlu 

ditingkatkan. 

5. Energi dan Sumber Daya Mineral: 

• Keterbatasan daya listrik untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

sehingga koordinasi dan kerjasama penyediaan daya listrik 

perlu ditingkatkan. 

• Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi belum 

optimal, misalnya PLTS skala mikro. 

6. Perdagangan: 

• Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan belum optimal. 

• Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring 

dengan pertumbuhan penduduk. 

• Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan. 

• Belum valid dan up to date ketersediaan data mengenai jenis, 

jumlah/banyaknya, nilai dan tujuan negara ekspor.  

• Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu 

ditingkatkan. 

7. Perindustrian: 

• Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan 

belum optimal. 

• Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan 

daya saing industri perlu ditingkatkan. 

• Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri 

besar masih perlu ditingkatkan. 

• Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang 

mengolah bahan mentah menjadi produk turunan dengan nilai 

tambah tinggi. 

• Kontribusi sektor industri terhadap PDRB perlu ditingkatkan. 
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4.2 Isu Strategis 

4.2.1 Isu Strategis Internasional 

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs) 

Pada 25-27 September 2015 dunia menyepakati 17 program 

pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals 

(SDGs). Secara garis besar, 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan 

dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan 

ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance. 

Pilar pembangunan manusia lekat dengan penyediaan pelayanan 

dasar sehingga tujuan SDGs yang dapat dikelompokkan dalam 

beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang 

sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan 

inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri 

kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan 

semua perempuan dan anak perempuan. 

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain 

memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai akses 

universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, 

memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil 

tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, 

mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola 

ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati. 

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak 

untuk semua, membangun infrstruktur, mempromosikan 

industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong 

inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, 

ulet, dan berkelanjutan. 

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi 

kesenjangan dalam dan antar negara, memastikan masyarakat stabil 

dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi 

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 

Tujuan-tujuan SDGs tersebut mempunyai sejumlah target yang akan 

dicapai, dan untuk itu diperlukan strategi serta indikator pencapaian 

SDGs tersebut. Berikut akan diuraikan strategi yang perlu dilakukan 

dan (calon) indikator yang dapat digunakan. 

1. Menghapus  kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun;  

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan 

perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;  

3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan 

bagi semua orang di semua usia;  

4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta 

mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;  

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua 

perempuan dan anak perempuan;  

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi 

yang berkelanjutan bagi semua;  
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7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan dan modern bagi semua;  

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan 

inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta 

pekerjaan yang layak bagi semua;  

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan 

industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan 

mengembangkan inovasi;   

10. Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara Negara-negara;  

11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, 

tangguh dan berkelanjutan;  

12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;  

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim 

dan dampak-dampaknya;  

14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan 

samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang 

berkelanjutan;  

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan 

berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan 

degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati; 

16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap 

keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, 

akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;  

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan  

global untuk pembangunan berkelanjutan.   

 
4.2.1.2 ASEAN Economic Community (AEC) 

Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi 

ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari 

perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:  

a) Pasar tunggal dan produksi dasar;  
b) Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif;    
c) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan; dan  
d) Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian 

global.  

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya 

manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi 

mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan; langkah-langkah 

pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan 

konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui 

e-ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk 

mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan 

sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan 

mengubah ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, 

Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.  
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Pemberlakuan AEC akan mengakibatkan Barang, jasa, dan tenaga 

kerja semakin mudah untuk lalu lalang di negara anggota ASEAN. 

Bagi Indonesia, kesepakatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. 

Jika diolah dan dikelola dengan baik, produk dan tenaga kerja 

Indonesia berpotensi merajai pasar Asia Tenggara. Sebaliknya, jika 

tak siap berkompetisi, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi 

negara anggota ASEAN lain.  

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka 

Menghadapi Masyarakat  Ekonomi Association Of Southeast Asian 

Nations, terdapat 11 sektor dan subsektor ekonomi nasional dan 

daerah yang harus dikembangkan secara intensif.    

Asean Economic Community ini harus menjadi sebuah prospek baru 

untuk membuka potensi perekonomian Kota Balikpapan melalui arus 

investasi. Selain itu, penguatan pasar lokal dan regional menjadi 

perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi 

pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan 

pengusaha asing. 

4.2.2 Isu/ Kebijakan Strategis Nasional 

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal 

lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang 

dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019.   

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden 

dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih 

pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai 

permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas 

untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam 

penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka 

panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk 

memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM 

Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”  

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. 

Tanggungjawab untuk  membangun bangsa harus dilakukan dengan 

cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam 

kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu 

bahu membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan 

dan tantangannya ke depan. 

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa 

untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang 

terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan 

sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara 

merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang 

berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan 
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kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, 

untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan 

kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, 

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.  

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi 

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian 

aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh 

dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan 

kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.  

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap 

aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, 

maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu 

bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi 

semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam 

kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan 

politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian 

sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa 

mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam 

menghadapi berbagai tantangan.  

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi 

sebagai berikut:  

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan 

demokratis berlandaskan Negara Hukum.  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati 

diri sebagai negara maritim.  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju 

dan sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.   

6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 

maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam 

kebudayaan.  

 

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan 

prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat 

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian 

dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:  
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1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;  

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;  

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

dan terpercaya;  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 

Indonesia; 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;  

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor 

sektor strategis ekonomi domestik; 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia. 

 

4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018 

merupakan salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam 

menyusun RPJMD kabupaten/kota yang ada di wilayah Kalimantan 

Timur.     

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur 

periode 2009-2013, yang menjadi salah satu input bagi perumusan 

visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode 

berkenaan, yaitu:     

1. Pemekaran Kalimantan Utara; 

2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca; 

3. Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan 
Pembangunan; 

4. Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan; 

5. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung 
Terpecahkan; 

6. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi; 

7. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 
Dalam  Pengendalian Izin; 

8. Eksploitasi; 

9. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan; 

10. Pencapaian MDG’s; dan 

11. Pencapaian MP3EI.  
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Sedangkan Visi pembangunan Kalimantan Timur sebagaimana 

termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, yaitu:  

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN 

BERKEADILAN BERBASIS AGRO INDUSTRI DAN ENERGI RAMAH 

LINGKUNGAN”  

Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh visi, maka misi 

pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri 
dan berdaya saing tinggi;  

2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis 
sumber daya alam dan energi terbarukan;  

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi 
masyarakat secara merata;  

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, 
transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan  

5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta 
berperspektif perubahan iklim. 

4.2.4 Isu/Kebijakan Kabupaten/Kota Berbatasan 

4.2.4.1 Kabupaten Kutai Kertanegara 

Kabupaten Kutai Kertanegara berbatasan dengan Kota Balikpapan 

pada wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Adapun Visi 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang hendak dicapai dalam periode 

2016–2021 adalah:  

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, 

Sejahtera, dan Berkeadilan” 

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang 

akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya 

mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:  

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat; 

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;  

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah; 

4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk 

percepatan  transformasi struktur ekonomi daerah;  

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju 

daya saing daerah;  

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan;  

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta 

penguatan perlindungan anak. 
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Berdasarkan Visi Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat 

Sejahtera), agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada:  1) 

Reformasi Birokrasi;  2) Daya Saing Sumber daya Manusia;  3) 

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;  4) Transformasi Struktur 

Ekonomi Daerah; 5) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur 

Pelayanan Publik;  6) Pengelolaan Sumber daya Alam Berkelanjutan; 

dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

4.2.4.2 Kabupaten Penajam Paser Utara 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 

periode 2013-2018, adalah: “Mewujudkan masyarakat Kabupaten 

Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam 

kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis”. Penjabaran arti dari visi 

tersebut antara lain: 

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan 

dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah 

terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah 

mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh 

potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek 

materi  maupun spiritual. 

2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat 

yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, 

kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama 

didukung oleh tata pemerintahan yang baik.  

3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah: masyarakat yang 

mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang 

dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain.  

4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: 

masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya 

harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara 

antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula.   

5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih 

mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan  pribadi, 

tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak 

dan kewajiban.  

6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan 

masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai-

nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang 

dianutnya. 

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam tekad 

Panca Karya, antara lain: 

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan 

Imtaq. 

2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya 

Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN. 
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3. Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur 

daerah. 

4. Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. 

5. Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang 

berwawasan lingkungan. 

 

4.2.5 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota 

Balikpapan 

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan 

daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi RPJMD 

periode lalu dan diperkirakan berdampak signifikan bagi daerah dan 

masyarakat Kota Balikpapan di masa lima tahun mendatang, dapat 

diidentifikasi isu-isu strategis. Identifikasi Isu strategis pembangunan 

jangka menengah Kota Balikpapan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia daerah, 

pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan  

kerja;  

2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif 

terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;  

3. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada 

konsep hijau (green city);  

4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan 

lingkungan (green economy);  

5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik.  

 

Keterkaitan permasalahan pembangunan jangka menengah dengan 

isu strategis pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel 

4.1.berikut ini. 

 

 



 

 

Tabel 4.1 

Identifikasi Isu-Isu Strategis 

 

No Permasalahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ISU STRATEGIS 

Peningkatan 
kualitas daya 

saing sdm 
daerah, 

pengendalian 
kuantitas 

penduduk dan 
perluasan 

lapangan  kerja 

Pengelolaan 
lingkungan hidup 

yang 
berkelanjutan 
serta adaptif 

terhadap 
perubahan iklim 

dan berketahanan 
bencana 

Peningkatan 
ketersediaan 

infrastuktur yang 
berorientasi pada 

konsep hijau 
(green city) 

Peningkatan daya saing 
perekonomian daerah 

yang berwawasan 
lingkungan (green 

economy) 

Pemantapan reformasi 
birokrasi untuk 

mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang baik 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik 

I 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar:      

1 Pendidikan 
     

1.1. 
Standar sumber daya, sarana prasarana dan proses pendidikan 
perlu ditingkatkan. 

 
 

 
  

1.2 
Peningkatan mutu sekolah belum optimal (pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan, Sertifikasi ISO) 

 
    

1.3 
Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu 
ditingkatkan. 

 
   

 

1.4 
Tingkat ketersediaan database pendidikan masih perlu 
ditingkatkan, termasuk data base terpilah berdasarkan gender. 

 
   

 

1.5 
Masih ada sekolah yang menerapkan double shift dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama pada 
sekolah-sekolah yang diminati masyarakat. 

 
    

2 Kesehatan 
     

2.1 
Akses seluruh lapisan masyarakat terhadap tingkat pelayanan 
kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan. 

 
    

2.2. 
Rasio tenaga medis terhadap satuan penduduk perlu 
ditingkatkan. 
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2.3 
Masih kurangnya Puskesmas Pembantu sebanyak 17 unit  
dalam periode 2015-2020 berdasarkan Standar SNI 03-1733-
2004, yaitu 1 Pustu = 30.000 Penduduk. 

 
 

 
  

2.4 

Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 14 kasus 
(124/100.000 KH) dengan perhitungan jumlah kelahiran hidup di 
kota Balikpapan sebanyak 11.312 KH tahun 2014 (LAKIP Kota 
Balikpapan 2014). 

 
    

2.5 PHBS masyarakat perlu ditingkatkan.  
    

2.6 
Belum tersedianya ruang laktasi dan ruangan khusus untuk 
santun lansia pada seluruh Puskesmas karena keterbatasan 
ruangan dan lahan pada setiap pembangunan Puskesmas. 

 
 

 
  

2.7 
Koneksi jaringan internet Puskesmas ke jaringan internet 
Pemerintah Kota perlu ditingkatkan. 

 
 

 
  

2.8 
Peran serta segenap stakeholder terhadap peningkatan 
kesehatan belum optimal. 

 
    

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
     

3.1 
Penyediaan sumber air baku belum memadai untuk 
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.  

  
  

3.2 
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum, air 
limbah, drainase dan persampahan.   

 
  

3.3 
Prasarana pengendali banjir masih perlu ditingkatkan karena 
titik banjir masih mencapai 42 titik (LAKIP Kota Balikpapan 
2014).  

  
  

3.4 
Kemantapan dan kondisi jalan perlu dijaga dan lebih 
ditingkatkan, termasuk pengembangan akses jalan untuk 
dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft.   

  
 

3.5 
Peningkatan kapasitas ruas jalan dan kapasitas simpang belum 
optimal.   

  
 

3.6 Kepastian hukum akan penggunaan ruang perlu dioptimalkan. 
  

  
 

3.7 
Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang 
kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang 
yang berlaku masih perlu ditingkatkan.  
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4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
     

4.1 
Penataan dan penyediaan hunian vertikal serta permukiman 
yang layak dengan akses sanitasi yang memadai perlu lebih 
ditingkatkan.  

  
  

4.2 Masih ada kawasan permukiman kumuh. 
 

  
  

5 
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masyarakat      

5.1 Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan. 
    

 

5.2 Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan. 
    

 

5.2 Jumlah kelurahan sadar hukum perlu ditingkatkan. 
    

 

5.4 Penegakan Perda dan Peraturan Walikota perlu ditingkatkan. 
   

  

5.5 
Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana perlu 
ditingkatkan.  

  
 

 

6 Sosial 
     

6.1 
Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
belum optimal. 

 
    

6.2 
Kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan stakeholders 
dalam memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial perlu ditingkatkan. 
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6.3 

Ketiadaan panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah 
Kota Balikpapan dalam rangka pelayanan dan perlindungan 
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (catatan: 
Perlu mencermati peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 
2014, karena dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Sosial, Subbidang Rehabilitasi Sosial, kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut: “Rehabilitasi sosial 
bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA 
dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan 
rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan 
dengan hukum”). 

 
    

II 
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar      

1 Tenaga Kerja 
     

1.1 Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.  
    

1.2 
Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan 
sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu 
ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah. 

 
  

 
 

1.3 
Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian 
tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional 
belum dimiliki semua tenaga kerja. 

 
  

 
 

1.4 
Kualitas lembaga pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar dapat 
mencapai dan menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI). 

 
  

 
 

1.5 
Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor 
PDRB, yang belum dan sudah bersertifikasi) 

 
   

 

2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 
     

2.1 
Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 
Pemberdayaan Gender perlu ditingkatkan. 
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2.2 
Upaya untuk menekan pengaruh negatif globalisasi terhadap 
anak dan remaja perlu ditingkatkan. 

 
    

2.3 Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja perlu ditingkatkan.  
    

2.4 
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga 
dalam rangka kesetaraan gender perlu ditingkatkan. 

 
    

2.5 
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender 
dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kota perlu 
dioptimalkan. 

 
   

 

3 Pangan 
     

3.1 
Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai 
dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan. 

 
    

3.2 
Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat 
perlu lebih dioptimalkan. 

 
  

 
 

4 Pertanahan 
     

4.1 
Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi 
dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai 
peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.  

  
  

4.2 
Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk 
pembangunan demi kepentingan umum.   

 
  

5 Lingkungan Hidup 
     

5.1 
Koordinasi pengawasan bagi setiap kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan belum 
optimal.  
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5.2 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
perlu ditingkatkan.  

 
   

5.3 Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. 
 

 
   

5.4 
Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan 
sampah secara mandiri perlu ditingkatkan.  

 
   

5.5 
Pengembangan IPAL komunal dan prasarana air limbah 
individual pada kawasan permukiman perlu ditingkatkan.  

  
  

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
     

 

Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya 
kepemilikan akte kelahiran.     

 

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
     

7.1 
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, 
RW dan RT perlu ditingkatkan.     

 

7.2 Inovasi dan pemanfaatan TTG perlu ditingkatkan.  
  

 
 

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
     

8.1 Laju pertumbuhan penduduk (WNI) cenderung meningkat. 
     

8.2 Migrasi netto cenderung meningkat. 
     

8.3 Jumlah peserta KB baru perlu ditingkatkan. 
     

8.4 
Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta 
anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-
KB perlu ditingkatkan.      
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8.5 

Masih terdapatnya perkawinan usia muda. Upaya untuk 
menekan perkawinan usia muda perlu ditingkatkan, karena 
menikah pada usia remaja (15-19 tahun) mempunyai berbagai 
risiko fisik, psikis dan finansial (Data Profile Kependudukan 
2014: Dari 1000 penduduk Balikpapan usia 15+ terdapat 601 
orang berstatus kawin. Artinya, lebih dari separuh penduduk 
usia 15 tahun keatas sudah menikah). 

     

9 Perhubungan 
     

9.1 
Pengembangan sarana angkutan umum massal yang efektif, 
efisien dan terintegrasi belum optimal.   

 
  

9.2 
Sistem perparkiran off street berupa pelataran parkir dan 
gedung parkir belum optimal.   

 
  

9.3 Penurunan jumlah Angkutan Kota belum optimal. 
  

 
  

10 Komunikasi dan Informatika 
     

10 
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) belum optimal. 

 
  

 
 

10 
Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam 
pelaksanaan e-Goverment untuk meningkatkan pelayanan 
publik mendukung Balikpapan Cyber City belum optimal.   

   

10 
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian 
keterbukaan informasi perlu ditingkatkan.     

 

11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
     

11 
Penguatan modal koperasi perlu ditingkatkan sehingga tidak 
hanya bergantung pada simpanan anggota    

 
 

11 Partisipasi anggota koperasi masih perlu ditingkatkan. 
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11.3. Jumlah SDM pembina koperasi perlu ditingkatkan.  
  

  

11 
Ketersediaan bahan baku industri yang tersedia di Kota 
Balikpapan masih terbatas.    

 
 

12 
Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru oleh 
pelaku UMKM lain.    

 
 

12 
Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha 
cenderung memanfaatkan tempat tinggal.    

 
 

12 
Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri 
karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK)    

 
 

12 
Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga 
keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek 
legalitas usaha.    

 
 

12 Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan. 
   

 
 

12 Penanaman Modal 
     

12 
Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama 
berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan.    

 
 

12 
Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi 
belum memadai.    

 
 

12 
Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat 
menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan 
perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal.    

 
 

13 Kepemudaan dan Olah Raga 
     

13 
Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda 
perlu ditingkatkan. 
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13 
Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi 
penyalahgunaan narkoba belum optimal. 

 
    

13 
Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
    

13 Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan.  
    

14 
Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu 
ditingkatkan. 

 
    

       
14 Statistik 

     

14 
Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, 
valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.     

 

14 
Ketersediaan data terpilah berdasarkan gender perlu 
ditingkatkan.     

 

15 Persandian 
     

 
- 

     
16 Kebudayaan 

     
16 SDM Kesenian perlu ditingkatkan.  

  
 

 

16 
Sarana pemasaran produk seni budaya daerah belum 
opmtimal.    

 
 

16 
Pengelolaan keragaman budaya dan seni yang berciri khas 
Kota Balikpapan belum optimal.    

 
 

17 Perpustakaan 
     

17 Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.  
    

17 Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.  
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18 Kearsipan 
     

18 
Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan 
profesional perlu ditingkatkan.     

 

18 
Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih perlu 
ditingkatkan.     

 

18 
Budaya tertib arsip di jajaran aparatur pemerintah daerah dan 
masyarakat perlu ditingkatkan.     

 

III Urusan Pemerintahan Pilihan 
     

1 Kelautan dan Perikanan 
     

1.1 
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu 
ditingkatkan. 

 
  

 
 

1.2 
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan 
perikanan budidaya perlu ditingkatkan.    

 
 

1.3 Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan. 
   

 
 

2 Pariwisata 
     

2.1 
Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah 
Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan.    

 
 

2.2 Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata. 
   

 
 

2.3 Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim.  
  

 
 

2.4 
Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata belum 
optimal. 

 
  

 
 

2.5 Belum tersedianya data asal negara wisatawan mancanegara. 
   

  

       
3 Pertanian 
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3.1 Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal. 
   

 
 

3.2 

Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena 
meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya konversi 
lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi 
kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya < 0,5 hektar. 
Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha yang 
tidak efisien dan rentan dalam kemandirian pangan karena lebih 
bersifat subsisten. 

   
 

 

3.3 
Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian 
didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda 
dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian.    

 
 

3.4 
Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan 
masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya 
produktivitas sektor pertanian.   

  
 

3.5 
Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan  lamban untuk 
meningkatkan produktivitas.    

 
 

3.6 
Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca 
panen.    

 
 

3.7 
Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani yang 
masih berusahatani sendiri serta pendidikan dan keterampilan 
yang rendah. 

 
  

 
 

3.8 Langkanya dokumen kepemilikan lahan. 
   

  

3.9 
Terbatasnya modal kerja dan kesulitan mengakses dana 
perbankan karena tidak terpenuhi persyaratan agunan.    

 
 

4 Kehutanan 
     

 

Ketersediaan dan kelestarian Taman Hutan Raya perlu 
ditingkatkan.  

 
   

5 Energi dan Sumber Daya Mineral 
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5.1 
Keterbatasan daya listrik untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
sehingga koordinasi dan kerjasama penyediaan daya listrik 
perlu ditingkatkan.   

  
 

5.2 
Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi 
belum optimal, misalnya PLTS skala mikro.  

  
  

6 Perdagangan 
     

6.1 
Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan 
lingkungan belum optimal.  

 
 

 
 

6.2 
Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring 
dengan pertumbuhan penduduk.    

 
 

6.3 Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan. 
   

 
 

6.4 
Belum valid dan up to date ketersediaan data mengenai jenis, 
jumlah/banyaknya, nilai dan tujuan negara ekspor.    

  

7 Perindustrian 
     

7.1 
Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan 
belum optimal.  

 
 

 
 

7.2 
Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan 
daya saing industri perlu ditingkatkan.   

  
 

7.3 
Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri 
besar masih perlu ditingkatkan.  

  
 

 

7.4 
Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang 
mengolah bahan mentah menjadi produk turunan dengan nilai 
tambah tinggi.    

 
 

7.5 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB perlu ditingkatkan. 
   

 
 

8 Transmigrasi 
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Selanjutnya, keterkaitan isu strategis yang dimuat dalam RPJPD Kota 

Balikpapan 2005-2025 dengan RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025   

dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

RPJPD RPJMD 

Reformasi birokrasi 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 

mewujudkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

Degradasi lingkungan hidup kota 

Pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan serta adaptif terhadap 

perubahan iklim dan berketahanan 

bencana 

Penyediaan dan pengelolaan 

infrastruktur serta penataan kota 

Peningkatan ketersediaan infrastuktur 

yang berorientasi pada konsep hijau 

(green city) 

Ekonomi Kerakyatan: 

a) Kurang tersedianya peluang 

kerja dan penghidupan yang 

layakbagi seluruh warga 

masyarakat. 

b) Belum maksimalnya sistem 

jaminan sosial bagi anggota 

masyarakat yang 

membutuhkan, terutama fakir 

miskin dan anak-anak terlantar. 

c) Belum optimalnya distribusi 

kepemilikan modal material 

secara relatif merata di antara 

anggota masyarakat. 

d) Belum maksimalnya jaminan 

kemerdekaan setiap anggota 

masyarakat untuk mendirikan 

dan menjadi anggota serikat-

serikat ekonomi. 

Peningkatan daya saing perekonomian 

Daerah yang berwawasan lingkungan 

(green economy) 

 

 

Sumber daya kelautan 

Peningkatan daya saing perekonomian 

Daerah yang berwawasan lingkungan 

(green economy) 

Sumber daya manusia 

Peningkatan kualitas daya saing sdm 

daerah, pengendalian kuantitas 

penduduk dan perluasan lapangan  

kerja;  

 

Mengacu pada RPJPD Kota Balikpapan, maka periode 2016-2021: 

• Diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di 
berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian 
daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan 
keunggulan daerah. 
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• Ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat Kota Balikpapan. 

• Fokus pembangunan  lebih diorientasikan bagaimana 
mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka. 

 

Keterkaitan isu strategis yang dimuat dalam RPJMD Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota 

Balikpapan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 

dengan Isu Strategis RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR 2013 - 2018  

RPJMD KOTA BALIKPAPAN  

2016-2021  

Perubahan iklim akibat emisi gas rumah 
kaca 

Pengelolaan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan serta adaptif terhadap 
perubahan iklim dan berketahanan bencana  

Mainstreaming ekonomi hijau dalam 
perencanaan pembangunan 

Peningkatan daya saing perekonomian Daerah 
yang berwawasan lingkungan (green economy)  

Pentingnya pengembangan agro-industri 
di masa depan 

Peningkatan daya saing perekonomian Daerah 
yang berwawasan lingkungan (green economy)  

Kelangkaan BBM dan daya listrik yang 
tak kunjung terpecahkan 

Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang 
berorientasi pada konsep hijau (green city)  

Komitmen atas pemberantasan dan 
pencegahan korupsi 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang 
baik dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik.  

Koordinasi yang lemah antara Provinsi 
dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian 

izin eksploitasi 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang 
baik dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik.  

Peningkatan ketahanan pangan yang 
berkelanjutan 

• Peningkatan daya saing perekonomian 
Daerah yang berwawasan lingkungan 
(green economy)  

• Pengelolaan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan serta adaptif terhadap 
perubahan iklim dan berketahanan bencana  

Pencapaian MDG’s 
Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, 
pengendalian kuantitas penduduk dan 
perluasan lapangan  kerja; 

Pencapaian MP3EI 
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah 
yang berwawasan lingkungan (green economy)  

 

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan tahun 

2016-2021 juga memiliki korelasi dengan agenda prioritas (Nawa 

Cita) yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Keterkaitan  Agenda Prioritas (NAWA CITA) RPJMN 2015-2019 

dengan Isu Strategis RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 
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NAWA CITA RPJMN 2015-2019 RPJMD KOTA BALIKPAPAN  2016-2021 

Menghadirkan kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh 
warga negara. 
 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang baik dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

Membuat Pemerintah selalu hadir 
dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, 
demokratis, dan terpercaya 
 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang baik dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

Membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan 
desa dalam kerangka negara kesatuan. 

• Peningkatan ketersediaan 
infrastuktur yang berorientasi pada 
konsep hijau (green city) 

• Peningkatan daya saing 
perekonomian Daerah yang 
berwawasan lingkungan (green 
economy) 

Memperkuat kehadiran negara dalam 
melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat, dan terpercaya. 
 

Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang baik dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

Meningkatkan kualitas hidup manusia 
dan masyarakat Indonesia. 

• Peningkatan kualitas daya saing sdm 
daerah, pengendalian kuantitas 
penduduk dan perluasan lapangan  
kerja; 

Meningkatkan produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar Internasional 
sehingga bangsa Indonesia bisa maju 
dan bangkit bersama bangsa-bangsa 
Asia lainnya. 

• Peningkatan daya saing 
perekonomian Daerah yang 
berwawasan lingkungan (green 
economy) 

• Peningkatan ketersediaan 
infrastuktur yang berorientasi pada 
konsep hijau (green city) 

Mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik. 

• Peningkatan daya saing 
perekonomian Daerah yang 
berwawasan lingkungan (green 
economy) 

Melakukan revolusi karakter bangsa. • Peningkatan kualitas daya saing sdm 

daerah, pengendalian kuantitas 

penduduk dan perluasan lapangan  

kerja; 

 

Memperteguh kebhinekaan dan 
memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

• Peningkatan kualitas daya saing sdm 
daerah, pengendalian kuantitas 
penduduk dan perluasan lapangan  
kerja; 
 

 

Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional, sebagaimana 

dimuat dalam RPJMN 2015-2019, adalah: 

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam 

(SDA) yang berkelanjutan. 
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3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan 

dan pemerataan. 

4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam 

dan penanganan perubahan iklim. 

5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. 

6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan 

rakyat yang berkeadilan. 

7) Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. 

 

4.2.6 Penjelasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah 

4.2.6.1 Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, 

Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Perluasan 

Lapangan  Kerja; 

Angka beban tanggungan (dependency ratio) Kota Balikpapan 38,38 

persen (2013) menjadi 39,49 persen (2014). Rasio ketergantungan 

Kota Balikpapan jauh berada di bawah titik terendah Indonesia yang 

diproyeksikan akan menjadi 46,9 persen antara tahun 2028 dan 

2031 (RPJMN 2015-2019). Artinya, pada saat inipun di Kota 

Balikpapan telah terjadi perubahan struktur umur penduduk yang 

ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency 

ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. 

Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta 

karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan 

(saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Agar 

dapat memanfaatkan secara optimal “bonus demografi” yang 

sejatinya telah dirasakan oleh Kota Balikpapan, maka sangat perlu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar “bonus demografi” 

yang sudah ada dapat benar-benar didayagunakan secara optimal 

bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penekanan 

utama yang harus diantisipasi dalam pendayagunaan penduduk di 

Kota Balikpapan, yaitu: 

(a) Sasaran usia muda (0-14 tahun), yaitu mempersiapkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan pendidikan sejak dini diiringi 

dengan peningkatan kesehatan. 

(b) Sasaran bagi usia produktif (15-64 tahun), yaitu penyediaan 

lapangan pekerjaan dan mendorong untuk berwiraswasta, 

dengan tetap mengedepankan agar kelompok umur 15-19 dan 

20-25 tetap mengenyam pendidikan menengah, bahkan sampai 

pendidikan tinggi agar mempunyai skill lebih baik. 

(c) Sasaran bagi usia tua (65+), yaitu penyiapan lingkungan yang 

ramah lansia.  

 

Peningkatan kualitas dan daya saing penduduk Kota Balikpapan 

menjadi suatu keniscayaan, terlebih untuk menghadapi persaingan 

di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun demikian, “ruang 

gerak” Pemerintah Kota Balikpapan tentu dibatasi dengan 

kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 

Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengelolaan pendidikan 

menengah telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga 

pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang mengelola pendidikan 

dasar. Demikian pula di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, 

pada sub “Energi Terbarukan”, pemerintah kabupaten/kota hanya 

memiliki kewenangan “Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas 

bumi dalam Daerah kabupaten/ kota”. Pada sub “Ketenagalistrikan”, 

bahkan tidak memiliki kewenangan apa pun. Hal tersebut tentu saja 

akan “mewarnai” kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Balikpapan. 

Di bidang pendidikan, jaminan mutu pendidikan harus 

dikedepankan dengan memantapkan ketersediaan akses pendidikan 

yang berkualitas serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik sesuai 

dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Tingkat 

capaian sertifikasi guru di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan, 

karena baru mencapai 60 persen (LAKIP Kota Balikpapan 2014).  

Berkenaan dengan jumlah penduduk usia sekolah sampai dengan 

SMP, hasil proyeksi jumlah penduduk 0-15 tahun dan penduduk 

usia sekolah (PAUD, TK, SD dan SMP) selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. dan Tabel 4.8. berikut ini.  

Tabel 4.5 

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota BalikpapanUsia 0-15 Tahun  

 

Kelompok Umur 2016 2020 2025 2030 2035 

0 Tahun  9.907  10.930  12.133   12.999   13.861  

1 Tahun 12.419  13.700  15.209   16.295   17.375  

2 Tahun 12.673  13.980  15.520   16.628   17.730  

3 Tahun 11.603  12.800  14.210   15.224   16.234  

4 Tahun 11.930  13.161  14.610   15.653   16.691  

5 Tahun 13.602  15.005  16.657   17.847   19.030  

6 Tahun 14.133  15.592  17.309   18.545   19.774  

7 Tahun 14.301  15.777  17.514   18.765   20.009  

8 Tahun 13.690  15.103  16.766   17.963   19.154  

9 Tahun 12.776  14.095  15.647   16.764   17.875  

10 Tahun 13.193  14.555  16.157   17.311   18.459  

11 Tahun 13.452  14.840  16.475   17.651   18.821  

12 Tahun 12.865 14.192 15.755 16.880 17.999 

13 Tahun 13.037  14.382  15.966   17.106   18.240  

14 Tahun 13.085  14.435  16.025   17.169   18.307  

15 Tahun 12.048  14.223  17.100   20.233   23.509  

Total  204.714 226.770 253.053 273.033 293.068 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di 

Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

Tabel 4.6 

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Usia Sekolah  

(PAUD, TK, SD dan SMP) 

 

Kelompok umur 2016 2020 2025 2030 2035 

Jumlah anak usia PAUD (3-4 tahun) 23.533 25.961 28.820 30.877 32.925 

Jumlah anak usia TK (5-6 tahun) 27.735 30.597 33.966 36.392 38.804 

Jumlah anak usia SD (7-12 tahun) 80.278 88.561 98.314 105.334 112.317 
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Jumlah anak usia SMP (13-15 tahun) 38.170 43.040 49.091 54.507 60.056 

Jumlah 169.716 188.159 210.191 227.110 244.102 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di 

Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

Adapun hasil proyeksi penduduk usia sekolah (PAUD, TK, SD dan SMP) di 

masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

berikut ini.  

Tabel 4.7 

Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah (PAUD, TK, SD dan SMP) di 

Masing-Masing Kecamatan Tahun 2016-2035 

 

No Kecamatan 2016 2020 2025 2030 2035 

1 Kecamatan Balikpapan Timur           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 2.941 3.244 3.602 3.858 4.114 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 3.194 3.524 3.912 4.191 4.469 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 9.246 10.200 11.324 12.132 12.936 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 4.396 4.957 5.654 6.278 6.917 

2 Kecamatan Balikpapan Barat           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 3.780 4.169 4.629 4.959 5.288 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 4.106 4.529 5.028 5.387 5.744 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 11.884 13.110 14.553 15.592 16.626 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 5.650 6.371 7.267 8.069 8.890 

3 Kecamatan Balikpapan Utara           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 5.612 6.191 6.873 7.363 7.851 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 6.096 6.725 7.466 7.999 8.529 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 17.645 19.466 21.609 23.152 24.687 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 8.390 9.460 10.790 11.981 13.200 

4 Kecamatan Balikpapan Tengah           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 4.320 4.765 5.289 5.667 6.043 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 4.692 5.176 5.746 6.157 6.565 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 13.582 14.983 16.633 17.821 19.002 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 6.458 7.282 8.305 9.222 10.160 

5 Kecamatan Balikpapan Selatan           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 5.270 5.814 6.454 6.915 7.374 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 5.725 6.316 7.011 7.512 8.010 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 16.572 18.281 20.295 21.744 23.185 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 7.879 8.885 10.134 11.252 12.397 

6 Kecamatan Balikpapan Kota           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 3.610 3.982 4.421 4.737 5.051 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 3.921 4.326 4.802 5.145 5.486 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 11.350 12.521 13.900 14.893 15.880 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 5.397 6.085 6.941 7.707 8.491 

  Kota Balikpapan           

  Jumlah Anak Usia PAUD (3-4 tahun) 25.531 28.166 31.267 33.500 35.721 

  Jumlah Anak Usia TK (5 - 6 th) 27.735 30.597 33.966 36.391 38.804 
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No Kecamatan 2016 2020 2025 2030 2035 

  Jumlah Anak Usia SD (7 - 12) 80.278 88.561 98.314 105.334 112.317 

  Jumlah Anak Usia SMP (13- 15 th) 38.170 43.040 49.091 54.507 60.056 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di 

Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

 

Pemerintah Kota Balikpapan harus mulai mempersiapkan 

penambahan sejumlah kelas untuk memfasilitasi siswa SD/MI 

maupun SLTP/MTs sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Penentuan tentang lokasi penambahan jumlah kelas SD/MI maupun 

SLTP/MTs tersebut perlu disesuaikan dengan berbagai faktor 

berikut: a). jumlah pertambahan penduduk di masing-masing 

kecamatan (terkait proposisi penduduk terhadap fasilitas sekolah); b). 

pembangunan pemukiman penduduk yang baru (terkait akses siswa 

terhadap sekolah); c). ketersediaan ruang wilayah di masing-masing 

kecamatan (terkait pengembangan tata ruang); dan d). tingkat 

sebaran penduduk di dalam lingkup Kota Balikpapan. 

- Proyeksi Kebutuhan SD/MI  

Dalam melakukan proyeksi kebutuhan SD/MI dilakukan 

menggunakan beberapa skenario sebagai berikut: 

(1) Skenario pertama, jika penduduk usia sekolah SD/MI (usia 7-12 

tahun) sebanyak 82,54% bersekolah di SD/MI negeri dan 

sebanyak 17,46% bersekolah di SD/MI swasta (berdasarkan 

kondisi tahun 2014).  Kemudian diasumsikan: 

(a) APM = 100% (Artinya: Semua Penduduk Usia Sekolah 

SD/MI (usia 7-12 tahun) bersekolah di SD/MI) 

(b) APM = 95% (Artinya: sebanyak 95% Penduduk Usia Sekolah 

SD/MI (usia 7-12 tahun) bersekolah di SD/MI) 

(c) APM = 90,69% (capaian saat ini=tahun 2014) (Artinya: 

sebanyak 90,69% Penduduk Usia Sekolah SD/MI (usia 7-12 

tahun) bersekolah di SD/MI) 

(2) Skenario kedua, Jika penduduk usia sekolah SD/MI (Usia 07-12 

tahun) dipriotaskan untuk bersekolah di SD/MI negeri, dan jika 

sudah melebihi daya tampung SD/MI negeri, maka akan 

dilimpahkan ke SD/MI swasta. Kemudian diasumsikan: 

(a) APM = 100% (Artinya: Semua Penduduk Usia Sekolah 

SD/MI (usia 7-12 tahun) bersekolah di SD/MI  

(b) APM = 95% (Artinya: sebanyak 95% Penduduk Usia Sekolah 

SD/MI (usia 7-12 tahun) bersekolah di SD/MI  
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(c) APM = 90,69% (capaian saat ini=tahun 2014) (Artinya: 

sebanyak 90,69% Penduduk Usia Sekolah SD/MI (usia 7-12 

tahun) bersekolah di SD/MI  

 

Di bidang kesehatan, meskipun layanan dan akses pendidikan 

semakin baik, namun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 

mencapai 124/100.000 KH (LAKIP Kota Balikpapan). Kematian ibu 

nifas tersebut dominan terjadi pada pasien rujukan dari fasilitas 

layanan swasta atau dokter praktek. 

Pemerintah Kota Balikpapan perlu menyusun rencana strategis 

untuk melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang 

berkualitas. Misalnya melalui pemantapan dan pengembangan 

fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup 

puskesmas (rawat inap/perawatan), puskesmas pembantu, rumah 

sakit. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan perlu 

merencanakan penganggaran untuk penambahan jumlah puskesmas 

pembantu. Hal tersebut sebagai salah satu langkah strategis untuk 

menekan angka kematian ibu hamil dan angka kematian balita, 

seiring dengan upaya peningkatan kesadaran ibu hamil untuk secara 

teratur memeriksakan kehamilannya pada fasilitas pelayanan 

kesehatan atau dokter/bidan praktek yang legal. 

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota 

Balikpapan tahun 2015-2035, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Proyeksi Kebutuhan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota 

Balikpapan Tahun 2015-2035 

 

No Uraian 2015 2020 2025 2030 2035 

1 Jumlah Proyeksi Penduduk Kota 
Balikpapan  

 734.495   895.191  1.070.418  1.261.283  1.469.540  

2 Jumlah Puskesmas berdasarkan 
Standar SNI 03-1733-2004 
(1 Puskesmas = 120.000 Penduduk) 

6 7 9 11 12 

3 Jumlah Puskesmas Pembantu 
berdasarkan Standar SNI 03-1733-
2004 (1 Pustu = 30.000 Penduduk) 

24 30 36 42 49 

4 Kekurangan/Kelebihan Puskesmas di 
Kota Balikpapan  
(Tahun 2014 = 27 Puskesmas) 

21 20 18 16 15 

5 Kekurangan/Kelebihan Pustu di Kota 
Balikpapan 
(Tahun 2013 = 13 Pustu) 

(11) (17) (23) (29) (36) 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di 

Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

Proyeksi kelebihan/kekurangan jumlah Puskesmas menurut kecamatan di 

Kota Balikpapan tahun 2016-2035: 
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Tabel 4.9 

Proyeksi kelebihan/kekurangan jumlah Puskesmas menurut kecamatan di 

Kota Balikpapan tahun 2016-2035 

 

No Uraian 2016 2020 2025 2030 2035 

1 Proyeksi Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Kecamatan 

          

  Kecamatan Balikpapan Timur 88.119 103.106 123.289 145.272 169.259 

  Kecamatan Balikpapan Utara 168.161 196.762 235.277 277.229 323.003 

  Kecamatan Balikpapan Barat 113.252 132.514 158.452 186.706 217.534 

  Kecamatan Balikpapan Tengah 129.436 151.450 181.096 213.387 248.620 

  Kecamatan Balikpapan Selatan 157.929 184.790 220.961 260.361 303.350 

  Kecamatan Balikpapan Kota 108.171 126.568 151.343 178.329 207.774 

    
     

2 Jumlah Kebutuhan Puskesmas 
Berdasarkan Standar SNI 03-1733-
2004 (1 : 120.000) 

     

  Kecamatan Balikpapan Timur 1 1 2 2 2 

  Kecamatan Balikpapan Utara 2 2 2 3 3 

  Kecamatan Balikpapan Barat 1 2 2 2 2 

  Kecamatan Balikpapan Tengah 2 2 2 2 3 

  Kecamatan Balikpapan Selatan 2 2 2 3 3 

  Kecamatan Balikpapan Kota 1 2 2 2 2 

    
     

3 Jumlah Eksisting Puskesmas 
Berdasarkan Kecamatan (2014)      

  Kecamatan Balikpapan Timur 4 4 4 4 4 

  Kecamatan Balikpapan Utara 4 4 4 4 4 

  Kecamatan Balikpapan Barat 7 7 7 7 7 

  Kecamatan Balikpapan Tengah 6 6 6 6 6 

  Kecamatan Balikpapan Selatan 3 3 3 3 3 

  Kecamatan Balikpapan Kota 3 3 3 3 3 

    
     

4 Kelebihan/Kekurangan Puskemas 
     

  Kecamatan Balikpapan Timur 3 3 2 2 2 

  Kecamatan Balikpapan Utara 2 2 2 1 1 

  Kecamatan Balikpapan Barat 6 5 5 5 5 

  Kecamatan Balikpapan Tengah 4 4 4 4 3 

  Kecamatan Balikpapan Selatan 1 1 1 0 0 

  Kecamatan Balikpapan Kota 2 1 1 1 1 

  Jumlah 18 16 15 13 12 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di Kota 

Balikpapan, Bappeda, 2015 

Proyeksi kelebihan/kekurangan jumlah Posyandu di Kota Balikpapan tahun 

2015-2035, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 

Proyeksi kelebihan/kekurangan jumlah Posyandu di Kota Balikpapan tahun 

2015-2035 

 

No Uraian 2015 2020 2025 2030 2035 

1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota 
Balikpapan (Umur 0-4 tahun) 
 

56.942 64.571 71.682 76.800 81.891 
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2 Jumlah Posyandu berdasarkan  
Standar SNI 03-1733-2004  
(1 Posyandu = 1.250 Penduduk) 

46 52 57 61 66 

3 Kekurangan /Kelebihan Posyandu di 
Kota Balikpapan Tahun 2014 Jumlah 
Posyandu = 1.339 

1.293 1.287 1.282 1.278 1.273 

 

Proyeksi kelebihan/kekurangan kebutuhan rumah sakit di Kota Balikpapan 

tahun 2015-2035, sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Proyeksi kelebihan/kekurangan kebutuhan rumah sakit di Kota Balikpapan 

tahun 2015-2035 

 

No Uraian 2015 2020 2025 2030 2035 

1 Proyeksi Jumlah Penduduk 
Kota Balikpapan 

734.495 895.191 1.070.418 1.261.283 1.469.540 

2 Jumlah Kebutuhan Rumah 
Sakit berdasarkan Kepmen 
Pemukiman dan Prasarana 
Wilayah Nomor 
534/KPTS/M/2001 (1 RS = 
240.000 penduduk) 

3 4 4 5 6 

3 Kekurangan / Kelebihan Rumah 
Sakit di Kota Balikpapan 
(Tahun 2014 = 13 RS) 

10 9 9 8 7 

 

Berkaitan dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk, mengutip 

Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi  di Kota 

Balikpapan (Bappeda Kota Balikpapan, 2015); telah dilakukan 

proyeksi penduduk Kota Balikpapan sampai tahun 2035, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur (0-4; 5-9; 

10-14; dst) dilakukan Tim Penyusun melalui tahapan sebagai 

berikut:  

1. Menentukan pertumbuhan alamiah dan migrasi netto: 

(a) Pertumbuhan Alamiah untuk tahun 2015 diperoleh dari 

rata-rata pertumbuhan proporsi pertumbuhan alamiah 

selama tahun 2011-2014. Untuk pertumbuhan alamiah 

2016-2035 menggunakan acuan dari pertumbuhan alamiah 

(Baik TFR maupun CDR) Provinsi Kalimantan Timur yang 

bersumber dari Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 

2010-2035 yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh 

Bappenas, BPS Pusat dan United Nations Population Fund. 

(b) Migrasi Netto diperoleh dari rata-rata proporsi migrasi netto 

selama tahun 2011-2014. Hasil rata-rata proporsi migrasi 

netto menjadi dasar perhitungan proyeksi tahun 2015-

2035, dengan cara misalnya menghitung proyeksi migrasi 

tahun 2015, yaitu dengan formula: Rata-rata proporsi 

migrasi netto 2011-2014 X jumlah penduduk tahun 2014 
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2. Menentukan Proyeksi Penduduk Total: 

Pertumbuhan alamiah dan migrasi netto + jumlah penduduk 

tahun sebelumnya. 

3. Menentukan jumlah penduduk berdasarkan kelompok Umur (0-

14; 15-64; 65+): 

(a) Tahun 2015, proporsi pembagian penduduk pada kelompok 

umur (0-14; 15-64; 65+) menggunakan proporsi kelompok 

umur tahun 2014 

(b) Tahun 2016-2035 menggunakan proporsi disesuaikan 

dengan proyeksi komposisi penduduk (0-14; 15-64; 65+) 

menurut Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-

2035 yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Bappenas, BPS 

Pusat dan United Nations Population Fund. 

(c) Menentukan jumlah penduduk berdasarkan kelompok Umur 

(0-4; 5-9; 10-14;dst): 

(1) Menentukan proporsi kelompok umur (0-4; 5-9; 10-

14;dst) berdasarkan data tahun 2014 

(2) Hasil point a digunakan untuk menentukan jumlah 

masing-masing kelompok umur (0-4; 5-9; 10-14;dst) 

tahun 2015-2035. 

 

Selanjutnya untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk 

berdasarkan umur tunggal  (0;1;2;3; dst) dilakukan Tim 

Penyusun melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan proporsi penduduk umur tunggal tahun 2014 

(sesuai dengan data yang tersedia dari Disdukcapil Kota 

Balikpapan). 

2. Menentukan proporsi umur tunggal terhadap kelompok 

umur (0-4; 5-9; 10-14; dst) tahun 2014. 

3. Hasil proporsi masing-masing kelompok umur (0-4; 5-9; 10-

14;dst) kemudian diproporsikan ke masing–masing 

kelompok umur tunggal pada kelompok umur yang 

bersangkutan tahun 2015-2035. 

 

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa bonus demografi sejatinya sudah 

dimulai saat ini (tahun 2015), yang ditandai dengan tingginya 

kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yaitu sebesar 562.333 

jiwa atau 71,66% pada tahun 2015. Berikut ini disajikan hasil 

proyeksi penduduk Kota Balikpapan: 
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Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus 

Demografi di Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

 

Gambar 4.1 

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

 

 

Ditinjau dari kelompok umur dan jenis kelamin, hasil proyeksi 

menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan dari tahun 2015-2035 

didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 sebanyak 

382.491 jiwa (52,08%) hingga tahun 2035 sebanyak 762.881 jiwa 

(51,91%), sedangkan penduduk perempuan pada tahun 2015 

sebanyak 352.004 jiwa (47,92%) dan sampai tahun 2035 sebanyak 

706.658 (48,09%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk 

laki-laki memang masih mendominasi, namun setiap tahunnya 

mengalami penurunan proporsi. Selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel. berikut ini.  

Tabel 4.12 

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

 dan Jenis KelaminKota Balikpapan Tahun 2015-2035 

 
Kelompok 

Umur 
 

2015 
  

2020 
  

2025 
  

2030 
  

2035 
 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

0-4 29.235 27.707 56.942 33.151 31.419 64.571 36.802 34.880 71.682 39.430 37.370 76.800 42.044 39.847 81.891 

5-9 34.496 32.254 66.751 39.055 36.516 75.571 43.356 40.538 83.894 46.451 43.432 89.883 49.531 46.311 95.842 

10-14 33.172 30.747 63.920 37.575 34.829 72.404 41.714 38.664 80.378 44.692 41.425 86.117 47.655 44.171 91.826 

15-19 30.983 28.213 59.196 38.178 34.764 72.941 45.903 41.798 87.700 54.310 49.453 103.764 63.105 57.461 120.566 

20-24 32.039 28.990 61.029 39.526 35.763 75.289 47.524 43.000 90.524 56.228 50.876 107.104 65.333 59.114 124.447 

25-39 34.777 33.256 68.033 42.938 41.059 83.997 51.626 49.367 100.993 61.082 58.410 119.491 70.973 67.868 138.841 

30-34 40.333 37.695 78.028 49.759 46.505 96.264 59.828 55.915 115.743 70.786 66.156 136.942 82.248 76.869 159.117 

35-39 37.412 33.421 70.833 46.139 41.217 87.356 55.475 49.557 105.032 65.636 58.634 124.270 76.264 68.128 144.393 

40-44 30.950 27.312 58.263 38.206 33.715 71.921 45.937 40.537 86.474 54.351 47.962 102.313 63.152 55.728 118.880 

45-49 24.184 22.732 46.916 29.864 28.072 57.936 35.907 33.752 69.658 42.483 39.934 82.417 49.363 46.400 95.763 

50-54 19.291 17.836 37.127 23.748 21.958 45.706 28.553 26.401 54.954 33.783 31.236 65.019 39.254 36.294 75.548 

55-59 14.790 13.155 27.945 18.092 16.093 34.185 21.753 19.349 41.102 25.737 22.893 48.630 29.905 26.600 56.505 

60-64 10.805 8.159 18.964 13.135 9.919 23.053 15.792 11.926 27.718 18.685 14.110 32.795 21.710 16.395 38.105 

65 + 10.023 10.526 20.549 16.582 17.414 33.996 26.616 27.951 54.566 41.820 43.918 85.738 62.345 65.471 127.816 

Jumlah 382.491 352.004 734.495 465.949 429.242 895.191 556.786 513.633 1.070.418 655.475 605.807 1.261.283 762.881 706.658 1.469.540 
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Pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan tahun 2013 sebesar 4,06 

persen dan tahun 2014 meningkat menjadi 5,48 persen. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut terutama disebabkan 

oleh migrasi, dengan migrasi netto secara berurutan 10.850 jiwa 

(2011), 13.708 jiwa  (2012), 17.284 jiwa (2013) dan 25.125 jiwa 

(2014). Proporsi migrasi netto terhadap jumlah penduduk, jika pada 

tahun 2011 sebesar 1,70 persen; maka pada tahun 2014 meningkat 

menjadi 3,57 persen. Artinya, migrasi netto sangat signifikan 

menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota 

Balikpapan. 

Pertumbuhan penduduk di masing-masing Kecamatan di Kota 

Balikpapan berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun jika dicermati, 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Balikpapan Timur dan 

Balikpapan Selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. 

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kepadatan 

penduduk Kota Balikpapan 1.330,9 jiwa/km2 pada tahun 2013, 

meningkat menjadi 1.403,55 jiwa/km2 tahun 2014. Kepadatan 

penduduk Kota Balikpapan berdasarkan kecamatan pada tahun 

2014 secara berurutan sebagai berikut: Kecamatan Balikpapan 

Tengah (10.891), Balikpapan Kota (9.950,70), Balikpapan Selatan 

(3.876), Balikpapan Utara (1.173), Balikpapan Timur (595) dan 

Balikpapan Barat (581). 

Mengacu pada Laporan Kependudukan Kota Balikpapan 2014, 

jumlah  penduduk miskin 17.172 (2012), 23.700 (2013 dan 2014), 

sedangkan jumlah keluarga miskin 5.964 (2012) dan 7.880 (2013 dan 

2014). Banyaknya pendatang di Kota Balikpapan yang tidak 

dilengkapi dengan keterampilan yang memadai, ditengarai menjadi 

salah satu penyebab masih relatifnya banyaknya jumlah penduduk 

miskin. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 52 

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, disebutkan “bebas bergerak, berpindah dan 

bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”. 

Kewajiban setiap penduduk, yang pada huruf “c” disebutkan: 

“membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara 

perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan 

ekonomi”. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah 

Kota Balikpapan tidak bisa membatasi masuknya pendatang ke Kota 

Balikpapan. Banyaknya pendatang ke Kota Balikpapan, sejatinya 

sebagai konsekuensi logis berkembangnya perekonomian Kota 

Balikpapan. Hal tersebut sejalan dengan Grand Design Pembangunan 

Kependudukan Tahun 2011-2035 yang dirilis oleh Kementerian 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (kini Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) pada tahun 2012, 

bahwa pengembangan kota metropolitan di wilayah Indonesia 

terutama diarahkan di luar Pulau Jawa. Penataan persebaran 
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penduduk disesuaikan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang 

tersebar di seluruh pulau di Indonesia dan diarahkan pada pulau-

pulau luar Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru 

dan potensial. Diharapkan wilayah-wilayah tersebut menjadi kota-

kota metropolitan baru dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

baru yang akan menarik penduduk untuk bertempat tinggal di 

dalamnya. Koridor ekonomi ini, dengan demikian, merupakan ruang 

yang secara sengaja dirancang untuk tempat tumbuh dan 

berkembangnya komoditas dan/atau usaha unggulan tertentu yang 

terintegrasi dengan kawasan permukiman dan membentuk pusat-

pusat pelayanan baru atau mendukung pusat-pusat pelayanan yang 

ada.  

Merujuk pada Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 

2011-2035 yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat (kini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan)pada tahun 2012; Kota Balikpapan diproyeksikan 

sebagai Kota Metropolitan Besar dengan potensi jumlah penduduk 

mencapai 3 juta jiwa pada tahun 2035. Sejatinya perlu dilakukan 

studi lebih mendalam mengenai perhitungan potensi tersebut, apakah 

sudah melalui kajian mendalam, terutama berkenaan dengan daya 

tampung dan daya dukung lingkungan. Dokumen Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035 itu sendiri 

telah menuai kritikan, antara lain dari Ketua Ikatan Peminat dan Ahli 

Demografi Indonesia (IPADI) Prijono Tjiptoherijanto.  Guru besar 

Universitas Indonesia (UI) ini menganggap GDPK dibuat terburu-buru 

dan tidak serius sehingga harus dibuat lagi yang lebih sistematis dan 

lebih jelas lagi. Hal tersebut disampaikannya  pada Pertemuan Ilmiah 

Nasional Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan yang 

diprakarsai IPADI bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Universitas Padjadjaran 

(Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan UNFPA di Bale Sawala, 

kampus Unpad, Jatinangor, Jawa Barat, 26-28 November 2014 (baca 

lebih lanjut: http://duaanak.com/berita-utama/ketua-ipadi-grand-

design-kependudukan-dibuat-seenaknya/). 

Merujuk pada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa 

meskipun tidak bisa membatasi jumlah pendatang, perbandingan 

yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas 

lingkungan, sosial dan ekonomi tetap perlu dikedepankan. 

Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya migration 

selection, lebih didasarkan atas perbandingan yang ideal tersebut, 

sehingga pertambahan penduduk tetap dapat diikuti dengan daya 

dukung lingkungan serta kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif. 

Migration selection membuka celah untuk dapat menyusun peraturan 

yang mengatur mengenai mobilitas penduduk. Beberapa substansi 

yang perlu diatur mengenai berupa ketentuan bersedia melaporkan 

perkembangannya bahwa penduduk pendatang atau kepala keluarga 

penduduk pendatang tersebut mendapatkan pekerjaan maksimal 6 

bulan (misalnya) sejak kedatangannya. Apabila dalam jangka waktu 
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tertentu belum mendapatkan pekerjaan, maka bersedia untuk 

dipulangkan ke daerah asalnya dengan bantuan dana dari 

Pemerintah Kota Balikpapan. Tentu saja, pilihan kebijakan tersebut 

perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam berkenaan dengan 

kebijakan kependudukan secara makro pada tingkat nasional. 

Berkenaan dengan hal tersebut, cara yang lebih soft adalah 

sosialisasi/himbauan agar siapa pun yang akan menetap menjadi 

penduduk Kota Balikpapan agar mempersiapkan diri dengan 

kemampuan yang memadai agar mampu bersaing dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraaan hidupnya di Kota Balikpapan. 

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan 

kerjasama dengan pemerintah daerah yang berdekatan (hinterland) 

sehingga penduduk pendatang tidak hanya tinggal dan bekerja di 

Kota Balikpapan, namun juga di daerah lain di wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pola 

penduduk komuter, yaitu penduduk yang tinggal di luar wilayah Kota 

Balikpapan namun bekerja di Kota Balikpapan. 

Terlepas dari kritik dan discourse yang terjadi di kalangan ahli 

demografi terhadap dokumen Grand Design Pembangunan 

Kependudukan Tahun 2011-2035, berkenaan dengan pengarahan 

mobilitas dan distribusi penduduk, dalam Grand Design 

Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035 (Buku 2, hlm. 77) 

telah ditetapkan strategi pengarahan mobilitas penduduk, sebagai 

berikut:  

1) Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara 

menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan 

administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai 

daerah tujuan mobilitas penduduk 

2) Mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti 

Jakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, dengan 

adanya penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan 

daerah tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan 

dengan kota besar sekitarnya. Transmigrasi seharusnya tidak 

terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil, tetapi benar-

benar menonjolkan napas distribusi penduduk. 

Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035 

(Buku 2, hlm. 80), telah dirumuskan sasaran pengarahan mobilitas 

penduduk sebagai berikut: 

1) Pemodelan rekayasa sosial yang memungkinkan integrasi antara 

penduduk pendatang dan penduduk asli 

2) Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa 

mengurangi hak hidup pendatang 

3) Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya migration 

selection berdasarkan kapasitas pendidikan dan keterampilan, 

aspek politik, dan kelembagaan 

4) Penguatan peran elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan 

universitas) dalam capacity building permukiman baru hasil 

kebijakan mobilitas formal 
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5) Pengembangan forum komunikasi antarwarga di daerah-daerah 

tujuan mobilitas 

6) Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks 

kebijakan kesehatan reproduksi 

7) Strategi pengembangan daerah penyangga perkotaan dan 

pengembangan ekonomi perdesaan sehingga mengurangi minat 

penduduk desa melakukan urbanisasi 

8) Pemodelan pengembangan ekonomi makro dan distribusi 

kesejahteraan yang merata sehingga semakin mengurangi distorsi 

biaya hidup antarwilayah 

9) Memikirkan kembali keterkaitan antara pendidikan dan 

kesempatan kerja 

10) Desentralisasi kewenangan pengarahan mobilitas penduduk 

11) Pengembangan kajian akademis terkait pemodelan mobilitas 

penduduk dan dikaitkan dengan kepentingan nasional (sesuai 

dengan dokumen perundangan), dengan tujuan pengembangan 

dan mengonstruksikan proposisi/teori menengah terkait dengan 

proses-proses migrasi yang berhasil diidentifikasi dari studi 

terkait kondisi masyarakat Indonesia untuk menjawab tantangan 

tujuan-tujuan pengerahan penduduk, mengaitkan kebijakan 

pengerahan mobilitas penduduk dengan konteks perkembangan 

ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan fisik migran, baik lokal, 

regional maupun global, membangun kerangka konseptual baru 

yang memungkinkan untuk menjawab tantangan pengarahan 

mobilitas penduduk, serta pengembangan strategi-strategi baru 

terkait dengan pengarahan mobilitas penduduk, baik internal 

maupun internasional. 

 

 

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahan mobilitas penduduk 

tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa peraturan 

pemerintah, peraturan daerah dan berbagai peraturan pelaksana 

lainnya telah dapat diselesaikan. Dalam Grand Design Pembangunan 

Kependudukan Tahun 2011-2035 (Buku 2, hlm. 81), dicantumkan 

beberapa peraturan yang dibutuhkan sebagai berikut: 

a) Penataan dan penyebaran penduduk ke daerah perbatasan 

antarnegara 

b) Kebijakan mobilitas penduduk nonpermanen 

c) Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah 

d) Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah 

penyangga 

e) Pedoman pengelolan urbanisasi di perkotaan 

f) Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara 

pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk. 

Sementara itu, pada tataran peraturan daerah, dibutuhkan 

adanya peraturan daerah tentang kebijakan mobilitas penduduk. 
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Dengan demikian, terbuka peluang bagi Pemerintah Kota 

Balikpapan untuk mengendalikan mobiltas penduduk yang masuk 

ke Kota Balikpapan (baca: migrasi). Namun demikian, hal tersebut 

tentu perlu merujuk pada peraturan pelaksanaan yang disusun oleh 

Pemerintah, yang sampai saat ini belum dibentuk. Hal tersebut 

penting dilakukan agar Pemerintah Kota Balikpapan tidak tergesa-

gesa menyusun peraturan, tanpa rujukan hukum yang legal 

sehingga berpotensi melanggar undang-undang. 

Pada tataran pertumbuhan penduduk alamiah, sejatinya tidak 

terlalu tinggi. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk 

karena faktor migrasi, maka pengendalian laju pertumbuhan 

penduduk alamiah di Kota Balikpapan sangat perlu ditingkatkan 

melalui program keluarga berencana. Berdasarkan proyeksi, jumlah 

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Balikpapan pada tahun 2015 

diproyeksikan sebanyak 108.012 orang, kemudian pada tahun 2020 

sebanyak 133.265 orang, pada tahun 2025 sebanyak 160.230 

orang, kemudian pada tahun 2030 sebanyak 189.577 orang, dan 

pada titik klimaksnya pada tahun 2035 sebanyak 220.2276 orang.  

Adapun proyeksi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 

kecamatan di Kota Balikpapan tahun 2015-2035  sebagai berikut:  

Tabel 4.13 

Proyeksi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan  

Kecamatan Kota Balikpapan Tahun 2015-2035 

Kecamatan 2015 2020 2025 2030 2035 

Balikpapan Timur 21.602 26.652 32.045 37.915 44.054 

Balikpapan Barat 14.907 18.393 22.114 26.165 30.402 

Balikpapan Utara 10.724 13.231 15.908 18.822 21.870 

Balikpapan Tengah 18.057 22.278 26.786 31.692 36.824 

Balikpapan Selatan 25.246 31.149 37.452 44.311 51.487 

Balikpapan Kota 17.476 21.561 25.924 30.673 35.639 

Jumlah 108.012 133.265 160.230 189.577 220.276 

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus 

Demografi di Kota Balikpapan, Bappeda, 2015 

Dalam bidang perluasan lapangan pekerjaan, perlu diperhatikan 

bahwa tenaga kerja yang terampil menjadi syarat mutlak untuk 

menopang Kota Balikpapan sebagai kota industri dan jasa, terlebih 

menghadapi persaingan regional dengan pemberlakuan MEA. Oleh 

karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja perlu dilakukan seoptimal mungkin. Sertifikasi tenaga 

kerja di Kota Balikpapan pada semua bidang ketenagakerjaan harus 

dilakukan sebagai garansi kompetensi yang dimiliki oleh tenaga 

kerja di Kota Balikpapan untuk menghadapi persaingan di era MEA. 

Tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar kerja 

memungkinkan penyerapan lebih cepat sehingga semakin mampu 

menekan angka pengangguran di Kota Balikpapan yang masih 

mencapai 7,56 persen pada tahun 2014. 

Pemerintah Kota Balikpapan sangat perlu meningkatkan dan 

mengembangkan pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi  

serta pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah dengan 
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dunia usaha/industri untuk peningkatkan produktivitas tenaga 

kerja: 

• Mendayagunakan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi 

Kalimantan Timur serta Lembaga Pelatihan Kerja swasta dalam 

periode sampai dengan 2021, untuk selanjutnya perlu 

dilakukan studi lebih lanjut untuk mendirikan BLK yang 

dikelola Pemerintah Kota Balikpapan. 

• Fasilitasi dan pendampingan Lembaga Pelatihan Kerja swasta 

untuk mencapai KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia) 

• Memfasilitasi tenaga kerja agar mendapatkan sertifikasi sesuai 

dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) 

dan/atau standar internasional. 

• Memberikan insentif bagi tenaga kerja untuk mengikuti 

pendidikan atau pelatihan secara mandiri sesuai dengan 

kebutuhan institusi/perusahaan tempat tenaga kerja tersebut 

bekerja sebagai bagian dari pengembangan karir. 

• Optimalisasi pendayagunaan dana Corporate Social 

Responsibility dan Dana Pengembangan Keahlian dan 

Keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.  

• Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur guna meningkatkan kualitas dan relevansi 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan pasar kerja. 

 

Menjelang berakhirnya Millenium Development Goals (MDG's) tahun 

2015, Sebanyak 193 pemimpin dunia menghadiri Sustainable 

Development Summit pada 25-27 September 2015, di Markas Besar 

PBB, New York, AS. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin 

dunia menyatakan komitmennya untuk menyukseskan 17 (tujuh 

belas) goals dan 169 target dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs) demi mencapai tiga tujuan utama pada 15 tahun yang akan 

datang, tepatnya pada 2030 sebagai kelanjutan dari MDG'S. 

Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil 

Presiden Jusuf Kalla.  

 

Para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, telah menyepakati 

untuk mengadopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk 

periode 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan 

segera menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang 

sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir. Dokumen 

SDG terdiri dari 17 tujuan (goals) terbagi menjadi 169 target dan 

sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan 

masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan. 
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Adapun 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals) untuk periode 2015-2030, sebagai 

berikut: 

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun (7 target); 

2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang 

berkelanjutan  (8 target); 

3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia (13 target); 

4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta 

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang 

(10 target); 

5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh 

wanita dan perempuan (9 target); 

6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang 

berkelanjutan bagi semua orang (8 target); 

7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan 

dan modern bagi semua orang (5 target); 

8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, 

dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif 

dan pekerjaan yang layak bagi semua orang (12 target); 

9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong 

industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina 

inovasi (8 target); 

10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (10 target); 

11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, 

berketahanan dan berkelanjutan (10 target); 

12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 

target); 

13) Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan 

iklim dan dampaknya (5 target); 

14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta 

sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan 

berkelanjutan (10 target); 

15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan 

ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan 

memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian 

keanekaragaman hayati (12 target); 

 

16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi 

semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, 

dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target); 

17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi 

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (19 target). 

 

Meskipun sampai saat ini belum dilansir indikator yang diadopsi 

oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun dalam jangka waktu 
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2016-2021 merupakan landasan lima tahun pertama untuk 

mencapai tujuan dan target SDGs. Pemerintah Kota Balikpapan 

sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, tentu harus 

memperhatikan SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah dalam jangka lima tahun ke depan. 

 

4.2.6.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta 

Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Berketahanan Bencana 

Degradasi lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam pengelolaan 

Kota Balikpapan. Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat 

memicu berbagai bencana. Berdasarkan data bencana yang terjadi, 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah terjadi 220 

kejadian kebakaran bangunan, 245 kejadian kebakaran 

lahan/hutan, 131 kejadian banjir, 66 kejadian longsor dan 23 

kejadian angin puting beliung (LAKIP BPBD 2014, diolah). 

Mengingat frekuensi bencana yang relatif tinggi, maka Sistem 

Informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana menjadi mutlak 

dibentuk. Mengacu pada LAKIP Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, sistem tersebut belum terbentuk sampai dengan tahun 

2015, dan direncanakan baru akan terbentuk pada tahun 2016. 

Terjadinya kebakaran hutan/lahan dapat mengganggu kelestarian 

hutan di Kota Balikpapan yang sangat krusial untuk menunjang 

daya dukung lingkungan bagi kehidupan masyarakat Kota 

Balikpapan. Upaya untuk pelestarian dan rehabilitasi hutan dan 

lahan kritis harus terus dilanjutkan, meskipun dapat mengurangi 

lahan pertanian. Lahan pertanian yang berubah menjadi hutan 

lindung ada di Balikpapan Utara, yaitu untuk menjadi kawasan 

penyangga Waduk Manggar dan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Manggar serta Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan DAS Wain. 

Keberadaan hutan lindung tersebut sangat signifikan untuk 

menjaga ketersediaan air baku dari sumber permukaan serta 

mengurangi penggunaan air tanah sehingga cadangan air tanah 

dapat meningkat. Guna meningkatkan cadangan air tanah, maka 

perlu konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area 

resapan air. Selain itu, perlu upaya relokasi fungsi budidaya yang 

berada di sekitar kawasan sempadan sungai, waduk, bakau secara 

bertahap dikembalikan kawasan lindung. Pemantauan perlu 

dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar 

dan kebakaran hutan, terutama di Kelurahan Kariangau, Lamaru, 

Manggar, Manggar Baru. 

Pengawasan dan pengendalian pencemaran akibat kegiatan usaha 

dan permukiman harus ditingkatkan, seiring dengan peningkatan 

peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Upaya untuk 

menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan harus 

dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang Kota 

Balikpapan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. 

Pemanfaatan ruang Kota/lahan tersebut harus tetap mengacu pada 

kebijakan yang telah ditetapkan pula dalam RTRW mengenai 
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ketersediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang meliputi 

RTH publik dan RTH privat. Ruang terbuka hijau publik, adalah 

RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 

kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat 

secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, di Kota 

Balikpapan, adalah taman RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota, 

RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai, RTH pengamanan 

sumber air baku/mata air, jalur hijau jalan, hutan kota, buffer zone, 

RTH fungsi khusus/tertentu, bendali, pemakaman, RTH Resapan 

Air, Kebun Raya, Wana Wisata, Agro Wisata, Kawasan Olahraga dan 

Jalur Pengungsian Satwa. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH 

milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang 

pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun 

atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang 

ditanami tumbuhan.  

Ruang terbuka hijau Kota Balikpapan dibentuk oleh ruang terbuka 

hijau yang bersifat publik/umum dan ruang terbuka hijau yang 

bersifat privat/ pribadi. Rencana ruang terbuka hijau Kota 

Balikpapan 50.336,83 ha atau 42% terhadap kawasan perkotaan 

Balikpapan (RTRW 2012-2032, hlm IV-20 s/d IV-21). 

 

4.2.6.3 Peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Pelayanan Dasar yang 

Berorientasi pada Konsep Hijau (Green City) 

RPJPD Kota Balikpapan tahun 2005-2025 telah mengamanatkan 

bahwa Pemerintah Kota Balikpapan harus menyediakan fasilitas 

fisik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Sektor infrastuktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya 

air, listrik dan prasarana permukiman. 

Mengutip LAKIP Kota Balikpapan, panjang jalan kota yang dibangun 

mencapai 6,86 km (2012); 7,9 km (2013) dan 12,69 km (2014). 

Panjang jalan yang ditingkatkan mencapai 3,9 km (2012); 32,8 km 

(2013) dan  23,243 km (2014). Panjang jalan yang dipelihara 518 m 

(2012), 625,8 m (2013) dan 5.570,17 m (2014). Sementara itu, 

jumlah angkutan umum yang tersedia pada tahun 2014 mencapai 

1.887 unit. Upaya untuk menyediakan angkutan umum yang 

representatif mutlak dilakukan dengan mempercepat realisasi SAUM 

yang berbasis BRT (Bus Rapid Transportation). Keberadaan BRT 

diharapkan dapat mengurangi jumlah angkutan umum non BRT 

yang beroperasi sehingga dapat mengurangi polusi udara. 

Peningkatan daya tampung jalan melalui peningkatan ruas jalan 

kota serta pembangunan jalan kolektor sekunder  serta penataan 

dan pembangunan kantong-kantong parkir untuk mengurangi 

kemacetan sesuai dengan perencanaan ruang perlu dilakukan 

secara konsisten. 
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Upaya untuk melakukan pembangunan coastal road,  flyover, dan 

Jembatan Kariangau akan sangat berarti untuk mengurangi beban 

jalan yang sudah ada sekaligus memperlancar arus lalu lintas orang 

dan barang. pembangunan flyover ini akan dapat mengurangi 

dampak dari kemacetan yang disebabkan jumlah kendaraan yang 

meningkat setiap tahunnya. Pembangunan jembatan karinggau 

akan membuka kawasan ini sebagai kawasan industri karena 

jembatan ini akan menghubungkan Karinggau dengan Kampung 

Baru Ulu yang nantinya akan mengubah kondisi Kecamatan 

Balikpapan Barat.  

Kebutuhan air bersih untuk seluruh penduduk Kota Balikpapan 

tahun 2020 diproyeksikan mencapai 55,5 juta liter. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, debit air yang dibutuhkan sebanyak 

1.761 liter/detik. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya 

penyediaan air baku yang saat ini baru mencapai 1.220 liter/detik 

(LAKIP 2014). Upaya untuk menaikkan ketersediaan air baku 

tersebut akan sangat signifikan untuk meningkatkan rumah tangga 

pengguna air bersih yang saat ini baru mencapai 77 persen (LAKIP 

2014). Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur jaringan air bersih 

perlu ditingkatkan seiring dengan pembangunan kawasan 

permukiman. 

Penyediaan air bersih yang berorientasi pada konsep hijau: 

• pembangunan instalasi pengolahan air serta pemasangan pipa 

transmisi dan distribusi sesuai dengan Masterplan Air Minum 

• pelaksanaan dan pengembangan wujud sempadan sungai, 

waduk, embung sebagai fungsi lindung sesuai kriteria yang 

berlaku 

• rehabilitasi dan/atau reboisasi kawasan lindung yang secara 

fisiografis seperti hutan lindung, yang mengalami kerusakan 

• konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area 

resapan air 

• pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya 

penebangan liar dan kebakaran hutan (Kelurahan Kariangau, 

Lamaru, Manggar, Manggar Baru) 

• relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan 

sempadan sungai, waduk, bakau secara bertahap dikembalikan 

kawasan lindung 

• relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung secara 

bertahap dikembalikan kawasan lindung (Kelurahan 

Kariangau, Lamaru, Manggar, Manggar Baru) 

• konservasi Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan Sungai 

Manggar (Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karangjoang) 

 

Selain infrastruktur air bersih, prasarana permukiman lainnya 

perlu ditingkatkan. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

menyebabkan permintaan perumahan juga semakin tinggi. Oleh 

karena itu, perlu peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat 

untuk akselerasi pengembangan dan pembangunan hunian vertikal 
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(rumah susun) di Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan 

Ilir, Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia, Margasari, Baru Tengah, 

Baru Ulu, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati, Mekarsari, 

Manggar, Manggar Baru. Selain itu, perlu revitalisasi kawasan 

permukiman kumuh di Kelurahan Prapatan, Klandasan Ulu, 

Klandasan Ilir, Damai, Sepinggan, Gunung Bahagia, Margasari, 

Baru Tengah, Baru Ulu, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati, 

Mekarsari, Manggar, Manggar Baru. 

Semakin berkembangnya kawasan permukiman akan menimbulkan 

dapak terhadap daya tampung lingkungan, sehingga pengolahan air 

limbah mutlak dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan 

melalui penyediaan IPAL dan IPLT. Untuk pengelolaan sampah, 

keberadaan TPA Sanitary Landfill  menjadi suatu keniscayaan, yang 

harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan prinsip 3 R. 

Dalam konteks pengendalian banjir, maka pembangunan bendali, 

drainase dan normalisasi sungai harus terus ditingkatkan untuk 

mencegah banjir. Titik lokasi banjir di Kota Balikpapan masih 

mencapai 42 titik (LAKIP 2014), meskipun cenderung menurun 

yaitu 55 titik pada tahun 2013. 

Jumlah produksi listrik Kota Balikpapan tahun 2013 sebanyak 

1.032.924.784 Kwh (BPS); sementara kebutuhan listrik diproyeksi 

sebanyak 3.119.214.629 Kwh (2015), dan menjadi 3.801.651.542 

Kwh (2020). Proyeksi dilakukan dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 

2001. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan perlu 

mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan pihak swasta dalam melakukan pengembangan 

ketenagalistrikan dan jaringan listrik, serta inisiasi pengembangan 

energi listrik tenaga surya di Manggar dan Teritip. 

Selain di bidang ketenagalistrikan, Pemerintah Kota Balikpapan 

juga sangat perlu untuk melakukan koordinasi yang intensif 

berkenaan dengan beberapa proyek yang sudah direncanakan akan 

dibiayai dengan APBN, sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2015-

2019, antara lain: 

a) Pembangunan jalur KA Balikpapan-Samarinda dan 

Balikpapan-Tanjung 

b) Pendayagunaan dan pengembangan Bandara Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman di Sepinggan, menjadi Bandara 

Pelayanan Kargo Udara 

c) Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda 

d) PembangunanTerminal Peti Kemas Kariangau 

e) Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT 

f) Penambahan rute penerbangan internasional untuk 

meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara langsung 

ke Balikpapan 

g) Peningkatan jalan nasional di Kelurahan Muara Rapak, Batu 

Ampar, Karang Joang 
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h) Peningkatan jalan provinsi 

i) Pembangunan Jalan Tol Karangjoang – Mulawarman di 

Kelurahan Manggar 

j) Pembangunan Terminal Tipe A Karangjoang 

k) Peningkatan dan pengembangan pelabuhan lokal Kelurahan 

Baru Tengah 

l) penyediaan hunian vertikal, baik Rusunawa maupun 

Rusunami 

m) pengurangan kawasan kumuh di Balikpapan (termasuk 

Bontang dan Samarinda). 

 

4.2.6.4 Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang 

Berwawasan Lingkungan (Green Economy) 

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan selama ini ditopang oleh 

industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 

57,67%. Sub sektor industri pengolahan yang memberikan 

kontribusi terbesar adalah industri batubara dan pengilangan 

migas, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 53%. Artinya lebih 

dari 50% pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan ditopang oleh 

industri batubara dan pengilangan migas. Hal ini perlu mendapat 

perhatian serius, mengingat saat ini dan diperkirakan beberapa 

tahun kedepan harga komoditas, termasuk batubara dan migas 

akan mengalami penurunan, yang berimbas pada terbatasnya 

ketersediaan bahan baku industri pengolahan. Untuk itu, perlu 

strategi untuk penyediaan bahan baku dan mengoptimalkan sub 

sektor yang berpotensi untuk dioptimalkan, misalnya industri agro 

dan industri pengolahan karet. Industri agro di Kota Balikpapan 

cukup menjanjikan dikarenakan permintaan hasil produk industri 

agro cukup tinggi di Kota Balikpapan, dan  industri pengolahan 

karet merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan, 

dikarenakan melimpahnya ketersediaan bahan baku. Produksi karet 

di Kota Balikpapan setiap tahunnya rata-rata 2000-4000 ton (tahun 

2010-2013). Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan 

daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 

2013, jumlah produksi karet di Kota Balikpapan mencapai 2.322 

ton (peringkat 4) atau diatas Kabupaten Kutai Timur; Kabupaten 

Berau; Kabupaten Mahakam Hulu; dan Kota Samarinda. 

Jika dilihat dari sektor pariwisata, yang merupakan salah satu 

sektor andalan Kota Balikpapan Pariwisata memiliki peluang untuk 

dapat berkiprah dalam persaingan perdagangan bebas MEA. Namun 

yang perlu dioptimalkan adalah peningkatan pengelolaan objek 

wisata yang selama ini masih belum optimal, dan hal ini dapat 

dilihat dari masih rendahnya kunjungan wisatawan ke objek wisata 

tersebut, misalnya kebun raya Balikpapan yang pada tahun 2014 

kunjungan wisatawan baru mencapai 654 orang. Selain itu, di era 

perdagangan bebas MEA diperkirakan akan banyak wisatawan yang 

akan berkunjung ke Kota Balikpapan, tentunya jasa usaha 

pariwisata dan tenaga kerja pariwisata perlu dipersiapkan secara 
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matang, terutama menyangkut masalah kompetensi dan sertifikasi. 

Selanjutnya jika dilihat dari ketersediaan jasa usaha bidang 

pariwisata di Kota Balikpapan sudah cukup mumpuni untuk 

bersaing dikancah perdagangan bebas MEA. Namun yang perlu 

mendapat perhatian serius adalah seberapa banyak usaha bidang 

pariwisata tersebut yang sudah bersertifikasi. Jumlah usaha bidang 

pariwisata yang bersertifikasi masih sangat terbatas, bukan hanya 

terjadi di Kota Balikpapan, namun terjadi di sebagian kota besar di 

Indonesia. Selain dihadapkan pada jasa usaha yang belum 

bersertifikasi, tantangan terberat lainnya adalah masih minimnya 

tenaga kerja bidang pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi. 

Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengembangkan peranan sektor 

industri potensial yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan 

penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, antara 

lain industri pengolahan makanan-minuman (produk dari sektor 

pertanian subsektor perikanan dan sub sektor tanaman 

hortikultura tahunan menjadi bahan baku bagi sektor industri 

pengolahan sub sektor makanan-minuman); serta industri 

pengolahan produk turunan migas, dan hasil pertambangan. 

Industri pengolahan produk turunan migas, dan hasil 

pertambangan perlu menjadi concern untuk meningkatkan nilai 

tambah, sehingga produk ekspor di masa depan bukan lagi bahan 

mentah namun produk turunannya yang memiliki harga tinggi di 

pasar global. Selain itu, perlu mendorong peranan dan kontribusi 

sektor perdagangan dan jasa, termasuk jasa keuangan, baik 

perbankan maupun non-perbankan dalam seluruh aspek kegiatan 

ekonomi melalui pengembangan lembaga keuangan formal, antara 

lain pembentukan BPR yang dikelola oleh Pemerintah Balikpapan. 

Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berbasis sumber daya 

lokal, antara lain sektor pertanian, subsektor tanaman hortikultura 

tanaman tahunan dan subsektor perikanan, tetap perlu dilakukan. 

Pemberian sarana produksi dan bibit/benih unggul serta 

pendampingan secara intensif perlu dilakukan. Keberhasilan 

pengembangan sub-sub sektor tersebut diharapkan dapat 

mengurangi fenomena aging farmer. 

Sisi lain yang penting adalah mengembangkan dan memperkuat 

investasi di sektor riil, yang dapat mendorong pengembangan 

investasi pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya 

lokal terutama sektor industri pengolahan sumber daya alam 

mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, melalui:  

• Peningkatan kepastian hukum bagi para investor 

• Peningkatan layanan prima di bidang investasi melalui 

optimalisasi PTSP 

• Peningkatan promosi investasi 

Berkenaan dengan UMKM/IKM; maka upaya meningkatkan 

produktivitas dan daya saing UMKM dan koperasi perlu ditempuh, 

melalui: 
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• peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan 

kewirausahaan  

• peningkatan sumber pembiayaan melalui peningkatan akses 

pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank 

• peningkatan akses dan transfer teknologi untuk meningkatkan 

kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan 

keunggulan lokal, serta peningkatan penerapan standardisasi 

produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi 

(halal, keamanan pangan dan obat)  

• peningkatan jangkauan pemasaran melalui integrasi fasilitasi 

pemasaran dan sistem distribusi, yang didukung sistem 

informasi pasar, dan pengembangan trading house untuk 

produk-produk UMKM/IKM dan koperasi 

Pemerintah Kota Balikpapan perlu semakin mengembangkan dan 

memantapkan pembangunan kawasan industri melalui koordinasi 

dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam akselerasi 

pengembangan Kawasan Industri serta penyediaan sarana dan 

prasarana sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan 

Pemerintah Kota Balikpapan. 

Selain itu, upaya pengendalian inflasi daerah harus terus 

dilakukan, antara lain melalui pengembangan pusat informasi harga 

pangan strategis, memperkuat kerjasama perdagangan dengan 

daerah pemasok komoditas pangan strategis, serta membenahi 

infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik dan 

mendukung pengembangan UMKM. 

The last but not least, penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Kota Balikpapan dengan mengacu pada Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional 

sebagai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, perlu dilakukan segera setelah terbitnya Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri 

Nasional. 

 

4.2.6.5 Pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata 

Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparatur 

negara. Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk 

penyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun juga 

mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan baik 

pada level mikro, meso dan makro. Dalam RPJPN 2005-2025, telah 

dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara 

dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu 

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. 

Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa 
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tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 

diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di 

pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan 

nasional. 

Dalam RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025, reformasi birokrasi 

menjadi isu strategis mengingat pemerintah daerah mempunyai 

tugas dan kewajiban berupa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Untuk itu, selain 

perlu melakukan penataan kelembagaan sebagai konsekuensi 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan harus selalu 

berupaya untuk meningkatan pelayanan publik yang terbaik dan 

cepat bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Hal tersebut dapat 

dicapai jika didukung oleh sumber daya aparatur yang cakap, 

tangguh dan profesional serta didukung dengan ketersediaan dan 

pendayagunaan teknologi informasi yang semakin masif. 

Keberhasilan reformasi birokrasi akan meningkatkan kualitas 

tatakelola pemerintahan (good governance), sebagai prasyarat 

tercapainya sasaran pembangunan. Penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan 

berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, 

efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. 

Tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu meningkatkan 

persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan 

tercermin dalam indeks persepsi korupsi serta indeks kepuasan 

masyarakat. Selain itu, diharapkan akan mampu mempertahankan 

predikat WTP yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Balikpapan 

dengan terus memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara 

modern berbasis TIK; dan peningkatan efektifitas Sistem 

Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu 

melakukan pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi 

pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk 

mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan 

penerapan manajemen berbasis kinerja. Pada akhirnya, hal tersebut 

akan tercermin dari meningkatknya capaian nilai akuntabilitas 

kinerja Pemerinah Kota Balikpapan.  
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BAB V 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

5.1 Visi 

Di era saat ini setiap organisasi dituntut memiliki visi. Bab ini akan 

menjelaskan dan menguraikan visi dan misi yang mengacu pada 

RPJPD Kota Balikpapan. Visi pembangunan jangka panjang Kota 

Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kota 

Balikpapan 2005 – 2025 adalah: 

“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima Dimensi: Jasa, Industri, 

Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai 

Madinatul Iman” 

Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan jangka 

menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya 

saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian 

dan keunggulan daerah, yang ditujukan untuk mencapai 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan 

fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan 

Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi 

RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah: 

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG 

NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL 

IMAN" 

 

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang 

dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan 

(darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah 

dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta 

keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang 

jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata 

(perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang 

menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, 

Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, 

Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian 

terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat 

pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu 

gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak 

pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi 

Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau 

sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan 

objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata 

Kalimantan Timur.    
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Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan 

semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota 

Balikpapan ke depan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, 

pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun 

internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota 

MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) yang 

memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota 

terkemuka. 

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan 

suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai 

tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik 

aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun 

aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-

prinsip dari Livable City diantaranya: 

1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan 

(hunian yang layak, air bersih, listrik); 

2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial  

(transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/kesehatan/ 

ibadah); 

3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan 

berinteraksi;  

4) Keamanan, bebas dari rasa takut;  

5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;  

6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik. 

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah 

suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, 

keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah 

penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan 

semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas 

layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang 

tinggal di kota. Oleh karena itu, Kota Balikpapan harus dapat 

mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya 

dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk 

menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi 

aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan 

menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan. 

Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan 

lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan 

harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan 

hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikankan 

kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan 

terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur 

(transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara 

bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang 

terbuka hijau. Konsepsilivable city sesungguhnya merupakan 

representasi sustainable city, yang merupakan kemampuan untuk 

mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. 
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MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial 

yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral 

dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan 

kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya 

usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan 

pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-

undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, 

religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya 

berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan 

yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi 

masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang 

baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama 

sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul 

Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan 

modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman 

dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, 

berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta 

membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, 

inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, 

indah aman dan nyaman. 

 Hubungan antara permasalahan/isu strategis dengan visi yang 

dicita-citakan dapat dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut: 

Tabel 5.1 

Korelasi Isu Strategis dengan Visi 

IsuStrategis 
Yang akan dicapai 
padaTahun 2021 

Visi 

• Peningkatan daya saing perekonomian 
Daerah yang berwawasan lingkungan (green 
economy). 

Kota terkemuka 

Mewujudkan 
Balikpapan 

sebagai kota 
terkemuka 

yang nyaman 
dihuni dan 

berkelanjutan 
menuju 

madinatul 
iman 

• Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, 
pengendalian kuantitas penduduk dan 
perluasan lapangan kerja. 

 

• Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang 
berorientasi pada konsep hijau (green city). 

• Pengelolaan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan serta adaptif terhadap 
perubahan iklim dan berketahanan bencana. 

Kota Nyaman dihuni dan 
berkelanjutan 

• Pemantapan reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang 
baik dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 

Madinatul Iman 

 

 

Berdasarkan penjelasan visi di atas, pencapaian visi pemerintah daerah 

bisa didekati dengan berbagai pendekatan dan instrumen pembangunan 

daerah terkait tolok ukur kinerja yang menjadi patokan atau representasi 

perwujudan visi dan pelaksanaan misi.  Dalam Lampiran III Permendagri 

Nomor 54 Tahun 2010, terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan 

daerah, disebutkan bahwa tolok ukur kinerja mewujudkan visi dan 

pelaksanaan misi bisa direpresentasikan melalui beberapa indikator 

pembangunan daerah, dengan beragam tingkat dampak (impact). Tingkat 

dampak ini memberikan gambaran indikator keberhasilan pembangunan 
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daerah yang  bersifat makro dan diperoleh dari pencapaian berbagai 

program prioritas yang terkait. 

Indikator makro pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai tolok ukur 

dan representasi atas keberhasilan perwujudan visi dan pelaksanaan misi 

pemerintah daerah periode tahun 2016-2021, perkiraannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 5.2 

Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

No Indikator Satuan 

Kondisi 
Awal 

Tahun 
2015 

Target Capaian Tahunan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Rata-rata Lama 
Sekolah 

Tahun 10,43 10,43 10,45 10,47 10,49 10,51 10,53 

2 
Angka Harapan Lama 
Sekolah 

Tahun 13,73 13,73 13.73 13.93 14.73 14.93 15.73 

3 Usia Harapan Hidup Tahun 73,95 73,95 73.96 73.97 73.99 74.00 74.04 

4 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

% 5,95% 5,95% 5,55% 5,30% 5,05% 4,85% 4.55% 

5 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 

% 62,50% 62,50% 63,28% 63,68% 64,09% 64,50% 64,92% 

6 IPM  78.18 78.18 78.33 78.73 79.13 79.53 79.53 

7 Tingkat Kemiskinan % 2.35% 2.35% 2.34% 2.33% 2.32% 2.31% 2.30% 

8 
Indeks Pembangunan 
Gender 

Indeks 90,1 90,1 91 91 92 92 92 

9 
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks 58,58 58,58 59,18 59,50 59,82 60,14 60,46 

10 Livable City Index Indeks 71,12 71,12 72.5 73 73.5 74 74.5 

11 
Indeks Kepuasan 
Layanan Infrastruktur 
Dasar 

Indeks 73,40 73,40 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 

12 Indeks Gini Ratio Indeks 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 

13 PDRB perkapita Rp 
Rp 120,32 

(Juta) 
Rp 120,17 

(Juta) 

Rp 
120,55 

(Juta) 

Rp 
121,78 

(Juta) 

Rp 
122,70 

(Juta) 

Rp 
124,63 

(Juta) 

Rp 126,64 

(Juta) 

14 
PDRB Non Migas 
(ADHK) 

Rp 
Rp 33,39 
(Triliun) 

Rp 34,12 
(Triliun) 

Rp 34,73 
(Triliun) 

Rp 35,37 
(Triliun) 

Rp 36,40 
(Triliun) 

Rp 37,48 
(Triliun) 

Rp 38,62 
(Triliun) 

15 
Opini Laporan 
Keuangan 

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

16 
Indeks Persepsi 
Korupsi 

Indeks 6,62 6,62 6.62 6.70 6.75 6.80 6.90 

17 
Survey Kepuasan 
Masyarakat 

Indeks 79,36 79,36 79.56 79.76 79.96 80.16 80.36 

18 Nilai Evaluasi LAKIP Kategori CC B (65-67) B (67-69) B(69-71) B(71-73) BB(73-74) BB(75) 

19 Penilaian Kepatuhan Nilai 50 50 55 65 70 75 79 

20 
Indeks Profesionalitas 
ASN 

Indeks 82 82 83 84 85 86 87 

 

5.2 Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik 

membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan 

menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu 

dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk 
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memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan 

yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk 

mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan 

dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik 

eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan 

daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang 

akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. 

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap 

berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan 

memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu: 

1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing tinggi; 

2) Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 
3) Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif; 
4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; 
5) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik.  
 

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 5.3 

Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

Visi Misi Penjelasan Misi 

Mewujudkan 
Balikpapan 

sebagai kota 
terkemuka 

yang nyaman 
dihuni dan 

berkelanjutan 
menuju 

madinatul 
iman 

Meningkatkan 
sumber daya 
manusia yang 

berkualitas dan 
berdaya saing 

tinggi; 

 

Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat 
yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja 
tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang 
tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur 
bangsa dan agama dalam rangka pencapaian 
masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas 
pembangunan diharapkan pada tercapainya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 
semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan 
kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 
yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan 
nilai-nilai luhur budaya dan agama. 

Mewujudkan 
kota layak huni 

yang 
berwawasan 
lingkungan; 

 

Menetapkan tata kelola untuk memantapkan 
Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan 
nyaman (liveable city) dengan memantapkan 
penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat 
perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, 
sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik,   
fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas 
pendidikan) yang memadai, berkualitas dan 
berkelanjutan yang  antisipatif terhadap perubahan 
iklim dan bencana (green city) dengan 
mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero 
waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 
minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan 
partisipasi masyarakat (komunitas hijau). 

Meningkatkan 
infrastruktur kota 

yang 
representatif; 

Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna 
infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang 
mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas 
Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan 
infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan 
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 mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan 
bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan 
kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan 
transportasi massal. 

Mengembangkan 
ekonomi 

kerakyatan yang 
kreatif; 

 

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif 
dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang 
berwawasan lingkungan (green economy) dan 
berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan 
daerah berfokus pada industri pengolahan yang 
mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi 
produk turunan sehingga memberikan nilai tambah 
tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. 
Peningkatan daya saing perekonomian Kota 
Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai 
semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap 
pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas 
ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan hidup. 

Mewujudkan 
penyelenggaraan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 

Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas 
daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka 
optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang 
demokratis berdasarkan pada semangat penegakan 
supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, 
aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi 
perbaikan yang signifikan dalam kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan 
meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan 
meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan 
Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan 
pemerintahan. 

 

5.3 Tujuan 

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja 

pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan 

sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy 

planning) yang memiliki critical point dalam penyusunan RPJMD. Hal 

ini mengingat bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 

tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan 

dan sasaran, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih 

akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam 

sistem penyelenggaraan pemerintahan.  

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan 

pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai 

program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma 

penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan 

daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan 

rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, 

baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, 
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program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan 

misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan 

perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan 

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan 

daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam 

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk 

mengevaluasi pilihan tersebut.  

Hasil perumusan tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-

2021 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota 

Balikpapan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.4 

Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

 

NO MISI NO TUJUAN 

1 Meningkatkan sumber 
daya manusia yang 
berkualitas dan berdaya 
saing tinggi; 

1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 
cerdas intelektual, cerdas emosional, 
cerdas spiritual dan berdaya saing 

2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat 
jasmani dan rohani secara berkelanjutan 

3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
berkualitas melalui pengembangan 
partisipasi yang menyeluruh dan 
berkesinambungan 

2 Mewujudkan kota layak 
huni yang berwawasan 
lingkungan; 

4 Meningkatkan kualitas kota yang 
berwawasan lingkungan 

3 Meningkatkan infrastruktur 
kota yang representatif; 

5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur 

4 Mengembangkan ekonomi 
kerakyatan yang kreatif; 

6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian 
Masyarakat 

7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
hijau 

5 Mewujudkan 
penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang 
baik.  

8 Terselenggaranya tata kelola 
pemerintahan yang baik dan penyediaan 
layanan publik yang prima 

 

 

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, 

cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing. 

Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan 

pembangunan sekaligus penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM 

yang berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas 

emosional dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan 

tersebut akan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk 

smart people atau masyarakat cerdas. Sektor pembangunan yang paling 

berpengaruh terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan. 
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Pembangunan pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2017 diperluas 

pada konsep pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ yang 

diarahkan pada  Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis 

IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ, Perluasan subsidi pendidikan bagi 

seluruh peserta didik usia sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas 

Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dan peningkatan kualitas dan 

kuantitas SARPRAS Pendidikan. Pendidikan non formal  berbasis IPTEK 

dan berlandaskan IMTAQ akan diwujudkan melalui upaya pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana belajar berbasis IT di beberapa sekolah dan 

penerapan muatan lokal yang berbasis IMTAQ di semua jenjang pendidikan 

di Kota Balikpapan, pemberian insentif guru PAUD dan insentif 

ustadzh/ustadzah. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik 

diharapkan memperluas akses pendidikan untuk semua penduduk umur 

sekolah terutama keluarga kurang mampu melalui dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa Stimulan 

Pendidikan dan Hibah bantuan pembangunan sarana prasarana sekolah 

swasta. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dilaksanakan melalui kualifikasi guru, sertifikasi guru serta 

pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen sekolah bagi tenaga 

kependidikan. 

Sasaran dari tujuan di atas adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 

Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu: 

Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,45 Tahun dari pencapaian baseline 

tahun 2015 adalah 10,43 Tahun. Artinya Capaian kinerja kualitas 

pendidikan terhadap visi dan misi ke-1  pada indikator Rata-Rata Lama 

Sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,2 tahun pada 

Tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2021 seluruh usia sekolah di Kota 

Balikpapan dapat sampai pada tingkat pendidikan menengah yang 

mendukung program pendidikan 12 tahun sebagai Program Prioritas 

Provinsi Kalimantan Timur.  

Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,73 Tahun dari pencapaian 

baseline tahun 2015 adalah 13,73 Tahun. Artinya Capaian kinerja  kualitas 

pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Harapan 

Lama Sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 2 (dua) tahun 

pada tahun 2021. Target pencapaian pada tahun 2021 ini akan mendukung 

peningkatan IPM Kota Balikpapan. 

Terkait capaian sasaran kualitas pendidikan pada Indikator Sasaran Rata-

rata Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 0,2 tahun dan Indikator 

Sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 2 

Tahun. Target dan capaian setiap strategi adalah sebagai berikut: 

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ. 

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan 

IMTAQ merupakan cara memolakan pendidikan 12 (dua belas) tahun secara 

berjenjang bagi siswa di setiap sekolah untuk mampu menyerap IPTEK dan 

mengimplemantasikan IMTAQ secara tuntas. Sejalan hal tersebut, pola 

Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ memiliki maksud 

menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang 

mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan 

didasarkan atas nilai keimanan dan budi pekerti luhur dalam 

pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun 

yang Terjangkau. 

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun 

yang terjangkau merupakan cara Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran 

kualitas pendidikan seperti hanya strategi mengembangkan pola 

pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Strategi ini memiliki 

penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (disingkat “TIK”) yang diarahkan untuk e-

pembelajaran dan e-administrasi. 

Berdasarkan hal di atas, bahwa strategi peningkatan akses layanan 

pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau sangat penting untuk 

diimplementasikan secara luas jejaringnya dalam menghubungkan semua 

satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor 

pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di 

daerah. 

Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan. 

Strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan strategi yang 

berkelanjutan dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan pada tiap 

periode waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek. Sehubungan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan tersebut perlu direncanakan secara baik dan tepat sasaran agar 

penyelenggaraan bukan semata-mata bersifat input oriented yang 

bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah 

dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar 

lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) 

akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana 

yang diharapkan. Ternyata strategi input-output kurang dapat memberikan 

perbaikan yang signifikan pada mutu penyelenggaraan pendidikan karena 

tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan 

hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. 

 

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara 

berkelanjutan 

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas 

spiritual dan berdaya saing adalah faktor kesehatan. Masyarakat yang 

sehat  jasmani sangat mendukung pembentukan manusia cerdas 

intelektual, sedangkan cerdas emosional dan cerdas spiritual 

membutuhkan jiwa yang sehat. 

Sasaran tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan 

diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesbilitas, kualitas dan 

manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan 

dilakukan dengan peningkatan  upaya promotif dan preventif melalui 

lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen 

layanan kesehatan di tingkat FKTP dan rujukan dan optimalisasi regulasi 

pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesbilitas dimaksudkan untuk 

kemudahan seluruh lapisan  masyarakat mengakses layanan kesehatan 

tanpa diskriminasi. Kualitas pelayanan kesehatan difokuskan ketersediaan 

dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana prasarana 
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kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan masyarakat 

semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang 

cepat, tanggap, akurat dan nyaman.  

Sasaran dari tujuan Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan 

rohani secara berkelanjutan adalah Meningkatkan derajat Kesehatan 

dengan target yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah sebagai 

berikut: 

a. Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,96 Tahun dari pencapaian 

indikator sasaran baseline tahun 2015 adalah 73,95 Tahun. Artinya 

Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 

pada indikator Angka Usia Harapan Hidup memberikan pengaruh 

peningkatan (+) sebesar 0,09 tahun pada Tahun 2021; 

b. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 1 per 1000 kelahiran hidup 

pada tahun 2021 dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 6 per 

1000 kelahiran hidup; 

c. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 60 Jiwa pada tahun 2021 dari 

pencapaian baseline tahun 2015 adalah 72 Jiwa kelahiran hidup. 

Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan 

misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) memberikan 

pengaruh penurunan (-) sebesar 12 jiwa pada tahun 2021. 

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

berkelanjutan adalah Pengembangan Pola Hidup Sehat dan Peningkatan 

Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan.  

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 

hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan  harus dipandang sebagai suatu investasi untuk 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan 

ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status 

kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan; pelindungan masyarakat di bidang 

obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa 

masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan 

akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan 

masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan 

kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran 

tenaga kesehatan. 

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan 

terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; 

peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk 

polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan 

pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan 

kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat 

dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta 

peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Sehubungan dengan strategi aksesbilitas kesehatan, Pemerintah Kota 

bersama jajarannya dalam hal ini tanggungjawab berada pada Dinas 

Kesehatan berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pelaksanaan jamkesda, 

JPK-PNS, Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu. 
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Sejalan hal tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan 

pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai 

dengan baik.  Proses pengaturan kegiatan ilmiah atau ilmu seni tentang 

bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta 

rasional untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk 

mengatur kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut “ 

Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat “. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, 

rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan. Pelayanan yang dilakukan 

di Rumah sakit meliputi: gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, 

sedangkan di Puskesmas hanya pelayanan gawat darurat (kearah 

pertolongan pertama) dan rawat jalan. 

Sejalan dengan reformasi dibidang kesehatan melalui Paradigma Sehat, 

pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas lebih 

difokuskan pada upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan 

(preventif) dengan tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif.  Selain 

itu,  pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya 

kepada individu (pasien), tetapi juga keluarga dan masyarakat, sehingga 

pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan kesehatan 

yang paripurna (komprehensif dan holistik). 

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun 

strategi Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan 

kesehatan yang dirumuskan dalam rumusan operasional berdasarkan 

strategi tersebut yaitu:  

- Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan  

pengelola kesehatan masyarakat difokuskan pada pelayanan 

puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di masyarakat termasuk 

kelompok perempuan; 

- Peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan 

Rujukan harus ditingkatkan sehingga masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan dapat dilayani dengan cepat, tanggap, akurat dan nyaman; 

dan  

- Optimalisasi regulasi Pelayanan Kesehatan sangat diperlukan untuk 

kepastian dan kenyamanan layanan. 

 

Tujuan 3 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas 

melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan 

berkesinambungan 

Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Untuk dapat 

memenuhi sandang, pangan dan papan, masyarakat harus 

mempunyai penghasilan yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan. 

Selain itu pemerataan kesejahteraan akan sangat berpengaruh 

terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya 

berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan 

partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan diarahkan pada 

semakin tingginya kesadaran seluruh unsur masyarakat bahwa 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas 

dibutuhkan peran masyarakat luas dan bukan hanya tanggungjawab 

pemerintah. Masyarakat harus memiliki daya juang tinggi dan 
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pantang menyerah untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual. Lembaga-

lembaga masyarakat berperan aktif membangun masyarakat untuk 

mampu membantu sesamanya. Dunia usaha meningkatkan rasa 

solidaritas dan penghargaan kepada masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. Upaya pembentukan karakter tersebut harus dilakukan 

menyeluruh dan berkesinambungan sehingga terwujud Kota 

Balikpapan yang madani.  

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut 

adalah menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh 

dan berkelanjutan. Penurunan jumlah pengangguran menunjukkan 

bahwa semakin banyak masyarakat usia kerja yang bekerja dan 

berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupan yang 

berarti mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu 

sendiri, Untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan difokuskan pada 

pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan 

kesetaraan gender. 

Sasaran dari tujuan Mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan 

masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang 

menyeluruh dan berkesinambungan, adalah menurunnya jumlah 

pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Target sasaran menurunnya  pengangguran yang akan dicapai pada 

RPJMD 2016-2021 adalah: 

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan 7,93 % dari 

pencapaian baseline Indikator Sasaran tahun 2016 adalah 7,95 % 

artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan 

mengalami penurunan sebesar 0,02%. Terkait hal ini Pemerintah 

Kota Balikpapan perlu mengambil langkah preventif dan bekerja 

keras untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan 

lapangan kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan TPT 

dibutuhkan dan arah kebijakan; 

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan 67,32 % 

dari pencapaian baseline Indikator Sasaran tahun 2015 adalah 

66,42 % artinya Capaian kinerja pada tahun 2021 direncanakan 

mengalami peningkatan sebesar 0,9%. Terkait dengan 

peningkatan APAK dari 66,42 % menjadi 67,32%, Pemerintah 

Kota Balikpapan memperluas lapangan pekerjaan agar dapat 

memenuhi kebutuhan angkatan kerja akan lapangan pekerjaan 

dan melaksanakan pemerataan pembangunan disegala sektor 

serta membangun relationship antar stake holder untuk turut 

serta membangun lapangan pekerjaan yang memadai. 

Strategi untuk menurunkan jumlah pengangguran dalam  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 

adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan 



260 

 

kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

Peningkatan produktivitas kerja sangat penting dalam kondisi 

semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor 

terutama pertambangan sehingga tenaga kerja yang ada dituntut 

mengoptimalkan hasil produksi.  

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin 

perusahaan memperhatikan karyawan melalui lingkungan kerja yang 

baik, memberikan pelatihan yang cukup, optimalisasi mesin dan 

peralatan kerja, dan mendukung kesejahteraan karyawan dan yang 

terpenting adalah penetapan kebijakan pengupahan yang melindungi 

baik pekerja maupun dunia usaha. 

Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan diarahkan baik pada 

pekerja maupun yang belum bekerja dengan target menghasilkan 

tenaga kerja yang kompeten baik dari segi keterampilan, skill, 

bahasan dan perilaku. Untuk pada pekerja diarahkan pada 

perusahaan tempat bekerja, pelatihan usaha-usaha masyarakat, 

pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antar dunia usaha. Sedangkan 

untuk yang belum bekerja maka harus dilakukan pemetaan tenaga 

kerja yang selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan yaitu pelatihan 

tenaga kerja untuk seluruh lapisan masyarakat, penempatan tenaga 

kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan kegiatan magang. 

Perluasan kesempatan kerja merupakan langkah yang sangat penting 

dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Upaya perluasan 

kesempatan kerja berkaitan erat pertumbuhan investasi usaha. 

Investasi usaha akan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di 

suatu wilayah. Untuk mendukung upaya tersebut maka upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain pemetaan 

lapangan kerja dan pemetaan tenaga kerja harus dilakukan dalam 

rangka sinkronisasi antara upaya penyediaan lapangan usaha baru. 

Pembinaan usaha kecil masyarakat sehingga semakin meningkat 

yang akhirnya mampu menyerap tenaga kerja, pembinaan untuk 

mengembangkan jiwa usaha masyarakat sehingga masyarakat 

mampu berinovasi dalam menciptakan usaha baru, Job Marketing 

Fair sebagai upaya memfasilitasi antara dunia usaha dan pencari 

kerja. 

 

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan 

Sehubungan dengan pokok tujuan misi ke-2 memiliki korelasi dalam 

perwujudan Visi yang terukur atas Capaian Sasaran Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan Hidup yang akan dicapai pada RPJMD 2016-

2021 adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup pada 

tahun 2021 menjadi 64,21 dari baseline pada tahun 2015 sebesar 

60,13. 
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Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan 

Strategi Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, 

Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai 

sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tata ruang 

wilayah yang efisien dan berkelanjutan mempunyai arti bahwa 

penataan ruang wilayah dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya 

guna, dan hasil guna sesuai dengan arah pemanfaan ruang yang 

telah ditetapkan, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan 

lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.  

Agar poin efisien dan berkelanjutan dapat tercapai, maka strategi ini 

memiliki penekanan pada memperkuat dokumen rencana tata ruang 

sebagai pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang, menyediakan data dan informasi spasial daerah yang 

terintegrasi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta kesiagaan dan 

pencegahan bahaya bencana dan kebakaran. 

Pada strategi Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang Efisien dan 

Berkelanjutan terdapat indikator kinerja program mengacu pada 

RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu indikator tersedianya Peraturan 

Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) serta Insentif dan Disinsentif dimana ditargetkan 

penyelesaian Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi 

Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat dalam rangka 

pengendalian pemanfaataan ruang. Sedangkan untuk indikator 

persentase penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan tabel diatas, 

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPMD 

2011-2016) telah memenuhi target capaiannya yang akan terus 

ditingkatkan capaiannya pada tahun 2021. 

b. Strategi mewujudkan clean air, clean water, clean land 

Strategi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat demi tercapainya 

sebuah kota yang layak huni dan berkelanjutan. Berbagai 

permasalahan lingkungan telah banyak terjadi karena berbagai pihak 

tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang 

mengeksploitasi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan 

kesadaran masyarakat dan pengawasan serta pengendalian yang 

ketat agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan Selain itu juga 

diperlukan penegakan hukum bagi perusak lingkungan agar 

memberikan sebuah efek jera dan pengrusakan lingkungan tidak 

kembali terjadi. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat adalah melalui kemudahan masyarakat dalam akses 

data dan informasi mengenai SDA dan Lingkungan Hidup. 

Keterbukaan akses data dan informasi ini juga akan mampu 

meningkatkan peran masyarakat untuk ikut dalam pengawasan dan 

pengendalian kerusakan lingkungan serta penggalian inovasi 
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masyarakat terkait cara pengelolaan lingkungan. Selanjutnya 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas dan 

pengendali kerusakan lingkungan akan berkontribusi pada upaya 

pencegahan kerusakan linkungan terutama dalam hal respon dan 

tindakan terhadap pengaduan masyarakat. 

Strategi mewujudkan clean air, clean water, clean land, yang di 

dukung melalui arah kebijakan penurunan dan pengendalian 

kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan kebijakan umum 

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Peningkatan Ketaatan 

terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Lingkungan, 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan.  

 

Tujuan 5 : Meningkatkan pelayanan Infrastruktur 

Tujuan ke-5 yaitu meningkatkan pelayanan infrastruktur. 

Sehubungan dengan pokok tujuan misi ke-3 memiliki korelasi dalam 

perwujudan Visi yang terukur atas capaian dalam 1 (satu) sasaran 

yakni Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur. Target yang akan 

dicapai pada RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan Indeks 

Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2021 menjadi 

79,00 dari baseline pada tahun 2014 sebesar 73,40 atau dalam 

kategori baik. Mengingat tidak adanya hasil survey kepuasan 

infrastruktur di Kota Balikpapan pada Tahun 2015, maka sebagai 

baseline digunakan hasil penilaian Most Livable City Index oleh 

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk Kota Balikpapan pada tahun 

2014 yaitu pada aspek persepsi masyarakat terhadap ketersedian 

sarana dan prasarana dengan indeks kenyamanan sebesar 73,40.  

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran 

umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna infrastruktur atas pembangunan infrastruktur di 

Kota Balikpapan. Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat 

yang merupakan penjumlahan dari masing-masing infrastruktur 

setelah dibobot (S (Total Index type A + B + C+D+E)/n)  dapat 

dikelompokkan skala penilaian berikut ini: 

Tabel 5.5 

Asumsi Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 
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Adapun strategi adalah dengan Mewujudkan pemerataan 

infrastruktur yang berkualitas Pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat 

proses pembangunan wilayah. Infrastruktur juga memegang peranan 

penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Oleh karena 

itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan 

ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur yang 

dimaksudkan adalah jalan dan transportasi yang akan mampu 

menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai 

multiplier dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk 

pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan pemerataan 

infrastruktur yang berkualitas harus didukung dengan upaya 

pengembangan data dan informasi infrastruktur melalui 

pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya data dan 

informasi yang valid mampu memberikan data yang akurat terkait 

kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga 

diperlukan penguatan dalam prosedur percepatan perbaikan dan 

pemeliharaan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur 

yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dapat 

ditangani dengan segera. Selanjutnya juga dalam rangka 

mewujudkan infrastruktur yang berkualitas juga diperlukan 

sosialisasi kepada pengguna dalam hal keselataman dan ketertiban. 

 

Tujuan 6 : Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat 

Salah satu tujuan dari misi 4 adalah Menggerakkan Sendi-sendi 

Perekonomian Masyarakat. Perkembangan perekonomian kota sangat 

tergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya 

Pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan 

menciptakan kreatifitas yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi 

usaha masyarakat. Kreatifitas usaha yang tercipta dalam konsep 

ekonomi kreatif, yakni mengembangkan ekonomi masyarakat dengan 

meningkatkan daya inovasi dan kreasi masyarakat melalui 

pemanfaatan sumber-sumber potensial masyarakat dan sumber daya 

alam yang terbarukan. Peningkatan aktifitas sendi ekonomi 

masyarakat dapat menjadi dasar  peningkatan pendapatan 

masyarakat sehigga berdampak pada terwujudnya pemertaan 

pendapatan masyarakat. Selain itu perlu didorong upaya diversifikasi 

ekonomi kreatif sehingga  dapat pula membentuk dan mewujudkan 

branding perekonomian sebagai identitas yang khas kota Balikpapan.  

Sendi-sendi perekonomian masyarakat diharapkan dapat bersinergis, 

yakni merupakan wujud dari keterkaitan antara hulu dan hilir 

aktifitas ekonomi, sehingga perekonomian yang ada saling  

mendukung dan pada akhirnya akan dapat menambah nilai jual 

ekonomi itu sendiri. Untuk meningkatkan kreatifitas ekonomi 

masyarakat diperlukan peningkatan  SDM yang berjiwa entrepreneur, 

berdaya saing dan kreatif. Dengan SDM berjiwa entrepreneur, 
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berdaya saing dan kreatif akan dapat menghasilkan produk-produk 

yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean atau 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga dengan demikian 

perekonomian dapat berkembangan yang pada akhirnya diharapkan 

ouput secara makro adalah terciptanya pemerataan pendapatan di 

masyarakat Kota Balikpapan yang dapat dinikmati semua golongan.  

Sasaran dari tujuan di atas adalah meningkatkan pemerataan 

pendapatan masyarakat. Target dari sasaran tersebut yang akan 

dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu: 

a. Peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan sebesar Rp. 163,25 

Juta dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah Rp.122,46 

Juta. Artinya, capaian kinerja PDRB Perkapita pada tahun 2021 

ditargetkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi PDRB Perkapita semakin baik pula tingkat perekonomian 

dengan adanya penambahan output dari produksi barang dan 

jasa. Namun demikian ukuran ini belum dapat menggambarkan 

kenyataan karena harus pula dilihat dari jumlah penduduk 

miskin dan pengangguran,  sehingga  belum sepenuhnya 

mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk yang 

tergambar dari indeks Gini Ratio. PDRB Perkapita yang 

meningkat pada tahun 2021 menunjukkan nilai tambah yang 

bisa diciptakan oleh penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat 

adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku yang 

memperlihatkan trend yang positif.  

b. Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,30 dari 

pencapaian baseline tahun 2015 yaitu sebesar 0,34. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota 

Balikpapan masih tergolong kategori sedang. Diharapkan pada 

tahun-tahun berikutnya diupayakan adanya penurunan indeks 

gini ratio  sesuai dengan target Indikator RPJMD, sehingga  

komposisi yang menikmati pemerataan pendapatan adalah 

golongan bawah dan menengah. 

Terkait capaian Sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan 

masyarakat pada Indikator peningkatan PDRB perkapita dengan 

peningkatan menjadi Rp. 163,25 Juta dan Indikator Sasaran 

Penurunan Indeks Gini dengan indeks 0,30, untuk pencapaian 2 

indikator tersebut, digunakan strategi dan arah kebijakan sebagai 

berikut: 

a. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 

Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

didasarkan pada pendekatan Penguatan SDM dan IPTEK pelaku 

usaha, mempersiapkan sarana prasarana, meningkatkan 

kemandirian koperasi, menjadikan UMKM mandiri, Pengembangan 

kawasan/sentra industri. Diharapkan dengan pendekatan tersebut  

dapat tercipta kualitas dan kuantitas produk,  diversifikasi usaha, 

usaha kreatif, usaha yang berdaya saing sehingga dapat  
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meningkatan nilai jual produk yang dapat   diterima di pasar bebas 

yang pada akhirnya pergerakan  ekonomi masyarakat dapat tumbuh. 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi pengembangan 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif antara lain, melalui: 

- Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Diharapkan 

setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri 

yang dapat mendukung penciptaan efesiensi dan peningkatan 

nilai produksi. 

- Program pengembangan industri kecil dan menengah. 

Diharapkan program tersebut akan didukung dengan kegiatan-

kegiatan yang outputnya meningkatkan jumlah IKM yang 

berkualitas dan menghasilkan produk yang berkualitas pula. 

- Program penataan struktur industri. Diharapkan akan 

mewujudkan industri yang terpadu berwawasan lingkungan, 

meningkatan nilai tambah produk lokal, dan meningkatkan 

jumlah usaha di kawasan dan sentra Industri yang beroperasi  

(Kawasan Industri Kariangau, Sentra Industri Kecil Somber dan 

Sentra Industri Kecil Teritip). 

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah yang diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan. 

- Program  Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, diharapkan 

dapat meningkatkan  jumlah koperasi aktif sebagai penggerak 

perekonomian masyarakat. 

- Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. 

Diharapkan dampak program tersebut mampu meningkatkan 

jumlah kredit UMKM dari Bank sebagai modal pengembangan 

berusaha dan bergeraknya investasi. 

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Diharapkan 

program ini mampu menciptakan jumlah pengurus/ 

pengawas/pengelola koperasi yang berkualitas guna 

menggerakkan, menjalankan dan mengembangkan koperasi 

tersebut. 

 

 

b. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan 

perdagangan 

Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan 

didasarkan pada pendekatan memperkuat sarana prasarana jaringan 

distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, 

mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan 

sarana distribusi, pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha 

distribusi perdagangan, dan meningkatkan kualitas keamanan 

barang.  

Di Kota Balikpapan 95% kebutuhan barang dipenuhi dari luar kota 

Balikpapan yang berarti sangat tinggi ketergantungannya dari daerah 

lain. Diharapkan dengan pendekatan  tersebut Kota Balikpapan 

dapat menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok 
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barang guna mencukupi kebutuhan barang dan keterjaminan 

keamanan suatu barang kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan. 

Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui strategi meningkatkan 

kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan, antara lain 

adalah: 

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, diharapkan setiap 

pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang 

dapat mendukung menciptakan efesiensi dan peningkatan nilai 

produksi. 

- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program 

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Diharapkan kedua 

program tersebut dapat mewujudkan strategi untuk menjaga 

stabilitas harga dan kebutuhan pangan serta meningkatkan 

keamanan pangan di Kota Balikpapan. 

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 

Program tersebut diharapkan dapat menambah nilai produk yang 

akan diekspor yang nanti dapat memberi kontribusi 

perkembangan perekonomian di Kota Balikpapan  

- Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, diharapkan 

akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki usaha 

dengan produk terstandarisasi dan terciptanya perlindungan bagi 

konsumen dengan upaya meningkatan kegiatan tera ulang 

terhadap alat ukur wajib tera. 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar. Dengan 

program ini diharapkan tercipta pasar yang berkualitas dan tertata 

serta meningkatkan jumlah pedagang yang berusaha di dalam 

pasar. 

- Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan 

Kenyamanan Lingkungan Pasar,  diharapkan pasar rakyat dapat 

mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman dan mendukung 

salah satu kriteria penilaian adipura serta mampu bersaingan 

dengan toko swalayan. 

 

 

Tujuan 7 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau 

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi akan 

menghasilkan perbaikan ekonomi, tetapi berimplikasi lain terhadap 

sosial dan lingkungan misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca, 

berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan 

keanekaragaman hayati. Oleh karena itu meningkatkan 

pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan 

akan menghasilkan  perekonomian yang rendah karbon (tidak 

menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya 

alam dan berkeadilan sosial. 
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Sasaran dari tujuan diatas adalah Mendorong Pembangunan 

Ekonomi yang Berkelanjutan. Target dari sasaran ini yang akan 

dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu: 

• Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB non migas 

adalah Rp. 46.85 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 

yaitu Rp. 40,21 trilyun.   

• Target capaian indikator meningkatkan nilai PDRB migas adalah 

Rp. 98,5 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp. 

74,60 trilyun.   

 

Strategi dalam rangka pencapaian target kinerja pada RPJMD 2016-

2021 adalah sebagai berikut: 

a. Strategi Pengembangan Ekowisata  

Posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur 

menjadi salah satu  peluang  yang menjadikan Kota Balikpapan 

semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik regional, nasional 

maupun internasional. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan, 

peningkatan dan promosi destinasi wisata di kota Balikpapan. 

Bentuk promosi yang digunakan bisa berbentuk brosur, souvenir, 

website ataupun mengikuti even-even yang ada baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Selain itu upaya yang perlu terus 

ditingkatkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan para 

pelaku usaha pendukung pariwisata seperti perhotelan, rumah 

makan, kafe, travel agen dan usaha-usaha lainnya.  Semua usaha 

diatas bila berjalan dengan baik pada akhirnya akan berimplikasi 

langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari 

sektor pariwisata.  

b. Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan 

Berinvestasi 

Strategi Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi  

didasarkan pada pendekatan dan cara menerapkan regulasi 

kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang 

kondusif, dan reformasi kebijakan perizinan investasi melalui 

pelayanan terpadu satu pintu. Pendekatan tersebut nanti akan 

berdampak pada meningkatkan rencana dan realisasi investasi yang 

akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan 

PDRB Perkapita di Kota Balikpapan. 

c. Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan.  

Pertanian dan pangan merupakan hal yang sangat penting dan 

strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dengan 

merujuk permasalahan dan pentingnya menjaga pertanian menuju 

kemandirian pangan, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan 

pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi 

pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan 
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perluasan produksi dengan memanfaatkan  potensi geografis wilayah 

dan sumber daya manusia  yang terintegrasi dan sinergis dalam 

sektor pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian 

terdapat di Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan 

Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha 

yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan 

potensi pertanian seluas 195 ha. Kawasan peruntukan pertanian 

tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, 

Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan 

Timur dengan luas 1,591 ha. Kawasan peruntukan perkebunan 

terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan 

Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha. 

Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip 

Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 100 ha. 

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan 

perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, dan 

kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri dari daerah 

penangkapan ikan  0-2 mil seluas 7.642 ha dan daerah penangkapan 

ikan > 2 mil dengan luas 27.896 ha yang berada di sepanjang laut 

dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan peruntukan 

perikanan budidaya seluas 579 ha yang terdiri dari revitalisasi 

kawasan perikanan budidaya darat di sekitar Sungai Somber, Sungai 

Manggar, dan pesisir Kelurahan Teritip seluas 545 ha, sementara 

kawasan perikanan budidaya laut terletak di wilayah laut dan pesisir 

Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden seluas 1.804 ha. 

 

Tujuan 8 : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan 

penyediaan layanan publik yang prima 

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka 

penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan 

keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung 

tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan 

dalam setiap penegakan hukum, maka hal ini akan mampu 

membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam 

mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini 

dikarenakan masyarakat  yang mempunyai hak untuk mencari, 

memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Dengan masyarakat  berpartisipasi aktif maka 

segala  hal/tindakan yang berindikasi negatif dapat dicegah atau 

diatasi. 

Pengembangan pelayanan publik yang prima harus diawali dengan 

adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi yaitu pemasaran, 

operasional dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dikembangkan 

core skill yang saling terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. 
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Beberapa  substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik,  dimana hal ini sudah biasa dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Core sklills, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki 

perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu 

maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan 

pasar secara kompetitif; 

2. Echnicians, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek 

teknis secara professional di bidang pekerjaan sehingga 

menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab 

(responsibility); 

3. Management: kemampuan birokrat untuk dapat mengelola 

pekerjaan secara profesional baik menyangkut kinerja individual, 

kinerja tim maupun aspek managerial dan leadership; 

4. Business knowledge, tuntutan terhadap pemahaman 

pengetahuan bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai 

keuntungan (privit making) yang perlu diadopsi ke sektor publik 

dengan tidak mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan; 

5. Skill, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap 

aparatur  khususnya menyangkut  bidang pekerjaannya, 

termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan; 

6. Habits, membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak 

mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta 

kultur kinerja yang kondusif; 

7. Cohesion, membisakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan 

antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan bersama; 

8. Collective Experience, menjadikan pengalaman individu atau 

kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja 

sebagai pengalaman bersama; 

9. Knowledge of environment, menyadari terjadinya perubahan 

setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan 

tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat 

diperlukan; 

10. Technology, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana 

persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat 

diibaratkan menguasai dunia dan perubahan. 

 

Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan penyediaan layanan publik yang prima diperlukan inovasi dalam 

pemanfaatan teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, 

pengembangan  aparatur,  sistem pengawasan,  serta pemeriksaan 

yang efektif. 
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Sasaran dari tujuan di atas adalah Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-

2021 yaitu: 

a. Opini Laporan Keuangan ditargetkan WTP pada tahun 2021 atau 

sama dengan posisi pada tahun 2015 yaitu WTP. Dalam 

pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas; 

b. Indeks persepsi korupsi ditargetkan 6.90% pada Tahun 2021 

dengan posisi yang sama pada tahun 2015 sebesar 6.62%; 

c. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 80.36 pada 

tahun 2021 atau meningkat sebanyak 1 poin dari tahun 2015 

sebesar 79.36; 

d. Indek Profesionalitas ASN ditargetkan meningkat 6 angka pada 

tahun 2021 menjadi 88 point dari tahun 2015 sebesar 82**. 

 

5.4 Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, 

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan. 

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka 

dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis 

dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran 

pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 5.6 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Mewujudkan 
Balikpapan sebagai 

Kota Terkemuka yang 
nyaman dihuni dan 

berkelanjutan menuju 
madinatul iman 

Misi 1 : Meningkatkan 
Sumber Daya Manusia 
yang Berkualitas dan 
Berdaya SaingTinggi 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas 
intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan 
berdaya saing 

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan 
rohani secara berkelanjutan 

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
berkelanjutan 

3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
berkualitas melalui pengembangan partisipasi 
yang menyeluruh dan berkesinambungan 

3 Menurunnya Jumlah Pengangguran 

4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan 

Misi 2: mewujudkan Kota 
Layak Huni yang 

Berwawasan Lingkungan 

4 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan 
lingkungan 

5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan 
Ketertiban Lingkungan 

Misi 3 : Meningkatkan 
infrastruktur kota yang 

representatif 

5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal 

Misi 4 : Mengembangkan 
Ekonomi Kerakyatan 

yang Kreatif 

6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian 
Masyarakat 

8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 

7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau 9 Mendorong pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan 

Misi Ke - 5 : Mewujudkan 
Penyelenggaraan  Tata 

Kelola Pemerintahan  
yang Baik 

8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang 
baik dan penyediaan layanan publik yang prima 

10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik 
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BAB VI 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Cara bagaimana mencapai sebuah tujuan dan apa saja yang harus 

ditetapkan untuk mengarah kepada tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah adalah sesuatu yang sering disebut sebagai strategi dan arah 

kebijakan. Oleh karena itu strategi dan arah kebijakan RPJMD merupakan 

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah 

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan 

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas 

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, 

termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

 

6.1 Strategi 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah 

satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy 

focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya 

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat 

bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) 

bagi stakeholder pembangunan daerah dan penting untuk mendapatkan 

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut 

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat 

diidentifikasi indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus 

untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa 

transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih 

baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi 

harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). 

Kerangka dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi dua hal 

utama yaitu: 

Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang 

menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 

Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada 

pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. 

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari 

implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana 

dijelaskan dalam bagan berikut ini: 
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sumber : Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

Gambar 6.1 

Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional 

 

Diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder guna 

menjalankan seluruh strategi yang telah disepakati. Lima prinsip 

manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi 

sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah: 

a. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional; 

b. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka 

menengah; 

c. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi; 

d. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan 

e. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik. 

 

Suatu strategi yang baik dapat dikembangkan dengan prinsip-

prinsip: 

a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang 

saling bertolak-belakang; 

b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan 

pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment 

masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan; 

c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan 

dalam proses internal Pemerintah Daerah;  

d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling 

melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. 

e. Strategi secara spesifik dapat dikaitkan dengan satu sasaran 

atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana 

bagan berikut: 
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Sumber : Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

Gambar 6.2  

Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi 

 

Berdasarkan gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi 

membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan 

tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu 

sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu 

tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan 

beberapa sasaran tersebut. 

Langkah-langkah dalam merumuskan strategi adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 

b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan 

c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang 

paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT 

(kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/ 

opportunities dan tantangan/threats).  

 

Diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Balikpapan dalam persiapan dan pengembangan dalan jangka 

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengetahui langkah-langkah 

atau upaya-upaya yang dilakukan salah satunya dengan 

menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk 

mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities) dan ancaman atau hambatan (threats). Dalam 

hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian 

terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman 

merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal.  
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Tabel. 6.1. 
Tabel Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kota Balikpapan 

 

SWOT Analysis 
 

Strengths (Kekuatan) 
1. Sesuai RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018, maka Kota 

Balikpapan ditetapkan sebagai pintu gerbang Kalimantan 
Timur. 

2. Kota Balikpapan secara riil telah menikmati Bonus 
Demografi. 

3. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sudah 
mencakup seluruh wilayah Kota Balikpapan 

4. Ketersediaan kawasan industri yang masih sangat 
potensial untuk dikembangkan secara optimal 

5. Objek wisata di Kota Balikpapan cukup beragam, baik 
wisata alam; wisata sejarah (budaya); wisata belanja; 
maupun wisata agro, dll. Obyek wisata ini terus 
berkembang diiringi dengan peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan dan jasa usaha pariwisata. 

6. Kota Balikpapan memiliki bandara bertaraf internasional 
dan pelabuhan di beberapa wilayah 

Weaknesses (Kelemahan) 
1. Kota Balikpapan masih lemah dalam mengelola SDM yang berkualitas 

dan berdaya saing tinggi. 
2. Masih banyaknya pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke bawah dan 

belum memiliki keahlian. 
3. Masih tingginya AKI dan AKB meskipun fasilitas Yankes telah memadai. 
4. Belum optimalnya peranan industri pengolahan untuk mengolah bahan 

mentah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. 
5. Sarana dan prasarana wisata seperti aksesbilitas, akomodasi dan 

penunjang lainnya masih harus dibenahi. 
6. Ketersediaan air bersih dengan kualitas memadai dan kontinuitas yang 

terjamin masih menjadi persoalan serius di Kota Balikpapan. 
7. Kapasitas dan daya tampung jalan pada beberapa jalan protokol di Kota 

Balikpapan mulai menurun, seiring dengan semakin banyaknya 
kendaraan bermotor. 

8. Belum optimalnya ketersediaan SAUM berbasis Bus (BRT) 
9. Ketersediaan energi di Kota Balikpapan merupakan kendala yang cukup 

signifikan. Seringnya pemadaman listrik, dan voltage yang kurang stabil 
menjadi keluhan pengusaha. Selama ini jika ada pemadaman, 
pengusaha harus menggunakan generator sendiri, dan hal ini menjadi 
beban tambahan dan mengurangi daya saing pengusaha 

Opportunities (Peluang) 
1. Peluang yang besar pengaruhnya dalam usaha 

meningkatkan PAD kota Balikpapan seperti dengan 
terwujudnya Balikpapan sebagai kota MICE, kota 
industri dan jasa, pusat penelitian hutan tropis dan 
mangrove serta terwujudnya Balikpapan sebagai pusat 
informasi yang mengakomodir objek wisata Kaltim. 

2. Secara regional Kota Balikpapan terletak di tengah 
jaringan transportasi darat Trans Kalimantan serta 
merupakan lintas Trans Nasional. Selain itu, Kota 
Balikpapan juga memiliki pelabuhan Laut Semayang 
dan Bandara Internasional Sepinggan. 

3. Kota Balikpapan merupakan daerah strategis dari sisi 
geografis, dan  merupakan Pintu gerbang Wilayah 
Indonesia Timur 

 
 

Strategi SO 

1. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas; 
2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen 

pelayanan kesehatan; 

3. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen 
Pemerintahan  daerah yang efektif, efisien dan taat  azas   
dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar 
Internasional;  

Strategi WO 

1. Peningkatan  kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis 
IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau; 

2. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta 
kesetaraan gender; 

3. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
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Threats (Ancaman) 
1. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan 

akibat limbah industri dan jasa dan meningkatnya arus 
transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan 
ruang terbuka hijau semakin berkurang serta ancaman 
kerusakan kawasan hutan, karst, pantai, dll. 

2. Masuknya pengaruh budaya negatif yang dibawa oleh 
para pendatang yang berpotensi pada lunturnya nilai-
nilai kearifan lokal. 

3. Tingginya migrasi netto, mempercepat pertambahan 
penduduk Kota Balikpapan.  

4. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat 
menjadi ancaman jika tidak dapat diantisipasi dengan 
meningkatkan daya saing Kota Balikpapan. 

Strategi ST 

1. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis; 
berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan; 

2. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan 
berkelanjutan; 

3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 

 
 
 
 
 
 
 

Strategi WT 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;  
2. Pengembangan potensi ekonomi lokal; 
3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja; 
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Berdasarkan tabel tersebut dan telaah yang dilakukan selama 

proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

baik melalui focus group discusion, konsultasi publik maupun 

musrenbang RPJMD, Pemerintah Kota Balikpapan telah 

merumuskan strategi pembangunan dalam RPJMD Kota 

Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu: 

1. Peningkatan  kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan 

(berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau; 

2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan 

kesehatan; 

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja; 

4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan 

anak, serta kesetaraan gender; 

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan; 

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 

berkelanjutan; 

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, 

berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan; 

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas; 

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; 

11. Pengembangan potensi ekonomi lokal; 

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan  

daerah yang efektif, efisien dan taat azas   dalam mendukung 

Pelayanan Publik Berstandar Internasional; 

 

Strategi tersebut merupakan langkah-langkah yang akan 

ditempuh oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama lima tahun 

kedepan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Keterkaitan antara sasaran strategis dan strategi yang akan 

dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel. 6.2 
Keterkaitan Antara Sasaran Pembangunan Dan Strategi 

 

SASARAN STRATEGI 

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 1 Peningkatan  kualitas dan kuantitas 
akses layanan pendidikan (berbasis 
IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang 
terjangkau; 

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan 
Masyarakat berkelanjutan 

2 Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan 
manajemen pelayanan kesehatan 

3 Menurunnya Jumlah 
Pengangguran 

3 Peningkatan Produktifitas, kompetensi 
tenaga kerja dan perluasan kesempatan 
kerja 

4 Meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat secara 
menyeluruh dan berkelanjutan 

4 Percepatan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 

5 Peningkatan pemberdayaan, 
perlindungan perempuan dan anak, serta 
kesetaraan gender 

5 
 

Meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup 

6 Mewujudkan ruang kota yang berkualitas 
dan berkelanjutan 

6 Meningkatkan Kenyamanan, 
Keamanan dan Ketertiban 
Lingkungan 

7 Meningkatkan kualitas lingkungan 
permukiman berkelanjutan 

8 Pengembangan kehidupan masyarakat 
yang harmonis, berkarakter dan 
berkebudayaan serta Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pembangunan 

7 Terwujudnya Infrastruktur Yang 
Handal 

9 Mewujudkan pemerataan infrastruktur 
yang berkualitas 

8 Meningkatkan pemerataan 
pendapatan masyarakat 

10 Pengembangan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi kreatif 

9 Mendorong pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan 

11 Pengembangan potensi ekonomi lokal 

10 Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik 

12 Pengelolaan Keuangan, aset dan 
manajemen Pemerintahan  daerah yang 
efektif, efisien dan taat azas   dalam 
mendukung Pelayanan Publik Berstandar 
Internasional 

 

Selanjutnya strategi tersebut ditindaklanjuti menjadi prioritas 

pembangunan selama lima tahun mendatang. Penjelasan terhadap 

masing-masing prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan  kualitas dan kuantitas akses layanan 

pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang 

terjangkau; 
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Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan 

karakter manusia yang sangat berperan dalam membentuk 

kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang 

berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun 

internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan 

kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. 

Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran   masyarakat   tentang   

melek   huruf dan   kesadaran   akan pentingnya informasi dan 

ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan 

pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan. Dalam 

keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas 

bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka 

harapan lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks 

pembangunan manusia Kota Balikpapan.  

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas 

diperlukan perhatian   pada   relevansi   dan   mutu   pendidikan.   

Rendahnya   relevansi   dan   mutu pendidikan  dipengaruhi  oleh  

beberapa  faktor  terutama  terkait  mutu  proses pembelajaran 

yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang 

berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota 

Balikpapan berupaya meningkatkan relevansi dan mutu 

pendidikan secara lebih merata dan diselaraskan dengan evaluasi 

kinerja bidang pendidikan. 

 

Gambar 6.3 
Strategi Peningkatan  Kualitas dan Kuantitas Akses Layanan 

Pendidikan (Berbasis Iptek Dan Imtaq) 12 Tahun Yang 
Terjangkau 
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2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen 

pelayanan kesehatan; 

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai 

suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran 

penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan 

peningkatan aksestabilitas, kualitas dan manajemen pelayanan di 

bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan  angka  harapan  

hidup  bagi  masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian 

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan. 

 

 

 

Gambar 6.4 
Strategi Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen 

Pelayanan Kesehatan 
 

Perwujudan strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi, penyuluhan, dan optimalisasi regulasi bidang 

kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat khususnya 

di lingkungan kawasan industri dan kawasan pengembangan 

ekonomi. Program ini harus disinkronkan dengan renstra SKPD 

yang bertugas dan berwenang. 

 

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja; 

Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung 

pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. 

Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Balikpapan dan 
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Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam 

peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka 

menurunkan angka pengangguran dengan cara membuka 

lapangan usaha secara efektif dan efisien. 

Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses 

perizinan sangat berpengaruh terhadap perluasan kesempatan 

kerja. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia 

daerah  juga  mempengaruhi  dalam  penyerapan tenaga kerja. 

 

 
 

Gambar 6.5 
Strategi Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja  
 

4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat Kota Balikpapan. Strategi ini bertujuan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, 

ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan dapat mendorong  

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraannya.  

Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian 

penduduk. 
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Gambar 6.6 
Strategi Percepatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

 

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan 

anak, serta kesetaraan gender; 

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 

serta kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas 

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.  Masih adanya 

kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan 

peran perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada 

meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di 

lingkungan domestik maupun masyarakat. Selain itu masih 

ditemukan regulasi maupun kebijakan yang  belum berpihak pada 

kepentingan perempuan.  

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa 

belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak yang dapat 

berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat. 

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 

serta kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya 

perubahan nilai-nilai yang ada dalam keluarga maupun 

masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-

luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai wanita, untuk dapat 

berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu memperkuat peran 

keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi 

hak-hak anak diharapkan berdampak signifikan terhadap 

peningkatan kualitas hidup anak. 
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Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan, 

perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender 

mengarah pada perwujudan perlindungan perempuan dan anak, 

pembinaan kelembagaan organisasi perempuan, dan pembinaan 

potensi perempuan. 

 

Gambar 6.7 
Strategi Percepatan dan Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan 

Perempuan dan Anak, Serta Kesetaraan Gender 
 

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan; 

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang 

Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan 

perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dalam konteks 

penyelenggaraan penataan ruang di daerah, saat ini Kota 

Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan 

Tahun 2012-2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaannya telah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan ruang dengan 

memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan 

lingkungan di Kota Balikpapan.  

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk 

mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk memastikan 

terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan 

menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta 

terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena 
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itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah 

menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana 

tata ruang melalui program dan kegiatan serta melakukan 

pengendalian pemanfaatan ruang melalui perangkat peraturan 

zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan pemberlakuan 

sanksi. 

Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, dalam 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

yang  ditetapkan tanggal 2 November 2012 terdapat beberapa 

komitmen yang sangat mendukung pengembangan Kota 

Balikpapan menjadi “kota hijau”, antara lain: 

1. Pola ruang 52% Kawasan Lindung dan 48% Kawasan Budidaya; 

2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan; 

3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep foresting the 

city dan green corridor, untuk pengembangan Kawasan Industri 

Kariangau diarahkan pada green industry yang didukung zero 

waste dan zero sediment. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, penyediaan data dan 

informasi lingkungan menjadi hal yang penting guna mendorong 

pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama 

mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. 

 

 
 

Gambar 6.8 
Strategi Peningkatan Ruang Kota Yang Berkualitas dan 

Berkelanjutan 
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7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 

berkelanjutan; 

Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi 

lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang 

sangat penting adalah kualitas lingkungan permukiman. 

Lingkungan permukiman adalah bagian wilayah kota sebagai 

wadah hunian yang meliputi segala sarana dan prasarana yang 

menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat 

tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini 

kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan 

lingkungan. 

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan 

persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat 

menjadi indikator kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan 

lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, drainase 

lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan 

persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi bencana dan 

kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan (SDG’s) yang antara lain adalah memastikan 

ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air 

dan sanitasi untuk semua orang dan membuat kota dan 

pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta 

berkesinambungan.  
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Gambar 6.9 
Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Berkelanjutan 

 

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, 

berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan; 

Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, 

berkarakter dan berkebudayaan merupakan syarat utama bagi 

keberlangsungan proses pembangunan. Kehidupan masyarakat 

yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan menunjukkan 

bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki toleransi yang tinggi,  

memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjaga 

kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk 

menjaga adat istiadat dan budaya Indonesia.   Tujuan dan sasaran 

pembangunan kota tidak akan tercapai tanpa partisipasi 

masyakat.  

Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kerjasama antara 

Pemerintah Kota dan kelembagaan terkait, membina dan 

menguatkan peran linmas dalam rangka ketertiban dan keamanan 

lingkungan serta meningkatkan pencegahan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.   
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Gambar 6.10 
Strategi Pengembangan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, 

Berkarakter Dan Berkebudayaan Serta Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan 

 

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas; 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting 

dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. 

Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu 

roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju 

dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat dipisahkan dari 

ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan 

transportasi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi 

fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. 

Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi 

penghubung pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan 

perekonomian serta pendukung pengembangan wilayah. 

Infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu melayani 

seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya infrastruktur 

yang handal. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga 

diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan 

yang ada akibat rendahnya kualitas infrastruktur seperti 

kemacetan dan banjir serta tingginya angka inflasi. 

 



288 
 

 

Gambar 6.11 
Strategi Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkualitas 

 

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; 

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan 

untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, 

menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan 

ekonomi rakyat melalui penguatan sumber daya manusia dan 

penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan sarana 

prasarana, mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana 

prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka 

stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik 

perdagangan dan sarana distribusi, dan meningkatkan kualitas 

keamanan barang.  

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan 

peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang 

mandiri. Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan 

nilai tambah produksi industri dilakukan melalui peningkatan 

kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan 

revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi berbasis kearifan lokal. Sedangkan implementasi 

terhadap arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas 

UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui dua hal 

yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan 

koperasi serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.   
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Gambar 6.12 
Strategi Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif 
 

11. Pengembangan potensi ekonomi lokal; 

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui 

peningkatan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi 

pariwisata yang lebih beragam, mengembangkan sarana prasarana 

pendukung wisata, menerapkan regulasi kemudahan investasi, 

membangun iklim investasi daerah yang kondusif, reformasi 

kebijakan peizinan investasi melalui pelayanan terpadu satu 

pintu, intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan 

mengembangkan potensi sumber energi alternatif. 

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan  

potensi ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan 

industri  pariwisata yang berwawasan lingkungan, peningkatan 

investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya 

saing global, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas 

dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan. 

Implementasi terhadap arah kebijakan pengembangan kawasan 

industri pariwisata yang berwawasan lingkungan diarahkan pada 

pengembangan dan peningkatan kualitas dan informasi 

pariwisata, pengembangan potensi pariwisata, dan peningkatan 

keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. 

Implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan investasi 

daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing 

global dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, 

dan percepatan pelayanan perizinan. Implementasi terhadap arah 

kebijakan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas 

dilakukan melalui percepatan produksi pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan. Implementasi terhadap arah kebijakan 



290 
 

peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan 

diupayakan melalui penghematan penggunaan energi fosil. 

 
Gambar 6.13 

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 

 

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan  

daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung 

Pelayanan Publik Berstandar Internasional; 

Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen 

pemerintahan  daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam 

mendukung pelayanan publik berstandar internasional meliputi: 

a. Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan 

keuangan daerah; 

b. Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen 

pengelolaan aset; 

c. Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS 

pelayanan publik dan pengintegrasian sistem manajemen di 

seluruh SKPD (pengembangan smart city); 

d. Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan 

kinerja; 

e. Harmonisasi produk hukum daerah; 

f. Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan 

konsistensi dokumen perencanaan daerah dan SKPD. 

Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana 

prasarana,  dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan 

optimalisasi manajemen aset. 
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Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan 

dan akuntabel dilakukan melalui perbaikan sistem dan 

manajemen pengelolaan keuangan serta peningkatan pengawasan 

internal. Sedangkan Implementasi kebijakan optimalisasi 

manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan 

pengelolaan aset daerah.  

 

 

 

 

Gambar 6.14 
Strategi Pengelolaan keuangan, Aset dan Manajemen 

Pemerintahan Daerah 
 

6.2  Arah Kebijakan 

6.2.1 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah   

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan 

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan 

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus 

dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. 

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 

merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas 

pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD 

secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan 

mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang 

hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan 

waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda 

namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode 
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lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan 

dalam RPJMD. Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel. 6.3 
Keterkaitan Antara Sasaran Pembangunan Dan Arah Kebijakan 

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN 

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 1 Peningkatan  kualitas dan kuantitas 

akses layanan pendidikan (berbasis 

IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang 

terjangkau; 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal 

berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ 

Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh 

peserta didik usia sekolah 

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga 

Pendidik serta Tenaga Kependidikan 

2 Meningkatkan Derajat Kesehatan 

Masyarakat berkelanjutan 

2 Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan 

manajemen pelayanan kesehatan 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

melalui peningkatan akses dan kualitas dan 

manajemen pelayanan kesehatan serta 

pengembangan prilaku hidup sehat 

3 Menurunnya Jumlah 

Pengangguran 

3 Peningkatan Produktifitas, kompetensi 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan 

kerja 

Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang 

produktif dan kreatif serta berdaya saing 

Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan 

Pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja 

4 Meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh dan berkelanjutan 

4 Percepatan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

Perluasan Program Penanggulangan 

Kemiskinan 

Percepatan Penanganan PMKS 

Pengendalian angka kelahiran 

5 Peningkatan pemberdayaan, 

perlindungan perempuan dan anak, serta 

Penguatan kelembagaan koordinasi dan 

jaringan pengarusutamaan gender, 



294 
 

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN 

kesetaraan gender pengembangan Kota Layak Anak dan 

meningkatkan pelayanan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan                                                                              

5 

 

Meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup 

6 Mewujudkan ruang kota yang berkualitas 

dan berkelanjutan 

Meningkatkan proses perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang 

Menurunkan dan Mengendalikan Kerusakan 

dan Pencemaran Lingkungan 

6 Meningkatkan Kenyamanan, 

Keamanan dan Ketertiban 

Lingkungan 

7 Meningkatkan kualitas lingkungan 

permukiman berkelanjutan 

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar 

Perumahan 

Meningkatkan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana 

8 Pengembangan kehidupan masyarakat 

yang harmonis, berkarakter dan 

berkebudayaan serta Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pembangunan 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan Kondusifitas, keamanan dan 

Ketertiban Kota 

Pengembangan prestasi pemuda dan 

olahraga 

Peningkatan prestasi dan Pelestarian Budaya 

Daerah 

Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya 

Peningkatan Peran LPM, Lembaga Perguruan 

Tinggi dan Tim Penggerak PKK 

Perluasan pengembangan inovasi daerah 
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SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN 

7 Terwujudnya Infrastruktur Yang 

Handal 

9 Mewujudkan pemerataan infrastruktur 

yang berkualitas 

Menyediakan infrastruktur Transportasi yang 

menghubungkan seluruh wilayah Kota 

Balikpapan 

Mewujudkan Infrastruktur yang nyaman dan 

berkualitas 

8 Meningkatkan pemerataan 

pendapatan masyarakat 

10 Pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi kreatif 

Meningkatkan nilai tambah produksi Industri 

Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM 

dan Koperasi yang mandiri 

Pengembangan jaringan distribusi dan 

keamanan perdagangan 

9 Mendorong pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan 

11 Pengembangan potensi ekonomi lokal Pengembangan Kawasan Industri  Pariwisata 

berwawasan lingkungan 

Peningkatan investasi daerah dengan 

menciptakan iklim investasi yang berdaya 

saing global 

Meningkatkan produksi pertanian 

Meningkatkan produk unggulan perkebunan 

Meningkatkan produksi peternakan 

Meningkatkan produksi perikanan 

10 Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik 

12 Pengelolaan Keuangan, aset dan 

manajemen Pemerintahan  daerah yang 

efektif, efisien dan taat azas   dalam 

Pengelolaan keuangan yang Transparan dan 

akuntabel 
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SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN 

mendukung Pelayanan Publik Berstandar 

Internasional 
Pengembangan tatakelola pemerintahan yang 

efektifitas dan efisiensi sertapenyederhanaan 

prosedur dan birokrasi daerah, kepastian 

biaya perijinan serta standarisasi pelayanan 

perijinan untuk mempermudah pelayanan 

investasi pelaku usaha; 

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 

Peningkatan dukungan Pelayanan Publik 

Peningkatan Kualitas produk hukum daerah 

Peningkatan Kualitas perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah 

 



297 
 

6.2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah 

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari tahapan 

lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 

Tahun 2005-2025. Tahapan secara umum Tahun 2016-2021 

dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 

Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 6.15 
Tema Tahunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

 

Tema tahunan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam arah 

kebijakan tahunan rencana kerja Pemerintah Kota Balikpapan 

sebagai berikut: 
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Tabel 6.4 
Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Balikpapan 

 
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Peningkatan  kualitas dan kuantitas akses 

layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan 

IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau; 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal 

berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ 
�  �  �  �  �  

Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh 

peserta didik usia sekolah 
�  �  �  �  �  

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga 

Pendidik serta Tenaga Kependidikan 
�  �  �  �  �  

2 Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan 

manajemen pelayanan kesehatan 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

melalui peningkatan akses dan kualitas dan 

manajemen pelayanan kesehatan serta 

pengembangan prilaku hidup sehat 

�  �  �  �  �  

3 Peningkatan Produktifitas, kompetensi 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan 

kerja 

Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang 

produktif dan kreatif serta berdaya saing 
�  �  �  �  �  

Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan �  �  �  �  �  

Pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja 
�  �  �  �  �  

4 Percepatan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

Perluasan Program Penanggulangan 

Kemiskinan 
�  �  �    

Percepatan Penanganan PMKS �  �  �  �  �  

Pengendalian angka kelahiran �  �  �  �  �  

5 Peningkatan pemberdayaan, perlindungan 

perempuan dan anak, serta kesetaraan 

gender 

Penguatan kelembagaan koordinasi dan 

jaringan pengarusutamaan gender, 

pengembangan Kota Layak Anak dan 

meningkatkan pelayanan perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan    

 

                                                                            

�  �  �  �  �  
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STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 2017 2018 2019 2020 2021 

6 Mewujudkan ruang kota yang berkualitas 

dan berkelanjutan 

Meningkatkan proses perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang 

�  �  �  �  �  

Menurunkan dan Mengendalikan Kerusakan dan 

Pencemaran Lingkungan 

�  �  �  �  �  

7 Meningkatkan kualitas lingkungan 

permukiman berkelanjutan 

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar 

Perumahan 

�  �  �  �  �  

Meningkatkan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana 

�  �  �    

8 Pengembangan kehidupan masyarakat 

yang harmonis, berkarakter dan 

berkebudayaan serta Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pembangunan 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan Kondusifitas, keamanan dan 

Ketertiban Kota 

�  �  �  �  �  

Pengembangan prestasi pemuda dan olahraga �  �  �  �  �  

Peningkatan prestasi dan Pelestarian Budaya 

Daerah 

�  �  �  �  �  

Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya   �  �  �  

Peningkatan Peran LPM, Lembaga Perguruan 

Tinggi dan Tim Penggerak PKK 

�  �  �  �  �  

Perluasan pengembangan inovasi daerah �  �  �  �  �  

9 Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang 

berkualitas 

Menyediakan infrastruktur Transportasi yang 

menghubungkan seluruh wilayah Kota 

Balikpapan 

�  �  �  �  �  

Mewujudkan Infrastruktur yang nyaman dan 

berkualitas 

�  �  �  �  �  

10 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi kreatif 

Meningkatkan nilai tambah produksi Industri �  �  �  �  �  

Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan 

Koperasi yang mandiri 

�  �  �  �  �  

Pengembangan jaringan distribusi dan 

keamanan perdagangan 

�  �  �  �  �  
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STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 2017 2018 2019 2020 2021 

11 Pengembangan potensi ekonomi lokal Pengembangan Kawasan Industri  Pariwisata 

berwawasan lingkungan 

 �  �  �  �  

Peningkatan investasi daerah dengan 

menciptakan iklim investasi yang berdaya saing 

global 

�  �  �  �  �  

Meningkatkan produksi pertanian �  �  �  �  �  

Meningkatkan produk unggulan perkebunan �  �  �  �  �  

Meningkatkan produksi peternakan �  �  �  �  �  

Meningkatkan produksi perikanan �  �  �  �  �  

12 Pengelolaan Keuangan, aset dan 

manajemen Pemerintahan  daerah yang 

efektif, efisien dan taat azas   dalam 

mendukung Pelayanan Publik Berstandar 

Internasional 

Pengelolaan keuangan yang Transparan dan 

akuntabel 

�  �  �  �  �  

�  �  �    

Pengembangan tatakelola pemerintahan yang 

efektifitas dan efisiensi sertapenyederhanaan 

prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya 

perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan 

untuk mempermudah pelayanan investasi 

pelaku usaha; 

�  �  �  �  �  

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur �  �  �  �  �  

Peningkatan dukungan Pelayanan Publik �  �  �  �  �  

Peningkatan Kualitas produk hukum daerah �  �  �  �  �  

Peningkatan Kualitas perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah 

�  �  �  �  �  
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6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis 

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028, Kota Balikpapan 

merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan Perkotaan Balikpapan - 

Tenggarong - Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki 

peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut dan 

udara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang 

diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar 

minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di 

Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian kawasan 

andalan Kawasan Bontang-Samarinda -Tenggarong, Balikpapan 

Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan 

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga-

Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Kota 

Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang 

melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan 

bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah 

Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi 

sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, 

Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat 

pengolahan migas. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 

meliputi dua kawasan yaitu: 

a. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan). 

Teluk Balikpapan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang 

terletak pada 3 (tiga) wilayah administrasi pemerintahan, yaitu 

wilayah Pemerintahan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai 

Kertanegara dan Kabupaten Paser. DAS Teluk Balikpapan 

memiliki luas ± 194.400 ha dengan sekitar 87 persen luas 

kawasan berada di Kabupaten Paser, luas wilayah di Kota 

Balikpapan mencapai 11 persen, dan sekitar 2 persen luas 

kawasan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada DAS 

Teluk Balikpapan terdapat sungai-sungai besar maupun kecil, 

di antaranya seperti Sungai Somber, Sungai Wain, Sungai 

Semoi, Sungai Sepaku dan Sungai Riko yang airnya mengalir 

dan bermuara ke Teluk Balikpapan. DAS Teluk Balikpapan 

memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, di 

antaranya sebagai penyangga kesinambungan fungsi teluk 
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tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber 

penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan 

ekosistem perairan kawasan teluk. Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan kesinambungan fungsi tersebut, salah satunya 

diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan sinerjik. 

b. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung. 

Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung terletak di Teluk 

Balikpapan yang merupakan dua kawasan peruntukan 

industri Kariangau di Kota Balikpapan seluas 3.565 Ha dan 

kawasan peruntukan industri di Kabupaten Penajam Paser 

Utara seluas 4.808 Ha. Kawasan industri ini dihubungkan oleh 

Jembatan Pulau Balang dan diarahkan menjadi kawasan 

industri manufaktur yang mengolah produk-produk 

kehutanan, pertanian, dan bahan-bahan lain menjadi produk 

jadi. Arahan pengelolaan kawasan industri pengolahan adalah 

mendorong pengembangan industri pengolahan dan 

agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor 

produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan hasil hutan. Kawasan strategis ini 

berperan antara lain sebagai: 

•  Wahana proses peningkatan nilai tambah sumber daya 

alam unggulan  

•  Instrumen untuk mensinergikan investasi pemerintah 

melalui program-program SKPD 

•  Kawasan prioritas untuk mensinegikan program pusat-

provinsi-kabupaten/kota  

•  Area penerapan pembangunan dengan prinsip green 

industry  

•  Wahana kolaborasi pemerintah. dunia usaha dan lembaga 

pendidikan/riset dalam mengembangkan inovasi  

Sejalan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan 

provinsi, maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Kota yang 

menurut UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah 

“wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap 

ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan” (pasal 1 (29) UU 

Nomor 26/2007).  

Kawasan strategis wilayah kota merupakan bagian wilayah kota 

yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, 

sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis 
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kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota 

akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan 

strategis. 

Kawasan strategis kota berfungsi: 

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau 

mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis 

kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan 

ruang wilayah kota; 

2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam 

wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting 

terhadap wilayah kota bersangkutan; 

3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa 

terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana 

pola ruang; 

4. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program 

utama RTRW kota; dan 

5. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah 

kota. 

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 

Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis 

Kawasan Strategis Kota (KSK), sebagai berikut: 

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi 

Kawasan strategis kota dari sudut pertumbuhan ekonomi 

ditetapkan dengan 7 kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; 

2) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi daerah; 

3) Memiliki potensi pasar regional, nasional dan internasional; 

4) Didukung jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi;  

5) Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi 

tinggi; 

6) Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan 

nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah 

dan nasional; 

7) Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan 

tertinggal. 
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Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi 

wilayah Balikpapan, baik melalui keterkaitan fungsional 

keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus 

yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui 

keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan tersebut.  

Umumnya, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi mencakup 

kawasan-kawasan yang mempunyai ciri sebagai kawasan: 

Kawasan Metropolitan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan 

Ekonomi Terpadu. Yang termasuk dalam kawasan strategis dari 

sisi pertumbuhan ekonomi adalah: 

1. Kawasan Kota Baru Karang Joang 

Kawasan Kota Baru Karang Joang diarahkan menjadi kawasan 

pusat kota kedua sebagai pusat pertumbuhan dengan kegiatan 

perdagangan, jasa dan pemerintahan di Bagian Utara Balikpapan. 

Kota baru ini direncanakan menjadi pendukung bagi 

pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan menjadi 

penyeimbang bagi kepadatan perkotaan di Balikpapan bagian 

selatan.  

2. Kawasan Industri Kariangau (KIK) 

KIK adalah kawasan yang diarahkan oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan sebagai kawasan pengembangan industri terpadu. 

Kawasan ini menjadi pusat pengembangan industri dengan 

jangkauan produksi skala nasional dan regional. 

3. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru 

Industri Perikanan Manggar dan Manggar baru sudah tumbuh 

dengan baik dan potensial untuk dikembangkan dengan skala 

pelayanan yang lebih luas. Variasi produk dapat mempercepat 

tumbuhnya kawasan ini sebagai kawasan yang strategis di Kota 

Balikpapan.  

4. Kawasan Reklamasi Pantai 

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan perdagangan dan 

jasa di bagian selatan Kota Balikpapan yang merupakan kegiatan 

pembangunan kawasan baru dengan melakukan reklamasi pantai 

yang bertujuan sebagai alternatif mengatasi kemacetan lalu lintas, 

menciptakan akses publik ke pantai dan upaya penataan estetika 

kota. 

5. Kawasan Kota Baru Teritip 

Kawasan Kota Baru Teritip diarahkan sebagai pusat pertumbuhan 

perkotaan baru di bagian timur Balikpapan yang dirancang 
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menjadi pusat perdagangan, jasa dan pendidikan. Kota baru ini 

direncanakan menjadi pendukung bagi pengembangan Kawasan 

Wisata Manggar dan menjadi penyeimbang bagi kepadatan 

perkotaan di Balikpapan bagian selatan. 

 

 

Gambar 6.16  
Peta Kawasan Strategis Kota Sudut Kepentingan Ekonomi 

 
b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kota 

Balikpapan ditetapkan berdasarkan 6 kriteria berikut: 

1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat 

istiadat atau budaya kota atau nasional; 

2) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya 

serta jati diri masyarakat Kota Balikpapan; 

3) merupakan aset kota, atau nasional, atau internasional yang 

harus dilindungi dan dilestarikan; 

4) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota 

atau nasional; 

5) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;  

6) memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kota 

atau nasional. 

Berdasarkan hal tersebut, kawasan strategis sosial budaya yang 

ada di Balikpapan adalah kawasan Permukiman Nelayan 

Margasari di Balikpapan Barat yang merupakan kampung atas air 
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di Kota Balikpapan dan Kawasan Pendidikan Skala Regional 

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang diperlukan pengendalian 

pemanfaatan ruang di kawasan sekitarnya. 

 

 

Gambar 6.17  
Peta Kawasan Strategis Kota Sudut Kepentingan Sosial Budaya 

 
c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya 

Dukung Lingkungan 

Penetapan Kawasan Strategis untuk daya dukung lingkungan 

hidup didasarkan pada 7 kriteria sebagai berikut: 

1) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 

2) Merupakan aset kota atau nasional berupa kawasan lindung 

yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/ atau 

fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah 

yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

3) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang 

setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian pada skala 

kota ataupun Negara; 

4) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim 

makro; 

5) Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan 

hidup; 

6) Rawan bencana alam skala kota atau nasional;  
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7) Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan 

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, di Balikpapan ditetapkan Kawasan 

Strategis untuk Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan sebagai 

berikut: 

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain 

Kawasan yang dijadikan sebagai hutan lindung ini memiliki 

peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

keanekaragaman hayati, dan kestabilan ekosistem di Kota 

Balikpapan karena posisinya yang berada di bagian hulu dari Kota 

Balikpapan. 

2. Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar 

Seperti halnya kawasan hutan lindung Sungai Wain, Kawasan 

Hutan Lindung Sungai Manggar juga menjadi kawasan yang 

memiliki peranan penting untuk menjaga kelestarian alam seperti 

ketersediaan sumberdaya air baku permukaan dan air tanah serta 

mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. 

 

Gambar 6.18  
Peta Kawasan Strategis Kota Sudut Kepentingan  

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan 
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6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kota 

Balikpapan diperhatikan pula arah pembangunan kewilayahan 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Hal ini dilakukan dalam 

upaya mewujudkan ruang Kota Balikpapan sebagai daerah Tujuan 

penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan 

sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna 

mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Balikpapan Tahun 2012-2032, sistem pusat kegiatan terdiri atas: 
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Tabel 6.5 
Sistem Pusat Dan Fungsi Kegiatan  

Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

No 
Pusat 

Kegiatan 
Lokasi Fungsi 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Pusat 
Kegiatan 
Nasional 

(PKN) 

Kota Balikpapan a. Pusat pemerintahan kota 
b. Pusat perdagangan regional 
c. Pusat Industri 
d. Pusat transportasi udara internasional 
e. Pusat Pengolahan Migas 

2.  PPK 
(Pusat 

Pelaynan 
Kota) 

Kelurahan Klandasan Ilir �Kecamatan Balikpapan Kota sebagai kawasan pusat pemerintahan, 
perdagangan dan jasa skala kota 

Kelurahan Klandasan Ulu � Kecamatan Balikpapan Kota 

3.  Sub Pusat 
Pelayanan 
Kota (Sub 

PPK) 

Kelurahan Karangjoang � Kecamatan Balikpapan Utara, melayani: 

- Kelurahan Muara Rapak,  

- Kelurahan Batu Ampar dan 

- Kelurahan Gunung Samarinda,  

- Kelurahan Graha Indah, 

-  Kelurahan Gn. Samarinda Baru 

- Kelurahan Karangjoang 

sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat 
pendidikan skala regional 

Kelurahan Teritip  Kecamatan Balikpapan Timur, melayani:  

- Kelurahan Manggar,  

- Kelurahan Manggar Baru, 

- Kelurahan Lamaru 

sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota 
dan pusat pelayanan pendidikan skala kota. 

4.  Pusat 
Lingkungan 

(PL) 

1) Kecamatan Balikpapan Barat 
� Kelurahan Margasari, melayani: 

a. Kelurahan Baru Ulu 

b. Kelurahan Baru Ilir 

c. Kelurahan Margomulyo 

d. Kelurahan Kariangau  

e. Kelurahan Baru Tengah 

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala 
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala 
kecamatan dan pusat pendidikan skala 
kecamatan 
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2) Kecamatan Balikpapan Selatan 
� Kelurahan Gunung Bahagia, melayani: 

a. Kelurahan Damai Baru,  
b. Kelurahan Damai Bahagia, 
c. Kelurahan Sungai Nangka,  
d. Kelurahan Sepinggan Baru,  
e. Kelurahan Sepinggan Raya  
f. Kelurahan Sepinggan 

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala 
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala 
kecamatan 

3) Kecamatan Balikpapan Tengah 
� Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani: 

a. Kelurahan Gunung Sari Ulu,  

b. Kelurahan Karang Rejo, 

c. Kelurahan Karang Jati,  

d. Kelurahan Sumber Rejo,  

e. Kelurahan Mekar Sari  

Sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala 
kecamatan 

4) Kecamatan Balikpapan  
� Kelurahan Manggar, melayani: Kelurahan Manggar Baru 

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala 
kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala 
kecamatan 

5) Kecamatan Balikpapan Timur 
� Kelurahan Lamaru, melayani: Kelurahan Teritip 

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala 
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala 
kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala 
kecamatan 

6) Kecamatan Balikpapan Utara 
� Kelurahan Batu Ampar, melayani: 

a. Kelurahan Muara Rapak 

b. Kelurahan Graha Indah 

c. Kelurahan Gunung Samarinda 

d. Kelurahan Gunung Samarinda Baru 

e. Kelurahan Karang Joang 

sebagai pusat perdagangan jasa skala kecamatan 
dan pusat pendidikan skala kota 

7) Kecamatan Balikpapan Kota 
� Kelurahan Klandasan Ulu, melayani: 

a. Kelurahan Klandasan Ilir 

b. Kelurahan Damai 

c. Kelurahan Telaga Sari 

d. Kelurahan Prapatan 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 
pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan 
pendidikan skala kota 
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Sumber: Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 
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Gambar 6.19  
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Balikpapan 

 
Dengan memperhatikan potensi wilayah serta rancangan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, maka 

berikut ini srategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah 

kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 6.6 
Arahan dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 

Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

A. Balikpapan Selatan    

1. Sepinggan 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Industri Sedang,  

d. Kawasan Waduk dan Embung,  

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan  

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah 

• Peningkatan layanan pasar 
tradisional 

• Pengendalian KKOP 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

2. Gunung Bahagia 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Balikpapan Islamic 
Center,  

d. Kawasan Hutan Kota, 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  
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Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

e. Kawasan Waduk dan Embung, • Peningkatan infrastruktur 
pendukung Balikpapan 
Islamic center 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau  

3. Sepinggan Baru 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Perkantoran, 

d. Kawasan DOME,  

e. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah 

• Peningkatan infrastruktur 
pendukung perkantoran dan 
pusat kegiatan olahraga 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

4. Sepinggan Raya 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Industri Sedang, 

d. Kawasan Pariwisata, 

e. Kawasan Bandara,  

f. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

g. Kawasan Hutan Kota 

h. Kawasan Sempadan Pantai 

i. Kawasan Waduk dan Embung, 

 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Pengembangan aerocity 

• Peningkatan infrastruktur 
pendukung bandara 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Pengendalian KKOP 

5. Sungai Nangka 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Bandara,  

d. Kawasan Hutan Kota 

e. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sesuai hirarkinya 

• Pengendalian pertumbuhan 
area pengembangan  
bandara 

• Pengendalian KKOP 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

6. Damai Baru 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

• Pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
yang tertata 

 

• Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sesuai hirarkinya 

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas 
jalan 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

7. Damai Bahagia 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Bandara, 

d. Kawasan Hutan Kota, 

• Pengembangan kawasan 
perdagangan dan jasa 
yang tertata 

 

• Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sesuai hirarkinya 

• Pengendalian banjir 

• Pengendalian pertumbuhan 
area pengembangan  
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Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

e. Kawasan RTH Kota bandara 

• Pengendalian KKOP 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

B. Balikpapan Timur    

1. Manggar 

a. Kawasan Perumahan,  
b. Kawasan Industri Sedang, 
c. Kawasan Stadion, 
d. Kawasan Persampahan, 
e. Kawasan Minapolitan, 
f. Kawasan Perikanan, 
g. Kawasan Perkebunan, 
h. Kawasan Resapan Air, 
i. Kawasan Hutan Bakau, 
j. Kawasan Hutan Kota, 
k. Kawasan Waduk dan Embung 
l. Kawasan Hutan Lindung 
m. Kawasan Bufferzone HLSM 
n. Kawasan Sempadan Tol 
o. Kawasan Sempadan Pantai 
p. Kawasan Sempadan Sungai 

• Pengembangan Industri 
Sedang 

• Pengembangan 
Infrastruktur skala kota  

• Pengendalian fungsi 
kawasan lindung 

• Pengendalian pencemaran 
lingkungan 

• Pengendalian banjir 

• Pengendalian sempadan 
jalan TOL 

• Pengembangan 
infrastruktur pendukung 
stadion 

• Peningkatan kualitas TPA 
Manggar 

• Peningkatan produksi 
perikanan budidaya 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau  
 

2. Manggar Baru 

a. Kawasan Perumahan 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pariwisata, 

d. Kawasan Minapolitan 

e. Kawasan Pertanian Tanaman 
Hortikultura 

f. Kawasan Perikanan 

g. Kawasan Hutan Bakau 

• Pengembangan 
Minapolitan 

 

• Peningkatan infrastruktur 
pendukung minapolitan 

• Peningkatan layanan PPI 
dan Pasar Tradisional 

• Penataan kawasan 
permukiman nelayan 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

3. Lamaru 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pariwisata 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Perikanan, 

f. Kawasan Perkebunan, 

g. Kawasan Pertanian Tanaman 
Hortikultura, 

h. Kawasan Resapan Air, 

i. Kawasan Hutan Bakau, 

j. Kawasan Waduk dan Embung 

k. Kawasan Hutan Lindung 

l. Kawasan Bufferzone HLSM 

m. Kawasan Sempadan Sungai 

• Pengembangan Pariwisata 
yang berdaya saing 

• Pengembangan potensi 
pertanian 

• Pembangunan infrastruktur 
pendukung pariwisata 

• Penyelengaraan kegiatan 
wisata, festival, seni 
budaya, wisata kuliner, dll. 

• Peningkatan promosi 
pariwisata 

• Pengendalian fungsi 
kawasan lindung 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan produksi 
pertanian 
 

 

4. Teritip 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Pendidikan, 

c. Kawasan Peternakan, 

d. Kawasan Perikanan, 

e. Kawasan Pertanian Tanaman 

• Pengembangan sub pusat 
pelayanan kota berbasis 
pertanian 

• Peningkatan infrastruktur 
pertanian 

• Pengembangan agribrisnis 

• Pengembangan Agropolitan 
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Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

Pangan, 

f. Kawasan Perkebunan, 

g. Kawasan Pertanian Tanaman 
Hortikultura, 

h. Kawasan Hutan Bakau, 

i. Kawasan Waduk dan Embung 

j. Kawasan Bufferzone Waduk dan 
Embung 

k. Kawasan Hutan Lindung 

l. Kawasan Bufferzone HLSM 

m. Kawasan Sempadan Sungai 

• Pengembangan agrowisata 

C. Balikpapan Utara    

1. Batu Ampar 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Industri Besar,  

d. Kawasan Terminal, 

e. Kawasan Fasilitas Pemerintah, 

f. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

g. Kawasan Perikanan, 

h. Kawasan Hutan Kota, 

i. Kawasan Hutan Bakau, 

j. Kawasan Waduk dan Embung,  

k. Kawasan Sempadan Sungai 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
transportasi 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  koridor 
perdagangan dan jasa. 

• Pengendalian kawasan 
sempadan sungai 

2. Gn. Samarinda 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Waduk dan Embung,  

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  koridor 
perdagangan dan jasa. 

3. Karang Joang 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Perkantoran, 

d. Kawasan Industri Besar, 

e. Kawasan Pendidikan, 

f. Kawasan Agrowisata, 

g. Kawasan RTH Kota, 

h. Kawasan Sempadan TOL 

i. Kawasan Hutan Lindung, 

j. Kawasan Waduk dan Embung, 

k. Kawasan Bufferzone Hutan 
Lindung 

• Pengembangan sub pusat 
kota berbasis pendidikan 

• Pengembangan 
infrastruktur pendukung ITK 

• Penataan kawasan cepat 
tumbuh 

• Peningkatan kualitas dan 
kapasitas penyediaan air 
baku 

• Pengendalian sempadan 
TOL 

• Pengendalian fungsi 
kawasan lindung 

• Pengembangan kebun raya 
dan agrowisata 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

4. Muara Rapak a. Kawasan Perumahan 
• Peningkatan kualitas • Penurunan kawasan 
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Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

c. Kawasan Industri Besar 

d. Kawasan Industri Sedang, 

e. Kawasan Industri Kecil, 

f. Kawasan Pelabuhan, 

g. Kawasan Hutan Bakau 

h. Kawasan Sempadan Sungai 

lingkungan perumahan  

 

permukiman kumuh 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Pengembangan kawasan 
industri  tahu-tempe 

• Pengendalian kawasan 
sempadan sungai 

5. Gn. Samarinda 
Baru 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Hutan Kota 

d. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Pengembangan 
permukiman berwawasan 
lingkungan 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  koridor 
perdagangan dan jasa. 

6. Graha Indah 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa,  

c. Kawasan Industri Besar, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Wanawisata, 

f. Kawasan Hutan Kota, 

g. Kawasan Hutan Bakau 

h. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Penataan ruang kota yang 
berkualitas 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan. 

• Peningkatan layanan 
transportasi. 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

D. Balikpapan Tengah    

1. Gn. Sari Ilir 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan. 

2. Gn. Sari Ulu 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Rumah Sakit, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Hutan Kota, 

f. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
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Kecamatan/Kelurahan Arahan Pengembangan Wilayah Strategi Arah Kebijakan 

lalulintas  jalan 

3. Mekarsari 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan 

4. Karang Rejo 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan 

5. Sumber Rejo 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Hutan Kota, 

d. Kawasan Waduk dan Embung, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan 

6. Karangjati 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Industri Besar, 

d. Kawasan Stadion, 

e. Kawasan Hutan Bakau, 

f. Kawasan Sempadan Sungai 

• Penataan ruang kota yang 
berkualitas 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengembangan kawasan 
industri  pertamina 

• Pengendalian pencemaran 

• Peningkatan layanan 
lalulintas  jalan 

E. Balikpapan Barat    

1. Baru Tengah 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

d. Kawasan Pelabuhan 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penataan perumahan atas 
air 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Peningkatan layanan 
pelabuhan penyeberangan 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  
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• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

2. Margasari 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Industri Besar, 

c. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

d. Kawasan Hutan Bakau 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penataan perumahan atas 
air 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

3. Baru Ilir 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Industri Besar, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penataan perumahan atas 
air 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

4. Margomulyo 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Industri Sedang, 

c. Kawasan Industri Besar, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Pelabuhan, 

f. Kawasan Hutan Bakau, 

g. Kawasan Sempadan Sungai 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan 

• Pengembangan industri 
berwawasan lingkungan   

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian pencemaran 

• Pengendalian kawasan 
sempadan sungai 

5. Baru Ulu 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pelabuhan, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Hutan Bakau 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penataan perumahan atas 
air 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

6. Kariangau 

a. Kawasan Perumahan,  

b. Kawasan Industri Besar, 

c. Kawasan Pemerintahan, 

d. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

e. Kawasan Perikanan, 

f. Kawasan Hutan Lindung, 

g. Kawasan Bufferzone Hutan 
Lindung, 

• Pengembangan Kawasan 
Industri Kariangau 
berwawasan lingkungan 

• Pembangunan infrastruktur 
penunjang kawasan 
industry 

• Peningkatan layanan 
pelabuhan peti kemas 

• Peningkatan promosi 
kawasan industry 

• Peningkatan pemanfaatan 
asset tanah milik pemkot 

• Pengendalian sempadan 
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h. Kawasan Sempadan Pantai, 

i. Kawasan Hutan Bakau, 

j. Kawasan Hutan Kota, 

k. Kawasan Jalur Evakuasi Satwa, 

l. Kawasan Resapan Air 

m. Kawasan Waduk dan Embung, 

n. Kawasan bufferzone Waduk dan 
Embung 

sungai dan pantai 

• Pengendalian pencemaran 

• Peningkatan fungsi 
kawasan hutan lindung 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas  
jalan 

F. Balikpapan Kota    

1. Prapatan 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pariwisata,  

d. Kawasan Industri Besar, 

e. Kawasan Pelabuhan 

f. Kawasan Hutan Kota, 

g. Kawasan RTH Kota 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Pengendalian kawasan 
resiko bencana 

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas  
jalan pendukung pelabuhan 
semayang 

• Pengendalian pencemaran  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

2. Telagasari 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan,  

d. Kawasan Hutan Kota 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan  

 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas  
jalan 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

3. Klandasan Ulu 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Perkantoran 

d. Kawasan Masjid Agung, 

e. Kawasan Pertahanan dan 
Keamanan, 

f. Kawasan RTH Kota 

• Peningkatan peran pusat 
pelayanan kota sebagai 
kawasan pemerintahan 
serta perdagangan dan 
jasa yang berkarakter  

 

 

• Penataan kawasan 
pemerintahan yang 
terintegrasi 

• Pengembangan coastal 
area sebagai kawasan 
investasi baru 

• Pengembangan  jaringan 
utilitas bawah tanah  

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas  
jalan 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Pengendalian KKOP 

4. Klandasan Ilir 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

• Peningkatan peran pusat 
pelayanan kota sebagai 
kawasan perkantoran serta 
perdagangan dan jasa 

• Penataan kawasan 
perkantoran yang 
terintegrasi 

• Pengembangan coastal 
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yang berkarakter  

 

area sebagai kawasan 
investasi baru 

• Pengembangan  jaringan 
utilitas bawah tanah  

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas  
jalan 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan layanan 
persampahan dan limbah  

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Pengendalian KKOP 

5. Damai 

a. Kawasan Perumahan, 

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, 

c. Kawasan Hutan Kota 

• Peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan 

• Penurunan kawasan 
permukiman kumuh 

• Pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman 

• Penataan kawasan 
perdagangan dan jasa 
sesuai hirarkinya 

• Pengembangan  jaringan 
utilitas bawah tanah  

• Peningkatan layanan 
transportasi dan lalulintas 
jalan 

• Pengendalian banjir 

• Peningkatan ruang terbuka 
hijau dan non hijau 

• Pengendalian KKOP 
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BAB VII 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Tabel 7.1 

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Prioritas 

 

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Misi 1 : Meningkatkan  Sumber  Daya Manusia yang Berkualitas  dan Berdaya Saing Tinggi 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Pendidikan 

1 Peningkatan  
kualitas dan 
kuantitas akses 
layanan 
pendidikan 
(berbasis IPTEK 
dan IMTAQ) 12 
Tahun yang 
terjangkau  

1 Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan Non 
Formal berbasis 
IPTEK dan 
Berlandaskan 
IMTAQ 

Angka Melek Huruf 
Penduduk usia >15 tahun 

99.34% 99.50% Program 
Pendidikan Non 

Formal 

Pendidikan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Jumlah Kunjungan 
Perpustakaan (orang) 

150.000 190.000 Program 
Pengembangan 

Budaya Baca dan 
Pembinaan 

Perpustakaan 

Perpustakaan Dinas Perpustakaan 
dan Arsip 

2 Perluasan subsidi 
pendidikan bagi 
seluruh peserta 
didik usia sekolah 

APK PAUD/TK/ Sederajat 76,00% 77,00% Program 
Pendidikan Anak 

Usia Dini 

Pendidikan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Rasio ketersediaan 
sekolah/ Penduduk usia 
sekolah PAUD/TK 

40.05% 41.80% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase 
SD/MI/Sederajat  
berbasis IPTEK 

6.60% 7.61% Program Wajib 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun  

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase 
SMP/MTs/Sederajat   
berbasis IPTEK 

19.44% 23.61% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase 
SD/MI/Sederajat  
berbasis IMTAQ 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase 
SMP/MTs/Sederajat  
berbasis IMTAQ 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APK SD/MI/Sederajat 93.05% 93.25% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APK SMP/MTs/Sederajat 84.05% 84.25% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APM SD/MI/ Sederajat 96.50% 98.72% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APM SMP/MTs/ 
Sederajat 

87.59% 91.23% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APS SD/MI/ Sederajat 94.37% 98.37% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APS SMP/MTs/ Sederajat 85.29% 89.29% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Putus Sekolah 
(APS) SD/MI 

0.02% 0.02% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Putus Sekolah 
(APS) SMP/MTs 

0.19% 0.15% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Kelulusan (AL) 
SD/MI 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Kelulusan (AL) 
SMP/MTs 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke SMP/MTs 

103.68% 107.36% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Melanjutkan (AM) 
dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

98.11% 101.81% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Rasio ketersediaan 
sekolah/ Penduduk usia 
sekolah SD/MI/ Sederajat 

26.81% 26.81% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Rasio ketersediaan 
sekolah/ Penduduk usia 
sekolah SMP/MTs/ 
Sederajat 

20.57% 20.57% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase bangunan 
SD/MI kondisi bangunan 
baik 

11.13% 11.21% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase bangunan 
SMP/MTs  kondisi 
bangunan baik 

37.70% 38.40% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase 
SMA/SMK/MA Sederajat   
berbasis IPTEK 

87.00% 91.00% Program 
Pendidikan 
Menengah 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase 
SMA/SMK/MA Sederajat   
berbasis IMTAQ 

69.00% 99.00% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APK SMA/SMK/MA/ 
Sederajat 

78.05% 78.25% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APM SMA/SMK/MA/ 
Sederajat 

68.38% 72.38% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

APS SMA/SMK/MA/  
Sederajat 

79.03% 83.03% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Putus Sekolah 
(APS) SMA/SMK/MA 

0.05% 0.05% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Angka Kelulusan (AL) 
SMA/SMK/MA 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Rasio ketersediaan 
sekolah/ Penduduk usia 
sekolah SMA/SMK/MA/ 
Sederajat 

17.52% 17.52% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase bangunan   
SMA/SMK/MA kondisi 
bangunan baik 

29.84% 29.92% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

3 Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas Tenaga 
Pendidik serta 
Tenaga 
Kependidikan 

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Program 
Peningkatan Mutu 

Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SD/MI/ Sederajat 86.64% 86.64% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SMP/MTs/ Sederajat 94.49% 94.49% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SMA/SMK/MA/ Sederajat 94.18% 94.18%  Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Rasio guru/murid per kelas rata-rata Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

PAUD/TK 1 : 100 1 : 90 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SD/MI/Sederajat 1 : 26 1 : 20 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SMP/MTs/Sederajat 1 : 18 1 : 18 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

SMA/SMK/MA/ Sederajat 1 : 14 1 : 14 Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

2 Meningkatkan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 
berkelanjutan 

2 Peningkatan 
Aksesibilitas, 
kualitas dan 
manajemen 
pelayanan 
kesehatan 

4 Peningkatan 
derajat kesehatan 
masyarakat 
melalui 
peningkatan akses 
dan kualitas dan 
manajemen 
pelayanan 
kesehatan serta 
pengembangan 
prilaku hidup sehat 

Angka Kesakitan 98.25% 98.35% Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Kesehatan Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Proporsi Kelahiran yang 
dibantu tenaga kesehatan 
terlatih 

98% 99% Program 
Peningkatan 

Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan 

Anak 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

AKB 5/1.000 KH 1/1.000 KH Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

AKABA 6/1.000 KH 2/1.000 KH Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

AKI 72/100.000 
KH 

60/100.000 
KH 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Prevalensi HIV dan AIDS < 1 < 1 Program 
Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Angka Kejadian DBD per 
100.000  penduduk 

300/ 100.000 250/ 100.000 Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Prevalensi TBC 125/ 100.000 140/ 100.000 Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Persentase Puskesmas 
yang Terakreditasi 
Nasional 

74.07% 90% Program 
Peningkatan 

Kualitas, Kuantitas 
SDM serta Sarana 

dan  Prasarana 
Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Persentase Ketersediaan 
Sarana dan Prasarana 
Rumah Sakit 

65% 90% Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

Persentase Rumah Sakit 
yang terkareditasi 
nasional 

50% 85% Dinas Kesehatan 

Persentase Pemenuhan 
SDM RS 

70% 90% Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

3 Menurunnya 
Jumlah 
Pengangguran 

3 Peningkatan 
Produktifitas, 
kompetensi 
tenaga kerja 
dan perluasan 
kesempatan 
kerja 

5 Pembinaan dan 
pelatihan tenaga 
kerja yang 
produktif dan 
kreatif serta 
berdaya saing                                          

Persentase Pencari Kerja 
yang mendapatkan 
Pelatihan Kerja  

100% 100% Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja 

 

Dinas Ketenagakerjaan 

Persentase Pencari Kerja 
yang difasilitasi Magang 
di perusahaan 

50% 60% Dinas Ketenagakerjaan 

6 Pengembangan 
dan perluasan 
kesempatan kerja 

Persentase Calon 
Wirausaha yang 
mendapatkan Pembinaan 

40% 40% Program 
Peningkatan 

Kesempatan Kerja 

Dinas Ketenagakerjaan 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase pencari kerja 
terdaftar yang 
ditempatkan 

24% 26% Dinas Ketenagakerjaan 

7 Peningkatan 
perlindungan 
ketenagakerjaan 

Persentase Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial 
Ketenagakerjaan dengan 
Perjanjian Bersama 

50% 50% Program 
Perlindungan 

Pengembangan 
Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Dinas Ketenagakerjaan 

4 Meningkatkan 
kualitas hidup 
dan 
kesejahteraan 
masyarakat 
secara 
menyeluruh dan 
berkelanjutan 

4 Percepatan dan 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

8 Perluasan 
Program 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Persentase Pelayanan 
Kesehatan Bagi 
Masyarakat Miskin 

65% 70% Program 
Penanggulangan 

Kemiskinan 
Terpadu 

Sosial Dinas Kesehatan 

Persentase Peserta didik 
Keluarga Miskin penerima 
beasiswa 

100% 100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase PMKS miskin 
yang terlayani 

100% 100% Dinas Sosial 

Rumah Tidak Layak Huni 1,035 975 Dinas Perumahan dan 
Perrmukiman , Dinas 

Sosial 

9 Percepatan 
Penanganan 
PMKS 

Persentase PMKS yang 
menerima bantuan sosial 
untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar 

78.90% 79.30% Program 
Pelayanan dan 

Rehabilitasi 
Kesejahteraan 

Sosial 

Sosial Dinas Sosial 

Persentase PSKS yang 
telah dibina 

49.08% 50.35% Program 
Pemberdayaaan 

Kelembagaan 
Kesejahteraan 

Sosial 

Dinas Sosial 

Persentase Pelayanan 
Masyarakat miskin 
penerima RASKIN 

100% 100% Penanggulangan 
Kemiskinan 

Bidang Ketahanan 
Pangan 

Pangan Dinas Sosial 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

10 Pengendalian 
angka kelahiran                            

Persentase Pemakaian 
Alat Kontrasepsi 
(Contraceptive 
Prevalence Rate/CPR)  

66.00% 67.50% Program Keluarga 
Berencana 

Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 

Proporsi Wanita Usia 
Subur dalam Status 
Kawin Yang Tidak 
Menggunakan KB ( 
Unmet Need ) 

12.10% 11.95% 

Peningkatan Persentase 
Kelompok Kegiatan ( 
POKTAN )  dan 
pendukung program 
KKBPK  

80.39% 80.51% Program 
Pengembangan 
Bahan Informasi 

Tentang 
Pengasuhan dan 

Pembinaan 
Tumbuh Kembang 

Anak 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 

Peningkatan Jumlah 
Kelompok Remaja 
Pendukung Program 
KKBPK ( PIK R/M)  

40 56 Program 
Pengembangan 
Pusat Informasi 
dan Konseling 

KRR (Kesehatan 
Reproduksi 

Remaja) 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 

5 Peningkatan 
pemberdayaan, 
perlindungan 
perempuan dan 
anak, serta 
kesetaraan 
gender       

11 Penguatan 
kelembagaan 
koordinasi dan 
jaringan 
pengarusutamaan 
gender, 
pengembangan 
Kota Layak Anak 
dan meningkatkan 

Persentase Penyelesaian 
Penanganan Korban 
Kekerasan terhadap 
Perempuan                

72.28% 75.01% Program 
Keserasian 
Kebijakan 

Peningkatan 
Kualitas Anak dan 

Perempuan 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 

Persentase Penyelesaian 
Penanganan Korban 
Kekerasan terhadap  
Anak                

62.96% 65.15% 
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

pelayanan 
perlindungan dan 
pemberdayaan 
perempuan  dan 
anak 

Peringkatan dan 
Penguatan Gugus Tugas 
KLA (Strata KLA) 

Pratama Madya Program 
Penguatan 

Kelembagaan 
Pengarustamaan 
Gender dan Anak 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Misi 2: Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan 

5 Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan hidup 

6 Mewujudkan 
ruang kota yang 
berkualitas dan 
berkelanjutan 

12 Meningkatkan 
proses 
perencanaan, 
pemanfaatan dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang 

Perda Tata Ruang (1  
RTRW, 1  RDTR, 1 
Insentif & Disentif) 

1 Perda 
RTRW, 1 

Perda RDTR 

Perda Tata 
Ruang (1  
RTRW, 1  
RDTR, 1 
Insentif & 
Disentif) 

Program 
Perencanaan Tata 

Ruang 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pertanahan dan 
Penataan Ruang 

Persentase penertiban 
pemanfaatan 
ruang 

98,1% 98,5% Program 
Pengendalian 
Pemanfaatan 

Ruang 

Dinas Pertanahan dan 
Penataan Ruang 

13 Menurunkan dan 
Mengendalikan 
Kerusakan dan 
Pencemaran 
Lingkungan 

Indeks Tutupan Lahan 48,12 48,32 Program 
Perlindungan dan 
Konversi Sumber 

Daya Alam 

Lingkungan 
Hidup 

 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Peningkatan  Indeks 
Pencemaran Udara 

91,84 93,84 Program 
Pengendalian 

Pencemaran dan 
Perusakan 

Lingkungan Hidup 

 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Peningkatan Indeks 
Pencemaran Air 

41,30 43,30 Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase Jumlah DAS 
yang dipantau kualitas 
mutunya (total DAS 42) 

45,24% 100% Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase Penanganan 
Pengaduan Kasus 
Lingkungan 

100% 100% Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 

Akses Informasi 
Sumber Daya 

Alam dan 
Lingkungan Hidup 

 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase Informasi 
Lingkungan yang mudah 
diakses 

- 100 % Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase Sekolah 
Adiwiyata 

48,96% 69,73% Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
pengangkutan sampah ke 
TPA 

62,91% 60,91% Program 
Pengembangan 

Kinerja 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Pengelolaan 
Persampahan 

 

Hidup 

Persentase pengolahan 
sampah di sumber 

21,80% 25,80% Dinas Lingkungan 
Hidup 

6 Meningkatkan 
Kenyamanan, 
Keamanan dan 
Ketertiban 
Lingkungan 

7 Meningkatkan 
kualitas 
lingkungan 
permukiman 
berkelanjutan 

14 Meningkatkan 
Sarana dan 
Prasarana Dasar 
Perumahan 

Penurunan Luasan 
Kawasan Kumuh 

277 Ha 257 Ha Program 
Lingkungan Sehat 

Perumahan 

Perumahan dan 
Permukiman 

Dinas Perumahan dan 
Perrrmukiman 

Menurunnya Backlog 
Perumahan 

110.338 unit 56.299 unit Program 
Pengembangan 

Perumahan 

Dinas Perumahan dan 
Perrrmukiman 

Kapasitas Air Baku 1,480 1,686 Program 
Penyediaan dan 
Pengolahan Air 

Baku 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum,PDAM 

Cakupan Layanan Air 
Minum 

78,40% 80,80% Program 
Pengembangan 

Kinerja 
Pengelolaan Air 
Minum dan Air 

Limbah 

Dinas Pekerjaan 
Umum,PDAM 

Cakupan Layanan Air 
Limbah 

93% 97% Dinas Pekerjaan 
Umum, PDAM 

15 Meningkatkan 
kesiapsiagaan 
dalam menghadapi 
bencana  

Tingkat  waktu tanggap 90,10% 98,63% Program 
Peningkatan 

Kesiagaan dan 
Pencegahan 
Bencana dan 

Bahaya 
Kebakaran 

Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum serta 
Perlindungan 

Mayarakat 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Cakupan Pelayanan 
Bencana Kebakaran 

62,50% 100% Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

95% 100% Program Tanggap 
Darurat 

Penanggulangan 
Bencana 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Cakupan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Korban 
Dampak Bencana 

95% 100% Program Sarana 
dan Prasarana 

Logistik 

Sosial 

 

BPBD dan Dinas Sosial 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Cakupan Pemulihan 
Perumahan Rusak Berat 
dan Roboh 

60% 80% Program 
Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 
Pasca Bencana 

 

BPBD dan Dinas Sosial 

8 Pengembangan 
kehidupan 
masyarakat 
yang harmonis, 
berkarakter dan 
berkebudayaan 
serta 
Peningkatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Dalam 
Pembangunan 

16 Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
mewujudkan 
Kondusifitas, 
keamanan dan 
Ketertiban Kota 

Persentase poskamling 
aktif 

63,41% 64,21% Program 
Peningkatan 

Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum serta 
Perlindungan 

Mayarakat 

 

Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Penurunan Angka 
Kriminalitas 

20% 17% Program 
pemeliharaan 

kantrantibmas dan 
pencegahan 

tindak kriminal 

Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Rasio Petugas Linmas 3,5% 5,5% Program 
pemberdayaan 

masyarakat untuk 
menjaga 

ketertiban dan 
keamanan 

Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Angka Partisipasi dalam 
Pemilihan Umum 

- 65% Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kantor 
Kesbangpol 

17 Pencegahan 
Pemberantasan 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkotika 

Penurunan prevalensi 
penyalahgunaan narkoba 

3.3 2.9 Program 
Pencegahan 

Pemberantasan 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 

Gelap Narkotika 

Kesbangpol 

18 Pengembangan 
prestasi pemuda 
dan olahraga 

Peningkatan jumlah 
pemuda berprestasi 
(orang) 

45 50 Program 
Peningkatan 
Peran Serta 

Kepemudaan 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 

Peningkatan prestasi 
olahraga (jumlah medali) 

27 Provinsi, 
28 Nasional 

40 Provinsi, 
41 Nasional 

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 

Olahraga 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase ketersediaan 
sarana dan prasarana 
olah raga 

91,07% 91,07% Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Olahraga 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata, 

Dinas Pekerjaan Umum 

19 Peningkatan 
prestasi dan 
Pelestarian 
Budaya Daerah 

Peningkatan prestasi di 
bidang seni, budaya dan 
keagamaan 

6 6 Program 
Pengelolaan 

Keanekaragaman 
Budaya 

Kebudayaan 

 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

20 Meningkatkan 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

Cagar Budaya yang 
dilindungi 

117 121 Program 
Pelestarian Cagar 

Budaya 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

21 Peningkatan Peran 
LPM, LKM, 
Lembaga 
Perguruan Tinggi 
dan Tim 
Penggerak PKK 

Persentase potensi 
peningkatan nilai 
Swadaya Masyarakat 
Dalam kegiatan 
Pembangunan di 
Kelurahan 

 

5,50% 7,50% Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Sekretariat Daerah  

22 Perluasan 
pengembangan 
inovasi daerah 

Persentase hasil 
penelitian dan 
pengembangan yang 
ditindaklajuti 

100% 100% Program 
Penelitian dan 

Pengembangan 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah,  

Penelitian dan 
Pengembangan  
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif 

7 Terwujudnya 
Infrastruktur 
Yang Handal 

9 Mewujudkan 
pemerataan 
infrastruktur 
yang berkualitas 

23 Menyediakan 
infrastruktur 
Transportasi yang 
menghubungkan 
seluruh wilayah 
Kota Balikpapan 

Indeks Aksesibilitas 
Kawasan Perkotaan 

1,436 1,492 Program 
Pembangunan 

Jalan dan 
Jembatan 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 

Jembatan 
Penyeberangan Orang 
(JPO) yang tersedia 

1 unit 2 unit Dinas Pekerjaan Umum 

Persentase penyediaan 
terminal angkutan 
penumpang dan barang 

17% 67% Program 
Pembangunan 

Sarana dan 
Prasarana 

Perhubungan 

Perhubungan 

 

 

Dinas Perhubungan 

Persentase 
Pembangunan Koridor 
SAUM 

16,67% 33,33% Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Angkutan 

Dinas Perhubungan 

Persentase Kemantapan 
Jalan 

79,15% 81,14% Program 
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Jalan dan 

Jembatan 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 

24 Mewujudkan 
Infrastruktur yang 
nyaman dan 
berkualitas 

Persentase penyediaan 
rambu jalan 

27,30% 47,30% Program 
Peningkatan dan 

Pengamanan Lalu 
Lintas 

Perhubungan Dinas Perhubungan 

Persentase penyediaan 
ATCS 

60% 100% Dinas Perhubungan 

Menurunnya Titik Banjir 47 35 Program 
Pengendalian 

Banjir 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 

Persentase Panjang  
saluran drainase yang 
berfungsi dengan baik 

44,09% 47,86% Program 
Pembangunan 

Saluran 
Drainase/Gorong-

Gorong 

Dinas Pekerjaan Umum 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase Panjang 
Trotoar yang telah 
memenuhi standar 

7,29% 10,04% Program 
Pembangunan 

Pedestrian Kota 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas 

Pertanahan dan 
Penataan Ruang 

Rasio Penyediaan Jalur 
Sepeda 

7,32% 13,83% Program 
Keselamatan 

Pengguna Jalan 

Perhubungan 

 

Dinas Perhubungan 

Persentase Zebra Cross 
dan pita penggaduh untuk 
zona aman sekolah 

5,56% 100% Dinas Perhubungan 

Persentase Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

60% 80% Program 
Peningkatan 

Kelaikan 
Pengoperasian 

Kendaraan 
Bermotor 

Dinas Perhubungan 

Pembangunan PJU 12.239 13.439 Program 
Penerangan  
Jalan Umum 

Dinas Perhubungan 

Peningkatan Kualitas PJU 
(Lampu LED) 

39,49% 88,45% Dinas Perhubungan 

 

Kantor pemerintah dalam 
kondisi baik 

77,42% 90,32% Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif 

8 Meningkatkan 
pemerataan 
pendapatan 
masyarakat 

10 Pengembangan 
pusat-pusat 

pertumbuhan 
ekonomi kreatif 

25 Meningkatkan nilai 
tambah produksi 
Industri  

Persentase IKM 
menerapkan teknologi 
industri 

17% 25% Program 
Peningkatan 

Kapasitas IPTEK 
Sistem Produksi 

Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

Pertumbuhan IKM 0,5% 0,9% Program 
Pengembangan 

Industri Kecil dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

• Persentase industri 
eksisting terhadap 
perizinan industri di KIK 

24% 28% Program 
Penataan Struktur 

Industri 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

  Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

• Persentase industri 
eksisting terhadap 
siteplan SIKS 

65% 85% Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

• Persentase industri 
eksisting terhadap 
siteplan SIKT 

5% 20% Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

persentase industri yang 
menggunakan bahan 
baku lokal 

5% 15% Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

26 Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas UMKM 
dan Koperasi yang 
mandiri  

jumlah UMKM yang 
bermitra dengan 
perusahaan 

125 UMKM 180 UMKM Program 
Pengembangan 

Sistem 
Pendukung Usaha 

Bagi UMKM 

Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah 

 

 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

Persentase Jumlah 
Koperasi aktif 

78,7% 80,9% Program  
Pengembangan 

dan 
Pemberdayaan 

Koperasi 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

Persentase  kredit UMKM 
terhadap seluruh jumlah 

36,20% 36,60% Program 
Penciptaan Iklim 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

kreditdi Bank Usaha Mikro Kecil 
Menengah Yang 

Kondusif 

Jumlah 
Pengurus/pengawas/pen
gelola Koperasi 
bersertifikat 

60 60 Program 
Peningkatan 

Kualitas 
Kelembagaan 

Koperasi 

Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah 

Dinas Koperasi, UMKM 
dan Perindustrian 

27 Pengembangan 
jaringan distribusi 
dan keamanan 
perdagangan  

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

20% 50% Program 
Peningkatan 
Ketahanan 

Pangan 

Pangan 

 

Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

Laju Inflasi 5 (+- 1) 5 (+- 1) Program 
Pengendalian 

Inflasi 

 Bagian Perekonomian 

Nilai eksport bersih (juta 
dollar) 

1.970,80 2.946,60 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 

Ekspor 

Perdagangan 

 

 

Dinas Perdagangan 

Cakupan unit usaha 
dagang 

100 140 Program 
Peningkatan 

Efisiensi 
Perdagangan 
Dalam Negeri 

Dinas Perdagangan 

Persentase pelaku usaha 
yang menjual produk 
sesuai standar 

30% 39% Program 
Perlindungan 

Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Dinas Perdagangan 

Persentase Ukuran 
Takaran Timbangan dan 
Perlengkapannya (UTTP) 
ulang 

61% 80% Dinas Perdagangan 

Persentase pasar 
berklasifikasi  A 

6% 22% Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana Pasar 

Dinas Perdagangan 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Nilai  pasar  terhadap 
penilaian adipura 

71,5 73,5 Program 
Peningkatan 
Kebersihan, 
Keamanan, 

Ketertiban dan 
Kenyamanan 

Lingkungan Pasar 

Dinas Perdagangan 

9 Mendorong 
pembangunan 
ekonomi yang 
berkelanjutan 

11 Pengembangan 
potensi ekonomi 

lokal 

28 Pengembangan 
Kawasan Industri  
Pariwisata 
berwawasan 
lingkungan 

Jumlah kunjungan 
wisatawan 

2.299.022 2.488.535 Program 
Pengembangan 

Pemasaran 
Pariwisata 

Pariwisata 

 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 

Peningkatan event 
Pariwisatan dan Budaya 

14 Event (luar 
6; Dalam 8) 

14 Event (luar 
4; Dalam 10) 

Program 
Pengelolaan 

Keanekaragaman 
Budaya 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan  

Jumlah destinasi 
pariwisata yang 
dikembangkan 

30 destinasi 38 destinasi Program 
Pengembangan 

Destinasi 
Pariwisata 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 

Meningkatnya potensi 
obyek wisata unggulan di 
kota Balikpapan 

7 obyek 
wisata 

11  obyek 
wisata 

Program 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Obyek Wisata 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 

Jumlah asosiasi yang 
bermitra 

6 asosiasi 10 asosiasi Program 
pengembangan 

kemitraan 

Dinas Pemuda, Olah 
raga dan Pariwisata 

29 Peningkatan 
investasi daerah 
dengan 
menciptakan iklim 
investasi yang 
berdaya saing 
global 

Rencana investasi (Triliun 

) 

5,25 6,50 Program 
Peningkatan Iklim 

Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Penanaman 
Modal 

 

Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan 

Terpadu 

Jumlah Tingkat 
Kepatuhan Perizinan 
penanaman modal 

124 145 Program 
Pengawasan, 
Pengendalian 
Investasi dan 

Perizinan 

Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan 

Terpadu 
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Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase rencana 
investor PMA terhadap 
PMDN swasta nasional 

5% 25% Program 
Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama 
Investasi 

Dinas Penanaman 
Modal dan  Perizinan 

Terpadu 

Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
pelayanan perizinan 

88,5 88,9 Program 
Kemudahan 

Pelayanan dan 
Percepatan 

Proses Perizinan 

 

Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan 

Terpadu 

Persentase  jumlah 
Pelayanan Perizinan 
yang terintegrasi secara 
online 

17% 40% Program 
Pengembangan 
Sistem Informasi 

Penanaman 
Modal dan 
Perizinan 

Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan 

Terpadu 

30  Meningkatkan 
produksi pertanian  

Jumlah peningkatan 
produksi tanaman pangan 
dan hortikultura (ton) 

1.017 1.423 Program 
Peningkatan 

Produksi 
Pertanian 

Pertanian Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

31  Meningkatkan 
produk unggulan 
perkebunan  

Jumlah peningkatan 
produksi tanaman 
perkebunan (ton) 

284,08 325,36 Program 
Peningkatan 

Produksi 
Perkebunan 

Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

32  Meningkatkan 
produksi 
peternakan  

Jumlah peningkatan 
produksi ternak (ton) 

1.638,82 2.901,09 Program 
Peningkatan 

Produksi 
Peternakan 

Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

33 Meningkatkan 
produksi perikanan 

Jumlah peningkatan 
produksi perikanan (ton) 

152,8 458,2 Peningkatan 
Produksi 

Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Misi Ke - 5 : Mewujudkan  Penyelenggaraan  Tata Kelola Pemerintahan  yang Baik 

10 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang baik 

12 Pengelolaan 
Keuangan, aset 
dan manajemen 
Pemerintahan  
daerah yang 
efektif, efisien 
dan taat azas   
dalam 
mendukung 
Pelayanan 
Publik 
Berstandar 
Internasional                                                     

34 Pengelolaan 
keuangan yang 
Transparan dan 
akuntabel 

persentase proses 
penyelesaian RKA/DPA 

100% 100% 
Program 

Peningkatan dan 
Pengembangan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Fungsi 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
(Keuangan) 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

Persentase PAD 
terhadap APBD 

21.5% 23.5% 
Badan Pengelola Pajak 
Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Total pendapatan daerah  
1,839 Trilyun 1,904 Trilyun 

Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 

Daerah 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

Persentase perangkat 
daerah dengan realisasi 
anggaran di atas 85% 

88.89% 94.44% 
Program 

Pengelolaan 
Keuangan 

Perbendaharaan 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah, 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah,  

Penelitian dan 
Pengembangan 

persentase Jumlah 
bidang tanah pemerintah 
yang bersertifikat 

39.37% 40.77% 
Program 

Peningkatan 
Manajemen 

Aset/Barang Milik 
Daerah 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

Persentase Penyelesaian 
Tindak Lanjut Temuan 
Hasil pemeriksaan/ 
Pengawasan 

82% 86% Program 
Peningkatan 

Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 

Pengendalian 
Pelaksanaan 

Kebijakan Kepala 
Daerah 

Inspektorat 

Jumlah perangkat daerah 
yang nilai evaluasi SAKIP 
"baik" 

6 Perangkat 
Daerah 

13 Perangkat 
Daerah 

Inspektorat 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

35 Pengembangan 
tatakelola 
pemerintahan 
yang efektifitas 
dan efisiensi 
sertapenyederhan
aan prosedur dan 
birokrasi daerah, 
kepastian biaya 
perijinan serta 
standarisasi 
pelayanan 
perijinan untuk 
mempermudah 
pelayanan 
investasi pelaku 
usaha 

Aplikasi yang terintegrasi 
dengan SIPKD 

- 1 Aplikasi Program 
Optimalisasi 
Pemanfaatan 

Teknologi 
Informasi 

Komunikasi dan 
Informatika 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

36 Peningkatan 
Kualitas SDM 
Aparatur 

persentase aparatur yang 
memperoleh 
pengembangan karir 

11% 100% Program 
Manajemen 

Pengembangan 
Karir ASN 

Fungsi 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
(Kepegawaian) 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

persentase penyelesaian 
penanganan kasus 
pelanggaran disiplin pns 

100% 100% Program 
Peningkatan 
Disiplin dan 

Kesejahteraan 
ASN 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

persentase fasilitasi  
pelayanan kesejahteraan 
aparatur 

20% 100% Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

37 

 

 

 

Peningkatan 
dukungan 
Pelayanan Publik 

Persentase rancangan 
produk hukum yang dapat 
diselesaikan menjadi 
produk hukum daerah 

30% 30% Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Lembaga 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Fungsi Lain 
sesuai dengan 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

Sekretariat DPRD 

 

Persentase Publik 
Hearing yang 
dilaksanakan 

80% 80% Sekretariat DPRD 

 

Persentase Ketepatan 100% 100% Sekretariat DPRD 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

agenda sidang 

Persentase perangkat 
daerah yang 
mengimplementasikan 
SIKD 

5% 75% Program 
Perbaikan Sistem 

Administrasi 
Kearsipan 

Kearsipan 

 

Dinas Perpustakaan 
dan Arsip  

Presentase perangkat 
daerah yang arsipnya 
telah terdata dan tertata 

15% 35% Program 
Penyelamatan 

dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip 

Daerah 

Dinas Perpustakaan 
dan Arsip 

Cakupan Penerbitan 
Kartu Keluarga 

100% 100% Program 
Penataan 

Administrasi 
Kependudukan 

 

Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Cakupan Penerbitan 
KTP-el 

94% 95% Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Cakupan Penerbitan Akta 
Kelahiran 

80% 89% Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Cakupan penerbitan akta 
kematian 

95% 95% Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

cakupan kepemilikan 
kartu identitas anak 

60% 85% Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Tingkat Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Masyarakat 

70% 85% 

Program 
Peningkatan 

Peran Kecamatan 
dan Kelurahan 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 

38 Peningkatan 
Kualitas produk 
hukum daerah 

Persentase Program 
Legislasi daerah yang di 
harmonisasi 

10 10 Program 
Penataan 
peraturan 

perundang-
undangan 

Fungsi Lain 
sesuai dengan 

Peraturan 
Perundang-
undangan 

 

Sekretariat Daerah 

Persentase Perkara yang 
Ditangani 

100% 100% Program Bantuan 
Hukum 

 

Sekretariat Daerah 

39 Peningkatan Persentase keterisian 65% 85% Program Fungsi Badan Perencanaan 
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Sasaran Strategi  Arah Kebijakan Indikator Kinerja  

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang Urusan Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Kualitas 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
daerah 

data pembangunan 
dalam SIPD 

Pengembangan 
Data/Informasi 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
(Perencanaan) 

Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan 

Pengembangan 

Tingkat kehadiran 
masyarakat dalam acara 
Musrenbang 

75% 75% Program 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah,  

Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase keselarasan 
dokumen RKPD dengan 
RPJMD Kota Balikpapan 

85% 95% Program 
Peningkatan 

Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah,  

Penelitian dan 
Pengembangan 

Persentase  Capaian 
Kinerja RKPD 

90% 98% 
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Tabel 7.2 

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pendukung 

 

Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

MISI 1 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Pendidikan 

  

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 90% 95% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Kesehatan 

  

  

Dinas Kesehatan 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Dinas Kesehatan dan UPTD 

90% 95% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 
Aparatur 

Jumlah Puskesmas dengan 
Penerapan PPK – BLUD  

7 Puskesmas 
20 

Puskesmas 

Program 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan 
Kesehatan Kepada 

Masyarakat 

Dokumen Rencana Strategis 

 
- 1 Dokumen 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Lokasi Pengadaan Lahan 
Puskesmas 

 
1 Lokasi - 

Program Penataan, 
Penguasaan, 

Pemilikan, 
Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

89% 93% 

Program 
Peningkatan 

Kualitas, Kuantitas 
SDM serta sarana 

dan Prasarana 
Kesehatan 

Kesehatan 

  

  

RSKB Sayang Ibu 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
RSKB Sayang Ibu 

90% 95% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Jenis Promosi Kesehatan RSKB 
Sayang Ibu kepada masyarkat 

1 jenis 3 jenis 

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persantase layanan kesehatan 
RSKB Sayang Ibu yang sesuai 

dengan standar 
75% 90% 

Program 
Standarisasi 
Pelayanan 
Kesehatan 

Lokasi Pengadaan Lahan untuk 
Relokasi RSKB Sayang Ibu 

0 10.222 m2 

Program Penataan, 
Penguasaan, 

Pemilikan, 
Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

Persentase Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Aparatur RSKB Sayang 

Ibu Balikpapan yang terpenuhi 
80% 95% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Indeks Kepuasan Masyarakat 83.1% 83.6% 

Program 
Peningkatan Kualitas 

Pelayanan 
Kesehatan Kepada 

Masyarakat 

Persentase Kematian Ibu 
Melahirkan 

0 
< 25 / 1000 

pasien 

Program 
Peningkatan 

Keselamatan Ibu 
melahirkan dan anak 

Presentase kesesuaian 
pengelolaan keuangan RSKB 
Sayang dengan standar PPK 

BLUD 

100% 100% 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana 
Strategis 

1 Dokumen 
1 Dokumen 
Rencana 
Strategis 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

89% 95% 

Program 
Peningkatan 

Kualitas, Kuantitas 
SDM serta sarana 

dan Prasarana 
Kesehatan 

Kesehatan 

  

  

RSUD Balikpapan 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
RSUD Balikpapan 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Aparatur RSUD 

Balikpapan 

 

65% 90% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase infrastruktur 
manajemen dan organisasi yang 

sesuai dengan standar 

 

85% 90% 

Program 
Peningkatan 

Pengembangan 
Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja Dan 
Keuangan 

Jumlah Dokumen Rencana 
Strategis 

 

1 1 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Skor Kepuasan Pasien Terhadap 80 80 Program 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Pelayanan RS 

 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan 

Kesehatan Kepada 
Masyarakat 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Perpustakaan 
dan Arsip 

  

  

  

Dinas Perpustakaan 
dan Arsip 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Dinas Perpustakaan dan Arsip 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatnya Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Terlaksananya penyusunan renstra - 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase peningkatan kualitas 
pelayanan informasi kearsipan 

50% 100% 
Program 

Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Informasi 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tenaga Kerja 

 

 

Dinas 
Ketenagakerjaan 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Dinas Tenaga Kerja 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase aparatur yang 
memperoleh bimbingan teknis 

100% 100% 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Tersedianya Data dan Informasi 
Ketenagakerjaan 

100% 100% 
Pengembangan Data 

dan Informasi 
 

meningkatnya perlindungan dan 
jaminan sosial bagi PMKS 

66% 66% 
Program 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Sosial Dinas Sosial 

Meningkatnya tertib administrasi 100% 100% 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100% 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

100% 100% 
Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Meningkatnya Kualitas Data dan 100% 100% Pengembangan Data 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Informasi Sosial dan Informasi 
 

Meningkatnya Kualitas Layanan 
Masyarakat 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak 
dan Keluarga 
Berencana 

Meningkatnya Kualitas Layanan 100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Kantor 

Meningkatnya Kinerja Aparatur 
Lapangan 

- 100% 

Program 
Peningkatan 

kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Terciptanya disiplin dalam 
berpakaian dinas bagi pegawai 

- 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

MISI 2 MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 

Persentase pelayanan adminsitrasi 
perkantoran 

100% 100% 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase sarana prasarana yang 
memadai 

100% 100% 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatkan Disiplin Aparatur 0 100% 
Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Meningkatkan  Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

0 100% 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Terlaksananya Penyelenggaraan 
Pertanahan Kota Balikpapan yang 

tertib 
71% 72% 

Program Penataan 
penguasaan, 

Pemilikan, 
Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

Pertanahan 

dan Penataan 

Ruang 

Dinas Pertanahan dan 
Penataan Ruang 

Terlaksananya Pengadaan Lahan 
Jalan dan Jembatan 

80% 80% 

Program Pengadaan 
Lahan 

Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 

Terlaksananya Pengadaan Lahan 
Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Umum 
80% 80% 

Program Pengadaan 
Lahan 

Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana Umum 

Tersedianya Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatnya Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Tersedianya aparatur yang 
berkompeten 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Tersedianya Penyediaan Lahan 
Penyediaan dan Pengolahan Air 

Baku 
80% 80% 

Program Pengadaan 
Lahan 

Pembangunan 
Penyediaan dan 
Pengolahan Air 

Baku 

 

Prosentase Daya Tampung Rumah 
Susun bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan Rumah 
Susun 

Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan dan 
Perrmukiman 

Taman yang Terkelola dan 
Terpelihara 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

Areal Permakaman yang Terkelola 
dan Terpelihara 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Tersedianya Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatnya Disiplin Pegawai 100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatnya Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Ketenteraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Satuan Polisi Pamong Praja 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatnya kompetensi 
Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Ketersediaan Data/Informasi 
Satuan Polisi Pamong Praja 

  
Program 

Pengembangan 
Data/Informasi 

Ketersediaan  Dokumen 
Perencanaan Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja 
  

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Ketersediaan Dokumen Laporan 
Kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja 
  

Program 
peningkatan 

pengembangan 
sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 
keuangan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

   

Program 
peningkatan 

pemberantasan 
penyakit masyarakat 

(pekat) 

Terselenggaranya Pemilu yang 
aman dan tertib 

  
Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
100% 100% 

Program 
Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Terciptanya pemahaman akan 
bahaya dampak negatif dari 
minuman keras dan narkoba 

100% 100% 

Peningkatan 
Pemberantasan 

Penyakit Masyarakat 
(PEKAT) 

Terjalinnya silaturahmi dan 
koordinasi antara Pemkot dengan 

Organisasi kemasyarakatan 
100% 100% 

Pengembangan 
Wawasan 

Kebangsaan 

Terdeteksinya permasalahan kota 
terhadap ketahanan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya 

100% 100% 

Pengembangan 
ketahanan politik, 

ekonomi, sosial dan 
budaya 

Terlaksananya sosialisasi tentang 
pembauran generasi muda, 

sosialisasi kesadaran masyarakat 
akan nilai luhur budaya dan dialog 
interaktif cinta tanah air dan bela 

negara 

100% 100% 

Kemitraan 
Pengembangan 

Wawasan 
Kebangsaan 

Terlaksananya sosialisasi 
peraturan perundangan, penunjang 
Tim Desk Pemilu dan penyaluran 
bantuan keuangan parpol serta 

PAW anggota DPRD 

100% 100% 
Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Terselenggaranya  verifikasi 
usulan hibah dan bansos bidang 

Kesbangpol dan Ormas 
100% 100% 

Program 
Pengelolaan Hibah 

dan Bansos 

Terlatih dan terdidiknya aparatur 
PNS dengan keahlian sesuai 
bidangnya dan menambah 

wawasan umum 

 

100% 100% 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya 
Aparatur/ASNPerkan

toran 

 

Persentase kelancaran pelayanan 
Administrasi Perkantoran  

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Ketenteraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

BPBD 

Persentase Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

100% 100% Program 
Peningkatan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

100% 100% 
Program Pembinaan 
dan Pemasyarakatan 

Olahraga 

Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Terlaksananya Percegahan Dini 
dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam 
100% 100% 

Program 
Pencegahan Dini 

dan 
Penanggulangan 
Korban Bencana 

Alam 

 

MISI 3 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF 

Persentase Saluran dan Drainase 
yang terpelihara 

44,09% 47,86% 
Pemeliharaan 
Saluran dan 

Drainase 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa 
dan Jaringan Pengairan Lainnya 

60.00% 90.00% 

Program 
pengembangan dan 
pengelolaan jaringan 

irigasi, rawa dan 
jaringan pengairan 

lainnya 

Persentase Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Umum 

75% 90% 
Program Sarana dan 

Prasarana Umum 

Persentase Jalan Lingkungan 
Kondisi Baik 

50% 70% 
Program 

Peningkatan Jalan 
Lingkungan 

Persentase Drainase Lingkungan 
Kondisi Baik 

50% 70% 
Program 

Peningkatan 
Drainase Lingkungan 

Persentase Penyediaan Sarana 
Persampahan (TPA, TPST, TPS 

3R) 
29,27% 39,02% 

Program 
Pengembangan 

Sistem dan 
Pengelolaan 

Persampahan 

Persentase Tenaga Kerja 
Bersertfikat 

75% 95% 
Program Pembinaan 

Jasa Konstruksi 

Meningkatnya Ketersediaan 
Infromasi Pekerjaan Umum 

60% 100% 
Program Sistem 
Data Informasi 

Pekerjaan Umum 

Tersedianya Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatnya Disiplin Pegawai 100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatnya Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 



351 

 

Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

 

Meningkatkan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Perhubungan Dinas Perhubungan 

Berfungsinya sarana dan 
prasarana kantor 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatkan Disiplin Aparatur - 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatkan  Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur Perhubungan 

- 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Tersedianya data dan informasi 
SKPD 

- 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Mewujudkan keamanan berlalu 
lintas dan kenyamanan pengguna 

jasa angkutan 
90% 90% 

Program Pegawasan 
dan Pengendalian 
Angkutan Jalan. 

Terkelolanya parkir di Kota 
Balikpapan 

90% 90% 
Program 

Pengelolaan Parkir. 

Tersedianya Data dan Informasi 
Perhubungan/Transportasi 

90% 90% 

Program 
Pengembangan Data 

dan Informasi 
Perhubungan/Transp

ortasi 

Meningkatkan pelayanan, 
ketertiban dan keamanan 

pelayaran 
90% 90% 

Program Pelayanan 
Angkutan Perairan 

Persentase prasarana dan fasilitas 
LLAJ dalam kondisi baik 

75% 95% 

Program Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 

Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Mewujudkan keselamatan, 
ketertiban dan keamanan lalu 

lintas 
90% 90% 

Program 
Pengawasan 

pengendalian lalu 
Lintas 

 

Sarana dan Prasarana 
Perhubungan yang terpelihara 

85% 90% 

Program 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Perhubungan 

 

MISI 4 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF 

Persentase Kualitas Pelayanan 
administrasi perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Penanaman 
Modal 

Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan  

Terpadu 

Persentase Kualitas sarana dan 
prasarana perkantoran 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan prasarana 
Aparatur 

Tersedianya pakaian dinas beserta 
perlengkapannya 

- 74% 
Program 

Peningkatan disiplin 
Aparatur 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Jumlah aparatur yang mengikuti 
diklat/bimtek untuk peningkatan 

kapasitas SDM 
- 74% 

Program 
peningkatan 

Kapasitas sumber 
daya aparatur 

Terlaksananya penyusunan 
Renstra DPMPT Kota Balikpapan 

- 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

 

Terwujudnya pelayanan Publik 100% 100% 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Perindustrian Dinas Koperasi, 

UMKM dan 

Perindustrian 

 
Terwujudnya peningkatan sarana 

dan Prasarana Untuk pelayanan 

publik 

100% 100% 

Program 

Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur 

Terwujudnya peningkatan disiplin 

aparatur 
- 100% 

Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Terwujudnya Peningkatan sumber 

daya  aparatur 
25% 45% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Terlaksannya Pembuatan renstra 

dan rakor Dinas Koperasi, UMKM 

dan Perindustrian 

15% 75% 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Terlaksananya Indeks Kepuasan 

Masyarakat pelayanan publik 

Dinas Koperasi, UMKM dan 

Perindustrian 

50% 70% 

Program Penyebar 

Luasan Informasi 

Daerah 

 

Persentase layanan kepuasan 
administrasi  

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Perdagangan Dinas Perdagangan 

Persentase Kualitas sarana dan 
prasarana perkantoran 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan prasarana 
Aparatur 

Persentase kedisiplinan aparatur 
dinas perdagangan 

100% 100% 
Program 

Peningkatan disiplin 
Aparatur 

Terlaksananya penyusunan 
Renstra Dinas Perdagangan  Kota 

Balikpapan 
- 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase jumlah sarana dan 
prasarana mampu mencapai umur 

ekonomis 
100% 100% 

Program 
Pemeliharaan 
Sarana dan 

Prasarana Pasar 

Pengembangan Potensi Pasar 
tercapai 

- 9 Pasar  

Program 
Pengembangan 

Potensi dan 
Pendapatan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase peningkatan 

diversifikasi dan ketahanan pangan 

masyarakat 

85% 88% 

Program 

peningkatan 

diversifikasi dan 

ketahanan pangan 

masyarakat  

Pangan Dinas Pangan, 

Pertanian dan 

Perikanan 

Terselenggaranya Kegiatan 

Penyuluh Pertanian 
2 BPP 2 BPP 

Program 

Pemberdayaan 

Penyuluhan 

Pertanian 

Peningkatan Kelas Kelompok Tani, 

Peternak,Pembudidaya dan 

Pengolah 

55% 75% 

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Petani, Peternak, 

Nelayan 

Pembudidaya dan 

Pengolah 

Meningkatnya Kemitraan Usaha 2 Mitra Usaha 2 Mitra Usaha 

Program 

Pengembangan 

Kemitraan Usaha 

Meningkatnya Kesehatan 

Hewan/Ternak dan Kesejateraan 

Ternak 

78% 88% 

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Hewan/Ternak 

Meningkatnya  Pemasaran Hasil 

Produksi Peternakan 
78% 88% 

Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi Peternakan 

Meningkatnya Kualitas SDM  

Masyarakat Perikanan 
4 kali 4 kali 

Program 

Pengembangan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) Masyarakat 

Perikanan 

Meningkatnya penerbitan Bukti 

Kegiatan Perikanan (BKP) 
210 BKP 210 BKP 

Program 

Pengembangan 

Pencatatan Kegiatan 

Usaha Perikanan 

Adanya Sarana dan Prasarana 

Perikanan (Unit) 
- 1 unit 

Program 

Pembangunan/Penin

gkatan/Pengembang

an dan Rehabilitasi 

Sarana Prasarana 

Perikanan 

Meningkatnya Sarana dan 

Prasarana  Perikanan Tangkap 
55 223 

Program 

Pengembangan 

Perikanan Tangkap 

Terwujudnya pelayanan 

administrasi perkantoran 
100% 100% 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Meningkatnya sarana prasarana 

aparatur 
100% 100% 

Program 

peningkatan sarana 

dan prasarana 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

aparatur 

Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 

Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Meningkatnya  kapasitas sumber 

daya aparatur 
100% 100% 

Program 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

Terlaksananya Penyusunan 

Renstra DPPP Kota Balikpapan 
- 100% 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 

Terwujudnya pelayanan Publik 91% 92% 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Kepemudaan 
dan Olahraga  

Pariwisata 

Dinas Pemuda, Olah 
Raga dan Pariwisata 

Terwujudnya peningkatan sarana 

dan Prasarana Untuk pelayanan 

publik 

91% 92% 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Terwujudnya peningkatan disiplin 

aparatur 
- 91% 

Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Terwujudnya Peningkatan sumber 

daya  aparatur 
- 90% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Presentase perampungan data 

dalam penyusunan Renstra 
- 100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Prosentase Hibah dan Bantuan 

Sosial Terverifikasi 
- 94% 

Program 

Pengelolaan Hibah 

dan Bantuan Sosial 

MISI 5 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

Persentase kebutuhan 

Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 

91% 95% 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

(Perencanaan) 

 

 

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan  

Persentase kebutuhan Sarana dan 

prasarana aparatur yang terpenuhi 
91% 95% 

Program 

peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 

Bappeda Litbang 
93% 98% 

Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Persentase Peningkatan 

pengetahuan pegawai 
91% 95% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase Dokumen Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

yang selaras dengan Renstra 

Bidang Pengembangan 

Infrastruktur dan Perekonomian 

Perkotaan 

75% 95% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

Pengembangan 

Infrastruktur dan 

Perekonomian 

Perkotaan 

Persentase Dokumen Rencana 

Kerja (Renja)Perangkat Daerah 

yang selaras dengan Renstra 

Bidang kesejahteraan Rakyat dan 

Aparatur 

75% 95% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

kesejahteraan 

Rakyat dan Aparatur 

 

Terwujudnya Peningkatan sumber 

daya  aparatur 
100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

(Keuangan) 

Badan Pengelola 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Persentase kebutuhan 

Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 

100% 100% 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase kebutuhan Sarana dan 

prasarana aparatur yang terpenuhi 
100% 100% 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase aplikasi yang 

terintegrasi 
100% 100% 

Program 

Optimalisasi 

Pemanfaatan 

teknologi informasi 

Terlaksananya Penyusunan 

Renstra 
- 100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 

Persentase Alat Tulis Kantor yang 

tersedia 
100% 100% 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Fungsi 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
(Keuangan) 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

Peralatan dan perlengkapan kantor 

yang tersedia 
100% 100% 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Laporan keuangan perangkat 

daerah yang  sesuai SAP 
100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja dan 

Keuangan 

 

Persentase Publikasi dan 
Dokumentasi Kegiatan Pemerintah 

100% 100% 
Program 

Penyebarluasan 
Informasi Daerah 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Presentase Tanggapan atas 
Pengaduan Masyarakat 

100% 100% Program Pelayanan 
Pengaduan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Masyarakat 

Presentase Layanan Informasi dan 
Komunikasi Publik berbasis TIK 

80% 100% 

Program 
Pengembangan 

Komunikasi, 
Informasi dan Media 

Massa 

Tersedianya Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
peningkatan sarana 

dan prasarana 
aparatur 

Meningkatnya Disiplin Pegawai 100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Meningkatnya Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

- 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Meningkatkan pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatkan disiplin aparatur 100% 100% 
Program 

Peningkatan Displin 
Aparatur 

Meningkatnya kapasitas sumber 
daya aparatur 

80% 95% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Inspektorat  

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Inspektorat 

 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase Peningkatan 
pengetahuan pegawai 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Sekretariat DPRD 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Sekretariat DPRD 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase Peningkatan 
Kompetensi Tugas Pokok dan 
Fungsi Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah dan Kajian-
Kajian 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 

Daerah 

Persentase Peningkatan 
pengetahuan pegawai 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Sekretariat Daerah 

 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Kedisiplinan Aparatur 
Sekretariat Daerah 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Nilai Implementasi HAM 90 94 
Program Pembinaan 

HAM 

Nilai LPPD 3,2  
3+ (sangat 

tinggi) 

Program Evaluasi 
dan Pelaporan 

Pemerintah 

Persentase terlaksananya 
peringatan HUT RI  

100% 100% 

Program 
Pengembangan 

Wawasan 
Kebangsaan 

Persentase Kelurahan dan 
Kecamatan yang mendapatkan 

pembinaan 
100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 
Kelurahan dan 

Kecamatan 

    

Persentase pelaksanaan 
pemeliharaan ketentraman 

ketertiban kemasyarakatan dan 
terlaksananya pencegahan tindak 

kriminal 

 

100% 

 

100% 

Program 
Pemeliharaan 

Keamanan 
Ketentraman, 

Ketertiban 
Kemasyarakatan dan 
Pencegahan Tindak 

Kriminal 

Persentase tersusunnya Dokumen 
pendukung peningkatan dan 
pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

 

100% 

 

100% 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 

Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Persentase pemenuhan tahapan 
penyelesaian sengketa batas 

wilayah  
20% 100% 

Program Penataan 
Otonomi Daerah 

Baru 

Persentase kerjasama  yang 
ditindak lanjuti 

 

100% 

 

100% 

Program 
Peningkatan 

Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Persentase pelaksanaan  100% Program Peringatan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Peringatan Hari Jadi Kota 
Balikpapan 

100% 

 

Hari – Hari Besar 

Persentase data potensi sarana 
prasarana perekonomian yang 

tersedia 

 

100% 

 

100% 
Pogram Penyiapan 
Sumber Daya dan 
Sarana Prasarana 

Persentase Promosi Kerjasama 
Investasi 

0% 25% 

Program 
Peningkatan 

Promosi Kerja sama 
Investasi 

Persentase Rumah Tangga yang 
disurvey terkait pengembangan 

City Gas 
0% 7,68% 

Program 
Pengembangan City 

Gas  

Persentase permohonan hibah dan 
bansos yang disetujui 

 

100% 

 

100% 
Program 

Pengelolaan Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Persentase pelaksanaan Fasilitasi 
keragaman budaya di Kota 

Balikpapan  

 

100% 

 

100% 
Program 

Keragamanan 
Budaya 

Persentase pelaksanaan 
pengukuhan Keluarga Sakinah 

 

100% 

 

100% 
Program Keluarga 

Berencana 

Persentase Fasilitasi Pembinaan 
Olahraga dan Kesehatan di 

lingkungan Setda 

 

100% 

 

100% 
Program Pembinaan 

Permasyarakatan 
Olahraga  

Peningkatan Jumlah Kader PKK 11.978 Orang 12.098 Orang 

Program 
Peningkatan  

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase Perizinan Tata Ruang 
yang pelaksanaannya diawasi 

 

100% 

 

100% 

Program Fasilitasi 
dan Koordinasi 
Pengawasan 

Lingkungan Kota  

Presentase Lingkungan Sehat 
Perumahan 

 

80% 

 

80% 
Program Lingkungan 

Sehat Perumahan 

Persentase sistem pelaporan yang 
efektif tepat waktu dan sesuai 

aturan 

 

80% 

 

80% 
Program 

Pengembangan 
Sistem Pelaporan 

Nilai survey IKM Penyedia 
Pengadaan Barang  dan  Jasa 

Pemerintah 
55 75 

Program Layanan 
Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Persentase KPA/PPKm yang 
memahami Pengadaan Barang 

dan Jasa 
30% 60% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

Persentase Perangkat Daerah  

yang sistem pelaporan LKjIP pada 

nilai  pelaporan kinerja "B" 

70% 70% 
Program Perencaan 

Pembangunan 
Daerah 

Persentase perangkat daerah yang 
tepat fungsi dan tepat ukuran 

sesuai dengan aturan 

 

100% 

 

100% 
Program Penataan 

Kelembagaan 

Persentase Unit Pelayanan Publik 
dengan survey kepuasan 
masyarakat bernilai Baik 

89% 89% 
Program 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase pelaksanaan 
Pelayanan Kedinasan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

100% 

 

100% 

Program 
Peningkatan 

Kedinasan Kepala 
Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

Persentase pelaksanaan 
kerjasama informasi dan media 

massa 
90% 90% 

Program 
Pengembangan 

Komunikasi 
Informasi dan Media 

Massa 

Persentase  informasi daerah yang 
disebar luaskan 

 

100% 

 

100% 
Program 

Penyebarluasan 
Informasi Daerah 

Persentase capaian kinerja 
Aparatur di lingkungan Setda 

 

75% 

 

 

75% 

Program Pembinaan 
dan Pengembangan 

Aparatur 

Persentase pelaksanaan 
Pelayanan Kedinasan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
100 100 

Program 
peningkatan 

pelayanan kedinasan 
kepala daerah/ wakil 

kepala daerah 

 

Persentase pemenuhan 
pendukung pelayanan administrasi 

perkantoran 
20% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

(Kepegawaian

) 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 

SDM 

Persentase kondisi sarana dan 
prasarana perkantoran dengan 

kondisi baik 
20% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase pemenuhan pakaian 
dinas beserta atributnya 

15% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase dokumen renstra yang 
selaras dengan RPJMD 

- 100% 

Program 
Perencanaan 

 Pembangunan 
Daerah 

Persentase rata-rata nilai prestasi 
kerja ASN 

85% 87% 
Program 

peningkatan kinerja 
ASN 

Persentase cakupan layanan 
administrasi kepegawaian 

100% 100% 

Program 
peningkatan kualitas 

pelayanan 
administrasi 

kepegawaian 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Timur 

 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase kepatuhan izin UMK 100% 100% 

Program 
Pengembangan 

sistem pendukung 
usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil 
Menengah 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Persentase sekolah yang 
mendapatkan fasilitasi pembinaan 

100% 100% 

Program Fasilitasi 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

Persentase Penurunan kasus 
penyalahgunaan narkoba 

100% 100% 

Program 
Pencegahan, 

Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Penurunan angka kemisknan 100% 100% 
Program 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Persentase pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% 
Program 

Pengembangan Data 
dan Informasi 

Persentase usulan yang 
diakomodir 

100% 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase peningkatan prestasi di 
bidang seni, budaya dan 

keagamaan tingkat Kecamatan 
dan Kota 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase prestasi yang diraih 100% 100% 

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase minat baca masyarakat 100% 100% 

Program 
Pengembangan 

Budaya Baca dan 
Pembinaan 

Perpustakaan 

Persentase penurunan jumlah 
kasus kekerasan terhadap anak 

dan perempuan 
100% 100% 

Program Keserasian 
kebijakan 

peningkatan kualitas 
anak dan perempuan 

Persentase posyandu yang mandiri 100% 100% 

Program Pembinaan 
peran serta 

masyarakat dalam 
pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

Nilai potensi swadaya masyarakat 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Terpenuhinya Administrasi 
Pelayanan Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Peningkatan keamanan dan 
kenyamanan kerja 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur 100% 100% Program 
Peningkatan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase Meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Utara 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase kepatuhan izin UMK 
100% 100% 

Prog. 
Pengembangan 

sistem pendukung 
usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase sekolah yang 
mendapatkan fasilitasi pembinaan 

100% 100% 

Prog. Fasilitasi 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

Persentase penurunan kasus 
penyalahgunaan narkoba 

100% 100% 

Prog. Pencegahan, 
Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Penurunan angka kemiskinan 
100% 100% Prog. Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

Persentase pemenuhan data 
kecamatan 

100% 100% Program 
Pengembangan Data 

dan Informasi 

Persentase pembangunan daerah 
100% 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase peningkatan prestasi di 
bidang seni, budaya dan 

keagamaan tingkat kecamatan dan 
kelurahan 

100% 100% Program 
Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

Persentase prestasi yang diraih 

 

100% 100% 
Program 

Pengembangan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase penurunan jumlah 
kasus kekerasan terhadap anak 

dan perempuan 

100% 100% 
Prog. Keserasian 

kebijakan 
peningkatan kualitas 
anak dan perempuan 

Persentase posyandu yang mandiri 
100% 100% 

Prog. Pembinaan 
peran serta 

masyarakat dalam 
pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

Nilai potensi swadaya masyarakat 
100% 100% Prog. Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat dalam 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Membangun 
Kelurahan 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur 
100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase Meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

100% 100% Program 
Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Tengah 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase prestasi yang diraih 100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase peningkatan prestasi di 
bidang seni, budaya dan 

keagamaan tingkat Kecamatan 
dan Kota 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase Meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

Persentase sekolah yang 
mendapatkan fasilitasi pembinaan 

100% 100% 

Program Fasilitasi 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

Persentase Penurunan kasus 
penyalahgunaan narkoba 

100% 100% 

Program 
Pencegahan,Pember

antasan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Persentase pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% 
Program 

Pengembangan Data 
dan Informasi 

Persentase usulan yang 
diakomodir 

100% 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase penurunan jumlah 
kasus kekerasan terhadap anak 

dan perempuan 
100% 100% 

Program Keserasian 
Kebijakan 

Peningkatan Kualitas 
anak dan 

Perempuan 

Persentase posyandu yang mandiri 100% 100% 

Program Pembinaan 
Peran serta 

Masyarakat dalam 
Pelayanan KB/KR 

yang Mandiri 

Penurunan angka kemisknan 100% 100% Program 
Perlindungan dan 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Jaminan Sosial 

Persentase kepatuhan izin UMK 
100% 100% 

Program 
Pengembangan dan 
Pendukung Usaha 

Mikro Kecil 
Menengah 

Nilai potensi swadaya masyarakat 
100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

 

Persentase kebutuhan 
Administrasi Perkantoran yang 

terpenuhi 
100% 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Selatan 

 

 

Persentase kebutuhan Sarana dan 
prasarana aparatur yang terpenuhi 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase kepatuhan IUMK 100% 100% 

Program 
Pengembangan 

Sistem Pendukung 
UMKM 

Persentase sekolah yang 
mendapatkan pembinaan 

100% 100% 

Program Fasilitasi 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

Penurunan kasus penyalahgunaan 
narkoba 

100% 100% 

Program 
Pencegahan 

Pemberntasan 
Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Persentase keluarga harapan yang 
mendapatkan pelatihan 

100% 100% 
Program 

Perlindungan dan  
Jaminan Sosial 

Persentase pemenuhan data 
kecamatan 

100% 100% 
Program 

Pengembangan Data 
dan Informasi 

Persentase usulan yang 
diakomodir 

100% 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Peningkatan prestasi di bidang 
seni dan budaya dan keagamaan 

di tingkat Kecamatan 
100% 100% 

Program 
Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

Nilai potensi swadaya masyarakat 100% 100% 

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase jumlah pengunjung 
perpustakaan 

100% 100% 

Program 
Pengembangan 

Budaya Baca dan 
Pembinaan 

Perpustakaan 
Masyarakat 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

Jumlah kegiatan pembinaan forum 
anak 

75% 80% 

Program Keserasian 
Kebijakan 

Peningkatan Kualitas 
Anak dan 

Perempuan 

Peresentase jumlah keluaga 
sejahtera 

100% 100% 

Program Pembinaan 
Peran Serta 

Masyarakat Dalam 
Pelayanan KB/KR 

Yang Mandiri 

Jumlah partisipasi masyarakat 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat Dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Persentase jumlah pembinaan 
SDM 

100% 100% 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase jumlah pegawai disiplin 100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

 

 
Persentase kepatuhan izin UMK 

100% 100% 

Program 
Pengembangan 

Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Mikro 
Kecil Menengah 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Kota 

Persentase sekolah yang 
mendapatkan fasilitasi pembinaan 

100% 100% 

Program Fasilitas 
Pembinaan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

Persentase Penurunan kasus 
penyalahgunaan narkoba 

100% 100% 

Program 
Pencegahan, 

Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Penurunan angka kemisknan 100% 100% 
Program 

Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Persentase pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% 
Program 

Pengembangan Data 
dan Informasi 

Persentase usulan yang 
diakomodir 

100% 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Persentase peningkatan prestasi di 
bidang seni, budaya dan 

keagamaan tingkat Kecamatan 
dan Kota 

100% 100% 
Program 

Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase prestasi yang diraih 100% 100% 

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase penurunan jumlah 100% 100% Program Keserasian 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

kasus kekerasan terhadap anak 
dan perempuan 

Kebijakan 
Peningkatan Kualitas 

Anak dan 
Perempuan 

Persentase posyandu yang mandiri 100% 100% 

Program Pembinaan 
peran serta 

masyarakat dalam 
pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

Nilai potensi swadaya masyarakat 100% 100% 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat dalam 
membangun 
Kelurahan 

Terpenuhinya Administrasi 
Pelayanan Perkantoran 

100% 100% 
Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Peningkatan keamanan dan 
kenyamanan kerja 

100% 100% 

Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Meningkatnya Disiplin 
Aparatur 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

 

persentase kepatuhan izin UMK 100% 100% 

Prog. 

Pengembangan 

sistem pendukung 

usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

Fungsi 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kecamatan 
Balikpapan Barat 

persentase sekolah yang 
mendapatkan fasilitasi pembinaan 

100% 
 

100% 
 

Prog. Fasilitasi 

Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 

Masyarakat di 

Lingkungan Sekolah 

penurunan kasus penyalahgunaan 
narkoba 

100% 100% 

Prog. Pencegahan, 

Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

 

persentase fakir miskin dan PMKS 
lainnya yang mendapatkan 

fasilitasi pembinaan 
100% 100% 

Prog. Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 

persentase pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% 

Program 

Pengembangan Data 

dan Informasi 
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Indikator Kinerja 

Capaian Kinerja 

Program 
Pembangunan 

Bidang 
Urusan 

Perangkat Daerah Kondisi Awal 

(2017) 

Kondisi 
Akhir 

(2021) 

terkoordinirnya aspirasi 
masyarakat yang berkaitan dengan 

pembangunan daerah 
100% 100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

terkoordinirnya aspirasi 
masyarakat yang berkaitan dengan 

pembangunan daerah 
100% 100% 

Program 

Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

persentase kehadiran peserta PKK 100% 100% 

Program 

Pengembangan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

presentase jumlah dana swadaya 
masyarakat terhadap dana 

kegiatan 
100% 100% 

Program 

Pengembangan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase kehadiran Sosialisasi 
Forum Anak 

100% 100% 

Prog. Keserasian 

kebijakan 

peningkatan kualitas 

anak dan perempuan 

Persentase pelaksanaan lomba-
lomba  dalam kegiatan institusi 

100% 100% 

Prog. Pembinaan 

peran serta 

masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

persentase kehadiran sosialisasi 
TTG/Posyantek dan LPM 

100% 100% 

Prog. Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Membangun 

Kelurahan 

Persentase pemenuhan kebutuhan 
pelayanan administrasi 

perkantoran 
100% 100% 

Prog.Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

presentase peningkatan sarana 
dan sarana aparatur 

100% 100% 

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

presentase peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 

100% 100% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

presentase peningkatan disiplin 
aparatur 

100% 100% 
Program 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 
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BAB VIII 

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

 

Tabel 8.1 

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan  

 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Bidang 
Pendidikan 

1 Program 
pendidikan non 
formal 

Angka Melek 
Huruf Penduduk 
Usia > 15 tahun 

99.26% 99.91% 
 Rp 

9,639,263,000  
99.91% 

 Rp    
11,822,750,000  

99.91% 
 Rp    

13,086,505,000  
99.91% 

 Rp    
14,405,656,000  

99.91% 
 Rp    

15,853,722,000  

99.91% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

2 Program 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

APK PAUD/TK/ 
Sederajat 

55,24% 76,00% Rp      
5,004,941,000 

76,00% Rp      
6,023,000,000 

76,00% Rp      
6,685,300,000 

77,00% Rp      
7,378,830,000 

77,00% Rp      
8,134,213,000 

77,00% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Rasio 
ketersediaan 
sekolah/ 
Penduduk usia 
sekolah PAUD/TK 

42.16% 40.05% 40.50% 40.94% 41.36% 41.80% 41.80% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

3 Program 
Pendidikan 
Dasar 

SD/MI/Sederajat 
(IPTEK) 

  6.60% 

 Rp  
137,217,460,223  

6.60% 

 Rp    
87,587,835,900  

7.11% 

 Rp  
131,586,669,490  

7.11% 

 Rp  
152,606,436,439  

7.61 

 Rp  
169,168,735,083  

7.61 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

SD/MI/Sederajat 
(IMTAQ) 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

APS 
SD/MI/Sederajat 

  94.37% 95.37% 96.37% 97.37% 98.37% 98.37% 

APM SD/MI 96.27% 96.50% 97.37% 97.73% 98.23% 98.72% 98.72% 

APK SD/MI 111.83% 93.05% 93.10% 93.15% 93.20% 93.25% 93.25% 

Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SD/MI 

0.56% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

Angka Kelulusan 
(AL) SD/MI 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Angka 
Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

103.68% 103.68% 104.60% 105.25% 106.44% 107.36% 107.36% 

Rasio 
ketersediaan 
sekolah/Penduduk 
usia sekolah 

26% 26.81% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 30.00% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

SD/MI Sederajat 

Sekolah 
pendidikan SD/MI 
kondisi bangunan 
baik 

74% 76.00% 85.00% 90.00% 92.00% 95.00% 95.00% 

SMP/MTs/Sederaj
at (IPTEK) 

  19.44% 20.83% 20.83% 22.22% 23.61 23.61 

SMP/MI/Sederajat 
(IMTAQ) 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

APK SMP/MTs 102.38% 84.05% 84.10% 84.15% 84.20% 84.25% 84.25% 

APM SMP/MTs 86.71% 87.59% 88.50% 89.41% 90.32% 91.23% 91.23% 

APS 
SMP/MTs/Sederaj
at 

  85.29% 86.29% 87.29% 88.29% 89.29% 89.29% 

Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

4.61% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.15% 

Angka Kelulusan 
(AL) SMP/MTs 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Angka 
Melanjutkan (AM) 
dan SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

98.11% 98.11% 99.02% 99.95% 100.87% 101.81% 101.81% 

Rasio 
ketersediaan 
sekolah/Penduduk 
usia sekolah 
SMP/MTs 
Sederajat 

20.57% 20.57% 20.57% 20.57% 20.57% 20.57% 20.57% 

Sekolah 
pendidikan 
SMP/MTs kondisi 
bangunan baik 

    37.90% 38.00% 38.20% 38.40% 38.40% 

4 Program Wajib 
Belajar 
Pendidikan 
Dasar 
Sembilan 
Tahun 

   Rp. 
6.729.391.000 

         Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

5 Program 
Pendidikan 
Menengah 

   Rp. 
1.667.738.000 

         Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

6 Program 
Peningkatan 

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ 
D-IV 

Rp 653.600.000  Rp  726.000.000 

 
 Rp 1.248.600.000  Rp 1.428.460.000  Rp1.571.306.000  Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Mutu Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 

SD/MI/ Sederajat 90% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 

SMP/MTs/ 
Sederajat 

95% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Rasio guru/murid per kelas rata-rata      Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

PAUD/TK 60% 60% 80% 82% 84% 86% 86% 

SD/MI/Sederajat 70% 70% 70% 72% 74% 76% 76% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

SMP/MTs/Sederaj
at 

80% 80% 80% 82% 84% 86% 86% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Bidang 
Kesehatan 

7 Program 
Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Angka Kesakitan 98.11% 98.25% Rp. 
43.416.413.000 

98.25% Rp. 43.428.696.000 98.30% Rp. 
54.417.360.000 

98.30% Rp. 
64.619.788.000 

98.35% Rp. 
74.378.439.000 

98.35% Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

8 Program 
Pencegahan 
dan 
Penanggulang
an Penyakit 
Menular 

- Prevalensi HIV 
dan AIDS 
- Menurunnya 
Angka Kejadian 
DBD 
- Menurunnya 
Prevalensi TBC 

 

< 1 
 

300/100.00
0 
 

125/100.00
0 
 

 

< 1 
 

300/100.00
0 
 

125/100.00
0 
 

 

Rp. 
2,261,535,000 

< 1 
 

275/100.00
0 
 

125/100.00
0 
 

Rp. 2,310,000,000 < 1 
 

275/100.00
0 
 

130/100.00
0 
 

Rp. 3,050,000,000 < 1 
 

250/100.00
0 
 

135/100.00
0 
 

Rp. 3,750,000,000 < 1 
 

250/100.00
0 
 

140/100.00
0 
 

Rp. 4,450,000,000 < 1 
 

250/100.00
0 
 

140/100.00
0 
 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

9 Program 
Peningkatan 
Keselamatan 
Ibu Melahirkan 
Dan Anak 

- Proporsi 
Kelahiran Yang 
Dibantu Tenaga 
Kesehatan Terlatih 
 

 96% 
 
 

 100% 
 

Rp. 
3,405,297,000 

100% 
 

Rp. 3,370,983,000 100% 
 

Rp. 4,500,000,000 100% 
 

Rp. 5,000,000,000 100% Rp. 5,700,000,000 100% Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

- Angka Kematian 
Bayi 
 

5/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH 2/1.000 KH 1/1.000 KH 1/1.000 KH Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

- Angka Kematian 
Balita 
 

6/1.000 KH 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH 2/1.000 KH 2/1.000 KH Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

- Angka Kematian 
Ibu 

72/100.000 
KH 

72/100.000 
KH 

69/100.000 
KH 

66/100.000 
KH 

63/100.000 
KH 

60/100.000 
KH 

60/100.000 
KH 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 

10 Program 
Peningkatan 
Kualitas, 

Persentase 
Puskesmas 
Terakreditasi 
Nasional 

51.85% 
   
 
 

 74.07% 
   
 
 

Rp. 
10,134,506,000 

75% 
   
 
 

Rp. 35,651,605,000 80% 
   
 
 

Rp. 
60,360,624,000 

85% 
   
 
 

Rp. 
35,084,500,000 

100% 
   
 
 

Rp. 
42,509,500,000 

 100% 
   
 
 

Dinas Kesehatan, 
RSUD Balikpapan, 
RSKB. Sayang Ibu 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Kuantitas SDM 
serta Sarana 
dan  Prasarana 
Kesehatan 

       

presentase 
Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit 

65% 
 

65% 70% 75% 80% 90% 90% 

Persentase 
Ketersediaan SDM 
Rumah Sakit 
 

70% 
 

70% 75% 80% 
 

85% 90% 
 

90% 

Persentase 
Ketersediaan SDM 
UPTD    

70% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 

Persentase 
Ketersediaan 
Sarana Prasarana 
Puskesmas   

65% 
 

65% 70% 75% 80% 90% 90% 

Persentase 
Rumah Sakit yang 
terkareditasi 
nasional 

- 50% 65% 70% 80% 85% 85% 

Bidang Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

11 

Program 
Perencanaan 
Tata Ruang 

Perda Tata Ruang  
1 Perda 
RTRW 

1 Perda 
Rp. 

1.000.0000.000 
1 Perda Rp. 1.000.0000.000 2 Perda 

Rp. 
1.500.0000.000 

2 Perda 
Rp. 

1.500.0000.000 
3 Perda 

Rp. 
2.000.0000.000 

3 Perda 
Dinas Pertanahan 

dan Penataan 
Ruang 

12 

 

Program 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase 
Penertiban 

Pemanfaatan 
Ruang 

98.1% 98.1% 
Rp                       

826,885,000 
98.2% 

Rp                       
950,000,000 

98.3% 
Rp                    

1,000,000,000 
98.4% 

Rp                    
1,100,000,000 

98.5% 
Rp                    

1,200,000,000 
98.5% 

Dinas Pertanahan 
dan Penataan 

Ruang 

13 Program 
Pengembanga
n Kinerja 
Pengelolaan 
Air Minum dan 
Air Limbah 

Cakupan Layanan 
Air Minum 

77.80% 78.40% 

 Rp          
9.534.000.000  

79.00% 

 Rp       
11.936.500.000  

79.60% 

 Rp     
21.652.140.000  

80.20% 

 Rp           
21.892.354.000  

80.80% 

 Rp       
24.081.589.000 

80.80% 

Dinas Pekerjaan 
Umum,PDAM 

Cakupan Layanan 
Air Bersih 

92% 93% 94% 95% 96% 97% 97% 

Dinas Pekerjaan 
Umum,PDAM 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

14 Program 
Penyediaan 
dan 
Pengolahan Air 
Baku 

Penyediaan 
Kapasistas Air 

Baku 

1,154 
liter/detik 

1,480 
liter/detik 

 Rp       
25.000.000.000  

1,500 
liter/detik 

 Rp       
26.250.000.000  

1,650 
liter/detik 

 Rp  
27.562.500.000  

1,670 
liter/detik 

 Rp           
28.940.625.000  

1,686 
liter/detik 

 Rp       
30.387.656.250  

1,686 
liter/detik 

Dinas Pekerjaan 
Umum,PDAM 

15 

Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Indeks 
Aksesibilitas 

1,415 1,436 

 Rp       
26.900.000.000  

1,450 

 Rp       
55.738.500.000  

1,464 

 Rp  
63.312.350.000  

1,478 

 Rp           
67.443.585.000  

1,492 

 Rp       
74.187.943.500  

1,492 
Dinas Pekerjaan 

Umum 

Jembatan 
Penyeberangan 
Orang (JPO) yang 
tersedia 

1 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 1 unit 
Dinas Pekerjaan 

Umum  

16 Program 
Pengendalian 
Banjir 

Titik Banjir 50 titik 47 
 Rp       

19.050.000.000  
46 

 Rp       
19.305.000.000  

43 
 Rp  

31.235.500.000  
40 

 Rp           
33.359.050.000  

35 
 Rp       

35.694.955.000  
35 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

17 Program 
Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Goro
ng-Gorong 

% Panjang  
saluran drainase 
yang berfungsi 

dengan baik 

42,40% 44,09% 
 Rp       

25.000.000.000  
45,03% 

 Rp       
37.500.000.000  

45,98% 
 Rp  

41.250.000.000  
46,92% 

 Rp           
45.375.000.000  

47,86% 
 Rp       

49.912.500.000  
47,86% 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

18 Program 
Pembangunan 
Pedestrian 
Kota 

% Panjang Trotoar 
yang telah 

memenuhi standar 
5.92% 12.11% 

 Rp          
1,000,000,000  

17.61% 
 Rp       

25,000,000,000  
23.11% 

 Rp     
27,500,000,000  

28.61% 
 Rp           

30,250,000,000  
34.12% 

 Rp           
33,275,000,000  

34.12% 
Dinas Pekerjaan 

Umum 

19 Program 
Rehabilitasi 
dan 
Pemeliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

Tingkat 
Kemantapan Jalan 

79,07% 79,15% 
 Rp       

76.540.000.000  
79,65% 

 Rp       
84.194.000.000  

80,15% 
 Rp  

92.613.400.000  
80,64% 

 Rp         
101.874.740.000  

81,14% 
 Rp     

112.062.214.000  
81,14% 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

20 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Pemerintah 

Kantor Pemerintah 
dalam Kondisi 

Baik 
72,58% 77,42% 

 Rp       
41.000.000.000  

80,65% 
 Rp     

110.075.000.000  
83,87% 

 
Rp120.082.500.00

0  
87,10% 

 Rp         
131.090.750.000  

90,32% 
 Rp     

143.199.825.000  
90,32% 

Dinas Pekerjaan 
Umum 

Bidang 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

21 Program 
Lingkungan 
Sehat 
Perumahan 

Penurunan Luasan 
Kawasan Kumuh 

282 Ha 277 Ha 
Rp         

4.753.000.000 
272 Ha 

Rp       
10.900.000.000 

267 Ha 
Rp                          

11.700.000.000 
262 Ha 

Rp                 
12.400.000.000 

257 Ha 
Rp            

13.450.000.000 
257 Ha 

Dinas Perumahan 
dan Permukiman 

 Program 
Pengembanga

Menurunnya 
Backlog 

107.717 
unit 

 110.338 
unit  

 Rp            
225.000.000  

90.078 unit 
 Rp        

2.407.000.000  
78.818 unit 

 Rp                          
2.194.000.000  

67.558 unit 
 Rp                 

1.226.000.000  
56.299 unit 

 Rp            
1.298.000.000  56.299 unit 

Dinas Perumahan 
dan Permukiman 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

n Perumahan Perumahan 

22 Program 
Penanggulang
an Kemiskinan 
Terpadu 
Bidang 
Perumahan 
dan 
Permukiman 

Penurunan Rumah 
Tidak Layak Huni 

1075 unit 1035 unit 
Rp               

1.400.000.000 
1030 unit 

Rp                 
175.000.000 

1015 unit 
Rp                                         

525.000.000 
990 unit 

Rp                            
875.000.000 

975 unit 
Rp                      

525.000.000 
975 unit 

Dinas Perumahan 
dan Permukiman 

Bidang 
Ketentraman dan  
Ketertiban Umum 

serta 
Perlindungan 
Masyarakat 

23 Program 
peningkatan 
kesiagaan dan 
pencegahan 
bencana dan 
bahaya 
kebakaran  

Tingkat  waktu 
tanggap 

100% 90.10% Rp                    
4,293,337,000 

90.41% Rp. 6.545.760.000 93.15% Rp                         
32.019.456.000 

95.89% Rp. 
29.546.789.000               

98.63% Rp                         
30.663.038.000 

98.63% Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Cakupan 
Pelayanan 
Bencana dan 
bahaya Kebakaran 

 62.50% 75% 87.50% 100% 100% 100% Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

24 Program 
Tanggap 
Darurat 
Penanggulang
an Bencana 

Cakupan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

100% 95% -                  70% Rp. 1.325.000.000 70% Rp  1.450.000.000 75% Rp. 1.575.000.000 80% Rp                    
1,700,000.000 

100% Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

25 Program 
peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Presentase 
poskamling aktif 

60,97 63,41% Rp                    
30,000,000 

63,61% Rp                    
17,700,000 

63,81% Rp                    
500,000,000 

64,01% Rp                    
600,000,000 

64,21% Rp                    
700.000.000 

64,21% Satuan Polisi 
Pamong Praja 

26 Program 
Pemeliharaan 
Kamtibmas 
dan 
Pencegahan 
Tindak 
Kriminal 

Penurunan Angka 
Kriminalitas 

 20% Rp                    
569.990.000 

19% Rp 474.900.000 18,5% Rp  2.700.000.000 18% Rp 3.400.000.000 17% Rp 4.100.000.000 17% Satuan Polisi 
Pamong Praja 

27 Program 
pemberdayaan 
masyarakat 
untuk menjaga 
ketertiban dan 
keamanan 

Rasio Petugas 
Linmas 

2,43% 3,5% Rp 30.000.000 4% Rp   2.071.200.000 4,5% Rp 5.800.000.000 5% Rp 6.500.000.000 5,5% Rp 7.200.000.000 5,5% Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Angka Partisipasi 
dalam Pemilihan 
Umum 

- - 62% 65% 65% 65% 65% Satuan Polisi 
Pamong Praja, 

Kantor Kesbangpol 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Pencegahan 
Pemberantasa
n 
Penyalahguna
an dan 
Peredaran 
Gelap 
Narkotika 

Penurunan 
prevalensi 
penyalahgunaan 
narkoba 

 

3.23 3.3 Rp                    
3,000,000,000 

3.2 Rp                    
3,000,000,000 

3.1 Rp                   
3,000,000,000 

3 Rp                    
3,000,000,000 

2.9 Rp                    
3,000,000,000 

 Dinas Sosial dan 
Dinas Kesehatan 

Bidang Sosial 28 Program 
Sarana dan 
Prasarana 
Logistik 

Cakupan 
Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar 
Korban Dampak 
Bencana (saat 
bencana) 

100% 75% Rp                         
5.043.314.000 

80% Rp 3.635.740.000                80% Rp 8.999.314.000 85% Rp  9.246.000.000 90% Rp   5.489.170.000 100% BPBD 

29 Program 
Rehabilitasi 
dan 
Rekonstruksi 
Pasca 
Bencana 

Cakupan 
Pemulihan 
Perumahan Rusak 
Berat dan Roboh 

100% 60% Rp                         
100.000.000 

66% Rp  600.000.000 70% Rp   1.200.000.000 75% Rp  2.523.917.000 80% Rp                    
2,700.000.000 

80% BPBD dan Dinas 
Sosial 

30 Program 
Penanggulang
an Kemiskinan 
Terpadu 

Persentase Jiwa 
Keluarga Miskin 
Yang Memperoleh 
Jaminan Layanan 
Kesehatan (PBI - 
APBD) 

64% 65% Rp. 
4,300,000,000 

66% Rp. 6,000,000,000 68% Rp. 6,500,000,000 69% Rp. 7,000,000,000 70% Rp. 7,500,000,000 70% Dinas Kesehatan 

Presentase 
Peserta didik 
Keluarga Miskin 
penerima 
beasiswa 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Presentase PMKS 
miskin yang 
terlayani 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial 

Persentase 
Pencaker Gakin 
Yang 
mendapatkan 
pelatihan kerja 

65% 18% 19% 20% 21% 22% 100% Dinas Ketenaga 
Kerjaan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Presentase PMKS 
yang menerima 
bantuan sosial 
untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar 

78.80% 78.90% Rp                    
2,100,000,000 

79.00% Rp                    
2,100,000,000 

79.10% Rp                    
2,310,000,000 

79.20% Rp                    
2,541,000,000 

79.30% Rp                    
2,795,100,000 

79.30% Dinas Sosial 

 Program 
Pemberdayaaa
n 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Persentase PSKS 
yang telah dibina 

26.59% 49.08% Rp                       
500,000,000 

50.35% Rp                       
550,000,000 

50.35% Rp                       
605,000,000 

50.35% Rp                       
665,500,000 

50.35% Rp                       
732,050,000 

50.35% Dinas Sosial 

Bidang Tenaga 
Kerja 

 Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Peningkatan 
Ketrampilan/ Skill 
Pencari Kerja  

64% 75% Rp . 903.698.000 75% Rp 182.111.000 80% Rp996.328.000 80% Rp1.046.145.000 80% Rp6.098.452.000 80% Dinas 
Ketenagakerjaan 

 Program 
Peningkatan 
Kesempatan 
Kerja 

Persentase 
pencari kerja 
terdaftar yang 
ditempatkan 

22% 22% Rp143.307.000 22% Rp220.473.000 22% Rp157.997.000 22% Rp165.897.000 22% Rp174.192.000 22% Dinas 
Ketenagakerjaan 

 

 Program 
Perlindungan 
Pengembanga
n Lembaga 
Ketenagakerja
an 

Persentase 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial 
Ketenagakerjaan 
dengan Perjanjian 
Bersama 

38% 50% Rp325.255.000 50% Rp341.519.000 50% Rp358.596.000 50% Rp376.526.000 50% Rp395.351.000 50% Dinas 
Ketenagakerjaan 

Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

perlindungan 
Anak 

 Program 
Pengembanga
n Bahan 
Informasi 
Tentang 
Pengasuhan 
dan 
Pembinaan 
Tumbuh 
Kembang Anak 

'Prosentase PUS 
anggota Poktan 
yang ber KB 
(jumlah PUS 
anggota Poktan 
Ber KB dibagi 
jumlah PUS 
anggota Poktan X 
100 %) 

  Rp. 894,382,500  R. 556,203,000  Rp. 1,306,203,000 
 

 Rp. 2,850,000,000  Rp. 2,850,000,000 
 

 DP3AKB 

 - BKB   85,50 %   85,50 %   85,50 %   85,60%   85,65%   85,70%   85,70%  

 - BKR   70,02 %   70,02 %   70,02 %   70,10%   70,15%   70,20%   70,20%  

 - BKL   81,37 %   81,37 %   81,37 %   81,40%   81,40%   81,43%   81,43%  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

   - UPPKS 84,67 % 84,67 %  84,67 %  84,68%  84,70%  84,70%  84,70%  

  Program 
Pengembanga
n Pusat 
Informasi dan 
Konseling KRR 

Prosentase remaja 
perempuan sudah 
menikah pada usia 
di bawah 20 tahun 
(jumlah 
perempuan di 
bawah 20 tahun 
yang sudah 
menikah dibagi 
jumlah perempuan 
di bawah 20 tahun 
X 100%) 

0,70% 

 

0,69% Rp. 82,450,000 
 

0,68% Rp. 214,097,500 
 

0,67% Rp. 214,097,500 
 

0,66% Rp. 600,000,000 
 

0,64% Rp. 600,000,000 
 

0,64% DP3AKB 

  Program 
Penguatan 
Kelembagaan 
dan 
Pengarusutam
aan Gender 
dan Anak 

Capaian Angka 
IPG 

 91,00   91,00  Rp. 134,621,000  
 

 91,00  Rp. 275,000,000  
 

 92,00  Rp. 275,000,000  
 

 92,00  Rp. 350,000,000  
 

 92,00  Rp. 350,000,000  
 

 92,00  DP3AKB 

  Program 
Keserasian 
Kebijakan 
Peningkatan 
Kualitas Anak 
dan 
Perempuan 

Prosentase 
penyelesaian 
penanganan 
korban kekerasan 
terhadap 
perempuan 
(jumlah 
perempuan yang 
menjadi korban 
kekerasan yang 
telah selesai 
pendampingannya  
sampai dengan 
akhir tahun dibagi 
jumlah perempuan 
korban kekerasan 
sampai akhir tahun 
X 100%) 

72.28% 72.28% Rp. 423,098,000 
 

72.28% Rp. 1,385,943,000 
 

73.38% Rp. 1,021,743,000 
 

74.52% Rp. 2,100,000,000 
 

75.01% Rp. 2,100,000,000 
 

75.01% DP3AKB 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

   Prosentase 
penyelesaian 
penanganan 
korban kekerasan 
terhadap anak 
(jumlah anak yang 
menjadi korban 
kekerasan yang 
telah selesai 
pendampingannya  
sampai dengan 
akhir tahun dibagi 
jumlah anak 
korban kekerasan 
sampai akhir tahun 
X 100%) 

62.96% 62.96%  62.96%  63.01%  64.35%  65.15%  65.15% DP3AKB 

   Prosentase 
penyelesaian 
penanganan 
korban kekerasan 
terhadap anak 
(jumlah anak yang 
menjadi korban 
kekerasan yang 
telah selesai 
pendampingannya  
sampai dengan 
akhir tahun dibagi 
jumlah anak 
korban kekerasan 
sampai akhir tahun 
X 100%) 

62.96% 62.96%  62.96%  63.01%  64.35%  65.15%  65.15% DP3AKB 

Bidang Pangan  Program 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

10.53% 20% Rp                    
1.244.48300 

25% Rp                    
1.600.000.000 

30% Rp                    
1.650.000.000 

40% Rp                    
1.855.000.000 

50% Rp                    
1.850.000.000 

50% Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

 Program 
Pengendalian 
Inflasi 

Laju Inflasi 6,26 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) Sekretariat Daerah 

 Penanggulang
an Kemiskinan 
Bidang 
Ketahanan 
Pangan 

Persentase 
Pelayanan 
Masyarakat miskin 
penerima Raskin 

100% 100% Rp                       
650,000,000 

100% Rp                       
650,000,000 

100% Rp                       
650,000,000 

100% Rp                       
650,000,000 

100% Rp                       
650,000,000 

100% Dinas Sosial 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Bidang 
Lingkungan Hidup 

 Program 
Perlindungan 
dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

Indeks Tutupan 
Lahan 

48,12 48,12 

Rp                  
1,309,465,000 

 

48,17 
Rp                  

18,125,000,000 
48,22 

Rp                  
18,200,000,000 

48,27 
Rp                  

19,525,000,000 
48,32 

Rp                  
21,525,000,000 

48,32 
Dinas Lingkungan 

Hidup 

 Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan Perusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Penurunan Indeks 
Pencemaran 

Udara 
91.34 91.84 

Rp                 
575,000,000 

92.34 
Rp                  

14,206.468,000 

92.84 
Rp                  

12,485,615,000 

93.34 
Rp                  

13,774,676,000 

93.84 
Rp                  

10,923,144,000 

93.84 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

Penurunan Indeks 
Pencemaran Air 

40.80 41.30 41.80 42.30 42.80 43.30 43.30 
Dinas Lingkungan 

Hidup 

 Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Akses 
Informasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

Informasi 
Lingkungan yang 
mudah diakses 

100% 100% 
Rp                    

175,000,000 
100% 

Rp                    
2,568,250,000 

100% 
Rp                    

2,552,575,000 
100% 

Rp                    
2,222,832,500 

100% 
Rp                  

2,407,615,750 
100% 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

 Program 
Pengembanga
n Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase 
Pengangkutan 
Sampah ke TPA 

62.91% 62.91% Rp                  
37,864,625,000 

62.41% Rp                  
46,344,941,000 

61.91% Rp                  
66,021,700,000 

61.41% Rp                  
80,657,000,000 

60.91% Rp               
86,836,000,000 

60.91% Dinas Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
Pengolahan 
Sampah di 
Sumber 

21.80% 21.80% 22.80% 23.80% 24.80% 25.80% 25.80% Dinas Lingkungan 
Hidup 

Bidang 
Administrasi 

Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 

 Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Cakupan 
Penerbitan Kartu 
Keluarga 

100% 100% Rp                    
3,531,710,000 

100% Rp                    
3,884,881,000 

100% Rp                    
4,273,370,000 

100% Rp                    
4,700,708,000 

100% Rp                    
5,170,779.000 

100% Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan 
Penerbitan KTP-
elektronik 

94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan 
Penerbitan Akta 
Kelahiran 

84% 84% 86% 87% 88% 90% 90% Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan 
penerbitan akta 
kematian 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

cakupan 
kepemilikan kartu 
identitas anak 

0% 60% 70% 85% 85% 85% 85% Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Bidang 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

 program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Persentase 
peningkatan nilai 
Swadaya 
Masyarakat Dalam 
kegiatan 
Pembangunan di 
Kelurahan 

5,15% 5,50% Rp                    
681.169.000 

6% Rp  950.000.000 6,50% Rp  2.000.000.000 7% Rp  2.150.000.000 7,50% Rp                    
2.250.000.000 

7,50% Sekretariat Daerah  

 Program 
Keluarga 
Berencana 

Prosentase 
Peserta KB Aktif 
MKJP 
dibandingkan 
Peserta KB Aktif 
(peserta KB Aktif 
MKJP dibagi 
jumlah peserta KB 
Aktif X 100 %) 

23,18% 25.60% Rp. 656,191,000 26.76%  

1,641,250,000 
28.10%  

1,641,250,000 
29.51%  

2,076,250,000 
30.98%  

2,076,250,000 

 

 30.98% DP3AKB 

 Prosentase DO 
ber KB 
(Menurunnya 
angka 
ketidakberlangsun-
gan pemakaian 
kontrasepsi) : 

 18,10%  16.05% 14.50% 13.15% 12.85% 12.52% 12.52% DP3AKB 

Bidang 
Perhubungan 

 Program 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan 

Persentase 
Penyediaan 

Terminal Angkutan 
Penumpang dan 

Barang 

17% 17% Rp                    
1.326.500.000 

17% Rp                    
1.200,000,000 

50% Rp                    
150.800,000,000 

50% Rp                    
25.800.000,000 

67% Rp                    
30,000.000.000 

67% Dinas 
Perhubungan 

 Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Angkutan 

Persentase 
Pembangunan 

Koridor E Sarana 
Angkutan Umum 
Massal  (SAUM) 

11.11% 11.11% Rp                    
1,300,000,000 

11.11% 0 

 

11.11% 0 11.11% Rp                       
500,000,000 

33.33% Rp                    
2,000,000,000 

33.33% Dinas 
Perhubungan 

 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengamanan 
Lalu Lintas 

 

Persentase 
Penyediaan 

Rambu Jalan 

27,30% 27,30%  
Rp  

1.430.000.000 

32,30% Rp  7.700.000.000 37,30% Rp  5.700.000.000 42,30% Rp  4.200.000.000 47,30% Rp  5.700.000.000 47,30% Dinas 
Perhubungan 

Persentase 
penyediaan Area 

Traffic Control 
System (ATCS) 

60% 60% 68% 80% 92% 100% 100% Dinas 
Perhubungan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Keselamatan 
Pengguna 
Jalan 

Rasio Penyediaan 
Jalur Sepeda 

85% 85% Rp600.000.000 85% Rp640.000.000 85% Rp704.000.000 90% Rp912.200.000 90% Rp851.840.000 90% Dinas 
Perhubungan 

Persentase Zebra 
Cross dan pita 

penggaduh untuk 
zona aman 

sekolah 

10,00% 10% 30% 30% 30% 100% 100% Dinas 
Perhubungan 

 Program 
peningkatan 
kelaikan 
pengoperasian 
kendaraan 
bermotor 

Persentase 
Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

55% 55% Rp                    
820,000,000 

60% Rp                    
870.000.000 

65% Rp                    
2.870,000,000 

75% Rp                    
2.075,000,000 

80% Rp                    
1.170,000,000 

80% Dinas 
Perhubungan 

 Program 
Penerangan  
Jalan Umum 

Persentase 
pembangunan 

Penerangan Jalan 
Umum (PJU) 

12239 unit 12239 unit Rp  
32.200.000.000 

12539 unit Rp  44.600.000.000 12839 unit Rp  
36.700.000.000 

13139 unit Rp  
36.700.000.000 

13439 unit Rp  
36.700.000.000 

13439 unit Dinas 
Perhubungan 

Persentase 
Peningkatan 

Kualitas 
Penerangan Jalan 

Umum (PJU) 

10,00% 10% 50% 60% 70% 80% 80,0% 

   Persentase Fungsi 
Penerangan Jalan 

85% 85%  85%  85%  85%  90%  90%  

Persentase 
pembangunan 

Penerangan Jalan 
Umum (PJU) 

12239 unit 12239 unit Rp  
32.200.000.000 

12539 unit Rp  44.600.000.000 12839 unit Rp  
36.700.000.000 

13139 unit Rp  
36.700.000.000 

13439 unit Rp  
36.700.000.000 

13439 unit Dinas 
Perhubungan 

Bidang 
Komunikasi dan 

Informatika 

 Program 
optimalisasi 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

Aplikasi yang 
Terintegrasi 
dengan SIPKD 

0.00 0.00 Rp                       
5.162.050.000 

1.00 Rp                    
5.678.255.000 

1.00 Rp                    
6.246.080.000 

1.00 Rp                    
6.870.687.000 

1.00 Rp                    
7,557,755,000 

1.00 Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

Bidang Koperasi, 
Usaha Kecil dan 

Menengah 

 Program  
Pengembanga
n dan 
Pemberdayaan 
Koperasi 

Persentase 
Jumlah Koperasi 

aktif 

77.6% 78.7% Rp                       
300,000,000 

79.2% Rp                       
300,000,000 

79.8% Rp                       
350,000,000 

80.3% Rp                       
350,000,000 

80.9% Rp                       
350,000,000 

80.9% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Penciptaan 
Iklim Usaha 
Kecil 
Menengah 
yang kondusif 

Persentase kredit 
UMKM terhadap 
seluruh jumlah 
kredit di bank 

36.12% 36.20% Rp                       
194,677,500 

36.30% Rp                       
200,000,000 

36.40% Rp                       
200,000,000 

36.50% Rp                       
200,000,000 

36.60% Rp                       
200,000,000 

36.60% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi 

Jumlah 
Pengurus/pengaw

as/pengelola 
Koperasi 

bersertifikat 

60 60 Rp                       
300,000,000 

60 Rp                       
350,000,000 

60 Rp                       
400,000,000 

60 Rp                       
450,000,000 

60 Rp                       
500,000,000 

300 Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

 Program 
Pengembanga
n Sistem 
Pendukung 
Usaha Bagi 
Usaha Mikro 
Kecil 
Menengah 

Jumlah UMKM 
yang bermitra 

dengan 
perusahaan 

50 UMKM 125 UMKM Rp                       
529,275,000 

135 UMKM Rp                       
575,000,000 

150 UMKM Rp                    
1,100,000,000 

170 UMKM Rp                       
650,000,000 

180 UMKM Rp                    
1,150,000,000 

180 UMKM Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

Bidang 
Penanaman 

Modal 

 Program 
Peningkatan 
Iklim Investasi 
dan Realisasi 
Investasi 

Rencana investasi 
(Triliun) 

36.25 5.25 Rp                       
120,000,000 

5.52 Rp                       
150,000,000 

5.82 Rp                       
250,000,000 

6.15 Rp                       
260,000,000 

6.50 Rp                       
275,000,000 

6.50 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Perizinan Terpadu 

 Program 
Pengawasan, 
Pengendalian 
Investasi dan 
Perizinan 

Jumlah Tingkat 
Kepatuhan 
Perizinan 
Penanaman Modal 

160 124 Rp                      
80,000,000 

130 Rp                       
100,000,000 

135 Rp  

460.000.000                      

140 Rp                       

470.000.000 

 

145 Rp                       

480.000.000 

 

145 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Perizinan Terpadu 

 Program 
Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama 
Investasi 

Persentase 
rencana investor 
PMA terhadap 
PMDN swasta 
nasional 

14% 5% Rp                    
200,000,000 

10% Rp                    
300,000,000 

15% Rp                    
500,000,000 

20% Rp                    
700,000,000 

25% Rp                    
900,000,000 

25% Dinas Penanaman 
Modal dan 

Perizinan Terpadu 

 Program 
Kemudahan 
Pelayanan dan 
Percepatan 
proses 
perizinan 

SKM pelayanan 
perizinan 

87.59 88,5 Rp                    
450,000,000 

88,6 Rp                    
1,924,089,000 

88,7 Rp                    
2,104,498,000 

88,8 Rp                    
2,302,949,000 

88,9 Rp                    
2,521,244,000 

 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Perizinan Terpadu 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Pengembanga
n Sistem 
Informasi 
Penanaman 
Modal dan 
Perizinan 

Persentase 
Pelayanan 
Perizinan yang 
terintegrasi secara 
online 

6% 17% Rp                       
250,000,000kope 

23% Rp                       
700,000,000 

29% Rp                       
900,000,000 

34% Rp                    
1,100,000,000 

40% Rp                    
1,300,000,000 

40% Dinas Penanaman 
Modal dan 

Perizinan Terpadu 

Bidang 
Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 
Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

Peningkatan 
jumlah pemuda 
berprestasi (orang) 

43 45 Rp                       
1.900.000.000 

46 Rp                       
2.100.000.000 

47 Rp                       
2,800,000,000 

48 Rp                       
3,100,000,000 

50 Rp                       
3,400,000,000 

 

50 

Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

 Program 
Pembinaan 
dan 
Pemasyarakat
an Olahraga 

Peningkatan 
prestasi olahraga 
(jumlah medali) 

21 
Provinsi, 

22 
Nasional 

27 
Provinsi, 

28 
Nasional 

Rp                    
1.700.000.000 

30 
Provinsi, 

31 
Nasional 

Rp                    
12.000.000.000 

33Provinsi, 
34 Nasional 

Rp  
10.000.000.000 

36 Provinsi, 
37 Nasional 

Rp                    
10.500.000.000 

40 Provinsi, 
41 Nasional 

Rp                    
10.700.000.000 

40 
Provinsi, 

41 
Nasiona 

Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Olahraga 

Persentase 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana olah 
raga 

91% 91.1% Rp                    
3,200,000,000 

91.1% Rp                    
3,520,000,000 

91.1% Rp                    
3,872,000,000 

91.1% Rp                    
4,259,200,000 

91.1% Rp                    
4,685,120,000 

91.1% Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata, Dinas 
Pekerjaan Umum 

Bidang 
Kebudayaan 

 Program 
Pengelolaan 
Keanekaragam
an Budaya 

Cakupan 
partisipasi even 
bidang seni, 
budaya dan 
keagamaan 

- 6 Rp. 833.695.000 6 Rp. 1.445.000.000 6 Rp. 1.589.500.000 14 Rp. 1.748.450.000 6 Rp. 1.923.295.000 6 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Program 
Pelestarian 
Cagar Budaya 

Cakupan Cagar 
Budaya yang 
dilindungi 

85% 85% Rp         
416,325,000 

89% Rp      
1,014,750,000 

92% Rp      
3,050,000,000 

96% Rp      
4,800,000,000 

100% Rp      
6,371,750,000 

100% Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

Bidang 
Perpustakaan 

 Program 
Pengembanga
n Budaya Baca 
dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Persentase 
peningkatan 
kunjungan 
perpustakaan 

0,53% 5,00% Rp1.005.000.000 5,50% Rp1.035.000.000 8,00% Rp3.278.000.000 9 % Rp2.500.000.000 10 % Rp.2.793.000.000 10 % Dinas 
Perpustakaan dan 

Arsip 

Bidang Kearsipan  Program 
Perbaikan 
Sistem 
Administrasi 
Kearsipan 

Persentase 
perangkat daerah 
yang 
mengimplementasi
kan SIKD 

- 5% 0 20% Rp.250.000.000 35% Rp.950.000.000 50% Rp. 575.000.000 75% Rp. 1.500.000.000 75% Dinas 
Perpustakaan dan 

Arsip 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Penyelamatan 
dan 
Pelestarian 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

Presentase 
perangkat daerah 
yang arsipnya 
telah terdata dan 
tertata 

 15% Rp.450.000.000 20% Rp. 70.000.000 25% Rp. 1.290.000.000 30% Rp925.000.000 35% Rp. 485.000.000 35% Dinas 
Perpustakaan dan 

Arsip 

Bidang Kelautan 
dan Perikanan 

 Peningkatan 
produksi 
Perikanan 

Jumlah 
peningkatan 
produksi perikanan 
(ton) 

5,046.0 152.8 Rp                    
3,616,647,000 

383.4 Rp                    
3,956,147,000 

393.5 Rp                    
4,477,221,000 

425.5 Rp                    
4,928,371,000 

458.2 Rp                    
5,581,145,000 

6,859.40 Dinas Pangan, siks 

 dan Perikanan 

Bidang Pariwisata  Program 
pengembanga
n pemasaran 
pariwisata 

Jumlah kunjungan 
wisatawan 

2,253,943 2,299,022 Rp                    
8,150,000,000 

2,345,002 Rp                    
8,290,000,000 

2,391,902 Rp                    
8,350,000,000 

2,439,740 Rp                    
8,450,000,000 

2,488,535 Rp                    
8,550,000,000 

 Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

 Program 
Pengelolaan 
Keanekaragam
an budaya 

Peningkatan event 
Pariwisata dan 
Budaya 

 14 Event 
(luar 6; 

Dalam 8) 

Rp                  
10,750,000,000 

14 Event 
(luar 4; 

Dalam 10) 

Rp                  
11,825,000,000 

14 Event 
(luar 4; 

Dalam 10) 

Rp                  
13,007,500,000 

14 Event 
(luar 4; 

Dalam 10) 

Rp                  
14,308,250,000 

14 Event 
(luar 4; 

Dalam 10) 

Rp                  
15,739,075,000 

 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

 Program 
pengembanga
n destinasi 
pariwisata 

Jumlah destinasi 
pariwisata yang 
dikembangkan 

28 
destinasi 

30 
destinasi 

Rp                    
4,000,000,000 

32 
destinasi 

Rp                    
4,250,000,000 

34 destinasi Rp                    
4,400,000,000 

36 destinasi Rp                    
4,600,000,000 

38 destinasi Rp                    
4,800,000,000 

 Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

 Program 
pembinaan 
dan 
pengembanga
n obyek wisata 

Meningkatnya 
potensi obyek 
wisata unggulan di 
kota Balikpapan 

5 obyek 
wisata 

7 obyek 
wisata 

Rp                    
2,000,000,000 

8 obyek 
wisata 

Rp                    
2,050,000,000 

9 obyek 
wisata 

Rp                    
2,100,000,000 

10 obyek 
wisata 

Rp                    
2,150,000,000 

11  obyek 
wisata 

Rp                    
2,200,000,000 

 Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

 Program 
pengembanga
n kemitraan 

Jumlah asosiasi 
yang bermitra 

5 asosiasi 6 asosiasi Rp                       
250,000,000 

7 asosiasi Rp                       
300,000,000 

8 asosiasi Rp                       
350,000,000 

9 asosiasi Rp                       
400,000,000 

10 asosiasi Rp                       
450,000,000 

 Dinas Pemuda, 
Olah raga dan 

Pariwisata 

Bidang Pertanian  Program 
Peningkatan 
produksi 
pertanian  

Jumlah 
peningkatan 
produksi tanaman 
pangan dan 
hortikultura (ton) 

93,613 1,017 Rp                    
3,248,860,000 

1,137 Rp                    
6,160,933,600 

1,207 Rp                    
6,310,252,000 

1,300 Rp                    
6,702,260,000 

1,423 Rp                    
7,318,016,000 

99,697 Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

Program 
Peningkatan 
produksi 
perkebunan 

Jumlah 
peningkatan 
produksi tanaman 
perkebunan (ton) 

5,499.91 284.08 Rp                    
3,656,160,000 

290.56 Rp                    
3,859,080,000 

304.64 Rp                    
4,030,800,000 

329.75 Rp                    
4,226,800,000 

325.36 Rp                    
4,310,000,000 

7,033.80 Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Peningkatan 
produksi 
peternakan 

Jumlah 
peningkatan 
produksi ternak 
(ton) 

16,388.21 1,638.82 Rp                    
3,118,802,000 

5,948.92 Rp                    
3,408,808,000 

2,397.60 Rp                    
3,749,689,000 

2,637.35 Rp                 
4,098,672,000 

2,901.09 Rp                    
4,438,375,000 

31,911.99 Dinas Pangan, 
Pertanian dan 

Perikanan 

                 

Bidang 
Perdagangan 

 Program 
peningkatan 
efisiensi 
perdagangan 
dalam negeri 

Cakupan unit 
usaha dagang 

473 100 Rp                
603,000,000 

110 Rp                       
700,000,000 

120 Rp                       
800,000,000 

130 Rp                       
900,000,000 

140 Rp                       
950,000,000 

 Dinas 
Perdagangan 

 Program 
perlindungan 
konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan 

Presentase Pelaku 
Usaha Yang 
Menjual Produk 
Sesuai Standar 

28% 30% Rp                       
100.000.000 

32% Rp                       
750.000.000 

35% Rp                       
2.000.000.000 

37% Rp                    
1.500.000.000 

39% Rp. 1.600.000.000  Dinas 
Perdagangan 

Presentase 
Ukuran Takaran 
Timbangan dan 
Perlengkapannya 
(UTTP) tera/tera 
ulang 

50% 60,56% 66,71% 72,87% 80,06% 80,06%  Dinas 
Perdagangan 

 Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pasar 

Presentase pasar 
berklasifikasi  A 

- 6% Rp                  
1.581.000.000 

11% Rp                                            
20.000.000.000 

13% Rp                  
5.000.000.0000 

17% Rp                                            
40.000.000.000 

22% Rp                                            
5.000.0000.000 

 Dinas 
Perdagangan 

 Program 
Peningkatan 
Kebersihan, 
Keamanan, 
Ketertiban dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 
Pasar 

Nilai  pasar 
terhadap penilaian 
adipura 

70,63 71,5 Rp                    
2,818,600,000 

72 Rp                    
2,896,860,000 

72,5 Rp                    
2,946,860,000 

73 Rp                    
3,046,860,000 

73,5 Rp                    
3,250,000,000 

 Dinas 
Perdagangan 

 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembanga
n Ekspor 

Nilai eksport 
bersih (juta dollar) 

1.513,32 1.970,80 Rp                       
243,000,000 

2.220,75 Rp                       
267,300,000 

2.446,45 Rp                       
294,030,000 

2.646,50 Rp                       
323,433,000 

2.946,60 Rp                       
300,000,000 

 Dinas 
Perdagangan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Bidang 
Perindustrian 

 Program 
penataan 
struktur industri 

Persentase industri 
eksisiting terhadap 
perizinan industri di 
KIK 

19% 24% Rp                  
24,836,492,000 

25% Rp                  
29,990,000,000 

26% Rp                  
36,354,000,000 

27% Rp                  
51,899,600,000 

28% Rp                    
10,384,510,000 

28% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

Persentase 
industri eksisting 
terhadap siteplan 
SIKS 

50% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

Persentase 
industri eksisting 
terhadap siteplan 
SIKT 

0% 5% 10% 12% 15% 20% 20% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

persentase industri 
yang 
menggunakan 
bahan baku lokal 

7% 5% 7% 9% 11% 15% 15% Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

 Program 
Pengembanga
n Industri Kecil 
dan Menengah 

Persentase 
Pertumbuhan IKM 

0,5% 0,5% 
Rp                    

1,307,813,000 
0,6% 

Rp                    
7,002,000,000 

 

0,7% 
Rp                    

5,630,200,000 
0,8% 

Rp                    
5,319,720,000 

0,9% 
Rp                    

5,871,000,000 
0,9% 

Dinas Koperasi, 
UMKM dan 

Perindustrian 

 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
IPTEK Sistem 
Produksi 

Persentase IKM 
menerapkan 

teknologi industri 
15% 17% 

Rp                       
580,000,000 

19% 
Rp                       

1,500,200,000 
21% 

Rp                    
1,484,720,000 

23% 
Rp                       

1,265,692,000 
25% 

Rp                       
985,000,000 

25% 
Dinas Koperasi, 

UMKM dan 
Perindustrian 

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Perencanaan  Program 
Pengembanga
n 
Data/Informasi 

Persentase 
keterisian data 
pembangunan 
dalam SIPD 

60% 65% Rp                    
5,000,000,000 

70% Rp                    
5,100,000,000 

75% Rp                    
5,200,000,000 

80% Rp                    
5,500,000,000 

85% Rp                    
5,500,000,000 

85% Badan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah,  Penelitian 

dan 
Pengembangan 

 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Tingkat kehadiran 
masyarakat dalam 
acara Musrenbang 

75% 75%  75%  75%  75%  75%  75% Badan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah,  Penelitian 

dan 
Pengembangan 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 Program 
Peningkatan 
Pengembanga
n Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

Persentase 
keselarasan  
RKPD dengan 
RPJMD Kota 
Balikpapan  

85% 85% Rp                    
1,100,000,000 

87,5% Rp                    
1,200,000,000 

90% Rp                    
1,300,000,000 

92,5% Rp                    
1,400,000,000 

95% Rp                    
1,540,000,000 

95% Badan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah,  Penelitian 

dan 
Pengembangan 

Persentase 
capaian kinerja 
RKPD 

90% 90% Rp                 
2,000,000,000 

92% Rp                    
2,100,000,000 

94% Rp                    
2,300,000,000 

96% Rp                    
2,500,000,000 

98% Rp                    
2,700,000,000 

98% 

Keuangan  Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Aset/  Barang 
MIlik Daerah 

 

Presentase 
Jumlah Tanah 
Aset Pemerintah 
Yang Bersertifikat 

39,02% 39,37% 
Rp                    

2,000,000,000 
39,72% 

Rp                    
2,500,000,000 

40,07% 
Rp                    

3,000,000,000 
40,42% 

Rp                    
3,400,000,000 

40,77% 
Rp                    

4,100,000,000 
40,77% 

Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Total Pendapatan 
Daerah 

Rp        
1.839.062.

864.446 

Rp 
1.839.062.

864.446 

Rp          
80.000.000 

Rp 
1.848.826.

884.828 

Rp             
95.000.000 

Rp 
1.871.830.0

20.144 

Rp            
110.000.000 

Rp 
1.891.997.5

58.737 

Rp            
130.000.000 

Rp 
1.904.523.1

88.679 

Rp            
160.000.000 

Rp        
1.904.523.

188.679 

Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 Program 
Pengelolaan 
Keuangan 
Perbendahara
an 

Persentase PD 
dengan Realisasi 
Anggaran diatas 
85% 

88,41% 88,89% 
Rp        

680.000.000 
88,89% 

Rp            
850.000.000 

91,67% 
Rp           

1.350.000.000 
91,67% 

Rp           
1.600.000.000 

94,44% 
Rp           

1.900.000.000 
94,44% 

Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembanga
n Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase Proses 
Penyelesaian 
RKA/DPA 

100% 100% 
Rp. 

3.745.000.000 
100% Rp. 4.500.000.000 100% Rp. 4.850.000.000 100% Rp. 5.200.000.000 100% Rp. 5.600.000.000 100% 

Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembanga
n Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Presentase Pajak 
daerahdan 
rertribusi daerah 
terhadap APBD 18,05 % 21,5 % 

Rp. 
2.701.082.000 

22% Rp. 3.590.618.200 22,5% Rp. 4.511.335.250 23% Rp. 5.146.902.500 23,05% Rp. 6.805.647.000 23,05% 
Badan Pengelola 
Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

 Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
internal dan 

Persentase 
Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Temuan Hasil 
pemeriksaan/ 

80 % 80% Rp                             
680.460.000 

82% Rp                          
1,003.483.000 

85% Rp                          
1,914.060.000 

88% Rp                          
2.295.970.000 

90% Rp                          
2.686.375.000 

90% Inspektorat 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pengendalian 
pelaksanaan 
kebijakan 
kepala daerah 

Pengawasan 

Jumlah perangkat 
daerah yang nilai 
evaluasi SAKIP 
"baik" 

6 
Perangkat 

Daerah 

6 
Perangkat 

Daerah 

8 
Perangkat 

Daerah 

10 
Perangkat 

Daerah 

12 
Perangkat 

Daerah 

13 
Perangkat 

Daerah 

13 
Perangkat 

Daerah 

Inspektorat 

Kepegawaian 
serta Pendidikan 

dan Pelatihan 

 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Manajemen 
Karir ASN 

Persentase 
aparatur yang 
memperoleh 
pengembangan 
karir dan 
kompetensi 

95,07% 11% Rp                    
5,780,000,000 

28% Rp                    
9.415.516.000 

54% Rp 18.103.144.000 77% Rp                  
18.744.646.000 

100% Rp                  
20.167.146.000 

100% Badan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

 Program 
peningkatan 
disiplin dan 
kesejahteraan 
ASN  

persentase 
penyelesaian 
penanganan kasus 
pelanggaran 
disiplin pns 

83% 100% Rp 125.916.000 100% Rp 1.168.550.000 100% Rp 1.205.805.000 100% Rp 1.247.866.000 100% Rp 1.295.428.000 100% Badan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

Persentase 
fasilitasi 
pelayananan 
kesejahteraan 
aparatur 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

Penelitian dan 
Pengembangan 

 Program 
Penelitian dan 
Pengembanga
n 

Persentase 
penelitian dan 
pengembangan 
yang 
ditindaklanjuti 

65% 100% Rp                       
500,000,000 

100% Rp                      
550,000,000 

100% Rp                       
605,000,000 

100% Rp                       
665,500,000 

100% Rp                       
732,050,000 

100% Badan 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah,  Penelitian 

dan 
Pengembangan 

Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

  Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Presentase 
Rancangan 
Produk Hukum 
yang dapat 
diselesaikan 
menjadi Produk 
Hukum Daerah 

30% 30% Rp. 
11.600.000.000 

30% Rp. 19.132.670.000 30% Rp.25.162.800.000 30% Rp. 
28.456.595.000 

30% Rp. 
33.619.570.000 

30% Sekretariat DPRD 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Persentase Publik 
Hearing yang 
dilaksanakan 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Sekretariat DPRD 

Presentase 
Ketepatan agenda 
sidang 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat DPRD 

 Program 
Penataan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Presentase 
Program Legislasi 
daerah yang di 
harmonisasi 

100% 100% Rp   798.713.900 100% Rp  2.130.000.000 100% Rp 2.400.000.000 100% Rp 2.600.000.000 100% Rp 2.650.000.000 100% Sekretariat Daerah 

 Program 
Bantuan 
Hukum 

Presentase 
Perkara yang 
Ditangani 

- 100% Rp 539.517.800 100% Rp  1.885,000,000 100% Rp 1.930,000,000 100% Rp 1,980,000,000 100% Rp 2.025,000,000  Sekretariat Daerah 

  
Program 
Peningkatan 
Peran 
Kecamatan 

Tingkat Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Masyarakat 

 70%  75%  80%  82%  85%  85% Kecamatan 

 

Tabel 8.2 

Indikasi Rencana Program Pendukung Disertai Kebutuhan Pendanaan 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pendidikan Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 

Kualitas pelayanan 

Administrasi 

Perangkat Daerah 

80% 98,25% 
Rp      

9,584,784,741 
98,25% 

Rp      

2,663,064,000 
98,30% 

Rp      

7,995,724,540 
98,30% 

Rp      

8,795,296,994 
98,35% 

Rp      

9,674,826,694 

100% Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

layak fungsi 

80% 98,25% Rp      

3,668,122,500 

98,25% Rp      

1,100,178,000 

98,30% Rp      

1,210,195,800 

98,30% Rp      

1,331,215,380 

98,35% Rp      

1,464,336,918 98,35% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur 

80% 98,25% Rp                            
- 

98,25% Rp      
2,000,000,000 

98,30% Rp      
1,492,200,000 

98,30% Rp      
1,357,200,000 

98,35% Rp      
1,357,200,000 

98,35% 

 

Program 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

Presentase 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

0% 0% Rp                            

- 

0% Rp                            

- 

0% Rp                            

- 

0% Rp                            

- 

0% Rp                            

- 

 

 

Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem pelaporan 

capaian kinerja dan 

keuangan 

Presentase 

peningkatan 

pelaporan capaian 

kinerja dan 

keuangan 

100% 100% Rp                            

- 

100% Rp                            

- 

100% Rp           

10,000,000 

100% Rp           

10,000,000 

100% Rp           

10,000,000 100% 

 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Presentase 

Peningkatan 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanaan 

100% 100% Rp                            

- 

100% Rp                            

- 

100% Rp           

25,000,000 

100% Rp           

10,000,000 

100% Rp           

35,000,000 100% 

 

Program 

Pembinaan Tata 

Kelola Bidang 

Pendidikan 

Preentase 

Peningkatan 

Pembinaan Tata 

Kelola Bidang 

Pendidikan 

80% 98,25% Rp         

377,475,000 

98,25% Rp      

1,502,500,000 

98,30% Rp      

1,377,750,000 

98,30% Rp      

1,515,525,000 

98,35% Rp      

1,667,077,500 98,35% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

 

Program Penataan 

Penguasaan, 

Pemeilikan, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan 

Tanah 

Presentase 

Peningkatan 

Penataan 

Penguasaan, 

Pemeilikan, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan 

Tanah 

 100% Rp         

525,000,000 

100% Rp    

20,048,250,000 

100% Rp    

25,000,000,000 

100% Rp    

24,200,000,000 

100% Rp    

29,668,250,000 100% 

 

Program 

Pembinaan dan 

Pemasyarakatan 

Olahraga 

Presentase 

peningkatan 

Pembinaan dan 

Pemasyarakatan 

Olahraga 

80% 81% Rp                            

- 

82% Rp           

15,000,000 

83% Rp           

16,500,000 

84% Rp           

18,150,000 

85% Rp           

19,965,000 85% 

 

Program 

Peningkatan 

Kualitas, Kuantitas 

Tenaga Pendidik 

serta Tenaga 

Kependidikan 

Presentase 

Peningkatan 

Kualitas, Kuantitas 

Tenaga Pendidik 

serta Tenaga 

Kependidikan 

80% 81% Rp         

102,000,000 

82% Rp           

60,000,000 

 Rp           

66,000,000 

 Rp           

72,600,000 

 Rp           

79,860,000  

 

 

Kesehatan Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 

Kualitas 

Pelayanan 

Administrasi 

Perangkat Daerah 

82% 4.00% Rp. 4,457,251,000 4.00% Rp. 

2,505,740,000 

4.00% Rp. 2,668,240,000 3.00% Rp. 2,801,740,000 3.00% Rp. 3,003,240,000 100% 
Dinas Kesehatan 

Program 
Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 

Kelayakan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur 

76% 1% Rp. 1,268,516,000 1% Rp. 

4,050,000,000 

1% Rp. 

11,600,000,000 

1% Rp. 7,650,000,000 1% Rp. 6,200,000,000 81% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 

Kedisiplinan 

Aparatur 

70% - - - - 75% Rp. 750,000,000  - 80% Rp. 750,000,000 80% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Persentase 

Peningkatan 

Kapasitas 

Aparatur Dinas 

Kesehatan 

  - 5% Rp. 150,000,000 8% Rp. 450,000,000 8% Rp. 450,000,000 8% Rp. 450,000,000 29% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
Dokumen 
Perencanaan 
Daerah dan OPD  

 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp 35.000.000  

Program Penataan, 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan 
Tanah 

Persentase 
capaian 
pengadaan lahan 

 5 % Rp. 25.000.000 10% Rp. 50.000.000 58% Rp. 
10.500.000.000 

65% Rp. 100.000.000 90% Rp. 5.000.000.000 3 Lokasi 

 

Kesehatan Program 
Peningkatan 
Kualitas, Kuantitas 
SDM serta sarana 
dan Prasarana 
Kesehatan 

Persentase 
kebutuhan Sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
terpenuhi 

 

89%  90%  91%  92%  93%  93% RSKB Sayang Ibu 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur RSKB 
Sayang Ibu 

 

90% Rp 210,000,000 91% Rp 231,000,000 92% Rp 254,100,000 93% Rp 279,510,000 95% Rp 307,461,000 95% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terpenuhi 

 

100% Rp 1,189,200,000 100% Rp 
1,480,000,000 

100% Rp 2,695,000,000 100% Rp 2,955,000,000 100% Rp 3,268,000,000 100% 

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Jenis Promosi 
Kesehatan RSKB 
Sayang Ibu 
kepada masyarkat 

 

1 jenis - 2 jenis Rp 200.000.000 2 jenis Rp 250.000.000 3 jenis Rp 300.000.000 3 jenis Rp 350.000.000 3 jenis 

Program 
Standarisasi 

Persantase 
layanan kesehatan 

 
75% 0 80% Rp 321.000.000 80% Rp 353.100.000 85% Rp 388.410.000 90% Rp 427.251.000 90% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pelayanan 
Kesehatan 

RSKB Sayang Ibu 
yang sesuai 
dengan standar 

Program Penataan, 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan 
Tanah 

Lokasi Pengadaan 
Lahan untuk 
Relokasi RSKB 
Sayang Ibu  

- - 10.222 m2 Rp 
10.075.000.000 

- - - - - - 10.222 m2 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

Persentase 
Kebutuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur RSKB 
Sayang Ibu 
Balikpapan yang 
terpenuhi 

 

80% Rp 355.000.000 83% Rp 
2.090.000.000 

86% Rp 2.800.000.000 90% Rp 800.000.000 95% Rp 1.000.000.000 95% 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Kepada 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

 

83.1% Rp 9.500.000.000 83.2% Rp 
10.000.000.000 

83.3% Rp 10.500.000.000 83.4% Rp 11.000.000.000 83.6% Rp 11.500.000.000 83.6% 

Program 
Peningkatan 
Keselamatan Ibu 
melahirkan dan 
anak 

Persentase 
Kematian Ibu 
Melahirkan dan 
Kematian Bayi 

 

< 25 / 1000 
pasien 

Rp 2.746.410.000 < 25 / 1000 
pasien 

Rp 
3.021.051.000 

< 25 / 1000 
pasien 

Rp 3.323.156.100 < 25 / 1000 
pasien 

Rp 3.655.471.710 < 25 / 1000 
pasien 

Rp 4.021.018.881 < 25 / 
1000 

pasien 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Presentase 
kesesuaian 
pengelolaan 
keuangan RSKB 
Sayang dengan 
standar PPK 
BLUD 

 

100% Rp 200.000.000 100% Rp 316.000.000 100% Rp 372.600.000 100% Rp 429.860.000 100% Rp 487.846.000 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Rencana Strategis 

 

1 Dokumen - - - - - - - 1 Dokumen 
Rencana 
Strategis 

Rp 75.000.000 1 
Dokumen 
Rencana 
Strategis 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Kesehatan Program 
Peningkatan 
Kualitas, Kuantitas 
SDM serta sarana 
dan Prasarana 
Kesehatan 

Persentase 
kebutuhan Sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
terpenuhi 

 

89% Rp 2,099,230,000 90% Rp 
22,000,000,000 

91% Rp 24,800,000,000 92% Rp 48,482,500,000 93% Rp 74,854,875,000 95% RSUD Balikpapan 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur RSUD 
Balikpapan 

 

100% - 100% Rp 450,000,000 100% Rp 985,000,000 100% Rp 523,500,000 100% Rp 1,065,850,000 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terpenuhi 

 

100% Rp 12.120.000.000 100% Rp 
19.206.400.000 

100% Rp 20.206.400.000 100% Rp 20.022.028.000 100% Rp 21.086.329.960 100% 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Kebutuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur RSUD 
Balikpapan 

 

65% Rp 880.000.0000 70% Rp 
12.058.500.000 

75% Rp 12.766.850.000 80% Rp 14.213.365.000 90% Rp 15.244.740.750 90% 

Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capain Kinerja Dan 
Keuangan 

Persentase 
infrastruktur 
manajemen dan 
organisasi yang 
sesuai dengan 
standar 

 

85% - 85% Rp 50.000.000 85% Rp 50.000.000 85% Rp 50.000.000 90% Rp 50.000.000 90% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Rencana Strategis 

 

1 - - - - - - - 1 Rp 50.000.000 1 
Dokumen 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Kepada 
Masyarakat 

Skor Kepuasan 
Pasien Terhadap 
Pelayanan RS  

80 Rp 41.127.830.000 80 Rp 
59.300.267.122 

80 Rp 67.990.037.035 80 Rp 71.389.538.887 80 Rp 74.959.015.831 80 

 

Bidang Pekerjaan 
Umum dan 

Program 
Pemeliharaan 
Saluran dan 

Persentase 
Panjang Saluran 
Drainase yang 

90,00% 90,00% 
 Rp       

13.000.000.000  
90,00% 

 Rp       

17.887.500.000  
90,00% 

 Rp  

19.676.250.000  
90,00% 

 Rp           

21.643.875.000  
90,00% 

 Rp       

23.808.262.500  
90,00% Dinas Pekerjaan Umum 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Penataan Ruang Drainase Terpelihara 
 

Program 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 

Jaringan Irigasi, 
Rawa dan 
Jaringan 

Pengairan Lainnya 

50,00% 60,00% 
 Rp          

3.447.500.000  
75,00% 

 Rp         

3.619.875.000  
80,00% 

 Rp     

3.822.975.000  
85,00% 

 Rp              

4.057.000.000  
90,00% 

 Rp         

4.242.500.000  
90,00% 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Umum 

Persentase 
Penyediaan 
Sarana dan 

Prasarana Umum 

75% 75% 
 Rp       

15.000.000.000  
76% 

 Rp       

15.750.000.000  
77% 

 Rp     

16.537.500.000  
78% 

 Rp           

17.364.375.000  
80% 

 Rp       

18.232.593.000 
80% 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Olahraga 

Persentase 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Olahraga 

91.07% 91.07% 
 Rp       

18.620.560.000  
91.07% 

 Rp       

25.361.962.000  
91.07% 

 Rp     

31.277.790.000 
91.07% 

 Rp           

25.731.180.000 
91.07% 

 Rp       

28.304.300.000 
91.07% 

Program 
Peningkatan Jalan 
Lingkungan 

Persentase Jalan 
Lingkungan 
Kondisi Baik 

45% 50% 
 Rp       

15.000.000.000  
55% 

 Rp       

41.230.000.000  
60% 

 Rp     

43.030.000.000  
65% 

 Rp           

43.030.000.000  
70% 

 Rp       

43.030.000.000  
70% 

Program 
Peningkatan 
Drainase 
Lingkungan 

Persentase 
Drainase 

Lingkungan 
Kondisi Baik 

45% 50% 
 Rp       

10.000.000.000  
55% 

 Rp       

16.850.000.000  
60% 

 Rp     

19.450.000.000  
65% 

 Rp           

20.550.000.000  
70% 

 Rp       

21.700.000.000  
70% 

Program 
Pembinaan Jasa 
Konstruksi 

Persentase 
Tenaga Kerja 
Bersertfikat 

75% 75% 
Rp             

200.000.000 
80% 

Rp             

210.000.000 
85% 

Rp           

220.000.000 
90% 

Rp                 

225.000.000 
95% 

Rp             

250.000.000 
95% 

Program Sistem 
Data Informasi 
Pekerjaan Umum 

Meningkatnya 
Ketersediaan 

Infromasi 
Pekerjaan Umum 

50% 60% 
 Rp             

250.000.000  
70% 

 Rp             

262.500.000  
80% 

 Rp           

273.290.000  
90% 

 Rp                 

290.000.000  
100% 

 Rp             

303.900.000  
100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya 
Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% 
 Rp          

2.190.000.000  
100% 

 Rp         

2.319.500.000  
100% 

 Rp       

2.434.475.000  
100% 

 Rp              

2.562.075.000  
100% 

 Rp         

2.778.000.000  
100% 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

100% 100% 
 Rp          

1.715.000.000  
100% 

 Rp         

6.766.450.000  
100% 

 Rp       

7.316.990.000  
100% 

 Rp              

7.885.000.000  
100% 

 Rp         

8.480.000.000  
100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 
Disiplin Pegawai 

100% 100% 
 Rp               

50.000.000  
100% 

 Rp               

52.500.000  
100% 

 Rp             

55.000.000  
100% 

 Rp                   

60.000.000 
100% 

 Rp               

65.000.000 
100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

100% 100% 
 Rp             

150.000.000  
100% 

 Rp             

157.500.000  
100% 

 Rp           

165.000.000  
100% 

 Rp                 

170.000.000 
100% 

 Rp             

175.000.000 
100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

100% 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 80.000.000 100% 
 

Program Penataan, 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan 
Tanah 

Persentase IMTN 
yang diterbitkan 
dibanding yang 

diusulkan 
masyarakat 

70% 70% 
 Rp          

1.000.000.000  
70% 

 Rp          

1.000.000.000  
70% 

Rp          

1.100.000.000 
70% 

Rp          

1.200.000.000 
70% 

Rp          

1.200.000.000 
70% 

Dinas Pertanahan dan 
Penataan Ruang 

Program 
Pengadaan Lahan 
Pembangunan 
Penyediaan dan 
Pengolahan Air 
Baku 

Persentase Lahan 
yang diadakan 

terhadap 
kebutuhan lahan 
pembangunan 

penyediaan dan 
pengolahan air 

baku 

30,32% 35% 
 Rp          

42.000.000.000 
40,39% 

 Rp         

47.000.000.000 
43,80% 

 Rp       

55.000.000.000 
47,45% 

 Rp              

70.000.000.000 
51,25% 

 Rp         

85.000.000.000 
51,25% 

Program 
Pengadaan Lahan 
Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Lahan 
yang diadakan 

terhadap 
kebutuhan lahan 
pembangunan 

jalan dan jembatan 

80% 80% 
 Rp          

3.500.000.000 
80% 

 Rp         

10.100.000.000 
80% 

 Rp       

15.500.000.000 
80% 

 Rp              

17.000.000.000 
80% 

Rp              

17.000.000.000 
80% 

Program 
Pengadaan Lahan 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Umum 

Persentase Lahan 
yang diadakan 

terhadap 
kebutuhan lahan 
pembangunan 

sarana dan 
prasarana umum 

80% 80% 
 Rp          

19.967.000.000 
80% 

 Rp         

17.000.000.000 
80% 

 Rp       

29.478.000.000 
80% 

 Rp              

36.478.000.000 
80% 

Rp              

43.478.000.000 
80% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 

Kualitas 

Pelayanan 

Administrasi 

Perangkat Daerah 

70% 71% 
 Rp          

1.094.312.000  
72% 

 Rp         

1.334.500.000  
73% 

 Rp       

1.347.175.000  
74% 

 Rp              

1.362.000.000 
75% 

 Rp         

1.407.000.000  
100% 

Program 
Peningkatan 

Persentase 

Sarana dan 
85% 86%  Rp          87%  Rp         88%  Rp       89%  Rp              90%  Rp         100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Prasarana 

Aparatur Yang 

Layak Fungsi 

400.000.000  570.000.000 6.675.000.000 21.300.000.000  1.960.000.000  

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 

Tingkat Disiplin 

Aparatur Dinas 

88% - - 90% 
 Rp               

27.500.000 
95% 

Rp               

27.500.000 
98% 

Rp               

27.500.000 
100% 

Rp               

27.500.000 
100% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 

Ketersediaan 

Aparatur yang 

Memiliki 

Kompetensi dan 

Keahlian Sesuai 

Kebutuhan 

Perangkat Daerah 

75% - - 76% 
 Rp             

260.000.000  
78% 

Rp             

260.000.000 
79% 

Rp             

260.000.000 
80% 

Rp             

260.000.000 
80% 

 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

0% 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 50.000.000 100%  

 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Tahunan  

Perangkat Daerah 

0% 55% Rp 35.000.000 60% Rp 35.000.000 65% Rp 35.000.000 70% Rp 35.000.000 75% Rp 35.000.000 75%  

 

Bidang Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

Program 
Pengelolaan 
Rumah Susun 

Prosentase 
Rumah Susun 
yang Terkelola 
dan Terpelihara 

100% 100% Rp         
1.207.436.000 

100% Rp        
5.000.000.000 

100% Rp                          
5.000.000.000 

100% Rp                 
6.000.000.000 

100% Rp            
6.000.000.000 

100% 
Dinas Perumahan dan 

Permukiman 

Program 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Taman yang 
Terkelola dan 
Terpelihara 

100% 100% Rp        
12.000.000.000 

100% Rp       
21.128.000.000 

100% Rp                        
22.891.000.000 

100% Rp               
24.830.000.000 

100% Rp          
26.963.000.000 

100% 

Program 
Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Areal 
Permakaman yang 

Terkelola dan 
Terpelihara 

100% 100% Rp         
4.000.000.000 

100% Rp        
5.000.000.000 

100% Rp                          
5.450.000.000 

100% Rp                 
5.945.000.000 

100% Rp            
6.489.500.000 

100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 

Persentase 
kualitas pelayanan 

80% 80% Rp            
995.500.000 

80% Rp        
1.214.000.000 

85% Rp                          
1.274.000.000 

85% Rp                 
1.338.000.000 

85% Rp            
1.405.000.000 

85% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Perkantoran administrasi 
perangkat daerah 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

 

Persentase sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
layak fungsi 

80% 80% Rp         
3.088.000.000 

80% Rp        
4.030.000.000 

85% Rp                          
4.212.000.000 

85% Rp                 
4.372.600.000 

85% Rp            
4.571.000.000 

85% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 
Disiplin Pegawai 

80% 80% Rp              
50.000.000 

80% Rp             
65.000.000 

80% Rp                              
65.000.000 

85% Rp                     
70.000.000 

85% Rp                
70.000.000 

85% 

Program 
Penyerbarluasan 
Informasi Daerah 

Terpublikasi dan 
dokumentasinya 
kegiatan Bidang 
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

80% 80% Rp                             
- 

80% Rp             
50.000.000 

80% Rp             
52.500.000 

85% Rp             
55.000.000 

85% Rp             
60.000.000 

85% 

 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

90% 90% Rp                             
- 

95% Rp             
150.000.000 

95% Rp                              
155.000.000 

95% Rp                     
165.000.000 

95% Rp                
175.000.000 

95% 

 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

100% 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 50.000.000 100% 

 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Tahunan  

Perangkat Daerah 

0% 55% Rp 35.000.000 60% Rp 35.000.000 65% Rp 35.000.000 70% Rp 35.000.000 75% Rp 35.000.000 75% 

 

 

Bidang 
Ketentraman dan  
Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 
Masyarakat 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kualitas pelayanan 
Administrasi 
perangkat daerah 

100% 100% Rp. 4.915.371.000 100% Rp. 

1.081.228.000 

100% Rp. 2.325.000.000 100% Rp. 2.980.000.000 100% Rp. 3.635.000.000 100% Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

Persentase 
kelayakan Sarana 
dan prasarana 

 100% Rp. 374.000.000 100% Rp. 387.144.000 100% Rp. 2.160.000.000 100% Rp. 2.600.000.000 100% Rp. 3.160.000.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Prasarana Aparatur aparatur  

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur Satuan 
Polisi Pamong 
Praja 

 80% Rp. 352.170.000 82% Rp. 192.175.000 84% Rp. 800.000.000 86% Rp. 880.000.000 88% Rp. 960.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
kapasitas aparatur 
Satpol PP 

 80% Rp. 12.000.000 82% Rp. 10.780.000 84% Rp.300.000.000 86% Rp.400.000.000 88% Rp 500.000.000 88% 

Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

Persentase data 
yang tersedia 

 80% Rp. 0 82% - 84% Rp. 27.500.000 86% Rp. 30.000.000 88% Rp. 32.500.000 88% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah dan OPD 

 100% Rp. 15.000.000 100% Rp.15.000.000 100% Rp.15.000.000 100% Rp.15.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
capaian kinerja 
dan keuangan 
Satpol PP 

 80% Rp. 20.000.000 82% Rp. 20.000.000 84% Rp. 20.000.000 86% Rp. 20.000.000 88% Rp. 20.000.000 88% 

Program 
peningkatan 
pemberantasan 
penyakit 
masyarakat (pekat) 

Persentase 
penyakit 
masyarakat yang 
ditangani 

 60% Rp. 0 62% Rp. 0 64% Rp. 300.000.000 66% Rp. 400.000.000 68% Rp. 500.000.000 68% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kualitas pelayanan 

Administrasi 
Perangkat Daerah  

 100% 5.436.865.000 100% 5.984.552.000 100% 6.608.007.000 100% 7.266.307.000 100% 7.990.438.000 100% Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Kelayakan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

 100% 1.835.015.000 100% 26.615.211.000 100% 31.576.732.000 100% 13.134.406.000 100% 13.747.846.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 
Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 100% 148.799.000 100% 850.000.000 100% 1.943.250.000 100% 2.045.250.000 100% 2.530.250.000 100% 

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Persentase 
Kesadaran 

Aparatur Terhadap 
Kesegaran 

Jasmani dan 
Rohani 

 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 266.200.000 

 

100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 
Disiplin Aparatur 

 100% - 100% 345.000.000 100% 379.500.000 100% 417.450.000 100% 450.000.000 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 

Dokumen 
Perencanaan 

Pembangunan 
OPD dan Daerah 

 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 35.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
capaian kinerja 

OPD 

 60% 20.000.000 70% 20.000.000 75% 20.000.000 80% 20.000.000 85% 20.000.000 85% 

Program 
Pencegahan Dini 
dan 
Penanggulangan 
Korban Bencana 
Alam 

Terlaksananya 
Percegahan Dini 

dan 
Penanggulangan 
Korban Bencana 

Alam 

 70% 212.000.000 70% 233.200.000 75% 706.520.000 75% 282.172.000 90% 760.389.000 90% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 

Administrasi 
Perkantoran yang 

terpenuhi 

 100% Rp 552.780.000 100% Rp 433.848.000 100% Rp 763.804.000 100% Rp 808.341.500 100% Rp 822.175.000 100% Kesbangpol 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
kebutuhan Sarana 

dan prasarana 
aparatur yang 

terpenuhi 

 100% Rp 73.700.000 100% Rp 60.000.000 100% Rp 328.500.000 100% Rp 228.500.000 100% Rp 228.500.000 100% 

Program Persentase  - - - - 100% Rp 7.500.000 - - - -  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Kedisiplinan 
Aparatur Kantor 

Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit 
Masyarakat 
(PEKAT) 

Terciptanya 
pemahaman akan 
bahaya dampak 

negatif dari 
minuman keras 

dan narkoba 

 3.3 - 3.2 - 3.1 Rp 65.000.000 3 Rp 85.000.000 2.9 Rp 85.000.000  

Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Terjalinnya 
silaturahmi dan 

koordinasi antara 
Pemkot dengan 

Organisasi 
kemasyarakatan 

 100% Rp 103.340.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 175.000.000 100% Rp 175.000.000  

Pengembangan 
ketahanan politik, 
ekonomi, sosial dan 
budaya 

Terdeteksinya 
permasalahan 
kota terhadap 

ketahanan politik, 
ekonomi, sosial 

dan budaya 

 - - - - 2 bidang Rp 380.000.000 2 bidang Rp 380.000.000 2 bidang Rp 380.000.000  

Kemitraan 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Terlaksananya 
sosialisasi tentang 

pembauran 
generasi muda, 

sosialisasi 
kesadaran 

masyarakat akan 
nilai luhur budaya 

dan dialog 
interaktif cinta 

tanah air dan bela 
negara 

 100% Rp 53.820.000 100% Rp 66.070.000 100% Rp 776.615.000 100% Rp 500.000.000 100% Rp 600.000.000  

Pendidikan Politik 
Masyarakat 

Terlaksananya 
sosialisasi 
peraturan 

perundangan, 
penunjang Tim 

Desk Pemilu dan 
penyaluran 

bantuan keuangan 
parpol serta PAW 

anggota DPRD 

 100% Rp 44.765.000 100% Rp 

1.530.395.000 

100% Rp 2.675.000.000 100% Rp 185.000.000 100% Rp 2.685.000.000  



400 

 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Pengelolaan Hibah 
dan Bansos 

Terselenggaranya  
verifikasi usulan 

hibah dan bansos 
bidang 

Kesbangpol dan 
Ormas 

 - - - - 100% Rp 45.000.000 100% Rp 45.000.000 100% Rp 45.000.000  

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 

Daya 
Aparatur/ASNPerka

ntoran 

Terlatih dan 
terdidiknya 

aparatur PNS 
dengan keahlian 
sesuai bidangnya 
dan menambah 
wawasan umum 

 

 - - - - 100% Rp 110.000.000 100% Rp 110.000.000 100% Rp 110.000.000  

 

Bidang Sosial 
Program 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Meningkatnya 
perlindungan dan 
jaminan sosial 
bagi PMKS 

67% 66% Rp 518.956.900 66% Rp 415.165.520 66% Rp 456.682.072 66% Rp 502.350.279 66% Rp 552.585.307 66% Dinas Sosial 

Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
tertib administrasi 

100% 100% Rp 1.030.462.500 100% Rp 824.370.000 100% Rp 906.807.000 100% Rp 997.487.700 100% Rp 1.097.236.470 100% 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatnya 
kinerja aparatur 

100% 100% Rp 584.510.600 100% Rp 492.608.480 100% Rp 541.869.328 100% Rp 596.056.261 100% Rp 655.661.887 100% 

Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

100% 100% - 100% Rp 50.000.000 100% Rp 55.000.000 100% Rp 60.500.000 100% Rp 66.550.000 100% 

Pengembangan 
Data dan Informasi 

Meningkatnya 
Kualitas Data dan 
Informasi Sosial 

100% 100% - 100% Rp 35.000.000 100% Rp 38.500.000 100% Rp 42.350.000 100% Rp 46.585.000 100% 

 

Bidang Tenaga 
Kerja 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terpenuhi 

100% 

100% Rp 875,429,000 100% Rp 926,701,650 100% Rp 973,036,733 100% Rp 1,021,688,569 100% Rp 1,072,772,998 100% Dinas Ketenagakerjaan 

Program Persentase 100% 100% Rp 212,825,000 100% Rp 223,467.000 100% Rp 234,642.000 100% Rp 246,374.000 100% Rp 258,693.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

kebutuhan Sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
terpenuhi 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur Dinas 
Tenaga Kerja 

73% 75% Rp. 30.000.000 75% Rp. 33.000.000 75% Rp 36,000,000 80% Rp. 39.600.000 80% Rp 43.560.000 80% 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
kualitas aparatur 
Dinas 
Ketenagakerjaan 

70% 0% - 0% - 80% Rp 180.000.000 100% Rp 210.000.000.00 100% Rp 240.000.000.00 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
OPD dan Daerah 

100% 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
capaian kinerja 
OPD 

100% 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% Rp.10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% 

Pengembangan 
Data dan Informasi 

Tersedianya Data 
dan Informasi 
Ketenagakerjaan 

100% 100% Rp 79.135.000 100% Rp 133.092.000 100% Rp 139.747.000 100% Rp 146.739.000 100% Rp 154.072.000 100% 

 

Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

perlindungan Anak 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 
kualitas pelayanan 
Administrasi 
perangkat daerah 

100% 100% Rp. 2,785,558,440 

 

100% Rp. 

1,053,086,000 

100% Rp. 1,152,884,500 

 

100% 
Rp. 1,171,766,300 

 

100% Rp. 1,171,766,300 

 

100% Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Persentase 
kelayakan Sarana 
dan prasarana 
aparatur  

100% 100% Rp. 138,233,100 

 

100% Rp. 169,700,000 

 

100% Rp. 504,520,000 

 

100% Rp. 504,520,000 

 

100% Rp. 504,520,000 

 

100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Persentase 

peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

100% - - - - 100% Rp. 127,315,000 

 

100% Rp. 127,315,000 

 

100% Rp. 127,315,000 

 

100% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 

Peningkatan 

disiplin  Aparatur  

100% - - - - 100% Rp. 31,496,000 100% Rp. 49,941,000 100% Rp. 49,941,000 100% 

 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

capaian Kinerja 

Perangkat Daerah 

  Rp. 20.000.000  Rp. 20.000.000  Rp. 20.000.000  Rp. 20.000.000  Rp. 20.000.000  

 

 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
OPD dan Daerah 

100% 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% 

 

 

Bidang Pangan Program 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Persentase 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan 

Pangan 

Masyarakat 

85% 85% Rp   1.460.000.000 85% 
Rp      

1.735.000.000 
86% 

Rp    

1.560.000.000 
87% Rp   1.540.000.000 88% Rp   1.640.000.000 88% 

Dinas Pangan, Pertanian 
dan Perikanan 

Program 

Pemberdayaan 

Penyuluhan 

Pertanian 

Terselenggaranya 

Kegiatan Penyuluh 

Pertanian 

2 BPP 2 BPP Rp   1.549.441.000 2 BPP 
Rp          

750.000.000 
2 BPP 

Rp    

1.600.000.000 
2 BPP 

Rp   

1.949.441.0000 
2 BPP Rp      900.000.000 2 BPP 

Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Petani, Peternak, 

Nelayan 

Peningkatan Kelas 

Kelompok Tani, 

Peternak,Pembudi

daya dan 

Pengolah 

50% 55% Rp      750.000.000 60% 
Rp      

1.200.000.000 
65% 

Rp        

953.371.000 
70% Rp   1.253.371.000 75% Rp  1.391.145.000 75% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pembudidaya dan 

Pengolah 

Program 

Pengembangan 

Kemitraan Usaha 

Meningkatnya 

Kemitraan Usaha 

5 Mitra 

Usaha 

2 Mitra 

Usaha 
Rp         15.000.000 

2 Mitra 

Usaha 

Rp            

15.000.000 

2 Mitra 

Usaha 

Rp          

15.000.000 

2 Mitra 

Usaha 

Rp         

15.000.000 

2 Mitra 

Usaha 
Rp        15.000.000 

15 Mitra 

Usaha 

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Hewan/Ternak 

Meningkatnya 

Kesehatan 

Hewan/Ternak dan 

Kesejateraan 

Ternak 

75% 78% Rp      758.000.000 80% 
Rp          

758.000.000 
83% 

Rp        

950.000.000 
85% Rp   1.000.000.000 88% Rp  1.080.000.000 88% 

Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi 

Peternakan 

Meningkatnya  

Pemasaran Hasil 

Produksi 

Peternakan 

75% 78% Rp   3.160.802 80% Rp      2.100.000 83% 
Rp    

2.296.600.000 
85% 

Rp     

22.598.485.000 
88% Rp  2.812.600.000 88% 

Program 

Pengembangan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

(SDM) Masyarakat 

Perikanan 

Meningkatnya 

Kualitas SDM  

Masyarakat 

Perikanan 

4 kali 4 kali Rp  100.000.000 4 kali 
Rp     

150.000.000 
4 kali Rp   250.000.000 4 kali Rp      300.000.000 4 kali Rp  350.000.000 4 kali 

Program 

Pengembangan 

Pencatatan 

Kegiatan Usaha 

Perikanan 

Meningkatnya 

Penerbitan Bukti 

Kegiatan 

Perikanan (BKP) 

315 BKP 210 BKP Rp      100.000.000 210 BKP 
Rp          

125.000.000 
210 BKP 

Rp        

150.000.000 
210 BKP 

Rp           

200.000.000 
210 BKP Rp      250.000.000 210 BKP 

Program 

Pembangunan/Peni

ngkatan/Pengemba

ngan dan 

Rehabilitasi Sarana 

Prasarana 

Perikanan 

Adanya Sarana 

dan Prasarana 

Perikanan (Unit) 

1 Unit - Rp   1.354.504.000 - 
Rp                         

- 
1 Unit 

Rp                       

5.000.000.000 
- Rp                         - - Rp            - 1 unit 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program : 

Pengembangan 

Perikanan Tangkap 

Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Perikanan 

Tangkap 

2650.3 Ton 55 Ton Rp      735.150.000 228 Ton 
Rp      

1.825.000.000 
184 Ton 

Rp    

1.685.000.000 
199 Ton 

Rp        

1.450.000.0000 
223 Ton Rp  1.620.000.000 

3539.3 

Ton 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Terwujudnya 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

1 paket 1 paket Rp   3.953.410.000 1 paket 
Rp      

3.953.410.000 
1 paket 

Rp    

3.953.410.000 
1 paket 

Rp        

3.953.410.000 
1 paket Rp  3.953.410.000 1 paket 

Program 

Peningkatan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

Meningkatnya 

Sarana Prasarana 

Aparatur 

1 paket 1 paket Rp   1.110.002.000 1 paket 
Rp      

1.110.002.000 
1 paket 

Rp    

1.110.002.000 
1 paket 

Rp        

1.110.002.000 
1 paket Rp  1.110.002.000 1 paket 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 

Disiplin Aparatur 
1 paket 1 paket Rp      100.000.000 

1 paket Rp          

100.000.000 

1 paket Rp        

100.000.000 

1 paket Rp           

100.000.000 

1 paket 
Rp      100.000.000 

1 paket 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Meningkatnya  

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

1 paket 1 paket Rp      550.000.000 
1 paket Rp          

625.000.000 

1 paket Rp        

625.000.000 

1 paket Rp           

625.000.000 

1 paket 
Rp  4.578.410.000. 

1 paket 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanaan OPD 

& Daerah 

100% 100% Rp                    - 100% Rp                    - 100% Rp                    - 100% Rp                    - 100% 
Rp                    

50.000.000 
100% 

 

Bidang Lingkungan 
Hidup 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kualitas pelayanan 

administrasi 

perangkat daerah 

82% 82% 
Rp              

2.526.818.500 
83% 

Rp              

3.216.225.000 
84% 

Rp              

3.537.847.000 
85% 

Rp              

3.891.632.000 
86% 

Rp              

4.280.795.000 
86% 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program 

Peningkatan 

Persentase sarana 

dan prasarana 
70% 72% 

Rp              

9.169.050.000 
74% 

Rp              

12.230.955.000 
76% 

Rp              

1,775,000.000 
78% 

Rp              

2,452,500,000 
80% 

Rp              

2,647,750,000 
80% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

aparatur yang 

layak fungsi 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 

Disiplin Aparatur 

Dinas 

100% - - - - 100% Rp    100. 000.000 100% Rp   100. 000.000 100% Rp  100. 000.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Meningkatnya 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

100% - - - - 100% Rp  761.798.000 100% Rp 867. 977.000 100% Rp 974.775.000 100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

100% 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp 35.000.000 100%  

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Tahunan  

Perangkat Daerah 

0% 55% Rp 10.000.000 60% Rp 10.000.000 65% Rp 10.000.000 70% Rp 10.000.000 75% Rp 10.000.000 75%  

 

Bidang 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 

100% Rp 2.742.900.000 100% Rp 

2.125.526.000 

100% Rp 2.318.079.000 100% Rp 2.528.889.000 100% Rp 2.759.778.000  Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

 

100% Rp 249.700.000 100% Rp 

1.737.070.000 

100% Rp 1.910.777.000 100% Rp 2.101.856.000 100% Rp 2.312.041.000  

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatkan 
Disiplin Aparatur  

100% Rp 83.800.000 100% Rp. 85.000.000 100% Rp 92.180.000 100% Rp. 95.000.000 100% Rp 101.398.000  

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
Dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

 

100% Rp. 35.000.000 100% Rp.35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000 100% Rp. 35.000.000  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

OPD dan Daerah 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
Capaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

 

73% Rp. 10.000.000 78% Rp. 10.000.000 82% Rp. 10.000.000 87% Rp. 10.000.000 90% Rp. 10.000.000  

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

100% Rp. 350.000.000 80% Rp 370.000.000 90% Rp 407.000.000 92% Rp 447.700.000 95% Rp 492.470.000  

 

Bidang 
Perhubungan 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran. 

Persentase 
kualitas pelayanan 

administrasi 
Perangkat Daerah 

85% 85% Rp    3.649.648.000 85% 
Rp      

3.717.000.000 
90% 

Rp      
4.220.000.000 

90% 
Rp    

4.670.000.000 
90% 

Rp    
5.188.000.000 

90% 
Dinas Perhubungan 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur. 

Persentase sarana 
dan prasarana 
Aparatur yang 
layak fungsi 

85% 85% Rp       475.000.000 85% 
Rp      

1.601.250.000 
90% 

Rp      
1.780.000.000 

90% 
Rp    

1.690.000.000 
90% 

Rp    
1.695.000.000 

90% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur. 

Persentase 
kedisiplinan 

Aparatur 
85% - Rp                         - 85% 

Rp         
565.000.000 

85% 
Rp         

580.000.000 
90% 

Rp       
600.000.000 

- Rp - 90% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur. 

Persentase 
Sumber Daya 

Aparatur 
Perhubungan yang 

berkualitas 

80% - Rp                         - 85% 
Rp         

243.000.000 
85% 

Rp         
255.000.000 

90% 
Rp       

280.000.000 
90% 

Rp       
300.000.000 

90% 

Program 
Pegawasan dan 
Pengendalian 
Angkutan Jalan. 

Persentase 
kenyamanan dan 
keamanan berlalu 
lintas pengguna 
jasa angkutan 

85% 85% Rp    265.600.000 85% 
Rp    

760.000.000 
85% 

Rp       
760.000.000 

90% Rp    760.000.000 90% Rp    770.000.000 90% 

Program 
Pengelolaan Parkir. 

Persentase 
pengelolaan parkir 
di Kota Balikpapan 

85% 85% Rp    1.317.444.000 90% 
Rp      

3.500.000.000 
90% 

Rp      
2.000.000.000 

95% 
Rp    

2.000.000.000 
95% 

Rp    
2.200.000.000 

95% 

Program 
Pengembangan 
Data, Informasi  
Perhubungan/ 

Persentase 
ketersediaan Data, 

Informasi 
Perhubungan/ 

80% 80% 
Rp                         

70.000.000 
85% 

Rp      
770.000.000 

90% 
Rp      

2.350.000.000 
90% Rp    900.000.000 90% Rp    770.000.000 90% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Transportasi dan 
Manajeman 
Rekayasa Lalu 
Lintas. 

Transportasi dan 
Manajeman 

Rekayasa Lalu 
Lintas 

Program Pelayanan 
Angkutan Perairan 

Persentase 
angkutan perairan 

yang terlayani 
75% 75% Rp       200.000.000 75% 

Rp         
775.000.000 

80% 
Rp         

505.000.000 
80% 

Rp       
470.000.000 

80% 
Rp       

475.000.000 
80% 

Program 
Pengawasan dan 
Pengendalian Lalu 
Lintas 

Persentase 
Kondisi Lalu Lintas 

Tertib dan 
Nyaman 

85% 85% Rp 65.800.000 85% Rp 400.000.000 85% Rp 500.000.000 90% Rp 500.000.000 90% Rp 500.000.000 90% 

Program 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Persentase 
prasarana dan 
fasilitas LLAJ 

dalam kondisi baik 

75% 75% Rp 501.240.000 80% 
Rp 

6.410.000.000 
85% Rp 3.000.000.000 90% Rp 3.000.000.000 95% Rp 3.000.000.000 95% 

 

Program 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perhubungan 

Persentase 
sarana dan 
prasarana 

Perhubungan 
yang terpelihara 

85% 85% Rp 227.000.000 85% Rp 600.000.000 85% Rp 600.000.000 90% Rp 800.000.000 90% Rp 1.000.000.000 90%  

 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

100% 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 50.000.000 100% Rp 80.000.000 100%  

 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Tahunan  

Perangkat Daerah 

0% 55% Rp 35.000.000 60% Rp 35.000.000 65% Rp 35.000.000 70% Rp 35.000.000 75% Rp 35.000.000 75%  

 

Bidang Komunikasi 
dan Informatika 

Program Kerjasama  
Informasi dan 
Massa 

Persentase 
Publikasi dan 
Dokumentasi 

Kegiatan 
Pemerintah 

90% 90% Rp  1.300.000.000 90% 
Rp  

1.430.000.000 
90% Rp  1.573.000.000 95% Rp  1.730.300.000 95% Rp  1.903.330.000 95% 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Program Pelayanan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Presentase 
Tanggapan atas 

Pengaduan 

80% 80% 
Rp                       

490.000.000 
80% 

Rp  
6.990.000.000 

80% Rp  1.540.000.000 85% Rp  1.590.000.000 90% Rp  1.640.000.000 90% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Masyarakat 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

Presentase 
Layanan Informasi 

dan Komunikasi  
75% 80% Rp       45.000.000 85% 

Rp     
119.500.000 

90% Rp     231.450.000 95% Rp     254.595.000 100% Rp     280.054.000 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tersedianya 
Administrasi 
Perkantoran 

75% 75% Rp  1.578.288.000 80% 
Rp  

1.736.116.000 
80% Rp  1.909.727.000 85% Rp  2.100.698.000 85% Rp  2.310.766.000 85% 

Program 
peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
aparatur 

Meningkatnya 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

75% 75% Rp     114.452.000 75% 
Rp     

355.000.000 
80% Rp     390.500.000 80% Rp     429.550.000 85% Rp     472.505.000 85% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnya 
Disiplin Pegawai 

75% - Rp                       - 75% 
Rp       

22.500.000 
75% Rp       24.000.000 80% Rp       25.500.000 80% Rp       27.000.000 80% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
- - Rp                       - 75% 

Rp     
450.000.000 

75% Rp     450.000.000 75% Rp     450.000.000 75% Rp     450.000.000 75% 

 

Program 
pengembangan 
data/informasi/statis
tik daerah 

Persentase 
publikasi datadan 
statistik daerah 

100% 100% Rp 215.000.000 100% Rp 215.000.000 100% Rp 236.500.000 100% Rp 260.150.000 100% Rp 286.165.000 100% 

 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanan OPD 

dan Daerah 

100% 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 35.000.000 100% Rp 50.000.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Tahunan  

Perangkat Daerah 

0% 55% Rp 35.000.000 60% Rp 35.000.000 65% Rp 35.000.000 70% Rp 35.000.000 75% Rp 35.000.000 75% 

 

Bidang Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

100% 100% Rp  1.506.868.750 100% Rp  

2.035.762.000 

100% Rp  2.239.362.250 100% Rp  2.465.285.100 100% Rp  2.714.097.000 100% Dinas Koperasi, UMKM 

dan Perindustrian 



409 

 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Menengah Perangkat Daerah 

Program 

Peningkatan 

Sarana Dan 

Prasarana Aparatur 

Persentase 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur Untuk 

Pelayanan Publik 

100% 100% Rp    205.000.000 100% 
Rp     

915.387.300 
100% Rp  1.406.925.800 100% Rp  1.116.607.700 100% Rp  1.238.625.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 

Disiplin Aparatur 100% - - 100% 
Rp      

34.303.500 
100% Rp      37.733.850 100% Rp      41.508.000 100% Rp      45.658.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Persentase 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
15% 25% Rp    211.000.000 30% 

Rp     

763.310.000 
35% Rp    814.641.000 40% Rp    866.105.100 45% Rp    866.105.100 45% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Dokumen 

Perencanaan OPD 

yang tersusun 

100% 100% Rp      77.000.000 100% 
Rp     

200.000.000 
100% Rp    200.000.000 100% Rp    200.000.000 100% Rp    250.000.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja dan 

Keuangan 

Laporan keuangan 

PD yang  sesuai 

SAP 
100% 100% Rp        10.000.000 100% 

Rp            

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Program 

Penyebarluasan 

Informasi Daerah 

Persentase Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan Publik 

50% 50% Rp      14.000.000 55% 
Rp     

300.000.000 
60% Rp    300.000.000 65% Rp    300.000.000 70% Rp    300.000.000 70% 

 

Bidang Penanaman 

Modal 

 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

Kualitas 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

85% 86% 

Rp  

3.500.000.000 

 

87% Rp2.250.000.000 88% 
 Rp   

3.000.000.000  
89% 

 Rp   

3.300.000.000  
90% 

 Rp   

3.500.000.000  
90% 

Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

Persentase sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 

60% 61%  Rp250.000.000  62% Rp 550.000.000 63% 
 Rp   

1.200.000.000  
64% 

 Rp   
1.100.000.000  

65% 
 Rp   

1.000.000.000  
65% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Prasarana Aparatur layak fungsi 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya 

60 60  Rp                  -  68 Rp40.000.000 68  Rp        0 70 
 Rp        

42.000.000  
70  Rp        0 70 

Program 
peningkatan 
Kapasitas sumber 
daya aparatur 

Jumlah Aparatur 
Yang Mengikuti 
Diklat/Bimtek 
Untuk Peningkatan 
Kapasitas SDM 

60 0 Rp                  - 68 Rp300.000.000 68 Rp      0 70 Rp      300.000.000 70 Rp      0 70 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan OPD 
& daerah 

100% 100% Rp                  
35.000.000 

100% Rp 35.000.000 100% Rp                         
35.000.000 

100% Rp                         
35.000.000 

100% Rp        50.000.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja dan 

Keuangan 

Laporan keuangan 

PD yang  sesuai 

SAP 

100% 100% Rp        10.000.000 100% Rp            

10.000.000 

100% Rp           

10.000.000 

100% Rp           

10.000.000 

100% Rp           

10.000.000 

100% 

 

Bidang 
Kepemudaan dan 

Olahraga 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Terwujudnya 

pelayanan Publik 

91% 91% Rp   2.588.345.100 91% Rp   

2.632.113.013 

92% Rp   2.685.909.913 92% Rp   2.753.407.284 92% Rp   2.816.457.772 92% Dinas Pemuda, 
Olahraga dan Pariwisata 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Terwujudnya 

peningkatan 

sarana dan 

Prasarana Untuk 

pelayanan publik 

90% 91% Rp      805.531.148 92% Rp      

755.000.000 

92% Rp      770.000.000 92% Rp      820.000.000 92% Rp      805.000.000 92% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Terwujudnya 

peningkatan 

disiplin aparatur 

90% - Rp                        - 90% Rp        

55.000.000 

90% Rp        30.000.000 90% Rp        57.000.000 91% Rp        57.000.000 91% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Terwujudnya 

Peningkatan 

sumber daya  

90% - Rp                        - 90% Rp      

175.000.000 

90% Rp      175.000.000 90% Rp      180.000.000 90% Rp      185.000.000 90% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Daya Aparatur aparatur 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Presentase 

perampungan data 

dalam penyusunan 

RENSTRA 

- - Rp                         - - Rp                         

- 

- Rp                         - - Rp                         - 100% Rp        25.000.000 100% 

ProgramPengelolaa

n Hibah dan 

Bantuan Sosial 

Prosentase Hibah 

dan Bantuan 

Sosial Terverifikasi 

80% - Rp                        - 93% Rp        

10.000.000 

94% Rp        10.000.000 94% Rp        10.000.000 94% Rp        11.500.000 94% 

 

Bidang 
Perpustakaan dan 
Bidang Kearsipan 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kualitas pelayanan 

administrasi 

perangkat daerah 

- 98,25% Rp 2.269.560.000 98,25% Rp 

3.201.560.000 

98,3% Rp 3.295.221.000 98,3% Rp 3.551.221.000 98,35% Rp 3.827.221.000 98,35% Dinas Perpustakaan Dan 
Kearsipan 

Program 

peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase 

kelayakan Sarana 

dan prasarana 

aparatur  

98,25% 98,25% Rp. 455.500.000 98,25% Rp 665.000.000 98,3% Rp 1.535.000.000 98,3% Rp 1.860.000.000 98,35% Rp 1.935.000.000 98,35% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 

Kedisiplinan 

Aparatur Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip 

98,25% 98,25% - 98,25% Rp 31,000,000 98,3% Rp 116,000,000 98,3% Rp 60,000,000 98,35% Rp. 70.000.000 98,35% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Persentase 

Peningkatan 

kapasitas aparatur 
- 

- - - - 100% Rp 500,000,000 100% Rp 600,000,000 100% Rp 700,000,000 100% 

Program 

Peningkatan 

Kualitas  Pelayanan 

Informasi 

Persentase 

peningkatan 

kualitas pelayanan 

informasi 

kearsipan 

- 

50% - 60% - 70% Rp. 670.000.000 80% Rp 380.000.000 100% Rp 550.000.000 100% 

Program Persentase  100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp 35.000.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Perencanaan 

Pembangunan 

Dearah 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

OPD dan Daerah 

 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

SIstem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Perangkat Daerah 

59,66% 75% Rp. 10.000.000 80% Rp. 10.000.000 85% Rp. 10.000.000 90% Rp. 10.000.000 95% Rp. 10.000.000 

95%  

 

Program 

Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala 

sarana dan 

prasarana 

kearsipan 

Persentase 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

kearsipan 

50% 60% Rp. 70.000.000 70% Rp. 105.000.000 80% Rp. 290.000.000 90% Rp. 625.000.000 100% Rp. 485.000.000 

100%  

 

Bidang 
Perdagangan 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
layanan kepuasan 

administrasi  

 100% Rp 4.496.900.000 100% Rp 

4.618.900.000 

100% Rp 4.657.000.000 100% Rp 4.686.500.000 100% Rp 4.723.000.000  Dinas Perdagangan 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

prasarana Aparatur 

Persentase 
Kualitas sarana 
dan prasarana 

perkantoran 

 100% Rp 189.000.000 100% Rp 996.700.000 100% Rp 2.014.700.000 100% Rp 519.700.000 100% Rp 1.124.700.000  

Program 
Peningkatan disiplin 

Aparatur 

Persentase 
kedisiplinan 

aparatur dinas 
perdagangan 

 100% Rp 200.000.000 100% Rp 220.000.000 100% Rp 240.000.000 100% Rp 250.000.000 100% Rp 300.000.000  

Program 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah 

Terlaksananya 
penyusunan 

Renstra Dinas 
Perdagangan  

Kota Balikpapan 

 100% - 100% - 100% - 100% - 100% Rp 25.000.000  

Program 
Pemeliharaan 
Sarana dan 

Prasarana Pasar 

Persentase jumlah 
sarana dan 

prasarana mampu 
mencapai umur 

ekonomis 

 100% Rp 387.000.000 100% Rp 400.000.000 100% Rp 400.000.000 100% Rp 400.000.000 100% Rp 400.000.000  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Pengembangan 

Potensi dan 
Pendapatan 

Pengembangan 
potensi pasar 

tercapai 

 - - 9 Pasar Rp 400.000.000 9 Pasar Rp 400.000.000 9 Pasar Rp 400.000.000 9 Pasar Rp 400.000.000  

 

Fungsi Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
(Perencanaan ) 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kebutuhan 

Administrasi 

Perkantoran yang 

terpenuhi 

 91% Rp 1.605.000.000 92% Rp 

2.124.000.000 

93% Rp 2.230.000.000 94% Rp 2.341.000.000 95% Rp 2.459.000.000 95% Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan 
Pengembangan 

Program 

peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase 

kebutuhan Sarana 

dan prasarana 

aparatur yang 

terpenuhi 

 91% Rp 743.500.000 92% Rp 463.000.000 93% Rp 485.000.000 94% Rp 509.000.000 95% Rp 535.000.000 95% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 

Kedisiplinan 

Aparatur Bappeda 

Litbang 

 93% - 94% Rp 26.000.000 95% Rp 27.000.000 96% Rp 28.000.000 97% Rp 30.000.000 98% 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Persentase 

Peningkatan 

pengetahuan 

pegawai 

 91% - 92% Rp 420.000.000 93% Rp 430.000.000 94% Rp 420.000.000 95% Rp 450.000.000 95% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

Pengembangan 

Infrastruktur dan 

Perekonomian 

Perkotaan 

Persentase 

Dokumen 

Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat 

Daerah yang 

selaras dengan 

Renstra Bidang 

Pengembangan 

Infrastruktur dan 

Perekonomian 

Perkotaan 

50% 75% - 80% Rp 

7.100.000.000 

85% Rp 6.800.000.000 90% Rp 7.100.000.000 95% Rp 7.500.000.000 95% 

Program 

Perencanaan 

Persentase 

Dokumen 

50% 75% - 80% Rp 

1.800.000.000 

85% Rp 1.400.000.000 90% Rp 1.400.000.000 95% Rp 1.700.000.000 95% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pembangunan 

Daerah Bidang 

kesejahteraan 

Rakyat dan 

Aparatur 

Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat 

Daerah yang 

selaras dengan 

Renstra Bidang 

kesejahteraan 

Rakyat dan 

Aparatur 

 

Fungsi Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
(Keuangan) 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

Kualitas 

Pelayanan 

Administrasi 

Pelayanan 

Perangkat Daerah  

75% 85% 1.800.000.000 86% 2.000.000.000 87% 2.250.000.000 88% 2.450.000.000 89% 2.700.000.000 89% 

Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Persentase 

Sarana & 

Prasarana 

Aparatur Yang 

Layak Fungsi 

85% 87% 800.000.000 89% 1.300.000.000 92% 1.400.000.000 95% 1.550.000.000 98% 1.650.000.000 98% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanaan OPD 

& Daerah 

100% 100% 
 Rp                  

35.000.000 
100% Rp 35.000.000 100% 

 Rp                         

35.000.000 
100% 

 Rp                         

35.000.000 
100% 

 Rp        

50.000.000 
100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya 

58 58  Rp                  -  58 Rp 30.000.000 60  Rp        0 65 
 Rp        

35.000.000 
68  Rp        0 68 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja dan 

Keuangan 

Laporan 

Keuangan PD 

Yang  Sesuai SAP 

100% 100% Rp        475.000.000 100% 
Rp            

600.000.000 
100% 

Rp           

750.000.000 
100% 

Rp           

900.000.000 
100% 

Rp           

1.100.000.000 
100% 

Pelayanan 

Administrasi 

Persentase 

Kualitas 
50% 55% Rp. 1.961.598.000 60% 

Rp. 

2.123.611.000 
65% Rp. 2.262.205.000 70% Rp. 2.405.724.000 75% Rp. 2.650.723.000 75% Badan Pengelola Pajak 

Daerah dan Retribusi 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Perkantoran Pelayanan 

Administrasi 

Pelayanan 

Perangkat Daerah  

Daerah 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Persentase 

Sarana & 

Prasarana 

Aparatur Yang 

Layak Fungsi 

40% 50% Rp. 305.761.000 55% Rp. 315.761.000 60% Rp. 325.761.000 65% Rp. 335.761.000 70% Rp. 344.100.000 98% 

Badan Pengelola Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
Dokumen 
Perencanaan OPD 
& Daerah 

90% 90% 
 Rp                  

35.000.000 
90% Rp 35.000.000 90% 

 Rp                         
35.000.000 

90% 
 Rp                         

35.000.000 
95% 

 Rp        
50.000.000 

95% 

Badan Pengelola Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Program 
Peningkatan disiplin 
Aparatur 

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
Beserta 
Perlengkapannya 

115 117  Rp                  -  117 Rp. 585.000.000 120  Rp        0 120 
 Rp        

600.000.000 
120  Rp        0 120 

Badan Pengelola Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capain Kinerja dan 

Keuangan 

Laporan 

Keuangan Pd 

Yang  Sesuai SAP 

100% 100% Rp        10.000.000 100% 
Rp            

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Rp           

10.000.000 
100% 

Badan Pengelola Pajak 
Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

Meningkatnya  

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

52 orang 52 orang - 83 orang - 83 orang - 83 orang - 83 orang Rp.1.094.980.000 83 orang 
Badan Pengelola Pajak 
Daerah dan Retribusi 

Daerah 

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Persentase 

kualitas pelayanan 

administrasi 

perangkat daerah 

80% 4% Rp 1.179.558.000 4% 
Rp 

1.226.952.000 
4% Rp 2.192.500.000 4% Rp 2.425.750.000 4% Rp 2.629.925.000 100% 

Inspektorat Kota 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 

kelayakan Sarana 

dan prasarana 

aparatur 

80% 1% Rp 310.120.000 1% Rp 479.000.000 1% Rp 2.135.000.000 1% Rp 1.305.000.000 1% Rp 2.426.000.000 85% 

Program Persentase 90% 1% Rp. 65.000.000 1% Rp. 80.000.000 1% Rp 93.500.000 1% Rp 135.000.000 1% Rp 145.000.000 95% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Kedisiplinan 
Aparatur 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 

Peningkatan 

kapasitas SDM 

aparatur 

90% 2% Rp. 25.000.000 2% Rp. 30.000.000 2% Rp 35.000.000 2% Rp 40.000.000 1% Rp 50.000.000 95% 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 

Capaian Kinerja 

Inspektorat 90% 92% Rp. 10.000.000 94% Rp. 10.000.000 96% Rp. 10.000.000 98% Rp. 10.000.000 100% Rp. 10.000.000 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 

Keselarasan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

OPD dan Daerah 

90% 2% Rp. 15.000.000 2% Rp. 15.000.000 2% Rp. 15.000.000 2% Rp. 15.000.000 2% Rp. 35.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Profesionalisme 
Tenaga Pemeriksa 
dan Aparatur 
Pengawasan 

Penignkatan 

Kapabilitas APIP 

80% 84% Rp. 578.200.000 88% Rp. 682.314.000 92% Rp 945.000.000 96% Rp 1.100.000.000 100% Rp. 1355.000.000 100% 

 

Fungsi Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

(Kepegawaian) 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kualitas pelayanan 
Administrasi 
Perangkat Daerah  

75,95% 76% Rp 1.502.091.000 77% Rp 

1.217.529.750 

78% Rp 1.300.000.000 79% Rp 1.367.000.000 80% Rp 1.430.000.000 80% Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Kelayakan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

93.70 20% Rp 183.500.000 40% Rp 185.000.000 60% Rp 1.927.000.000 80% Rp 1.200.000.000 100% Rp 1.200.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
disiplin aparatur 

100% 15% Rp 75.810.000 35% Rp 133.000.000 94% Rp. 182.488.000  95% Rp 184.112.000 96% Rp 185.818.000 100% 



417 

 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Persentase 
dokumen 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan OPD 
dan Daerah 

87,50% 100% Rp. 15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp.15.000.000 100% Rp. 15.000.000 100% Rp 35.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
pengembangan 
system pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
Capaian Kinerja 
OPD 

73,04% 75% Rp. 10.000.000 77% Rp. 10.000.000 78% Rp. 10.000.000 79% Rp. 10.000.000 80% Rp. 10.000.000 80% 

Program 
peningkatan kinerja 
ASN  

Persentase rata-
rata nilai prestasi 
kerja ASN 

100% 85% - 85.50% Rp 96.300.000 86% Rp 105.930.000 86.50% Rp 116.523.000 87% Rp 130.175.000 87% 

Program 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Persentase 
cakupan layanan 
administrasi 
kepegawaian 

100% 100% Rp 92.000.000 100% Rp 557.235.000 100% Rp 726.000.000 100% Rp 726.000.000 100% Rp 726.000.000 100% 

Fungsi Lain sesuai Peraturan perundang-undangan 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kualitas pelayanan 

100% 100% Rp. 26.228.696.000 100% Rp. 

32.417.777.000 

100% Rp. 

36.775.955.000 

100% Rp. 

40.563.080.000 

100% Rp. 

44.626.362.000 

100% Sekretariat DPRD 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
sarana prasarana 
aparatur 

100% 100% Rp. 4.540.576.000 100% Rp. 

3.478.470.000 

100% Rp. 4.706.793.000 100% Rp. 5.173.424.000 100% Rp. 5.681.931.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
peningkatan 
disiplin aparatur 

100% 100% Rp. 409.340.000 100% Rp. 788.190.000 100% Rp. 935.803.000 100% 1.012.507.000 100% Rp. 1.113.745.000 100% 

Program 
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

Cakupan 
pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

100% 100% Rp. 1.430.902.000 100% Rp. 

4.394.510.000 

100% Rp. 2.665.976.000 100% Rp. 3.519.089.000 100% Rp. 4.891.533.000 100% 

Program Persentase 100% 100% - 100% Rp. 100% Rp. 2.199.908.000 100% Rp. 2.338.975.000 100% Rp.2.743.733.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Penyebarluasan 
Informasi Daerah 

informasi daerah 
yang 
disebarluaskan 

2.748.002.000 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 
Peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

100% 100% - 100% Rp 312.000.000 100% Rp. 320.000.000 100% Rp. 325.000.000 100% Rp. 327.000.000 100% 

 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kualitas Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

100% 100% Rp 27.436.700.000 100% Rp 

58.000.000.000 

100% Rp 68.500.000.000 100% Rp 72.000.000.000 100% Rp 85.000.000.000 100% Sekretariat Daerah 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Sarana dan 
prasarana 
aparatur yang 
layak fungsi 

80% 80% Rp 35.236.950.000 80% Rp 

44.700.000.000 

80% Rp 64.700.000.000 80% Rp 68.300.000.000 80% Rp 78.500.000.000 80% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Peningkatan 
Kedisiplinan 
Aparatur  

100% 100% Rp 1.000.000.000 100% Rp 
1.500.000.000 

100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.500.000.000 100% Rp 3.000.000.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas SDA 

Persentase PNS 
yang mengikuti 
Bimtek/ Pelatihan 

30% 30% Rp. 250.000.000 35% Rp. 850.000.000 40% Rp. 1.950.000.000 45% Rp. 2.050.000.000 50% Rp. 2.200.000.000 50% 

Program 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 

Persentase PD 
yang 
menyampaikan 
pelaporan tepat 
waktu dan sesuai 
aturan 

100% 100% Rp. 596.069.500 100% Rp. 

1.300.000.000 

100% Rp. 1.450.000.000 100% Rp. 1.550.000.000 100% Rp. 1.600.000.000 100% 

Program Fasilitasi 
dan Koordinasi 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Lingkungan Kota 

Persentase 
perizinan tata 
ruang yang 
pelaksanaannya 
diawasi 

100% 100% 360,000,000 100% 680,000,000 100% 1,700,000,000 100% 1,720,000,000 100% 1,880,000,000 

100% 

Program 
Lingkungan Sehat 

Persentase  
Lingkungan sehat 

80% 80% 188,430,500 80% 197,852,025 80% 217,637,282 80% 228,519,089 80% 239,945,044 80% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Perumahan Perumahan  

Program 
Peningkatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Peningkatan 
Kompetensi Kader 
dan Pengurus 

85% 85% 1,533,045,000.00 85% 2,500,000,000.00 85% 3,200,000,000.00 85% 3,365,000,000.00 85% 3,405,000,000.00 85% 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Persentase  
peningkatan nilai 
swadaya 
masyarakat dalam 
kegiatan 
pembangunan di 
Kelurahan 

5,50% 5,50% 681,169,000.00 6% 950,000,000.00 6,50% 1,000,000,000.00 7% 1,150,000,000.00 7,50% 1,250,000,000.00 7,50% 

Program Keluarga 
Berencana 

Persentase 
pemakaian alat 
kontrasepsi 
(Contraceptive 
Prevalence 
Rate/CPR) 

65% 65% 
            
125,421,000.00  

65% 
            
116,513,100.00  

65% 
           
128,164,410.00  

65% 
           
140,980,851.00  

65% 
          
155,078,936.00  

65% 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

Persentase 
pelaksanaan 
Kerjasama 
Informasi dan 
Media Massa 

90% 90% 
            

645,000,000.00  
90% 

         
1,670,000,000.00  

90% 
        

2,700,000,000.00  
90% 

        
2,735,000,000.00  

90% 
        

2,860,700,000.00  
90% 

Program 
Penyebarluasan 
Informasi Daerah 

Persentase 
informasi Daerah 
yang 
disebarluaskan 

100% 100% 467,178,000.00 100% 800,000,000.00 100% 830,000,000.00 100% 862,000,000.00 100% 895,000,000.00 100% 

Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang mengikuti 
pembinaan Olah 
Raga dan 
Kesehatan di 
lingkungan 
Pemkot 
Balikpapan 

100% 100% 80,700,000.00 100% 155,000,000.00 100% 168,000,000.00 100% 185,000,000.00 100% 205,000,000.00 100% 

Program Persentase 100% 100%              100%               100%             100%             100%             100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

pelaksanaan 
Fasilitasi 
keragaman 
budaya di Kota 
Balikpapan 

1,086,245,000  3,512,785,350  3,865,301,400  4,273,316,500  4,746,430,200  

Program Penyiapan 
Potensi Sumber 
Daya dan Sarana 
Prasarana 

Persentase Data 
potensi sarana 
dan prasarana 
perekonomian 
yang tersedia 

100% 100% 
             
44,625,000.00  

100% 
            
300,000,000.00  

100% 
           

400,000,000.00  
100% 

           
450,000,000.00  

100% 
          

500,000,000.00  
100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan  

100% 100% 
             

90,525,000.00  
100% 

            
450,000,000.00  

100% 
           

500,000,000.00  
100% 

           
600,000,000.00  

100% 
          

650,000,000.00  
100% 

Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Persentase 
penyelesaian 
dokumen 
keuangan Tepat 
Waktu 

100% 100% 
            

469,650,800.00  
100% 

         
1,200,000,000.00  

100% 
        

1,450,000,000.00  
100% 

        
1,550,000,000.00  

100% 
        

1,675,000,000.00  
100% 

Program 
Peningkatan Iklim 
Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Rencana Investasi 5.25 T 5.25 T       5.25 T 
           

650,000,000.00  
5.25 T 

           
650,000,000.00  

5.25 T 
          

700,000,000.00  
5.25 T 

Program 
Pengendalian Inflasi 

Laju Inflasi 5+1% 5+1% 
            
400,000,000.00  

 5+1%  
            
450,000,000.00  

 5+1%  
           
500,000,000.00  

 5+1%  
           
550,000,000.00  

 4+1%  
          
600,000,000.00  

 4+1%  

Program 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

Persentase 
keterlibatan ASN 
dalam kegiatan 
seni, olah raga, 
budaya dan 
keagamaan 

20% 20% 
            

210,000,000.00  
20% 

            
220,000,000.00  

 20% 
           

230,000,000.00  
 20% 

           
240,000,000.00  

20%  
          

250,000,000.00  
20%  

Program 
Peningkatan 
Disiplin dan 
Kesejahteraan ASN 

Persentase 
fasilitasi pelayanan 
kesejahteraan 
aparatur 

75% 75%       85% 
           

365,000,000.00  
90% 

           
385,000,000.00  

95% 
          

395,000,000.00  
95% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 

Persentase 
Kelurahan dan 
Kecamatan yang 

100% 100% 
            

224,702,000.00  
100% 

            
450,000,000.00  

100% 
           

475,000,000.00  
100% 

           
550,000,000.00  

100% 
          

600,000,000.00  
100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Pemerintah 
Kelurahan dan 
Kecamatan 

mendapatkan 
pembinaan 

Program Penataan 
Kelembagaan 

Persentase 
Perangkat daerah 
Yang Tepat Fungsi 
dan Tepat Ukuran 
Sesuai Aturan 

100% 

100% 
            

289,471,000.00  
100% 

            
825,000,000.00  

100% 
           

850,000,000.00  
100% 

           
863,200,000.00  

100% 
          

879,520,000.00  

100% 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

Persentase 
pelaksanaan 
pelayanan 
kedinasan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

100% 

100% 
       

17,379,000,000.00  
100% 

        
28,643,650,000.0

0  
100% 

      
29,375,832,500.00  

100% 
      

30,109,624,125.00  
100% 

      
35,165,110,000.00  

100% 

Program Penataan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Persentase 
Legislasi Daerah 
yang 
diharmonisasi 

100% 100% 798,713,900.00 100% 2,128,700,000.00 100% 2,395,368,000.00 100% 2,504,036,400.00 100% 2,518,050,000.00 100% 

Program 
Pengelolaan Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Persentase 
permohonan hibah 
dan bansos yang 
disetujui 

50% 50% 
         

3,874,959,975.00  
50% 

         
4,897,690,497.00  

50% 
        

5,203,366,000.00  
50% 

        
5,641,913,099.00  

50% 
        

6,097,695,055.00  
50% 

Program 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaaan 

Persentase 
Pelaksanaan 
pengembangan 
wawasan 
kebangsaan 

100% 100% 
            
753,000,000.00  

100% 
         
2,100,000,000.00  

100% 
        
2,600,000,000.00  

100% 
        
2,650,000,000.00  

100% 
        
2,700,000,000.00  

100% 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

Persentase Unit 
Pelayanan Publik 
berada pada Zona 
Hijau pada hasil 
penilaian ORI 

70% 70% 
            

679,300,000.00  
70% 

         
1,800,000,000.00  

70% 
        

1,820,000,000.00  
70% 

        
1,856,000,000.00  

70% 
        

1,877,400,000.00  
70% 

Program Layanan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Persentase Usulan  
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
yang terlaksana 

80% 80% 
            

532,392,000.00  
80% 

            
679,194,000.00  

80% 
        

1,693,552,000.00  
80% 

        
1,708,614,000.00  

80% 
        

1,779,475,000.00  
80% 

Program 
Peningkatan 

Persentase 
pelaksanaan 

100% 100% 
         
1,748,392,000.00  

100% 
         
1,750,000,000.00  

100% 
        
1,800,000,000.00  

100% 
        
2,200,000,000.00  

100% 
        
2,315,000,000.00  

100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

fasilitasi kegiatan 
kerjasama 

Program Penataan 
Daerah Otonomi 
Baru 

Persentase 
penyelesaian 
sengketa batas 
wilayah 

20% 20% 
            
165,000,000.00  

 40%  
            
190,000,000.00  

 60%  
           
520,000,000.00  

 80%  
           
530,000,000.00  

 100%  
          
545,000,000.00  

 100%  

Program Hari Jadi 
Kota 

Persentase 
pelaksanaan 
peringatan Hari 
Jadi Kota 
Balikpapan 

100% 100% 
         

1,899,950,000.00  
100% 

         
2,800,000,000.00  

100% 
        

3,080,000,000.00  
100% 

        
3,388,000,000.00  

100% 
        

3,726,800,000.00  
100% 

Program Hari-Hari 
Besar 

Persentase 
pelaksanaan 
peringatan Hari-
hari besar 

 

        100% 
        

3,800,000,000.00  
100% 

        
3,900,000,000.00  

100% 
        

4,000,000,000.00  

 

Program 
Pemeliharaan 
Kantramtibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Penurunan Angka 
Kriminalitas 

2% 2% 
         

1,215,000,000.00  
2% 

         
8,400,000,000.00  

2% 
        

8,500,000,000.00  
2% 

        
8,600,000,000.00  

2% 
        

8,700,000,000.00  
2% 

Program 
Pengembangan 
City Gas 

Persentase rumah 
tangga yang 
disurvey terkait 
pengembangan 
City Gas 

7% 7% 
            

350,000,000.00  
7% 

            
450,000,000.00  

 7,2%  
        

1,000,000,000.00  
 7.5%  

        
1,550,000,000.00  

 7.68%  
        

1,650,000,000.00  
 7.68%  

Program 
Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

Persentase 
Kerjasama 
Investasi yang 
direalisasikan 

           40%  
        

1,250,000,000.00  
 50%  

        
1,350,000,000.00  

 60%  
        

1,450,000,000.00  
 60%  

Program Bantuan 
Hukum dan HAM 

Persentase 
perkara  yang 
ditangani 

100% 100% 
            
539,517,800.00  

100% 
         
1,885,000,000.00  

100% 
        

1,929,250,000.00  
100% 

        
1,975,715,000.00  

100% 
        

2,024,500,000.00  
100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang 
Kesejahteraan 
Rakyat dan 

Persentase 
penyusunan 
perencanaan 
pembangunan 
bidang Kesra dan 
aparatur 

100% 100% 
             

50,000,000.00  
    100% 

           
600,000,000.00  

100% 
           
600,000,000.00  

     100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Aparatur 

Program Evaluasi 
dan Pelaporan 
Pemerintah 

Persentase IKK 
yang terpenuhi 

100% 100% 
            
300,000,000.00  

100% 
            
350,000,000.00  

100% 
           
550,000,000.00  

100% 
           
575,000,000.00  

100% 
          
600,000,000.00  

100% 

 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terpenuhi 

 100% Rp 2.241.892.636 100% Rp 

2.465.332.000 

100% Rp 2.710.985.100 100% Rp 2.981.483.700 100% Rp 3.278.784.900 100% Kecamatan Balikpapan 
Timur 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
kebutuhan Sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
terpenuhi 

 100% Rp 256.445.000 100% Rp 271.789.500 100% Rp 287.168.500 100% Rp 304.685.300 100% Rp 323.453.800 100% 

Program 
Pengembangan 
sistem pendukung 
usaha bagi Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase 
kepatuhan izin 
UMK 

 100% Rp 75.000.000 100% Rp 78.000.000 100% Rp 80.000.000 100% Rp 82.000.000 100% Rp 85.000.000 100% 

Program Fasilitasi 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan 
Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Sekolah 

Persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

 100% Rp 55.000.000 100% Rp 56.000.000 100% Rp 58.000.000 100% Rp 60.000.000 100% Rp 62.000.000 100% 

Program 
Pencegahan, 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 
(P4GN) 

Persentase 
Penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

 100% Rp 52.000.000 100% Rp 53.000.000 100% Rp 55.000.000 100% Rp 56.000.000 100% Rp 58.000.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Penurunan angka 
kemisknan 

 5.500 Rp 50.000.000 5.000 Rp 51.000.000 4.500 Rp 120.000.00 4.000 Rp 130.000.000 3.500 Rp 140.000.000 100% 

Program 
Pengembangan 
Data dan Informasi 

Persentase 
pemenuhan data 
Kecamatan 

 100% Rp 17.000.000 100% Rp 17.500.000 100% Rp 18.000.000 100% Rp 18.500.000 100% Rp 19.100.000 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase usulan 
yang diakomodir 

 100% Rp 65.625.000 100% Rp 76.700.000 100% Rp 87.900.000 100% Rp 99.000.000 100% Rp 110.200.000 100% 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
peningkatan 
prestasi di bidang 
seni, budaya dan 
keagamaan tingkat 
Kecamatan dan 
Kota 

 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.450.000 100% Rp 15.900.000 100% Rp 16.390.000 100% Rp 16.900.000 100% 

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
prestasi yang 
diraih 

 100% Rp 310.000.000 100% Rp 319.300.000 100% Rp 329.528.000 100% Rp 338.665.000 100% Rp 349.612.000 100% 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Persentase minat 
baca masyarakat 

 100% Rp 32.550.000 100% Rp 33.500.000 100% Rp 34.532.000 100% Rp 35.500.000 100% Rp 36.635.000 100% 

Program 
Keserasian 
kebijakan 
peningkatan 
kualitas anak dan 
perempuan 

Persentase 
penurunan jumlah 
kasus kekerasan 
terhadap anak dan 
perempuan 

 100% Rp 64.900.000 100% Rp 66.942.000 100% Rp 68.951..000 100% Rp 71.019.000 100% Rp 73.150.000 100% 

Program 
Pembinaan peran 
serta masyarakat 
dalam pelayanan 
KB/KR yang mandiri 

Persentase 
posyandu yang 
mandiri 

 100% Rp 175.800.000 100% Rp 181.100.000 100% Rp 186.500.000 100% Rp 192.100.000 100% Rp 197.900.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Nilai potensi 
swadaya 
masyarakat  

 Rp 

300.000.00

0 

Rp 50.100.000 Rp 

350.000.00

0 

Rp 51.700.000 Rp 

400.000.00

0 

Rp 53.200.000 Rp 

450.000.00

0 

Rp 54.800.000 Rp 

500.000.00

0 

Rp 56.500.000 100% 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Terpenuhinya 
Administrasi 
Pelayanan 
Perkantoran 

 100% Rp 2.241.892.636 100% Rp 

2.465.332.000 

100% Rp 2.710.985.100 100% Rp 2.981.483.700 100% Rp 3.278.784.900 100% 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan kerja  

 100% Rp 256.445.000 100% Rp 271.789.500 100% Rp 287.168.500 100% Rp 304.685.300 100% Rp 323.453.800 100% 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Aparatur 

 100% Rp 22.800.000 100% Rp 23.500.000 100% Rp 24.200.000 100% Rp 25.000.000 100% Rp 25.700.000 100% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Meningkatnya 
Disiplin Aparatur 

 100% Rp 11.100.000 100% Rp 11.400.000 100% Rp 11.800.000 100% Rp 12.100.000 100% Rp 12.500.000 100% 

 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran yang 
terpenuhi 

 

100% Rp 2,655,848,100 100% Rp 

2,745,648,543 

100% Rp 2,828,017,999 100% Rp 3,000,244,295 100% Rp 14,142,617,477 100% Kecamatan Balikpapan 
Utara 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
kebutuhan Sarana 
dan prasarana 
aparatur yang 
terpenuhi 

 

100% Rp 145,500,000 100% Rp 828,671,300 100% Rp 853,531,439 100% Rp 879,137,382 100% Rp 905,511,504 100% 

Prog. 
Pengembangan 
sistem pendukung 
usaha bagi Usaha 

Persentase 
kepatuhan izin 
UMK  

100%  100% Rp 24,750,000 

 

100% Rp 25,492,500 

 

100% Rp 26,257,275 

 

100% Rp 27,044,993 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Mikro Kecil 
Menengah 

 

Prog. Fasilitasi 
Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pelayanan 
Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Sekolah 

Persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

 

 

100%  100% Rp 124,350,000 100% Rp 128,080,500 100% Rp131,922,915 100% Rp 135,880,602 

 

 

Prog. Pencegahan, 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 
(P4GN) 

Persentase 
penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

 

 

100%  100% Rp 34,425,000 100% Rp 35,457,750 100% Rp 36,521,483 100% Rp 37,617,127  

Prog. Perlindungan 
dan Jaminan Sosial 

Penurunan angka 
kemiskinan 

 

100%  100% Rp 54,950,000 100% Rp 56,598,500 100% Rp 58,296,455 100% Rp 60,045,349  

Program 
Pengembangan 
Data dan Informasi 

Persentase 
pemenuhan data 
kecamatan 

 

100%  100% Rp 25,155,000 100% Rp 25,909,650 100% Rp 25,909,600 100% Rp 27,487,548  

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
pembangunan 
daerah 

 

100% Rp 61,630,100 100% Rp 63,479,003 100% Rp 65,383,373 100% Rp 67,344,874 100% Rp 89,365,221  

Program 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
peningkatan 
prestasi di bidang 
seni, budaya dan 
keagamaan tingkat 
kecamatan dan 
kelurahan 

 

100% Rp 749,926,000 100% Rp 73,450,000 100% Rp 75,653,500 100% Rp 77,923,105 100% Rp 80,260,798  

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
prestasi yang 
diraih  

100% Rp 415,378,816 100% Rp 427,840,180 100% Rp 440,675,386 

 

100% Rp 453,895,647 100% Rp 467,512,517  



427 

 

Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Prog. Keserasian 
kebijakan 
peningkatan 
kualitas anak dan 
perempuan 

Persentase 
penurunan jumlah 
kasus kekerasan 
terhadap anak dan 
perempuan 

 

 

100%  100% Rp 26,050,000 

 

100% Rp 26,831,500 

 

100% Rp 27,636,445 

 

100% Rp 28,465,538 

 

 

Prog. Pembinaan 
peran serta 
masyarakat dalam 
pelayanan KB/KR 
yang mandiri 

Persentase 
posyandu yang 
mandiri 

 

 

100%  100% Rp 145,330,000 100% Rp149,689,900 100% Rp 154,180,597 100% Rp 158,806,015  

Prog. Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan 

Nilai potensi 
swadaya 
masyarakat  

100%  100% Rp 14,300,000 

 

100% Rp 14,729,000 

 

100% Rp 15,170,870 

 

100% Rp 15,625,996 

 

 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Aparatur   

100% Rp 2,655,848,100 100% Rp 

2,745,648,543 

100% Rp 2,828,017,999 100% Rp 2,912,858,539 100% Rp 3,000,244,295  

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Meningkatnya 
Disiplin Aparatur 

 

100%  100% Rp 12,400,000 100% Rp 12,772,000 100% Rp 13,155,160 100% Rp 13,549,815 
 

 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
kebutuhan 

Administrasi 
Perkantoran yang 

terpenuhi 

 100% Rp 2.476.816.200 100% 
Rp 

2.724.497.820 
100% Rp 2.996.947.602 100% Rp 3.296.362 100% Rp 3.626.306.598  

Kecamatan Balikpapan 
Tengah 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Persentase 
kebutuhan Sarana 

dan prasarana 
aparatur yang 

terpenuhi 

 100% Rp 642.500.000 100% Rp 706.750.000 100% Rp 777.425.000 100% Rp 855.167.500 100% Rp 940.684.250  

Program 
Peningkatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
prestasi yang 
diraih 

 100% Rp 9.159.000.000 100% 
Rp 

10.074.900.000 
100% Rp 11.082.390.000 100% Rp 12.190.309.000 100% Rp 13.409.691.900  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

Persentase 
peningkatan 
prestasi di bidang 
seni, budaya dan 
keagamaan tingkat 
Kecamatan dan 
Kota 

 
100% 

Rp 43.500.000 
100% 

Rp 47.850.000 
100% 

Rp 52.635.000 
100% 

Rp 57.898.500 
100% 

Rp 63.688.350  

Program 
Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Persentase 
Meningkatnya 
Disiplin Aparatur 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program Fasilitasi 
Pembinaan 

Penyelenggaraan 
Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 
Lingkungan 

Sekolah 

Persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Pencegahan,Pemb

erantasan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Persentase 
Penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Pengembangan 

Data dan Informasi  

Persentase 
pemenuhan data 
Kecamatan 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase usulan 
yang diakomodir 

 100% Rp 61.895.000 100% Rp 68.084.500 100% Rp 74.892.950 100% Rp 82.382.245 100% Rp 90.620.470  

Program 
Keserasian 
Kebijakan 
Peningkatan 
Kualitas anak dan 
Perempuan 

Persentase 
penurunan jumlah 
kasus kekerasan 
terhadap anak dan 
perempuan 

  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Pembinaan Peran 
serta Masyarakat 
dalam Pelayanan 
KB/KR yang Mandiri 

Persentase 
posyandu yang 
mandiri 

  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial  

Penurunan angka 
kemisknan 

  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Pengembangan dan 
Pendukung Usaha 
Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase 
kepatuhan izin 
UMK 

  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun 
Kelurahan  

Nilai potensi 
swadaya 
masyarakat 

  100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100%  

 

 Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% Rp 3.082.774.000 100% Rp 

3.434.951.000 

100% Rp 3.526.999.000 100% Rp 3.616.684.000 100% Rp 3.713.585.000 100% 
Kecamatan Balikpapan 

Selatan 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Sarana Dan 
Prasarana 
Aparatur yang 
layak fungsi 

100% 100% Rp 1.070.464.000 100% Rp 

1.177.278.000 

100% Rp 1.294.597.000 100% Rp 1.430.435.000 100% Rp 1.549.348.000 100% 

Program 
peningkatan disiplin 
aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur 

100% 100% Rp 50.000.000 100% Rp 55.000.000 100% Rp 60.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 70.000.000 100% 

Program 
peningkatan 
kapasitas Sumber 
daya aparatur 

Persentase 
pembinaan 
Sumber Daya 
Aparatur 

100% 100% Rp 118.296.000 100% Rp 121.845.000 100% Rp 125.500.000 100% Rp 129.265.000 100% Rp 133.143.000 100% 

Program 
pengembangan 
system pendukung 
usaha mikro kecil 
dan menengah 

Persentase 
kepatuhan IUMK 

100% 100% Rp 85.939.000 100% Rp 88.518.000 100% Rp 91.174.000 100% Rp 93.909.000 100% Rp 96.726.000 100% 

Program fasilitasi 
pembinaan 
penyelenggaraan 
pelayanan 

Persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
pembinaan 

100% 100% Rp 118.275.000 100% Rp 121.824.000 100% Rp 125.478.000 100% Rp 129.243.000 100% Rp 133.120.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

kesehatan berbasis 
masyarakat di 
lingkungan sekolah 

Program 
pencegahan 
pemberntasan 
penyalahgunaan 
dan peredaran 
gelap narkoba 
(P4GN) 

Penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

100% 100% Rp 51.500.000 100% Rp 53.045.000 100% Rp 54.636.000 100% Rp 56.276.000 100% Rp 57.964.000 100% 

Program 
perlindungan dan  
jaminan social 

Persentase 
keluarga harapan 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 

100% 100% Rp 45.763.000 100% Rp 47.135.000 100% Rp 48.550.000 100% Rp 50.006.000 100% Rp 51.506.000 100% 

Program 
pengembangan 
data dan informasi 

Persentase 
pemenuhan data 
kecamatan 

100% 100% Rp 191.270.000 100% Rp 197.010.000 100% Rp 201.919.000 100% Rp 207.976.000 100% Rp 214.216.000 100% 

Program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Persentase usulan 
yang diakomodir 

100% 100% Rp 66.720.000 100% Rp 79.418.000 100% Rp 90.600.000 100% Rp 101.819.000 100% Rp 113.072.000 100% 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Peningkatan 
prestasi di bidang 
seni dan budaya 
dan keagamaan di 
tingkat Kecamatan 

100% 100% Rp 41.200.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 85.000.000 100% Rp 95.000.000 100% Rp 105.000.000 100% 

Program 
Pengembangan 
pemberdayaan 
masyarakat 

Nilai potensi 
swadaya 
masyarakat 

100% 100% Rp 546.027.000 100% Rp 

1.009.036.000 

100% Rp 1.114.742.000 100% Rp 1.220.469.000 100% Rp 1.326.218.000 100% 

Program 
pengembangan 
budaya baca dan 
pembinaan 
perpustakaan 
masyarakat 

Persentase jumlah 
pengunjung 
perpustakaan 

100% 100% Rp 62.261.000 100% Rp 64.129.000 100% Rp 66.053.000 100% Rp 68.034.000 100% Rp 70.075.000 100% 

Program keserasian 
kebijakan 
peningkatan 
kualitas ana dan 
perempuan 

Jumlah kegiatan 
pembinaan forum 
anak 

75% 80% Rp 55.277.000 80% Rp 56.936.000 80% Rp 58.644.000 80% Rp 60.404.000 80% Rp 62.216.000 80% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 
pembinaan peran 
serta masyarakat 
dalam pelayanan 
KB/KR yang mandiri 

Persentase jumlah 
keluaga sejahtera 

100% 100% Rp 172.475.000 100% Rp 177.649.000 100% Rp 182.979.000 100% Rp 188.468.000 100% Rp 194.122.000 100% 

Program 
prningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
membangun 
kelurahan 

Jumlah partisipasi 
masyarakat 

100% 100% Rp 40.493.000 100% Rp 41.708.000 100% Rp 42.959.000 100% Rp 44.248.000 100% Rp 45.575.000 100% 

 

 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
Kualitas 
Pelayanan 
Administrasi 
Perangkat Daerah 

100% 90% 

              
Rp.1,807,992,000  

91% 

               
Rp.1,862,231,00

0  92% 

              
Rp.1,918,099,000  

93% 

             
Rp.1,975,641,000  

94% 

                
Rp.2,034,910,000  

94% Kecamatan Balikpapan 
Kota 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 

Kelayakan Sarana 

Dan Prasarana 

Aparatur 

73% 74% Rp.439,467,000 75% Rp.452,651,000 76% Rp.466,231,000 77% Rp.483,189,000 78% Rp.497,683,000 78% 

Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Kedisiplinan 
Aparatur 

100% 95%                      
Rp.33.000,000  

95%                     
Rp.28,500,000  

100%                      
Rp.36.400,000  

100%                   
Rp.38.300.000  

100% Rp. 40.500.000 100% 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
OPD dan Daerah  

100% 100% 
                   

Rp.83,682,000  
100% Rp. 86,193,000 100% 

                 
Rp.130,000,000  

100% 
                

Rp.140.000.000  
100% Rp.170.000.000 

                  
100% 

Program 
peningkatan 
pengembangan 
system pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Persentase 
capaian kinerja 
OPD 

76% 78% - 79% - 80% Rp.10.000.00 81% Rp.10.000.000 82% Rp.10.000.000 82% 

Prog. 
Pengembangan 
sistem pendukung 
usaha bagi Usaha 
Mikro Kecil 

Persentase 
kepatuhan izin 
IUMK 100% 90% Rp. 89.000,000 90% Rp.90.700.000 90% Rp. 93.000.000 90% Rp. 96,214,000 90% Rp.99,100,000 90% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Menengah 

Program Fasilitas 
Pembinaan 
Pelayanan 
Kesehatan Berbasis 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Sekolah 

Persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

100% 100% Rp 74.160.000 100% Rp 76.385.000 100% Rp 78.700.000 100% Rp 81.000.000 100% Rp 83.500.000 100% 

Program 
Pencegahan, 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 
(P4GN) 

Persentase 
Penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

100% 80% Rp 34.200.000 80% Rp 35.195.000 80% Rp 36.250.000 80% Rp 37.400.000 80% Rp 38.500.000 100% 

Program 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
Terpadu 

Persentase PMKS 
Miskin yang 
Terlayani 

100% 85% 

Rp.106,650,000 

85% 

Rp.108,400,000 

85% 

110,100.000 

85% 

111,000.000 

85% 

113,700.000 

85% 

Program 
Pengembangan 
Data dan Informasi 

Persentase 
pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% Rp 5.000.000 100% Rp.5.000.000 100% Rp.5.000.000 100% Rp. 5.000.000 100% Rp. 5.000.000 100% 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
peserta STQ yang 
lolos ke tingkat 
kota 

85% 85% Rp 41.200.000 85% Rp 42.436.000 85% Rp 45.000.000 85% Rp 75.000.000 85% Rp 1.000.000.000 85% 

Program 
Pengembangan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase jumlah 
RT yang 
mendapat bantuan 
dana SPGRM dan 
Persentase 
kehadiran peserta 
PKK 

100% 95% Rp 522.950.000 95% Rp 538.700.000 95% Rp 750.000.000 95% Rp.800.000.000 95% Rp.850.000.000 95% 

Program 
Keserasian 
Kebijakan 
Peningkatan 
Kualitas Anak dan 
Perempuan 

Persentase 
kehadiran 
sosialisasi forum 
anak 

95% 95% Rp 72.100.000 95% Rp 74.263.000 95% Rp 76.500.000 95% Rp 78.800.000 95% Rp 81.000.000 95% 

Program 
Pembinaan peran 
serta masyarakat 
dalam pelayanan 

Persentase 
pelaksanaan 
lomba dalam 

100% 100% Rp 212.180.000 100% Rp 218.500.000 100% Rp 225.000.000 100% Rp 232.000.000 100% Rp 239.000.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

KB/KR yang mandiri kegiatan institusi 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
membangun 
Kelurahan 

Persentase 
kehadiran peserta 
sosialisasi TTG 
posyantek dan 
LPM 

90% 90% Rp 78.000.000 90% Rp 80.500.000 90% Rp 83.000.000 90% Rp 85.000.000 90% Rp 88.000.000 90% 

 

 

Prog. 

Pengembangan 

sistem pendukung 

usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah 

persentase 
kepatuhan izin 
UMK 

100% 100% Rp162,277,000 100% Rp167,145.000 100% Rp172,160.000 100% Rp177,324.000 100% Rp182,645.000 100% Kecamatan Balikpapan 

Barat 

Prog. Fasilitasi 

Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Kesehatan Berbasis 

Masyarakat di 

Lingkungan 

Sekolah 

persentase 
sekolah yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

100% 100% Rp. 64,993,000 100% Rp66,943.000 100% Rp68,952.000 100% Rp71,021.000 100% Rp73,152.000 100% 

Prog. Pencegahan, 

Pemberantasan, 

Penyalahgunaan 

dan Peredaran 

Gelap Narkoba 

(P4GN) 

penurunan kasus 
penyalahgunaan 
narkoba 

100% 100% Rp34,031.000 100% Rp35,053.000 100% Rp36,105.000 100% Rp37,190.000 100% Rp38,305.000 100% 

Prog. Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 

persentase fakir 
miskin dan PMKS 
lainnya yang 
mendapatkan 
fasilitasi 
pembinaan 

100% 100% - 100% Rp 24.000,000 100% Rp24.720.000 100% Rp 25.462.000 100% Rp. 26.226.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Program 

Pengembangan 

Data dan Informasi 

persentase 
pemenuhan data 
Kecamatan 

100% 100% Rp25,910.000 100% Rp26,687.000 100% Rp27,488.000 100% Rp28,313.000 100% Rp29,163.000 100% 

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 
keselarasan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah dan OPD 

100% 100% Rp 36.125.000 100% Rp. 37.209.000 100% Rp 38.325.000 100% Rp 39.475.000 100% Rp. 61.259.000 100% 

Program 

Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

 

Persentase 
peserta yang lolos 
ke tingkat kota 

100% 80 % Rp. 15.000.000 81% Rp. 75.000.000 83% Rp. 80.000.000 83% Rp. 85.000.000 83% Rp. 90.000.000 100% 

Program 

Pengembangan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

Persentase jumlah 
RT yang 
mendapat bantuan 
dana SPGRM dan 
Persentase 
kehadiran peserta 
PKK 

80% 80% Rp. 502.500.000 81% Rp. 517.575.000 82% Rp. 533.102.000 83% Rp. 549.095.000 84% Rp 565.568.000 84% 

Prog. Keserasian 

kebijakan 

peningkatan 

kualitas anak dan 

perempuan 

Persentase 
kehadiran 
Sosialisasi Forum 
Anak 

100% 100% Rp 65,714,000 100% Rp 67,686.000 100% Rp 69,716.000 100% Rp 71,808.000 100% Rp 73,962.000 100% 

Prog. Pembinaan 

peran serta 

masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR 

yang mandiri 

Persentase 
pelaksanaan 
lomba-lomba  
dalam kegiatan 
institusi 

100% 100% Rp 352,827,000 100% Rp 363,412.000 100% Rp 374,314.000 100% Rp 385,544,000 100% Rp 397,110.000 100% 

Prog. Peningkatan 

Partisipasi 

persentase 
kehadiran 

100% 100% Rp 48,874,000 100% Rp 50,340,00 100% Rp 51,850,000 100% Rp 53,406.000 100% Rp 55,000.000 100% 
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Bidang Urusan Program Prioritas 
Indikator Kinerja 

Program Prioritas 

Kondisi 
Eksisting 

Tahun 
2015 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

SKPD Target Kinerja Awal (2017) Target Kinerja Awal (2018) Target Kinerja Awal (2019) Target Kinerja Awal (2020) Target Kinerja Akhir (2021) 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Realisasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target 

Masyarakat dalam 

Membangun 

Kelurahan 

sosialisasi 
TTG/Posyantek 
dan LPM 

Prog.Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

 

Persentase 
kualitas pelayanan 
administrasi 
perangkat daerah 

100% 100% Rp 2.428.675.000 100% Rp. 

2.501.570.000 

100% Rp 2.577.648.000 100% Rp 2.653.963.000 100% Rp 2.733.578.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

 

presentase 
kelayakan sarana 
dan prasarana 
aparatur 

100% 100% Rp 615.848.000 100% Rp 521.023.000 100% Rp 636.654.000 100% Rp 552.753.000 100% Rp 569.338.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

presentase 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 

0 100% Rp 18,050,000 100% Rp 18,592.000 100% Rp 19,150.000 100% Rp 19,724.000 100% Rp 20,316.000 100% 

Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

presentase 
peningkatan 
disiplin aparatur 

100% 100% Rp 10,609,000 100% Rp 10,928.000 100% Rp 11.526.000 100% Rp 11,593.000 100% Rp 11,941.000 100% 
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BAB IX 

INDIKATOR KINERJA DAERAH 

 

Tabel 9.1. 

Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 

 

Misi Tujuan Sasaran INDIKATOR SASARAN 
Kondisi Awal 
Tahun 2015 

Kondisi Akhir 
Tahun 2021 

Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 

Misi 1 : Meningkatkan 
Sumber Daya Manusia 
yang Berkualitas dan 
Berdaya SaingTinggi 

1. 

Mewujudkan Sumber Daya 
Manusia yang cerdas 
intelektual, cerdas emosional, 
cerdas spiritual dan berdaya 
saing 

1 
Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan 

Rata-rata Lama Sekolah 10,43 10,53 10,45 10,47 10,49 10,51 10,53 

Angka Harapan Lama 
Sekolah 

13.73 15.73 13.73 13.93 14.73 14.93 15.73 

2 
Mewujudkan Masyarakat yang 
sehat jasmani dan rohani 
secara berkelanjutan 

2 
Meningkatkan Derajat 
Kesehatan Masyarakat 
berkelanjutan 

Usia Harapan Hidup 73.95 74.04 73.96 73.97 73.99 74 74.04 

3 

Mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang berkualitas 
melalui pengembangan 
partisipasi yang menyeluruh 
dan berkesinambungan 

3 
Menurunnya Jumlah 
Pengangguran 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

5.95 4.55% 5.55% 5.30% 5.05% 4.85% 4.55% 

Angka Partisipasi Angkatan 
Kerja 

62.50 64.92 63.28 63.68 64.09 64.50 64.92 

4 

Meningkatkan kualitas 
hidup dan kesejahteraan 
masyarakat secara 
menyeluruh dan 
berkelanjutan 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

78.18 79.53 78.33 78.73 79.13 79.53 79.53 

Tingkat Kemiskinan 2.35% 2.3 2.34 2.33 2.32 2.31 2.3 

Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

90.1 92 91 91 92 92 92 

Misi 2: mewujudkan Kota 
Layak Huni yang 
Berwawasan Lingkungan 

4 
Meningkatkan kualitas kota 
yang berwawasan lingkungan 

5 
Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

58.58 60,46 59,18 59,50 59,82 60,14 60,46 

6 
Meningkatkan 
Kenyamanan, Keamanan 
dan Ketertiban Lingkungan 

Livable City Index 71.12 74.5 72.5 73 73.5 74 74.5 

Misi 3 : Menyediakan 
infrastruktur dasar yang 

5 
Meningkatkan Pelayanan 
Infrastruktur 

7 
Terwujudnya Infrastruktur 
Yang Handal 

Indeks Kepuasan Layanan 
Infrastruktur Dasar  

73.40 79.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 
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Misi Tujuan Sasaran INDIKATOR SASARAN 
Kondisi Awal 
Tahun 2015 

Kondisi Akhir 
Tahun 2021 

Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 

berkualitas 

Misi 4 : Mengembangkan 
Ekonomi Kerakyatan yang 
Kreatif 

6 
Menggerakkan sendi-sendi 
Perekonomian Masyarakat 

8 
Meningkatkan pemerataan 
pendapatan masyarakat 

Indeks Gini Ratio  0,34 0,30 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 

PDRB perkapita Rp 120,32 (Juta) Rp 126,64 (Juta) 
Rp 120,55 

(Juta) 
Rp 121,78 

(Juta) 
Rp 122,70 

(Juta) 
Rp 124,63 

(Juta) 
Rp 126,64 

(Juta) 

7 
Meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi hijau 

9 
Mendorong pembangunan 
ekonomi yang 
berkelanjutan 

Nilai PDRB Non Migas 
(ADHK) 

Rp 33,39 (Triliun) Rp 38,62 (Triliun) 
Rp 34,73 
(Triliun) 

Rp 35,37 
(Triliun) 

Rp 36,40 
(Triliun) 

Rp 37,48 
(Triliun) 

Rp 38,62 
(Triliun) 

MisiKe - 5 : Mewujudkan 
Penyelenggaraan  Tata 
Kelola Pemerintahan  
yang Baik 

8 

Terselenggaranya tata kelola 
pemerintahan yang baik dan 
penyediaan layanan publik 
yang prima 

10 
Tata Kelola Pemerintahan 
yang baik 

Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

Indeks Persepsi Korupsi 6.62 6.90 6.62 6.70 6.75 6.80 6.90 

Survey Kepuasan 
Masyarakat 

79,36 80,36 79,56 79,76 79,96 80,16 80,36 

Nilai Evaluasi LAKIP CC BB(75) B (67-69) B(69-71) B(71-73) BB(73-74) BB(75) 

Penilaian Kepatuhan 50 79 55 65 70 75 79 

Indeks Profesionalitas ASN  82 87 83 84 85 86 87 
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Tabel 9.2. 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan 

 

No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

 
Laju Inflasi % 6,26 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 5 (+- 1) 

 

 
Indeks Gini Indeks 0,34 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30 

 
Tingkat Kemiskinan % 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.30 

 
Tingkat Pengangguran Terbuka % 5.95 5.55 5.30 5.05 4.84 4.55 4.55 

 
PDRB perkapita Rp Rp 120,32 (Juta) Rp 120,55 (Juta) 

Rp 121,78 
(Juta) 

Rp 122,70 (Juta) 
Rp 124,63 

(Juta) 
Rp 126,64 

(Juta) 
Rp 126,64 

(Juta) 

 
PDRB Non Migas (ADHK) Triliun Rp 33,39 (Triliun) 

Rp 34,73 
(Triliun) 

Rp 35,37 
(Triliun) 

Rp 36,40 
(Triliun) 

Rp 37,48 
(Triliun) 

Rp 38,62 
(Triliun) 

Rp 38,62 
(Triliun) 

II Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.1 Pendidikan 

 
Angka Melek Huruf % 99.26 99.34 99.38 99.42 99.46 99.50 

 

 
Jumlah Kunjungan Perpustakaan  Orang 131.312 150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 190.000 

 
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10.43 10,45 10,47 10,49 10,51 10,53 10,53 

 
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13.73 13.73 13.93 14.73 14.93 15.73 15.73 

 
Angka Putus Sekolah (APS) 

SD/MI 
% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

 
Angka Putus Sekolah (APS) 

SMP/MTs 
% 0.2 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100 100 100 

 

 
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 

 

 
Angka Melanjutkan (AM) dari 

SD/MI ke SMP/MTs 
% 101.84 103.68 104.60 105.25 106.44 107.36 

 

 
Angka Melanjutkan (AM) dari 
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 

% 96.30 98.11 99.02 99.95 100.87 101.81 
 

 
Angka Putus Sekolah (APS) 

SMA/SMK/MA 
% 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 

 
Angka Kelulusan (AL) 

SMA/SMK/MA 
% 100 100 100 100 100 100 

 

2.2 Kesehatan 

 
Usia Harapan Hidup Tahun 73.95 73.96 73.97 73.99 74 74.04 74.04 

 
Persentase Pelayanan Kesehatan 

Bagi Masyarakat Miskin 
% 63.87 65.00 66.00 68.00 69.00 70.00 

 

III Fokus Budaya dan Olahraga 

 
Peningkatan jumlah pemuda 

berprestasi 
Orang 43 45 46 47 48 50 

 

 
Peningkatan prestasi olahraga 

Jumlah 
Medali 

21 Provinsi, 22 
Nasional 

27 Provinsi, 28 
Nasional 

30 Provinsi, 31 
Nasional 

33 Provinsi, 34 
Nasional 

36 Provinsi, 37 
Nasional 

40 Provinsi, 41 
Nasional  

 
Persentase ketersediaan sarana 

dan prasarana olah raga 
% 

 
91.07 91.07 91.07 91.07 91.07 

 

  

 
 
 
 

      

 

 
Peningkatan prestasi di bidang 
seni, budaya dan keagamaan  

4 6 6 6 6 6 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Cagar Budaya yang dilindungi Buah 116 117 118 119 120 121 

 

Aspek Pelayanan Umum 

I Fokus Layanan Urusan Wajib 

1 Pendidikan 

 
Pendidikan Dasar 

 
APK PAUD/TK/ Sederajat % 55,24 76,00 76,00 76,00 77,00 77,00 

 

 
APK SD/MI/Sederajat % 112,65 93.05 93.10 93.15 93.20 93.25 

 

 
APK SMP/MTs/Sederajat % 103,38 84.05 84.10 84.15 84.20 84.25 

 

 
APM SD/MI/ Sederajat % 96.39 96.50 97.37 97.73 98.23 98.72 

 

 
APM SMP/MTs/ Sederajat % 86.59 87.59 88.50 89.41 90.32 91.23 

 

 
APS SD/MI/ Sederajat % 93.37 94.37 95.37 96.37 97.37 98.37 

 

 
APS SMP/MTs/ Sederajat % 84.29 85.29 86.29 87.29 88.29 89.29 

 

 
Rasio ketersediaan sekolah/ 

Penduduk usia sekolah PAUD/TK 
% 42.16 40.05 40.50 40.94 41.36 41.80 

 

 

Rasio ketersediaan sekolah/ 
Penduduk usia sekolah SD/MI/ 

Sederajat 
% 26.81 26.81 26.81 26.81 26.81 26.81 

 

 

Rasio ketersediaan sekolah/ 
Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ 

Sederajat 
% 20.57 20.57 20.57 20.57 20.57 20.57 

 

 
Persentase bangunan SD/MI 

kondisi bangunan baik 
% 10.1 11.13 11.15 11.17 11.19 11.21 

 

 
Persentase bangunan SMP/MTs  

kondisi bangunan baik 
% 25 37.7 37.9 38 38.2 38.4 

 



442 

 

No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Pendidikan Menengah 

 
APK SMA/SMK/MA/ Sederajat % 83.17 78.05 78.10 78.15 78.20 78.25 

 

 
APM SMA/SMK/MA/ Sederajat % 67.38 68.38 69.38 70.38 71.38 72.38 

 

 
APS SMA/SMK/MA/ Sederajat % 78.03 79.03 80.03 81.03 82.03 83.03 

 

 

Rasio ketersediaan sekolah/ 
Penduduk usia sekolah 

SMA/SMK/MA/ Sederajat 
 

17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 
 

 

Persentase bangunan   
SMA/SMK/MA kondisi bangunan 

baik 
% 26.31 29.84 29.86 29.88 29.9 29.92 

 

2 Kesehatan 

 
Proporsi Kelahiran yang dibantu 

tenaga kesehatan terlatih 
% 92.80 98.00 98.00 99.00 99.00 99.00 

 

 
AKB Jiwa 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH 2/1.000 KH 1/1.000 KH 

 

 
AKABA Jiwa 7/1.000 KH 6/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 3/1.000 KH 2/1.000 KH 

 

 
AKI Jiwa 72/100.000 KH 72/100.000 KH 69/100.000 KH 66/100.000 KH 63/100.000 KH 60/100.000 KH 

 

 
Angka Kesakitan % 98.11 98.25 98.25 98.30 98.30 98.35 

 

 
Prevalensi HIV dan AIDS 1000 KH 0.03 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

 

 
Angka Kejadian DBD per 100.000  

penduduk 
Jiwa 348,46/ 100.000 300/ 100.000 275/ 100.000 275/ 100.000 250/ 100.000 250/ 100.000 

 

 
Prevalensi TBC Jiwa 122,3/ 100.000 125/ 100.000 125/ 100.000 130/ 100.000 135/ 100.000 140/ 100.000 

 

 
Persentase Puskesmas yang 

Terakreditasi Nasional 
% 0 74.07 75 80 85 90 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Persentase Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Rumah Sakit 
% 50 65 70 75 80 90 

 
Persentase Pemenuhan SDM RS % 60 70 75 80 85 90 

3 Pekerjaan Umum 

 
Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur Dasar 
Nilai 73.40 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 79.00 

 
Perda Tata Ruang (1  RTRW, 1  

RDTR, 1 Insentif & Disentif) 
Perda  

1  Perda RTRW, 
1 Perda RDTR 

0 
1  

PerdaInsentifan
Disentif 

0 

Perda Tata 
Ruang (1  
RTRW, 1  
RDTR, 1 

Insentif&Disenti
f) 

 

 
Kapasitas Air Baku Lt/Detik 

 
1,480 1,500 1,650 1,670 1,686 

 

 
Cakupan Layanan Air Minum % 

 
78.40 79.00 79.60 80.20 80.80 

 

 Cakupan Layanan Air Limbah %  93 94 95 96 97  

 
Menurunnya Titik Banjir Titik 

 
47 46 43 40 35 

 

 

Persentase penertiban 
pemanfaatan 

ruang 
% 

 
98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 

 

 
Indeks Aksesibilitas Kawasan 

Perkotaan 
Indeks 

 
1.436 1.450 1.464 1.478 1.492 

 

 

Persentase Panjang saluran 
drainase yang berfungsi dengan 

baik 
% 

 
44.09 45.03 45.98 46.92 47.86 

 

 
Kantor pemerintah dalam kondisi 

baik 
% 72.58 77.42 80.65 83.87 87.10 90.32 

 

 
Persentase Panjang Trotoar yang 

telah memenuhi standar 
% 

 
7.29 7.98 8.67 9.35 10.04 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Persentase Kemantapan Jalan %  79.15 79.65 80.15 80.64 81.14 

 

4 Perumahan 

 
Penurunan Luasan Kawasan 

Kumuh 
Ha 

 
277 272 267 262 257 

 

 
Menurunnya Backlog Perumahan Unit 

 
110338 90078 78818 67558 56299 

 

5 Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

 
Livable City Indeks Indeks 71.12 72.5 73 73.5 74 74.5 

 

 Tingkat  waktu tanggap %  90.1 90.41 93.15 95.89 98.63  

 
Cakupan Pelayanan Bencana 

Kebakaran 
%  62.5 75 87.5 100 100  

 
Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 
%  95 100 100 100 100  

 
Persentase pos kamling aktif % 60,97 63,41 63,61 63,81 64,01 64,21 

 

 
Penurunan Angka Kriminalitas % 

 
20 19,5 18 18 17 

 

 
Rasio Petugas Linmas % 2,43 3,5 4 4,5 5 5,5 

 
 

Angka Partisipasi dalam 
Pemilihan Umum  

- - 62 65 
 

65 

 
Penurunan prevalensi 

penyalahgunaan narkoba 
% 3.23 3.3 3.2 3.1 3 2.9  

6 Perhubungan 

 
Persentase penyediaan terminal 

angkutan penumpang dan barang 
% 

 
17 33 33 50 67 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Persentase Pembangunan Koridor 

SAUM 
% 16.67 16.67 16.67 33.33 33.33 33.33 

 

 
Persentase penyediaan rambu 

jalan 
% 

 
27.30 32.30 37.30 42.30 47.30 

 

 
Persentase penyediaan ATCS % 

 
60.00 68.00 80.00 92.00 100.00 

 

 
Rasio Penyediaan Jalur Sepeda 

  
7.32 8.95 10.58 12.21 13.83 

 

 

Persentase Zebra Cross dan pita 
penggaduh untuk zona aman 

sekolah 
% 5.56 5.56 27.78 52.78 77.78 100.00 

 

 
Jembatan Penyeberangan Orang 

(JPO) yang tersedia 
Unit 1 1 1 1 2 2 

 

 
Persentase Pengujian Kendaraan 

Bermotor 
% 

 
60 65 70 75 80 

 

 
Pembangunan PJU Unit 11539 12239 12539 12839 13139 13439 

 

 
Peningkatan Kualitas PJU (Lampu 

LED) 
% 9.21 39.49 52.59 65.09 77.03 88.45 

 

7 Lingkungan Hidup 

 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

 
58,58 59,18 59,50 59,82 60,14 60,46 60,46 

 
Penanganan Pengaduan Kasus 

Lingkungan   
100 100 100 100 100 

 

 
Informasi Lingkungan yang mudah 

diakses   
1 1 1 1 1 

 

 
Persentase Sekolah Adiwiyata % 

 
48.96 53.41 57.86 62.31 69.73 

 

 
IndeksTutupan Lahan Nilai 48,12 48,12 48,17 48,22 48,27 48,32 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Penurunan Indeks Pencemaran 

Udara   
91.84 92.34 92.84 93.34 93.84 

 

 
Penurunan Indeks Pencemaran 

Air   
41.30 41.80 42.30 42.80 43.30 

 

 

Persentase Jumlah DAS yang 
dipantau kualitas mutunya (total 

DAS 42) 
% 

 
45.24 62.00 79.00 95.00 100.00 

 

 
Persentase pengangkutan 

sampah ke TPA 
%  62.91 62.41 61.91 61.41 60.91  

 
Persentase pengolahan sampah 

di sumber 
%  21.80 22.80 23.80 24.80 25.80  

8 Kependudukan dan CatatanSipil 

 
Cakupan Penerbitan Kartu 

Keluarga 
% 

 
100 100 100 100 100 

 

 
Cakupan Penerbitan KTP-el % 

 
94 95 95 95 95 

 

 
Cakupan Penerbitan Akta 

Kelahiran 
% 

 
80.00 82.50 85.00 87.00 89.00 

 

 
Cakupan penerbitan akta 

kematian 
% 

 
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 

 

 
Cakupan kepemilikan kartu 

identitas anak 
% 

 
60.00 70.00 85.00 85.00 85.00 

 

9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

 

Persentase Pemakaian Alat 
Kontrasepsi (Contraceptive 

Prevalence Rate/CPR) 
% 65.59 65.54 65.30 66.00 66.00 66.00  

 

Proporsi Wanita Usia Subur dalam 
Status Kawin Yang Tidak 

Menggunakan KB ( Unmet Need ) 
% 13.76 12.10 12.05 12.00 12.00 11.95 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Peningkatan Persentase 

Kelompok Kegiatan ( POKTAN )  
dan pendukung program KKBPK 

% 80.39 80.39 80.39 80.45 80.48 80,51  

 
Peningkatan Jumlah Kelompok 
Remaja Pendukung Program 

KKBPK ( PIK R/M) 
Kelompok 35 40 44 48 52 56  

10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) 
 90.1 91 91 92 92 92 92 

 

Persentase Penyelesaian 
Penanganan Korban Kekerasan 

terhadap Perempuan 
% 35.87 72.28 72.28 73.38 74.52 75.01 

 

 

Persentase Penyelesaian 
Penanganan Korban Kekerasan 

terhadap Anak 
% 34.92 62.96 62.96 63.01 64.35 65.15 

 

 
Peningkatan dan Penguatan 

Gugus tugas KLA (Strata KLA)  
Pratama Pratama Pratama Pratama Pratama Madya 

 

11 Sosial 

 
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 
Dasar Korban Dampak Bencana 

%  95 100 100 100 100  

 
Cakupan Pemulihan Perumahan 

Rusak Berat dan Roboh 
% 

 
60 65 70 75 80 

 

 

Persentase Peserta didik 
Keluarga Miskin penerima 

beasiswa 
% 100 100 100 100 100 100 

 

 
Persentase PMKS miskin yang 

terlayani 
% 100 100 100 100 100 100 

 

 Rumah Tidak Layak Huni Unit  1035 1030 1015 990 975  
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Persentase PMKS yang menerima 
bantuan sosial untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar 
% 78.80% 78.90% 79 79.1 79.2 79.3 

 

 
Persentase PSKS yang telah 

dibina 
% 26.59% 49.08% 50.35 50.35 50.35 50.35 

 

12 Ketenagakerjaan 

 
Angka Partisipas iAngkatan 

Kerja  
62.50 62.88 63.68 64.09 64.50 64.92 

 

 
Persentase Pencari Kerja yang 
mendapatkan Pelatihan Kerja 

% 64% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
Persentase Pencari Kerja yang 

difasilitasi Magang di perusahaan 
% 0% 50% 53% 55% 58% 60%  

 
Persentase Calon Wirausaha 

yang mendapatkan Pembinaan 
% 0% 40% 40% 40% 40% 40%  

 
Persentase pencari kerja terdaftar 

yang ditempatkan 
Orang 24% 24% 25% 25% 26% 26%  

 

Persentase Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 

Ketenagakerjaan dengan 
Perjanjian Bersama 

% 38% 50% 50% 50% 50% 50%  

13 Koperasidan Usaha Kecil danMenengah 

 
Jumlah UMKM yang bermitra 

dengan perusahaan 
UMKM 50 125 135 150 170 180 

 

 
Persentase Jumlah Koperasi aktif % 77.57 78.68 79.23 79.78 80.33 80.88 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Persentase  kredit UMKM di Bank % 36.12 36.20 36.30 36.40 36.50 36.60 

 

 

Jumlah 
Pengurus/pengawas/pengelola 

Koperasi bersertifikat 
Orang 60 60 60 60 60 60 

 

14 Penanaman Modal 

 
Rencana investasi (Triliun) Triliun 36.25 5.25 5.52 5.82 6.15 6.50 

 

 
Jumlah Tingkat Kepatuhan 

Perizinan penanaman modal  
160 124 130 135 140 145 

 

 
Persentase rencana investor PMA 
terhadap PMDN swasta nasional 

% 0 5 10 15 20 25 
 

 
IKM pelayanan perizinan % 87.59 88,5 88.6 88.7 88.8 88.9 

 

 
Persentase Pelayanan Perizinan 
yang terintegrasi secara online 

% 6 17 23 29 34 40 
 

 
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

 
Indeks Persepsi Korupsi Indeks 6.62 6.62 6.70 6.75 6.80 6.90 6.90 

 Survey Kepuasan Masyarakat Indeks 79.36 79.56 79.76 79.96 80.16 80.36 80.36 

 Opini Laporan Keuangan  WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

 
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 

yang dinilai Cukup/Baik 
Nilai 70 70 73.33 76.67 80 83.33  

 
Pangan 

 
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai 10.53 20 25 30 40 50 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Persentase Pelayanan 
Masyarakat miskin penerima 

RASKIN 
% 100 100 100 100 100 100 

 

 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

Persentase potensi peningkatan 
nilai Swadaya Masyarakat Dalam 

kegiatan Pembangunan di 
Kelurahan 

 

% 5,15 5,50 6 6.50 7 7.50 
 

 
Kearsipan 

 
Persentase perangkat daerah 

yang mengimplementasikan SIKD 
% 

 
5 15 30 50 75 

 

 
Presentase SKPD yang arsipnya 

telah terdata dan tertata 
% 

 
15 20 25 30 35 

 

 
Informasi dan Komunikasi 

 
Aplikasi yang terintegrasi dengan 

SIPKD 
aplikasi 0 0 1 1 1 1 

 

 
Fokus Layanan Urusan Pilihan 

 
Pertanian 

 

Jumlah peningkatan produksi 
tanaman pangan dan hortikultura 

(ton) 
Ton 93,613 1,017 1,137 1,207 1,300 1,423 99,697 

 
Jumlah peningkatan produksi 

tanaman perkebunan (ton) 
Ton 5,499.91 284.08 290.56 304.64 329.75 325.36 7,033.80 

 
Jumlah peningkatan produksi 

ternak (ton) 
Ton 16,388.21 1,638.82 5,948.92 2,397.60 2,637.35 2,901.09 31,911.99 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Pariwisata 

 
Jumlah kunjungan wisatawan Orang 2,253,943 2,299,022 2,345,002 2,391,902 2,439,740 2,488,535 

 

 
Peningkatan event Pariwisata dan 

Budaya 
Kali  

14 Event (luar 6; 
Dalam 8) 

14 Event (luar 
4; Dalam 10) 

14 Event (luar 4; 
Dalam 10) 

14 Event (luar 
4; Dalam10) 

14 Event (luar 
4; Dalam 10) 

 

 
Jumlah destinasi pariwisata yang 

dikembangkan 
Destinasi 28 30 32 34 36 38 

 

 

Meningkatnya potensi obyek 
wisata unggulan di kota 

Balikpapan 

ObyekWisat
a 

5 7 8 9 10 11 
 

 
Jumlah asosiasi yang bermitra Asosiasi 5 6 7 8 9 10 

 

 
Kelautan dan Perikanan 

 
Jumlah peningkatan produksi 

perikanan (ton) 
Ton 5,046.0 152.8 383.4 393.5 425.5 458.2 6,859.40 

 
Perdagangan 

 
Cakupan unit usaha dagang 

 
473 100 110 120 130 140 

 

 
Persentase pelaku usaha yang 
menjual produk sesuai standar 

% 26 30 32 35 37 39 
 

 

Persentase Ukuran Takaran 
Timbangan dan Perlengkapannya 

(UTTP) ulang 
% 50 60.56 66.71 72.87 80.06 80.06 

 

 
Persentase pasar berklasifikasi  A % - 6 11 13 17 22 

 

 
Nilai ekspor bersih (dollar) Dollar 1,513,326,496.08 1,970,800,750 2.220.750.800 2.446.451.650 2.646.500.800 2.946.600.750 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Nilai pasar terhadap penilaian 

adipura  
70,63 71,5 72 72,5 73 73,5 

 

 
Perindustrian 

 
Pertumbuhan IKM IKM 852 872 882 892 902 912 

 

 
Persentase IKM menerapkan 

teknologi industri 
% 15 17 19 21 23 25 

 

 
Prosentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT) 

 
Persentase industri eksisting 

terhadap perizinan industri di KIK 
% 19.23 24 25 26 27 28 

 

 
Persentase industri eksisting 

terhadap siteplan SIKS 
% 50 65 70 75 80 85 

 

 
Persentase industri eksisting 

terhadap siteplan SIKT 
% 0 5 10 12 15 20 

 

 
Persentase industri yang 

menggunakan bahan baku lokal 
% 7 5 7 9 11 15 

 

Aspek Daya Saing Daerah 

 
Kemampuan Ekonomi Daerah 

 
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

 
Fokus Iklim Berinvestasi 

 
Sumber Daya Manusia 

 
Indeks Pembangunan Manusia 

 
78.18 78.33 78.73 79.13 79.53 79.53 79.93 

 
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 

 
SD/MI/ Sederajat %  86.64 86.64 86.64 86.64 86.64 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
SMP/MTs/Sederajat %  94.49 94.49 94.49 94.49 94.49 

 

 
SMA/SMK/MA/Sederajat %  94.18 94.18 94.18 94.18 94.18 

 

 
Rasio guru/murid per kelas rata-rata 

 
PAUD/TK 

 
1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 90 1 : 90 1 : 90 

 

 
SD/MI/Sederajat 

 
1 : 27 1:26 1:25 1:20 1:20 1:20 

 

 
SMP/MTs/Sederajat 

 
1 : 18 1 : 18 1 : 18 1 : 18 1 : 18 1 : 18 

 

 
SMA/SMK/MA/ Sederajat 

 
1 : 14 1 : 14 1 : 14 1 : 14 1 : 14 1 : 14 

 

 
Perencanaan 

 
Persentase keterisian data 
pembangunan dalam SIPD 

% 60 65 70 75 80 85 85 

 
Tingkat kehadiran masyarakat 

dalam acara Musrenbang 
% 75 75 75 75 75 75 75 

 

Persentase keselarasan dokumen 
RKPD dengan RPJMD Kota 

Balikpapan 
% 85 85 87,5 90 92,5 95 95 

 
Persentase capaian kinerja RKPD % 90 90 92 94 96 98 98 

 
Keuangan 

 
Total Pendapatan Daerah Trilyun  1.83 Trilyun 1.84 Trilyun  1.87 Trilyun 1.89 Trilyun 1.90 Trilyun 

 

 

Persentase pendapatan daerah 
dengan realisasi anggaran di atas 

85% 
%  88.89 88.89 91.67 91.67 94.44 

 

 
persentase Jumlah bidang tanah 

pemerintah yang bersertifikat 
%  39.37 39.72 40.07 40.42 40.77 

 

 
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 
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No Indikator Kinerja Daerah Satuan 
Kondisi Kinerja 

Awal RPJMD 
Tahun 2015 

Target Capaian Lima Tahunan Target Kinerja 
Akhir RPJMD 
Tahun 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Indeks Profesionalitas ASN Indeks 82 83 84 85 86 87 87 

 
Persentase aparatur yang 

memperoleh pengembangan karir 
% 100 11 28 50 74 100 

 

 

persentase penyelesaian 
penanganan kasus pelanggaran 

disiplin PNS 
% 83 100 100 100 100 100 

 

 
Persentase fasilitasi pelayananan 

kesejahteraan aparatur 
% 100 20 40 60 80 100  

 
Penelitian dan Pengembangan 

       

 
Persentase Pemanfaatan Hasil 
Penelitian yang ditindaklanjuti 

% 65 100 100 100 100 100 100 
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BAB X 

PEDOMAN TRANSISI DAN 

KAIDAH PELAKSANAAN 

 
10.1. Pedoman Transisi 

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 ini disusun seiring dengan Walikota 

terpilih. Dalam hal akhir masa jabatan Walikota dan belum tersusun RPJMD 

tahap berikutnya, maka RPJMD Tahun 2016-2021 ini dapat menjadi dasar, 

khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan 

membawa kesejahteraan serta kemaslahatan rakyat. Hal ini berlaku sampai 

disusun kembali RPJMD untuk masa berikutnya. 

10.2. Kaidah Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 

2016-2021 adalah pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat 

di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Bagi Pemerintah Kota Balikpapan, dokumen ini menjadi pedoman bagi 

penyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut. Bagi 

masyarakat dan stakeholders, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan 

dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kota Balikpapan. 

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung 

dengan: 

a. Komitmen kepemimpinan daerah; 
b. Konsistensi;  
c. Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah; 
d. Pelaksanaan Good Governance;   
e. Keberpihakan kepada rakyat;  
f. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan  
g. Kedisiplinan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan bermasyarakat. 
 

Kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban 

melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJMD Kota 

Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; 

2. SKPD menyusun Rencana Strategis yang kemudian digunakan untuk 

menyusun Rencana Kerja; 

3. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban menjamin konsistensi antar 

dokumen perencanaan tersebut; 

4. Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan rencana tersebut. 



BAB XI  
P E N U T U P 

 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 

Tahun 2016-2021 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan 

pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurut skalanya, 

RPJMD merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu 

dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka 

melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan. Selanjutnya, dokumen 

RPJMD tersebut secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam 

kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

 

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta harus 

bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka 

menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan 

yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya 

tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati 

secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota 

Balikpapan sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni 

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG 

NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN". 

 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

M. RIZAL EFFENDI 


